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SAMBUTAN KEPALA 
BADAN KEAHLIAN DPR RI 

 

 

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan 
Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku 
"Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi V 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang " ini dapat terselesaikan 
dengan baik.  

Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem 
pendukung (supporting system) dalam pelaksanaan 
fungsi DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dukungan keahlian 
diberikan oleh Badan Keahlian meliputi pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni 
fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut 
dilaksanakan oleh lima Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR 
RI khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pemantauan 
dan peninjauan undang-undang, Badan Keahlian melalui Pusat Pemantauan 
Pelaksanan Undang-Undang telah menyusun anotasi perubahan pasal/ayat dalam 
undang-undang bidang Komisi V yang mengalami perubahan, pencabutan, maupun 
penambahan norma melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang berikut informasi terkait 
sudah dilaksanakan atau belum amanat pembentukan peraturan pelaksananya oleh 
Pemerintah.  

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya, 
khususnya bagi Anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akhir kata, 
kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. 

 
 

Jakarta,    September 2023 

Kepala Badan Keahlian, 

 
 

 

 

 

 

 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      iii
       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Salah satu tugas dan fungsi DPR RI adalah melakukan 

pengawasan terutama terkait pemantauan dan peninjauan 

terhadap undang-undang. Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang di Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 

memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam 

menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau 

dan menginventarisir Putusan Mahkamah Konstitusi serta peraturan pelaksanaan 

yang diamanatkan.  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(UU 6/2023) merupakan payung hukum pelaksanaan percepatan cipta kerja untuk 

memberikan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan 

pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan 

ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk 

kemudahan berusaha, yang sebelumnya telah diatur dan tersebar di berbagai 

Undang-Undang sektor keuangan, perbankan, dan perpajakan. Dengan berlakunya 

UU Cipta Kerja telah memberikan perubahan atas materi muatan dalam Undang-

Undang sektor keuangan, perbankan, dan perpajakan yang menimbulkan akibat 

hukum penetapan dan/atau pencabutan beberapa peraturan pelaksana yang 

diamanatkan oleh undang-undang sektor di bidang Komisi V, antara lain yaitu: 

Undang-Undang tentang Informasi Geospasial, Undang-Undang tentang Bangunan 

Gedung, Undang-Undang tentang Arsitek, Undang-Undang tentang Metrologi Legal, 

Undang-Undang tentang Perumahan dan Permukiman, Undang-Undang tentang 

Rumah Susun, Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang tentang 

Sumber Daya Air, Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-

Undang tentang Perkeretaapian, Undang-Undang tentang Pelayaran, Undang-

Undang tentang Penerbangan, dan Undang-Undang tentang Jalan.  

Untuk membantu mengetahui dan memahami perubahan terhadap undang-

undang sektor yang telah mengalami perubahan materi muatan tersebut secara 

komprehensif maka Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menginisiasi 

penulisan Anotasi ini dengan menyebutkan seluruh norma perubahan dari Undang-

Undang di bidang Komisi V, yang disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang 

tentang Cipta Kerja, serta diberikan penjelasan mengenai pasal-pasal yang 

diamanatkan untuk ditetapkan peraturan pelaksanaannya. 
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Harapan kami dengan adanya Anotasi ini dapat memberikan masukan untuk 

pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada 

khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat dan 

pihak terkait pada umumnya. 

 

 

Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 

 

 

Dra. Tanti Sumartini, M.Si. 

NIP.196310011988032001  
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PERATURAN PELAKSANA 

 
No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

UU PENATAAN RUANG 

1. 

  

  

Pasal 17 Angka 2 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 
2021 Tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

 

Pasal 6 UU 
Penataan Ruang 

Belum ditetapkan  

Pasal 17 Angka 3 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 
2021 Tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

 

Pasal 8 UU 
Penataan Ruang 

Belum ditetapkan  

Pasal 17 Angka 4 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 
2021 Tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

 

Pasal 9 UU 
Penataan Ruang 

Belum ditetapkan  

Pasal 17 Angka 7 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 
2021 Tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

 

Pasal 14 UU 
Penataan Ruang 

Peraturan Pemerintah No.  8 Tahun 
2013 Tentang Ketelitian Peta 
Rencana Tata Ruang 

 

Pasal 17 Angka 9 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 
2021 Tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

 

Pasal 17 UU 
Penataan Ruang 

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 
2014 Tentang Penataan Wilayah 
Pertahanan Negara 

 

Pasal 17 Angka 10 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 
2021 Tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

 

Pasal 18 UU 
Penataan Ruang 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
No. 15/2009 Tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi 

 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
No. 16/2009 Tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten 

 

Pasal 17 Angka 11 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 
2021 Tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

 

Pasal 20 UU 
Penataan Ruang 

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 
2008 Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 
Pasal 17 Angka 14 
UU Cipta Kerja 

- Dihapus 

Pasal 24 UU 
Penataan Ruang 

Peraturan Menteri No.  11 Tahun 
2009 Tentang Pedoman Persetujuan 
Substansi Dalam Penetapan 
Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi dan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, 
beserta Rencana Rincinya. 

 

Pasal 17 Angka 17 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 
2021 Tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

 

Pasal 27 UU 
Penataan Ruang 

Peraturan Menteri No.  11 Tahun 
2009 Tentang Pedoman Persetujuan 
Substansi Dalam Penetapan 
Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi dan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, 
beserta Rencana Rincinya. 

 

Pasal 17 Angka 20 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 
2021 Tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

 

Pasal 37 UU 
Penataan Ruang 

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 
2010 Tahun Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

 

Pasal 17 Angka 21 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 
2021 Tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

 

Pasal 48 UU 
Penataan Ruang 

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 
2010 Tahun Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

 

Pasal 17 Angka 27 
UU Cipta Kerja 

- Dihapus 

Pasal 54 UU 
Penataan Ruang 

Belum ditetapkan  

Pasal 17 Angka 31 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 
2021 Tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

 

Pasal 65 UU 
Penataan Ruang 

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 
2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara 
Peran Masyarakat Dalam Penataan 
Ruang 

 

UU INFORMASI GEOSPASIAL 
2. Pasal 20 angka 5 UU 

Ciptaker 

 
 

Peraturan Badan Informasi 
Geospasial No. 18 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Penyelenggaraan 
Informasi Geospasial 

Peraturan ini 
dalam 
konsiderannya 
merupakan 
peraturan 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

pelaksana dari PP 
No. 45 Tahun 
2021, namun 
secara substansi 
merupakan 
amanat langsung 
dari UU Ciptaker. 

Pasal 20 angka 5 UU 
Ciptaker 

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Informasi Geospasial 

 

Pasal 20 angka 7 UU 
Ciptaker 

 
 

Peraturan Presiden No. 11 Tahun 
2021 tentang Kerja Sama Antara 
Pemerintah Pusat Dengan Badan 
Usaha Milik Negara Dalam 
Penyelenggaraan Informasi 
Geospasial Dasar 

 

Pasal 20 angka 8 UU 
Ciptaker 

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Informasi Geospasial 

 

Pasal 20 angka 9 UU 
Ciptaker 

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Informasi Geospasial. 

 

UU BANGUNAN GEDUNG 
3. Pasal 24 angka 2 UU 

Cipta Kerja 
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 
2021 tentang  Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung 

 

Pasal 24 angka 3 UU 
Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 
2021 tentang  Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung 

 

Pasal 24 angka 4 UU 
Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 16 
Tahun 2021 tentang  Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 
28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung 

 

Pasal 24 angka 34 
UU Cipta Kerja 
(Pasal 36A UU 
Bagunan Gedung) 

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 
2021 tentang  Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung 

 

Pasal 24 angka 34 
UU Cipta Kerja 

 
(Pasal 36B ayat (5) 
dan ayat (6) UU 

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 
2021 tentang  Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

Bangunan Gedung) 
 

Pasal 24 angka 35 
UU Cipta Kerja 

 

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 
2021 tentang  Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung 

 

Pasal 24 angka 36 
UU Cipta Kerja 

 

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 
2021 tentang  Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung 

 

Pasal 24 angka 37 
UU Cipta Kerja 

 

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 
2021 tentang  Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung 

 

Pasal 24 angka 38 
UU Cipta Kerja 

 

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 
2021 tentang  Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung 

 

Pasal 24 angka 40 
UU Cipta Kerja 

 

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 
2021 tentang  Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung 

 

Pasal 24 angka 42 
UU Cipta Kerja 

 

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 
2021 tentang  Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung 

 

Pasal 24 angka 43 
UU Cipta Kerja 

 

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 
2021 tentang  Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung 

 

UU ARSITEK 
4. Pasal 25 angka 2 UU 

Ciptaker 
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 
tentang Arsitek 

 

Pasal 25 angka 5 UU 
Ciptaker 

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 
tentang Arsitek 

 

Pasal 25 angka 6 UU 
Ciptaker 

Peraturan Pemerintah No. 15 
Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

Tahun 2017 tentang Arsitek 

Pasal 25 angka 7 UU 
Ciptaker 

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 
tentang Arsitek 

 

Pasal 25 angka 10 
UU Ciptaker 

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 
tentang Arsitek 

 

UU METROLOGI LEGAL 
5. Pasal 47 angka 3 UU 

Ciptaker 
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Perdagangan 

 

Pasal 47 angka 4 UU 
Ciptaker 

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Perdagangan 

 

UU JASA KONSTRUKSI 
6. Pasal 52 Angka 6 

UU Cipta Kerja 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tentang 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah No. 22 
Tahun 2020 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang No. 2 
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

 

Pasal 10 UU Jasa 
Kontruksi 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2020 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang - Undang Nomor 
2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi 

 

Pasal 52 Angka 7 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Informasi 
Geospasial 

 

Pasal 20 Ayat (4) 
UU Jasa Kontruksi 

Peraturan Menteri No. 8/2019 
Tentang Pedoman Pelayanan 
Perizinan Usaha Jasa Konstruksi 
Nasional 

 

Pasal 52 Angka 12 
UU Cipta Kerja  

  

Pasal 30 Ayat (6) 
UU Jasa Kontruksi 
 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Nomor 10 
Tahun 2020 Tentang Akreditasi 
Asosiasi Badan Usaha Jasa 
Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa 
Konstruksi, dan Asosiasi terkait 
Rantai Pasok Konstruksi 

 

Pasal 52 Angka 13 
UU Cipta Kerja 

- Pasal Dihapus 

Pasal 31 Ayat (5) 
UU Jasa Kontruksi   

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
Nomor 04 / PRT / M / 2011 Tentang 
Pedoman Persyaratan Pemberian 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional 
Pasal 52 Angka 16 
UU Cipta Kerja 

  

Pasal 35 Ayat UU 
Jasa Kontruksi 

Peraturan Pemerintah  Nomor 5 
Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko 

Terdapat dalam 
Peraturan 
Pemerintah  
Nomor 5 Tahun 
2021 Tentang 
Penyelenggaraan 
Perizinan 
Berusaha Berbasis 
Risiko 

Pasal 52 Angka 17 
UU Cipta Kerja  

 Pasal Dihapus 

Pasal 36 Ayat (5) 
UU Jasa Kontruksi 

- Terkait 
penyelenggaraan 
usaha jasa 
konstruksi yang 
dikerjakan sendiri 
akan diatur dalam 
Perpres PBJ dan 
terkait Usaha 
Penyediaan 
Bangunan diatur 
lebih lanjut oleh 
UU Cipta Kerja. 

Pasal 52 Angka 18 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tentang 2021 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 2020 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang - Undang Nomor 
2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi 

 

Pasal 38 Ayat (4) 
UU Jasa Kontruksi 

- Terkait 
penyelenggaraan 
usaha jasa 
konstruksi yang 
dikerjakan sendiri 
akan diatur dalam 
Perpres PBJ dan 
terkait Usaha 
Penyediaan 
Bangunan diatur 
lebih lanjut oleh 
UU Cipta Kerja. 

Pasal 52 Angka 19 
UU Cipta Kerja  

- Pasal Dihapus 

Pasal 42 Ayat (6) 
UU jasa Kontruksi 

Belum ditetapkan  Terkait 
penyelenggaraan 
usaha jasa 
konstruksi yang 
dikerjakan sendiri 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

akan diatur dalam 
Perpres PBJ dan 
terkait Usaha 
Penyediaan 
Bangunan diatur 
lebih lanjut oleh 
UU Cipta Kerja. 

Pasal 52 Angka 21 
UU Cipta Kerja 

- Pasal Dihapus 

Pasal 57 Ayat (6) 
UU Jasa Kontruksi 

Belum dietapkan Terkait perjanjian 
penyediaan 
bangunan akan 
diatur lebih lanjut 
oleh UU Cipta 
Kerja, dan menjadi 
kewenangan 
LKPP. 

Pasal 52 Angka 22 
UU Cipta Kerja 

- Pasal Dihapus 

Pasal 58 Ayat (10) 
UU Jasa Kontruksi 

Belum ditetapkan Terkait perjanjian 
penyediaan 
bangunan akan 
diatur lebih lanjut 
oleh UU Cipta 
Kerja, dan menjadi 
kewenangan 
LKPP. 

Pasal 52 Angka 24 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 2021 Tentang Perubahan 
Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 
2017 tentang Jasa Konstruksi 

 

Pasal 69 Ayat (7) 
UU Jasa Kontruksi 

Belum ditetapkan  

Pasal 52 Angka 25 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 2021 Tentang Perubahan 
Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 
2017 tentang Jasa Konstruksi 

 

Pasal 72 Ayat (4) 
UU Jasa Kontruksi 

Belum ditetapkan  

Pasal 52 Angka 26 
UU Cipta Kerja 

 Pasal Dihapus 

Pasal 74 Ayat (7) 
UU Jasa Kontruksi 

Belum ditetapkan   

Pasal 52 Angka 27 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 2021 Tentang Perubahan 
Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 
2017 tentang Jasa Konstruksi 

 

Pasal 84 Ayat (9) 
UU Jasa Kontruksi 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Nomor  9 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

Tahun 2020 tentang Pembentukan 
Lembaga Pengembangan Jasa 
Konstruksi 

Pasal 52 Angka 31 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 2021 Tentang Perubahan 
Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 
2017 tentang Jasa Konstruksi 

 

Pasal 102 UU Jasa 
Kontruksi 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

 

UU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
7. Pasal 50 angka 1 UU 

Cipta Kerja 
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 
2016 tentang Penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

 

Pasal 50 angka 2 UU 
Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 
2016 tentang Penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

 

Pasal 50 angka 4 UU 
Cipta Kerja 

Peraturan Menteri Perumahan 
Rakyat No. 10 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Dengan 
Hunian Berimbang. 

 

Pasal 50 angka 5 UU 
Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 
2016 tentang Penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

 

Pasal 50 angka 7 UU 
Cipta Kerja 

Belum ditetapkan. 
 

Pasal 50 angka 8 UU 
Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 
2016 tentang Penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

 

Pasal 50 angka 9 UU 
Cipta Kerja 

Belum ditetapkan. 
 

Pasal 50 angka 14 
UU Cipta Kerja 

Belum ditetapkan. 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

Pasal 50 angka 16 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 
2016 tentang Penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

 

Pasal 50 angka 18 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 
2016 tentang Penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

 

UU RUMAH SUSUN 

8. Pasal 51 angka 1 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Rumah Susun 

 

Pasal 51 angka 2 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Rumah Susun 

 

Pasal 51 angka 3 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Rumah Susun 

 

Pasal 51 angka 4 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Rumah Susun 

 

Pasal 51 angka 5 UU 
Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Rumah Susun 

 

Pasal 51 angka 7 UU 
Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Rumah Susun 

 

Pasal 51 angka 9 UU 
Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Rumah Susun 

 

Pasal 51 angka 10 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Rumah Susun 

 

Pasal 51 angka 12 
UU Cipta Kerja 

Belum ditetapkan. 
 

Pasal 51 angka 13 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Rumah Susun 

 

UU SUMBER DAYA AIR 
9. Pasal 53 angka 1 

UU Cipta Kerja 
Belum ditetapkan. 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

Pasal 53 angka 2 
UU Cipta Kerja 

Belum ditetapkan. 
 

Pasal 53 angka 5 
UU Cipta Kerja 

Belum ditetapkan. 
 

Pasal 53 angka 6 
UU Cipta Kerja 

Belum ditetapkan. 
 

Pasal 53 angka 7 
UU Cipta Kerja 

Belum ditetapkan. 
 

Pasal 53 angka 12 
UU Cipta Kerja 

Belum ditetapkan. 
 

Pasal 53 angka 14 
UU Cipta Kerja 

Belum ditetapkan. 
 

UU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 
10. Pasal  55 angka 1 

UU Cipta Kerja 
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Lalu Lintas 

 

Pasal 55 angka 3 UU 
Cipta Kerja 

Belum ditetapkan. 
 

Pasal 55 angka 6 UU 
Cipta Kerja 

Belum ditetapkan. 
 

Pasal 55angka 7 UU 
Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Lalu Lintas 

 

Pasal 55 angka 9 UU 
Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Lalu Lintas 

 

Pasal 55 angka 10 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Lalu Lintas 

 

Pasal 55 angka 16 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Lalu Lintas 

 

Pasal 55 angka 18 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Lalu Lintas 

 

Pasal 55 angka 24 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Lalu Lintas 

 

Pasal 55 angka 26 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Lalu Lintas 

 

Pasal 55 angka 27 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

Bidang Lalu Lintas 
UU PERKERETAAPIAN 

11. Pasal 56 angka 1 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Perkeretaapian 

 

Pasal 56 angka 4 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Perkeretaapian 

 

Pasal 56 angka 6 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Perkeretaapian 

 

UU PELAYARAN 
 12. Pasal 57 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 

 

Pasal 5 UU 
Pelayaran 

-  

Pasal 57 Angka 4 
UU Cipta Kerja  

Dilaksanakan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 
Tentang Penyelenggaraan Bidang 
Pelayaran 

Di antara Pasal 14 
dan Pasal 15 
disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 
14A 

Pasal 57 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 

 

Pasal 28 UU 
Pelayaran 

-  

Pasal 57 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 

 

Pasal 31 Ayat (3) 
UU Pelayaran 

Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 
Tentang Angkutan Di Perairan 

 

Pasal 57 Angka 11  Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 

 

Pasal 34 UU 
Pelayaran 

Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 
Tentang Angkutan Di Perairan 

 

Pasal 57 Angka 14  Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 

 

Pasal 59 Ayat (3) 
UU Pelayaran 

Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 
Tentang Angkutan Di Perairan 

 

Pasal 57 Angka 15  Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 

 

Pasal 90 UU 
Pelayaran 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

Pasal 57 Angka 20  Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 

 

Pasal 99 UU 
Pelayaran 

Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 
Tentang Angkutan Di Perairan 

 

Pasal 127 Angka 29  Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 

 

Pasal 127 Ayat (3) 
UU Pelayaran  

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang 
Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal 

 

Pasal 57 Angka 32 Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 

 

Pasal 133 UU 
Pelayaran  

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang 
Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal 

 

Pasal 57 Angka 39  Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 

 

Pasal 168  UU 
pelayaran  

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang 
Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal 

Permenhub ini 
mencabut 
Peraturan Menteri 
Perhubungan No. 
PM 13 Tahun 
2012 tentang 
Pendaftaran dan 
Kebangsaan Kapal 

PAsal 57 Angka 40  Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 

 

Pasal 169 
Ayat (6) UU 
Pelayaran  

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 45 Tahun 2012 Tentang 
Manajemen Keselamatan Kapal 

 

Pasal 57 Angka 41 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 

Permen 
Perhubungan 
No. PM 134 
Tahun 2016 
tentang 
Manajemen 
Keamanan 
Kapal dan 
Fasilitas 
Pelabuhan 
mengatur 
substansi 
Pasal 170 
ayat (6). 

Pasal 170 Ayat (6) 
UU Pelayaran  

Permen Perhubungan No. PM 134 
Tahun 2016 tentang Manajemen 
Keamanan Kapal dan Fasilitas 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

Pelabuhan 
Pasal 57 Angka 43 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 

 

Pasal 197 Ayat (3) 
UU Pelayaran  

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang 
Pengerukan dan Reklamasi 
sebagaimana telah beberapa kali 
diubah dengan Permen 
Perhubungan No. PM 74 Tahun 
2014 dan Permen Perhubungan No. 
PM 136 Tahun 2015 

 

Pasal 57 Angka 48 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 

 

Pasal 273 
Ayat (2) UU 
Pelayaran 

dengan Peraturan Pemerintah No. 
21 Tahun 2010 tentang 
Perlindungan Lingkungan Maritim 

 

UU PENERBANGAN 
13. Pasal 58 Angka 6 

UU Cipta Kerja 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 18 UU 
Penerbangan  

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 98 Tahun 2015 Tentang 
Peraturan Keselamatan 
Penerbangan Sipil Bagian 21 (Civil 
Aviation Safety Regulation Part 21) 
tentang Prosedur Sertifikasi Untuk 
Produk Dan Bagian-Bagiannya 
(Certification Procedures For Product 
And Parts) 

  

Pasal 58 Angka 7 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 19 UU 
Penerbangan 

-  

Pasal 58 Angka 12 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 30 UU 
Penerbangan 

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang 
Peraturan Keselamatan 
Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil 
Aviation Safety Regulations Part 47) 
tentang Pendaftaran Pesawat Udara 
(Aircraft Registration) 

 

Pasal 58 Angka 17 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

Penerbangan 
Pasal 40 UU 
Penerbangan  

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 98 Tahun 2015 Tentang 
Peraturan Keselamatan 
Penerbangan Sipil Bagian 21 (Civil 
Aviation Safety Regulation Part 21) 
tentang Prosedur Sertifikasi Untuk 
Produk Dan Bagian-Bagiannya 
(Certification Procedures For Product 
And Parts) 

 

Pasal 58 Angka 21 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 45 UU 
Penerbangan 

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 28 Tahun 2013 Tentang 
Peraturan Keselamatan 
Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil 
Aviation Safety Regulation Part 121) 
tentang Persyaratan-Persyaratan 
Sertifikasi dan Operasi Bagi 
Perusahaan Angkutan Udara yang 
Melakukan Penerbangan Dalam 
Negeri, Internasional dan Angkutan 
Udara Niaga Tidak Berjadwal 
(Certification And Operating 
Requirements: Domestic, Flag, And 
Supplemental Air Carriers) 

 

Pasal 58 Angka 27 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 51 UU 
Penerbangan 

Peraturan Menteri Nomor PM 75 
Tahun 2017 Tentang Peraturan 
Keselamatan Penerbangan Sipil 
Bagian 65 (Civil Aviation Safety 
Regulations Part 65) Sertifikasi Ahli 
Perawatan Pesawat Udara (Licensing 
Of Aircraft Maintenance Engineer) 
Edisi 1 Amandemen 0 (Edition 1 
Amendment 0) 

 

Pasal 58 Angka 30 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 61 UU 
Penerbangan 

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 58 Tahun 2010 tentang 
Peraturan Keselamatan 
Penerbangan Sipil Bag Ian 142 (Civil 
Aviation Safety Regulations Part 142) 
tentang Persyaratan Sertifikasi dan 
Operasi Pusat Pendidikan dan 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

Pelatihan (Certification And 
Operating Requirements For Training 
Centers) 

Pasal 58 Angka 31 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 63 Ayat (6) 
UU Penerbangan 

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 94 Tahun 2015 Tentang 
Peraturan Keselamatan 
Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil 
Aviation Safety Regulations Part 91) 
tentang Pengoperasian Pesawat 
Udara (General Operating And Flight 
Rules) 

 

Pasal 58 Angka 33 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 66 UU 
Penerbangan 

Peraturan Menteri Nomor 122 
Tahun 2018 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan 

 

Pasal 58 Angka 38 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 93 Ayat (3) 
UU Penerbangan 

-  

Pasal 58 Angka 39 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 94 Ayat (2) 
UU Penerbangan 

Peraturan Menteri Perhubungan 
Republik Indonesia Nomor PM 78 
Tahun 2017 Tentang Pengenaan 
Sanksi Administratif Terhadap 
Pelanggaran Peraturan Perundang-
Undangan Di Bidang Penerbangan 

 

Pasal 58 Angka 40 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 95 Ayat (3) 
UU Penerbangan 

Peraturan Pemerintah No. 11/2015 
Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku pada Kementerian 
Perhubungan 

 

Pasal 58 Angka 41 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

Pasal 96 UU 
Penerbangan 

Peraturan Menteri Perhubungan 
Republik Indonesia Nomor PM 78 
Tahun 2017 Tentang Pengenaan 
Sanksi Administratif Terhadap 
Pelanggaran Peraturan Perundang-
Undangan Di Bidang Penerbangan 

 

Pasal 58 Angka 44 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 100 UU 
Penerbangan  

  

Pasal 58 Angka 50 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 114 UU 
Penerbangan 

-  

Pasal 58 Angka 52 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 119 Ayat (4) 
UU Penerbangan 

  

Pasal 58 Angka 53 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 120 UU 
Pnerbangan 

-  

Pasal 58 Angka 54 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 130 UU 
Penerbangan  

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 39 Tahun 2018 Tentang 
Tata Cara dan Formulasi 
Perhitungan Biaya Operasi 
Penerbangan Angkutan Udara 
Perintis 

 

Pasal 58 Angka 58 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 137 UU 
Penerbangan  

Peraturan Menteri Perhubungan No. 
PM 78/2017 Tentang Pengenaan 
Sanksi Administratif Terhadap 
Pelanggaran Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang Penerbangan 

 

Pasal 58 Angka 59 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

Penerbangan 

Pasal 58 Angka 60 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 139 UU 
Penerbangan 

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 78 Tahun 2017 Tentang 
Pengenaan Sanksi Administratif 
Terhadap Pelanggaran Peraturan 
Perundang-Undangan di Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 58 Angka 63 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 218 UU 
Penerbangan 

-  

Pasal 58 Angka 64 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 219 UU 
Penerbangan 

Peraturan Menteri Perhubungan 
Republik Indonesia Nomor PM 78 
Tahun 2017 Tentang Pengenaan 
Sanksi Administratif Terhadap 
Pelanggaran Peraturan Perundang-
Undangan Di Bidang Penerbangan 

 

Pasal 58 Angka 65 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 221 UU 
Penerbangan 

Peraturan Menteri Perhubungan 
Republik Indonesia Nomor PM 78 
Tahun 2017 Tentang Pengenaan 
Sanksi Administratif Terhadap 
Pelanggaran Peraturan Perundang-
Undangan Di Bidang Penerbangan 

 

Pasal 58 Angka 68 
UU Penerbangan 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 225 UU 
Penerbangan  

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 14 Tahun 2019 Tentang 
Peraturan Keselamatan 
Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil 
Aviation Safety Regulations Part 69) 
tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, 
dan Kecakapan Personel Navigasi 
Penerbangan 

 

Pasal 58 Angka 71 Peraturan Pemerintah Nomor 32  
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

UU Cipta Kerja Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

Pasal 238 UU 
Penerbangan 

Peraturan Menteri Perhubungan No. 
PM 56 Tahun 2015 Tentang 
Kegiatan Pengusahaan di Bandar 
Udara 

 

Pasal 58 Angka 72 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 242 UU 
Penerbangan 

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 56 Tahun 2015 Tentang 
Kegiatan Pengusahaan Di Bandar 
Udara 

 

Pasal 58 Angka 76 
UU Cipta Kerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 252 UU 
Penerbangan 

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 39 Tahun 2019 Tentang 
Tatanan Kebandarudaraan Nasional 

 

Pasal 58 Angka 79 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 255 UU 
Penerbangan 

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 83 Tahun 2017 Tentang 
Peraturan Keselamatan 
Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil 
Aviation Safety Regulation Part 139) 
tentang Bandar Udara (Aerodrome) 

 

Pasal 58 Angka 81 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 277 UU 
Penerbangan 

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 17 Tahun 2014 Tentang 
Formulasi dan Mekanisme 
Penetapan Biaya Pelayanan Jasa 
Navigasi Penerbangan 
 

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 33 Tahun 2014 Tentang 
Biaya Pelayanan Jasa Navigasi 
Penerbangan. 

 

Pasal 58 Angka 84 
UU Cipta Kerja  

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 295 UU 
Penerbangan  

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 14 Tahun 2019 Tentang 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

Peraturan Keselamatan 
Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil 
Aviation Safety Regulations Part 69) 
tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, 
dan Kecakapan Personel Navigasi 
Penerbangan 

Pasal 58 Angka 85 
UU Penerbangan  

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 317 UU 
Penerbangan 

Peraturan Menteri Perhubungan No. 
PM 62/2017 Tentang Peraturan 
Keselamatan Penerbangan Sipil 
Bagian 19 (Civil Aviation Safety 
Regulations Part 19) tentang Sistem 
Manajemen Keselamatan (Safety 
Management System) 

 

Pasal 58 Angka 87 
UU Penerbangan 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan 

 

Pasal 392 UU 
Penerbangan 
 
 
 
 
 
 

 

Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 14 Tahun 2019 Tentang 
Peraturan Keselamatan 
Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil 
Aviation Safety Regulations Part 69) 
tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, 
dan Kecakapan Personel Navigasi 
Penerbangan 

 

UU JALAN 
14. Pasal 103 UU 

Ciptaker 
Belum Ditetapkan  
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PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI V  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN 

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG 

 
A. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL  

 
Pasal 20 

 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5214) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 diubah serta angka 13 dihapus sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 1  

 
UU Informasi Geospasial UU 11/2020 UU 6/2023 

Dalam Undang-Undang ini 
yang dimaksud dengan: 

Dalam Undang-Undang ini 
yang dimaksud dengan: 

Dalam Undang-Undang ini 
yang dimaksud dengan: 

1. Spasial adalah aspek 
keruangan suatu objek 
atau kejadian yang 
mencakup lokasi, letak, 
dan posisinya. 

1. Spasial adalah aspek 
keruangan suatu objek 
atau kejadian yang 
mencakup lokasi, letak, 
dan posisinya. 

1. Spasial adalah aspek 
keruangan suatu objek 
atau kejadian yang 
mencakup lokasi, letak, 
dan posisinya. 

2. Spasial adalah aspek 
keruangan suatu objek 
atau kejadian yang 
mencakup lokasi, letak, 
dan posisinya. 

2. Geospasial atau ruang 
kebumian adalah aspek 
keruangan yang 
menunjukkan lokasi, 
letak, dan posisi suatu 
objek atau kejadian yang 
berada di bawah, pada, 
atau di atas permukaan 
bumi yang dinyatakan 
dalam sistem koordinat 
tertentu. 

2. Geospasial atau Ruang 
Kebumian adalah 
aspekkeruangan yang 
menunjukkan lokasi, 
letak, dan posisi suatu 
objek atau kejadian yang 
berada di bawah, pada, 
atau di atas permukaan 
bumi yang dinyatakan 
dalam sistem koordinat 
tertentu.  

3. Geospasial atau ruang 
kebumian adalah aspek 
keruangan yang 
menunjukkan lokasi, 
letak, dan posisi suatu 
objek atau kejadian yang 
berada di bawah, pada, 
atau di atas permukaan 
bumi yang dinyatakan 
dalam sistem koordinat 
tertentu. 

3. Data Geospasial yang 
selanjutnya disingkat DG 
adalah data tentang 
lokasi geografis, dimensi 
atau ukuran, dan/atau 
karakteristik objek alam 
dan/atau buatan 
manusia yang berada di 
bawah, pada, atau di atas 
permukaan bumi. 

3. Data Geospasial yang 
selanjutnya disingkat 
DG adalah data tentang 
lokasi geografis, dimensi 
atau ukuran, dan/atau 
karakteristik objek alam 
dan/atau buatan 
manusia yang berada di 
bawah, pada, atau di 
atas permukaan bumi. 

4. Data Geospasial yang 
selanjutnya disingkat DG 
adalah data tentang 
lokasi geografis, dimensi 
atau ukuran, dan/atau 
karakteristik objek alam 

4. Informasi Geospasial 
yang selanjutnya 
disingkat IG adalah DG 
yang sudah diolah 
sehingga dapat 
digunakan sebagai alat 

4. Informasi Geospasial 
yang selanjutnya 
disingkat IG adalah DG 
yang sudah diolah 
sehingga dapat 
digunakan sebagai alat 
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dan/atau buatan 
manusia yang berada di 
bawah, pada, atau di atas 
permukaan bumi. 

bantu dalam perumusan 
kebijakan, pengambilan 
keputusan, dan/atau 
pelaksanaan kegiatan 
yang berhubungan 
dengan ruang kebumian. 

bantu dalam perumusan 
kebijakan, pengambilan 
keputusan, dan/atau 
pelaksanaan kegiatan 
yang berhubungan 
dengan ruang kebumian. 

5. Informasi Geospasial 
yang selanjutnya 
disingkat IG adalah DG 
yang sudah diolah 
sehingga dapat 
digunakan sebagai alat 
bantu dalam perumusan 
kebijakan, pengambilan 
keputusan, dan/atau 
pelaksanaan kegiatan 
yang berhubungan 
dengan ruang kebumian. 

5. Informasi Geospasial 
Dasar yang selanjutnya 
disingkat IGD adalah IG 
yang berisi tentang 
objek yang dapat dilihat 
secara langsung atau 
diukur dari kenampakan 
fisik di muka bumi dan 
yang tidak berubah 
dalam waktu yang relatif 
lama. 

5. Informasi Geospasial 
Dasar yang selanjutnya 
disingkat IGD adalah IG 
yang berisi tentang 
objek yang dapat dilihat 
secara langsung atau 
diukur dari kenampakan 
fisik di muka bumi dan 
yang tidak berubah 
dalam waktu yang relatif 
lama. 

6. Informasi Geospasial 
Dasar yang selanjutnya 
disingkat IGD adalah IG 
yang berisi tentang objek 
yang dapat dilihat secara 
langsung atau diukur 
dari kenampakan fisik di 
muka bumi dan yang 
tidak berubah dalam 
waktu yang relatif lama. 

6. lnformasi Geospasial 
Tematik yang 
selanjutnya disingkat 
IGT adalah IG yang 
menggambarkan satu 
atau lebih tema tertentu 
yang dibuat mengacu 
pada IGD. 
 

6. Informasi Geospasial 
Tematik yang 
selanjutnya disingkat 
IGT adalah IG yang 
menggambarkan satu 
atau lebih tema tertentu 
yang dibuat mengacu 
pada IGD. 

7. Informasi Geospasial 
Tematik yang 
selanjutnya disingkat IGT 
adalah IG yang 
menggambarkan satu 
atau lebih tema tertentu 
yang dibuat mengacu 
pada IGD. 

7. Skala adalah angka 
perbandingan antara 
jarak dalam suatu IG 
dengan jarak sebenarnya 
di muka bumi. 

7. Skala adalah angka 
perbandingan antara 
jarak dalam suatu IG 
dengan jarak sebenarnya 
di muka bumi. 

8. Skala adalah angka 
perbandingan antara 
jarak dalam suatu IG 
dengan jarak sebenarnya 
di muka bumi.   

8. Titik Kontrol Geodesi 
adalah posisi di muka 
bumi yang ditandai 
dengan bentuk fisik 
tertentu yang 
dijadikan sebagai 
kerangka acuan posisi 
untuk IG. 

8. Titik Kontrol Geodesi 
adalah posisi di muka 
bumi yang ditandai 
dengan bentuk fisik 
tertentu yang dijadikan 
sebagai kerangka acuan 
posisi untuk IG. 

9. Titik Kontrol Geodesi 
adalah posisi di muka 
bumi yang ditandai 
dengan bentuk fisik 
tertentu yang dijadikan 
sebagai kerangka acuan 
posisi untuk IG.  

9. Jaring Kontrol 
Horizontal Nasional 
yang selanjutnya 
disingkat JKHN adalah 
sebaran titik kontrol 
geodesi horizontal yang 
terhubung satu sama 
lain dalam satu kerangka 

9. Jaring Kontrol 
Horizontal Nasional 
yang selanjutnya 
disingkat JKHN adalah 
sebaran Titik Kontrol 
Geodesi horizontal yang 
terhubung satu sama 
lain dalam satu kerangka 
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referensi. referensi. 

10. Jaring Kontrol 
Horizontal Nasional 
yang selanjutnya 
disingkat JKHN adalah 
sebaran titik kontrol 
geodesi horizontal yang 
terhubung satu sama 
lain dalam satu 
kerangka referensi. 

10. Jaring Kontrol Vertikal 
Nasional yang 
selanjutnya disingkat 
JKVN adalah sebaran 
titik kontrol  geodesi 
vertikal yang terhubung 
satu sama lain dalam 
satu kerangka  referensi. 

10. Jaring Kontrol Vertikal 
Nasional yang 
selanjutnya disingkat 
JKVN adalah sebaran 
Titik Kontrol Geodesi 
vertikal yang terhubung 
satu sama lain dalam 
satu kerangka referensi. 

11. Jaring Kontrol 
Gayaberat Nasional 
yang selanjutnya 
disingkat JKGN adalah 
sebaran titik kontrol 
geodesi gayaberat yang 
terhubung satu sama 
lain dalam satu 
kerangka referensi. 

11. Jaring Kontrol Gayaberat 
Nasional yang 
selanjutnya disingkat 
JKGN adalah sebaran 
titik kontrol geodesi 
gayaberat yang 
terhubung satu sama 
lain dalam satu kerangka 
referensi. 

11. Jaring Kontrol Gayaberat 
Nasional yang 
selanjutnya disingkat 
JKGN adalah sebaran 
Titik Kontrol Geodesi 
gayaberat yang 
terhubung satu sama 
lain dalam satu kerangka 
referensi. 

12. Peta Rupabumi 
Indonesia adalah peta 
dasar yang 
memberikan informasi 
secara khusus untuk 
wilayah darat. 

12. Peta Rupabumi 
Indonesia adalah peta 
dasar yang memberikan 
informasi yang 
mencakup wilayah darat, 
pantai dan laut. 

12. Peta Rupabumi 
Indonesia adalah peta 
dasar yang memberikan 
informasi yang 
mencakup wilayah darat, 
pantai, dan laut. 

13. Peta Lingkungan Pantai 
Indonesia adalah peta 
dasar yang 
memberikan informasi 
secara khusus untuk 
wilayah pesisir.  

13. Dihapus. 
 

13. Dihapus. 

14. Peta Lingkungan Laut 
Nasional adalah peta 
dasar yang 
memberikan informasi 
secara khusus untuk 
wilayah laut.  

14. Pemerintah Pusat adalah 
Presiden Republik 
Indonesia yang 
memegang kekuasaan 
pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang 
dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri 
sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

14. Dihapus. 

15. Pemerintah adalah 
Presiden Republik 
Indonesia yang 
memegang kekuasaan 
pemerintahan negara 
Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik 

15. Pemerintah Daerah 
adalah kepala daerah 
sebagai unsur 
penyelenggara 
Pemerintahan Daerah 
yang memimpin 
pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang 
menjadi kewenangan 

15. Pemerintah Pusat adalah 
Presiden Republik 
Indonesia yang 
memegang kekuasaan 
pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang 
dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri 
sebagaimana dimaksud 
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Indonesia Tahun 1945.  daerah otonom. dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

16. Pemerintah daerah 
adalah gubernur, bupati 
atau walikota, dan 
perangkat daerah 
sebagai unsur 
penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

16. Badan adalah lembaga 
pemerintah 
nonkementerian yang 
mempunyai tugas, 
fungsi, dan kewenangan 
yang membidangi 
urusan tertentu dalam 
hal ini bidang 
penyelenggaraan IGD. 

16. Pemerintah Daerah 
adalah kepala daerah 
sebagai unsur 
penyelenggara 
Pemerintahan Daerah 
yang memimpin 
pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang 
menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

17. Badan adalah lembaga 
pemerintah 
nonkementerian yang 
mempunyai tugas, 
fungsi, dan 
kewenangan yang 
membidangi urusan 
tertentu dalam hal ini 
bidang 
penyelenggaraan IGD.  

17. Instansi Pemerintah 
adalah kementerian dan 
lembaga pemerintah 
nonkementerian 

17. Badan adalah lembaga 
pemerintah 
nonkementerian yang 
mempunyai tugas, 
fungsi, dan kewenangan 
yang membidangi 
penyelenggaraan IGD. 

18. Instansi Pemerintah 
adalah kementerian 
dan lembaga 
pemerintah 
nonkementerian.  

18. Setiap orang adalah 
orang perseorangan, 
kelompok orang, atau 
badan usaha. 

18. Instansi Pemerintah 
adalah kementerian dan 
lembaga pemerintah 
nonkementerian. 

19. Setiap orang adalah 
orang perseorangan, 
kelompok orang, atau 
badan usaha.  

19. Badan Usaha adalah 
badan usaha milik 
negara, badan usaha 
milik daerah, atau badan 
usaha yang berbadan 
hukum. 

19. Setiap Orang adalah 
orang perseorangan, 
kelompok orang, atau 
Badan Usaha. 

20. Badan Usaha adalah 
badan usaha milik 
negara, badan usaha 
milik daerah, atau 
badan usaha yang 
berbadan hukum. 

20. Badan Usaha adalah 
badan usaha milik 
negara, badan usaha 
milik daerah, atau badan 
usaha yang berbadan 
hukum. 

 
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 7 

UU Informasi Geospasial UU 11/2020 UU 6/2023 
Peta dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 
huruf b berupa: 
a. Peta Rupabumi 

Indonesia; 
b. Peta Lingkungan Pantai 

Indonesia; dan 
c. Peta Lingkungan Laut 

Nasional. 

(1) Peta dasar 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf b 
terdiri atas: 
a. garis pantai; 
b. hipsografi; 
c. perairan; 
d. nama rupabumi; 
e. batas wilayah; 

(1) Peta dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 
huruf b terdiri atas:  
a. garis pantai;  
b. hipsografi;  
c. perairan;  
d. nama rupabumi;  
e. batas wilayah;  
f. transportasi dan 
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f. transportasi dan 

utilitas; 
g. bangunan dan 

fasilitas umum; dan 
h. penutup lahan. 

utilitas;  
g. bangunan dan 

fasilitas umum; dan  
h. penutup lahan. 

(2) Peta dasar 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa 
Peta Rupabumi 
Indonesia. 

(2) Peta dasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
berupa Peta Rupabumi 
Indonesia. 

(3) Peta Rupabumi 
Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) mencakup wilayah 
darat dan wilayah laut, 
termasuk wilayah 
pantai. 

(3) Peta Rupabumi 
Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(21mencakup wilayah 
darat dan wilayah laut, 
termasuk wilayah 
pantai. 

 
3. Pasal 12 dihapus. 

Pasal 12 
UU Informasi Geospasial UU 11/2020 UU 6/2023 

Peta dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 
huruf b terdiri atas:  
a. garis pantai;  
b. hipsografi;  
c. perairan;  
d. nama rupabumi;  
e. batas wilayah; 
f. transportasi dan utilitas;  
g. bangunan dan fasilitas 

umum; dan  
h. penutup lahan. 

Dihapus. Dihapus. 

 
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 13 

UU Informasi Geospasial UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Garis pantai 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf a 
merupakan garis 
pertemuan antara 
daratan dengan lautan 
yang dipengaruhi oleh 
pasang surut air laut.  

(1) Garis pantai 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf a merupakan 
garis pertemuan antara 
daratan dengan lautan 
yang dipengaruhi oleh 
pasang surut air laut. 

(1) Garis pantai 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf a inerupakan garis 
pertemuan antara 
daratan dengan lautan 
yang dipengaruhi oleh 
pasang surut air laut. 

(2) Garis pantai 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri 
atas:  
a. garis pantai surut 

terendah;  

(2) Garis pantai 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. garis pantai pasang 

tertinggi; 

(2) Garis pantai 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri 
atas:  
a. garis pantai pasang 

tertinggi;  
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b. garis pantai pasang 

tertinggi; dan  
c. garis pantai tinggi 

muka air laut rata-
rata.  

b. garis pantai tinggi 
muka air laut rata-
rata; dan 

c. garis pantai surut 
terendah. 

b. garis pantai tinggi 
muka air laut rata-
rata; dan  

c. garis pantai surrrt 
terendah. 

(3) Pada Peta Rupabumi 
Indonesia, garis pantai 
ditetapkan berdasarkan 
garis kedudukan muka 
air laut rata-rata.  

(3) Garis pantai 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
ditentukan dengan 
mengacu pada JKVN. 

(3) Garis pantai 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21 ditentukan 
dengan mengacu pada 
JKVN. 

(4) Pada Peta Lingkungan 
Pantai Indonesia dan 
Peta Lingkungan Laut 
Nasional, garis pantai 
ditetapkan berdasarkan 
kedudukan muka air 
laut surut terendah.  

(5) Garis pantai 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditentukan 
dengan mengacu pada 
JKVN. 

 
5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 17 
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(1) IGD diselenggarakan 

secara bertahap dan 
sistematis untuk seluruh 
wilayah Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia dan wilayah 
yurisdiksinya.  

(1) IGD diselenggarakan 
secara bertahap dan 
untuk seluruh wilayah 
Negara Kesatuan 
sistematis Republik 
Indonesia dan wilayah 
yurisdiksinya. 

(1) IGD diselenggarakan 
secara bertahap dan 
sistematis untuk seluruh 
wilayah Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia dan wilayah 
yurisdiksinya. 

(2) IGD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dimutakhirkan secara 
periodik dalam jangka 
waktu tertentu.  

(2) IGD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dimutakhirkan secara 
periodik dalam jangka 
waktu tertentu atau 
sewaktu-waktu apabila 
diperlukan.  

(2) IGD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dimutakhirkan secara 
periodik dalam jangka 
waktu tertentu atau 
sewaktu-waktu apabila 
diperlukan. 

(3) Dalam hal terjadi 
bencana alam, perang, 
pemekaran atau 
perubahan wilayah 
administratif, atau 
kejadian lainnya yang 
berakibat berubahnya 
unsur IGD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 
sehingga mempengaruhi 

(3) Pemuktahiran IGD 
sewaktu-waktu apabila 
diperlukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dalam hal 
terjadi bencana alam, 
perang, pemekaran atau 
perubahan wilayah 
administratif, atau 
kejadian lainnya yang 

(3) Pemutakhiran IGD 
sewaktu-waktu apabila 
diperlukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (21 
dilakukan dalam hal 
terjadi bencana alam, 
perang, pemekaran atau 
perubahan wilayah 
administratif, atau 
kejadian lainnya yang 
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pola dan struktur 
kehidupan masyarakat, 
pemutakhiran IGD harus 
dilakukan tanpa 
menunggu 
pemutakhiran secara 
periodik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

berakibat berubahnya 
unsur IGD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 
sehingga mempengaruhi 
pola dan struktur  
kehidupan masyarakat. 

berakibat berubahnya 
unsur IGD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 
sehingga mempengaruhi 
pola dan struktur 
kehidupan masyarakat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria pemutakhiran 
IGD diatur dengan 
Peraturan Kepala 
Badan.1  

(4) IGD ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.2 

 

(4) IGD ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.3 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai jangka waktu 
pemutakhiran IGD 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.4 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai norma, 
standar, prosedur,
 kriteria, dan jangka 
waktu pemutakhiran 
IGD diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.5 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai norma, 
standar, prosedur, 
kriteria, dan jangka 
waktu pemutakhiran 
IGD diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 18 

UU Informasi Geospasial UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Peta Rupabumi 

Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
7 huruf a 
diselenggarakan pada 
skala 1:1.000.000, 
1:500.000, 1:250.000, 
1:100.000, 1:50.000, 
1:25.000, 1:10.000, 
1:5.000, 1:2.500, dan 

(1) Peta Rupabumi 
Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (2) 
diselenggarakan pada 
skala 1:1.000, 1:5.000, 
1:25.000, 1:50.000, 
1:250.000, 1:1.000.000. 

 

(1) Peta Rupabumi 
Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) diselenggarakan 
pada Skala 1:1.000, 
1:5.000, 1:25.000, 
1:5O.0O0, 1:250.O00, 
dan 1:1.000.000. 

                                       
1  Sebelum diubah dalam UU Ciptaker, ketentuan ini dilaksanakan dengan Peraturan 

Kepala Badan Informasi Geospasial No. 14 Tahun 2013 tentang Norma, Standar, 

Prosedur, dan Kriteria Pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar 
2  Dilaksanakan dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 18 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Peraturan ini dalam 

konsiderannya merupakan peraturan pelaksana dari PP No. 45 Tahun 2021, namun 

secara substansi merupakan amanat langsung dari UU Ciptaker. 
3  
4  Sebelum diubah dalam UU Ciptaker, ketentuan ini dilaksanakan dengan Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang 

Informasi Geospasial.  
5  Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Informasi Geospasial. 
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1:1.000.  

(2) Peta Lingkungan Pantai 
Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
7 huruf b 
diselenggarakan pada 
skala 1:250.000, 
1:50.000, 1:25.000, dan 
1:10.000.  

(2) Peta Rupabumi 
Indonesia skala 1:1.000 
diselenggarakan pada 
wilayah tertentu sesuai 
dengan kebutuhan. 

 

(2) Peta Rupabumi 
Indonesia Skala 1:1.0O0 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
diselenggarakan pada 
wilayah tertentu sesuai 
dengan kebutuhan. 

(3) Peta Lingkungan Laut 
Nasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
7 huruf c 
diselenggarakan pada 
skala 1:500.000, 
1:250.000, dan 
1:50.000. 

(3) Peta Rupabumi 
Indonesia selain pada 
skala sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dapat diselenggarakan 
pada skala lain sesuai 
dengan kebutuhan. 

(3) Peta Rupabumi 
Indonesia selain pada 
Skala sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dapat diselenggarakan 
pada Skala lain sesuai 
dengan kebutuhan. 

 
7. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A yang berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 22A 

UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Penyelenggaraan IGD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) 
dapat dilakukan melalui kerja sama 
antara Pemerintah Pusat dengan badan 
usaha milik negara. 

(1) Penyelenggaraan IGD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat 
dilakukan melalui kerja sama antara 
Pemerintah Pusat dengan badan usaha 
milik negara. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja 
sama Pemerintah Pusat dengan badan 
usaha milik negara sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Presiden.6 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja 
sama Pemerintah Pusat dengan badan 
usaha milik negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Presiden. 

 
8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 28 

UU Informasi Geospasial UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Pengumpulan DG harus 

memperoleh izin 
apabila:  
a. dilakukan di daerah 

terlarang;  

(1) Pengumpulan DG harus 
memperoleh 
persetujuan dari 
Pemerintah Pusat 
apabila: 

(1) Pengumpulan DG harus 
memperoleh 
persetujuan dari 
Pemerintah Pusat 
apabila:  

                                       
6  Dilaksanakan dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja 

Sama Antara Pemerintah Pusat Dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam 

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar. 
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b. berpotensi 

menimbulkan 
bahaya; atau  

c. menggunakan 
wahana milik asing 
selain satelit.  

 

a. dilakukan di daerah 
terlarang; 

b. berpotensi 
menimbulkan 
bahaya; atau 

c. menggunakan 
tenaga asing dan 
wahana milik asing 
selain satelit. 

a. dilakukan di daerah 
terlarang;  

b. berpotensi 
menimbulkan 
bahaya; atau  

c. menggunakan 
tenaga asing dan 
wahana milik 
asing selain satelit.  

(2) Izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dimaksudkan untuk 
menjamin keselamatan 
dan keamanan bagi 
pengumpul data dan 
bagi masyarakat.  

(2) Persetujuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
dimaksudkan untuk 
menjamin keselamatan 
dan keamanan bagi 
pengumpul data dan 
bagi masyarakat. 

(2) Persetujuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
dimaksudkan untuk 
menjamin keselamatan 
dan keamanan bagi 
pengumpul data dan 
bagi masyarakat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
memperoleh izin 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah.7 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
memperoleh 
persetujuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.8 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
memperoleh 
persetujuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
9. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 55 

UU Informasi Geospasial UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Pelaksanaan IG 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54 yang 
dilakukan oleh orang 
perseorangan wajib 
memenuhi kualifikasi 
kompetensi yang 
dikeluarkan oleh 
lembaga yang 
berwenang sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(1) Pelaksanaan IG 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54 yang 
dilakukan oleh: 
a. Orang perseorangan 

wajib memenuhi 
kualifikasi sebagai 
tenaga profesional 
yang tersertifikasi di 
bidang IG; 

b. kelompok orang 
wajib memenuhi 
klasifikasi dan 
kualifikasi
 sebagai penyedia 

(1) Pelaksanaan IG 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54 yang 
dilakukan oleh:  
a. orang perseorangan 

wajib memenuhi 
kualifikasi sebagai 
tenaga profesional 
yang tersertifikasi di 
bidang IG;  

b. kelompok orang 
wajib memenuhi 
klasifikasi dan 
kualifikasi sebagai 
penyedia jasa di 

                                       
7  Sebelum diubah dalam UU Ciptaker, ketentuan ini dilaksanakan dengan Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang 

Informasi Geospasial.  
8  Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Informasi Geospasial. 
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jasa di bidang IG 
serta memiliki 
tenaga  profesional 
yang tersertifikasi di 
bidang IG; atau 

c. badan usaha wajib 
memenuhi 
persyaratan 
administratif dan 
persyaratan teknis. 

bidang IG serta 
memiliki tenaga 
profesional yang 
tersertifikasi di 
bidang IG; atau  

c. Badan Usaha wajib 
memenuhi 
persyaratan 
administratif dan 
persyaratan teknis. 

(2) Pelaksanaan IG yang 
dilakukan oleh 
kelompok orang wajib 
memenuhi kualifikasi 
sebagai kelompok yang 
bergerak di bidang IG 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelaksanaan 
IG yang dilaksanakan 
oleh orang 
perseorangan, 
kelompok orang, dan 
badan usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.9 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelaksanaan 
[G yang dilaksanakan 
oleh orang 
perseorangan, 
kelompok orang, dan 
Badan Usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
10. Pasal 56 dihapus. 

 
Pasal 56 

 
UU Informasi Geospasial UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Pelaksanaan IG yang 
dilakukan oleh badan 
usaha wajib memenuhi:  
a. persyaratan 

administratif; dan  
b. persyaratan teknis. 

Dihapus. Dihapus. 

(2) Persyaratan 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a 
paling sedikit meliputi:  
a. akte pendirian 

badan hukum 
Indonesia; dan  

b. izin usaha sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan.  

                                       
9  Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Informasi Geospasial. 
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(3) Persyaratan teknis 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 
meliputi:  
a. memiliki sertifikat 

yang memenuhi 
klasifikasi dan 
kualifikasi sebagai 
penyedia jasa di 
bidang IG; dan  

b. memiliki tenaga 
profesional yang 
tersertifikasi di 
bidang IG.  

(4) Sertifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dilakukan oleh 
lembaga independen 
yang telah mendapat 
akreditasi dari Badan.  

(5) Sertifikat tenaga 
profesional 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b 
diterbitkan oleh 
lembaga yang 
berwenang sesuai 
dengan ketentuan 
Peraturan Kepala 
Badan.10  

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
sertifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) 
diatur dengan 
Peraturan Kepala 
Badan.11 

 

                                       
10  Sebelum diubah dalam UU Ciptaker, ketentuan ini dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Badan 

Informasi Geospasial No. 11 Tahun 2013 tentang Sistem Sertifikasi di Bidang Informasi 
Geospasial.  

11  Sebelum diubah dalam UU Ciptaker, ketentuan ini dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Badan 
Informasi Geospasial No. 11 Tahun 2013 tentang Sistem Sertifikasi di Bidang Informasi 
Geospasial. 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      31

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

Penjelasan UU Informasi Geospasial dan UU Ciptaker 
 

Penjelasan Pasal 1 
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Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 7 

UU Informasi Geospasial UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 12 

UU Informasi Geospasial UU 11/2020 UU 6/2023 
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Yang dimaksud dengan “hipsografi” adalah 
data ketinggian yang bisa digambarkan 
dengan berbagai cara, seperti titik-titik tinggi, 
matriks tinggi (model elevasi digital), garis 
khayal yang menghubungkan titik-titik 
dengan ketinggian yang sama (garis kontur), 
atau warna yang mencerminkan ketinggian.  

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “perairan” adalah 
garis yang menunjukkan pertemuan daratan 
dengan permukaan tubuh air (massa air) 
pada suatu wilayah tertentu, seperti laut, 
sungai, danau, dan rawa. 

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “nama rupabumi” 
adalah nama yang diberikan kepada unsur 
rupabumi, baik berupa unsur alam maupun 
buatan manusia. Istilah “nama rupabumi” juga 
dikenal dengan “toponim”.  

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “batas wilayah” 
adalah garis khayal yang menggambarkan 
batas wilayah antarkelurahan/desa, 
antarkecamatan, antarkabupaten/kota, 
antarprovinsi, dan antarnegara.  

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “transportasi dan 
utilitas” adalah titik atau garis yang 
menggambarkan prasarana fisik untuk 
perpindahan manusia dan/atau barang dari 
satu tempat ke tempat lain.  

Huruf g  
Yang dimaksud dengan “bangunan dan 
fasilitas umum” adalah titik atau garis yang 
menggambarkan objek buatan manusia dan 

Dihapus. Dihapus. 
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berbagai fasilitas umum yang berwujud 
bangunan.  

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “penutup lahan” 
adalah garis yang menggambarkan batas 
penampakan area tutupan di atas permukaan 
bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau 
bentang buatan. 

 
Penjelasan Pasal 13 

UU Informasi Geospasial UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan 
“pasang surut air laut” 
adalah naik turunnya 
posisi muka air laut yang 
disebabkan pengaruh 
gaya gravitasi bulan dan 
matahari.  

Ayat (2)  
Huruf a  

Yang dimaksud 
dengan “surut 
terendah” adalah 
saat ketika muka air 
laut pada kedudukan 
air paling rendah 
dalam suatu periode 
tertentu yang 
ditetapkan 
berdasarkan 
ketentuan 
International 
Hydrographic 
Organization (IHO).  

Huruf b  
Yang dimaksud 
dengan “pasang 
tertinggi” adalah saat 
ketika muka air laut 
pada kedudukan 
paling tinggi dalam 
suatu periode 
tertentu yang 
ditetapkan 
berdasarkan 
ketentuan 
International 
Hydrographic 
Organization (IHO).  

Huruf c  

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan 
"pasang surut air laut" 
adalah naik turunnya 
posisi muka air laut yang 
disebabkan pengaruh 
gaya gravitasi bulan dan 
matahari. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan 
"garis pantai ditentukan 
dengan mengacu pada 
JKVN" adalah garis pantai 
dan JKVN membentuk 
suatu kesatuan, karena 
pengamatan pasang surut 
diperlukan dalam 
membangun JKVN dan 
JKVN diperlukan dalam 
menentukan garis pantai. 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan 
"pasang surut air laut" 
adalah naik turunnya 
posisi muka air laut yang 
disebabkan pengaruh 
gaya gravitasi bulan dan 
matahari. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan 
"garis pantai ditentukan 
dengan mengacu pada 
JKVN" adalah garis pantai 
dan JKVN membentuk 
suatu kesatuan, karena 
pengamatan pasang surut 
diperlukan dalam 
membangun JKVN dan 
JKVN diperlukan dalam 
menentukan garis pantai.  
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Yang dimaksud 
dengan “tinggi muka 
air laut rata-rata” 
adalah tinggi muka 
air laut dari hasil 
rata-rata 
pengukuran pasang 
surut laut dalam 
suatu periode 
tertentu yang 
ditetapkan 
berdasarkan 
ketentuan 
International 
Hydrographic 
Organization (IHO).  

Ayat (3)  
Cukup jelas.  

Ayat (4)  
Cukup jelas.  

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan 
“garis pantai ditentukan 
dengan mengacu pada 
JKVN” adalah garis pantai 
dan JKVN membentuk 
suatu kesatuan, karena 
pengamatan pasang surut 
diperlukan dalam 
membangun JKVN dan 
JKVN diperlukan dalam 
menentukan garis pantai. 

 
Penjelasan Pasal 17 
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Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan 
“bertahap” adalah 
diselenggarakan secara 
berjenjang, wilayah demi 
wilayah, skala demi skala, 
atau berselang waktu 
sesuai dengan prioritas 
kepentingan. Yang 
dimaksud dengan 
“sistematis” adalah 
diselenggarakan secara 
teratur sesuai dengan 
sistem dan teknis 
pemetaan. Yang dimaksud 
dengan “wilayah 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan 
"bertahap" adalah    
diselenggarakan secara 
berjenjang, wilayah demi   
wilayah, skala demi skala, 
atau berselang waktu   
sesuai dengan prioritas 
kepentingan.  
Yang dimaksud dengan 
"sistematis" adalah    
diselenggarakan secara 
teratur sesua dengan    
sistem   dan  teknis   
pemetaan.  
Yang dimaksud dengan 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan 
"bertahap" adalah 
diselenggarakan secara 
berjenjang, wilayah demi 
wilayah, skala demi skala, 
atau berselang waktu 
sesuai dengan prioritas 
kepentingan. 
Yang dimaksud dengan 
"sistematis" adalah 
diselenggarakan secara 
teratur sesuai dengan 
sistem dan teknis 
pemetaan. 
Yang dimaksud dengan 
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yurisdiksi” adalah wilayah 
di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia yang terdiri atas 
Zona Ekonomi Eksklusif, 
Landas Kontinen, dan Zona 
Tambahan dimana negara 
memiliki hak-hak 
berdaulat dan kewenangan 
tertentu lainnya 
sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-
undangan dan hukum 
internasional.  

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan 
“jangka waktu tertentu” 
adalah jangka waktu untuk 
memutakhirkan IG yang 
ditentukan berdasarkan 
kondisi, teknologi, 
kebutuhan, prioritas, dan 
anggaran yang tersedia. 
Yang dimaksud dengan 
“periodik” adalah kurun 
waktu tertentu, misalnya 
setiap 3 (tiga) tahun, 5 
(lima) tahun, atau 10 
(sepuluh) tahun.  

Ayat (3)  
Cukup jelas.  

Ayat (4)  
Cukup jelas.  

Ayat (5)  
Cukup jelas. 

"wilayah yurisdiksi" adalah 
wilayah di luar wilayah  
Negara Kesatuan Republik   
Indonesia yang terdiri atas 
Zona Ekonomi  Eksklusif, 
Landas Kontinen, dan Zona 
Tambahan   dimana negara 
memiliki hak-hak 
berdaulat dan kewenangan 
tertentu lainnya 
sebagaimana      diatur 
dalam peraturan 
perundang-undangan dan 
hukum internasional. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan 
"jangka waktu tertentu" 
adalah jangka waktu untuk 
memutakhirkan IG yang 
ditentukan berdasarkan 
kondisi, teknologi,    
kebutuhan, prioritas, dan 
anggaran   yang  tersedia. 
Yang dimaksud dengan 
"periodik" adalah kurun 
waktu tertentu, misalnya 
setiap 3 (tiga) tahun, 5 
(lima) tahun, atau 10 
(sepuluh)  tahun. 

Ayat (3) 
Cukup   jelas. 

Ayat (4) 
Cukup   jelas. 

Ayat (5) 
Cukup   jelas. 

"wilayah yurisdiksi" adalah 
wilayah di luar wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang terdiri atas 
Zona Ekonomi Eksklusif, 
Landas Kontinen, dan Zona 
Tambahan di mana negara 
memiliki hak-hak 
berdaulat dan kewenangan 
tertentu lainnya 
sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-
undangan dan hukum 
internasional. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan 
"jangka waktu tertentu" 
adalah jangka waktu untuk 
memutakhirkan IG yang 
ditentukan berdasarkan 
kondisi, teknologi, 
kebutuhan, prioritas, dan 
anggaran yang tersedia. 
Yang dimaksud dengan 
"periodik” adalah kurun 
waktu tertentu, misalnya 
setiap 3 (tiga) tahun, 5 
(lima) tahun, atau 10 
(sepuluh) tahun. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas.  

 
Penjelasan Pasal 18  

UU Informasi Geospasial UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Dihapus. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 22A 

UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 28 

UU Informasi Geospasial UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Huruf a 
Yang dimaksud 

Cukup jelas. 
Ayat (1) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan 
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dengan “daerah 
terlarang” adalah 
daerah yang oleh 
instansi yang 
berwenang dinyatakan 
terlarang pada kurun 
waktu tertentu. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas.  

"daerah terlarang" 
adalah daerah yang 
oleh instansi yang 
berwenang dinyatakan 
terlarang pada kurun 
waktu tertentu. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas.  

 
Penjelasan Pasal 55 

UU Informasi Geospasial UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kualifikasi 
kompetensi” adalah keahlian atau 
kemampuan yang diperlukan sebagai 
pelaksana IG. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 56 

UU Informasi Geospasial UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Cukup jelas.  
Ayat (2)  

Cukup jelas.  
Ayat (3)  

Cukup jelas.  
Ayat (4)  

Yang dimaksud dengan “sertifikasi dilakukan 
oleh lembaga independen” adalah adanya 
suatu lembaga yang bertindak secara mandiri 
dalam menilai pihak yang akan disertifikasi. 
Yang dimaksud dengan “akreditasi dari 
Badan” adalah pengakuan Badan atas 
kemampuan dan independensi dari lembaga 
sertifikasi itu. 

Ayat (5) 
 Cukup jelas.  

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

Dihapus. Dihapus. 

 

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG  
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Pasal 24 

 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1  

 
UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 

Dalam Undang-Undang ini 
yang dimaksud dengan: 

Dalam Undang-Undang ini 
yang dimaksud dengan: 

Dalam Undang-Undang ini 
yang dimaksud dengan: 

1. Bangunan gedung 
adalah wujud fisik hasil 
pekerjaan konstruksi 
yang menyatu dengan 
tempat kedudukannya, 
sebagian atau 
seluruhnya berada di 
atas dan/atau di dalam 
tanah dan/atau air, yang 
berfungsi sebagai 
tempat manusia 
melakukan kegiatannya, 
baik untuk hunian atau 
tempat tinggal, kegiatan 
keagamaan, kegiatan 
usaha, kegiatan sosial, 
budaya, maupun 
kegiatan khusus. 

1. Bangunan gedung 
adalah wujud fisik hasil 
pekerjaan konstruksi 
yang menyatu dengan  
tempat kedudukannya, 
sebagian atau 
seluruhnya berada di 
atas dan/ atau di dalam 
tanah dan/atau air, yang 
berfungsi sebagai 
tempat manusia 
melakukan kegiatannya, 
baik untuk hunian atau 
tempat tinggal, kegiatan 
keagamaan, kegiatan 
usaha, kegiatan sosial, 
budaya, maupun 
kegiatan khusus. 

1. Bangunan Gedung 
adalah wujud fisik hasil 
pekerjaan konstruksi 
yang menyatu dengan 
tempat kedudukannya, 
sebagian atau 
seluruhnya berada di 
atas dan/atau di dalam 
tanah dan/atau air, 
yang berfungsi sebagai 
tempat manusia 
melakukan 
kegiatannya, baik untuk 
hunian atau tempat 
tinggal, kegiatan 
keagamaan, kegiatan 
usaha, 
kegiatan sosial, budaya, 
maupun kegiatan 
khusus.  

2. Penyelenggaraan 
bangunan gedung 
adalah kegiatan 
pembangunan yang 
meliputi proses 
perencanaan teknis dan 
pelaksanaan konstruksi, 
serta kegiatan 
pemanfaatan, 
pelestarian, dan pem-
bongkaran. 

2. Penyelenggaraan 
bangunan gedung adalah 
kegiatan pembangunan 
yang meliputi 
perencanaan teknis dan 
pelaksanaan konstruksi, 
serta kegiatan 
pemanfaatan, 
pelestarian, dan 
pembongkaran. 

2. Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung 
adalah kegiatan 
pembangunan yang 
meliputi perencanaan 
teknis dan pelaksanaan 
konstruksi, serta 
kegiatan pemanfaatan, 
pelestarian, dan 
pembongkaran.  

3. Pemanfaatan bangunan 
gedung adalah kegiatan 
memanfaatkan 
bangunan gedung sesuai 
dengan fungsi yang 
telah ditetapkan, 
termasuk kegiatan 
pemeliharaan, 

3. Pemanfaatan bangunan 
gedung adalah kegiatan 
memanfaatkan 
bangunan gedung sesuai 
dengan fungsi yang telah 
ditetapkan, termasuk 
kegiatan pemeliharaan, 
perawatan, dan 

3. Pemanfaatan Bangunan 
Gedung adalah kegiatan 
Memanfaatkan 
Bangunan Gedung sesuai 
dengan fungsi yang telah 
ditetapkan, termasuk 
kegiatan Pemeliharaan, 
Perawatan, dan 
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perawatan, dan 
pemeriksaan secara 
berkala.  

pemeriksaan secara 
berkala. 

Pemeriksaan Berkala.  

4. Pemeliharaan adalah 
kegiatan menjaga 
keandalan bangunan 
gedung beserta 
prasarana dan 
sarananya agar selalu 
laik fungsi.  

4. Pemeliharaan adalah 
kegiatan menjaga 
keandalan bangunan 
gedung beserta 
prasarana dan 
sarananya agar selalu 
laik fungsi. 

4. Pemeliharaan adalah 
kegiatan menjaga 
keandalan Bangunan 
Gedung beserta 
prasarana dan 
sarananya agar selalu 
laik fungsi.  

5. Perawatan adalah 
kegiatan memperbaiki 
dan/atau mengganti 
bagian bangunan 
gedung, komponen, 
bahan bangunan, 
dan/atau prasarana dan 
sarana agar bangunan 
gedung tetap laik fungsi. 

5. Perawatan adalah 
kegiatan memperbaiki 
dan/atau mengganti 
bagian bangunan 
gedung, komponen, 
bahan bangunan, 
dan/atau prasarana dan 
sarana agar bangunan 
gedung tetap laik fungsi. 

5. Perawatan adalah 
kegiatan memperbaiki 
dan/atau mengganti 
bagian Bangunan 
Gedung, komponen, 
bahan bangunan, danf 
atau prasarana dan 
sarana agar Bangunan 
Gedung tetap laik fungsi.  

6. Pemeriksaan berkala 
adalah kegiatan 
pemeriksaan keandalan 
seluruh atau sebagian 
bangunan gedung, 
komponen, bahan 
bangunan, dan/atau 
prasarana dan 
sarananya dalam 
tenggang waktu tertentu 
guna menyatakan 
kelaikan fungsi 
bangunan gedung.  

6. Pemeriksaan berkala 
adalah kegiatan 
pemeriksaan keandalan 
seluruh atau sebagian 
bangunan gedung, 
komponen, bahan 
bangunan, dan/atau 
prasarana dan 
sarananya dalam 
tenggang waktu tertentu 
guna menyatakan 
kelaikan fungsi 
bangunan gedung. 

6. Pemeriksaan Berkala 
adalah kegiatan 
pemeriksaan keandalan 
seluruh atau sebagian 
Bangunan Gedung, 
komponen, bahan 
bangunan, dan/atau 
prasarana dan 
sarananya dalam 
tenggang waktu tertentu 
guna menyatakan 
kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung. 

7. Pelestarian adalah 
kegiatan perawatan, 
pemugaran, serta 
pemeliharaan bangunan 
gedung dan 
lingkungannya untuk 
mengembalikan 
keandalan bangunan 
tersebut sesuai dengan 
aslinya atau sesuai 
dengan keadaan 
menurut periode yang 
dikehendaki.  

7. Pelestarian adalah 
kegiatan perawatan, 
pemugaran, serta 
pemeliharaan bangunan  
gedung dan 
lingkungannya untuk 
mengembalikan 
keandalan bangunan 
tersebut sesuai dengan 
aslinya atau sesuai 
dengan keadaan 
menurut periode yang 
dikehendaki. 

7. Pelestarian adalah 
kegiatan Perawatan, 
pemugaran, serta 
Pemeliharaan Bangunan 
Gedung dan 
lingkungannya untuk 
mengembalikan 
keandalan bangunan 
tersebut sesuai dengan 
aslinya atau sesuai 
dengan keadaan 
menurut periode yang 
dikehendaki.  

8. Pembongkaran adalah 
kegiatan membongkar 
atau merobohkan 
seluruh atau sebagian 
bangunan gedung, 
komponen, bahan 
bangunan, dan/atau 

8. Pembongkaran adalah 
kegiatan membongkar 
atau merobohkan 
seluruh atau sebagian 
bangunan gedung, 
komponen, bahan 
bangunan, dan/atau 

8. Pembongkaran adalah 
kegiatan membongkar 
atau merobohkan 
seluruh atau sebagian 
Bangunan Gedung, 
komponen, bahan 
bangunan, dan/atau 
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prasarana dan 
sarananya.  

prasarana dan 
sarananya. 

prasarana dan 
sarananya.  

9. Pemilik bangunan 
gedung adalah orang, 
badan hukum, kelompok 
orang, atau 
perkumpulan, yang 
menurut hukum sah 
sebagai pemilik 
bangunan gedung.  

9. Pemilik bangunan 
gedung adalah orang, 
badan hukum, kelompok 
orang, atau 
perkumpulan, yang 
menurut hukum sah 
sebagai pemilik 
bangunan Gedung. 

9. Pemilik Bangunan 
Gedung adalah orang, 
badan hukum, kelompok 
orang, atau 
perkumpulan, yang 
menurut hukum sah 
sebagai pemilik 
Bangunan Gedung. 

10. Pengguna bangunan 
gedung adalah pemilik 
bangunan gedung 
dan/atau bukan pemilik 
bangunan gedung 
berdasarkan kesepa-
katan dengan pemilik 
bangunan gedung, yang 
menggunakan dan/atau 
mengelola bangunan 
gedung atau bagian 
bangunan gedung sesuai 
dengan fungsi yang 
ditetapkan. 

10. Pengguna bangunan 
gedung adalah  pemilik 
bangunan gedung 
dan/atau bukan pemilik 
bangunan gedung 
berdasarkan 
kesepakatan dengan 
pemilik bangunan 
gedung, yang 
menggunakan dan/atau 
mengelola bangunan 
gedung atau bagian 
bangunan gedung 
sesuai dengan fungsi 
yang ditetapkan. 

10. Pengguna Bangunan 
Gedung adalah Pemilik 
Bangunan Gedung 
dan/atau bukan 
Pemilik Bangunan 
Gedung berdasarkan 
kesepakatan dengan 
Pemilik Bangunan 
Gedung, yang 
menggunakan 
dan/atau mengelola 
Bangunan Gedung atau 
bagian Bangunan 
Gedung sesuai dengan 
fungsi yang 
ditetapkan.  

11. Pengkaji teknis adalah 
orang perorangan, atau 
badan hukum yang 
mempunyai sertifikat 
keahlian untuk 
melaksanakan 
pengkajian teknis atas 
kelaikan fungsi 
bangunan gedung sesuai 
dengan ketentuan 
perundang-undangan 
yang berlaku. 

11. Pengkaji Teknis adalah 
orang perseorangan 
atau badan usaha, baik 
yang berbadan hukum 
maupun tidak berbadan 
hukum, yang 
mempunyai sertifikat 
kompetensi kerja 
kualifikasi ahli atau 
sertifikat badan usaha 
untuk melaksanakan 
pengkajian teknis atas 
kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung. 

11. Pengkaji Teknis adalah 
orang perseor€rngan 
atau badan usaha, baik 
yang berbadan hukum 
maupun tidak 
berbadan hukum, yang 
mempunyai sertifikat 
kompetensi kerja 
kualifikasi ahli atau 
sertifikat badan usaha 
untuk melaksanakan 
pengkajian teknis atas 
kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung. 

12. Masyarakat adalah 
perorangan, kelompok, 
badan hukum atau 
usaha, dan lembaga atau 
organisasi yang 
kegiatannya di bidang 
bangunan gedung, 
termasuk masyarakat 
hukum adat dan 
masyarakat ahli, yang 
berkepentingan dengan 
penyelenggaraan 

12. Masyarakat adalah 
perseorangan, 
kelompok, badan 
hukum atau usaha, dan 
lembaga atau 
organisasi yang 
kegiatannya di bidang 
bangunan gedung, 
termasuk masyarakat 
hukum adat dan 
masyarakat ahli, yang 
berkepentingan 

12. Masyarakat adalah 
perseorangan, 
kelompok, badan 
hukum atau usaha, dan 
lembaga atau 
organisasi yang 
kegiatannya di bidang 
Bangunan Gedung, 
termasuk masyarakat 
hukum adat dan 
masyarakat ahli, yang 
berkepentingan 
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bangunan gedung. dengan 

penyelenggaraan 
bangunan gedung. 

dengan 
Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung. 

13. Prasarana dan sarana 
bangunan gedung 
adalah fasilitas 
kelengkapan di dalam 
dan di luar bangunan 
gedung yang 
mendukung pemenuhan 
terselenggaranya fungsi 
bangunan gedung. 

13. Prasarana dan sarana 
bangunan gedung 
adalah fasilitas 
kelengkapan di dalam 
dan di luar bangunan 
gedung yang  
mendukung 
pemenuhan 
terselenggaranya 
fungsi bangunan 
gedung. 

13. Prasarana dan Sarana 
Bangunan Gedung 
adalah fasilitas 
kelengkapan di dalam 
dan di luar Bangunan 
Gedung yang 
mendukung 
pemenuhan 
terselenggaranya 
fungsi Bangunan 
Gedung.  

14. Pemerintah Pusat, 
selanjutnya disebut 
Pemerintah, adalah 
perangkat Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia yang terdiri 
dari Presiden beserta 
para menteri.  

14. Pemerintah Pusat 
adalah Presiden 
Republik Indonesia 
yang memegang 
kekuasaan 
pemerintahan negara 
Republik Indonesia 
yang dibantu oleh 
Wakil Presiden dan 
menteri sebagaimana 
dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

14. Pemerintah Pusat 
adalah Presiden 
Republik Indonesia 
yang memegang 
kekuasaan 
pemerintahan negara 
Republik Indonesia 
yang dibantu oleh 
Wakil Presiden dan 
menteri sebagaimana 
dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

15. Pemerintah Daerah 
adalah kepala daerah 
kabupaten atau kota 
beserta perangkat 
daerah otonom yang 
lain sebagai badan 
eksekutif daerah, 
kecuali untuk Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta adalah gubernur. 

15. Pemerintah Daerah 
adalah kepala daerah 
sebagai unsur 
penyelenggara 
Pemerintahan Daerah 
yang memimpin 
pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang 
menjadi kewenangan 
daerah otonom.  

15. Pemerintah Daerah 
adalah kepala daerah 
sebagai unsur 
penyelenggara 
Pemerintahan Daerah 
yang memimpin 
pelaksanaan urulsan 
pemerintahan yang 
menjadi kewenangan 
daerah otonom.  

16. Penyedia Jasa 
Konstruksi adalah 
pemberi layanan Jasa 
Konstruksi. 

16. Penyedia Jasa 
Konstruksi adalah 
pemberi layanan jasa 
konstruksi 

17. Profesi Ahli adalah 
seseorang yang telah 
memenuhi standar 
kompetensi dan 
ditetapkan oleh 
lembaga yang 
diakreditasi oleh 
Pemerintah Pusat. 

17. Profesi Ahli adalah 
seseorang yang telah 
memenuhi standar 
kompetensi dan 
ditetapkan oleh 
lembaga yang 
diakreditasi oleh 
Pemerintah Pusat.  

18. Penilik Bangunan 
Gedung yang 

18. Penilik Bangunan 
Gedung yang 
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selanjutnya disebut 
Penilik adalah orang 
perseorangan yang 
memiliki kompetensi, 
yang diberi tugas oleh 
Pemerintah Pusat atau  
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya untuk 
melakukan inspeksi 
terhadap 
penyelenggaraan 
Bangunan Gedung. 

selanjutnya disebut 
Penilik adalah orang 
perseorangan yang 
memiliki kompetensi, 
yang diberi tugas oleh 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya untuk 
melakukan inspeksi 
terhadap 
Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung.  

 

 19. Persetujuan 
Bangunan Gedung 
adalah perizinan yang 
diberikan kepada 
Pemilik Bangunan 
Gedung untuk 
membangun baru, 
mengubah, 
memperluas, 
mengurangi, dan/atau 
merawat Bangunan 
Gedung sesuai dengan 
standar teknis 
Bangunan Gedung.  

 
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 5 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Fungsi bangunan 

gedung meliputi fungsi 
hunian, keagamaan, 
usaha, sosial dan 
budaya, serta fungsi 
khusus. 

(1) Setiap bangunan 
gedung memiliki fungsi 
dan klasifikasi 
bangunan gedung.  

 

(1) Setiap Bangunan 
Gedung memiliki fungsi 
dan klasifikasi 
Bangunan Gedung. 

(2) Bangunan gedung 
fungsi hunian 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) meliputi 
bangunan untuk rumah 
tinggal tunggal, rumah 
tinggal deret, rumah 
susun, dan rumah 
tinggal sementara. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai fungsi dan 
klasifikasi bangunan 
gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.12 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai fungsi dan 
klasifikasi Bangunan 
Gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.  

                                       
12 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang  Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.  
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(3) Bangunan gedung 

fungsi keagamaan 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) meliputi 
masjid, gereja, pura, 
wihara, dan kelenteng. 

(4) Bangunan gedung 
fungsi usaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) meliputi 
bangunan gedung 
untuk perkantoran, 
perdagangan, 
perindustrian, 
perhotelan, wisata dan 
rekreasi, terminal, dan 
penyimpanan. 

(5) Bangunan gedung 
fungsi sosial dan 
budaya sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(1) meliputi bangunan 
gedung untuk 
pendidikan, 
kebudayaan, pelayanan 
kesehatan, 
laboratorium, dan 
pelayanan umum. 

(6) Bangunan gedung 
fungsi khusus 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) meliputi 
bangunan gedung 
untuk reaktor nuklir, 
instalasi pertahanan 
dan keamanan, dan 
bangunan sejenis yang 
diputuskan oleh 
menteri. 

(7) Satu bangunan gedung 
dapat memiliki lebih 
dari satu fungsi. 

 
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 6 

 
UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
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(1) Fungsi bangunan 

gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
5 harus sesuai dengan 
peruntukan lokasi yang 
diatur dalam Peraturan 
Daerah tentang 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah 
Kabupaten/Kota. 

(1) Fungsi bangunan 
gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 
harus digunakan sesuai 
dengan peruntukan 
lokasi yang diatur 
dalam RDTR. 

(1) Fungsi Bangunan 
Gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
5 harus digunakan 
sesuai dengan 
peruntukan lokasi yang 
diatur dalam rencana 
detail tata ruang.  

(2) Fungsi bangunan 
gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(1) ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah dan 
dicantumkan dalam izin 
mendirikan bangunan.  

 

(2) Fungsi bangunan 
gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dicantumkan dalam 
Persetujuan Bangunan 
Gedung. 

 

(2) Fungsi Bangunan 
Gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dicantumkan dalam 
Persetujuan Bangunan 
Gedung.  

(3) Perubahan fungsi 
bangunan gedung yang 
telah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) harus 
mendapatkan 
persetujuan dan 
penetapan kembali oleh 
Pemerintah Daerah.  

(3) Perubahan fungsi  
bangunan gedung  harus 
mendapatkan 
persetujuan kembali 
dari Pemerintah Pusat. 

(3) Perubahan fungsi 
Bangunan Gedung 
harus mendapatkan 
Persetujuan Bangunan 
Gedung kembali dari 
Pemerintah Pusat 

(4) Ketentuan mengenai 
tata cara penetapan dan 
perubahan fungsi 
bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) diatur 
lebih lanjut dengan 
Peraturan 
Pemerintah.13 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
memperoleh 
Persetujuan Bangunan 
Gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.14 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
memperoleh 
Persetujuan Bangunan 
Gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(21 dan ayat (3) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 7 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Setiap bangunan 

gedung harus 
memenuhi persyaratan 
administratif dan 
persyaratan teknis 

(1) Setiap bangunan 
gedung harus 
memenuhi standar 
teknis bangunan 
gedung sesuai dengan 

(1) Setiap Bangunan Gedung 
harus memenuhi 
standar teknis 
Bangunan Gedung 
sesuai dengan fungsi 

                                       
13 Sebelum diubah dalam UU Ciptaker, ketentuan ini dilaksanakan dengan PP Np. 36 

Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung. 
14 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang  Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.  
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sesuai dengan fungsi 
bangunan gedung. 

fungsi dan klasifikasi 
bangunan gedung. 

dan klasifikasi 
Bangunan Gedung.  

(2) Persyaratan 
administratif bangunan 
gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(1) meliputi 
persyaratan status hak 
atas tanah, status 
kepemilikan bangunan 
gedung, dan izin 
mendirikan bangunan.  

(2) Penggunaan ruang di 
atas dan/atau di 
bawah tanah dan/atau 
air untuk bangunan 
gedung harus 
dilakukan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(2) Penggunaan ruang atas 
tanah dan/atau bawah 
tanah dan/atau air 
untuk Bangunan Gedung 
harus dilakukan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.  

(3) Persyaratan teknis 
bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) meliputi 
persyaratan tata 
bangunan dan 
persyaratan keandalan 
bangunan gedung. 

(3) Dalam hal bangunan 
gedung merupakan 
bangunan gedung 
 adat dan cagar 
budaya, bangunan 
gedung mengikuti 
ketentuan khusus  
sesuai  dengan 
ketentuan  peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Dalam hal Bangunan 
Gedung merupakan 
Bangunan Gedung adat 
dan cagar budaya, 
Bangunan Gedung 
mengikuti ketentuan 
khusus sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang undangan.  

(4) Penggunaan ruang di 
atas dan/atau di bawah 
tanah dan/atau air 
untuk bangunan 
gedung harus memiliki 
izin penggunaan sesuai 
ketentuan yang 
berlaku. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar 
teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.15 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar teknis 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.  

(5) Persyaratan 
administratif dan teknis 
untuk bangunan 
gedung adat, bangunan 
gedung semi permanen, 
bangunan gedung 
darurat, dan bangunan 
gedung yang dibangun 
pada daerah lokasi 
bencana ditetapkan 
oleh Pemerintah 
Daerah sesuai kondisi 
sosial dan budaya 
setempat. 

 
5. Pasal 8 dihapus. 

 
Pasal 8 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 

                                       
15 Ibid. 
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(1) Setiap bangunan gedung harus 

memenuhi persyaratan administratif 
yang meliputi: 
a. status hak atas tanah, dan/atau izin 

pemanfaatan dari pemegang hak atas 
tanah; 

b. status kepemilikan bangunan gedung; 
dan  

c. izin mendirikan bangunan gedung 
sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Dihapus Dihapus (2) Setiap orang atau badan hukum dapat 
memiliki bangunan gedung atau bagian 
bangunan gedung. 

(3) Pemerintah Daerah wajib mendata 
bangunan gedung untuk keperluan tertib 
pembangunan dan pemanfaatan. 

(4) Ketentuan mengenai izin mendirikan 
bangunan gedung, kepemilikan, dan 
pendataan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.16 

 
6. Pasal 9 dihapus. 

Pasal 9 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Persyaratan tata bangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi 
persyaratan peruntukan dan intensitas 
bangunan gedung, arsitektur bangunan 
gedung, dan persyaratan pengendalian 
dampak lingkungan. 

Dihapus Dihapus 
(2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 
lebih lanjut dalam rencana tata bangunan 
dan lingkungan oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara 
penyusunan rencana tata bangunan dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.17 

 
7. Pasal 10 dihapus. 

Pasal 10 

                                       
16 Sebelum diubah dalam UU Ciptaker, ketentuan ini dilaksanakan dengan PP Np. 36 

Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung. 
17 Ibid. 
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(1) Persyaratan peruntukan dan intensitas 

bangunan gedung sebagai-mana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi 
persyaratan peruntukan lokasi, 
kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas 
bangunan gedung yang ditetapkan untuk 
lokasi yang bersangkutan. 

Dihapus Dihapus 

(2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan 
dan memberikan informasi secara 
terbuka tentang persyaratan peruntukan 
dan intensitas bangunan gedung bagi 
masyarakat yang memerlukannya. 

 
8. Pasal 11 dihapus. 

Pasal 11 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Persyaratan peruntukan lokasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan tentang tata ruang. 

Dihapus Dihapus 

(2) Bangunan gedung yang dibangun di atas, 
dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau 
prasarana dan sarana umum tidak boleh 
mengganggu keseimbangan lingkungan, 
fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi 
prasarana dan sarana umum yang 
bersangkutan. 

(3) Ketentuan mengenai pembangunan 
bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.18 

 
9. Pasal 12 dihapus. 

 
Pasal 12 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Persyaratan kepadatan dan ketinggian 

bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1) meliputi koefisien dasar 
bangunan, koefisien lantai bangunan, dan 
ketinggian bangunan sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan untuk lokasi 
yang bersangkutan. 

Dihapus Dihapus 

(2) Persyaratan jumlah lantai maksimum 
bangunan gedung atau bagian bangunan 
gedung yang dibangun di bawah 
permukaan tanah harus 

                                       
18 Ibid. 
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mempertimbangkan keamanan, 
kesehatan, dan daya dukung lingkungan 
yang dipersyaratkan.  

(3) Bangunan gedung tidak boleh melebihi 
ketentuan maksimum kepadatan dan 
ketinggian yang ditetapkan pada lokasi 
yang bersangkutan. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara 
perhitungan dan penetapan kepadatan 
dan ketinggian sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.19 

 
10. Pasal 13 dihapus. 

Pasal 13 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Persyaratan jarak bebas bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1) meliputi:  
a. garis sempadan bangunan gedung 

dengan as jalan, tepi sungai, tepi 
pantai, jalan kereta api, dan/atau 
jaringan tegangan tinggi;  

b. jarak antara bangunan gedung dengan 
batas-batas persil, dan jarak antara as 
jalan dan pagar halaman yang 
diizinkan pada lokasi yang 
bersangkutan.  

Dihapus Dihapus 
(2) Persyaratan jarak bebas bangunan 

gedung atau bagian bangunan gedung 
yang dibangun di bawah permukaan 
tanah harus mempertimbangkan batas-
batas lokasi, keamanan, dan tidak 
mengganggu fungsi utilitas kota, serta 
pelaksanaan pembangunannya. 

(3) Ketentuan mengenai persyaratan jarak 
bebas bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.20 

 
11. Pasal 14 dihapus. 

Pasal 14 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 

                                       
19 Ibid.  
20 Ibid. 
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(1) Persyaratan arsitektur bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) meliputi persyaratan penampilan 
bangunan gedung, tata ruang dalam, 
keseimbangan, keserasian, dan 
keselarasan bangunan gedung dengan 
lingkungannya, serta pertimbangan 
adanya keseimbangan antara nilai-nilai 
sosial budaya setempat terhadap 
penerapan berbagai perkembangan 
arsitektur dan rekayasa. 

Dihapus Dihapus 

(2) Persyaratan penampilan bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) harus memperhatikan bentuk 
dan karakteristik arsitektur dan 
lingkungan yang ada di sekitarnya. 

(3) Persyaratan tata ruang dalam bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
harus memperhatikan fungsi ruang, 
arsitektur bangunan gedung, dan 
keandalan bangunan gedung. 

(4) Persyaratan keseimbangan, keserasian, 
dan keselarasan bangunan gedung 
dengan lingkungannya sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) harus 
mempertimbangkan terciptanya ruang 
luar bangunan gedung, ruang terbuka 
hijau yang seimbang, serasi, dan selaras 
dengan lingkungannya.  

(5) Ketentuan mengenai penampilan 
bangunan gedung, tata ruang dalam, 
keseimbangan, dan keselarasan bangunan 
gedung dengan lingkungannya 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.21 

 
12. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 15 

 
UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Penerapan persyaratan 
pengendalian dampak 
lingkungan hanya 
berlaku bagi bangunan 
gedung yang dapat 
menimbulkan dampak 
penting terhadap 

(1) Penerapan 
pengendalian dampak 
lingkungan hanya 
berlaku bagi bangunan 
gedung yang dapat 
menimbulkan dampak 
penting terhadap 

(1) Penerapan 
pengendalian dampak 
lingkungan hanya 
berlaku bagi Bangunan 
Gedung yang dapat 
menimbulkan dampak 
penting terhadap 

                                       
21 Ibid. 
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lingkungan. lingkungan. lingkungan.  

(2) Persyaratan 
pengendalian dampak 
lingkungan pada 
bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

(2) Pengendalian dampak 
lingkungan pada 
bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pengendalian dampak 
lingkungan pada 
Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

 
13. Pasal 16 dihapus. 

Pasal 16 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Persyaratan keandalan bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (3), meliputi persyaratan 
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, 
dan kemudahan. Dihapus Dihapus 

(2) Persyaratan keandalan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan 
gedung. 

 
14. Pasal 17 dihapus. 

Pasal 17 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Persyaratan keselamatan bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) meliputi persyaratan 
kemampuan bangunan gedung untuk 
mendukung beban muatan, serta 
kemampuan bangunan gedung dalam 
mencegah dan menanggulangi bahaya 
kebakaran dan bahaya petir. 

Dihapus Dihapus 

(2) Persyaratan kemampuan bangunan 
gedung untuk mendukung beban 
muatannya sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) merupakan kemampuan struktur 
bangunan gedung yang stabil dan kukuh 
dalam mendukung beban muatan. 

(3) Persyaratan kemampuan bangunan 
gedung dalam mencegah dan 
menanggulangi bahaya kebakaran 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
merupakan kemampuan bangunan 
gedung untuk melakukan pengamanan 
terhadap bahaya kebakaran melalui 
sistem proteksi pasif dan/atau proteksi 
aktif 
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(4) Persyaratan kemampuan bangunan 

gedung dalam mencegah bahaya petir 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
merupakan kemampuan bangunan 
gedung untuk melakukan pengamanan 
terhadap bahaya petir melalui sistem 
penangkal petir. 

 
15. Pasal 18 dihapus. 

Pasal 18 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Persyaratan kemampuan struktur 

bangunan gedung yang stabil dan kukuh 
dalam mendukung beban muatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (2) merupakan kemampuan struktur 
bangunan gedung yang stabil dan kukuh 
sampai dengan kondisi pembebanan 
maksimum dalam mendukung beban 
muatan hidup dan beban muatan mati, 
serta untuk daerah/zona tertentu 
kemampuan untuk mendukung beban 
muatan yang timbul akibat perilaku alam. Dihapus Dihapus 

(2) Besarnya beban muatan dihitung 
berdasarkan fungsi bangunan gedung 
pada kondisi pembebanan maksimum dan 
variasi pembebanan agar bila terjadi 
keruntuhan pengguna bangunan gedung 
masih dapat menyelamatkan diri. 

(3) Ketentuan mengenai pembebanan, 
ketahanan terhadap gempa bumi 
dan/atau angin sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.22 

 
16. Pasal 19 dihapus. 

Pasal 19 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Pengamanan terhadap bahaya kebakaran 

dilakukan dengan sistem proteksi pasif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (3) meliputi kemampuan stabilitas 
struktur dan elemennya, konstruksi tahan 
api, kompartemenisasi dan pemisahan, 
serta proteksi pada bukaan yang ada 
untuk menahan dan membatasi 
kecepatan menjalarnya api dan asap 
kebakaran. 

Dihapus Dihapus 

                                       
22  Ibid. 
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(2) Pengamanan terhadap bahaya kebakaran 

dilakukan dengan sistem proteksi aktif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (3) meliputi kemampuan peralatan 
dalam mendeteksi dan memadamkan 
kebakaran, pengendalian asap, dan sarana 
penyelamatan kebakaran. 

(3) Bangunan gedung, selain rumah tinggal, 
harus dilengkapi dengan sistem proteksi 
pasif dan aktif. 

(4) Ketentuan mengenai sistem pengamanan 
bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.23 

 
17. Pasal 20 dihapus. 

Pasal 20 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Pengamanan terhadap bahaya petir 

melalui sistem penangkal petir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (4) merupakan kemampuan 
bangunan gedung untuk melindungi 
semua bagian bangunan gedung, 
termasuk manusia di dalamnya terhadap 
bahaya sambaran petir. 

Dihapus Dihapus 
(2) Sistem penangkal petir sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) merupakan 
instalasi penangkal petir yang harus 
dipasang pada setiap bangunan gedung 
yang karena letak, sifat geografis, bentuk, 
dan penggunaannya mempunyai risiko 
terkena sambaran petir. 

(3) Ketentuan mengenai sistem penangkal 
petir sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.24 

 
18. Pasal 21 dihapus. 

Pasal 21 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Persyaratan kesehatan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(1) meliputi persyaratan sistem penghawaan, 
pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan 
bangunan gedung. 

Dihapus Dihapus 

                                       
23  Ibid. 
24 Ibid. 
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19. Pasal 22 dihapus. 

Pasal 22 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Sistem penghawaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 merupakan 
kebutuhan sirkulasi dan pertukaran 
udara yang harus disediakan pada 
bangunan gedung melalui bukaan 
dan/atau ventilasi alami dan/atau 
ventilasi buatan. 

Dihapus Dihapus (2) Bangunan gedung tempat tinggal, 
pelayanan kesehatan, pendidikan, dan 
bangunan pelayanan umum lainnya harus 
mempunyai bahan untuk ventilasi alami. 

(3) Ketentuan mengenai sistem penghawaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.25 

 
20. Pasal 23 dihapus. 

Pasal 23 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Sistem pencahayaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 merupakan 
kebutuhan pencahayaan yang harus 
disediakan pada bangunan gedung 
melalui pencahayaan alami dan/atau 
pencahayaan buatan, termasuk 
pencahayaan darurat.  

Dihapus Dihapus 
(2) Bangunan gedung tempat tinggal, 

pelayanan kesehatan, pendidikan, dan 
bangunan pelayanan umum lainnya harus 
mempunyai bukaan untuk pencahayaan 
alami. 

(3) Ketentuan mengenai sistem pencahayaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.26 

 
21. Pasal 24 dihapus. 

Pasal 24 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Sistem sanitasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 merupakan kebutuhan 
sanitasi yang harus disediakan di dalam 
dan di luar bangunan gedung untuk 

Dihapus Dihapus 

                                       
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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memenuhi kebutuhan air bersih, 
pembuangan air kotor dan/atau air 
limbah, kotoran dan sampah, serta 
penyaluran air hujan. 

(2) Sistem sanitasi pada bangunan gedung 
dan lingkungannya harus dipasang 
sehingga mudah dalam pengoperasian 
dan pemeliharaannya, tidak 
membahayakan serta tidak mengganggu 
lingkungan. 

(3) Ketentuan mengenai sistem sanitasi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.27 

 
22. Pasal 25 dihapus. 

Pasal 25 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Penggunaan bahan bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
harus aman bagi kesehatan pengguna 
bangunan gedung dan tidak menimbulkan 
dampak negatif terhadap lingkungan.  Dihapus Dihapus 

(2) Ketentuan mengenai penggunaan bahan 
bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.28 

 
23. Pasal 26 dihapus. 

Pasal 26 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Persyaratan kenyamanan bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) meliputi kenyamanan 
ruang gerak dan hubungan antarruang, 
kondisi udara dalam ruang, pandangan, 
serta tingkat getaran dan tingkat 
kebisingan.  Dihapus Dihapus 

(2) Kenyamanan ruang gerak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) merupakan 
tingkat kenyamanan yang diperoleh dari 
dimensi ruang dan tata letak ruang yang 
memberikan kenyamanan bergerak 
dalam ruangan. 

                                       
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(3) Kenyamanan hubungan antarruang 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
merupakan tingkat kenyamanan yang 
diperoleh dari tata letak ruang dan 
sirkulasi antarruang dalam bangunan 
gedung untuk terselenggaranya fungsi 
bangunan gedung. 

(4) Kenyamanan kondisi udara dalam ruang 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
merupakan tingkat kenyamanan yang 
diperoleh dari temperatur dan 
kelembaban di dalam ruang untuk 
terselenggaranya fungsi bangunan 
gedung.  

(5) Kenyamanan pandangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) merupakan 
kondisi dimana hak pribadi orang dalam 
melaksanakan kegiatan di dalam 
bangunan gedungnya tidak terganggu 
dari bangunan gedung lain di sekitarnya. 

(6) Kenyamanan tingkat getaran dan 
kebisingan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) merupakan tingkat kenyamanan 
yang ditentukan oleh suatu keadaan yang 
tidak mengakibatkan pengguna dan 
fungsi bangunan gedung terganggu oleh 
getaran dan/atau kebisingan yang timbul 
baik dari dalam bangunan gedung 
maupun lingkungannya. 

(7) Ketentuan mengenai kenyamanan ruang 
gerak, tata hubungan antarruang, tingkat 
kondisi udara dalam ruangan, pandangan, 
serta tingkat getaran dan kebisingan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.29 

 
24. Pasal 27 dihapus. 

Pasal 27 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Persyaratan kemudahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 
meliputi kemudahan hubungan ke, dari, 
dan di dalam bangunan gedung, serta 
kelengkapan prasarana dan sarana dalam 
pemanfaatan bangunan gedung.  

Dihapus Dihapus 

                                       
29 Ibid. 
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UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di 

dalam bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) meliputi 
tersedianya fasilitas dan aksesibilitas 
yang mudah, aman, dan nyaman termasuk 
bagi penyandang cacat dan lanjut usia. 

(3) Kelengkapan prasarana dan sarana 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pada bangunan gedung untuk 
kepentingan umum meliputi penyediaan 
fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, 
ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat 
parkir, tempat sampah, serta fasilitas 
komunikasi dan informasi. 

(4) Ketentuan mengenai kemudahan 
hubungan ke, dari, dan di dalam 
bangunan gedung, serta kelengkapan 
prasarana dan sarana sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.30 

 
25. Pasal 28 dihapus. 

Pasal 28 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Kemudahan hubungan horizontal 

antarruang dalam bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (2) merupakan keharusan bangunan 
gedung untuk menyediakan pintu 
dan/atau koridor antar ruang.  

Dihapus Dihapus 
(2) Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan 

konstruksi teknis pintu dan koridor 
disesuaikan dengan fungsi ruang 
bangunan gedung. 

(3) Ketentuan mengenai kemudahan 
hubungan horizontal antarruang dalam 
bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.31 

 
26. Pasal 29 dihapus. 

Pasal 29 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 

                                       
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Kemudahan hubungan vertikal dalam 

bangunan gedung, termasuk sarana 
transportasi vertikal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berupa 
penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya 
serta lift dan/atau tangga berjalan dalam 
bangunan gedung.  

Dihapus Dihapus 

(2) Bangunan gedung yang bertingkat harus 
menyediakan tangga yang 
menghubungkan lantai yang satu dengan 
yang lainnya dengan mempertimbangkan 
kemudahan, keamanan, keselamatan, dan 
kesehatan pengguna. 

(3) Bangunan gedung untuk parkir harus 
menyediakan ram dengan kemiringan 
tertentu dan/atau sarana akses vertikal 
lainnya dengan mempertimbangkan 
kemudahan dan keamanan pengguna 
sesuai standar teknis yang berlaku. 

(4) Bangunan gedung dengan jumlah lantai 
lebih dari 5 (lima) harus dilengkapi 
dengan sarana transportasi vertikal (lift) 
yang dipasang sesuai dengan kebutuhan 
dan fungsi bangunan gedung.  

(5) Ketentuan mengenai kemudahan 
hubungan vertikal dalam bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.32 

 
27. Pasal 30 dihapus. 

 
Pasal 30 

 
UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Akses evakuasi dalam keadaan darurat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (2) harus disediakan di dalam 
bangunan gedung meliputi sistem 
peringatan bahaya bagi pengguna, pintu 
keluar darurat, dan jalur evakuasi apabila 
terjadi bencana kebakaran dan/atau 
bencana lainnya, kecuali rumah tinggal.  

Dihapus Dihapus 

(2) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) harus dapat 
dicapai dengan mudah dan dilengkapi 
dengan penunjuk arah yang jelas. 

                                       
32 Ibid. 
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UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(3) Ketentuan mengenai penyediaan akses 

evakuasi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.33 

 
28. Pasal 31 dihapus. 

Pasal 31 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi 

penyandang cacat dan lanjut usia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (2) merupakan keharusan bagi 
semua bangunan gedung, kecuali rumah 
tinggal.  

Dihapus Dihapus 

(2) (2) Fasilitas bagi penyandang cacat dan 
lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas 
aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam 
bangunan gedung dan lingkungannya. 

(3) Ketentuan mengenai penyediaan 
aksesibilitas bagi penyandang cacat dan 
lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.34 

 
29. Pasal 32 dihapus. 

Pasal 32 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Kelengkapan prasarana dan sarana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (3) merupakan keharusan bagi 
semua bangunan gedung untuk 
kepentingan umum.  Dihapus Dihapus 

(2) Ketentuan mengenai kelengkapan 
prasarana dan sarana sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.35 

 
30. Pasal 33 dihapus. 

Pasal 33 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Persyaratan administratif dan teknis untuk 
bangunan gedung fungsi khusus, selain harus 
memenuhi ketentuan dalam Bagian Kedua, 
Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat pada Bab 

Dihapus Dihapus 

                                       
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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ini, juga harus memenuhi persyaratan 
administratif dan teknis khusus yang 
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 

 
31. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 34  

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Penyelenggaraan 

bangunan gedung 
meliputi kegiatan 
pembangunan, 
pemanfaatan, 
pelestarian, dan 
pembongkaran.  

(1) Penyelenggaraan 
bangunan gedung 
meliputi kegiatan 
pembangunan, 
pemanfaatan, 
pelestarian, dan 
pembongkaran. 

(1) Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung 
meliputi kegiatan 
pembangunan, 
Pemanfaatan Bangunan 
Gedung, Pelestarian, dan 
Pembongkaran. 

(2) Dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) 
penyelenggara 
berkewajiban 
memenuhi persyaratan 
bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
dalam Bab IV undang-
undang ini. 

(2) Dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), 
penyelenggara 
berkewajiban 
memenuhi standar 
teknis bangunan 
gedung. 

(2) Dalam Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), 
penyelenggara 
berkewajiban 
memenuhi standar 
teknis Bangunan 
Gedung. 

(3) Penyelenggara 
bangunan gedung 
terdiri atas pemilik 
bangunan gedung, 
penyedia jasa 
konstruksi, dan 
pengguna bangunan 
gedung.  

(3) Penyelenggara 
bangunan gedung 
terdiri atas pemilik 
bangunan gedung, 
Penyedia Jasa 
Konstruksi, Profesi Ahli, 
Penilik, pengkaji teknis, 
dan pengguna bangunan 
gedung. 

(3) Penyelenggara 
Bangunan Gedung 
terdiri atas 
Pemilik Bangunan 
Gedung, Penyedia Jasa 
Konstruksi, Profesi Ahli, 
Penilik, Pengkaji Teknis, 
dan Pengguna Bangunan 
Gedung.  

(4) Pemilik bangunan 
gedung yang belum 
dapat memenuhi 
persyaratan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Bab IV undang-
undang ini, tetap harus 
memenuhi ketentuan 
tersebut secara 
bertahap. 

(4) Dalam hal terdapat 
perubahan standar 
teknis bangunan 
gedung, pemilik 
bangunan gedung yang 
belum memenuhi 
standar teknis 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tetap 
harus memenuhi 
ketentuan standar 
teknis secara bertahap. 

(4) Dalam hal terdapat 
perubahan standar 
teknis Bangunan 
Gedung, Pemilik 
Bangunan Gedung yang 
belum memenuhi 
standar teknis 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21 tetap 
harus memenuhi 
ketentuan standar 
teknis secara bertahap. 

 
32. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 35 
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UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Pembangunan 

bangunan gedung 
diselenggarakan melalui 
tahapan perencanaan 
dan pelaksanaan 
beserta pengawasannya.  

(1) Pembangunan 
bangunan gedung 
diselenggarakan melalui 
tahapan perencanaan, 
pelaksanaan, dan 
pengawasan. 

(1) Pembangunan 
Bangunan Gedung 
diselenggarakan melalui 
tahapan perencanaan, 
pelaksanaan, dan 
pengawasan. 

(2) Pembangunan 
bangunan gedung dapat 
dilakukan baik di tanah 
milik sendiri maupun di 
tanah milik pihak lain. 

(2) Pembangunan 
bangunan gedung dapat 
dilakukan, baik di tanah 
milik sendiri maupun di 
tanah milik pihak lain. 

(2) Pembangunan 
Bangunan Gedung dapat 
dilakukan, baik di tanah 
milik sendiri maupun di 
tanah milik pihak lain.  

(3) Pembangunan 
bangunan gedung di 
atas tanah milik pihak 
lain sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(2) dilakukan 
berdasarkan perjanjian 
tertulis antara pemilik 
tanah dan pemilik 
bangunan gedung. 

(3) Pembangunan 
bangunan gedung di 
atas tanah milik pihak 
lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan berdasarkan 
perjanjian tertulis 
antara pemilik tanah 
dan pemilik bangunan 
gedung. 

(3) Pembangunan 
Bangunan Gedung di 
atas tanah milik pihak 
lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan berdasarkan 
pedanjian tertulis antara 
pemilik tanah dan 
Pemilik Bangunan 
Gedung.  

(4) Pembangunan 
bangunan gedung dapat 
dilaksanakan setelah 
rencana teknis 
bangunan gedung 
disetujui oleh 
Pemerintah Daerah 
dalam bentuk izin 
mendirikan bangunan, 
kecuali bangunan 
gedung fungsi khusus. 

(4) Perencanaan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
dilakukan oleh penyedia 
jasa perencana 
konstruksi yang 
memenuhi syarat dan 
standar kompetensi 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Perencanaan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
dilakukan oleh penyedia 
jasa perencana 
konstruksi yang 
memenuhi syarat dan 
standar kompetensi 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(5) Penyedia jasa perencana 
konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) 
harus merencanakan 
bangunan gedung 
dengan acuan standar 
teknis bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1). 

(5) Penyedia jasa perencana 
konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (41 
harus merencanakan 
Bangunan Gedung 
dengan acuan standar 
teknis Bangunan 
Gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1).  

(6) Dalam hal bangunan 
gedung direncanakan 
tidak sesuai dengan 
standar teknis 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1), 
bangunan gedung harus 
dilengkapi hasil 
pengujian untuk 
mendapatkan 

(6) Dalam hal Bangunan 
Gedung direncanakan 
tidak sesuai dengan 
standar teknis 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1), Bangunan 
Gedung harus 
dilengkapi hasil 
pengujian untuk 
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UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
persetujuan rencana 
teknis dari Pemerintah 
Pusat. 

mendapatkan 
persetujuan rencana 
teknis dari Pemerintah 
Pusat. 

(7) Hasil perencanaan harus 
dikonsultasikan dengan 
Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat 
untuk mendapatkan 
pernyataan pemenuhan 
standar teknis bangunan 
gedung. 

(7) Hasil perencanaan harus 
dikonsultasikan dengan 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat 
untuk mendapatkan 
pernyataan pemenuhan 
standar teknis 
Bangunan Gedung. 

(8) Dalam hal perencanaan 
bangunan gedung yang 
menggunakan prototipe 
yang ditetapkan 
Pemerintah Pusat, 
perencanaan bangunan 
gedung tidak 
memerlukan kewajiban 
konsultasi dan tidak 
memerlukan 
pemeriksaan 
pemenuhan standar. 

(8) Dalam hal perencanaan 
Bangunan Gedung yang 
menggunakan prototipe 
yang ditetapkan 
Pemerintah Pusat, 
perencanaan Bangunan 
Gedung tidak 
memerlukan kewajiban 
konsultasi dan tidak 
memerluka 
pemeriksaan 
pemenuhan standar. 

 
33. Pasal 36 dihapus. 

Pasal 36 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Pengesahan rencana 

teknis bangunan 
gedung untuk 
kepentingan umum 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah 
setelah mendapat 
pertimbangan teknis 
dari tim ahli. Dihapus Dihapus 

(2) Pengesahan rencana 
teknis bangunan 
gedung fungsi khusus 
ditetapkan oleh 
pemerintah setelah 
mendapat 
pertimbangan teknis 
tim ahli. 
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(3) Keanggotaan tim ahli 

bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat 
(2) bersifat ad hoc 
terdiri atas para ahli 
yang diperlukan sesuai 
dengan kompleksitas 
bangunan gedung. 

(4) Ketentuan mengenai 
tata cara pengesahan 
rencana teknis 
bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat 
(2) dan keanggotaan 
tim ahli bangunan 
gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(3) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan 
Pemerintah.36 

 
34. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B 

yang berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 36A 
 

UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) 
dilakukan setelah mendapatkan 
Persetujuan Bangunan Gedung. 

(1) Pelaksanaan pembangunan Bangunan 
Gedung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 ayat (1) dilakukan setelah 
mendapatkan Persetujuan Bangunan 
Gedung. 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diperoleh setelah 
mendapatkan pernyataan pemenuhan 
standar teknis bangunan gedung dari 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.37 

(2) Persetujuan Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diperoleh setelah mendapatkan 
pernyataan pemenuhan standar teknis 
Bangunan Gedung dari Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dimohonkan kepada 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, 

(3) Persetujuan Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimohonkan kepada Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan norma, 

                                       
36 Ibid. 
37  Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang  Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 
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dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat38 melalui sistem 
elektronik yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Pusat. 

standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 
melalui sistem elektronik yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. 

 
Pasal 36B 

 
UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Pelaksanaan bangunan gedung 
dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana 
konstruksi yang memenuhi syarat dan 
standar kompetensi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(1) Pelaksanaan pembangunan Bangunan 
Gedung dilakukan oleh Penyedia Jasa 
Konstruksi yang memenuhi syarat dan 
standar kompetensi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

(2) Penyedia jasa pengawasan atau 
manajemen konstruksi melakukan 
kegiatan pengawasan dan bertanggung 
jawab untuk melaporkan setiap tahapan 
pekerjaan. 

(2) Penyedia jasa pengawasan atau 
manajemen konstruksi melakukan 
kegiatan pengawasan dan bertanggung 
jawab untuk melaporkan setiap tahapan 
pekerjaan.  

(3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat melakukan inspeksi 
pada setiap tahapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sebagai 
pengawasan yang dapat menyatakan 
lanjut atau tidaknya pekerjaan 
konstruksi ke tahap berikutnya. 

(3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat melakukan inspeksi 
pada setiap tahapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sebagai 
pengawasan yang dapat menyatakan 
lanjut atau tidaknya pekerjaan 
konstruksi ke tahap berikutnya. 

(4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) meliputi:  
a. pekerjaan struktur bawah; 
b. pekerjaan basemen jika ada; 
c. pekerjaan struktur atas; dan 
d. pengujian. 

(4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) 
meliputi: 
a. pekerjaan struktur bawah; 
b. pekerjaan basemen jika ada; 
c. pekerjaan struktur atas; dan 
d. pengujian.  

(5) Dalam melaksanakan inspeksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
menugaskan Penilik berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat.39 

(5) Dalam melaksanakan inspeksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
menugaskan Penilik berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(6) Dalam hal pelaksanaan diperlukan 
adanya perubahan dan/atau 
penyesuaian terhadap rencana teknis, 
penyedia jasa perencana wajib 
melaporkan kepada Pemerintah Pusat 

(6) Dalam hal pelaksanaan diperlukan 
adanya perubahan dan/atau 
penyesuaian terhadap rencana teknis, 
penyedia jasa perencana wajib 
melaporkan kepada Pemerintah Pusat 

                                       
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenanganya untuk mendapatkan 
persetujuan sebelum pelaksanaan 
perubahan dapat dilanjutkan 
berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.40 

atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya untuk mendapatkan 
persetujuan sebelum pelaksanaan 
perubahan dapat dilanjutkan 
berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

 
35. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 37  

 
UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Pemanfaatan bangunan 
gedung dilakukan oleh 
pemilik atau pengguna 
bangunan gedung 
setelah bangunan 
gedung tersebut 
dinyatakan memenuhi 
persyaratan laik fungsi.  

(1) Pemanfaatan bangunan 
gedung dilakukan oleh 
pemilik dan/atau 
pengguna bangunan 
gedung setelah 
bangunan gedung 
tersebut mendapatkan 
sertifikat laik fungsi. 

(1) Pemanfaatan Bangunan 
Gedung dilakukan oleh 
Pemilik Bangunan 
Gedung dan/atau 
Pengguna Bangunan 
Gedung setelah 
Bangunan Gedung 
tersebut mendapatkan 
sertifikat laik fungsi.  

(2) Bangunan gedung 
dinyatakan memenuhi 
persyaratan laik fungsi 
apabila telah memenuhi 
persyaratan teknis, 
sebagaimana dimaksud 
dalam Bab IV undang-
undang ini. 

(2) Sertifikat laik fungsi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai kewenangannya 
berdasarkan surat 
pernyataan kelaikan 
fungsi yang diajukan 
oleh Penyedia Jasa 
Pengawasan atau 
Manajemen Konstruksi 
kepada Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai 
kewenangannya melalui 
sistem elektronik yang 
diselenggarakan oleh 
Pemerintah Pusat, 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.41 

(2) Sertifikat laik fungsi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan surat 
pernyataan kelaikan 
fungsi yang diajukan 
oleh penyedia jasa 
pengawasan atau 
manajemen konstruksi 
kepada Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya melalui 
sistem elektronik yang 
diselenggarakan oleh 
Pemerintah Pusat, 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(3) Pemeliharaan, 
perawatan, dan 

(3) Surat pernyataan 
kelaikan fungsi 

(3) Surat pernyataan 
kelaikan fungsi 

                                       
40 Ibid.  
41 Ibid. 
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pemeriksaan secara 
berkala pada bangunan 
gedung harus dilakukan 
agar tetap memenuhi 
persyaratan laik fungsi. 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) 
diterbitkan setelah 
inspeksi tahapan 
terakhir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
36B ayat (4) huruf d 
yang menyatakan 
bangunan gedung 
memenuhi standar 
teknis bangunan 
gedung. 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21 
diterbitkan setelah 
inspeksi tahapan 
terakhir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
36El ayat (41 huruf d 
yang menyatakan 
Bangunan Gedung 
memenuhi standar 
teknis Bangunan 
Gedung. 

(4) Dalam pemanfaatan 
bangunan gedung, 
pemilik atau pengguna 
bangunan gedung 
mempunyai hak dan 
kewajiban sebagaimana 
diatur dalam undang-
undang ini.  

(4) Penerbitan sertifikat 
laik fungsi bangunan 
gedung dilakukan 
bersamaan dengan 
penerbitan surat bukti 
kepemilikan bangunan 
gedung. 

(4) Penerbitan sertifikat 
laik fungsi Bangunan 
Gedung dilakukan 
bersamaan dengan 
penerbitan surat bukti 
kepemilikan Bangunan 
Gedung.  

(5) Ketentuan mengenai 
tata cara pemeliharaan, 
perawatan, dan 
pemeriksaan secara 
berkala bangunan 
gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(3) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan 
Pemerintah. 

(5) Pemeliharaan, 
perawatan, dan 
pemeriksaan secara 
berkala pada bangunan 
gedung harus dilakukan 
untuk memastikan 
bangunan gedung tetap 
memenuhi persyaratan 
laik fungsi. 

(5) Pemeliharaan, 
Perawatan, dan 
Pemeriksaan 
Berkala pada Bangunan 
Gedung harus dilakukan 
untuk memastikan 
Bangunan Gedung tetap 
memenuhi persyaratan 
laik fungsi. 

(6) Dalam pemanfaatan 
bangunan gedung, 
pemilik dan/atau 
pengguna bangunan 
gedung mempunyai hak 
dan kewajiban 
sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang 
ini. 

(6) Dalam Pemanfaatan 
Bangunan Geduflg, 
Pemilik Bangunan 
Gedung, dan/atau 
Pengguna Bangunan 
Gedung mempunyai hak 
dan kewajiban 
sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang 
ini.  

 
36. Di antara pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 37A yang berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 37A 
 

UU 11/2020 UU 6/2023 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan 
dan pemanfaatan bangunan gedung diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.42 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 
dan Pemanfaatan Bangunan Gedung diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.  

                                       
42 Ibid. 
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37. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 39 

 
UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Bangunan gedung dapat 
dibongkar apabila:  
a. tidak laik fungsi dan 

tidak dapat 
diperbaiki;  

b. dapat menimbulkan 
bahaya dalam 
pemanfaatan 
bangunan gedung 
dan/atau 
lingkungannya;  

c. tidak memiliki izin 
mendirikan 
bangunan. 

(1) Bangunan gedung dapat 
dibongkar apabila: 
a. tidak laik fungsi dan 

tidak dapat 
diperbaiki; 

b. berpotensi 
menimbulkan bahaya 
dalam pemanfaatan 
bangunan gedung 
dan/atau 
lingkungannya; 

c. tidak memiliki 
Persetujuan 
Bangunan Gedung; 
atau 

d. ditemukan 
ketidaksesuaian 
antara pelaksanaan 
dan rencana teknis 
bangunan gedung 
yang tercantum 
dalam persetujuan 
saat dilakukan 
inspeksi bangunan 
gedung. 

(1) Bangunan Gedung dapat 
dibongkar apabila: 
a. tidak laik fungsi dan 

tidak dapat 
diperbaiki; 

b. berpotensi 
menimbulkan bahaya 
dalam Pemanfaatan 
Bangunan Gedung 
dan/atau 
lingkungannya; 

c. tidak memiliki 
Persetujuan 
Bangunan Gedung; 
atau ditemukan 
ketidaksesuaian 
antara pelaksanaan 
dan rencana teknis 
Bangunan Gedung 
yang tercantum 
dalam persetujuan 
saat dilakukan 
inspeksi Bangunan 
Gedung.  

(2) Bangunan gedung yang 
dapat dibongkar 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf a 
dan huruf b ditetapkan 
oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan hasil 
pengkajian teknis.  

(2) Bangunan gedung yang 
dapat dibongkar 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan hasil 
pengkajian teknis dan 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Bangunan Gedung yang 
dapat dibongkar 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan hasil 
pengkajian teknis dan 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.  

(3) Pengkajian teknis 
bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), kecuali 
untuk rumah tinggal, 
dilakukan oleh pengkaji 
teknis dan 

(3) Pengkajian teknis 
bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), kecuali 
untuk rumah tinggal, 
dilakukan oleh pengkaji 
teknis. 

(3) Pengkajian teknis 
Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), kecuali 
untuk rumah tinggal 
tunggal, dilakukan oleh 
Pengkaji Teknis.  
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pengadaannya menjadi 
kewajiban pemilik 
bangunan gedung. 

(4) Pembongkaran 
bangunan gedung yang 
mempunyai dampak 
luas terhadap 
keselamatan umum dan 
lingkungan harus 
dilaksanakan 
berdasarkan rencana 
teknis pembongkaran 
yang telah disetujui oleh 
Pemerintah Daerah. 

(4) Pembongkaran 
bangunan gedung yang 
mempunyai dampak 
luas terhadap 
keselamatan umum dan 
lingkungan harus 
dilaksanakan 
berdasarkan rencana 
teknis pembongkaran 
yang telah disetujui oleh 
Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(4) Pembongkaran yang 
mempunyai dampak 
luas terhadap 
keselamatan umum dan 
lingkungan harus 
dilaksanakan 
berdasarkan rencana 
teknis Pembongkaran 
yang telah disetujui oleh 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(5) Ketentuan mengenai 
tata cara pembongkaran 
bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4) 
diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan 
Pemerintah.43 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pembongkaran 
bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4) 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.44 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
Pembongkaran 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4) 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.  

 
38. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 40 

 
UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung, 
pemilik bangunan 
gedung mempunyai hak:  
a. mendapatkan 

pengesahan dari 
Pemerintah Daerah 
atas rencana teknis 
bangunan gedung 
yang telah 

(1) Dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung, 
pemilik bangunan 
gedung mempunyai hak: 
a. mendapatkan 

pengesahan dari 
Pemerintah Pusat 
atas rencana teknis 
bangunan gedung 
yang telah memenuhi 

(1) Dalam Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung, 
Pemilik Bangunan 
Gedung mempunyai 
hak: 
a. mendapatkan 

pengesahan dari 
Pemerintah Pusat 
atas rencana teknis 
Bangunan Gedung 

                                       
43  Sebelum diubah dalam UU Ciptaker, ketentuan ini dilaksanakan dengan PP Np. 36 

Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung. 
44  Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang  Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 
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memenuhi 
persyaratan;  

b. melaksanakan 
pembangunan 
bangunan gedung 
sesuai dengan 
perizinan yang telah 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah;  

c. mendapatkan surat 
ketetapan bangunan 
gedung dan/atau 
lingkungan yang 
dilindungi dan 
dilestarikan dari 
Pemerintah Daerah;  

d. mendapatkan 
insentif sesuai 
dengan peraturan 
perundangundanga
n dari Pemerintah 
Daerah karena 
bangunannya 
ditetapkan sebagai 
bangunan yang 
harus dilindungi 
dan dilestarikan;  

e. mengubah fungsi 
bangunan setelah 
mendapat izin 
tertulis dari 
Pemerintah Daerah;  

f. mendapatkan ganti 
rugi sesuai dengan 
peraturan 
perundangundanga
n apabila 
bangunannya 
dibongkar oleh 
Pemerintah Daerah 
atau pihak lain yang 
bukan diakibatkan 
oleh kesalahannya 

persyaratan; 
b. melaksanakan 

pembangunan 
bangunan gedung 
sesuai dengan 
persetujuan yang 
telah ditetapkan 
oleh Pemerintah 
Pusat;45 

c. mendapatkan surat 
ketetapan bangunan 
gedung dan/atau 
lingkungan yang 
dilindungi dan 
dilestarikan dari 
Pemerintah Pusat; 

d. mendapatkan insentif 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
di bidang cagar 
budaya; 

e. mengubah fungsi 
bangunan setelah 
mendapat 
persetujuan dari 
Pemerintah Pusat; 
dan 

f. mendapatkan ganti 
rugi sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
dalam hal bangunan 
gedung dibongkar 
oleh Pemerintah 
Pusat bukan karena 
kesalahan pemilik 
bangunan gedung. 

yang telah memenuhi 
persyaratan; 

b. melaksanakan 
pembangunan 
Bangunan Gedung 
sesuai dengan 
Persetujuan 
Bangunan Gedung 
yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah 
Pusat; 

c. mendapatkan surat 
ketetapan Bangunan 
Gedung dan/atau 
lingkungan yang 
dilindungi dan 
dilestarikan dari 
Pemerintah Pusat; 

d. mendapatkan insentif 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
di bidang cagar 
budaya; 

e. mengubah fungsi 
Bangunan Gedung 
setelah mendapat 
Persetujuan 
Bangunan Gedung 
dari Pemerintah 
Pusat; dan 

f. mendapatkan ganti 
rugi sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
dalam hal Bangunan 
Gedung dibongkar 
oleh Pemerintah 
Pusat bukan karena 
kesalahan Pemilik 
Bangunan Gedung. 

(2) Dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung, 
pemilik bangunan 
gedung mempunyai 
kewajiban:  
a. menyediakan 

rencana teknis 

(2) Dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung, 
pemilik bangunan 
gedung mempunyai 
kewajiban: 
a. menyediakan 

rencana teknis 

(2) Dalam Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung, 
Pemilik Bangunan 
Gedung mempunyai 
kewajiban: 
a. menyediakan rencana 

teknis Bangunan 

                                       
45  Ibid.  
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bangunan gedung 
yang memenuhi 
persyaratan yang 
ditetapkan sesuai 
dengan fungsinya;  

b. memiliki izin 
mendirikan 
bangunan (IMB);  

c. melaksanakan 
pembangunan 
bangunan gedung 
sesuai dengan 
rencana teknis yang 
telah disahkan dan 
dilakukan dalam 
batas waktu 
berlakunya izin 
mendirikan 
bangunan;  

d. meminta 
pengesahan dari 
Pemerintah Daerah 
atas perubahan 
rencana teknis 
bangunan gedung 
yang terjadi pada 
tahap pelaksanaan 
bangunan. 

bangunan gedung 
yang memenuhi 
standar teknis 
bangunan gedung 
yang ditetapkan 
sesuai dengan 
fungsinya; 

b. memiliki Persetujuan 
Bangunan Gedung; 

c. melaksanakan 
pembangunan 
bangunan gedung 
sesuai dengan 
rencana teknis; 

d. mendapat 
pengesahan dari 
Pemerintah Pusat 
atas perubahan 
rencana teknis 
bangunan gedung 
yang terjadi pada 
tahap pelaksanaan 
bangunan; dan 

e. menggunakan 
penyedia jasa 
perencana, 
pelaksana, pengawas, 
dan pengkajian teknis 
yang memenuhi 
syarat sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
untuk melaksanakan 
pekerjaan terkait 
bangunan gedung. 

Gedung yang 
memenuhi standar 
teknis Bangunan 
Gedung yang 
ditetapkan sesuai 
dengan fungsinya;  

b. memiliki Persetujuan 
Bangunan Gedung; 

c. melaksanakan 
pembangunan 
Bangunan Gedung 
sesuai dengan 
rencana teknis; 

d. mendapat 
pengesahan dari 
Pemerintah Pusat 
atas perubahan 
rencana teknis 
Bangunan Gedung 
yang terjadi pada 
tahap pelaksanaan 
bangunan; dan 

e. menggunakan 
penyedia jasa 
perencana, pelaksana, 
pengawas, dan 
Pengkaji Teknis yang 
memenuhi syarat 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
untuk melaksanakan 
pekerjaan terkait 
Bangunan Gedung. 

 
39. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 41 

 
UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung, 
pemilik dan pengguna 
bangunan gedung 
mempunyai hak :  
a. mengetahui tata 

cara/proses 
penyelenggaraan 
bangunan gedung  

b. mendapatkan 
keterangan tentang 

(1) Dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung, 
pemilik dan/atau 
pengguna bangunan 
gedung mempunyai hak: 
a. mengetahui tata cara 

penyelenggaraan 
bangunan gedung; 

b. mendapatkan 
keterangan tentang 
peruntukan lokasi 

(1) Dalam Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung, 
Pemilik Bangunan 
Gedung dan/atau 
Pengguna Bangunan 
Gedung mempunyai 
hak: 
a. mengetahui tata cara 

Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung; 

b. mendapatkan 
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peruntukan lokasi dan 
intensitas bangunan 
pada lokasi dan/atau 
ruang tempat 
bangunan akan 
dibangun;  

c. mendapatkan 
keterangan tentang 
ketentuan 
persyaratan 
keandalan bangunan 
gedung;  

d. mendapatkan 
keterangan tentang 
ketentuan bangunan 
gedung yang laik 
fungsi;  

e. mendapatkan 
keterangan tentang 
bangunan gedung 
dan/atau lingkungan 
yang harus dilindungi 
dan dilestarikan.  

dan intensitas 
bangunan pada lokasi 
dan/atau ruang 
tempat bangunan 
akan dibangun; 

c. mendapatkan 
keterangan mengenai 
standar teknis 
bangunan gedung; 
dan/atau 

d. mendapatkan 
keterangan mengenai 
bangunan gedung 
dan/atau lingkungan 
yang harus dilindungi 
dan dilestarikan. 

keterangan tentang 
peruntukan lokasi 
dan intensitas 
bangunan pada lokasi 
dan/atau ruang 
tempat bangunan 
akan dibangun; 

c. mendapatkan 
keterangan mengenai 
standar teknis 
Bangunan Gedung; 
dan/atau 

d. mendapatkan 
keterangan mengenai 
Bangunan Gedung 
dan/atau lingkungan 
yang harus dilindungi 
dan dilestarikan. 

(2) Dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung, 
pemilik dan pengguna 
bangunan gedung 
mempunyai kewajiban:  
a. memanfaatkan 

bangunan gedung 
sesuai dengan 
fungsinya;  

b. memelihara 
dan/atau merawat 
bangunan gedung 
secara berkala;  

c. melengkapi 
pedoman/petunjuk 
pelaksanaan 
pemanfaatan dan 
pemeliharaan 
bangunan gedung;  

d. melaksanakan 
pemeriksaan secara 
berkala atas 
kelaikan fungsi 
bangunan gedung.  

e. memperbaiki 
bangunan gedung 
yang telah 
ditetapkan tidak laik 
fungsi;  

(2) Dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung, 
pemilik dan/atau 
pengguna bangunan 
gedung mempunyai 
kewajiban: 
a. memanfaatkan 

bangunan gedung 
sesuai dengan 
fungsinya; 

b. memelihara dan/atau 
merawat bangunan 
gedung secara 
berkala; 

c. melengkapi 
pedoman/petunjuk 
pelaksanaan 
pemanfaatan dan 
pemeliharaan 
bangunan gedung; 

d. melaksanakan 
pemeriksaan secara 
berkala atas kelaikan 
fungsi bangunan 
gedung; 

e. memperbaiki 
bangunan gedung 
yang telah ditetapkan 
tidak laik fungsi; dan 

(2) Dalam Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung, 
Pemilik Bangunan 
Gedung dan/atau 
Pengguna Bangunan 
Gedung mempunyai 
kewajiban: 
a. memanfaatkan 

Bangunan Gedung 
sesuai dengan 
fungsinya; 

b. memelihara dan/atau 
merawat Bangunan 
Gedung secara 
berkala; 

c. melengkapi 
pedoman/petunjuk 
pelaksanaan 
Pemanfaatan 
Bangunan Gedung 
dan Pemeliharaan; 

d. melaksanakan 
Pemeriksaan Berkala 
atas kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung; 

e. memperbaiki 
Bangunan Gedung 
yang telah ditetapkan 
tidak laik fungsi; dan 
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f. membongkar 

bangunan gedung 
yang telah 
ditetapkan tidak laik 
fungsi dan tidak 
dapat diperbaiki, 
dapat menimbulkan 
bahaya dalam 
pemanfaatannya, 
atau tidak memiliki 
izin mendirikan 
bangunan, dengan 
tidak mengganggu 
keselamatan dan 
ketertiban umum. 

f. membongkar 
bangunan gedung 
dalam hal: 

g. telah ditetapkan tidak 
laik fungsi dan tidak 
dapat diperbaiki; 

h. berpotensi 
menimbulkan bahaya 
dalam 
pemanfaatannya; 

i. tidak memiliki 
Persetujuan 
Bangunan Gedung; 
atau 

j. ditemukan 
ketidaksesuaian 
antara pelaksanaan 
dengan rencana 
teknis bangunan 
gedung yang 
tercantum dalam 
persetujuan saat 
dilakukan inspeksi 
bangunan gedung. 

f. membongkar 
Bangunan Gedung 
dalam ha1: 
1. telah ditetapkan 

tidak laik fungsi 
dan tidak dapat 
diperbaiki; 

2. berpotensi 
menimbulkan 
bahaya dalam 
pemanfaatannya; 

3. tidak memiliki 
Persetujuan 
Bangunan Gedung; 
atau 

4. ditemukan 
ketidaksesuaian 
antara 
pelaksanaan 
dengan rencana 
teknis Bangunan 
Gedung yang 
tercantum dalam 
Persetujuan 
Bangunan Gedung 
saat dilakukan 
inspeksi Bangunan 
Gedung. 

(3) Kewajiban membongkar 
bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf f 
dilaksanakan dengan 
tidak menganggu 
keselamatan dan 
ketertiban umum. 

(3) Kewajiban membongkar 
Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf f 
dilaksanakan dengan 
tidak mengganggu 
keselamatan dan 
ketertiban umum. 

 
40. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 43  

 
UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Pemerintah 
menyelenggarakan 
pembinaan bangunan 
gedung secara nasional 
untuk meningkatkan 
pemenuhan persyaratan 
dan tertib 
penyelenggaraan 
bangunan gedung.  

(1) Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat 
menyelenggarakan 
pembinaan bangunan 

(1) Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat 
menyelenggarakan 
pembinaan Bangunan 
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gedung secara nasional 
untuk meningkatkan 
pemenuhan persyaratan 
dan tertib 
penyelenggaraan 
bangunan gedung. 

Gedung secara nasional 
untuk meningkatkan 
pemenuhan persyaratan 
dan tertib 
Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung. 

(2) Pemerintah Daerah 
melaksanakan 
pembinaan 
penyelenggaraan 
bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) di 
daerah. 

(2) Sebagian 
penyelenggaraan dan 
pelaksanaan pembinaan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
bersama-sama dengan 
masyarakat yang terkait 
dengan bangunan 
gedung. 

(2) Sebagian 
penyelenggaraan dan 
pelaksanaan pembinaan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
bersama-sama dengan 
Masyarakat yang terkait 
dengan Bangunan 
Gedung. 

(3) Sebagian 
penyelenggaraan dan 
pelaksanaan pembinaan 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat 
(2) dilakukan bersama-
sama dengan 
masyarakat yang terkait 
dengan bangunan 
gedung. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pembinaan 
bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.46 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pembinaan 
Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(4) Pemerintah Daerah dan 
masyarakat dalam 
melaksanakan 
pembinaan 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) dan ayat 
(3) melakukan 
pemberdayaan 
masyarakat yang belum 
mampu untuk 
memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Bab IV.  

(5) Ketentuan mengenai 
pembinaan bangunan 
gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) diatur 
lebih lanjut dengan 
Peraturan 
Pemerintah.47 

 

                                       
46 Ibid. 
47  Sebelum diubah dalam UU Ciptaker, ketentuan ini dilaksanakan dengan PP Np. 36 

Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung. 
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41. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 44 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Setiap pemilik dan/atau 
pengguna yang tidak 
memenuhi kewajiban 
pemenuhan fungsi, 
dan/atau persyaratan, 
dan/atau penyelenggaraan 
bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang ini 
dikenai sanksi administratif 
dan/atau sanksi pidana. 

Setiap pemilik bangunan 
gedung, Penyedia Jasa 
Konstruksi, Profesi Ahli, 
Penilik, pengkaji teknis, 
dan/atau pengguna 
bangunan gedung pemilik 
dan/atau pengguna yang 
tidak memenuhi kewajiban 
pemenuhan fungsi, 
dan/atau persyaratan, 
dan/atau penyelenggaraan 
bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang ini 
dikenai sanksi administratif. 

Setiap Pemilik Bangunan 
Gedung, Pengguna 
Bangunan Gedung, Penyedia 
Jasa Konstruksi, Profesi Ahli, 
Penilik, dan/atau Pengkaji 
Teknis yang tidak 
memenuhi kewajiban 
pemenuhan fungsi, 
persyaratan, dan/atau 
Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-
Undang ini dikenai sanksi 
administratif. 

 
42. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 45 

 
UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 dapat 
berupa: 
a. peringatan tertulis,  
b. pembatasan kegiatan 

pembangunan,  
c. penghentian 

sementara atau tetap 
pada pekerjaan 
pelaksanaan 
pembangunan,  

d. penghentian 
sementara atau tetap 
pada pemanfaatan 
bangunan gedung;  

e. pembekuan izin 
mendirikan bangunan 
gedung;  

f. pencabutan izin 
mendirikan bangunan 
gedung;  

g. pembekuan sertifikat 
laik fungsi bangunan 
gedung;  

h. pencabutan sertifikat 
laik fungsi bangunan 

(1) Sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 dapat 
berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan 

kegiatan 
pembangunan; 

c. penghentian 
sementara atau 
tetap pada 
pekerjaan 
pelaksanaan 
pembangunan; 

d. penghentian 
sementara atau 
tetap pada 
pemanfaatan 
bangunan gedung; 

e. pembekuan 
persetujuan 
bangunan gedung; 

f. pencabutan 
persetujuan 
bangunan gedung; 

g. pembekuan 
sertifikat laik fungsi 

(1) Sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 dapat 
berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan 

pembangunan; 
c. penghentian 

sementara atau tetap 
pada pekerjaan 
pelaksanaan 
pembangunan; 

d. penghentian 
sementara atau tetap 
pada Pemanfaatan 
Bangunan Gedung; 

e. pembekuan 
Persetujuan 
Bangunan Gedung; 

f. pencabutan 
Persetujuan 
Bangunan Gedung;  

g. pembekuan sertifikat 
laik fungsi Bangunan 
Gedung; 

h. pencabutan sertifikat 
laik fungsi Bangunan 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      72

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
gedung; atau  

i. perintah 
pembongkaran 
bangunan gedung. 

bangunan gedung; 
h. pencabutan 

sertifikat laik fungsi 
bangunan gedung; 
atau 

i. perintah 
pembongkaran 
bangunan gedung. 

i. Gedung; atau 
j. Perintah 

Pembongkaran. 

(2) Selain pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dapat 
dikenai sanksi denda 
paling banyak 10% 
(sepuluh per seratus) 
dari nilai bangunan yang 
sedang atau telah 
dibangun. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.48 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
dan tata cara pengenaan 
sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(3) Jenis pengenaan sanksi 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat 
(2) ditentukan oleh 
berat dan ringannya 
pelanggaran yang 
dilakukan. 

(4) Ketentuan mengenai 
tata cara pengenaan 
sanksi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan 
Pemerintah.49 

 
43. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 46 

 
UU Bangunan Gedung UU11/2020 UU 6/2023 

(1) Setiap pemilik dan/atau 
pengguna bangunan 
gedung yang tidak 
memenuhi ketentuan 
dalam undang-undang 
ini, diancam dengan 
pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau denda paling 

(1) Setiap pemilik dan/atau 
pengguna bangunan 
gedung yang tidak 
memenuhi ketentuan 
dalam Undang-Undang 
ini diancam dengan 
pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun atau 
denda paling banyak 

(1) Setiap Pemilik 
Bangunan Gedung 
dan/atau Pengguna 
Bangunan Gedung yang 
tidak memenuhi 
ketentuan dalam 
Undang-Undang ini 
dipidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun atau 

                                       
48  Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang  Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 
49 Ibid. 
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banyak 10% (sepuluh 
per seratus) dari nilai 
bangunan, jika 
karenanya 
mengakibatkan 
kerugian harta benda 
orang lain. 

10% (sepuluh per 
seratus) dari nilai 
bangunan jika 
karenanya 
mengakibatkan 
kerugian harta benda 
orang lain. 

pidana denda paling 
banyak 10% (sepuluh 
persen) dari nilai 
Bangunan Gedung jika 
karenanya 
mengakibatkan 
kerugian harta benda 
orang lain. 

(2) Setiap pemilik dan/atau 
pengguna bangunan 
gedung yang tidak 
memenuhi ketentuan 
dalam undang-undang 
ini, diancam dengan 
pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun 
dan/atau denda paling 
banyak 15% (lima belas 
per seratus) dari nilai 
bangunan gedung, jika 
karenanya 
mengakibatkan 
kecelakaan bagi orang 
lain yang 
mengakibatkan cacat 
seumur hidup. 

(2) Setiap pemilik dan/atau 
pengguna bangunan 
gedung yang tidak 
memenuhi ketentuan 
dalam Undang-Undang 
ini diancam dengan 
pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun 
atau denda paling 
banyak 15% (lima belas 
per seratus) dari nilai 
bangunan gedung jika 
karenanya 
mengakibatkan 
kecelakaan bagi orang 
lain yang 
mengakibatkan cacat 
seumur hidup. 

(2) Setiap Pemilik 
Bangunan Gedung 
dan/atau Pengguna 
Bangunan Gedung yang 
tidak memenuhi 
ketentuan dalam 
Undang-Undang ini 
dipidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun 
atau pidana denda 
paling banyak 15% 
(lima belas persen) dari 
nilai Bangunan Gedung 
jika karenanya 
mengakibatkan 
kecelakaan bagi orang 
lain yang 
mengakibatkan cacat 
seumur hidup. 

(3) Setiap pemilik dan/atau 
pengguna bangunan 
gedung yang tidak 
memenuhi ketentuan 
dalam undang-undang 
ini, diancam dengan 
pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling 
banyak 20% (dua puluh 
per seratus) dari nilai 
bangunan gedung, jika 
karenanya 
mengakibatkan 
hilangnya nyawa orang 
lain.  

(3) Setiap pemilik dan/atau 
pengguna bangunan 
gedung yang tidak 
memenuhi ketentuan 
dalam Undang-Undang 
ini diancam dengan 
pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak 
20% (dua puluh per 
seratus) dari nilai 
bangunan gedung jika 
karenanya 
mengakibatkan 
hilangnya nyawa orang 
lain. 

(3) Setiap Pemilik 
Bangunan Gedung 
dan/atau Pengguna 
Bangunan Gedung yang 
tidak memenuhi 
ketentuan dalam 
Undang-Undang ini 
dipidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan 
pidana denda paling 
banyak 2O%(dua puluh 
persen) dari nilai 
Bangunan Gedung jika 
karenanya 
mengakibatkan 
hilangnya nyawa orang 
lain. 

(4) Dalam proses peradilan 
atas tindakan 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) hakim 
memperhatikan 
pertimbangan dari tim 
ahli bangunan gedung. 

(4) Dalam proses peradilan 
atas tindakan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3), hakim 
memperhatikan 
pertimbangan dari 
Profesi Ahli. 

(4) Dalam proses peradilan 
atas tindakan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3), hakim 
memperhatikan 
pertimbangan dari 
Profesi Ahli. 
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(5) Ketentuan mengenai 

tata cara pengenaan 
sanksi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan 
Pemerintah.50 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran dan tata cara 
pengenaan sanksi 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.51 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
44. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 47A 
 

UU11/2020 UU 6/2023 
(1) Pemerintah Pusat menetapkan 

prototipe bangunan gedung sesuai 
dengan kebutuhan.  

(1) Pemerintah Pusat menetapkan 
prototipe Bangunan Gedung sesuai 
dengan kebutuhan. 

(2) Prototipe bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diutamakan untuk bangunan gedung 
sederhana yang umum digunakan 
masyarakat. 

(2) Prototipe Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diutamakan untuk Bangunan Gedung 
sederhana yang umum digunakan 
Masyarakat. 

(3) Prototipe bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan 
sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

(3) Prototipe Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat 12) 
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan 
sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

                                       
50 Ibid.  
51  Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang  Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 
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Penjelasan Pasal 1 
 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 5 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Rumah tinggal sementara adalah bangunan 
gedung fungsi hunian yang tidak dihuni secara 
tetap seperti asrama, rumah tamu, dan 
sejenisnya. 

Ayat (3) 
Lingkup bangunan gedung fungsi keagamaan 
untuk bangunan masjid termasuk mushola, dan 
untuk bangunan gereja termasuk kapel. 

Ayat (4) 
Lingkup bangunan gedung fungsi usaha adalah: 
a. perkantoran, termasuk kantor yang 

disewakan; 
b. perdagangan, seperti warung, toko, pasar, 

dan mal; 
c. perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, 

dan perbengkelan; 
d. perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, 

motel, dan hotel; 
e. wisata dan rekreasi, seperti gedung 

pertemuan, olah raga, anjungan, bioskop, 
dan gedung pertunjukan;  

f. terminal, seperti terminal angkutan darat, 
stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan 
laut; 

g. penyimpanan, seperti gudang, tempat 
pendinginan, dan gedung parkir. 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Ayat (6) 
Bangunan gedung fungsi khusus adalah 
bangunan gedung yang fungsinya mempunyai 
tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan 
nasional atau yang penyelenggaraannya dapat 
membahayakan masyarakat di sekitarnya 
dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan 
penetapannya dilakukan oleh menteri yang 
membidangi bangunan gedung berdasarkan 
usulan menteri terkait. 
Bangunan instalasi pertahanan misalnya kubu-
kubu dan atau pangkalan-pangkalan 

Cukup jelas. Cukup jelas. 
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pertahanan (instalasi peluru kendali), 
pangkalan laut dan pangkalan udara, serta 
depo amunisi. 
Bangunan instalasi keamanan misalnya 
laboratorium forensik dan depo amunisi. 

Ayat (7) 
Kombinasi fungsi dalam bangunan gedung 
misalnya kombinasi fungsi hunian dan fungsi 
usaha, seperti bangunan gedung rumah-toko, 
rumah-kantor, apartemen-mal, dan hotel-mal, 
atau kombinasi fungsi-fungsi usaha seperti 
bangunan gedung kantor-toko dan hotel-mal.  

 
 

Penjelasan Pasal 6 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Cukup jelas  
Ayat (2)  

Penetapan fungsi bangunan gedung oleh 
Pemerintah Daerah diberikan dalam proses 
perizinan mendirikan bangunan gedung.  

Ayat (3)  
Setiap perubahan fungsi bangunan gedung 
harus diikuti oleh pemenuhan persyaratan 
bangunan gedung terhadap fungsi yang baru, 
dan diproses kembali untuk mendapatkan 
perizinan yang baru dari Pemerintah Daerah. 
Perubahan fungsi bangunan gedung termasuk 
perubahan pada fungsi yang sama, misalnya 
fungsi usaha perkantoran menjadi fungsi usaha 
perdagangan atau fungsi sosial pelayanan 
pendidikan menjadi fungsi sosial pelayanan 
kesehatan.  

Ayat (4)  
Cukup jelas 

Dihapus. Cukup Jelas. 

 
Penjelasan Pasal 7 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
Ayat (4) 

Misalnya pembangunan 
bangunan gedung seperti 
mal, terminal, dan 
perkantoran yang 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup   jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan 
"bangunan gedung adat" 
adalah bangunan gedung 
yang didirikan 
berdasarkan kaidah-
kaidah adat atau tradisi 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup   jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan 
"Bangunan Gedung adat" 
adalah Bangunan Gedung 
yang didirikan 
berdasarkan kaidah-
kaidah adat atau tradisi 
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dibangun di atas atau di 
bawah jalan atau sungai, 
termasuk yang berada di 
atas atau di bawah ruang 
publik. 
Izin penggunaan atau 
pemanfaatan ruang 
diberikan oleh instansi 
yang berwenang dan 
bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan 
prasarana dan sarana 
umum atau fasilitas 
lainnya tempat bangunan 
gedung tersebut akan 
dibangun di atasnya atau 
di bawahnya. 

Ayat (5) 
Bangunan gedung adat 
adalah bangunan gedung 
yang didirikan 
berdasarkan kaidah-
kaidah adat atau tradisi 
masyarakat sesuai 
budayanya, misalnya 
bangunan rumah adat. 
Bangunan gedung semi 
permanen adalah 
bangunan gedung yang 
digunakan untuk fungsi 
yang ditetapkan dengan 
konstruksi semi 
permanen atau yang 
dapat ditingkatkan 
menjadi permanen. 
Bangunan gedung 
darurat adalah bangunan 
gedung yang fungsinya 
hanya digunakan untuk 
sementara, dengan 
konstruksi tidak 
permanen atau umur 
bangunan yang tidak 
lama, misalnya direksi 
keet dan kios 
penampungan 
sementara. 
Pemerintah Daerah dapat 
menetapkan suatu lokasi 
sebagai daerah bencana 
dan menetapkan 
larangan membangun 
pada batas waktu 

masyarakat sesuai 
budayanya, misalnya  
bangunan rumah adat. 

Ayat (4) 
Cukup   jelas. 

Masyarakat sesuai 
budayanya, misalnya 
bangunan rumah adat. 

Ayat (4) 
Cukup   jelas. 
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tertentu atau tak terbatas 
dengan pertimbangan 
keselamatan dan 
keamanan demi 
kepentingan umum atau 
menetapkan persyaratan 
khusus tata cara 
pembangunan apabila 
daerah tersebut telah 
dinilai tidak 
membahayakan. 
Bagi bangunan gedung 
yang rusak akibat 
bencana diperkenankan 
mengadakan perbaikan 
darurat atau mendirikan 
bangunan gedung 
sementara untuk 
kebutuhan darurat dalam 
batas waktu penggunaan 
tertentu, dan Pemerintah 
Daerah dapat 
membebaskan dan/atau 
meringankan ketentuan 
perizinannya namun 
dengan tetap 
memperhatikan 
keamanan, keselamatan, 
dan kesehatan manusia. 
Pemerintah Daerah 
bersama-sama 
masyarakat berkewajiban 
menata bangunan 
tersebut di atas agar 
menjamin keamanan, 
keselamatan, dan 
kemudahannya, serta 
keserasian dan 
keselarasan bangunan 
gedung dengan arsitektur 
dan lingkungan yang ada 
di sekitarnya. 

 
Penjelasan Pasal 8 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Huruf a  
Hak atas tanah adalah penguasaan atas 
tanah yang diwujudkan dalam bentuk 
sertifikat sebagai tanda bukti 
penguasaan/kepemilikan tanah, seperti 

Dihapus. Dihapus. 
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hak milik, hak guna bangunan (HGB), hak 
guna usaha (HGU), hak pengelolaan, dan 
hak pakai. Status kepemilikan atas tanah 
dapat berupa sertifikat, girik, pethuk, akte 
jual beli, dan akte/bukti kepemilikan 
lainnya. Izin pemanfaatan pada prinsipnya 
merupakan persetujuan yang dinyatakan 
dalam perjanjian tertulis antara pemegang 
hak atas tanah atau pemilik tanah dan 
pemilik bangunan gedung.  

Huruf b  
Status kepemilikan bangunan gedung 
merupakan surat bukti kepemilikan 
bangunan gedung yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Daerah berdasarkan hasil 
kegiatan pendataan bangunan gedung. 
Dalam hal terdapat pengalihan hak 
kepemilikan bangunan gedung, pemilik 
yang baru wajib memenuhi ketentuan 
yang diatur dalam undang-undang ini.  

Huruf c  
Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah 
surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa 
pemilik bangunan gedung dapat 
mendirikan bangunan sesuai fungsi yang 
telah ditetapkan dan berdasarkan rencana 
teknis bangunan gedung yang telah 
disetujui oleh Pemerintah Daerah.  

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan orang atau badan 
hukum dalam undang-undang ini meliputi 
orang perorangan atau badan hukum. Badan 
hukum privat antara lain adalah perseroan 
terbatas, yayasan, badan usaha yang lain 
seperti CV, firma dan bentuk usaha lainnya, 
sedangkan badan hukum publik antara lain 
terdiri dari instansi/lembaga pemerintahan, 
perusahaan milik negara, perusahaan milik 
daerah, perum, perjan, dan persero dapat pula 
sebagai pemilik bangunan gedung atau bagian 
bangunan gedung.  

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah 
adalah instansi teknis di kabupaten/kota yang 
berwenang menangani pembinaan bangunan 
 

 
Penjelasan Pasal 9 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
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Ayat (1)  

Cukup jelas  
Ayat (2)  

Rencana tata bangunan dan lingkungan 
digunakan untuk pengendalian pemanfaatan 
ruang suatu lingkungan/kawasan, 
menindaklanjuti rencana rinci tata ruang dan 
sebagai panduan rancangan kawasan dalam 
rangka perwujudan kualitas bangunan gedung 
dan lingkungan yang berkelanjutan dari aspek 
fungsional, sosial, ekonomi, dan lingkungan 
bangunan gedung termasuk ekologi dan 
kualitas visual. Rencana tata bangunan dan 
lingkungan memuat persyaratan tata bangunan 
yang terdiri atas ketentuan program bangunan 
gedung dan lingkungan, rencana umum dan 
panduan rancangan, rencana investasi, 
ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman 
pengendalian pelaksanaan. Rencana tata 
bangunan dan lingkungan ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah dan dapat disusun 
berdasarkan kemitraan Pemerintah Daerah, 
swasta, dan/atau masyarakat sesuai tingkat 
permasalahan pada lingkungan/kawasan yang 
bersangkutan.  

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 10 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Intensitas bangunan gedung adalah ketentuan 
teknis tentang kepadatan dan ketinggian 
bangunan gedung yang dipersyaratkan pada 
suatu lokasi atau kawasan tertentu, yang 
meliputi koefisien dasar bangunan (KDB), 
koefisien lantai bangunan (KLB), dan jumlah 
lantai bangunan. 
Ketinggian bangunan gedung adalah tinggi 
maksimum bangunan gedung yang diizinkan 
pada lokasi tertentu. 
Jarak bebas bangunan gedung adalah area di 
bagian depan, samping kiri dan kanan, serta 
belakang bangunan gedung dalam satu persil 
yang tidak boleh dibangun. 

 Ayat (2)  
Cukup jelas 

Dihapus. Dihapus. 

 

Penjelasan Pasal 11 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
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Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan peruntukan lokasi 
adalah suatu ketentuan dalam rencana tata 
ruang kabupaten/kota tentang jenis fungsi atau 
kombinasi fungsi bangunan gedung yang boleh 
dibangun pada suatu persil/kavling/blok 
peruntukan tertentu.  

Ayat (2)  
Bangunan gedung dimungkinkan dibangun di 
atas atau di bawah tanah, air, atau prasarana 
dan sarana umum seperti jalur jalan dan/atau 
jalur hijau setelah mendapatkan izin dari pihak 
yang berwenang dalam penyelenggaraan 
prasarana dan sarana yang bersangkutan, 
dengan pertimbangan tidak bertentangan 
dengan rencana tata ruang, rencana tata 
bangunan dan lingkungan, tidak mengganggu 
fungsi prasarana dan sarana yang ber-
sangkutan, serta tetap mempertimbangkan 
keserasian bangunan gedung dengan 
lingkungannya.  

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 12 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan koefisien dasar 
bangunan (KDB) adalah koefisien 
perbandingan antara luas lantai dasar 
bangunan gedung dan luas persil/ 
kaveling/blok peruntukan. Yang dimaksud 
dengan koefisien lantai bangunan (KLB) adalah 
koefisien perbandingan antara luas 
keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas 
persil/ kaveling/blok peruntukan. Penetapan 
KDB, KLB, dan ketinggian bangunan gedung 
pada suatu lokasi sesuai ketentuan tata ruang 
dan diatur oleh Pemerintah Daerah melalui 
rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).  

Ayat (2)  
Cukup jelas  

Ayat (3) 
Cukup jelas  

Ayat (4)  
Cukup jelas 

Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 13 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
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Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan garis sempadan adalah 
garis yang membatasi jarak bebas minimum 
dari bidang terluar suatu massa bangunan 
gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, 
antar massa bangunan lainnya, batas tepi 
sungai/ pantai, jalan kereta api, rencana 
saluran, dan/atau jaringan listrik tegangan 
tinggi. Tepi sungai adalah garis tepi sungai yang 
diukur pada waktu pasang tertinggi. Tepi 
pantai adalah garis pantai yang diukur pada 
waktu pasang tertinggi dan waktu bulan 
purnama. Penetapan garis sempadan bangunan 
gedung oleh Pemerintah Daerah dengan 
mempertimbangkan aspek keamanan, 
kesehatan, kenyamanan, kemudahan, serta 
keseimbangan dan keserasian dengan 
lingkungan.  

Ayat (2)  
Untuk bangunan gedung fasilitas umum seperti 
bangunan sarana transportasi bawah tanah, 
penetapan jarak bebas bangunan ditetapkan 
secara khusus oleh Pemerintah Daerah setelah 
mempertimbangkan pendapat para ahli.  

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 14 
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Ayat (1)  

Persyaratan arsitektur bangunan gedung 
dimaksudkan untuk mendorong perwujudan 
kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang 
mampu mencerminkan jati diri dan menjadi 
teladan bagi lingkungannya, serta yang dapat 
secara arif mengakomodasikan nilai-nilai luhur 
budaya bangsa.  

Ayat (2)  
Pertimbangan terhadap bentuk dan 
karakteristik arsitektur dan lingkungan yang 
ada di sekitar bangunan gedung dimaksudkan 
untuk lebih menciptakan kualitas lingkungan, 
seperti melalui harmonisasi nilai dan gaya 
arsitektur, penggunaan bahan serta warna 
bangunan gedung.  

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Ayat (4)  
Ruang luar bangunan gedung diwujudkan 
untuk sekaligus mendukung pemenuhan 
persyaratan keselamatan, kesehatan, 

Dihapus. Dihapus. 
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kenyamanan, dan kemudahan bangunan 
gedung, disamping untuk mewadahi kegiatan 
pendukung fungsi bangunan gedung dan 
daerah hijau di sekitar bangunan. Ruang 
terbuka hijau diwujudkan dengan 
memperhatikan potensi unsur-unsur alami 
yang ada dalam tapak seperti danau, sungai, 
pohon-pohon menahun, tanah serta permukaan 
tanah, dan dapat berfungsi untuk kepentingan 
ekologis, sosial, ekonomi serta estetika.  

Ayat (5)  
Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 15 
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Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan "dampak 
penting" adalah perubahan yang 
sangat mendasar pada suatu 
lingkungan yang diakibatkan oleh 
suatu kegiatan. Bangunan gedung 
yang menimbulkan dampak 
penting terhadap lingkungan 
adalah bangunan gedung yang 
dapat menyebabkan: 
a. perubahan pada sifat-sifat fisik 

dan/atau hayati lingkungan, 
yang melampaui baku mutu 
lingkungan menurut peraturan 
perundang-undangan; 

b. perubahan mendasar pada 
komponen lingkungan yang 
melampaui kriteria yang diakui 
berdasarkan pertimbangan 
ilmiah; 

c. terancam dan/atau punahnya 
spesies-spesies yang langka 
dan/atau endemik, dan/atau 
dilindungi menurut peraturan 
perundang-undangan atau 
kerusakan habitat alaminya; 

d. kerusakan atau gangguan 
terhadap kawasan lindung 
(seperti hutan lindung, cagar 
alam, taman nasional, dan 
suaka margasatwa) yang 
ditetapkan menurut peraturan 
perundang-undangan; 

e. kerusakan atau punahnya 
benda-benda dan bangunan 
gedung peninggalan sejarah 

Dihapus. 

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "dampak 
penting" adalah perubahan yang 
sangat mendasar pada suatu 
lingkungan yang diakibatkan 
oleh suatu kegiatan. Bangunan 
Gedung yang menimbulkan 
dampak penting terhadap 
lingkungan adalah Bangunan 
Gedung yang dapat 
menyebabkan: 
a. pembahan pada sifat-sifat 

fisik dan/ atau hayati 
lingkungan, yang melampaui 
baku mutu lingkungan 
menurut peraturan 
perundang-undangan; 

b. b. perubahan mendasar pada 
komponen lingkungan yang 
melampaui kriteria yang 
diakui berdasarkan 
pertimbangan ilmiah; 

c. terancam dan/atau punahnya 
spesies-spesies yang langka 
dan/atau endemik, dan/ atau 
dilindungi menurut 
peraturan perundang-
undangan atau kerusakan 
habitat alaminya; 

d. kerusakan atau gangguan 
terhadap kawasan lindung 
(seperti hutan lindung, cagar 
alam, taman nasional, dan 
suaka margasatwa) yang 
ditetapkan menurut 
peraturan perundang-
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yang bernilai tinggi; 

f. perubahan areal yang 
mempunyai nilai keindahan 
alami yang tinggi; dan/atau 

g. timbulnya konflik atau 
kontroversi dengan masyarakat 
dan/atau pemerintah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

undangan; 
e. kerusakan atau punahnya 

benda-benda dan Bangunan 
Gedung peninggalan sejarah 
yang bernilai tinggi; 

f. perubahan areal yang 
mempunyai nilai keindahan 
alami yang tinggi; dan/atau 

g. timbulnya konflik atau 
kontroversi dengan 
Masyarakat dan/atau 
pemerintah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 16 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan keandalan bangunan 
gedung adalah keadaan bangunan gedung yang 
memenuhi persyaratan keselamatan, 
kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan 
bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan 
fungsi yang telah ditetapkan.  

Ayat (2)  
Cukup jelas 

Dihapus. Dihapus. 

 

Penjelasan Pasal 17 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Cukup jelas  
Ayat (2)  

Cukup jelas  
Ayat (3)  

Sistem proteksi pasif adalah suatu sistem 
proteksi kebakaran pada bangunan gedung 
yang berbasis pada desain struktur dan 
arsitektur sehingga bangunan gedung itu 
sendiri secara struktural stabil dalam waktu 
tertentu dan dapat menghambat penjalaran api 
serta panas bila terjadi kebakaran. Sistem 
proteksi aktif dalam mendeteksi kebakaran 
adalah sistem deteksi dan alarm kebakaran, 
sedangkan sistem proteksi aktif dalam 
memadamkan kebakaran adalah sistem hidran, 
hose-reel, sistem sprinkler, dan pemadam api 
ringan.  

Ayat (4)  
Cukup jelas 

Dihapus. Dihapus. 
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Penjelasan Pasal 18 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Persyaratan kemampuan mendukung beban 
muatan selain beban berat sendiri, beban 
manusia, dan beban barang juga untuk 
mendukung beban yang timbul akibat perilaku 
alam seperti gempa (tektonik/vulkanik) dan 
angin ribut/badai, menurunnya kekuatan 
material yang disebabkan oleh penyusutan, 
relaksasi, kelelahan, dan perbedaan panas, 
serta kemungkinan tanah longsor, banjir, dan 
bahaya kerusakan akibat serangga perusak dan 
jamur.  

Ayat (2)  
Variasi pembebanan adalah variasi beban 
bangunan gedung pada kondisi kosong, atau 
sebagian kosong dan sebagian maksimum. 
Bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih 
dari dua lantai harus disertai dengan 
perhitungan struktur dalam menyusun rencana 
teknisnya.  

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 19 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Konstruksi tahan api adalah konstruksi yang 
unsur struktur pembentuknya tahan api dan 
mampu menahan secara struktural terhadap 
beban muatannya yang dinyatakan dalam 
tingkat ketahanan api (TKA) elemen bangunan, 
yang meliputi ketahanan dalam memikul 
beban, penjalaran api (integritas), dan 
penjalaran panas (isolasi).  
Kompartemenisasi adalah penyekatan ruang 
dalam luasan maksimum dan/atau volume 
maksimum ruang sesuai dengan klasifikasi 
bangunan dan tipe konstruksi tahan api yang 
diperhitungkan. Dinding penyekat pembentuk 
kompartemen dimaksudkan untuk melokalisir 
api dan asap kebakaran, atau mencegah 
penjalaran panas ke ruang bersebelahan.  
Pemisahan adalah pemisahan vertikal pada 
bukaan dinding luar, pemisahan oleh dinding 
tahan api, dan pemisahan pada shaft lift.  
Bukaan adalah lubang pada dinding atau 
lubang utilitas (ducting AC, plumbing, dsb.) 
yang harus dilindungi atau diberi katup 
penyetop api/asap untuk mencegah 

Dihapus. Dihapus. 
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merambatnya api/asap ke ruang lainnya.  
Untuk mendukung efektivitas sistem proteksi 
pasif dipertimbangkan adanya jalan lingkungan 
yang dapat dilalui oleh mobil pemadam 
kebakaran dan/atau jalan belakang 
(brandgang) yang dapat dipakai untuk evakuasi 
dan/atau pemadaman api.  

Ayat (2)  
Cukup jelas  

Ayat (3)  
Rumah tinggal tunggal, khususnya rumah inti 
tumbuh dan rumah sederhana sehat, tidak 
diwajibkan dilengkapi dengan sistem proteksi 
pasif dan aktif, tetapi disesuaikan berdasarkan 
kemampuan setiap pemilik bangunan gedung 
serta pertimbangan keselamatan bangunan 
gedung dan lingkungan disekitarnya.  

Ayat (4) 
Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 20 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup Jelas Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 21 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup Jelas Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 22 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Sistem penghawaan juga mempertimbangkan 
prinsip-prinsip penghematan energi dalam 
bangunan gedung. 

Ayat (2)  
Ketentuan bukaan untuk ventilasi alami 
bangunan gedung juga disesuaikan terhadap 
ketinggian bangunan gedung dan kondisi 
geografis.  

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 23 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
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Ayat (1)  

Sistem pencahayaan juga mempertimbangkan 
prinsip-prinsip penghematan energi dalam 
bangunan gedung. Pencahayaan buatan adalah 
penyediaan penerangan buatan melalui 
instalasi listrik dan/atau sistem energi dalam 
bangunan gedung agar orang di dalamnya 
dapat melakukan kegiatannya sesuai fungsi 
bangunan gedung.  

Ayat (2)  
Cukup jelas  

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 24 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Penyaluran air hujan harus dialirkan ke sumur 
resapan dan/atau ke saluran jaringan sumur 
kota sesuai ketentuan yang berlaku 

Ayat (2)  
Cukup jelas  

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 25 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup Jelas Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 26 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Cukup jelas 
Ayat (2)  

Cukup jelas  
Ayat (3)  

Cukup jelas 
Ayat (4) 

Pada bangunan gedung yang karena fungsinya 
mempersyaratkan tingkat kenyamanan 
tertentu, untuk mendapatkan tingkat 
temperatur dan kelembaban udara di dalam 
ruangan dapat dilakukan dengan 
pengkondisian udara. 
Pengkondisian udara dilakukan dengan 
mempertimbangkan prinsip-prinsip 
penghematan energi dalam bangunan gedung. 

Ayat (5) 
Kenyamanan pandangan dapat diwujudkan 

Dihapus. Dihapus. 
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melalui gubahan massa bangunan, rancangan 
bukaan, tata ruang dalam dan ruang luar 
bangunan, serta dengan memanfaatkan potensi 
ruang luar bangunan, ruang terbuka hijau alami 
atau buatan, termasuk pencegahan terhadap 
gangguan silau dan pantulan sinar. 

Ayat (6) 
Kenyamanan terhadap getaran adalah suatu 
keadaan dengan tingkat getaran yang tidak 
menimbulkan gangguan bagi kesehatan dan 
kenyamanan seseorang dalam melakukan 
kegiatannya. Getaran dapat berupa getaran 
kejut, getaran mekanik atau seismik baik yang 
berasal dari dalam bangunan maupun dari luar 
bangunan. 
Kenyamanan terhadap kebisingan adalah 
keadaan dengan tingkat kebisingan yang tidak 
menimbulkan gangguan pendengaran, 
kesehatan, dan kenyamanan bagi seseorang 
dalam melakukan kegiatan. 

Ayat (7) 
Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 27 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Cukup jelas 
Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan aksesibilitas pada 
bangunan gedung meliputi jalan masuk, jalan 
keluar, hubungan horizontal antarruang, 
hubungan vertikal dalam bangunan gedung dan 
sarana transportasi vertikal, serta penyediaan 
akses evakuasi bagi pengguna bangunan 
gedung, termasuk kemudahan mencari, 
menemukan, dan menggunakan alat 
pertolongan dalam keadaan darurat bagi 
penghuni dan terutama bagi para penyandang 
cacat, lanjut usia, dan wanita hamil, terutama 
untuk bangunan gedung pelayanan umum.  
Aksesibilitas harus memenuhi fungsi dan 
persyaratan kinerja, ketentuan tentang jarak, 
dimensi, pengelompokan, jumlah dan daya 
tampung, serta ketentuan tentang 
konstruksinya.  
Yang dimaksud dengan :  
- mudah, antara lain kejelasan dalam mencapai 

ke lokasi, diberi keterangan dan menghindari 
risiko terjebak;  

- nyaman, antara lain melalui ukuran dan 
syarat yang memadai;  

Dihapus. Dihapus. 
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- aman, antara lain terpisah dengan jalan ke 

luar untuk kebakaran, kemiringan permukaan 
lantai, serta tangga dan bordes yang 
mempunyai pegangan atau pengaman. 

Ayat (3)  
Kelengkapan prasarana dan sarana bangunan 
gedung, yaitu jenis, jumlah/ volume/kapasitas, 
disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung 
dan per-syaratan lingkungan lokasi bangunan 
gedung sesuai ketentuan yang berlaku.  
Fasilitas komunikasi dan informasi seperti 
sistem komunikasi, rambu penuntun, petunjuk, 
dan media informasi lain. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 28 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup Jelas Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 29 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup Jelas Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 30 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan bencana lain, seperti 
bila terjadi gempa, kerusuhan, atau kejadian 
darurat lain yang menyebabkan pengguna 
bangunan gedung harus dievakuasi. 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 31 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Rumah tinggal tunggal, khususnya rumah inti 
tumbuh dan rumah sederhana sehat, tidak 
diwajibkan dilengkapi dengan fasilitas dan 
aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut 
usia.  
Bangunan gedung fungsi hunian seperti 
apartemen, flat atau sejenisnya tetap 
diharuskan menyediakan fasilitas dan 
aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut 

Dihapus. Dihapus. 
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usia. 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

Ayat (3)  
Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 32 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup Jelas Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 33 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Instansi yang berwenang adalah instansi yang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang bertugas membina dan/atau 
menyelenggarakan bangunan gedung dengan 
fungsi khusus. 

Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 34 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Kegiatan pengawasan 
bersifat melekat pada 
setiap kegiatan 
penyelenggaraan 
bangunan gedung.  

Ayat (2)  
Cukup jelas  

Ayat (3)  
Ketentuan mengenai 
penyedia jasa konstruksi 
mengikuti peraturan 
perundangundangan 
tentang jasa konstruksi.  

Ayat (4)  
Pelaksanaan penahapan 
pemenuhan ketentuan 
dalam undang-undang ini 
diatur lebih lanjut oleh 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kondisi sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat. 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup   jelas. 

Ayat (3) 
Ketentuan mengenai 
Penyedia Jasa Konstruksi 
mengikuti peraturan 
perundang-undangan 
tentang jasa konstruksi. 

Ayat (4) 
Cukup   jelas. 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup   jelas. 

Ayat (3) 
Ketentuan mengenai 
Penyedia Jasa Konstruksi 
mengikuti peraturan 
perundang-undangan 
mengenai jasa 
konstruksi. 

Ayat (4) 
Cukup   jelas. 

 
Penjelasan Pasal 35 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Kegiatan pengawasan 
Ayat (1) 

Perencanaan 
Ayat (1)  

Perencanaan 
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bersifat melekat pada 
setiap kegiatan 
penyelenggaraan 
bangunan gedung.  

Ayat (2)  
Cukup jelas  

Ayat (3)  
Ketentuan mengenai 
penyedia jasa konstruksi 
mengikuti peraturan 
perundangundangan 
tentang jasa konstruksi.  

Ayat (4)  
Pelaksanaan penahapan 
pemenuhan ketentuan 
dalam undang-undang ini 
diatur lebih lanjut oleh 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kondisi sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat. 

pembangunan bangunan 
gedung adalah kegiatan 
penyusunan rencana 
teknis bangunan gedung 
sesuai dengan fungsi dan 
persyaratan teknis yang 
ditetapkan, sebagai 
pedoman dalam 
pelaksanaan dan 
pengawasan 
pembangunan. 
Pelaksanaan 
pembangunan bangunan 
gedung adalah kegiatan 
pendirian, perbaikan, 
penambahan, perubahan, 
atau pemugaran 
konstruksi bangunan 
gedung dan/atau 
instalasi dan/atau 
perlengkapan bangunan 
gedung sesuai dengan 
rencana teknis yang telah 
disusun. 
Pengawasan 
pembangunan bangunan 
gedung adalah kegiatan 
pengawasan pelaksanaan 
konstruksi mulai dari 
penyiapan lapangan 
sampai dengan 
penyerahan hasil akhir 
pekerjaan atau kegiatan 
manajemen konstruksi 
pembangunan gedung. 

Ayat (2) 
Cukup   jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan 
"perjanjian tertulis" 
adalah akta otentik yang 
memuat ketentuan 
mengenai hak dan 
kewajiban setiap pihak, 
jangka waktu berlakunya 
perjanjian, dan ketentuan 
lain yang dibuat 
dihadapan pejabat yang 
berwenang. 
Kesepakatan perjanjian 
sebagaimana dimaksud di 
atas harus 
memperhatikan fungsi 

pembangunan Bangunan 
Gedung adalah kegiatan 
pen5rusunan rencana 
teknis Bangunan Gedung 
sesuai dengan fungsi dan 
persyaratan teknis yang 
ditetapkan, sebagai 
pedoman dalam 
pelaksanaan dan 
pengawasan 
pembangunan. 
Pelaksanaan 
pembangunan Bangunan 
Gedung adalah kegiatan 
pendirian, perbaikan, 
penambahan, perubahan, 
atau pemugaran 
konstruksi Bangunan 
Gedung dan/ atau 
instalasi dan/ atau 
perlengkapan Bangunan 
Gedung sesuai 
dengan rencana teknis 
yang telah disusun. 
Pengawasan 
pembangunan Bangunan 
Gedung adalah kegiatan 
pengawasan pelaksanaan 
konstruksi mulai dari 
penyiapan lapangan 
sampai dengan 
penyerahan hasil akhir 
pekerjaan atau kegiatan 
manajemen konstruksi 
Bangunan Gedung. 

Ayat (2) 
Cukup   jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan 
"perjanjian tertulis" 
adalah akta otentik yang 
memuat ketentuan 
mengenai hak dan 
kewajiban setiap pihak, 
jangka waktu berlakunya 
perjanjian, dan ketentuan 
lain yang dibuat di 
hadapan pejabat yang 
berwenang. 
Kesepakatan perjanjian 
sebagaimana dimaksud di 
atas harus 
memperhatikan fungsi 
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bangunan gedung dan 
bentuk pemanfaatannya, 
baik keseluruhan 
maupun sebagian. 

Ayat (4) 
Cukup   jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan 
"penyedia jasa perencana 
konstruksi" antara lain 
Arsitek, Ahli Struktur dan 
Ahli Mechanical, 
Electrical and Plumbing. 

Ayat (6) 
Yang dimaksud dengan 
"pengujian" antara lain 
berupa hasil uji 
laboratorium, simulasi, 
dan/atau analisis. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Prototipe telah 
menyesuaikan dengan 
kondisi geografis pada 
rencana lokasi bangunan 
gedung. 

Bangunan Gedung dan 
bentuk pemanfaatannya, 
baik keseluruhan 
maupun sebagian. 

Ayat (4) 
Cukup   jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan 
"penyedia jasa perencana 
konstruksi" antara lain 
arsitek, ahli struktur, ahli 
mechanical, ahli 
electrical, dan ahli 
plumbing. 

Ayat (6) 
Yang dimaksud dengan 
"pengujian" antara lain 
berupa hasil uji 
laboratorium, simulasi, 
dan/ atau analisis. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Prototipe telah 
menyesuaikan dengan 
kondisi geografis pada 
rencana lokasi Bangunan 
Gedung. 

 
Penjelasan Pasal 36 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Tim ahli dibentuk berdasarkan kapasitas dan 
kemampuan Pemerintah Daerah untuk 
membantu memberikan nasihat dan 
pertimbangan profesional atas rencana teknis 
bangunan gedung untuk kepentingan umum 
atau tertentu.  

Ayat (2)  
Untuk bangunan gedung fungsi khusus, rencana 
teknisnya harus mendapat-kan pertimbangan 
dari tim ahli terkait sebelum disetujui oleh 
instansi yang berwenang dalam pembinaan 
teknis bangunan gedung fungsi khusus.  

Ayat (3)  
Keberadaan tim ahli bangunan gedung 
disesuaikan dengan kompleksitas bangunan 
gedung yang memerlukan nasihat dan 
pertimbangan profesional, dapat mencakup 
masyarakat ahli di luar disiplin bangunan 
gedung sepanjang diperlukan, bersifat 

Dihapus. Dihapus. 
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independen, objektif, dan tidak terdapat konflik 
kepentingan.  

Ayat (4) 
 Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 36A 

UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "sistem elektronik 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah" 
merupakan Sistem Informasi Manajemen 
Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi 
bangunan gedung non-berusaha, dan 
pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi 
secara elektronik yang diperuntukkan bagi 
bangunan gedung berusaha. 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "sistem elektronik 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Pusat" merupakan Sistem Informasi 
Manajemen Bangunan Gedung yang 
diperuntukkan bagi Bangunan Gedung 
bukan untuk kegiatan usaha, dan pelayanan 
Perizinan Berusaha terintegrasi secara 
elektronik yang diperuntukkan bagi 
Bangunan Gedung untuk kegiatan usaha. 

 
Penjelasan Pasal 36B 

UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Cukup jelas.  
Ayat (2) 

Cukup jelas.  
Ayat (3) 

Cukup jelas.  
Ayat (4) 

Huruf a 
Cukup jelas.  

Huruf b 
Cukup jelas.  

Huruf c 
Cukup jelas.  

Huruf d  
Yang dimaksud dengan "pengujian" 
adalah pelaksanaan pengetesan 
instalasi mekanis dan elektrik 
bangunan gedung. 

Ayat (5) 
Cukup jelas.  

Ayat (6) 
Cukup jelas.  

Ayat (1) 
Cukup jelas.  

Ayat (2) 
Cukup jelas.  

Ayat (3) 
Cukup jelas.  

Ayat (4) 
Huruf a 

Cukup jelas.  
Huruf b 

Cukup jelas.  
Huruf c 

Cukup jelas.  
Huruf d  

Yang dimaksud dengan "pengujian" 
adalah pelaksanaan pengetesan 
instalasi mekanis dan elektrik 
Bangunan Gedung. 

Ayat (5) 
Cukup jelas.  

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 37 
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Ayat (1)  

Yang dimaksud laik fungsi, 
yaitu berfungsinya seluruh 
atau sebagian dari 
bangunan gedung yang 
dapat menjamin 
dipenuhinya persyaratan 
tata bangunan, serta 
persyaratan keselamatan, 
kesehatan, kenyamanan, 
dan kemudahan bangunan 
gedung sesuai dengan 
fungsi yang ditetapkan. 

Ayat (2)  
Suatu bangunan gedung 
dinyatakan laik fungsi 
apabila telah dilakukan 
pengkajian teknis terhadap 
pemenuhan seluruh 
persyaratan teknis 
bangunan gedung, dan 
Pemerintah Daerah 
mengesahkannya dalam 
bentuk sertifikat laik fungsi 
bangunan gedung.   

Ayat (3)  
Pemeriksaan secara 
berkala dilakukan pemilik 
bangunan gedung melalui 
pengkaji teknis sebagai 
persyaratan untuk 
mendapatkan atau 
perpanjangan sertifikat 
laik fungsi bangunan 
gedung.  

Ayat (4)  
Cukup   jelas. 

Ayat (5) 
Cukup   jelas. 

Ayat (1) 
Yang dimaksud "laik 
fungsi" yaitu 
berfungsinya seluruh 
atau sebagian dari 
bangunan gedung yang 
dapat menjamin 
dipenuhinya persyaratan 
tata bangunan, serta 
persyaratan keselamatan, 
kesehatan, kenyamanan, 
dan kemudahan 
bangunan gedung sesuai 
dengan fungsi yang 
ditetapkan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (1) 
Yang dimaksud "laik 
fungsi" yaitu 
berfungsinya seluruh 
atau sebagian dari 
Bangunan Gedung yang 
dapat menjamin 
dipenuhinya persyaratan 
tata bangunan, serta 
persyaratan keselamatan, 
kesehatan, kenyamanan, 
dan kemudahan 
Bangunan Gedung sesuai 
dengan fungsi yang 
ditetapkan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 37A 

UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 39 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Huruf a  
Bangunan gedung yang 
tidak laik fungsi dan 

Ayat (1) 
Huruf a  

Bangunan gedung yang 
tidak laik fungsi dan 

Ayat (1) 
Huruf a  

Bangunan Gedung yang 
tidak laik fungsi dan 
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tidak dapat diperbaiki 
lagi berarti akan 
membahayakan 
keselamatan pemilik 
dan/atau pengguna 
apabila bangunan 
gedung tersebut terus 
digunakan.  
Dalam hal bangunan 
gedung dinyatakan 
tidak laik fungsi tetapi 
masih dapat diperbaiki, 
pemilik dan/atau 
pengguna diberikan 
kesempatan untuk 
memperbaikinya 
sampai dengan 
dinyatakan laik fungsi.  
Dalam hal pemilik tidak 
mampu, untuk rumah 
tinggal apabila tidak 
laik fungsi dan tidak 
dapat diperbaiki serta 
membahayakan 
keselamatan penghuni 
atau lingkungan, 
bangunan tersebut 
harus dikosongkan. 
Apabila bangunan 
tersebut 
membahayakan 
kepentingan umum, 
pelaksanaan 
pembongkarannya 
dapat dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah.  

Huruf b  
Yang dimaksud dapat 
menimbulkan bahaya 
adalah ketika dalam 
pemanfaatan bangunan 
gedung dan/atau 
lingkungannya dapat 
mem-bahayakan 
keselamatan 
masyarakat dan 
lingkungan.  

Huruf c  
Termasuk dalam 
pengertian bangunan 
gedung yang tidak 
sesuai peruntukannya 
berdasarkan rencana 

tidak dapat diperbaiki 
lagi berarti akan 
membahayakan 
keselamatan pemilik 
dan/atau pengguna 
apabila bangunan 
gedung tersebut terus 
digunakan. 
Dalam hal bangunan 
gedung dinyatakan 
tidak laik fungsi tetapi 
masih dapat diperbaiki, 
pemilik dan/atau 
pengguna diberikan 
kesempatan untuk 
memperbaikinya 
sampai dengan 
dinyatakan laik fungsi. 
Dalam hal pemilik tidak 
mampu, untuk rumah 
tinggal apabila tidak 
laik fungsi dan tidak 
dapat diperbaiki serta 
membahayakan 
keselamatan penghuni 
atau lingkungan, 
bangunan tersebut 
harus dikosongkan. 
Apabila bangunan 
tersebut 
membahayakan 
kepentingan umum, 
pelaksanaan 
pembongkarannya 
dapat dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah. 

Huruf b 
Yang dimaksud 
"menimbulkan bahaya" 
adalah ketika dalam 
pemanfaatan bangunan 
gedung dan/atau 
lingkungannya dapat 
membahayakan 
keselamatan 
masyarakat dan 
lingkungan. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Pemerintah Pusat atau 

tidak dapat diperbaiki 
akan membahayakan 
keselamatan Pemilik 
Bangunan Gedung 
dan/atau Pengguna 
Bangunan Gedung 
apabila Bangunan 
Gedung tersebut terus 
digunakan. Dalam hal 
Bangunan Gedung 
dinyatakan tidak laik 
fungsi tetapi masih 
dapat diperbaiki, 
Pemilik Bangunan 
Gedung dan/atau 
Pengguna Bangunan 
Gedung diberikan 
kesempatan untuk 
memperbaikinya 
sampai dengan 
dinyatakan laik fungsi. 
Dalam hal Pemilik 
Bangunan Gedung tidak 
mampu, 
untuk rumah tinggal 
apabila tidak laik fungsi 
dan tidak 
dapat diperbaiki 
serta'membahayakan 
keselamatan penghuni 
atau lingkungan, 
bangunan tersebut 
harus dikosongkan. 
Apabila bangunan 
tersebut 
membahayakan 
kepentingan umum, 
pelaksanaan 
pembongkarannya 
dapat dilakukan oleh 
Pemerintah 
Daerah. 

Huruf b 
Yang dimaksud 
"menimbulkan bahaya" 
adalah ketika dalam 
Pemanfaatan Bangunan 
Gedung dan/atau 
lingkungannya dapat 
membahayakan 
keselamatan 
Masyarakat dan 
lingkungan. 
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tata ruang wilayah 
kabupaten/kota, 
sehingga tidak dapat 
diproses izin 
mendirikan 
bangunannya.  

Ayat (2)  
Pemerintah Daerah 
menetapkan status 
bangunan gedung dapat 
dibongkar setelah 
mendapatkan hasil 
pengkajian teknis 
bangunan gedung yang 
dilaksanakan secara 
profesional, independen 
dan objektif. 

Ayat (3)  
Dikecualikan bagi rumah 
tinggal tunggal, khususnya 
rumah inti tumbuh dan 
rumah sederhana sehat.  
Kedalaman dan keluasan 
tingkatan pengkajian 
teknis sangat bergantung 
pada kompleksitas dan 
fungsi bangunan gedung.  

Ayat (4)  
Rencana teknis 
pembongkaran bangunan 
gedung termasuk gambar-
gambar rencana, gambar 
detail, rencana kerja dan 
syarat-syarat pelaksanaan 
pembongkaran, jadwal 
pelaksanaan, serta rencana 
pengamanan lingkungan. 
Pelaksanaan 
pembongkaran yang 
memakai peralatan berat 
dan/atau bahan peledak 
harus dilaksanakan oleh 
penyedia jasa 
pembongkaran bangunan 
gedung yang telah 
mendapatkan sertifikat 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Ayat (5) 
Cukup   jelas. 

Pemerintah Daerah 
menetapkan status 
bangunan gedung dapat 
dibongkar setelah 
mendapatkan hasil 
pengkajian teknis 
bangunan gedung yang 
dilaksanakan secara 
profesional, independen 
dan objektif. 

Ayat (3) 
Dikecualikan bagi rumah 
tinggal tunggal, 
khususnya rumah inti 
tumbuh dan rumah 
sederhana sehat. 
Kedalaman dan keluasan 
tingkatan pengkajian 
teknis sangat bergantung 
pada kompleksitas dan 
fungsi bangunan gedung. 

Ayat (4) 
Rencana teknis 
pembongkaran bangunan 
gedung termasuk 
gambar-gambar rencana, 
gambar detail, rencana 
kerja dan syarat-syarat 
pelaksanaan 
pembongkaran, jadwal 
pelaksanaan, serta 
rencana pengamanan 
lingkungan. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
menetapkan status 
Bangunan Gedung dapat 
dibongkar setelah 
mendapatkan hasil 
pengkajian teknis 
Bangunan Gedung yang 
dilaksanakan secara 
profesional, independen, 
dan objektif. 

Ayat (3) 
Dikecualikan bagi rumah 
tinggal tunggal, khususnya 
rumah inti tumbuh dan 
rumah sederhana sehat. 
Kedalaman dan keluasan 
tingkatan pengkajian 
teknis sangat bergantung 
pada kompleksitas dan 
fungsi Bangunan Gedung. 

Ayat (4) 
Rencana teknis 
Pembongkaran Bangunan 
Gedung termasuk gambar-
gambar rencana, gambar 
detail, rencana kerja dan 
syarat-syarat pelaksanaan 
Pembongkaran, jadwal 
pelaksanaan, serta rencana 
pengamanan lingkungan. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 40 
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Ayat (1)  

Huruf a  
Persetujuan rencana teknis bangunan 
gedung yang telah memenuhi persyaratan 
merupakan kewajiban dan tanggung jawab 
yang melekat pada Pemerintah Daerah. 
Persetujuan dari Pemerintah Daerah atas 
rencana teknis bangunan gedung yang telah 
memenuhi persyaratan diperoleh secara 
cuma-cuma dari instansi yang berwenang.  

Huruf b  
Perizinan pembangunan bangunan gedung 
berupa izin mendirikan bangunan gedung 
yang diperoleh dari Pemerintah Daerah 
secara cepat dan murah/terjangkau setelah 
rencana teknis bangunan gedung disetujui. 
Biaya izin mendirikan bangunan gedung 
bersifat terjangkau disesuaikan dengan 
fungsi, kepemilikan, dan kompleksitas 
bangunan gedung, serta dimaksudkan untuk 
mendukung pembiayaan pelayanan 
perizinan, menerbitkan surat bukti 
kepemilikan bangunan gedung dan 
pembinaan teknis penyelenggaraan 
bangunan gedung.  

Huruf c  
Surat ketetapan bangunan gedung dan/atau 
lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan 
diperoleh dari Pemerintah Daerah secara 
cuma-cuma.  

Huruf d  
Penetapan insentif dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan/atau Peraturan Daerah.  

Huruf e  
Izin tertulis dari Pemerintah Daerah berupa 
perubahan izin mendirikan bangunan 
gedung karena adanya perubahan fungsi 
bangunan gedung.  

Huruf f 
 Penetapan ganti rugi dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan/atau Peraturan Daerah. 

Ayat (2)  
Cukup   jelas. 

Cukup   jelas. Cukup   jelas. 

 
Penjelasan Pasal 41 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Yang dimaksud laik fungsi, 
yaitu berfungsinya seluruh 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
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atau sebagian dari 
bangunan gedung yang 
dapat menjamin 
dipenuhinya persyaratan 
tata bangunan, serta 
persyaratan keselamatan, 
kesehatan, kenyamanan, 
dan kemudahan bangunan 
gedung sesuai dengan 
fungsi yang ditetapkan. 

Ayat (2)  
Suatu bangunan gedung 
dinyatakan laik fungsi 
apabila telah dilakukan 
pengkajian teknis terhadap 
pemenuhan seluruh 
persyaratan teknis 
bangunan gedung, dan 
Pemerintah Daerah 
mengesahkannya dalam 
bentuk sertifikat laik fungsi 
bangunan gedung.   

Ayat (3)  
Pemeriksaan secara 
berkala dilakukan pemilik 
bangunan gedung melalui 
pengkaji teknis sebagai 
persyaratan untuk 
mendapatkan atau 
perpanjangan sertifikat 
laik fungsi bangunan 
gedung.  

Ayat (4)  
Cukup   jelas. 

Ayat (5) 
Cukup   jelas. 

Huruf a  
Tidak dibenarkan 
memanfaatkan 
bangunan gedung 
yang tidak sesuai 
dengan fungsi yang 
telah ditetapkan. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Pemeriksaan secara 
berkala atas kelaikan 
fungsi bangunan 
gedung meliputi 
pemeriksaan terhadap 
pemenuhan 
persyaratan 
administratif dan 
teknis bangunan 
gedung sesuai dengan 
fungsinya, dengan 
tingkatan 
pemeriksaan berkala 
disesuaikan dengan 
jenis konstruksi, 
mekanikal dan 
elektrikal, serta 
kelengkapan 
bangunan gedung. 
Pemeriksaan secara 
berkala dilakukan 
pada periode tertentu, 
atau karena adanya 
perubahan fungsi 
bangunan gedung, 
atau karena adanya 
bencana yang 
berdampak penting 
pada keandalan 
bangunan gedung, 
seperti kebakaran dan 
gempa. 
Pemeriksaan kelaikan 
fungsi bangunan 
gedung dilakukan oleh 
pengkaji teknis yang 
kompeten dan 
memiliki sertifikat 
sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan. 

Huruf a  
Tidak dibenarkan 
memanfaatkan 
Bangunan Gedung 
yang tidak sesuai 
dengan fungsi yang 
telah ditetapkan. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Pemeriksaan Berkala 
atas kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung 
meliputi pemeriksaan 
terhadap pemenuhan 
Persyaratan 
administratif dan 
teknis Bangunan 
Gedung sesuai dengan 
fungsinya, dengan 
tingkatan 
Pemeriksaan Berkala 
disesuaikan dengan 
jenis konstruksi, 
mekanikal dan 
elektrikal, serta 
kelengkapan 
Bangunan Gedung. 
Pemeriksaan Berkala 
dilakukan pada 
periode tertentu, 
atau karena adanya 
perubahan fungsi 
Bangunan Gedung, 
atau karena adanya 
bencana yang 
berdampak penting 
pada keandalan 
Bangunan Gedung, 
seperti kebakaran dan 
gempa. 
Pemeriksaan kelaikan 
fungsi Bangunan 
Gedung dilakukan oleh 
Pengkaji Teknis yang 
kompeten dan 
memiliki sertifikat 
sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan. 

Huruf e 
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Huruf e 

Perbaikan dilakukan 
terhadap seluruh, 
bagian, komponen, 
atau bahan bangunan 
gedung yang 
dinyatakan tidak laik 
fungsi dari hasil 
pemeriksaan yang 
dilakukan oleh 
pengkaji teknis, 
sampai dengan 
dinyatakan telah laik 
fungsi. 

Huruf f 
Selain pemilik, 
pengguna juga dapat 
diwajibkan 
membongkar 
bangunan gedung 
dalam hal yang 
bersangkutan terikat 
dalam perjanjian 
menggunakan 
bangunan yang tidak 
laik fungsi. 

Ayat (3) 
Cukup   jelas. 

Perbaikan dilakukan 
terhadap seluruh, 
bagian, komponen, 
atau bahan Bangunan 
Gedung yang 
dinyatakan tidak laik 
fungsi dari hasil 
pemeriksaan yang 
dilakukan oleh 
Pengkaji Teknis, 
sampai dengan 
dinyatakan telah laik 
fungsi. 

Huruf f 
Selain Pemilik 
Bangunan Gedung, 
Pengguna Bangunan 
Gedung juga dapat 
diwajibkan 
membongkar 
Bangunan Gedung 
dalam hal yang 
bersangkutan terikat 
dalam perjanjian 
menggunalan 
bangunan yang tidak 
laik fungsi. 

Ayat (3) 
Cukup   jelas. 

 
Penjelasan Pasal 43 
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Ayat (1)  

Pembinaan dilakukan 
dalam rangka tata 
pemerintahan yang baik 
melalui kegiatan 
pengaturan, 
pemberdayaan, dan 
pengawasan sehingga 
setiap penyelenggaraan 
bangunan gedung dapat 
berlangsung tertib dan 
tercapai keandalan 
bangunan gedung yang 
sesuai dengan fungsinya, 
serta terwujudnya 
kepastian hukum.  
Pengaturan dilakukan 
dengan pelembagaan 
peraturan perundang-

Ayat (1) 
Pembinaan dilakukan 
dalam rangka tata 
pemerintahan yang baik 
melalui kegiatan 
pengaturan, 
pemberdayaan, dan 
pengawasan sehingga 
setiap penyelenggaraan 
bangunan gedung dapat 
berlangsung tertib dan 
tercapai keandalan 
bangunan gedung yang 
sesuai dengan fungsinya, 
serta terwujudnya 
kepastian hukum. 
Pengaturan dilakukan 
dengan pelembagaan 
peraturan perundang-

Ayat (1) 
Pembinaan dilakukan 
dalam rangka tata 
pemerintahan yang baik 
melalui kegiatan 
pengaturan, 
pemberdayaan, dan 
pengawasan sehingga 
setiap Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung dapat 
berlangsung tertib dan 
tercapai keandalan 
Bangunan Gedung yang 
sesuai dengan fungsinya, 
serta terwujudnya 
kepastian hukum. 
Pengaturan dilakukan 
dengan pelembagaan 
peraturan perundang-
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undangan, pedoman, 
petunjuk, dan standar 
teknis bangunan gedung 
sampai dengan di daerah 
dan operasionalisasinya di 
masyarakat.  
Pemberdayaan dilakukan 
terhadap para 
penyelenggara bangunan 
gedung dan aparat 
Pemerintah Daerah untuk 
menumbuh-kembangkan 
kesadaran akan hak, 
kewajiban, dan perannya 
dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung.  
Pengawasan dilakukan 
melalui pemantauan 
terhadap pelaksanaan 
penerapan peraturan 
perundang-undangan 
bidang bangunan gedung 
dan upaya penegakan 
hukum. 

Ayat (2)  
Pelaksanaan pembinaan 
oleh Pemerintah Daerah 
berpedoman pada 
peraturan perundang-
undangan tentang 
pembinaan dan 
pengawasan atas 
pemerintahan daerah.   

Ayat (3)  
Masyarakat yang terkait 
dengan bangunan gedung 
seperti masyarakat ahli, 
asosiasi profesi, asosiasi 
perusahaan, masyarakat 
pemilik dan pengguna 
bangunan gedung, dan 
aparat pemerintah.  

Ayat (4)  
Pemberdayaan masyarakat 
yang belum mampu 
dimaksudkan untuk 
menumbuhkan kepatuhan 
terhadap peraturan 
perundang-undangan 
bangunan gedung melalui 
upaya internalisasi, 
sosialisasi, dan 
pelembagaan di tingkat 

undangan, pedoman, 
petunjuk, dan standar 
teknis bangunan gedung 
sampai dengan di daerah 
dan operasionalisasinya di 
masyarakat. 
Pemberdayaan dilakukan 
terhadap para 
penyelenggara bangunan 
gedung dan aparat 
Pemerintah Daerah untuk 
menumbuhkembangkan 
kesadaran akan hak, 
kewajiban, dan perannya 
dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung. 
Pengawasan dilakukan 
melalui pemantauan 
terhadap pelaksanaan 
penerapan peraturan 
perundang-undangan 
bidang bangunan gedung 
dan upaya penegakan 
hukum. 

Ayat (2) 
Masyarakat yang terkait 
dengan bangunan gedung 
seperti masyarakat ahli, 
asosiasi profesi, asosiasi 
perusahaan, masyarakat 
pemilik dan pengguna 
bangunan gedung, dan 
aparat pemerintah. 

Ayat (3) 
Cukup   jelas. 

undangan, pedoman, 
petunjuk, dan standar 
teknis Bangunan Gedung 
sampai dengan di daerah 
dan operasionalisasinya di 
Masyarakat. 
Pemberdayaan dilakukan 
terhadap para 
penyelenggara Bangunan 
Gedung dan aparat 
Pemerintah Daerah untuk 
menumbuhkembangkan 
kesadaran akan hak, 
kewajiban, dan perannya 
dalam Penyelengg€uaan 
Bangunan Gedung. 
Pengawasan dilakukan 
melalui pemantauan 
terhadap pelaksanaan 
penerapan peraturan 
perundang-undangan di 
bidang Bangunan Gedung 
dan upaya penegakan 
hukum. 

Ayat (2) 
Masyarakat yang terkait 
dengan Bangunan Gedung 
seperti Masyarakat ahli, 
asosiasi profesi, asosiasi 
perusahaan, Masyarakat 
Pemilik Bangunan Gedung 
dan Pengguna Bangunan 
Gedung, dan aparat 
Pemerintah. 

Ayat (3) 
Cukup   jelas. 
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masyarakat. 

 
Penjelasan Pasal 44 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Pengenaan sanksi tidak 
berarti membebaskan pemilik 
dan/atau pengguna bangunan 
gedung dari kewajibannya 
memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan dalam undang-
undang ini. 
Yang dimaksud dengan sanksi 
administratif adalah sanksi 
yang diberikan oleh 
administrator (pemerintah) 
kepada pemilik dan/atau 
pengguna bangunan gedung 
tanpa melalui proses 
peradilan karena tidak 
terpenuhinya ketentuan 
undang-undang ini. 
Sanksi administratif meliputi 
beberapa jenis, yang 
pengenaannya bergantung 
pada tingkat kesalahan yang 
dilakukan oleh pemilik 
dan/atau pengguna bangunan 
gedung. 
Yang dimaksud dengan nilai 
bangunan gedung dalam 
ketentuan sanksi adalah nilai 
keseluruhan suatu bangunan 
pada saat sedang dibangun 
bagi yang sedang dalam 
proses pelaksanaan 
konstruksi, atau nilai 
keseluruhan suatu bangunan 
gedung yang ditetapkan pada 
saat sanksi dikenakan bagi 
bangunan gedung yang telah 
berdiri. 

Pengenaan sanksi tidak 
berarti membebaskan pemilik 
dan/atau pengguna bangunan 
gedung dari kewajibannya 
memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan dalam Undang-
Undang ini. 
Yang dimaksud dengan 
"sanksi administratif" adalah 
sanksi yang diberikan oleh 
administrator (pemerintah) 
kepada pemilik dan/atau 
pengguna bangunan gedung 
tanpa melalui proses 
peradilan karena tidak 
terpenuhinya ketentuan 
Undang-Undang ini. 
Sanksi administratif meliputi 
beberapa jenis, yang 
pengenaannya bergantung 
pada tingkat kesalahan yang 
dilakukan oleh pemilik 
dan/atau pengguna bangunan 
gedung. 
Yang dimaksud dengan "nilai 
bangunan gedung" dalam 
ketentuan sanksi adalah nilai 
keseluruhan suatu bangunan 
pada saat sedang dibangun 
bagi yang sedang dalam 
proses pelaksanaan 
konstruksi, atau nilai 
keseluruhan suatu bangunan 
gedung yang ditetapkan pada 
saat sanksi dikenakan bagi 
bangunan gedung yang telah 
berdiri. 

Pengenaan sanksi tidak 
berarti membebaskan Pemilik 
Bangunan Gedung dan/atau 
Pengguna Bangunan Gedung 
dari kewajibannya memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan 
dalam Undang-Undang ini. 
Yang dimaksud dengan 
"sanksi administratil" adalah 
sanksi yang diberikan oleh 
Pemerintah kepada Pemilik 
Bangunan Gedung dan/atau 
Pengguna Bangunan Gedung 
tanpa melalui proses 
peradilan karena tidak 
terpenuhinya ketentuan 
Undang-Undang ini. 
Sanksi administratif meliputi 
beberapa jenis, yang 
pengenaannya bergantung 
pada tingkat kesalahan yang 
dilakukan oleh Pemilik 
Bangunan Gedung dan/atau 
Pengguna Bangunan Gedung. 

 
Penjelasan Pasal 45 

UU Bangunan Gedung UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Sanksi administratif ini bersifat alternatif.  
Huruf a  

Cukup jelas  
Huruf b  

Cukup jelas  

Cukup jelas. Cukup jelas. 
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Huruf c  

Penghentian sementara atau tetap pada 
pekerjaan pelaksanaan pembangunan 
adalah surat perintah penghentian 
pekerjaan pelaksanaan sampai dengan 
penyegelan bangunan gedung.  

Huruf d  
Penghentian sementara atau tetap pada 
pemanfaatan bangunan gedung adalah 
surat perintah penghentian pemanfaatan 
sampai dengan penyegelan bangunan 
gedung.  

Huruf e  
Cukup jelas  

Huruf f  
Cukup jelas  

Huruf g  
Cukup jelas  

Huruf h  
Cukup jelas  

Huruf i  
Pelaksanaan pembongkaran 
dilaksanakan dan menjadi tanggung 
jawab pemilik bangunan gedung. 

Ayat (2)  
Cukup jelas  

Ayat (3)  
Cukup jelas  

Ayat (4)  
Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 46 
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Ayat (1)  

Cukup jelas  
Ayat (2)  

Cukup jelas  
Ayat (3)  

Cukup jelas  
Ayat (4)  

Untuk membantu proses peradilan 
dan menjaga objektivitas serta nilai 
keadilan, hakim dalam memutuskan 
perkara atas pelanggaran tersebut 
dengan terlebih dahulu mendapatkan 
pertimbangan dari tim ahli di bidang 
bangunan gedung. 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "nilai 
Bangunan Gedung" dalam 
ketentuan sanksi adalah nilai 
keseluruhan suatu bangunan 
pada saat sedang dibangun 
bagi yang sedang dalam proses 
pelaksanaan konstruksi, atau 
nilai keseluruhan suatu 
Bangunan Gedung yang 
ditetapkan pada saat sanksi 
dikenakan bagi Bangunan 
Gedung yang telah berdiri. 

Ayat (2)  
Cukup jelas  

Ayat (3)  
Cukup jelas  

Ayat (4)  
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Cukup jelas  

Ayat (5)  
Cukup jelas  

 
Penjelasan Pasal 47A 

 
UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. 
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C. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG 

 
Pasal 17 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 32 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 1 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Dalam Undang-Undang ini 
yang dimaksud dengan:  

Dalam Undang-Undang ini 
yang dimaksud dengan: 

Dalam Undang-Undang ini 
yang dimaksud dengan:  

1. Ruang adalah wadah 
yang meliputi ruang 
darat, ruang laut, dan 
ruang udara, termasuk 
ruang di dalam bumi 
sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia 
dan makhluk lain hidup, 
melakukan kegiatan, dan 
memelihara 
kelangsungan hidupnya.  

1. Ruang adalah wadah 
yang meliputi ruang 
darat, ruang laut, dan 
ruang udara, termasuk 
ruang di dalam bumi 
sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia 
dan makhluk lain hidup, 
melakukan kegiatan, dan 
memelihara 
kelangsungan hidupnya. 

1. Ruang adalah wadah yang 
meliputi ruang darat, 
ruang laut, dan ruang 
udara, termasuk ruang di 
dalam bumi sebagai satu 
kesatuan wilayah, tempat 
manusia dan makhluk 
hidup lain, melakukan 
kegiatan, dan memelihara 
kelangsungan hidupnya. 

2. Tata ruang adalah wujud 
struktur ruang dan pola 
ruang.  

2. Tata ruang adalah wujud 
struktur ruang dan pola 
ruang. 

2. Tata Ruang adalah wujud 
Struktur Ruang dan Pola 
Ruang. 

3. Struktur ruang adalah 
susunan pusat-pusat 
permukiman dan sistem 
jaringan prasarana dan 
sarana yang berfungsi 
sebagai pendukung 
kegiatan sosial ekonomi 
masyarakat yang secara 
hierarkis memiliki 
hubungan fungsional.  

3. Struktur ruang adalah 
susunan pusat-pusat 
permukiman dan sistem 
jaringan prasarana dan 
sarana yang berfungsi 
sebagai pendukung 
kegiatan sosial ekonomi 
masyarakat yang secara 
hierarki memiliki 
hubungan fungsional. 

3. Struktur Ruang adalah 
susunan pusat-pusat 
permukiman dan sistem 
jaringan prasarana dan 
sarana yang berfungsi 
sebagai pendukung 
kegiatan sosial ekonomi 
masyarakat yang secara 
hierarki memiliki 
hubungan fungsional. 

4. Pola ruang adalah 
distribusi peruntukan 
ruang dalam suatu 
wilayah yang meliputi 
peruntukan ruang untuk 
fungsi lindung dan 
peruntukan ruang untuk 
fungsi budi daya.  

4. Pola ruang adalah 
distribusi peruntukan 
ruang dalam suatu 
wilayah yang meliputi 
peruntukan ruang untuk 
fungsi lindung dan 
peruntukan ruang untuk 
fungsi budi daya. 

4. Pola Ruang adalah 
distribusi peruntukan 
Ruang dalam suatu 
Wilayah yang meliputi 
peruntukan Ruang untuk 
fungsi lindung dan 
peruntukan Ruang untuk 
fungsi budi daya. 

5. Penataan ruang adalah 
suatu sistem proses 
perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang.  

5. Penataan ruang adalah 
suatu sistem 
perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang. 

5. Penataan Ruang adalah 
suatu sistem Perencanaan 
Tata Ruang, Pemanfaatan 
Ruang, dan Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang. 

6. Penyelenggaraan 6. Penyelenggaraan 6. Penyelenggaraan 
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Penataan ruang adalah 
kegiatan yang meliputi 
pengaturan, pembinaan, 
pelaksanaan, dan 
pengawasan Penataan 
ruang.  

Penataan ruang adalah 
kegiatan yang meliputi 
pengaturan, pembinaan, 
pelaksanaan, dan 
pengawasan Penataan 
ruang. 

Penataan Ruang adalah 
kegiatan yang meliputi 
pengaturan, pembinaan 
pelaksanaan, dan 
pengawasan Penataan 
Ruang. 

7. Pemerintah Pusat, 
selanjutnya disebut 
Pemerintah, adalah 
Presiden Republik 
Indonesia yang 
memegang kekuasaan 
pemerintahan negara 
Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

7. Pemerintah Pusat adalah 
Presiden Republik 
Indonesia yang 
memegang kekuasaan 
pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang 
dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri 
sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

7. Pemerintah Pusat adalah 
Presiden Republik 
Indonesia yang 
memegang kekuasaan 
pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang 
dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri 
sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

8. Pemerintah daerah 
adalah Gubernur, Bupati, 
atau Walikota, dan 
perangkat daerah 
sebagai unsur 
penyelenggara 
pemerintahan daerah.  

8. Pemerintah Daerah 
adalah kepala daerah 
sebagai unsur 
penyelenggara 
Pemerintahan Daerah 
yang memimpin 
pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang 
menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

8. Pemerintah Daerah 
adalah kepala daerah 
sebagai unsur 
penyelenggara 
Pemerintahan Daerah 
yang memimpin 
pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang 
menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

9. Pengaturan Penataan 
ruang adalah upaya 
pembentukan landasan 
hukum bagi Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan 
masyarakat dalam 
Penataan ruang. 

9. Pengaturan Penataan 
ruang adalah upaya 
pembentukan landasan 
hukum bagi Pemerintah 
Pusat, Pemerintah 
Daerah, dan masyarakat 
dalam Penataan ruang. 

9. Pengaturan Penataan 
Ruang adalah upaya 
pembentukan landasan 
hukum bagi Pemerintah 
Pusat, Pemerintah 
Daerah, dan masyarakat 
dalam Penataan Ruang. 

10. Pembinaan Penataan 
ruang adalah upaya 
untuk meningkatkan 
kinerja Penataan ruang 
yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan 
masyarakat.  

10. Pembinaan Penataan 
ruang adalah upaya 
untuk meningkatkan 
kinerja Penataan ruang 
yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, dan 
masyarakat. 

10. Pembinaan Penataan 
Ruang adalah upaya 
untuk meningkatkan 
kinerja Penataan Ruang 
yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, dan 
masyarakat. 

11. Pelaksanaan Penataan 
ruang adalah upaya 
pencapaian tujuan 
Penataan ruang melalui 
pelaksanaan 
perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang.  

11. Pelaksanaan Penataan 
ruang adalah upaya 
pencapaian tujuan 
Penataan ruang melalui 
pelaksanaan 
perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang. 

11. Pelaksanaan Penataan 
Ruang adalah upaya 
pencapaian tujuan 
Penataan Ruang melalui 
pelaksanaan 
Perencanaan Tata 
Ruang, Pemanfaatan 
Ruang, dan 
Pengendalian 
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Pemanfaatan Ruang. 

12. Pengawasan Penataan 
ruang adalah upaya agar 
penyelenggaraan 
Penataan ruang dapat 
diwujudkan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.  

12. Pengawasan Penataan 
ruang adalah upaya agar 
penyelenggaraan 
Penataan ruang dapat 
diwujudkan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

12. Pengawasan Penataan 
Ruang adalah upaya 
agar Penyelenggaraan 
Penataan Ruang dapat 
diwujudkan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

13. Perencanaan tata ruang 
adalah suatu proses 
untuk menentukan 
struktur ruang dan pola 
ruang yang meliputi 
penyusunan dan 
penetapan rencana tata 
ruang.  

13. Perencanaan tata ruang 
adalah suatu proses 
untuk menentukan 
struktur ruang dan pola 
ruang yang meliputi 
penyusunan dan 
penetapan rencana tata 
ruang. 

13. Perencanaan Tata Ruang 
adalah suatu proses 
untuk menentukan 
Struktur Ruang dan Pola 
Ruang yang meliputi 
penyusunan dan 
penetapan Rencana Tata 
Ruang. 

14. Pemanfaatan ruang 
adalah upaya untuk 
mewujudkan struktur 
ruang dan pola ruang 
sesuai dengan rencana 
tata ruang melalui 
penyusunan dan 
pelaksanaan program 
beserta pembiayaannya.  

14. Pemanfaatan ruang 
adalah upaya untuk 
mewujudkan struktur 
ruang dan pola ruang 
sesuai dengan rencana 
tata ruang melalui 
penyusunan dan 
pelaksanaan program 
beserta pembiayaannya. 

14. Pemanfaatan Ruang 
adalah upaya untuk 
mewujudkan Struktur 
Ruang dan Pola Ruang 
sesuai dengan Rencana 
Tata Ruang melalui 
pen5rusunan dan 
pelaksanaan program 
beserta pembiayaannya. 

15. Pengendalian 
pemanfaatan ruang 
adalah upaya untuk 
mewujudkan tertib tata 
ruang.  

15. Pengendalian 
pemanfaatan ruang 
adalah upaya untuk 
mewujudkan tertib tata 
ruang. 

15. Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 
adalah upaya untuk 
mewujudkan tertib Tata 
Ruang. 

16. Rencana tata ruang 
adalah hasil 
perencanaan tata ruang.  

16. Rencana tata ruang 
adalah hasil 
perencanaan tata ruang. 

16. Rencana Tata Ruang 
adalah hasil 
Perencanaan Tata 
Ruang. 

17. Wilayah adalah ruang 
yang merupakan 
kesatuan geografis 
beserta segenap unsur 
terkait yang batas dan 
sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek 
administratif dan/atau 
aspek fungsional.  

17. Wilayah adalah ruang 
yang merupakan 
kesatuan geografis 
beserta segenap unsur 
terkait yang batas dan 
sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek 
administratif dan/atau 
aspek fungsional. 

17. Wilayah adalah Ruang 
yang merupakan 
kesatuan geografis 
beserta segenap unsur 
terkait yang batas dan 
sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek 
administratif dan/atau 
aspek fungsional. 

18. Sistem wilayah adalah 
struktur ruang dan pola 
ruang yang mempunyai 
jangkauan pelayanan 
pada tingkat wilayah.  

18. Sistem wilayah adalah 
struktur ruang dan pola 
ruang yang mempunyai 
jangkauan pelayanan 
pada tingkat wilayah. 

18. Sistem Wilayah adalah 
Struktur Ruang dan Pola 
Ruang yang mempunyai 
jangkauan pelayanan 
pada tingkat Wilayah. 

19. Sistem internal 
perkotaan adalah 
struktur ruang dan pola 

19. Sistem internal 
perkotaan adalah 
struktur ruang dan pola 

19. Sistem Internal 
Perkotaan adalah 
Struktur Ruang dan Pola 
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ruang yang mempunyai 
jangkauan pelayanan 
pada tingkat internal 
perkotaan.  

ruang yang mempunyai 
jangkauan pelayanan 
pada tingkat internal 
perkotaan. 

Ruang yang mempunyai 
jangkauan pelayanan 
pada tingkat internal 
perkotaan. 

20. Kawasan adalah wilayah 
yang memiliki fungsi 
utama lindung atau budi 
daya.  

20. Kawasan adalah wilayah 
yang memiliki fungsi 
utama lindung atau budi 
daya. 

20. Kawasan adalah 
Wilayah yang memiliki 
fungsi utama lindung 
atau budi daya. 

21. Kawasan lindung adalah 
wilayah yang ditetapkan 
dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian 
lingkungan hidup yang 
mencakup sumber 
dayaalam dan sumber 
daya buatan.  

21. Kawasan lindung adalah 
wilayah yang ditetapkan 
dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian 
lingkungan hidup yang 
mencakup sumber daya 
alam dan sumber daya 
buatan. 

21. Kawasan Lindung 
adalah Wilayah yang 
ditetapkan dengan 
fungsi utama 
melindungi kelestarian 
lingkungan hidup yang 
mencakup sumber daya 
alam dan sumber daya 
buatan. 

22. Kawasan budi daya 
adalah wilayah yang 
ditetapkan dengan 
fungsi utama untuk 
dibudidayakan atas 
dasar kondisi dan 
potensi sumber daya 
alam, sumber daya 
manusia, dan sumber 
daya buatan. 

22. Kawasan budi daya 
adalah wilayah yang 
ditetapkan dengan 
fungsi utama untuk 
dibudidayakan atas 
dasar kondisi dan 
potensi sumber daya 
alam, sumber daya 
manusia, dan sumber 
daya buatan. 

22. Kawasan Budi Daya 
adalah Wilayah yang 
ditetapkan dengan 
fungsi utama untuk 
dibudidayakan atas 
dasar kondisi dan 
potensi sumber daya 
alam, sumber daya 
manusia, dan sumber 
daya buatan. 

23. Kawasan perdesaan 
adalah wilayah yang 
mempunyai kegiatan 
utama pertanian, 
termasuk pengelolaan 
sumber daya alam 
dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat 
permukiman perdesaan, 
pelayanan jasa 
pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan 
kegiatan ekonomi.  

23. Kawasan perdesaan 
adalah wilayah yang 
mempunyai kegiatan 
utama pertanian, 
termasuk pengelolaan 
sumber daya alam 
dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat 
permukiman perdesaan, 
pelayanan jasa 
pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan 
kegiatan ekonomi. 

23. Kawasan Perdesaan 
adalah Wilayah yang 
mempunyai kegiatan 
utama pertanian, 
termasuk pengelolaan 
sumber daya alam 
dengan susunan fungsi 
Kawasan sebagai tempat 
permukiman perdesaan, 
pelayanan jasa 
pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan 
kegiatan ekonomi. 

24. Kawasan agropolitan 
adalah kawasan yang 
terdiri atas satu atau 
lebih pusat kegiatan 
pada wilayah perdesaan 
sebagai sistem produksi 
pertanian dan 
pengelolaan sumber 
daya alam tertentu yang 
ditunjukkan oleh adanya 
keterkaitan fungsional 
dan hierarki keruangan 

24. Kawasan agropolitan 
adalah kawasan yang 
terdiri atas satu atau 
lebih pusat kegiatan 
pada wilayah perdesaan 
sebagai sistem produksi 
pertanian dan 
pengelolaan sumber 
daya alam tertentu yang 
ditunjukkan oleh adanya 
keterkaitan fungsional 
dan hierarki keruangan 

24. Kawasan Agropolitan 
adalah Kawasan yang 
terdiri atas satu atau 
lebih pusat kegiatan 
pada Wilayah perdesaan 
sebagai sistem produksi 
pertanian dan 
pengelolaan sumber 
daya alam tertentu yang 
ditunjukkan oleh adanya 
keterkaitan fungsional 
dan hierarki keruangan 
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satuan sistem 
permukiman dan sistem 
agrobisnis.  

satuan sistem 
permukiman dan sistem 
agrobisnis. 

satuan sistem 
permukiman dan sistem 
agrobisnis. 

25. Kawasan perkotaan 
adalah wilayah yang 
mempunyai kegiatan 
utama bukan pertanian 
dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, 
pemusatan dan 
distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan 
kegiatan ekonomi.  

25. Kawasan perkotaan 
adalah wilayah yang 
mempunyai kegiatan 
utama bukan pertanian 
dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, 
pemusatan dan 
distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan 
kegiatan ekonomi. 

25. Kawasan Perkotaan 
adalah Wilayah yang 
mempunyai kegiatan 
utama bukan pertanian 
dengan susunan fungsi 
Kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, 
pemusatan dan 
distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan 
kegiatan ekonomi. 

26. Kawasan metropolitan 
adalah kawasan 
perkotaan yang terdiri 
atas sebuah kawasan 
perkotaan yang berdiri 
sendiri atau kawasan 
perkotaan inti dengan 
kawasan perkotaan di 
sekitarnya yang saling 
memiliki keterkaitan 
fungsional yang 
dihubungkan dengan 
sistem jaringan 
prasarana wilayah yang 
terintegrasi dengan 
jumlah penduduk secara 
keseluruhan sekurang-
kurangnya 1.000.000 
(satu juta) jiwa.  

26. Kawasan metropolitan 
adalah kawasan 
perkotaan yang terdiri 
atas sebuah kawasan 
perkotaan yang berdiri 
sendiri atau kawasan 
perkotaan inti dengan 
kawasan perkotaan di 
sekitarnya yang saling 
memiliki keterkaitan 
fungsional yang 
dihubungkan dengan 
sistem jaringan 
prasarana wilayah yang 
terintegrasi dengan 
jumlah penduduk secara 
keseluruhan sekurang-
kurangnya 1.000.000 
(satu juta) jiwa. 

26. Kawasan Metropolitan 
adalah Kawasan 
Perkotaan yang terdiri 
atas sebuah Kawasan 
Perkotaan yang berdiri 
sendiri atau Kawasan 
Perkotaan inti dengan 
Kawasan Perkotaan di 
sekitarnya yang saling 
memiliki keterkaitan 
fungsional yang 
dihubungkan dengan 
sistem jaringan 
prasarana Wilayah yang 
terintegrasi dengan 
jumlah penduduk secara 
keseluruhan sekurang-
kurangnya 1.000.000 
(satu juta) jiwa. 

27. Kawasan megapolitan 
adalah kawasan yang 
terbentuk dari 2 (dua) 
atau lebih kawasan 
metropolitan yang 
memiliki hubungan 
fungsional dan 
membentuk sebuah 
sistem.  

27. Kawasan megapolitan 
adalah kawasan yang 
terbentuk dari 2 (dua) 
atau lebih kawasan 
metropolitan yang 
memiliki hubungan 
fungsional dan 
membentuk sebuah 
sistem. 

27. Kawasan Megapolitan 
adalah Kawasan yang 
terbentuk dari 2 (dua) 
atau lebih Kawasan 
Metropolitan yang 
memiliki hubungan 
fungsional dan 
membentuk sebuah 
sistem. 

28. Kawasan strategis 
nasional adalah wilayah 
yang Penataan ruangnya 
diprioritaskan karena 
mempunyai pengaruh 
sangat penting secara 
nasional terhadap 
kedaulatan negara, 
pertahanan dan 

28. Kawasan strategis 
nasional adalah wilayah 
yang Penataan ruangnya 
diprioritaskan karena 
mempunyai pengaruh 
sangat penting secara 
nasional terhadap 
kedaulatan negara, 
pertahanan, dan 

28. Kawasan Strategis 
Nasional adalah Wilayah 
yang Penataan 
Ruangnya 
diprioritaskan karena 
mempunyai pengaruh 
sangat penting secara 
nasional terhadap 
kedaulatan negara, 
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keamanan negara, 
ekonomi, sosial, budaya, 
dan/atau lingkungan, 
termasuk wilayah yang 
telah ditetapkan sebagai 
warisan dunia.  

keamanan negara, 
ekonomi, sosial, budaya, 
dan/atau lingkungan, 
termasuk wilayah yang 
telah ditetapkan sebagai 
warisan dunia. 

pertahanan dan 
keamanan negara, 
ekonomi, sosial, budaya, 
dan/atau lingkungan, 
termasuk Wilayah yang 
telah ditetapkan sebagai 
warisan dunia. 

29. Kawasan strategis 
provinsi adalah wilayah 
yang Penataan ruangnya 
diprioritaskan karena 
mempunyai pengaruh 
sangat penting dalam 
lingkup provinsi 
terhadap ekonomi, 
sosial, budaya, dan/atau 
lingkungan.  

29. Kawasan strategis 
provinsi adalah wilayah 
yang Penataan ruangnya 
diprioritaskan karena 
mempunyai pengaruh 
sangat penting dalam 
lingkup provinsi 
terhadap ekonomi, 
sosial, budaya, dan/atau 
lingkungan. 

29. Kawasan Strategis 
Provinsi adalah Wilayah 
yang Penataan 
Ruangnya 
diprioritaskan karena 
mempunyai pengaruh 
sangat penting dalam 
lingkup provinsi 
terhadap ekonomi, 
sosial, budaya, dan/atau 
lingkungan.  

30. Kawasan strategis 
kabupaten/kota adalah 
wilayah yang Penataan 
ruangnya diprioritaskan 
karena mempunyai 
pengaruh sangat penting 
dalam lingkup 
kabupaten/kota 
terhadap ekonomi, 
sosial, budaya, dan/atau 
lingkungan.  

30. Kawasan strategis 
kabupaten/kota adalah 
wilayah yang Penataan 
ruangnya diprioritaskan 
karena mempunyai 
pengaruh sangat penting 
dalam lingkup 
kabupaten/kota 
terhadap ekonomi, 
sosial, budaya, dan/atau 
lingkungan. 

30. Kawasan Strategis 
KabupatenlKota adala 
Wilayah yang Penataan 
Ruangnya 
diprioritaskan karena 
mempunyai pengaruh 
sangat penting dalam 
lingkup kabupaten/kota 
terhadap ekonomi, 
sosial, budaya, dan/atau 
lingkungan. 

31. Ruang terbuka hijau 
adalah area 
memanjang/jalur 
dan/atau mengelompok, 
yang penggunaannya 
lebih bersifat terbuka, 
tempat tumbuh 
tanaman, baik yang 
tumbuh secara alamiah 
maupun yang sengaja 
ditanam.  

31. Ruang terbuka hijau 
adalah area 
memanjang/jalur 
dan/atau mengelompok 
yang penggunaannya 
lebih bersifat terbuka, 
tempat tumbuh 
tanaman, baik yang 
tumbuh secara 
alamiah maupun yang 
sengaja ditanam, dengan 
mempertimbangkan 
aspek fungsi ekologis, 
resapan air, ekonomi, 
sosial budaya, dan 
estetika. 

31. Ruang Terbuka Hijau 
adalah area 
memanjang/jalur 
dan/atau mengelompok 
yang penggunaannya 
lebih bersifat terbuka, 
tempat tumbuh 
tanaman, baik yang 
tumbuh secara alamiah 
maupun yang sengaja 
ditanam, dengan 
mempertimbangkan 
aspek fungsi ekologis, 
resapan air, ekonomi, 
sosial, budaya, dan 
estetika. 

32. Izin pemanfaatan ruang 
adalah izin yang 
dipersyaratkan dalam 
kegiatan pemanfaatan 
ruang sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

32. Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang 
adalah kesesuaian 
antara rencana kegiatan 
pemanfaatan ruang 
dengan rencana tata 
ruang. 

32. Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang 
adalah kesesuaian 
antara rencana kegiatan 
Pemanfaatan Ruang 
dengan Rencana Tata 
Ruang. 
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33. Orang adalah orang 

perseorangan dan/atau 
korporasi.  

33. Orang adalah orang 
perseorangan dan/atau 
korporasi. 

33. Orang adalah orang 
perseorangan dan/atau 
korporasi. 

34. Menteri adalah menteri 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan 
dalam bidang Penataan 
ruang. 

34. Menteri adalah menteri 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan 
dalam bidang Penataan 
ruang. 

34. Menteri adalah menteri 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang Penataan Ruang. 

 
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 6 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Penataan ruang 

diselenggarakan dengan 
memperhatikan:  
a. kondisi fisik wilayah 

Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
yang rentan 
terhadap bencana;  

b. potensi sumber daya 
alam, sumber daya 
manusia, dan 
sumber daya buatan; 
kondisi ekonomi, 
sosial, budaya, 
politik, hukum, 
pertahanan 
keamanan, 
lingkungan hidup, 
serta ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi sebagai 
satu kesatuan; dan  

c. geostrategi, 
geopolitik, dan 
geoekonomi. 

(1) Penataan ruang 
diselenggarakan dengan 
memperhatikan: 
a. kondisi fisik wilayah 

Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
yang rentan 
terhadap bencana; 

b. potensi sumber daya 
alam, sumber daya 
manusia, dan 
sumber daya buatan, 
kondisi ekonomi, 
sosial, budaya, 
politik, hukum, 
pertahanan 
keamanan, dan 
lingkungan hidup 
serta ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi sebagai 
satu kesatuan; dan  

c. geostrategi, 
geopolitik, dan 
geoekonomi. 

(1) Penataan ruang 
diselenggarakan dengan 
memperhatikan: 
a. kondisi fisik Wilayah 

Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
yang rentan 
terhadap bencana; 

b. potensi sumber daya 
alam, sumber daya 
manusia, dan 
sumber daya buatan, 
kondisi ekonomi, 
sosial, budaya, 
politik, hukum, 
pertahanan 
keamanan, dan 
lingkungan hidup 
serta ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi sebagai 
satu kesatuan; dan 

c. geostrategi, 
geopolitik, dan 
geoekonomi. 

(2) Penataan ruang wilayah 
nasional, Penataan ruang 
wilayah provinsi, dan 
Penataan ruang wilayah 
kabupaten/kota 
dilakukan secara 
berjenjang dan 
komplementer. 

(2) Penataan ruang wilayah 
nasional, Penataan ruang 
wilayah provinsi, dan 
Penataan ruang wilayah 
kabupaten/kota 
dilakukan secara 
berjenjang dan 
komplementer. 

(2) Penataan Ruang Wilayah 
nasional, Penataan 
Ruang Wilayah provinsi, 
dan Penataan Ruang 
Wilayah kabupaten/kota 
dilakukan secara 
berjenjang dan 
komplementer. 

(3) Penataan ruang wilayah 
nasional meliputi ruang 
wilayah yurisdiksi dan 
wilayah kedaulatan 
nasional yang mencakup 
ruang darat, ruang laut, 

(3) Penataan ruang wilayah 
secara berjenjang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan 
dengan cara rencana tata 
ruang wilayah nasional 

(3) Penataan Ruang Wilayah 
secara berjenjang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21 dilakukan 
dengan cara Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
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dan ruang udara, 
termasuk ruang di dalam 
bumi sebagai satu 
kesatuan. 

dijadikan acuan dalam 
penyusunan rencana tata 
ruang wilayah provinsi 
dan kabupaten/kota, dan 
rencana tata ruang 
wilayah provinsi menjadi 
acuan bagi penyusunan 
rencana tata ruang 
kabupaten/kota. 

Nasional dijadikan acuan 
dalam penyusunan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi dan 
kabupaten/kota, dan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi 
menjadi acuan bagi 
pen5rusunan Rencana 
Tata Ruang 
kabupaten/kota. 

(4) Penataan ruang wilayah 
provinsi dan 
kabupaten/kota meliputi 
ruang darat, ruang laut, 
dan ruang udara, 
termasuk ruang di dalam 
bumi sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

(4) Penataan ruang wilayah 
secara komplementer 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) merupakan 
Penataan ruang wilayah 
nasional, Penataan ruang 
wilayah provinsi, dan 
Penataan ruang wilayah 
kabupaten/kota yang 
disusun saling 
melengkapi satu sama 
lain dan bersinergi 
sehingga tidak terjadi 
tumpang tindih 
pengaturan rencana tata 
ruang. 

(4) Penataan Ruang Wilayah 
secara komplementer 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) 
merupakan Penataan 
Ruang Wilayah nasional, 
Penataan Ruang Wilayah 
provinsi, dan Penataan 
Ruang Wilayah 
kabupaten/kota yang 
disusun saling 
melengkapi satu sama 
lain dan bersinergi 
sehingga tidak terjadi 
tumpang tindih 
pengaturan Rencana 
Tata Ruang. 

(5) Ruang laut dan ruang 
udara, pengelolaannya 
diatur dengan undang-
undang tersendiri. 

(5) Penataan ruang wilayah 
nasional meliputi ruang 
wilayah yurisdiksi dan 
wilayah kedaulatan 
nasional yang mencakup 
ruang darat, ruang laut, 
dan ruang udara, 
termasuk ruang di dalam 
bumi sebagai satu 
kesatuan. 

(5) Penataan Ruang Wilayah 
nasional meliputi Ruang 
Wilayah yurisdiksi dan 
Wilayah kedaulatan 
nasional yang mencakup 
Ruang darat, Ruang laut, 
dan Ruang udara, 
termasuk Ruang di 
dalam bumi sebagai satu 
kesatuan. 

 (6) Penataan ruang wilayah 
provinsi dan 
kabupaten/kota meliputi 
ruang darat, ruang laut, 
dan ruang udara, 
termasuk ruang di dalam 
bumi sebagai satu 
kesatuan. 

(6) Penataan Ruang Wilayah 
provinsi dan 
kabupaten/kota 
meliputi Ruang darat, 
Ruang laut, dan Ruang 
udara, termasuk Ruang 
di dalam bumi sebagai 
satu kesatuan. 

 (7) Pengelolaan sumber daya 
ruang laut dan ruang 
udara diatur dengan 
Undang-Undang 
tersendiri. 

(7) Pengelolaan sumber 
daya Ruang laut dan 
Ruang udara diatur 
dengan Undang-Undang 
tersendiri. 

 (8) Dalam hal terjadi (8) Dalam hal terjadi 
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ketidaksesuaian antara 
pola ruang rencana tata 
ruang dan kawasan 
hutan, izin dan/atau hak 
atas tanah, penyelesaian 
ketidaksesuaian tersebut 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

ketidaksesuaian antara 
Pola Ruang Rencana 
Tata Ruang dan 
Kawasan hutan, izin 
dan/atau hak atas tanah, 
penyelesaian 
ketidaksesuaian 
tersebut diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 8 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Wewenang Pemerintah 

dalam penyelenggaraan 
Penataan ruang meliputi:  
a. pengaturan, 

pembinaan, dan 
pengawasan 
terhadap 
pelaksanaan 
Penataan ruang 
wilayah nasional, 
provinsi, dan 
kabupaten/kota, 
serta terhadap 
pelaksanaan 
Penataan ruang 
kawasan strategis 
nasional, provinsi, 
dan kabupaten/kota;  

b. pelaksanaan 
Penataan ruang 
wilayah nasional;  

c. pelaksanaan 
Penataan ruang 
kawasan strategis 
nasional; dan   

d. kerja sama Penataan 
ruang antarnegara 
dan pemfasilitasan 
kerja sama Penataan 
ruang antarprovinsi. 

(1) Wewenang Pemerintah 
Pusat dalam 
penyelenggaraan 
Penataan ruang meliputi: 
a. pengaturan, 

pembinaan, dan 
pengawasan 
terhadap 
pelaksanaan 
Penataan ruang 
wilayah nasional, 
provinsi, dan 
kabupaten/kota, 
serta terhadap 
pelaksanaan 
Penataan ruang 
kawasan strategis 
nasional; 

b. pemberian bantuan 
teknis bagi 
penyusunan rencana 
tata ruang wilayah 
provinsi, wilayah 
kabupaten/kota, dan 
rencana detail tata 
ruang; 

c. pembinaan teknis 
dalam kegiatan 
penyusunan rencana 
tata ruang wilayah 
provinsi, rencana 
tata ruang wilayah 
kabupaten/kota, dan 
rencana detail tata 
ruang; 

d. pelaksanaan 
Penataan ruang 
wilayah nasional; 

(1) Wewenang Pemerintah 
Pusat dalam 
penyelenggaraan 
Penataan ruang 
meliputi: 
a. pengaturan, 

pembinaan, dan 
pengawasan 
terhadap 
Pelaksanaan 
Penataan Ruang 
Wilayah nasional, 
provinsi, dan 
kabupaten/kota, 
serta terhadap 
Pelaksanaan 
Penataan Ruang 
Kawasan Strategis 
Nasional; 

b. pemberian bantuan 
teknis bagi 
penyusunan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi, 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah 
kabupaten/kota, dan 
rencana detail Tata 
Ruang; 

c. pembinaan teknis 
dalam kegiatan 
penyusunan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi, 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah 
kabupaten/kota, dan 
rencana detail Tata 
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e. pelaksanaan 

Penataan ruang 
kawasan strategis 
nasional; dan 

f. kerja sama Penataan 
ruang antarnegara 
dan memfasilitasi 
kerja sama Penataan 
ruang antarprovinsi. 

 

Ruang; 
d. Pelaksanaan 

Penataan Ruang 
Wilayah nasional; 

e. Pelaksanaan 
Penataan Ruang 
Kawasan Strategis 
Nasional; dan 

f. kerja sama Penataan 
Ruang antarnegara 
dan memfasilitasi 
kerja sama Penataan 
Ruang antarprovinsi. 

(2) Wewenang Pemerintah 
dalam pelaksanaan 
Penataan ruang nasional 
meliputi:  
a. perencanaan tata 

ruang wilayah 
nasional;  

b. pemanfaatan ruang 
wilayah nasional; dan   

c. pengendalian 
pemanfaatan ruang 
wilayah nasional. 

(2) Wewenang Pemerintah 
Pusat dalam pelaksanaan 
Penataan ruang nasional 
meliputi: 
a. perencanaan tata 

ruang wilayah 
nasional; 

b. pemanfaatan ruang 
wilayah nasional; dan  

c. pengendalian 
pemanfaatan ruang 
wilayah nasional. 

(2) Wewenang Pemerintah 
Pusat dalam 
Pelaksanaan Penataan 
Ruang nasional meliputi: 
a. Perencanaan Tata 

Ruang Wilayah 
nasional;  

b. Pemanfaatan Ruang 
Wilayah nasional; 
dan  

c. Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 
Wilayah nasional. 

(3) Wewenang Pemerintah 
dalam pelaksanaan 
Penataan ruang kawasan 
strategis nasional 
meliputi:  
a. penetapan kawasan 

strategis nasional;  
b. perencanaan tata 

ruang kawasan 
strategis nasional;  

c. pemanfaatan ruang 
kawasan strategis 
nasional; dan   

d. pengendalian 
pemanfaatan ruang 
kawasan strategis 
nasional. 

(3) Wewenang Pemerintah 
Pusat dalam pelaksanaan 
Penataan ruang kawasan 
strategis nasional 
meliputi: 
a. penetapan kawasan 

strategis nasional; 
b. perencanaan tata 

ruang kawasan 
strategis nasional; 

c. pemanfaatan ruang 
kawasan strategis 
nasional; dan  

d. pengendalian 
pemanfaatan ruang 
kawasan strategis 
nasional. 

(3) Wewenang Pemerintah 
Pusat dalam 
Pelaksanaan Penataan 
Ruang Kawasan 
Strategis Nasional 
meliputi: 
a. penetapan Kawasan 

Strategis Nasional; 
b. Perencanaan Tata 

Ruang Kawasan 
Strategis Nasional; 

c. Pemanfaatan Ruang 
Kawasan Strategis 
Nasional; dan 

d. Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 
Kawasan Strategis 
Nasional. 

(4) Pelaksanaan 
pemanfaatan ruang dan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 
kawasan strategis 
nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
huruf c dan huruf d dapat 

(4) Dalam rangka 
penyelenggaraan 
Penataan ruang, 
Pemerintah Pusat 
berwenang menyusun 
dan menetapkan 
pedoman bidang 
Penataan ruang. 

(4) Dalam rangka 
Penyelenggaraan 
Penataan Ruang, 
Pemerintah Pusat 
berwenang men5rusun 
dan menetapkan 
pedoman bidang 
Penataan Ruang. 
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dilaksanakan pemerintah 
daerah melalui 
dekonsentrasi dan/atau 
tugas pembantuan.    

(5) Dalam rangka 
penyelenggaraan 
Penataan ruang, 
Pemerintah berwenang 
menyusun dan 
menetapkan pedoman 
bidang Penataan ruang. 

(5) Dalam pelaksanaan 
wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan 
ayat (4), Pemerintah 
Pusat: 
a. menyebarluaskan 

informasi yang 
berkaitan dengan: 
1. rencana umum dan 

rencana rinci tata 
ruang dalam 
rangka 
pelaksanaan 
Penataan ruang 
wilayah nasional; 
dan 

2. pedoman bidang 
Penataan ruang.  

3. menetapkan 
standar pelayanan 
minimal bidang 
Penataan ruang. 

(5) Dalam pelaksanaan 
wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
ayat (21, ayat (3), dan 
ayat (4), Pemerintah 
Pusat: 
a. menyebarluaskan 

informasi yang 
berkaitan dengan: 
1. rencana umum 

dan rencana rinci 
Tata Ruang dalam 
rangka 
pelaksanaan 
Penataan Ruang 
Wilayah nasional; 
dan 

2. pedoman bidang 
Penataan Ruang. 

(6) Dalam pelaksanaan 
wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), ayat 
(4), dan ayat (5), 
Pemerintah: a. 
menyebarluaskan 
informasi yang berkaitan 
dengan: 1) rencana 
umum dan rencana rinci 
tata ruang dalam rangka 
pelaksanaan Penataan 
ruang wilayah nasional; 
2) arahan peraturan 
zonasi untuk sistem 
nasional yang disusun 
dalam rangka 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 
wilayah nasional; dan 3) 
pedoman bidang 
Penataan ruang; b. 
menetapkan standar 
pelayanan minimal 
bidang Penataan ruang. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kewenangan 
penyelenggaraan 
Penataan ruang diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kewenangan 
Penyelenggaraan 
Penataan Ruang diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 
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4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 9 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Penyelenggaraan 

Penataan ruang 
dilaksanakan oleh 
seorang Menteri. 

(1) Penyelenggaraan 
Penataan ruang 
dilaksanakan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(1) Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 
dilaksanakan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(2) Tugas dan tanggung 
jawab Menteri dalam 
penyelenggaraan 
Penataan ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mencakup:  
a. pengaturan, 

pembinaan, dan 
pengawasan 
Penataan ruang;  

b. pelaksanaan 
Penataan ruang 
nasional; dan   

c. koordinasi 
penyelenggaraan 
Penataan ruang lintas 
sektor, lintas wilayah, 
dan lintas pemangku 
kepentingan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tugas dan 
tanggung jawab 
penyelenggaraan 
Penataan ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tugas dan 
tanggung jawab 
Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 10 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Wewenang pemerintah 

daerah provinsi dalam 
penyelenggaraan 
Penataan ruang 
meliputi:  
a. pengaturan, 

pembinaan, dan 
pengawasan 
terhadap 
pelaksanaan 
Penataan ruang 
wilayah provinsi, dan 
kabupaten/kota, 
serta terhadap 
pelaksanaan 
Penataan ruang 
kawasan strategis 
provinsi dan 
kabupaten/kota; 

b. pelaksanaan 

(1) Wewenang pemerintah 
daerah provinsi dalam 
penyelenggaraan 
Penataan ruang 
meliputi:  
a. pengaturan, 

pembinaan, dan 
pengawasan 
terhadap 
pelaksanaan 
Penataan ruang 
wilayah provinsi, 
dan kabupaten/kota, 
serta terhadap 
pelaksanaan 
Penataan ruang 
kawasan strategis 
provinsi dan 
kabupaten/kota;  

b. pelaksanaan 

(1) Wewenang Pemerintah 
Daerah provinsi 
dilaksanakan 
sesuai dengan norna, 
standar, prosedur, dan 
kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dalam 
Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 
meliputi: 
a. pengaturan, 

pembinaan, dan 
pengawasan 
terhadap 
Pelaksanaan 
Penataan Ruang 
Wilayah provinsi, 
dan kabupaten/kota; 

b. pengaturan, 
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Penataan ruang 
wilayah provinsi;  

c. pelaksanaan 
Penataan ruang 
kawasan strategis 
provinsi; dan   

d. kerja sama Penataan 
ruang antarprovinsi 
dan pemfasilitasan 
kerja sama Penataan 
ruang 
antarkabupaten/kota
. 

Penataan ruang 
wilayah provinsi;  

c. pelaksanaan 
Penataan ruang 
kawasan strategis 
provinsi; dan  kerja 
sama Penataan 
ruang antarprovinsi 
dan pemfasilitasan 
kerja sama Penataan 
ruang 
antarkabupaten/kot
a. 

pembinaan, dan 
pengawasan 
terhadap 
Pelaksanaan 
Penataan Ruang 
Wilayah provinsi, 
dan kabupaten/ kota; 

c. kerja sama Penataan 
Ruang antarprovinsi 
dan memfasilitasi 
kerja sama Penataan 
Ruang 
antarkabupaten/kota
. (2) Wewenang pemerintah 

daerah provinsi dalam 
pelaksanaan Penataan 
ruang wilayah provinsi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 
meliputi:  
a. perencanaan tata 

ruang wilayah 
provinsi;  

b. pemanfaatan ruang 
wilayah provinsi; dan   

c. pengendalian 
pemanfaatan ruang 
wilayah provinsi. 

(2) Wewenang pemerintah 
daerah provinsi dalam 
pelaksanaan Penataan 
ruang wilayah provinsi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 
meliputi:  
a. perencanaan tata 

ruang wilayah 
provinsi;  

b. pemanfaatan ruang 
wilayah provinsi; 
dan   

c. pengendalian 
pemanfaatan ruang 
wilayah provinsi. (3) Dalam Penataan ruang 

kawasan strategis 
provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, pemerintah 
daerah provinsi 
melaksanakan:  
a. penetapan kawasan 

strategis provinsi;  
b. perencanaan tata 

ruang kawasan 
strategis provinsi;  

c. pemanfaatan ruang 
kawasan strategis 
provinsi; dan   

d. pengendalian 
pemanfaatan ruang 
kawasan strategis 
provinsi. 

(4) Pelaksanaan 
pemanfaatan ruang dan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 
kawasan strategis 
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provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
huruf c dan huruf d 
dapat dilaksanakan 
pemerintah daerah 
kabupaten/kota melalui 
tugas pembantuan. 

(5) Dalam rangka 
penyelenggaraan 
Penataan ruang wilayah 
provinsi, pemerintah 
daerah provinsi dapat 
menyusun petunjuk 
pelaksanaan bidang 
Penataan ruang pada 
tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota. 

(6) Dalam pelaksanaan 
wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), ayat 
(4), dan ayat (5), 
pemerintah daerah 
provinsi:  
a. menyebarluaskan 

informasi yang 
berkaitan dengan:  
1) rencana umum 

dan rencana rinci 
tata ruang dalam 
rangka 
pelaksanaan 
Penataan ruang 
wilayah provinsi;  

2) arahan peraturan 
zonasi untuk 
sistem provinsi 
yang disusun 
dalam rangka 
pengendalian 
pemanfaatan 
ruang wilayah 
provinsi; dan  

3) petunjuk 
pelaksanaan 
bidang Penataan 
ruang;  

b. melaksanakan 
standar pelayanan 
minimal bidang 
Penataan ruang. 

 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      118

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
(7) Dalam hal pemerintah 

daerah provinsi tidak 
dapat memenuhi 
standar pelayanan 
minimal bidang 
Penataan ruang, 
Pemerintah mengambil 
langkah penyelesaian 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

  

 
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 11 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Wewenang pemerintah 

daerah kabupaten/kota 
dalam penyelenggaraan 
Penataan ruang meliputi:  
a. pengaturan, 

pembinaan, dan 
pengawasan 
terhadap 
pelaksanaan 
Penataan ruang 
wilayah 
kabupaten/kota dan 
kawasan strategis 
kabupaten/kota; 

b. pelaksanaan 
Penataan ruang 
wilayah 
kabupaten/kota;  

c. pelaksanaan 
Penataan ruang 
kawasan strategis 
kabupaten/kota; dan  

d. kerja sama Penataan 
ruang 
antarkabupaten/ 
kota. 

(1) Wewenang Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota 
dilaksanakan sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dalam 
penyelenggaraan 
Penataan ruang 
meliputi: 
a. pengaturan, 

pembinaan, dan 
pengawasan 
terhadap 
pelaksanaan 
Penataan ruang 
wilayah 
kabupaten/kota; 

b. pelaksanaan 
Penataan ruang 
wilayah 
kabupaten/kota; dan 

c. kerja sama Penataan 
ruang 
antarkabupaten/kot
a. 

(1) Wewenang Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota 
dilaksanakan sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
dalam Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 
meliputi: 
a. pengaturan, 

pembinaan, dan 
pengawasan 
terhadap 
Pelaksanaan 
Penataan Ruang 
Wilayah 
kabupaten/kota;  

b. Pelaksanaan 
Penataan Ruang 
Wilayah 
kabupaten/kota; dan 

c. kerja sama Penataan 
Ruang 
antarkabupaten/kot
a. (2) Wewenang pemerintah 

daerah kabupaten/kota 
dalam pelaksanaan 
Penataan ruang wilayah 
kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 
meliputi: a. perencanaan 
tata ruang wilayah 
kabupaten/ kota; b. 
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pemanfaatan ruang 
wilayah kabupaten/kota; 
dan c. pengendalian 
pemanfaatan ruang 
wilayah kabupaten/kota. 

(3) Dalam pelaksanaan 
Penataan ruang kawasan 
strategis kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, 
pemerintah daerah 
kabupaten/kota 
melaksanakan: a. 
penetapan kawasan 
strategis 
kabupaten/kota; b. 
perencanaan tata ruang 
kawasan strategis 
kabupaten/kota; c. 
pemanfaatan ruang 
kawasan strategis 
kabupaten/kota; dan d. 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 
kawasan strategis 
kabupaten/kota. 

(4) Dalam melaksanakan 
kewenangan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat 
(2), pemerintah daerah 
kabupaten/kota 
mengacu pada pedoman 
bidang Penataan ruang 
dan petunjuk 
pelaksanaannya. 

(5) Dalam pelaksanaan 
wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan 
ayat (4), pemerintah 
daerah kabupaten/kota: 
a. menyebarluaskan 
informasi yang berkaitan 
dengan rencana umum 
dan rencana rinci tata 
ruang dalam rangka 
pelaksanaan Penataan 
ruang wilayah 
kabupaten/kota; dan b. 
melaksanakan standar 
pelayanan minimal 
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bidang Penataan ruang 

(6) Dalam hal pemerintah 
daerah kabupaten/kota 
tidak dapat memenuhi 
standar pelayanan 
minimal bidang Penataan 
ruang, pemerintah 
daerah provinsi dapat 
mengambil langkah 
penyelesaian sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

 
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 14 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Perencanaan tata ruang 

dilakukan untuk 
menghasilkan: a. 
rencana umum tata 
ruang; dan b. rencana 
rinci tata ruang. 

(1) Perencanaan tata ruang 
dilakukan untuk 
menghasilkan: 
a. rencana umum tata 

ruang; dan 
b. rencana rinci tata 

ruang. 

(1) Perencanaan Tata Ruang 
dilakukan untuk 
menghasilkan: 
a. rencana umum Tata 

Ruang; dan 
b. rencana rinci Tata 

Ruang. 
(2) Rencana umum tata 

ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf a secara 
berhierarki terdiri atas:  
a. Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional;  
b. rencana tata ruang 

wilayah provinsi; 
dan  

c. rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
dan rencana tata 
ruang wilayah kota. 

(2) Rencana umum tata 
ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf a secara 
hierarki terdiri atas: 
a. rencana tata ruang 

wilayah nasional; 
b. rencana tata ruang 

wilayah provinsi; 
dan  

c. rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
dan rencana tata 
ruang wilayah kota. 

(2) Rencana umum Tata 
Ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf a secara hierarki 
terdiri atas: 
a. Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional; 
b. Rencana Tata Ruang 

Wilayah provinsi; 
dan 

c. Rencana Tata Ruang 
Wilayah kabupaten 
dan Rencana Tata 
Ruang Wilayah kota. 

(3) Rencana rinci tata ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 
terdiri atas:  
a. rencana tata ruang 

pulau/kepulauan dan 
rencana tata ruang 
kawasan strategis 
nasional;  

b. rencana tata ruang 
kawasan strategis 
provinsi; dan  

c. rencana detail tata 

(3) Rencana rinci tata ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 
terdiri atas: 
a. rencana tata ruang 

pulau/kepulauan 
dan rencana tata 
ruang kawasan 
strategis nasional; 
dan 

b. rencana detail tata 
ruang 
kabupaten/kota. 

(3) Rencana rinci Tata 
Ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri atas: 
a. Rencana Tata Ruang 

pulau/kepulauan 
dan Rencana Tata 
Ruang Kawasan 
StrategisNasional; 
dan 

b. rencana detail Tata 
Ruang kabupaten 
dan rencana detail 
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ruang 
kabupaten/kota dan 
rencana tata ruang 
kawasan strategis 
kabupaten/kota. 

 Tata Ruang kota. 

(4) Rencana rinci tata ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 
disusun sebagai 
perangkat operasional 
rencana umum tata 
ruang. 

(4) Rencana rinci tata ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 
disusun sebagai 
perangkat operasional 
rencana umum tata 
ruang. 

(4) Rencana rinci Tata 
Ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf b disusun sebagai 
perangkat operasional 
rencana umum Tata 
Ruang. 

(5) Rencana rinci tata ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a 
dan huruf b disusun 
apabila:  
a. rencana umum tata 

ruang belum dapat 
dijadikan dasar 
dalam pelaksanaan 
pemanfaatan ruang 
dan pengendalian 
pemanfaatan ruang; 
dan/atau 

b. rencana umum tata 
ruang mencakup 
wilayah 
perencanaan yang 
luas dan skala peta 
dalam rencana 
umum tata ruang 
tersebut 
memerlukan 
perincian sebelum 
dioperasionalkan. 

(5) Rencana rinci tata ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a 
disusun apabila: 
a. rencana umum tata 

ruang belum dapat 
dijadikan dasar 
dalam pelaksanaan 
pemanfaatan ruang 
dan pengendalian 
pemanfaatan ruang; 
dan/atau 

b. rencana umum tata 
ruang yang 
mencakup wilayah 
perencanaan yang 
luas dan skala peta 
dalam rencana 
umum tata ruang 
tersebut 
memerlukan 
perincian sebelum 
dioperasionalkan. 

 

(5) Rencana rinci Tata 
Ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
disusun apabila: 
a. rencana umum Tata 

Ruang belum dapat 
dijadikan dasar 
dalam Pelaksanaan 
Pemanfaatan Ruang 
dan Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang; 
dan/atau 

b. rencana umum Tata 
Ruang yang 
mencakup Wilayah 
perencanaan yang 
luas dan skala peta 
dalam rencana 
umum Tata Ruang 
tersebut 
memerlukan 
perincian sebelum 
dioperasionalkan. 

(6) Rencana detail tata 
ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
huruf c dijadikan dasar 
bagi penyusunan 
peraturan zonasi. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tingkat 
ketelitian peta rencana 
umum tata ruang dan 
rencana rinci tata ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tingkat 
ketelitian peta rencana 
umum Tata Ruang dan 
rencana rinci Tata Ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(7) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tingkat 
ketelitian peta rencana 
tata ruang diatur dengan 
peraturan pemerintah. 

 
8. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A yang berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 14A 
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(1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata 

ruang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 dilakukan dengan 
memperhatikan: 
a. daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup dan kajian 
lingkungan hidup strategis; dan 

b. kedetailan informasi tata ruang yang 
akan disajikan serta kesesuaian 
ketelitian peta rencana tata ruang. 

(1) Pelaksanaan penyusunan Rencana Tata 
Ruang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 dilakukan dengan 
memperhatikan: 
a. daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup dan kajian 
lingkungan hidup strategis; dan 

b. kedetailan informasi Tata Ruang 
yang akan disajikan serta 
kesesuaian ketelitian peta Rencana 
Tata Ruang. 

(2) Penyusunan kajian lingkungan hidup 
strategis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilakukan dalam 
penyusunan rencana tata ruang. 

(2) Penyusunan kajian lingkungan hidup 
strategis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilakukan dalam 
penyusunan Rencana Tata Ruang. 

(3) Pemenuhan kesesuaian ketelitian peta 
rencana tata ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan melalui penyusunan peta 
rencana tata ruang di atas Peta Dasar. 

(3) Pemenuhan kesesuaian ketelitian peta 
Rencana Tata Ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan melalui pen5rusunan peta 
Rencana Tata Ruang di atas peta dasar. 

(4) Dalam hal Peta Dasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, 
penyusunan rencana tata ruang 
dilakukan dengan menggunakan Peta 
Dasar lainnya. 

(4) Dalam hal peta dasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, 
penJrusunan Rencana Tata Ruang 
dilakukan dengan menggunakan peta 
dasar lainnya. 

 
9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 17 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Muatan rencana tata 

ruang mencakup 
rencana struktur ruang 
dan rencana pola ruang. 

(1) Muatan rencana tata 
ruang mencakup: 
a. rencana struktur 

ruang; dan 
b. rencana pola ruang.    

(1) Muatan Rencana Tata 
Ruang mencakup: 
a. rencana Struktur 

Ruang; dan 
b. rencana Pola Ruang. 

(2) Rencana struktur ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi 
rencana sistem pusat 
permukiman dan 
rencana sistem jaringan 
prasarana 

(2) Rencana struktur ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a 
meliputi rencana sistem 
pusat permukiman dan 
rencana sistem jaringan 
prasarana. 

(2) Rencana Strrrktur 
Ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi rencana 
sistem pusat 
permukiman dan 
rencana sistem jaringan 
prasarana. 

(3) Rencana pola ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi 
peruntukan kawasan 
lindung dan kawasan 
budi daya. 

(3) Rencana pola ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 
meliputi peruntukan 
kawasan lindung dan 
kawasan budi daya. 

(3) Rencana Pola Ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 
meliputi peruntukan 
Kawasan Lindung dan 
Kawasan Budi Daya. 

(4) Peruntukan kawasan 
lindung dan kawasan 
budi daya sebagaimana 

(4) Peruntukan kawasan 
lindung dan kawasan 
budi daya sebagaimana 

(4) Peruntukan Kawasan 
Lindung dan Kawasan 
Budi Daya sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (3) 
meliputi peruntukan 
ruang untuk kegiatan 
pelestarian lingkungan, 
sosial, budaya, ekonomi, 
pertahanan, dan 
keamanan. 

dimaksud pada ayat (3) 
meliputi peruntukan 
ruang untuk kegiatan 
pelestarian lingkungan, 
sosial, budaya, ekonomi, 
pertahanan, dan 
keamanan. 

dimaksud pada ayat (3) 
meliputi peruntukan 
Ruang untuk kegiatan 
pelestarian lingkungan, 
sosial, budaya, ekonomi, 
pertahanan dan 
keamanan. 

(5) Dalam rangka 
pelestarian lingkungan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), dalam 
rencana tata ruang 
wilayah ditetapkan 
kawasan hutan paling 
sedikit 30 (tiga puluh) 
persen dari luas daerah 
aliran sungai. 

(5) Dalam rangka 
pelestarian lingkungan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), pada 
rencana tata ruang 
wilayah ditetapkan luas 
kawasan hutan dan 
penutupan hutan untuk 
setiap pulau, daerah 
aliran sungai, provinsi, 
kabupaten/kota, 
berdasarkan kondisi 
biogeofisik, iklim, 
penduduk, dan keadaan 
sosial ekonomi 
masyarakat setempat. 

(5) Dalam rangka 
pelestarian lingkungan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), pada 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah ditetapkan luas 
Kawasan hutan dan 
penutupan hutan untuk 
setiap pulau, daerah 
aliran sungai, provinsi, 
kabupaten/kota, 
berdasarkan kondisi 
biogeofisik, iklim, 
penduduk, dan keadaan 
sosial ekonomi 
masyarakat setempat. 

(6) Penyusunan rencana 
tata ruang harus 
memperhatikan 
keterkaitan 
antarwilayah, 
antarfungsi kawasan, 
dan antarkegiatan 
kawasan. 

(6) Penyusunan rencana tata 
ruang harus 
memperhatikan 
keterkaitan 
antarwilayah, 
antarfungsi kawasan, 
dan antar kegiatan 
kawasan. 

(6) Pen5rusunan Rencana 
Tata Ruang harus 
memperhatikan 
keterkaitan 
antarwilayah, 
antarfungsi Kawasan, 
dan antarkegiatan 
Kawasan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
penyusunan rencana 
tata ruang yang 
berkaitan dengan fungsi 
pertahanan dan 
keamanan sebagai 
subsistem rencana tata 
ruang wilayah diatur 
dengan peraturan 
pemerintah. 

(7) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
penyusunan rencana tata 
ruang yang berkaitan 
dengan fungsi 
pertahanan dan 
keamanan sebagai 
subsistem rencana tata 
ruang wilayah diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(7) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pen5rusunan Rencana 
Tata Ruang yang 
berkaitan dengan fungsi 
pertahanan dan 
keamanan sebagai 
subsistem Rencana Tata 
Ruang Wilayah diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 18 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Penetapan rancangan 

peraturan daerah 
provinsi tentang rencana 
tata ruang wilayah 
provinsi dan rencana 

(1) Penetapan rencana tata 
ruang wilayah provinsi 
atau kabupaten/kota dan 
rencana detail tata ruang 
terlebih dahulu harus 

(1) Penetapan Rencana Tata 
Ruang Wilayah provinsi 
atau kabupaten/kota dan 
rencana detail Tata 
Ruang terlebih dahulu 
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rinci tata ruang terlebih 
dahulu harus mendapat 
persetujuan substansi 
dari Menteri. 

mendapat persetujuan 
substansi dari 
Pemerintah Pusat. 

harus mendapat 
persetujuan substansi 
dari Pemerintah Pusat. 

(2) Penetapan rancangan 
peraturan daerah 
kabupaten/kota 
TENTANG rencana tata 
ruang wilayah 
kabupaten/kota dan 
rencana rinci tata ruang 
terlebih dahulu harus 
mendapat persetujuan 
substansi dari Menteri 
setelah mendapatkan 
rekomendasi Gubernur. 

(2) Sebelum diajukan 
persetujuan substansi 
kepada Pemerintah 
Pusat, rencana detail tata 
ruang kabupaten/kota 
yang dituangkan dalam 
rancangan Peraturan 
Kepala Daerah 
Kabupaten/Kota terlebih 
dahulu dilakukan 
konsultasi publik 
termasuk dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat 
Daerah. 

(2) Sebelum diajukan 
persetujuan substansi 
kepada Pemerintah 
Pusat, rencana detail 
Tata Ruang 
kabupaten/kota yang 
dituangkan dalam 
rancangan peraturan 
kepala daerah 
kabupaten/kota terlebih 
dahulu dilakukan 
konsultasi publik 
termasuk dengan dewan 
perwakilan ralryat 
daerah. 

(3) Ketentuan mengenai 
muatan, pedoman, dan 
tata cara penyusunan 
rencana tata ruang 
wilayah provinsi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan 
penyusunan rencana tata 
ruang wilayah 
kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 
dengan peraturan 
Menteri. 

(3) Bupati/Wali Kota wajib 
menetapkan rancangan 
peraturan kepala daerah 
kabupaten/kota tentang 
rencana detail tata ruang 
paling lama 1 (satu) 
bulan setelah mendapat 
persetujuan substansi 
dari Pemerintah Pusat. 

(3) Bupati/wali kota wajib 
menetapkan rancangan 
peraturan kepala daerah 
kabupaten/kota tentang 
rencana detail Tata 
Ruang paling lama 1 
(satu) bulan setelah 
mendapat persetujuan 
substansi dari 
Pemerintah Pusat. 

(4) Dalam hal bupati/wali 
kota tidak menetapkan 
rencana detail tata ruang 
setelah jangka waktu 
sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (3), 
rencana detail tata ruang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(4) Dalam hal bupati/wali 
kota tidak menetapkan 
rencana detail Tata 
Ruang setelah jangka 
waktu sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (3), 
rencana detail Tata 
Ruang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai muatan, 
pedoman, dan tata cara 
penyusunan rencana tata 
ruang wilayah provinsi 
atau kabupaten/kota dan 
rencana detail tata ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai muatan, 
pedoman, dan tata cara 
penyusunan Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
provinsi atau 
kabupaten/kota dan 
rencana detail Tata 
Ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional 
memuat:  
a. tujuan, kebijakan, 

dan strategi 
Penataan ruang 
wilayah nasional;  

b. rencana struktur 
ruang wilayah 
nasional yang 
meliputi sistem 
perkotaan nasional 
yang terkait 
dengan kawasan 
perdesaan dalam 
wilayah 
pelayanannya dan 
sistem jaringan 
prasarana utama;  

c. rencana pola ruang 
wilayah nasional 
yang meliputi 
kawasan lindung 
nasional dan 
kawasan budi daya 
yang memiliki nilai 
strategis nasional;  

d. penetapan 
kawasan strategis 
nasional;  

e. arahan 
pemanfaatan ruang 
yang berisi indikasi 
program utama 
jangka menengah 
lima tahunan; dan  

f. arahan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 
wilayah nasional 
yang berisi indikasi 
arahan peraturan 
zonasi sistem 
nasional, arahan 
perizinan, arahan 
insentif dan 
disinsentif, serta 
arahan sanksi. 

(1) Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional 
memuat: 
a. tujuan, kebijakan, dan 

strategi Penataan 
ruang wilayah 
nasional; 

b. rencana struktur 
ruang wilayah 
nasional yang 
meliputi sistem 
perkotaan nasional 
yang terkait dengan 
kawasan perdesaan 
dalam wilayah 
pelayanannya dan 
sistem jaringan 
prasarana utama; 

c. rencana pola ruang 
wilayah nasional yang 
meliputi kawasan 
lindung nasional dan 
kawasan budi daya 
yang memiliki nilai 
strategis nasional; 

d. penetapan kawasan 
strategis nasional; 

e. arahan pemanfaatan 
ruang yang berisi 
indikasi program 
utama jangka 
menengah lima 
tahunan; dan 

f. arahan pengendalian 
pemanfaatan ruang 
wilayah nasional yang 
berisi indikasi arahan 
zonasi sistem 
nasional, arahan 
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang, 
arahan insentif dan 
disinsentif, serta 
arahan sanksi. 

(1) Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional 
memuat: 
a. tujuan, kebijakan, 

dan strategi 
Penataan Ruang 
Wilayah nasional; 

b. rencana Struktur 
Ruang Wilayah 
nasional yang 
meliputi sistem 
perkotaan nasional 
yang terkait dengan 
Kawasan Perdesaan 
dalam Wilayah 
pelayanannya dan 
sistem jaringan 
prasarana utama; 

c. rencana Pola Ruang 
Wilayah nasional 
yang meliputi 
Kawasan Lindung 
nasional dan 
Kawasan Budi Daya 
yang memiliki nilai 
strategis nasional; 

d. penetapan Kawasan 
Strategis Nasional; 

e. arahan Pemanfaatan 
Ruang yang berisi 
indikasi program 
utama jangka 
menengah 5 (lima) 
tahunan; dan 

f. arahan Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 
Wilayah nasional 
yang berisi indikasi 
arahan zonasi sistem 
nasional, arahan 
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang, 
arahan insentif dan 
disinsentif, serta 
arahan sanksi. 

(2) Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional 
menjadi pedoman 

(2) Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional menjadi 
pedoman untuk: 

(2) Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional 
menjadi pedoman untuk: 
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untuk:  
a. penyusunan rencana 

pembangunan 
jangka panjang 
nasional;  

b. penyusunan rencana 
pembangunan 
jangka menengah 
nasional;  

c. pemanfaatan ruang 
dan pengendalian 
pemanfaatan ruang 
di wilayah nasional;  

d. mewujudkan 
keterpaduan, 
keterkaitan, dan 
keseimbangan 
perkembangan 
antarwilayah 
provinsi, serta 
keserasian 
antarsektor;  

e. penetapan lokasi 
dan fungsi ruang 
untuk investasi;  

f. Penataan ruang 
kawasan strategis 
nasional; dan  

g. Penataan ruang 
wilayah provinsi dan 
kabupaten/kota. 

a. penyusunan rencana 
pembangunan jangka 
panjang nasional; 

b. penyusunan rencana 
pembangunan jangka 
menengah nasional; 

c. pemanfaatan ruang 
dan pengendalian 
pemanfaatan ruang di 
wilayah nasional; 

d. pewujudan 
keterpaduan, 
keterkaitan, dan 
keseimbangan 
perkembangan 
antarwilayah provinsi, 
serta keserasian 
antarsektor; 

e. penetapan lokasi dan 
fungsi ruang untuk 
investasi; 

f. Penataan ruang 
kawasan strategis 
nasional; dan 

g. Penataan ruang 
wilayah provinsi dan 
kabupaten/kota. 

a. penyusunan rencana 
pembangunan jangka 
panjang nasional; 

b. penyusunan rencana 
pembangunan jangka 
menengah nasional; 

c. Pemanfaatan Ruang 
dan Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 
di Wilayah nasional; 

d. pewujudan 
keterpaduan, 
keterkaitan, dan 
keseimbangan 
perkembangan 
antarwilayah 
provinsi, serta 
keserasian 
antarsektor; 

e. penetapan lokasi dan 
fungsi Ruang untuk 
investasi; 

f. Penataan Ruang 
Kawasan Strategis 
Nasional; dan 

g. Penataan Ruang 
Wilayah provinsi dan 
kabupaten/kota. 

(3) Jangka waktu Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
Nasional adalah 20 
(dua puluh) tahun. 

(3) Jangka waktu Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
Nasional adalah 20 (dua 
puluh) tahun. 

(3) Jangka waktu Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
Nasional adalah 20 (dua 
puluh) tahun. 

(4) Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditinjau 
kembali 1 (satu) kali 
dalam 5 (lima) tahun. 

(4) Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional ditinjau 
kembali 1 (satu) kali 
dalam setiap periode 5 
(lima) tahunan. 

(4) Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional 
ditinjau kembali 1 (satu) 
kali dalam setiap periode 
5 (lima) tahunan. 

(5) Dalam kondisi 
lingkungan strategis 
tertentu yang berkaitan 
dengan bencana alam 
skala besar yang 
ditetapkan dengan 
peraturan perundang-
undangan dan/atau 
perubahan batas 
teritorial negara yang 
ditetapkan dengan 

(5) Peninjauan kembali 
rencana tata ruang dapat 
dilakukan lebih dari 1 
(satu) kali dalam periode 
5 (lima) tahun apabila 
terjadi perubahan 
lingkungan strategis 
berupa: 
a. bencana alam skala 

besar yang 
ditetapkan dengan 

(5) Peninjauan kembali 
Rencana Tata Ruang 
dapat dilakukan lebih 
dari 1 (satu) kali dalam 
periode 5 (lima) tahun 
apabila terjadi 
perubahan lingkungan 
strategis berupa: 
a. besar yang 

ditetapkan dengan 
peraturan 
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Undang-Undang, 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional 
ditinjau kembali lebih 
dari 1 (satu) kali dalam 
5 (lima) tahun. 

peraturan 
perundang-
undangan; 

b. perubahan batas 
teritorial negara yang 
ditetapkan dengan 
Undang-Undang; 

c. perubahan batas 
wilayah daerah yang 
ditetapkan dengan 
Undang-Undang; dan 

d. perubahan kebijakan 
nasional yang 
bersifat strategis. 

perundang-
undangan; 

b. perubahan batas 
teritorial negara yang 
ditetapkan dengan 
Undang-Undang; 

c. perubahan batas 
Wilayah daerah yang 
ditetapkan dengan 
Undang-Undang; dan 

d. perubahan kebijakan 
nasional yang 
bersifat strategis. 

(6) Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional diatur 
dengan peraturan 
pemerintah. 

(6) Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional 
ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 

(6) Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional 
ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 22 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Penyusunan rencana 

tata ruang wilayah 
provinsi mengacu pada:  
a. Rencana Tata 

Ruang Wilayah 
Nasional;  

b. pedoman bidang 
Penataan ruang; 
dan  

c. rencana 
pembangunan 
jangka panjang 
daerah. 

(1) Penyusunan rencana tata 
ruang wilayah provinsi 
mengacu pada: 
a. Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional; 
b. pedoman bidang 

Penataan ruang; dan 
c. rencana 

pembangunan jangka 
panjang daerah. 

 

(1) Penyusunan Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
provinsi mengacu pada: 
a. Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional; 
b. pedoman bidang 

Penataan Ruang; dan 
c. rencana 

pembangunan jangka 
panjang daerah. 

(2) Penyusunan rencana 
tata ruang wilayah 
provinsi harus 
memperhatikan:  
a. perkembangan 

permasalahan 
nasional dan hasil 
pengkajian implikasi 
Penataan ruang 
provinsi;  

b. upaya pemerataan 
pembangunan dan 
pertumbuhan 
ekonomi provinsi;  

c. keselarasan aspirasi 
pembangunan 

(2) Penyusunan rencana 
tata ruang wilayah 
provinsi harus 
memperhatikan: 
a. perkembangan 

permasalahan 
nasional dan hasil 
pengkajian implikasi 
Penataan ruang 
provinsi; 

b. upaya pemerataan 
pembangunan dan 
pertumbuhan 
ekonomi provinsi; 

c. keselarasan aspirasi 
pembangunan 

(2) Penyusunan Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
provinsi harus 
memperhatikan: 
a. perkembangan 

permasalahan 
nasional dan hasil 
pengkajian implikasi 
Penataan Ruang 
provinsi; 

b. upaya pemerataan 
pembangunan dan 
pertumbuhan 
ekonomi provinsi; 

c. keselarasan aspirasi 
pembangunan 
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provinsi dan 
pembangunan 
kabupaten/kota;  

d. daya dukung dan 
daya tampung 
lingkungan hidup;  

e. rencana 
pembangunan 
jangka panjang 
daerah;  

f. rencana tata ruang 
wilayah provinsi 
yang berbatasan;  

g. rencana tata ruang 
kawasan strategis 
provinsi; dan h. 
rencana tata ruang 
wilayah 
kabupaten/kota. 
 

provinsi dan 
pembangunan 
kabupaten/kota; 

d. daya dukung dan 
daya tampung 
lingkungan hidup; 

e. rencana 
pembangunan jangka 
panjang daerah; 

f. rencana tata ruang 
wilayah provinsi 
yang berbatasan; dan 

g. rencana tata ruang 
wilayah 
kabupaten/kota. 

provinsi dan 
pembangunan 
kabupaten I kota; 

d. daya dukung dan 
daya tampung 
lingkungan hidup; 

e. rencana 
pembangunan jangka 
panjang daerah; 

f. Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi 
yang berbatasan; dan 

g. Rencana Tata Ruang 
Wilayah 
kabupaten/kota. 

 
13. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 23 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Rencana tata ruang 

wilayah provinsi 
memuat:  

a. tujuan, kebijakan, 
dan strategi 
Penataan ruang 
wilayah provinsi;  

b. rencana struktur 
ruang wilayah 
provinsi yang 
meliputi sistem 
perkotaan dalam 
wilayahnya yang 
berkaitan dengan 
kawasan 
perdesaan dalam 
wilayah 
pelayanannya 
dan sistem 
jaringan 
prasarana 
wilayah provinsi;  

c. rencana pola 
ruang wilayah 
provinsi yang 
meliputi kawasan 
lindung dan 

(1) Rencana tata ruang 
wilayah provinsi 
memuat: 
a. tujuan, kebijakan, 

dan strategi 
Penataan ruang 
wilayah provinsi; 

b. rencana struktur 
ruang wilayah 
provinsi yang 
meliputi sistem 
perkotaan dalam 
wilayahnya yang 
berkaitan dengan 
kawasan perdesaan 
dalam wilayah 
pelayanannya dan 
sistem jaringan 
prasarana wilayah 
provinsi; 

c. rencana pola ruang 
wilayah provinsi 
yang meliputi 
kawasan lindung dan 
kawasan budi daya 
yang memiliki nilai 
strategis provinsi; 

(1) Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi 
memuat: 
a. tujuan, kebijakan, 

dan strategi 
Penataan Ruang 
Wilayah provinsi; 

b. rencana Struktur 
Ruang Wilayah 
provinsi yang 
meliputi sistem 
perkotaan dalam 
Wilayahnya yang 
berkaitan dengan 
Kawasan Perdesaan 
dalam Wilayah 
pelayanannya dan 
sistem jaringan 
prasarana Wilayah 
provinsi; 

c. rencana Pola Ruang 
Wilayah provinsi 
yang meliputi 
Kawasan Lindung 
dan Kawasan Budi 
Daya yang memiliki 
nilai strategis 
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kawasan budi 
daya yang 
memiliki nilai 
strategis provinsi;  

d. penetapan 
kawasan strategis 
provinsi;  

e. arahan 
pemanfaatan 
ruang wilayah 
provinsi yang 
berisi indikasi 
program utama 
jangka menengah 
lima tahunan; dan  

f. arahan 
pengendalian 
pemanfaatan 
ruang wilayah 
provinsi yang 
berisi indikasi 
arahan peraturan 
zonasi sistem 
provinsi, arahan 
perizinan, arahan 
insentif dan 
disinsentif, serta 
arahan sanksi. 

d. arahan pemanfaatan 
ruang wilayah 
provinsi yang berisi 
indikasi program 
utama jangka 
menengah lima 
tahunan; dan 

e. arahan pengendalian 
pemanfaatan ruang 
wilayah provinsi 
yang berisi indikasi 
arahan zonasi sistem 
provinsi, arahan 
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang, 
arahan insentif dan 
disinsentif, serta 
arahan sanksi. 

provinsi; 
d. arahan Pemanfaatan 

Ruang Wilayah 
provinsi yang berisi 
indikasi program 
utama jangka 
menengah 5 (lima) 
tahunan; dan 

e. arahan Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 
Wilayah provinsi 
yang berisi indikasi 
arahan zonasi sistem 
provinsi, arahan 
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang, 
arahan insentif dan 
disinsentif, serta 
arahan sanksi. 

(2) Rencana tata ruang 
wilayah provinsi 
menjadi pedoman 
untuk:  
a. penyusunan 

rencana 
pembangunan 
jangka panjang 
daerah;  

b. penyusunan 
rencana 
pembangunan 
jangka menengah 
daerah;  

c. pemanfaatan ruang 
dan pengendalian 
pemanfaatan 
ruang dalam 
wilayah provinsi;  

d. mewujudkan 
keterpaduan, 
keterkaitan, dan 
keseimbangan 
perkembangan 

(2) Rencana tata ruang 
wilayah provinsi menjadi 
pedoman untuk: 
a. penyusunan rencana 

pembangunan jangka 
panjang daerah; 

b. penyusunan rencana 
pembangunan jangka 
menengah daerah; 

c. pemanfaatan ruang 
dan pengendalian 
pemanfaatan ruang 
dalam wilayah 
provinsi; 

d. pewujudan 
keterpaduan, 
keterkaitan, dan 
keseimbangan 
perkembangan 
antarwilayah 
kabupaten/kota, 
serta keserasian 
antarsektor; 

e. penetapan lokasi dan 

(2) Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi 
menjadi pedoman untuk: 
a. penyusunan rencana 

pembangunan jangka 
panjang daerah;  

b. penyusunan rencana 
pembangunan jangka 
menengah daerah; 

c. Pemanfaatan Ruang 
dan Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 
dalam Wilayah 
provinsi;  

d. pewujudan 
keterpaduan, 
keterkaitan, dan 
keseimbangan 
perkembangan 
antarwilayah 
kabupaten/kota, 
serta keserasian 
antarsektor;  

e. penetapan lokasi dan 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      130

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
antarwilayah 
kabupaten/kota, 
serta keserasian 
antarsektor;  

e. penetapan lokasi 
dan fungsi ruang 
untuk investasi;  

f. Penataan ruang 
kawasan strategis 
provinsi; dan  

g. Penataan ruang 
wilayah 
kabupaten/kota. 

fungsi ruang untuk 
investasi; dan 

f. Penataan ruang 
wilayah 
kabupaten/kota. 

fungsi Ruang untuk 
investasi; dan  

f. Penataan Ruang 
Wilayah 
kabupaten/kota. 

(3) Jangka waktu rencana 
tata ruang wilayah 
provinsi adalah 20 
(dua puluh) tahun. 

(3) Jangka waktu rencana 
tata ruang wilayah 
provinsi adalah 20 (dua 
puluh) tahun. 

(3) Jangka waktu Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
provinsi adalah 20 (dua 
puluh) tahun. 

(4) Rencana tata ruang 
wilayah provinsi 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) ditinjau kembali 1 
(satu) kali dalam 5 
(lima) tahun. 

(4) Rencana tata ruang 
wilayah provinsi ditinjau 
kembali 1 (satu) kali 
dalam setiap periode 5 
(lima) tahunan. 

(4) Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi ditinjau 
kembali 1 (satu) kali 
dalam setiap periode 5 
(lima) tahunan. 

(5) Dalam kondisi 
lingkungan strategis 
tertentu yang 
berkaitan dengan 
bencana alam skala 
besar yang ditetapkan 
dengan peraturan 
perundang-undangan 
dan/atau perubahan 
batas teritorial negara 
dan/atau wilayah 
provinsi yang 
ditetapkan dengan 
Undang-Undang, 
rencana tata ruang 
wilayah provinsi 
ditinjau kembali lebih 
dari 1 (satu) kali 
dalam 5 (lima) tahun. 

(5) Peninjauan kembali 
rencana tata ruang 
wilayah provinsi dapat 
dilakukan lebih dari 1 
(satu) kali dalam periode 
5 (lima) tahun apabila 
terjadi perubahan 
lingkungan strategis 
berupa: 
a. bencana alam yang 

ditetapkan dengan 
peraturan perundang-
undangan; 

b. perubahan batas 
teritorial negara yang 
ditetapkan dengan 
Undang-Undang; 

c. perubahan batas 
wilayah daerah yang 
ditetapkan dengan 
Undang-Undang; dan 

d. perubahan kebijakan 
nasional yang bersifat 
strategis. 

(5) Peninjauan kembali 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi dapat 
dilakukan lebih dari 1 
(satu) kali dalam periode 
5 (lima) tahun apabila 
terjadi perubahan 
lingkungan strategis 
berupa: 
a. bencana alam yang 

ditetapkan dengan 
peraturan 
perundang-
undangan;  

b. perubahan batas 
teritorial negara yang 
ditetapkan dengan 
Undang-Undang;  

c. perubahan batas 
Wilayah daerah yang 
ditetapkan dengan 
Undang-Undang; dan  

d. perubahan kebijakan 
nasional yang 
bersifat strategis. 

(6) Rencana tata ruang 
wilayah provinsi 
ditetapkan dengan 

(6) Rencana tata ruang 
wilayah provinsi 
ditetapkan dengan 

(6) Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi 
ditetapkan dengan 
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peraturan daerah 
provinsi. 

Peraturan Daerah 
Provinsi. 

peraturan daerah 
provinsi. 

(7) Peraturan Daerah 
Provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) 
wajib ditetapkan paling 
lama 2 (dua) bulan 
terhitung sejak mendapat 
persetujuan substansi 
dari Pemerintah Pusat. 

(7) Peraturan daerah 
provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) 
wajib ditetapkan paling 
lama 2 (dua) bulan 
terhitung sejak 
mendapat persetujuan 
substansi dari 
Pemerintah Pusat. 

(8) Dalam hal Peraturan 
Daerah Provinsi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) belum 
ditetapkan, Gubernur 
menetapkan rencana tata 
ruang wilayah provinsi 
paling lama 3 (tiga) bulan 
terhitung sejak mendapat 
persetujuan substansi 
dari Pemerintah Pusat. 

(8) Dalam hal peraturan 
daerah provinsi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) belum 
ditetapkan, gubernur 
menetapkan Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
provinsi paling lama 3 
(tiga) bulan terhitung 
sejak mendapat 
persetujuan substansi 
dari Pemerintah Pusat. 

(9) Dalam hal rencana tata 
ruang wilayah provinsi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) belum 
ditetapkan oleh 
Gubernur, rencana tata 
ruang wilayah provinsi 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat paling 
lama 4 (empat) bulan 
terhitung sejak mendapat 
persetujuan substansi 
dari Pemerintah Pusat. 

(9) Dalam hal Rencana Tata 
Ruang Wilayah provinsi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) belum 
ditetapkan oleh 
gubernur, Rencana Tata 
Ruang Wilayah provinsi 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat paling 
lama 4 (empat) bulan 
terhitung sejak 
mendapat persetujuan 
substansi dari 
Pemerintah Pusat. 

 
14. Pasal 24 Dihapus  

 
Pasal 24 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Rencana rinci tata 

ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (3) huruf b 
ditetapkan dengan 
peraturan daerah 
provinsi. 

Dihapus Dihapus 

(2) Ketentuan mengenai 
muatan, pedoman, dan 
tata cara penyusunan 
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rencana rinci tata ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan 
Menteri. 

 
15. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 25 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Penyusunan rencana 

tata ruang wilayah 
kabupaten mengacu 
pada:  
a. Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional 
dan rencana tata 
ruang wilayah 
provinsi;  

b. pedoman dan 
petunjuk 
pelaksanaan bidang 
Penataan ruang; dan  

c. rencana 
pembangunan 
jangka panjang 
daerah. 

(1) Penyusunan rencana tata 
ruang wilayah kabupaten 
mengacu pada: 
a. Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional dan 
rencana tata ruang 
wilayah provinsi; 

b. pedoman dan 
petunjuk 
pelaksanaan bidang 
Penataan ruang; dan 

c. rencana 
pembangunan jangka 
panjang daerah. 

(1) Penyusunan Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
kabupaten mengacu 
pada: 
a. Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional dan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi;  

b. pedoman dan 
petunjuk 
pelaksanaan bidang 
Penataan Ruang; dan  

c. rencana 
pembangunan jangka 
panjang daerah. 

(2) Penyusunan rencana 
tata ruang wilayah 
kabupaten harus 
memperhatikan:  

a. perkembangan 
permasalahan 
provinsi dan hasil 
pengkajian implikasi 
Penataan ruang 
kabupaten;  

b. upaya pemerataan 
pembangunan dan 
pertumbuhan 
ekonomi kabupaten;  

c. keselarasan aspirasi 
pembangunan 
kabupaten;  

d. daya dukung dan 
daya tampung 
lingkungan hidup;  

e. rencana 
pembangunan 
jangka panjang 
daerah;  

f. rencana tata ruang 

(2) Penyusunan rencana tata 
ruang wilayah kabupaten 
harus memperhatikan: 
a. perkembangan 

permasalahan 
provinsi dan hasil 
pengkajian implikasi 
Penataan ruang 
kabupaten; 

b. upaya pemerataan 
pembangunan dan 
pertumbuhan 
ekonomi kabupaten; 

c. keselarasan aspirasi 
pembangunan 
kabupaten; 

d. daya dukung dan 
daya tampung 
lingkungan hidup; 

e. rencana 
pembangunan jangka 
panjang daerah; dan 

f. rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
yang berbatasan. 

(2) Penyusunan Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
kabupaten harus 
memperhatikan: 
a. perkembangan 

permasalahan 
provinsi dan hasil 
pengkajian implikasi 
Penataan Ruang 
kabupaten; 

b. b. upaya pemerataan 
pembangunan dan 
pertumbuhan 
ekonomi kabupaten; 

c. keselarasan aspirasi 
pembangunan 
kabupaten; 

d. daya dukung dan 
daya tampung 
lingkungan hidup; 

e. rencana 
pembangunan jangka 
panjang daerah; dan 

f. Rencana Tata Ruang 
Wilayah 
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wilayah kabupaten 
yang berbatasan; 
dan  

g.  rencana tata ruang 
kawasan strategis 
kabupaten. 

kabupaten/kota yang 
berbatasan. 

 
16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 26 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Rencana tata ruang 

wilayah kabupaten 
memuat:  
a. tujuan, kebijakan, 

dan strategi 
Penataan ruang 
wilayah kabupaten;  

b. rencana struktur 
ruang wilayah 
kabupaten yang 
meliputi sistem 
perkotaan di 
wilayahnya yang 
terkait dengan 
kawasan perdesaan 
dan sistem jaringan 
prasarana wilayah 
kabupaten;  

c. rencana pola ruang 
wilayah kabupaten 
yang meliputi 
kawasan lindung 
kabupaten dan 
kawasan budi daya 
kabupaten;  

d. penetapan kawasan 
strategis kabupaten;  

e. arahan pemanfaatan 
ruang wilayah 
kabupaten yang 
berisi indikasi 
program utama 
jangka menengah 
lima tahunan; dan  

f. ketentuan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 
wilayah kabupaten 
yang berisi 
ketentuan umum 
peraturan zonasi, 

(1) Rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
memuat: 
a. tujuan, kebijakan, 

dan strategi 
Penataan ruang 
wilayah kabupaten; 

b. rencana struktur 
ruang wilayah 
kabupaten yang 
meliputi sistem 
perkotaan di 
wilayahnya yang 
terkait dengan 
kawasan perdesaan 
dan sistem jaringan 
prasarana wilayah 
kabupaten; 

c. rencana pola ruang 
wilayah kabupaten 
yang meliputi 
kawasan lindung 
kabupaten dan 
kawasan budi daya 
kabupaten; 

d. arahan pemanfaatan 
ruang wilayah 
kabupaten yang 
berisi indikasi 
program utama 
jangka menengah 
lima tahunan; dan 

e. ketentuan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 
wilayah kabupaten 
yang berisi 
ketentuan umum 
zonasi, ketentuan 
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang, 

(1) Rencana Tata Ruang 
Wilayah kabupaten 
memuat: 
a. tujuan, kebijakan, 

dan strategi 
Penataan Ruang 
Wilayah kabupaten;  

b. rencana Struktur 
Ruang Wilayah 
kabupaten yang 
meliputi sistem 
perkotaan di 
Wilayahnya yang 
terkait dengan 
Kawasan Perdesaan 
dan sistem jaringan 
prasarana Wilayah 
kabupaten;  

c. rencana Pola Ruang 
Wilayah kabupaten 
yang meliputi 
Kawasan Lindung 
kabupaten dan 
Kawasan Budi Daya 
kabupaten;  

d. arahan Pemanfaatan 
Ruang Wilayah 
kabupaten yang 
berisi indikasi 
program utama 
jangka menengah 5 
(lima) tahunan; dan  

e. ketentuan 
Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 
Wilayah kabupaten 
yang berisi ketentuan 
umum zonasi, 
ketentuan 
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang, 
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ketentuan perizinan, 
ketentuan insentif 
dan disinsentif, serta 
arahan sanksi. 

ketentuan insentif 
dan disinsentif, serta 
arahan sanksi. 

ketentuan insentif 
dan disinsentif, serta 
arahan sanksi. 

(2) Rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
menjadi pedoman 
untuk:  
a. penyusunan 

rencana 
pembangunan 
jangka panjang 
daerah;  

b. penyusunan 
rencana 
pembangunan 
jangka menengah 
daerah;  

c. pemanfaatan ruang 
dan pengendalian 
pemanfaatan ruang 
di wilayah 
kabupaten;  

d. mewujudkan 
keterpaduan, 
keterkaitan, dan 
keseimbangan 
antarsektor;  

e. penetapan lokasi 
dan fungsi ruang 
untuk investasi; 
dan  

f. Penataan ruang 
kawasan strategis 
kabupaten. 

(2) Rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
menjadi pedoman untuk: 
a. penyusunan rencana 

pembangunan jangka 
panjang daerah; 

b. penyusunan rencana 
pembangunan jangka 
menengah daerah; 

c. pemanfaatan ruang 
dan pengendalian 
pemanfaatan ruang 
di wilayah 
kabupaten; 

d. pewujudan 
keterpaduan, 
keterkaitan, dan 
keseimbangan 
antarsektor; dan 

e. penetapan lokasi dan 
fungsi ruang untuk 
investasi. 

(2) Rencana Tata Ruang 
Wilayah kabupaten 
menjadi pedoman untuk: 
a. penyusunan rencana 

pembangunan jangka 
panjang daerah;  

b. penyusunan rencana 
pembangunan jangka 
menengah daerah;  

c. Pemanfaatan Ruang 
dan Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 
di Wilayah 
kabupaten;  

d. pewujudan 
keterpaduan, 
keterkaitan, dan 
keseimbangan 
antarsektor; dan  

e. penetapan lokasi dan 
fungsi Ruang untuk 
investasi. 

(3) Rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
menjadi dasar untuk 
penerbitan perizinan 
lokasi pembangunan 
dan administrasi 
pertanahan. 

(3) Rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
menjadi dasar untuk 
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang dan 
administrasi pertanahan.   

(3) Rencana Tata Ruang 
Wilayah kabupaten 
menjadi dasar untuk 
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang dan 
administrasi pertanahan. 

(4) Jangka waktu rencana 
tata ruang wilayah 
kabupaten adalah 20 
(dua puluh) tahun. 

(4) Jangka waktu rencana 
tata ruang wilayah 
kabupaten adalah 20 
(dua puluh) tahun. 

(4) Jangka waktu Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
kabupaten adalah 20 
(dua puluh) tahun. 

(5) Rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditinjau 
kembali 1 (satu) kali 
dalam 5 (lima) tahun. 

(5) Rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
ditinjau kembali 1 (satu) 
kali pada setiap periode 5 
(lima) tahunan. 

(5) Rencana Tata Ruang 
Wilayah kabupaten 
ditinjau kembali 1 (satu) 
kali pada setiap periode 
5 (lima) tahunan. 
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(6) Dalam kondisi 

lingkungan strategis 
tertentu yang berkaitan 
dengan bencana alam 
skala besar yang 
ditetapkan dengan 
peraturan perundang-
undangan dan/atau 
perubahan batas 
teritorial negara, 
wilayah provinsi, 
dan/atau wilayah 
kabupaten yang 
ditetapkan dengan 
Undang-Undang, 
rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
ditinjau kembali lebih 
dari 1 (satu) kali dalam 
5 (lima) tahun. 

(6) Peninjauan kembali 
Rencana tata ruang 
wilayah kabupaten dapat 
dilakukan lebih dari 1 
(satu) kali dalam periode 
5 (lima) tahun apabila 
terjadi perubahan 
lingkungan strategis 
berupa: 
a. bencana alam yang 

ditetapkan dengan 
peraturan 
perundang-
undangan; 

b. perubahan batas 
teritorial negara 
yang ditetapkan 
dengan Undang-
Undang; 

c. perubahan batas 
wilayah daerah yang 
ditetapkan dengan 
Undang-Undang; dan 

d. perubahan kebijakan 
nasional yang 
bersifat strategis. 

(6) Peninjauan kembali 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah kabupaten 
dapat dilakukan lebih 
dari 1 (satu) kali dalam 
periode 5 (lima) tahun 
apabila terjadi 
perubahan lingkungan 
strategis berupa: 
a. bencana alam yang 

ditetapkan dengan 
peraturan 
perundang-undangan 
;  

b. perubahan batas 
teritorial negara yang 
ditetapkan dengan 
Undang-Undang;  

c. perubahan batas 
Wilayah daerah yang 
ditetapkan dengan 
Undang-Undang; dan  

d. perubahan kebijakan 
nasional yang 
bersifat strategis. 

(7) Rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
ditetapkan dengan 
peraturan daerah 
kabupaten. 

(7) Rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah 
Kabupaten. 

(7) Rencana Tata Ruang 
Wilayah kabupaten 
ditetapkan dengan 
peraturan daerah 
kabupaten. 

 (8) Peraturan Daerah 
Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) 
wajib ditetapkan paling 
lama 2 (dua) bulan 
setelah mendapat 
persetujuan substansi 
dari Pemerintah Pusat. 

(8) Peraturan daerah 
kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (71 
wajib ditetapkan paling 
lama 2 (dua) bulan 
setelah mendapat 
persetujuan substansi 
dari Pemerintah Pusat. 

 (9) Dalam hal Peraturan 
Daerah Kabupaten 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) belum 
ditetapkan, Bupati 
menetapkan rencana tata 
ruang wilayah kabupaten 
paling lama 3 (tiga) bulan 
setelah mendapat 
persetujuan substansi 
dari Pemerintah Pusat. 

(9) Dalam hal peraturan 
daerah kabupaten 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) belum 
ditetapkan, bupati 
menetapkan Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
kabupaten paling lama 3 
(tiga) bulan setelah 
mendapat persetujuan 
substansi dari 
Pemerintah Pusat. 

 (10) Dalam hal rencana tata (10) Dalam hal Rencana Tata 
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ruang wilayah 
kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) 
belum ditetapkan oleh 
Bupati, rencana tata 
ruang wilayah 
kabupaten ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat 
paling lama 4 (empat) 
bulan setelah mendapat 
persetujuan substansi 
dari Pemerintah Pusat. 

Ruang Wilayah 
kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) 
belum ditetapkan oleh 
bupati, Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
kabupaten ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat 
paling lama 4 (empat) 
bulan setelah mendapat 
persetujuan substansi 
dari Pemerintah Pusat. 

 
17. Pasal 27 dihapus. 

 
Pasal 27 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Rencana rinci tata 

ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (3) huruf c 
ditetapkan dengan 
peraturan daerah 
kabupaten. 

Dihapus Dihapus (2) Ketentuan mengenai 
muatan, pedoman, dan 
tata cara penyusunan 
rencana rinci tata ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan 
Menteri. 

 
18. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 ditambah 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 34A 
UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan 
nasional yang bersifat strategis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf 
d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d belum 
dimuat dalam rencana tata ruang 
dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan 
ruang tetap dapat dilaksanakan. 

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan 
nasional yang bersifat strategis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf 
d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d belum 
dimuat dalam Rencana Tata Ruang 
dan/atau rencana zonasi, Pemanfaatan 
Ruang tetap dapat dilaksanakan. 

(2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan 
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan setelah mendapat 
rekomendasi kesesuaian kegiatan 
pemanfaatan ruang dari Pemerintah 
Pusat. 

(2) Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan 
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan setelah mendapat 
rekomendasi Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah 
Pusat. 
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19. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 35 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

Pengendalian pemanfaatan 
ruang dilakukan melalui 
penetapan peraturan 
zonasi, perizinan, 
pemberian insentif dan 
disinsentif, serta 
pengenaan sanksi. 

Pengendalian pemanfaatan 
ruang dilakukan melalui: 

a. ketentuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang; 

b. pemberian insentif dan 
disinsentif; dan 

c. pengenaan sanksi. 

Pengendalian Pemanfaatan 
Ruang dilakukan melalui: 
a. ketentuan Kesesuaian 

Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang;  

b. pemberian insentif dan 
disinsentif; dan  

c. pengenaan sanksi. 
 

20. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 37 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Ketentuan perizinan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 diatur 
oleh Pemerintah dan 
pemerintah daerah 
menurut kewenangan 
masing-masing sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(1) Persetujuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 
diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(1) Persetujuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 
huruf a diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(2) Izin pemanfaatan ruang 
yang tidak sesuai 
dengan rencana tata 
ruang wilayah 
dibatalkan oleh 
Pemerintah dan 
pemerintah daerah 
menurut kewenangan 
masing-masing sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(2) Persetujuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang yang tidak sesuai 
dengan rencana tata 
ruang wilayah dibatalkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Persetujuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang yang tidak sesuai 
dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
dibatalkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(3) Izin pemanfaatan ruang 
yang dikeluarkan 
dan/atau diperoleh 
dengan tidak melalui 
prosedur yang benar, 
batal demi hukum. 

(3) Persetujuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang yang dikeluarkan 
dan/atau diperoleh 
dengan tidak melalui 
prosedur yang benar, 
batal demi hukum. 

(3) Persetujuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang yang dikeluarkan 
dan/atau diperoleh 
dengan tidak melalui 
prosedur yang benar, 
batal demi hukum. 

(4) Izin pemanfaatan ruang 
yang diperoleh melalui 
prosedur yang benar 
tetapi kemudian 
terbukti tidak sesuai 
dengan rencana tata 
ruang wilayah, 

(4) Persetujuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang yang diperoleh 
melalui prosedur yang 
benar tetapi kemudian 
terbukti tidak sesuai 
dengan rencana tata 

(4) Persetujuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang yang diperoleh 
melalui prosedur yang 
benar tetapi kemudian 
terbukti tidak sesuai 
dengan Rencana Tata 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      138

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
dibatalkan oleh 
Pemerintah dan 
pemerintah daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya. 

ruang wilayah, dibatalkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

Ruang Wilayah, 
dibatalkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(5) Terhadap kerugian yang 
ditimbulkan akibat 
pembatalan izin 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), dapat 
dimintakan penggantian 
yang layak kepada 
instansi pemberi izin. 

(5) Terhadap kerugian yang 
ditimbulkan akibat 
pembatalan persetujuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat 
(4), dapat dimintakan 
ganti kerugian yang layak 
kepada instansi pemberi 
persetujuan. 

(5) Terhadap kerugian yang 
ditimbulkan akibat 
pembatalan persetujuan 
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat 
(4l, dapat dimintakan 
ganti kerugian yang 
layak kepada instansi 
pemberi persetujuan 
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang. 

(6) Izin pemanfaatan ruang 
yang tidak sesuai lagi 
akibat adanya 
perubahan rencana tata 
ruang wilayah dapat 
dibatalkan oleh 
Pemerintah dan 
pemerintah daerah 
dengan memberikan 
ganti kerugian yang 
layak. 

(6) Kegiatan pemanfaatan 
ruang yang tidak sesuai 
lagi akibat adanya 
perubahan rencana tata 
ruang wilayah dapat 
dibatalkan oleh 
Pemerintah Pusat dengan 
memberikan ganti 
kerugian yang layak. 

(6) Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang yang tidak sesuai 
lagi akibat adanya 
perubahan Rencana Tata 
Ruang Wilayah dapat 
dibatalkan oleh 
Pemerintah Pusat 
dengan memberikan 
ganti kerugian yang 
layak. 

(7) Setiap pejabat 
pemerintah yang 
berwenang 
menerbitkan izin 
pemanfaatan ruang 
dilarang menerbitkan 
izin yang tidak sesuai 
dengan rencana tata 
ruang. 

(7) Setiap pejabat 
pemerintah yang 
berwenang dilarang 
menerbitkan persetujuan 
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang yang 
tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang. 

(7) Setiap pejabat 
pemerintah yang 
berwenang dilarang 
menerbitkan persetujuan 
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang yang 
tidak sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang. 

(8) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai prosedur 
perolehan izin dan tata 
cara penggantian yang 
layak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) 
dan ayat (5) diatur 
dengan peraturan 
pemerintah. 

(8) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai prosedur 
perolehan persetujuan 
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang dan 
tata cara pemberian ganti 
kerugian yang layak 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dan ayat (6) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(8) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai prosedur 
perolehan persetujuan 
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang dan 
tata cara pemberian 
ganti kerugian yang 
layak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) 
dan ayat (6) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 
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21. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 48 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Penataan ruang kawasan 
perdesaan diarahkan 
untuk:  
a. pemberdayaan 

masyarakat 
perdesaan;  

b. pertahanan kualitas 
lingkungan setempat 
dan wilayah yang 
didukungnya;  

c. konservasi sumber 
daya alam;  

d. pelestarian warisan 
budaya lokal;  

e. pertahanan kawasan 
lahan abadi 
pertanian pangan 
untuk ketahanan 
pangan; dan  

f.  penjagaan 
keseimbangan 
pembangunan 
perdesaan-
perkotaan. 

(1) Penataan ruang kawasan 
perdesaan diarahkan 
untuk: 
a. pemberdayaan 

masyarakat 
perdesaan; 

b. pertahanan kualitas 
lingkungan setempat 
dan wilayah yang 
didukungnya; 

c. konservasi sumber 
daya alam; 

d. pelestarian warisan 
budaya lokal; 

e. pertahanan kawasan 
lahan abadi pertanian 
pangan untuk 
ketahanan pangan; 
dan 

f. penjagaan 
keseimbangan 
pembangunan 
perdesaan-perkotaan. 

(1) Penataan Ruang 
Kawasan Perdesaan 
diarahkan untuk: 
a. Pemberdayaan 

masyarakat 
perdesaan;  

b. pertahanan kualitas 
lingkungan setempat 
dan Wilayah yang 
didukungnya;  

c. konservasi sumber 
daya alam;  

d. pelestarian warisan 
budaya lokal;  

e. pertahanan Kawasan 
lahan abadi 
pertanian pangan 
untuk ketahanan 
pangan; dan  

f. penjagaan 
keseimbangan 
pembangunan 
perdesaan-
perkotaan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelindungan 
terhadap kawasan lahan 
abadi pertanian pangan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e 
diatur dengan Undang-
Undang. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelindungan 
terhadap kawasan lahan 
abadi pertanian pangan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e 
diatur dalam Undang-
Undang. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelindungan 
terhadap Kawasan lahan 
abadi pertanian pangan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e 
diatur dalam Undang-
Undang. 

(3) Penataan ruang kawasan 
perdesaan 
diselenggarakan pada:  
a. kawasan perdesaan 

yang merupakan 
bagian wilayah 
kabupaten; atau  

b. kawasan yang secara 
fungsional berciri 
perdesaan yang 
mencakup 2 (dua) 
atau lebih wilayah 
kabupaten pada satu 
atau lebih wilayah 
provinsi. 

(3) Penataan ruang kawasan 
perdesaan 
diselenggarakan pada: 
a. kawasan perdesaan 

yang merupakan 
bagian wilayah 
kabupaten; atau 

b. kawasan yang secara 
fungsional berciri 
perdesaan yang 
mencakup 2 (dua) 
atau lebihwilayah 
kabupaten pada satu 
atau lebih wilayah 
provinsi. 

(3) Penataan Ruang 
Kawasan Perdesaan 
diselenggarakan pada: 
a. Kawasan Perdesaan 

yang merupakan 
bagian Wilayah 
kabupaten; atau  

b. Kawasan yang secara 
fungsional berciri 
perdesaan yang 
mencakup 2 (dua) 
atau lebih Wilayah 
kabupaten pada 1 
(satu) atau lebih 
Wilayah provinsi. 

(4) Kawasan perdesaan 
sebagaimana dimaksud 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Penataan 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Penataan 
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pada ayat (1) dapat 
berbentuk kawasan 
agropolitan. 

ruang kawasan 
perdesaan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

Ruang Kawasan 
Perdesaan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Penataan 
ruang kawasan 
agropolitan diatur 
dengan peraturan 
pemerintah. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Penataan 
ruang kawasan 
perdesaan diatur dengan 
peraturan pemerintah. 

 
 

22. Pasal 49 dihapus 
Pasal 49 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Rencana tata ruang kawasan 
perdesaan yang merupakan 
bagian wilayah kabupaten 
adalah bagian rencana tata 
ruang wilayah kabupaten. 

Dihapus Dihapus 

 
23. Pasal 50 dihapus 

Pasal 50 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Penataan ruang kawasan 
perdesaan dalam 1 (satu) 
wilayah kabupaten dapat 
dilakukan pada tingkat 
wilayah kecamatan atau 
beberapa wilayah desa 
atau nama lain yang 
disamakan dengan desa 
yang merupakan bentuk 
detail dari Penataan 
ruang wilayah 
kabupaten. 

Dihapus Dihapus 
(2) Rencana tata ruang 

kawasan perdesaan yang 
mencakup 2 (dua) atau 
lebih wilayah kabupaten 
merupakan alat 
koordinasi dalam 
pelaksanaan 
pembangunan yang 
bersifat lintas wilayah. 

(3) Rencana tata ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berisi 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      141

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
struktur ruang dan pola 
ruang yang bersifat lintas 
wilayah administratif 

 
24. Pasal 51 dihapus. 

Pasal 51 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Rencana tata ruang 
kawasan agropolitan 
merupakan rencana rinci 
tata ruang 1 (satu) atau 
beberapa wilayah 
kabupaten. 

Dihapus Dihapus 

(2) Rencana tata ruang 
kawasan agropolitan 
memuat: 
a. tujuan, kebijakan, 

dan strategi 
Penataan ruang 
kawasan agropolitan;  

b. rencana struktur 
ruang kawasan 
agropolitan yang 
meliputi sistem 
pusat kegiatan dan 
sistem jaringan 
prasarana kawasan 
agropolitan;  

c. rencana pola ruang 
kawasan agropolitan 
yang meliputi 
kawasan lindung dan 
kawasan budi daya;  

d. arahan pemanfaatan 
ruang kawasan 
agropolitan yang 
berisi indikasi 
program utama yang 
bersifat 
interdependen 
antardesa; dan  

e. ketentuan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 
kawasan agropolitan 
yang berisi arahan 
peraturan zonasi 
kawasan agropolitan, 
arahan ketentuan 
perizinan, arahan 
ketentuan insentif 
dan disinsentif, serta 
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arahan sanksi. 
 

25. Pasal 52 dihapus. 
Pasal 52 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Pemanfaatan ruang 

kawasan perdesaan 
yang merupakan bagian 
wilayah kabupaten 
merupakan bagian 
pemanfaatan ruang 
wilayah kabupaten. 

Dihapus Dihapus 

(2) Pemanfaatan ruang 
kawasan perdesaan 
yang merupakan bagian 
dari 2 (dua) atau lebih 
wilayah kabupaten 
dilaksanakan melalui 
penyusunan program 
pembangunan beserta 
pembiayaannya secara 
terkoordinasi 
antarwilayah 
kabupaten terkait. 

 
26. Pasal 53 dihapus. 

Pasal 53 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Pengendalian 
pemanfaatan ruang 
kawasan perdesaan 
yang merupakan bagian 
wilayah kabupaten 
merupakan bagian 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 
wilayah kabupaten. 

Dihapus Dihapus 

(2) Pengendalian 
pemanfaatan ruang 
kawasan perdesaan 
yang mencakup 2 (dua) 
atau lebih wilayah 
kabupaten 
dilaksanakan oleh 
setiap kabupaten. 

(3) Untuk kawasan 
perdesaan yang 
mencakup 2 (dua) atau 
lebih wilayah 
kabupaten yang 
mempunyai lembaga 
kerja sama 
antarwilayah 
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kabupaten, 
pengendaliannya dapat 
dilaksanakan oleh 
lembaga dimaksud. 

 
27. Pasal 54 dihapus. 

Pasal 54 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Penataan ruang 
kawasan perdesaan 
yang mencakup 2 (dua) 
atau lebih wilayah 
kabupaten 
dilaksanakan melalui 
kerja sama 
antardaerah. 

Dihapus Dihapus 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Penataan 
ruang kawasan 
perdesaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
untuk kawasan 
agropolitan yang 
berada dalam 1 (satu) 
kabupaten diatur 
dengan peraturan 
daerah kabupaten, 
untuk kawasan 
agropolitan yang 
berada pada 2 (dua) 
atau lebih wilayah 
kabupaten diatur 
dengan peraturan 
daerah provinsi, dan 
untuk kawasan 
agropolitan yang 
berada pada 2 (dua) 
atau lebih wilayah 
provinsi diatur dengan 
peraturan pemerintah. 

(3) Penataan ruang 
kawasan perdesaan 
diselenggarakan secara 
terintegrasi dengan 
kawasan perkotaan 
sebagai satu kesatuan 
pemanfaatan ruang 
wilayah 
kabupaten/kota. 

(4) Penataan ruang 
kawasan agropolitan 
diselenggarakan dalam 
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keterpaduan sistem 
perkotaan wilayah dan 
nasional. 

(5) Keterpaduan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) mencakup 
keterpaduan sistem 
permukiman, 
prasarana, sistem ruang 
terbuka, baik ruang 
terbuka hijau maupun 
ruang terbuka nonhijau. 

 
28. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 60 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Dalam Penataan ruang, 
setiap orang berhak untuk:  
a. mengetahui rencana 

tata ruang;  
b. menikmati 

pertambahan nilai 
ruang sebagai akibat 
Penataan ruang;  

c. memperoleh 
penggantian yang layak 
atas kerugian yang 
timbul akibat 
pelaksanaan kegiatan 
pembangunan yang 
sesuai dengan rencana 
tata ruang;  

d. mengajukan keberatan 
kepada pejabat 
berwenang terhadap 
pembangunan yang 
tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang di 
wilayahnya;  

e. mengajukan tuntutan 
pembatalan izin dan 
penghentian 
pembangunan yang 
tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang 
kepada pejabat 
berwenang; dan  

f. mengajukan gugatan 
ganti kerugian kepada 
pemerintah dan/atau 
pemegang izin apabila 

Dalam Penataan ruang, 
setiap orang berhak untuk: 

a. mengetahui rencana 
tata ruang; 

b. menikmati 
pertambahan nilai 
ruang sebagai akibat 
Penataan ruang; 

c. memperoleh 
penggantian yang layak 
atas kerugian yang 
timbul akibat 
pelaksanaan kegiatan 
pembangunan yang 
sesuai dengan rencana 
tata ruang; 

d. mengajukan tuntuan 
kepada pejabat 
berwenang terhadap 
pembangunan yang 
tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang di 
wilayahnya; 

e. mengajukan tuntutan 
pembatalan 
persetujuan kegiatan 
Penataan ruang 
dan/atau penghentian 
pembangunan yang 
tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang 
kepada pejabat 
berwenang; dan 

f. mengajukan gugatan 
ganti kerugian kepada 

Dalam Penataan Ruang, 
setiap Orang berhak untuk: 
a. mengetahui Rencana 

Tata Ruang; 
b. menikmati pertambahan 

nilai Ruang sebagai 
akibat Penataan Ruang;   

c. memperoleh 
penggantian yang layak 
atas kerugian yang 
timbul akibat 
pelaksanaan kegiatan 
pembangunan yang 
sesuai dengan Rencana 
Tata Ruang;  

d. mengajukan tuntutan 
kepada pejabat 
berwenang terhadap 
pembangunan yang 
tidak sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang di 
Wilayahnya;  

e. mengajukan tuntutan 
pembatalan persetujuan  
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang 
dan/atau penghentian 
pembangunan yang 
tidak sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang 
kepada pejabat 
berwenang; dan 

f. mengajukan gugatan 
ganti kerugian kepada 
Pemerintah Pusat, 
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kegiatan pembangunan 
yang tidak sesuai 
dengan rencana tata 
ruang menimbulkan 
kerugian. 

Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah 
dan/atau kepada 
pelaksana kegiatan 
pemanfaatan ruang 
apabila kegiatan 
pembangunan yang 
tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang 
menimbulkan kerugian. 

Pemerintah Daerah, 
dan/atau kepada 
pelaksana kegiatan 
Pemanfaatan Ruang 
apabila kegiatan 
pembangunan yang 
tidak sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang 
menimbulkan 

kerugian. 
 

29. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 61 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

Dalam pemanfaatan ruang, 
setiap orang wajib:  
a. menaati rencana tata 

ruang yang telah 
ditetapkan;  

b. memanfaatkan ruang 
sesuai dengan izin 
pemanfaatan ruang 
dari pejabat yang 
berwenang;  

c. mematuhi ketentuan 
yang ditetapkan dalam 
persyaratan izin 
pemanfaatan ruang; 
dan  
memberikan akses 
terhadap kawasan yang 
oleh ketentuan 
peraturan perundang-
undangan dinyatakan 
sebagai milik umum. 

Dalam pemanfaatan ruang, 
setiap orang wajib: 

a. menaati rencana tata 
ruang yang telah 
ditetapkan; 

b. memanfaatkan ruang 
sesuai dengan rencana 
tata ruang; 

c. mematuhi ketentuan 
yang ditetapkan dalam 
persyaratan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang; dan 
memberikan akses 
terhadap kawasan yang 
oleh ketentuan 
peraturan perundang-
undangan dinyatakan 
sebagai milik umum. 

Dalam Pemanfaatan Ruang, 
setiap Orang wajib: 
a. menaati Rencana Tata 

Ruang yang telah 
ditetapkan;  

b. memanfaatkan Ruang 
sesuai dengan Rencana 
Tata Ruang;  

c. mematuhi ketentuan 
yang ditetapkan dalam 
persyaratan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang; dan  

d. memberikan akses 
terhadap Kawasan yang 
oleh ketentuan 
peraturan perundang-
undangan dinyatakan 
sebagai milik umum. 

 
30. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 62 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61, dikenai 
sanksi administratif. 

Setiap orang yang tidak 
menaati rencana tata ruang 
yang telah ditetapkan yang 
mengakibatkan perubahan 
fungsi ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 
dikenai sanksi administratif. 

Setiap Orang yang tidak 
menaati Rencana Tata 
Ruang yang telah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 huruf a yang 
mengakibatkan perubahan 
fungsi Ruang dikenai sanksi 
administratif. 

 
31. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 65 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Penyelenggaraan 
Penataan ruang 
dilakukan oleh 
pemerintah dengan 
melibatkan peran 
masyarakat. 

(1) Penyelenggaraan 
Penataan ruang 
dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah 
dengan melibatkan 
peran masyarakat. 

(1) Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 
dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah 
dengan melibatkan 
peran masyarakat. 

(2) Peran masyarakat dalam 
Penataan ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan, 
antara lain, melalui:  
b. partisipasi dalam 

penyusunan 
rencana tata ruang;  

c. partisipasi dalam 
pemanfaatan ruang; 
dan  

d. partisipasi dalam 
pengendalian 
pemanfaatan ruang. 

(2) Peran masyarakat dalam 
Penataan ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan, 
antara lain, melalui: 
a. partisipasi dalam 

penyusunan rencana 
tata ruang; 

b. partisipasi dalam 
pemanfaatan ruang; 
dan 

c. partisipasi dalam 
pengendalian 
pemanfaatan ruang. 

(2) Peran masyarakat dalam 
Penataan Ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
paling sedikit melalui: 
a. partisipasi dalam 

penyusunan 
Rencana Tata Ruang;  

b. partisipasi dalam 
Pemanfaatan Ruang; 
dan  

c. partisipasi dalam 
Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
bentuk peran 
masyarakat dalam 
Penataan ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan 
pemerintah. 

(3) Masyarakat 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat 
(2) terdiri atas orang 
perseorangan dan 
pelaku usaha. 

(3) Masyarakat 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat 
(2) terdiri atas orang 
perseorangan dan 
pelaku usaha. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
bentuk peran 
masyarakat dalam 
Penataan ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
bentuk peran 
masyarakat dalam 
Penataan Ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
32. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 69 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Setiap orang yang tidak 
menaati rencana tata 
ruang yang telah 
ditetapkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
61 huruf a yang 
mengakibatkan 
perubahan fungsi ruang, 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda 

(1) Setiap orang yang dalam 
melakukan usaha 
dan/atau kegiatannya 
memanfaatkan ruang 
yang telah ditetapkan 
tanpa memiliki 
persetujuan kesesuaian 
pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 huruf a 
yang mengakibatkan 

(1) Setiap Orang yang tidak 
menaati Rencana Tata 
Ruang yang telah 
ditetapkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6I 
huruf a yang 
mengakibatkan 
perubahan fungsi Ruang 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan pidana 
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paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

perubahan fungsi ruang 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 

denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

(2) Jika tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian 
terhadap harta benda 
atau kerusakan barang, 
pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 8 (delapan) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus 
juta rupiah). 

(2) Jika tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian 
terhadap harta benda 
atau kerusakan barang, 
pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua 
miliar lima ratus juta 
rupiah). 

(2) Jika tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian 
terhadap harta benda 
atau kerusakan barang, 
pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun 
dan pidana denda paling 
banyak 
Rp2.500.000.000,00 
(dua miliar lima ratus 
juta rupiah). 

(3) Jika tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan 
kematian orang, pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

(3) Jika tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian 
orang, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda 
paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 
(delapan miliar rupiah). 

(3) Jika tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan 
kematian orang, pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan 
pidana denda paling 
banyak 
Rp8.000.000.000,00 
(delapan miliar rupiah). 

 
33. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 70 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Setiap orang yang 

memanfaatkan ruang 
tidak sesuai dengan izin 
pemanfaatan ruang dari 
pejabat yang 
berwenang 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 huruf b, 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda 
paling banyak 
Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

(1) Setiap orang yang 
memanfaatkan ruang 
tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang dari 
pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 huruf b 
yang mengakibatkan 
perubahan fungsi ruang 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu 

(1) Setiap Orang yang 
memanfaatkan Ruang 
tidak sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 huruf b 
yang mengakibatkan 
perubahan fungsi Ruang 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan pidana 
denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
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miliar rupiah). 

(2) Jika tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan 
perubahan fungsi 
ruang, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling 
banyak 
Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

(2) Jika tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian 
terhadap harta benda 
atau kerusakan barang, 
pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua 
miliar lima ratus juta 
rupiah). 

(2) Jika tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian 
terhadap harta benda 
atau kerusakan barang, 
pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun 
dan pidana denda paling 
banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua 
miliar lima ratus juta 
rupiah). 

(3) Jika tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan 
kerugian terhadap 
harta benda atau 
kerusakan barang, 
pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus 
juta rupiah). 

(3) Jika tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian 
orang, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima 
belas) tahun atau denda 
paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 
(delapan miliar rupiah). 

(3) Jika tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian 
orang, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana 
denda paling banyak 
Rp8.000.O00.000,00 
(delapan miliar rupiah). 

(4) Jika tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan 
kematian orang, pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

 
34. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 71 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Setiap orang yang tidak 
mematuhi ketentuan yang 
ditetapkan dalam 
persyaratan izin 
pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 huruf c, 

Setiap orang yang tidak 
mematuhi ketentuan yang 
ditetapkan dalam 
persyaratan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 huruf c yang 

Setiap Orang yang tidak 
mematuhi ketentuan yang 
ditetapkan dalam 
persyaratan Kesesuaian 
Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang 
sebagaimana dimaksud 
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dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

mengakibatkan perubahan 
fungsi ruang dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 

dalam 
Pasal 61 huruf c yang 
mengakibatkan perrrbahan 
fungsi 
Ruang dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun dan pidana 
denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

 
35. Pasal 72 dihapus. 

Pasal 72 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap orang yang tidak 
memberikan akses 
terhadap kawasan yang 
oleh peraturan perundang-
undangan dinyatakan 
sebagai milik umum 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 huruf d, 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan denda 
paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

Dihapus Dihapus 

 
36. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 73 

UU Penataan Ruang UU 6/2023 
(1) Setiap pejabat pemerintah yang 

berwenang yang menerbitkan izin tidak 
sesuai dengan rencana tata ruang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (7), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

(1) Setiap pejabat pemerintah yang 
berwenang yang menerbitkan 
persetujuan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai 
dengan Rencana Tata Ruang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (7), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat 
dikenai pidana tambahan berupa 
pemberhentian secara tidak dengan 
hormat dari jabatannya. 

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat 
dikenai pidana tambahan berupa 
pemberhentian secara tidak dengan 
hormat dari jabatannya. 

 
37. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 74 
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(1) Dalam hal tindak pidana 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69, Pasal 70, 
Pasal 71, dan Pasal 72 
dilakukan oleh suatu 
korporasi, selain pidana 
penjara dan denda 
terhadap pengurusnya, 
pidana yang dapat 
dijatuhkan terhadap 
korporasi berupa pidana 
denda dengan 
pemberatan 3 (tiga) kali 
dari pidana denda 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69, Pasal 70, 
Pasal 71, dan Pasal 72. 

(1) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69, Pasal 70, 
atau Pasal 71 dilakukan 
oleh suatu korporasi, 
selain pidana penjara 
dan denda terhadap 
pengurusnya, pidana 
yang dapat dijatuhkan 
terhadap korporasi 
berupa pidana denda 
dengan pemberatan 1/3 
(sepertiga) kali dari 
pidana denda 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69, Pasal 70, 
atau Pasal 71. 

(1) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69, Pasal 70, 
atau Pasal 71 dilakukan 
oleh suatu korporasi, 
selain pidana penjara 
dan pidana denda 
terhadap pengurusnya, 
pidana yang dapat 
dijatuhkan terhadap 
korporasi berupa pidana 
denda dengan 
pemberatan 1/3 
(sepertiga) kali dari 
pidana denda 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69, Pasal 70, 
atau Pasal 71. 

(2) Selain pidana denda 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), korporasi 
dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa:  
a. pencabutan izin 

usaha; dan/atau  
b. pencabutan status 

badan hukum. 

(2) Selain pidana denda 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), korporasi 
dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa: 
a. pencabutan 

Perizinan Berusaha; 
dan/atau 

b. pencabutan status 
badan hukum. 

(2) Selain pidana denda 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), korporasi 
dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa: 
a. pencabutan 

Perizinan Berusaha; 
dan/atau 

b. pencabutan status 
badan hukum. 

 
 

38. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 75 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Setiap orang yang 
menderita kerugian 
akibat tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69, Pasal 70, 
Pasal 71, dan Pasal 72, 
dapat menuntut ganti 
kerugian secara perdata 
kepada pelaku tindak 
pidana. 

(1) Setiap orang yang 
menderita kerugian 
akibat tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69, Pasal 70, 
atau Pasal 71 dapat 
menuntut ganti kerugian 
secara perdata kepada 
pelaku tindak pidana. 

(1) Setiap Orang yang 
menderita kerugian 
akibat tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69, Pasal 70, 
atau Pasal 7l dapat 
menuntut ganti kerugian 
secara perdata kepada 
pelaku tindak pidana. 

(2) Tuntutan ganti kerugian 
secara perdata 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai 
dengan hukum acara 
pidana. 

(2) Tuntutan ganti kerugian 
secara perdata 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan 
hukum acara perdata. 

(2) Tuntutan ganti kerugian 
secara perdata 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan 
hukum acara perdata. 
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Penjelasan Pasal 1 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas 
 

Penjelasan Pasal 6 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Cukup jelas. 

Dihapus Cukup Jelas 

(2) Yang dimaksud 
“komplementer” adalah 
bahwa Penataan ruang 
wilayah nasional, 
Penataan ruang wilayah 
provinsi, dan Penataan 
ruang wilayah 
kabupaten/kota saling 
melengkapi satu sama 
lain, bersinergi, dan 
tidak terjadi tumpang 
tindih kewenangan 
dalam 
penyelenggaraannya. 

(3) Cukup jelas. 
(4) Cukup jelas. 
(5) Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 8 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Huruf a  
Cukup jelas.  

Huruf b  
Cukup jelas.  

Huruf c  
Cukup jelas.  

Huruf d  
Kerja sama Penataan 
ruang antarnegara 
melibatkan negara 
lain sehingga terdapat 
aspek hubungan 
antarnegara yang 
merupakan 
wewenang 
Pemerintah. Yang 
termasuk kerja sama 
Penataan ruang 
antarnegara adalah 
kerja sama Penataan 
ruang di kawasan 
perbatasan negara. 
Pemberian wewenang 

Ayat (1)  
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Kerja sama Penataan 
ruang antarnegara 
melibatkan negara lain 
sehingga terdapat 
aspek hubungan 
antarnegara yang 
merupakan wewenang 
Pemerintah. Yang 
termasuk kerja sama 
Penataan ruang 
antarnegara adalah 
kerja sama Penataan 

Ayat (1)  
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Kerja sama Penataan 
Ruang antarnegara 
melibatkan negara lain 
sehingga terdapat 
aspek hubungan 
antarnegara yang 
merupakan wewenang 
Pemerintah Pusat. 
Yang termasuk kerja 
sama Penataan Ruang 
antarnegara adalah 
kerja sama Penataan 
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kepada Pemerintah 
dalam memfasilitasi 
kerja sama Penataan 
ruang antarprovinsi 
dimaksudkan agar 
kerja sama Penataan 
ruang memberikan 
manfaat yang optimal 
bagi seluruh provinsi 
yang bekerja sama. 

ruang di kawasan 
perbatasan negara. 
Pemberian wewenang 
kepada Pemerintah 
dalam memfasilitasi 
kerja sama Penataan 
ruang antarprovinsi 
dimaksudkan agar 
kerja sama Penataan 
ruang memberikan 
manfaat yang optimal 
bagi seluruh provinsi 
yang bekerja sama. 

Ruang di kawasan 
perbatasan negara. 
Pemberian wewenang 
kepada Pemerintah 
Pusat dalam 
memfasilitasi kerja 
sama Penataan Ruang 
antarprovinsi 
dimaksudkan agar 
kerja sama Penataan 
Ruang memberikan 
manfaat yang optimal 
bagi seluruh provinsi 
yang bekerja sama. 
 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan 
“pedoman bidang 
Penataan ruang” adalah 
mencakup pula norma, 
standar, dan manual 
dalam bidang Penataan 
ruang. Yang termasuk 
standar bidang Penataan 
ruang adalah ketentuan 
teknis sebagai acuan 
dalam pelaksanaan 
Penataan ruang.  
Yang termasuk manual 
bidang Penataan ruang 
adalah petunjuk 
pelaksanaan dan 
petunjuk teknis sebagai 
acuan operasional dalam 
pelaksanaan Penataan 
ruang. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan 
“pedoman bidang 
Penataan ruang” adalah 
mencakup pula norma, 
standar, dan manual 
dalam bidang Penataan 
ruang.  
Yang termasuk standar 
bidang Penataan ruang 
adalah ketentuan teknis 
sebagai acuan dalam 

Ayat (5)  
Huruf a 

Penyebarluasan 
informasi dilakukan 
antara lain melalui 
media elektronik, 
media cetak, dan 
media komunikasi 
lain, sebagai bentuk 
perwujudan asas 
keterbukaan dalam 
penyelenggaraan 

Ayat (5)  
Huruf a 

Penyebarluasan 
informasi dilakukan 
antara lain melalui 
media elektronik, 
media cetak, dan 
media komunikasi 
lain, sebagai bentuk 
pewujudan asas 
keterbukaan dalam 
Penyelenggaraan 
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pelaksanaan Penataan 
ruang.  
Yang termasuk manual 
bidang Penataan ruang 
adalah petunjuk 
pelaksanaan dan 
petunjuk teknis sebagai 
acuan operasional dalam 
pelaksanaan Penataan 
ruang. 

Penataan ruang. 
Huruf b 

Standar pelayanan 
minimal merupakan 
hak dan kewajiban 
penerima dan 
pemberi layanan 
yang disusun sebagai 
alat Pemerintah 
Pusat dan 
Pemerintah Daerah 
untuk menjamin 
akses dan mutu 
pelayanan dasar 
kepada masyarakat 
secara merata. 
Standar pelayanan 
minimal bidang 
Penataan ruang 
disusun oleh 
Pemerintah Pusat 
dan diberlakukan 
untuk seluruh 
Pemerintah Daerah 
provinsi dan 
Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota 
untuk menjamin 
mutu pelayanan 
dasar kepada 
masyarakat secara 
merata dalam rangka 
penyelenggaraan 
Penataan ruang. 

Penataan Ruang. 
Huruf b 

Standar pelayanan 
merupakan hak dan 
kewajiban penerima 
dan pemberi layanan 
yang disusun sebagai 
alat Pemerintah 
Pusat dan 
Pemerintah Daerah 
untuk menjamin 
akses dan mutu 
pelayanan dasar 
kepada masyarakat 
secara merata. 
Standar pelayanan 
bidang Penataan 
Ruang disusun oleh 
Pemerintah Pusat 
dan diberlakukan 
untuk seluruh 
Pemerintah Daerah 
provinsi dan 
Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota 
untuk menjamin 
mutu pelayanan 
dasar kepada 
masyarakat secara 
merata dalam rangka 
Penyelenggaraan 
Penataan Ruang. 

Ayat (6)  
Huruf a  

Penyebarluasan 
informasi dilakukan 
antara lain melalui 
media elektronik, 
media cetak, dan 
media komunikasi 
lain, sebagai bentuk 
perwujudan asas 
keterbukaan dalam 
penyelenggaraan 
Penataan ruang.  

Huruf b  
Standar pelayanan 
minimal merupakan 
hak dan kewajiban 
penerima dan 

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

Ayat (6)  
Cukup jelas. 
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pemberi layanan yang 
disusun sebagai alat 
Pemerintah dan 
pemerintah daerah 
untuk menjamin 
akses dan mutu 
pelayanan dasar 
kepada masyarakat 
secara merata.  
Standar pelayanan 
minimal bidang 
Penataan ruang 
disusun oleh 
Pemerintah dan 
diberlakukan untuk 
seluruh pemerintah 
daerah provinsi dan 
pemerintah daerah 
kabupaten/kota 
untuk menjamin mutu 
pelayanan dasar 
kepada masyarakat 
secara merata dalam 
rangka 
penyelenggaraan 
Penataan ruang. 

 
 

Penjelasan Pasal 9 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1)  
Cukup jelas 

Ayat (1)  
Penyelenggaraan 
Penataan ruang oleh 
Pemerintah Pusat 
mencakup antara lain 
pengaturan, pembinaan, 
pengawasan Penataan 
ruang lintas sektor, lintas 
wilayah dan lintas 
pemangku kepentingan 
yang dapat dilakukan 
dengan pendekatan 
partisipatif melalui 
komite atau forum. 

Ayat (1)  
Penyelenggaraan 
Penataan Ruang oleh 
Pemerintah Pusat 
mencakup antara lain 
pengaturan, pembinaan, 
pengawasan Penataan 
Ruang lintas sektor, 
lintas Wilayah dan lintas 
pemangku kepentingan 
yang dapat dilakukan 
dengan pendekatan 
partisipatif melalui 
komite atau forum. 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 10 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Huruf a  
Cukup jelas.  

Cukup jelas 
 

Cukup jelas 
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Huruf b  

Cukup jelas.  
Huruf c  

Cukup jelas.  
Huruf d  

Pemberian wewenang kepada pemerintah 
daerah provinsi dalam memfasilitasi kerja 
sama Penataan ruang antarkabupaten/kota 
dimaksudkan agar kerja sama Penataan 
ruang memberikan manfaat yang optimal 
bagi kabupaten/kota yang bekerja sama. 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Kewenangan pemerintah daerah provinsi 
dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi 
mencakup aspek yang terkait dengan nilai 
strategis yang menjadi dasar penetapan 
kawasan strategis. Pemerintah daerah 
kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan 
dalam penyelenggaraan aspek yang tidak 
terkait dengan nilai strategis yang menjadi 
dasar penetapan kawasan strategis. 

Ayat (6) 
Yang dimaksud dengan “dapat menyusun 
petunjuk pelaksanaan” adalah bahwa 
penyusunan petunjuk pelaksanaan oleh 
pemerintah daerah provinsi disesuaikan 
kebutuhan dengan memperhatikan 
karakteristik daerah. Petunjuk pelaksanaan 
dimaksud merupakan penjabaran dari 
pedoman bidang Penataan ruang yang 
ditetapkan oleh Pemerintah. 

Ayat (7) 
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Contoh jenis pelayanan minimal dalam 
perencanaan tata ruang wilayah provinsi 
antara lain adalah keikutsertaan 
masyarakat dalam penyusunan rencana 
tata ruang wilayah provinsi; sedangkan 
mutu pelayanannya dinyatakan dengan 
frekuensi keikutsertaan masyarakat 
dalam proses perencanaan tata ruang 
wilayah provinsi. 

Ayat (8) 
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Langkah penyelesaian yang diambil 
Pemerintah mencakup pula pembinaan kepada 
pemerintah provinsi, agar mampu memenuhi 
standar pelayanan minimal bidang Penataan 
ruang. Upaya pembinaan tersebut dapat 
berupa bantuan teknis untuk memenuhi 
standar pelayanan minimal yang tidak 
dipenuhi pemerintah daerah provinsi. 

 
 

Penjelasan Pasal 11 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1)  
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (5)  
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Contoh jenis pelayanan dalam perencanaan 
tata ruang wilayah kabupaten/kota, antara 
lain, adalah keikutsertaan masyarakat 
dalam penyusunan rencana tata ruang 
wilayah kabupaten/kota; sedangkan mutu 
pelayanannya dinyatakan dengan frekuensi 
keikutsertaan masyarakat dalam proses 
perencanaan tata ruang wilayah 
kabupaten/kota. 

Ayat (6) 
Pemerintah daerah provinsi mengambil 
langkah penyelesaian dalam bentuk 
pemenuhan standar pelayanan minimal 
apabila setelah melakukan pembinaan, 
pemerintah daerah kabupaten/kota belum 
juga dapat meningkatkan kinerjanya dalam 
penyelenggaraan Penataan ruang tersebut 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan bidang otonomi daerah. 

 
Penjelasan Pasal 14 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Huruf a  
Cukup jelas 

Huruf b  
Rencana rinci tata 
ruang merupakan 

Ayat (1)  
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Rencana rinci tata 
ruang merupakan 

Ayat (1)  
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Rencana rinci Tata 
Ruang merupakan 
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penjabaran rencana 
umum tata ruang 
yang dapat berupa 
rencana tata ruang 
kawasan strategis 
yang penetapan 
kawasannya tercakup 
di dalam rencana tata 
ruang wilayah. 
Rencana rinci tata 
ruang merupakan 
operasionalisasi 
rencana umum tata 
ruang yang dalam 
pelaksanaannya tetap 
memperhatikan 
aspirasi masyarakat 
sehingga muatan 
rencana masih dapat 
disempurnakan 
dengan tetap 
mematuhi batasan 
yang telah diatur 
dalam rencana rinci 
dan peraturan zonasi. 

penjabaran rencana 
umum tata ruang 
yang dapat berupa 
rencana tata ruang 
kawasan strategis 
yang penetapan 
kawasannya tercakup 
di dalam rencana tata 
ruang wilayah. 
Rencana rinci tata 
ruang merupakan 
operasionalisasi 
rencana umum tata 
ruang yang dalam 
pelaksanaannya tetap 
memperhatikan 
aspirasi masyarakat 
sehingga muatan 
rencana masih dapat 
disempurnakan 
dengan tetap 
mematuhi batasan 
yang telah diatur 
dalam rencana rinci 
dan peraturan zonasi. 

penjabaran rencana 
umum Tata Ruang 
yang dapat berupa 
Rencana Tata Ruang 
Kawasan strategis 
yang penetapan 
kawasannya tercakup 
di dalam Rencana 
Tata Ruang Wilayah.  
Rencana rinci Tata 
Ruang merupakan 
operasionalisasi 
rencana umum Tata 
Ruang yang dalam 
pelaksanaannya tetap 
memperhatikan 
aspirasi masyarakat 
sehingga muatan 
rencana masih dapat 
disempurnakan 
dengan tetap 
mematuhi batasan 
yang telah diatur 
dalam rencana rinci 
dan peraturan zonasi. 

Ayat (2)  
Rencana umum tata 
ruang dibedakan 
menurut wilayah 
administrasi 
pemerintahan karena 
kewenangan mengatur 
pemanfaatan ruang 
dibagi sesuai dengan 
pembagian administrasi 
pemerintahan.  
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Cukup jelas.  
Huruf c  

Secara administrasi 
pemerintahan, 
rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
dan rencana tata 
ruang wilayah kota 
memiliki kedudukan 
yang setara. 

Ayat (2)  
Rencana umum tata 
ruang dibedakan 
menurut wilayah 
administrasi 
pemerintahan karena 
kewenangan mengatur 
pemanfaatan ruang 
dibagi sesuai dengan 
pembagian administrasi 
pemerintahan. 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Secara administrasi 
pemerintahan, 
rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
dan rencana tata 
ruang wilayah kota 
memiliki kedudukan 
yang setara. 

Ayat (2)  
Rencana umum Tata 
Ruang dibedakan 
menurut Wilayah 
administrasi 
pemerintahan karena 
kewenangan mengatur 
Pemanfaatan Ruang 
dibagi sesuai dengan 
pembagian administrasi 
pemerintahan. 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Secara administrasi 
pemerintahan, 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah kabupaten 
dan Rencana Tata 
Ruang Wilayah kota 
memiliki kedudukan 
yang setara. 

Ayat (3) 
Huruf a  

Rencana tata ruang 

Ayat (3) 
Huruf a 

Rencana tata ruang 

Ayat (3) 
Huruf a 

Rencana Tata Ruang 
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pulau/kepulauan 
dan rencana tata 
ruang kawasan 
strategis nasional 
merupakan rencana 
rinci untuk Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
Nasional. 

Huruf b  
Rencana tata ruang 
kawasan strategis 
provinsi merupakan 
rencana rinci untuk 
rencana tata ruang 
wilayah provinsi. 

 Huruf c  
Rencana detail tata 
ruang 
kabupaten/kota dan 
rencana tata ruang 
kawasan strategis 
kabupaten/kota 
merupakan rencana 
rinci untuk rencana 
tata ruang wilayah 
kabupaten/kota. 

pulau/kepulauan 
dan rencana tata 
ruang kawasan 
strategis nasional 
merupakan rencana 
rinci untuk Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
Nasional. 

Huruf b 
RDTR 
kabupaten/kota 
merupakan rencana 
rinci untuk rencana 
tata ruang wilayah 
kabupaten/kota 
yang dilengkapi 
dengan peraturan 
zonasi 
kabupaten/kota. 

pulau/ kepulauan dan 
Rencana Tata Ruang 
Kawasan Strategis 
Nasional merupakan 
rencana rinci untuk 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional. 

Huruf b 
Rencana detail Tata 
Ruang kabupaten/ 
kota merupakan 
rencana rinci untuk 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah 
kabupaten/kota yang 
dilengkapi dengan 
peraturan zonasi 
kabupaten/kota. 

Ayat (4)  
Cukup jelas 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (5)  
Huruf a  

Cukup jelas. 
 Huruf b  

Efektivitas 
penerapan rencana 
tata ruang sangat 
dipengaruhi oleh 
tingkat ketelitian 
atau kedalaman 
pengaturan dan 
skala peta dalam 
rencana tata ruang. 
Perencanaan tata 
ruang yang 
mencakup wilayah 
yang luas pada 
umumnya memiliki 
tingkat ketelitian 
atau kedalaman 
pengaturan dan 
skala peta yang tidak 
rinci. Oleh karena 
itu, dalam 

Ayat (5)  
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Efektivitas 
penerapan rencana 
tata ruang sangat 
dipengaruhi oleh 
tingkat ketelitian 
atau kedalaman 
pengaturan dan 
skala peta dalam 
rencana tata ruang. 
Perencanaan tata 
ruang yang 
mencakup wilayah 
yang luas pada 
umumnya memiliki 
tingkat ketelitian 
atau kedalaman 
pengaturan dan 
skala peta yang tidak 
rinci. Oleh karena 
itu, dalam 

Ayat (5)  
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Efektivitas penerapan 
Rencana Tata Ruang 
sangat dipengaruhi 
oleh tingkat ketelitian 
atau kedalaman 
pengaturan dan skala 
peta dalam Rencana 
Tata Ruang.  
Perencanaan Tata 
Ruang yang 
mencakup Wilayah 
yang luas pada 
umumnya memiliki 
tingkat ketelitian atau 
kedalaman 
pengaturan dan skala 
peta yang tidak rinci.  
Oleh karena itu, dalam 
penerapannya masih 
diperlukan 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      159

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
penerapannya masih 
diperlukan 
perencanaan yang 
lebih rinci. Apabila 
perencanaan tata 
ruang yang 
mencakup wilayah 
yang luasnya 
memungkinkan 
pengaturan dan 
penyediaan peta 
dengan tingkat 
ketelitian tinggi, 
rencana rinci tidak 
diperlukan. 

penerapannya masih 
diperlukan 
perencanaan yang 
lebih rinci. Apabila 
perencanaan tata 
ruang yang 
mencakup wilayah 
yang luasnya 
memungkinkan 
pengaturan dan 
penyediaan peta 
dengan tingkat 
ketelitian tinggi, 
rencana rinci tidak 
diperlukan. 

perencanaan yang 
lebih rinci. Apabila 
Perencanaan Tata 
Ruang yang 
mencakup Wilayah 
yang luasnya 
memtrngkinkan 
pengaturan dan 
penyediaan peta 
dengan tingkat 
ketelitian tinggi, 
rencana rinci tidak 
diperlukan. 

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

Ayat (7)  
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 14A 

UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 17 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Cukup jelas 
Ayat (1)  

Cukup jelas 
Ayat (1)  

Cukup jelas 
Ayat (2)  

Dalam sistem wilayah, 
pusat permukiman 
adalah kawasan 
perkotaan yang 
merupakan pusat 
kegiatan sosial ekonomi 
masyarakat, baik pada 
kawasan perkotaan 
maupun pada kawasan 
perdesaan. Dalam sistem 
internal perkotaan, pusat 
permukiman adalah 
pusat pelayanan kegiatan 
perkotaan. Sistem 
jaringan prasarana, 
antara lain, mencakup 
sistem jaringan 
transportasi, sistem 
jaringan energi dan 
kelistrikan, sistem 
jaringan telekomunikasi, 
sistem persampahan dan 
sanitasi, serta sistem 

Ayat (2)  
Dalam sistem wilayah, 
pusat permukiman 
adalah kawasan 
perkotaan yang 
merupakan pusat 
kegiatan sosial ekonomi 
masyarakat, baik pada 
kawasan perkotaan 
maupun pada kawasan 
perdesaan. Dalam sistem 
internal perkotaan, pusat 
permukiman adalah 
pusat pelayanan kegiatan 
perkotaan. 
Sistem jaringan 
prasarana, antara lain, 
mencakup sistem 
jaringan transportasi, 
sistem jaringan energi 
dan kelistrikan, sistem 
jaringan telekomunikasi, 
sistem persampahan dan 
sanitasi, serta sistem 

Ayat (2)  
Dalam sistem Wilayah, 
pusat permukiman 
adalah Kawasan 
Perkotaan yang 
merupakan pusat 
kegiatan sosial ekonomi 
masyarakat, baik pada 
Kawasan Perkotaan 
maupun pada Kawasan 
Perdesaan. Dalam Sistem 
Internal Perkotaan, pusat 
permukiman adalah 
pusat pelayanan kegiatan 
perkotaan. 
Sistem jaringan 
prasarana, antara lain, 
mencakup sistem 
jaringan transportasi, 
sistem jaringan energi 
dan ketenagalistrikan, 
sistem jaringan 
telekomunikasi, sistem 
persampahan dan 
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jaringan sumber daya 
air. 

jaringan sumber daya 
air. 

sanitasi, serta sistem 
jaringan sumber daya 
air. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Cukup jelas 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (5)  
Penetapan proporsi 
luas kawasan hutan 
terhadap luas daerah 
aliran sungai 
dimaksudkan untuk 
menjaga keseimbangan 
tata air, karena 
sebagian besar wilayah 
Indonesia mempunyai 
curah dan intensitas 
hujan yang tinggi, serta 
mempunyai konfigurasi 
daratan yang 
bergelombang, berbukit 
dan bergunung yang 
peka akan gangguan 
keseimbangan tata air 
seperti banjir, erosi, 
sedimentasi, serta 
kekurangan air. 
Distribusi luas kawasan 
hutan disesuaikan 
dengan kondisi daerah 
aliran sungai yang, 
antara lain, meliputi 
morfologi, jenis batuan, 
serta bentuk pengaliran 
sungai dan anak sungai. 
Dengan demikian 
kawasan hutan tidak 
harus terdistribusi 
secara merata pada 
setiap wilayah 
administrasi yang ada 
di dalam daerah aliran 
sungai. 

Ayat (5)  
Penetapan proporsi 
luas kawasan hutan 
terhadap luas daerah 
aliran sungai 
dimaksudkan untuk 
menjaga keseimbangan 
tata air, karena 
sebagian besar wilayah 
Indonesia mempunyai 
curah dan intensitas 
hujan yang tinggi, serta 
mempunyai konfigurasi 
daratan yang 
bergelombang, berbukit 
dan bergunung yang 
peka akan gangguan 
keseimbangan tata air 
seperti banjir, erosi, 
sedimentasi, serta 
kekurangan air. 
Distribusi luas kawasan 
hutan disesuaikan 
dengan kondisi daerah 
aliran sungai yang, 
antara lain, meliputi 
morfologi, jenis batuan, 
serta bentuk pengaliran 
sungai dan anak sungai. 
Dengan demikian 
kawasan hutan tidak 
harus terdistribusi 
secara merata pada 
setiap wilayah 
administrasi yang ada 
di dalam daerah aliran 
sungai. 

Ayat (5)  
Penetapan proporsi 
luas Kawasan hutan 
terhadap luas daerah 
aliran sungai 
dimaksudkan untuk 
menjaga keseimbangan 
tata air, karena 
sebagian besar Wilayah 
Indonesia mempunyai 
curah dan intensitas 
hujan yang tinggi, serta 
mempunyai konfigurasi 
daratan yang 
bergelombang, 
berbukit, dan 
bergunung yang peka 
akan gangguan 
keseimbangan tata air 
seperti banjir, erosi, 
sedimentasi, serta 
kekurangan air. 
Distribusi luas Kawasan 
hutan disesuaikan 
dengan kondisi daerah 
aliran sungai yang, 
antara lain, meliputi 
morfologi, jenis batuan, 
serta bentuk pengaliran 
sungai dan anak sungai. 
Dengan demikian 
Kawasan hutan tidak 
harus terdistribusi 
secara merata pada 
setiap Wilayah 
administrasi yang ada 
di dalam daerah aliran 
sungai. 

Ayat (6)  
Keterkaitan 
antarwilayah 
merupakan wujud 
keterpaduan dan 
sinergi antarwilayah, 
yaitu wilayah nasional, 

Ayat (6)  
Keterkaitan 
antarwilayah 
merupakan wujud 
keterpaduan dan 
sinergi antarwilayah, 
yaitu wilayah nasional, 

Ayat (6)  
Keterkaitan 
antarwilayah 
merupakan wujud 
keterpaduan dan 
sinergi antarwilayah, 
yaitu Wilayah nasional, 
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wilayah provinsi, dan 
wilayah 
kabupaten/kota.  
Keterkaitan antarfungsi 
kawasan merupakan 
wujud keterpaduan dan 
sinergi antarkawasan, 
antara lain, meliputi 
keterkaitan antara 
kawasan lindung dan 
kawasan budi daya.  
Keterkaitan 
antarkegiatan kawasan 
merupakan wujud 
keterpaduan dan 
sinergi antarkawasan, 
antara lain, meliputi 
keterkaitan antara 
kawasan perkotaan dan 
kawasan perdesaan. 

wilayah provinsi, dan 
wilayah 
kabupaten/kota.  
Keterkaitan antarfungsi 
kawasan merupakan 
wujud keterpaduan dan 
sinergi antarkawasan, 
antara lain, meliputi 
keterkaitan antara 
kawasan lindung dan 
kawasan budi daya.  
Keterkaitan 
antarkegiatan kawasan 
merupakan wujud 
keterpaduan dan 
sinergi antarkawasan, 
antara lain, meliputi 
keterkaitan antara 
kawasan perkotaan dan 
kawasan perdesaan. 

Wilayah provinsi, dan 
Wilayah kabupaten/ 
kota. 
Keterkaitan antarfungsi 
Kawasan merupakan 
wujud keterpaduan dan 
sinergi antarkawasan, 
antara lain, meliputi 
keterkaitan antara 
Kawasan Lindung dan 
Kawasan Budi Daya. 
Keterkaitan 
antarkegiatan Kawasan 
merupakan wujud 
keterpaduan dan 
sinergi antarkawasan, 
antara lain, meliputi 
keterkaitan antara 
Kawasan Perkotaan dan 
Kawasan Perdesaan. 

Ayat (7)  
Rencana tata ruang 
untuk fungsi 
pertahanan dan 
keamanan karena 
sifatnya yang khusus 
memerlukan 
pengaturan tersendiri. 
Sifat khusus tersebut 
terkait dengan adanya 
kebutuhan untuk 
menjaga kerahasiaan 
sebagian informasi 
untuk kepentingan 
pertahanan dan 
keamanan negara. 
Rencana tata ruang 
yang berkaitan dengan 
fungsi pertahanan dan 
keamanan sebagai 
subsistem rencana tata 
ruang wilayah 
mengandung 
pengertian bahwa 
Penataan ruang 
kawasan pertahanan 
dan keamanan 
merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari 
upaya keseluruhan 
Penataan ruang 
wilayah. 

Ayat (7)  
Rencana tata ruang 
untuk fungsi 
pertahanan dan 
keamanan karena 
sifatnya yang khusus 
memerlukan 
pengaturan tersendiri. 
Sifat khusus tersebut 
terkait dengan adanya 
kebutuhan untuk 
menjaga kerahasiaan 
sebagian informasi 
untuk kepentingan 
pertahanan dan 
keamanan negara. 
Rencana tata ruang 
yang berkaitan dengan 
fungsi pertahanan dan 
keamanan sebagai 
subsistem rencana tata 
ruang wilayah 
mengandung 
pengertian bahwa 
Penataan ruang 
kawasan pertahanan 
dan keamanan 
merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari 
upaya keseluruhan 
Penataan ruang 
wilayah. 

Ayat (7)  
Rencana Tata Ruang 
untuk fungsi 
pertahanan dan 
keamanan karena 
sifatnya yang khusus 
memerlukan 
pengaturan tersendiri. 
Sifat khusus tersebut 
terkait dengan adanya 
kebutuhan untuk 
menjaga kerahasiaan 
sebagian informasi 
untuk kepentingan 
pertahanan dan 
keamanan negara. 
Rencana Tata Ruang 
yang berkaitan dengan 
fungsi pertahanan dan 
keamanan sebagai 
subsistem Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
mengandung 
pengertian bahwa 
Penataan Ruang 
Kawasan pertahanan 
dan keamanan 
merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari 
upaya keseluruhan 
Penataan Ruang 
Wilayah. 
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Ayat (1)  

Persetujuan substansi 
dari Menteri 
dimaksudkan agar 
peraturan daerah 
tentang rencana tata 
ruang mengacu pada 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional dan 
kebijakan nasional, 
sedangkan rencana rinci 
tata ruang mengacu pada 
rencana umum tata 
ruang. Selain itu, 
persetujuan tersebut 
dimaksudkan pula untuk 
menjamin kesesuaian 
muatan peraturan 
daerah, baik dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
maupun dengan 
pedoman bidang 
Penataan ruang. 

Ayat (1)  
Persetujuan substansi 
dari Pemerintah 
dimaksudkan agar 
peraturan daerah 
tentang rencana tata 
ruang mengacu pada 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional dan 
kebijakan nasional, 
sedangkan rencana rinci 
tata ruang mengacu pada 
rencana umum tata 
ruang. Selain itu, 
persetujuan tersebut 
dimaksudkan pula untuk 
menjamin kesesuaian 
muatan peraturan 
daerah, baik dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
maupun dengan 
pedoman bidang 
Penataan ruang. 

Ayat (1)  
Persetujuan substansi 
dari Pemerintah Pusat 
dimaksudkan agar 
peraturan daerah 
tentang Rencana Tata 
Ruang mengacu pada 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional dan 
kebijakan nasional, 
sedangkan rencana rinci 
Tata Ruang mengacu 
pada rencana umum Tata 
Ruang. Selain itu, 
persetujuan tersebut 
dimaksudkan pula untuk 
menjamin kesesuaian 
muatan peraturan 
daerah, baik dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
maupun dengan 
pedoman bidang 
penataan ruang. 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (5)  
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 20 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Huruf a 
Tujuan Penataan 
ruang wilayah 
nasional 
mencerminkan 
keterpaduan 
pembangunan 
antarsektor, 
antarwilayah, dan 
antarpemangku 
kepentingan. 
Kebijakan dan strategi 
Penataan ruang 
wilayah nasional 

Ayat (1)  
Huruf a 

Tujuan Penataan 
ruang wilayah 
nasional 
mencerminkan 
keterpaduan 
pembangunan 
antarsektor, 
antarwilayah, dan 
antarpemangku 
kepentingan. 
Kebijakan dan strategi 
Penataan ruang 
wilayah nasional 

Ayat (1)  
Huruf a 

Tujuan Penataan 
Ruang Wilayah 
nasional 
mencerminkan 
keterpaduan 
pembangunan 
antarsektor, 
antarwilayah, dan 
antarpemangku 
kepentingan. 
Kebijakan dan strategi 
Penataan Ruang 
Wilayah nasional 
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merupakan landasan 
bagi pembangunan 
nasional yang 
memanfaatkan ruang. 
Kebijakan dan strategi 
Penataan ruang 
wilayah nasional 
dirumuskan dengan 
mempertimbangkan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi, 
ketersediaan data dan 
informasi, serta 
pembiayaan 
pembangunan. 
Kebijakan dan strategi 
Penataan ruang 
wilayah nasional, 
antara lain, 
dimaksudkan untuk 
meningkatkan daya 
saing nasional dalam 
menghadapi 
tantangan global, 
serta mewujudkan 
Wawasan Nusantara 
dan Ketahanan 
Nasional.  

Huruf b  
Sistem perkotaan 
nasional dibentuk dari 
kawasan perkotaan 
dengan skala 
pelayanan yang 
berhierarki yang 
meliputi pusat 
kegiatan skala 
nasional, pusat 
kegiatan skala 
wilayah, dan pusat 
kegiatan skala lokal. 
Pusat kegiatan 
tersebut didukung 
dan dilengkapi 
dengan jaringan 
prasarana wilayah 
yang tingkat 
pelayanannya 
disesuaikan dengan 
hierarki kegiatan dan 
kebutuhan pelayanan. 
Jaringan prasarana 
utama merupakan 

merupakan landasan 
bagi pembangunan 
nasional yang 
memanfaatkan ruang. 
Kebijakan dan strategi 
Penataan ruang 
wilayah nasional 
dirumuskan dengan 
mempertimbangkan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi, 
ketersediaan data dan 
informasi, serta 
pembiayaan 
pembangunan. 
Kebijakan dan strategi 
Penataan ruang 
wilayah nasional, 
antara lain, 
dimaksudkan untuk 
meningkatkan daya 
saing nasional dalam 
menghadapi 
tantangan global, 
serta mewujudkan 
Wawasan Nusantara 
dan Ketahanan 
Nasional. 

Huruf b 
Sistem perkotaan 
nasional dibentuk dari 
kawasan perkotaan 
dengan skala 
pelayanan yang 
berhierarki yang 
meliputi pusat 
kegiatan skala 
nasional, pusat 
kegiatan skala 
wilayah, dan pusat 
kegiatan skala lokal. 
Pusat kegiatan 
tersebut didukung 
dan dilengkapi 
dengan jaringan 
prasarana wilayah 
yang tingkat 
pelayanannya 
disesuaikan dengan 
hierarki kegiatan dan 
kebutuhan pelayanan. 
Jaringan prasarana 
utama merupakan 

merupakan landasan 
lagi pembangunan 
nasional yang 
memanfaatkan Ruang.  
Kebijakan dan strategi 
Penataan Ruang 
Wilayah nasional 
dirumuskan dengan 
mempertimbangkan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi, 
ketersediaan data dan 
informasi, serta 
pembiayaan 
pembangunan. 
Kebijakan dan strategi 
Penataan Ruang 
Wilayah nasional, 
antara lain, 
dimaksudkan untuk 
meningkatkan daya 
saing nasional dalam 
menghadapi 
tantangan global, 
serta mewujudkan 
wawasan nusantara 
dan ketahanan 
nasional. 

Huruf b  
Sistem perkotaan 
nasional dibentuk dari 
Kawasan Perkotaan 
dengan skala 
pelayanan yang 
berhierarki yang 
meliputi pusat 
kegiatan skala 
nasional, pusat 
kegiatan skala 
Wilayah, dan pusat 
kegiatan skala lokal. 
Pusat kegiatan 
tersebut didukung 
dan dilengkapi 
dengan jaringan 
prasarana Wilayah 
yang tingkat 
pelayanannya 
disesuaikan dengan 
hierarki kegiatan dan 
kebutuhan pelayanan. 
Sistem jaringan 
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sistem primer yang 
dikembangkan untuk 
mengintegrasikan 
wilayah Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia selain 
untuk melayani 
kegiatan berskala 
nasional yang 
meliputi sistem 
jaringan transportasi, 
sistem jaringan energi 
dan kelistrikan, 
sistem jaringan 
telekomunikasi, dan 
sistem jaringan 
sumber daya air. Yang 
termasuk dalam 
sistem jaringan 
primer yang 
direncanakan adalah 
jaringan transportasi 
untuk menyediakan 
Alur Laut Kepulauan 
Indonesia (ALKI) bagi 
lalu lintas damai 
sesuai dengan 
ketentuan hukum 
internasional. 

Huruf c  
Pola ruang wilayah 
nasional merupakan 
gambaran 
pemanfaatan ruang 
wilayah nasional, baik 
untuk pemanfaatan 
yang berfungsi 
lindung maupun budi 
daya yang bersifat 
strategis nasional, 
yang ditinjau dari 
berbagai sudut 
pandang akan lebih 
berdaya guna dan 
berhasil guna dalam 
mendukung 
pencapaian tujuan 
pembangunan 
nasional.  
Kawasan lindung 
nasional, antara lain, 
adalah kawasan 

sistem primer yang 
dikembangkan untuk 
mengintegrasikan 
wilayah Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia selain 
untuk melayani 
kegiatan berskala 
nasional yang 
meliputi sistem 
jaringan transportasi, 
sistem jaringan energi 
dan kelistrikan, 
sistem jaringan 
telekomunikasi, dan 
sistem jaringan 
sumber daya air. 
Yang termasuk dalam 
sistem jaringan 
primer yang 
direncanakan adalah 
jaringan transportasi 
untuk menyediakan 
Alur Laut Kepulauan 
Indonesia (ALKI) bagi 
lalu lintas damai 
sesuai dengan 
ketentuan hukum 
internasional. 

Huruf c 
Pola ruang wilayah 
nasional merupakan 
gambaran 
pemanfaatan ruang 
wilayah nasional, baik 
untuk pemanfaatan 
yang berfungsi 
lindung maupun budi 
daya yang bersifat 
strategis nasional, 
yang ditinjau dari 
berbagai sudut 
pandang akan lebih 
berdaya guna dan 
berhasil guna dalam 
mendukung 
pencapaian tujuan 
pembangunan 
nasional. 
Kawasan lindung 
nasional, antara lain, 
adalah kawasan 
lindung yang secara 

prasarana utama 
merupakan sistem 
primer yang 
dikembangkan untuk 
mengintegrasikan 
Wilayah Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia selain 
untuk melayani 
kegiatan berskala 
nasional yang 
meliputi sistem 
jaringan transportasi, 
sistem jaringan energi 
dan ketenagalistrikan, 
sistem jaringan 
telekomunikasi, dan 
sistem jaringan 
sumber daya air. Yang 
termasuk dalam 
sistem jaringan 
primer yang 
direncanakan adalah 
jaringan transportasi 
untuk menyediakan 
Alur Laut Kepulauan 
Indonesia (ALKI) bagi 
lalu lintas damai 
sesuai dengan 
ketentuan hukum 
internasional. 

Huruf c  
Pola Ruang Wilayah 
nasional merupakan 
gambaran 
Pemanfaatan Ruang 
Wilayah nasional, baik 
untuk pemanfaatan 
yang berfungsi 
lindung maupun budi 
daya yang bersifat 
strategis nasional, 
yang ditinjau dari 
berbagai sudut 
pandang akan lebih 
berdaya guna dan 
berhasil guna dalam 
mendukung 
pencapaian tujuan 
pembangunan 
nasional. 
Kawasan Lindung 
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lindung yang secara 
ekologis merupakan 
satu ekosistem yang 
terletak lebih dari 
satu wilayah provinsi, 
kawasan lindung yang 
memberikan 
pelindungan terhadap 
kawasan bawahannya 
yang terletak di 
wilayah provinsi lain, 
kawasan lindung yang 
dimaksudkan untuk 
melindungi warisan 
kebudayaan nasional, 
kawasan hulu daerah 
aliran sungai suatu 
bendungan atau 
waduk, dan 
kawasankawasan 
lindung lain yang 
menurut peraturan 
perundang-undangan 
pengelolaannya 
merupakan 
kewenangan 
Pemerintah. 
Kawasan lindung 
nasional adalah 
kawasan yang tidak 
diperkenankan 
dan/atau dibatasi 
pemanfaatan 
ruangnya dengan 
fungsi utama untuk 
melindungi 
kelestarian 
lingkungan hidup 
yang mencakup 
sumber daya alam 
dan sumber daya 
buatan, warisan 
budaya dan sejarah, 
serta untuk 
mengurangi dampak 
dari bencana alam. 
Kawasan budi daya 
yang mempunyai nilai 
strategis nasional, 
antara lain, adalah 
kawasan yang 
dikembangkan untuk 
mendukung fungsi 

ekologis merupakan 
satu ekosistem yang 
terletak lebih dari 
satu wilayah provinsi, 
kawasan lindung yang 
memberikan 
pelindungan terhadap 
kawasan bawahannya 
yang terletak di 
wilayah provinsi lain, 
kawasan lindung yang 
dimaksudkan untuk 
melindungi warisan 
kebudayaan nasional, 
kawasan hulu daerah 
aliran sungai suatu 
bendungan atau 
waduk, dan kawasan 
lindung lain yang 
menurut peraturan 
perundang-undangan 
pengelolaannya 
merupakan 
kewenangan 
Pemerintah. 
Kawasan lindung 
nasional adalah 
kawasan yang tidak 
diperkenankan 
dan/atau dibatasi 
pemanfaatan 
ruangnya dengan 
fungsi utama untuk 
melindungi 
kelestarian 
lingkungan hidup 
yang mencakup 
sumber daya alam 
dan sumber daya 
buatan, warisan 
budaya dan sejarah, 
serta untuk 
mengurangi dampak 
dari bencana alam. 
Kawasan budi daya 
yang mempunyai nilai 
strategis nasional, 
antara lain, adalah 
kawasan yang 
dikembangkan untuk 
mendukung fungsi 
pertahanan dan 
keamanan nasional, 

nasional, antara lain, 
Kawasan Lindung 
yang secara ekologis 
merupakan satu 
ekosistem yang 
terletak lebih dari 
satu Wilayah provinsi, 
Kawasan Lindung 
yang memberikan 
pelindungan terhadap 
Kawasan bawahannya 
yang terletak di 
Wilayah provinsi lain, 
Kawasan Lindung 
yang dimaksudkan 
untuk melindungi 
warisan kebudayaan 
nasional, Kawasan 
hulu daerah aliran 
sungai suatu 
bendungan atau 
waduk, dan Kawasan 
Lindung lain yang 
menurut peraturan 
perundang-undangan 
pengelolaannya 
merupakan 
kewenangan 
Pemerintah Pusat. 
Kawasan Lindung 
nasional adalah 
Kawasan yang tidak 
diperkenankan 
dan/atau dibatasi 
pemanfaatan 
ruangnya dengan 
fungsi utama untuk 
melindungi 
kelestarian 
lingkungan hidup 
yang mencakup 
sumber daya alam 
dan sumber daya 
buatan, warisan 
budaya dan sejarah, 
serta untuk 
mengurangi dampak 
dari bencana alam. 
Kawasan Budi Daya 
yang mempunyai nilai 
strategis nasional, 
antara lain Kawasan 
yang dikembangkan 
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pertahanan dan 
keamanan nasional, 
kawasan industri 
strategis, kawasan 
pertambangan 
sumber daya alam 
strategis, kawasan 
perkotaan 
metropolitan, dan 
kawasankawasan 
budi daya lain yang 
menurut peraturan 
perundang-undangan 
perizinan dan/atau 
pengelolaannya 
merupakan 
kewenangan 
Pemerintah. 

Huruf d  
Yang termasuk 
kawasan strategis 
nasional adalah 
kawasan yang 
menurut peraturan 
perundangundangan 
ditetapkan sebagai 
kawasan khusus.  

Huruf e  
Indikasi program 
utama merupakan 
petunjuk yang 
memuat usulan 
program utama, 
perkiraan pendanaan 
beserta sumbernya, 
instansi pelaksana, 
dan waktu 
pelaksanaan dalam 
rangka mewujudkan 
pemanfaatan ruang 
yang sesuai dengan 
rencana tata ruang. 
Indikasi program 
utama merupakan 
acuan utama dalam 
penyusunan program 
pemanfaatan ruang 
yang merupakan 
kunci dalam 
pencapaian tujuan 
Penataan ruang, serta 
acuan sektor dalam 

kawasan industri 
strategis, kawasan 
pertambangan 
sumber daya alam 
strategis, kawasan 
perkotaan 
metropolitan, dan 
kawasan budi daya 
lain yang menurut 
peraturan perundang-
undangan perizinan 
dan/atau 
pengelolaannya 
merupakan 
kewenangan 
Pemerintah. 

Huruf d 
Yang termasuk 
kawasan strategis 
nasional adalah 
kawasan yang 
menurut peraturan 
perundang-undangan 
ditetapkan sebagai 
kawasan khusus.  

Huruf e 
Indikasi program 
utama merupakan 
petunjuk yang 
memuat usulan 
program utama, 
perkiraan pendanaan 
beserta sumbernya, 
instansi pelaksana, 
dan waktu 
pelaksanaan dalam 
rangka mewujudkan 
pemanfaatan ruang 
yang sesuai dengan 
rencana tata ruang. 
Indikasi program 
utama merupakan 
acuan utama dalam 
penyusunan program 
pemanfaatan ruang 
yang merupakan 
kunci dalam 
pencapaian tujuan 
Penataan ruang, serta 
acuan sektor dalam 
menyusun rencana 
strategis beserta 
besaran investasi. 

untuk mendukung 
fungsi pertahanan dan 
keamanan nasional, 
Kawasan industri 
strategis, Kawasan 
pertambangan 
sumber daya alam 
strategis, Kawasan 
Perkotaan, Kawasan 
Metropolitan, dan 
Kawasan Budi Daya 
lain yang menurut 
peraturan perundang-
undangan perizinan 
dan/atau 
pengelolaannya 
merupakan 
kewenangan 
Pemerintah Pusat. 

Huruf d  
Yang termasuk 
Kawasan Strategis 
Nasional adalah 
Kawasan yang 
menurut peraturan 
perundang-undangan 
ditetapkan sebagai 
Kawasan khusus. 

Huruf e  
Indikasi program 
utama merupakan 
petunjuk yang 
memuat usulan 
program utama, 
perkiraan pendanaan 
beserta sumbernya, 
instansi pelaksana, 
dan waktu 
pelaksanaan dalam 
rangka mewujudkan 
Pemanfaatan Ruang 
yang sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang. 
Indikasi program 
utama merupakan 
acuan utama dalam 
penyusunan program 
Pemanfaatan Ruang 
yang merupakan 
kunci dalam 
pencapaian tujuan 
Penataan Ruang, serta 
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menyusun rencana 
strategis beserta 
besaran investasi. 
Indikasi program 
utama lima tahunan 
disusun untuk jangka 
waktu rencana 20 
(dua puluh) tahun.  

Huruf f  
Cukup jelas. 

Indikasi program 
utama lima tahunan 
disusun untuk jangka 
waktu rencana 20 
(dua puluh) tahun. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

acuan sektor dalam 
menyusun rencana 
strategis beserta 
besaran investasi. 
Indikasi program 
utama 5 (lima) 
tahunan disusun 
untuk jangka waktu 
rencana 2O (dua 
puluh) tahun.  

Huruf f  
Cukup jelas. 

Ayat (2)  
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional 
menjadi acuan bagi 
instansi pemerintah 
tingkat pusat dan daerah 
serta masyarakat untuk 
mengarahkan lokasi dan 
memanfaatkan ruang 
dalam menyusun 
program pembangunan 
yang berkaitan dengan 
pemanfaatan ruang. 

Ayat (2)  
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional 
menjadi acuan bagi 
instansi pemerintah 
tingkat pusat dan daerah 
serta masyarakat untuk 
mengarahkan lokasi dan 
memanfaatkan ruang 
dalam menyusun 
program pembangunan 
yang berkaitan dengan 
pemanfaatan ruang. 

Ayat (2)  
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional 
menjadi acuan bagi 
instansi pemerintah 
tingkat pusat dan daerah 
serta masyarakat untuk 
mengarahkan lokasi dan 
memanfaatkan Ruang 
dalam men5rusun 
program pembangunan 
yang berkaitan dengan 
Pemanfaatan Ruang. 

Ayat (3)  
Rencana tata ruang 
disusun untuk jangka 
waktu 20 (dua puluh) 
tahun dengan visi yang 
lebih jauh ke depan yang 
merupakan matra spasial 
dari rencana 
pembangunan jangka 
panjang.  
Apabila jangka waktu 20 
(dua puluh) tahun 
rencana tata ruang 
berakhir, dalam 
penyusunan rencana tata 
ruang yang baru, hak 
yang telah dimiliki orang 
yang jangka waktunya 
melebihi jangka waktu 
rencana tata ruang tetap 
diakui. 

Ayat (3)  
Rencana tata ruang 
disusun untuk jangka 
waktu 20 (dua puluh) 
tahun dengan visi yang 
lebih jauh ke depan yang 
merupakan matra spasial 
dari rencana 
pembangunan jangka 
panjang. 
Apabila jangka waktu 20 
(dua puluh) tahun 
rencana tata ruang 
berakhir, dalam 
penyusunan rencana tata 
ruang yang baru, hak 
yang telah dimiliki orang 
yang jangka waktunya 
melebihi jangka waktu 
rencana tata ruang tetap 
diakui. 

Ayat (3)  
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional 
disusun untuk jangka 
waktu 20 (dua puluh) 
tahun dengan visi yang 
lebih jauh ke depan yang 
merupakan matra spasial 
dari rencana 
pembangunan jangka 
panjang.  
Apabila jangka waktu 20 
(dua puluh) tahun 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional 
berakhir, dalam 
penyusunan Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
Nasional yang baru, hak 
yang telah dimiliki Orang 
yang jangka waktunya 
melebihi jangka waktu 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional tetap 
diakui. 

Ayat (4)  
Peninjauan kembali 

Ayat (4)  
Peninjauan kembali 

Ayat (4)  
Peninjauan kembali 
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rencana tata ruang 
merupakan upaya untuk 
melihat kesesuaian 
antara rencana tata 
ruang dan kebutuhan 
pembangunan yang 
memperhatikan 
perkembangan 
lingkungan strategis dan 
dinamika internal, serta 
pelaksanaan 
pemanfaatan ruang.  
Hasil peninjauan kembali 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional berisi 
rekomendasi tindak 
lanjut sebagai berikut:  
a. perlu dilakukan 

revisi karena ada 
perubahan kebijakan 
nasional yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
akibat 
perkembangan 
teknologi dan/atau 
keadaan yang 
bersifat mendasar; 
atau  

b. tidak perlu dilakukan 
revisi karena tidak 
ada perubahan 
kebijakan nasional 
yang mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
akibat 
perkembangan 
teknologi dan 
keadaan yang 
bersifat mendasar. 

rencana tata ruang 
merupakan upaya untuk 
melihat kesesuaian 
antara rencana tata 
ruang dan kebutuhan 
pembangunan yang 
memperhatikan 
perkembangan 
lingkungan strategis dan 
dinamika internal, serta 
pelaksanaan 
pemanfaatan ruang. 
Hasil peninjauan kembali 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional berisi 
rekomendasi tindak 
lanjut sebagai berikut: 
a. perlu dilakukan 

revisi karena ada 
perubahan kebijakan 
nasional yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
akibat 
perkembangan 
teknologi dan/atau 
keadaan yang 
bersifat mendasar; 
atau  

b. tidak perlu 
dilakukan revisi 
karena tidak ada 
perubahan kebijakan 
nasional yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
akibat 
perkembangan 
teknologi dan 
keadaan yang 
bersifat mendasar. 

Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional 
merupakan upaya untuk 
melihat kesesuaian 
antara Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional 
dan kebutuhan 
pembangunan yang 
memperhatikan 
perkembangan 
lingkungan strategis dan 
dinamika internal, serta 
pelaksanaan 
Pemanfaatan Ruang. 
Hasil peninjauan kembali 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional berisi 
rekomendasi tindak 
lanjut sebagai berikut:  
a. perlu dilakukan revisi 

karena ada perubahan 
kebljakan nasional 
yang mempengaruhi 
Pemanfaatan Ruang 
akibat perkembangan 
teknologi dan/ atau 
keadaan yang bersifat 
mendasar; atau  

b. tidak perlu dilakukan 
revisi karena tidak ada 
perubahan kebijakan 
nasional yang 
mempengaruhi 
Pemanfaatan Ruang 
akibat perkembangan 
teknologi dan keadaan 
yang bersifat 
mendasar. 

Ayat (5) 
Keadaan yang bersifat 
mendasar, antara lain, 
berkaitan dengan 
bencana alam skala 
besar, perkembangan 
ekonomi, perubahan 
batas teritorial negara 
yang ditetapkan dengan 
peraturan perundang-
undangan.  

Ayat (5)  
Peninjauan kembali dan 
revisi Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional 
dapat dilakukan lebih 
dari 1 (satu) dalam 
periode 5 (lima) tahun 
hanya apabila memenuhi 
syarat terjadinya 
perubahan lingkungan 
strategis. 

Ayat (5)  
Peninjauan kembali dan 
revisi Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional 
dapat dilakukan lebih 
dari 1 (satu) kali dalam 
periode 5 (lima) tahun 
hanya apabila memenuhi 
syarat terjadinya 
perubahan lingkungan 
strategis. Peninjauan 
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Peninjauan kembali dan 
revisi Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional 
dilakukan bukan untuk 
pemutihan 
penyimpangan 
pemanfaatan ruang. 

Peninjauan kembali 
dilakukan bukan untuk 
pemutihan 
penyimpangan 
pemanfaatan ruang. 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Termasuk kebijakan 
nasional yang bersifat 
strategis antara lain 
pengembangan 
infrastruktur, 
pengembangan wilayah, 
dan pengembangan 
ekonomi. 

kembali dilakukan bukan 
untuk pemutihan 
penyimpangan 
Pemanfaatan Ruang. 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Termasuk kebijakan 
nasional yang bersifat 
strategis antara lain 
pengembangan 
infrastruktur, 
pengembangan Wilayah, 
dan pengembangan 
ekonomi. 

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 22 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas 

 
Penjelasan Pasal 23 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Huruf a  
Cukup jelas.  

Huruf b  
Rencana struktur 
ruang wilayah 
provinsi merupakan 
arahan perwujudan 
sistem perkotaan 
dalam wilayah 
provinsi dan jaringan 
prasarana wilayah 
provinsi yang 
dikembangkan untuk 
mengintegrasikan 
wilayah provinsi 
selain untuk melayani 
kegiatan skala 
provinsi yang 
meliputi sistem 
jaringan transportasi, 
sistem jaringan energi 
dan kelistrikan, 

 Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Rencana struktur 
ruang wilayah 
provinsi merupakan 
arahan perwujudan 
sistem perkotaan 
dalam wilayah 
provinsi dan jaringan 
prasarana wilayah 
provinsi yang 
dikembangkan untuk 
mengintegrasikan 
wilayah provinsi 
selain untuk melayani 
kegiatan skala 
provinsi yang 
meliputi sistem 
jaringan transportasi, 
sistem jaringan energi 
dan kelistrikan, 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Rencana Struktur 
Ruang Wilayah 
provinsi merupakan 
arahan pewujudan 
sistem perkotaan 
dalam Wilayah 
provinsi dan jaringan 
prasar€rna Wilayah 
provinsi yang 
dikembangkan untuk 
mengintegrasikan 
Wilayah provinsi 
selain untuk melayani 
kegiatan skala 
provinsi yang 
meliputi sistem 
jaringan transportasi, 
sistem jaringan energi 
dan ketenagalistrikan, 
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sistem jaringan 
telekomunikasi, dan 
sistem jaringan 
sumber daya air, 
termasuk seluruh 
daerah hulu 
bendungan/waduk 
dari daerah aliran 
sungai. Dalam 
rencana tata ruang 
wilayah provinsi 
digambarkan sistem 
perkotaan dalam 
wilayah provinsi dan 
peletakan jaringan 
prasarana wilayah 
yang menurut 
peraturan perundang-
undangan 
pengembangan dan 
pengelolaannya 
merupakan 
kewenangan 
pemerintah daerah 
provinsi dengan 
sepenuhnya 
memperhatikan 
struktur ruang yang 
telah ditetapkan 
dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
Nasional. Rencana 
struktur ruang 
wilayah provinsi 
memuat rencana 
struktur ruang yang 
ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional. 

Huruf c  
Pola ruang wilayah 
provinsi merupakan 
gambaran 
pemanfaatan ruang 
wilayah provinsi, baik 
untuk pemanfaatan 
yang berfungsi 
lindung maupun budi 
daya, yang ditinjau 
dari berbagai sudut 
pandang akan lebih 
berdaya guna dan 
berhasil guna dalam 

sistem jaringan 
telekomunikasi, dan 
sistem jaringan 
sumber daya air, 
termasuk seluruh 
daerah hulu 
bendungan/waduk 
dari daerah aliran 
sungai. 
Dalam rencana tata 
ruang wilayah 
provinsi digambarkan 
sistem perkotaan 
dalam wilayah 
provinsi dan 
peletakan jaringan 
prasarana wilayah 
yang menurut 
peraturan perundang-
undangan 
pengembangan dan 
pengelolaannya 
merupakan 
kewenangan 
pemerintah daerah 
provinsi dengan 
sepenuhnya 
memperhatikan 
struktur ruang yang 
telah ditetapkan 
dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
Nasional. 
Rencana struktur 
ruang wilayah 
provinsi memuat 
rencana struktur 
ruang yang ditetapkan 
dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
Nasional. 

Huruf c  
Pola ruang wilayah 
provinsi merupakan 
gambaran 
pemanfaatan ruang 
wilayah provinsi, baik 
untuk pemanfaatan 
yang berfungsi 
lindung maupun budi 
daya, yang ditinjau 
dari berbagai sudut 
pandang akan lebih 

sistem jaringan 
telekomunikasi, dan 
sistem jaringan 
sumber daya air, 
termasuk seluruh 
daerah hulu 
bendungan/waduk 
dari daerah aliran 
sungai.  
Dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
provinsi digambarkan 
sistem perkotaan 
dalam Wilayah 
provinsi dan 
peletakan jaringan 
prasarana Wilayah 
yang menurut 
peraturan perundang-
undangan 
pengembangan dan 
pengelolaannya 
merupakan 
kewenangan 
Pemerintah Daerah 
provinsi dengan 
sepenuhnya 
memperhatikan 
Struktur Ruang yang 
telah ditetapkan 
dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
Nasional. Rencana 
Struktur Ruang 
Wilayah provinsi 
memuat rencana 
Struktur Ruang yang 
ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional. 

Huruf c  
Pola Ruang Wilayah 
provinsi merupakan 
gambaran 
Pemanfaatan Ruang 
Wilayah provinsi, baik 
untuk pemanfaatan 
yang berfungsi 
lindung maupun budi 
daya, yang ditinjau 
dari berbagai sudut 
pandang akan lebih 
berdaya guna dan 
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mendukung 
pencapaian tujuan 
pembangunan 
provinsi apabila 
dikelola oleh 
pemerintah daerah 
provinsi dengan 
sepenuhnya 
memperhatikan pola 
ruang yang telah 
ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional.  
Kawasan lindung 
provinsi adalah 
kawasan lindung yang 
secara ekologis 
merupakan satu 
ekosistem yang 
terletak lebih dari 
satu wilayah 
kabupaten/kota, 
kawasan lindung yang 
memberikan 
pelindungan terhadap 
kawasan bawahannya 
yang terletak di 
wilayah 
kabupaten/kota lain, 
dan kawasan-
kawasan lindung lain 
yang menurut 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
pengelolaannya 
merupakan 
kewenangan 
pemerintah daerah 
provinsi. Kawasan 
budi daya yang 
mempunyai nilai 
strategis provinsi 
merupakan kawasan 
budi daya yang 
dipandang sangat 
penting bagi upaya 
pencapaian 
pembangunan 
provinsi dan/atau 
menurut peraturan 
perundang-undangan 
perizinan dan/atau 
pengelolaannya 

berdaya guna dan 
berhasil guna dalam 
mendukung 
pencapaian tujuan 
pembangunan 
provinsi apabila 
dikelola oleh 
Pemerintah Daerah 
provinsi dengan 
sepenuhnya 
memperhatikan pola 
ruang yang telah 
ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional. 
Kawasan lindung 
provinsi adalah 
kawasan lindung yang 
secara ekologis 
merupakan satu 
ekosistem yang 
terletak lebih dari 
satu wilayah 
kabupaten/kota, 
kawasan lindung yang 
memberikan 
pelindungan terhadap 
kawasan bawahannya 
yang terletak di 
wilayah 
kabupaten/kota lain, 
dan kawasan-
kawasan lindung lain 
yang menurut 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
pengelolaannya 
merupakan 
kewenangan 
Pemerintah Daerah 
provinsi. 
Kawasan budi daya 
yang mempunyai nilai 
strategis provinsi 
merupakan kawasan 
budi daya yang 
dipandang sangat 
penting bagi upaya 
pencapaian 
pembangunan 
provinsi dan/atau 
menurut peraturan 
perundang-undangan 

berhasil guna dalam 
mendukung 
pencapaian tujuan 
pembangunan 
provinsi apabila 
dikelola oleh 
Pemerintah Daerah 
provinsi dengan 
sepenuhnya 
memperhatikan Pola 
Ruang yang telah 
ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional. 
Kawasan Lindung 
provinsi adalah 
Kawasan Lindung 
yang secara ekologis 
menrpakan satu 
ekosistem yang 
terletak lebih dari 1 
(satu) Wilayah 
kabupaten/kota, 
Kawasan Lindung 
yang memberikan 
pelindungan terhadap 
Kawasan bawahannya 
yang terletak di 
Wilayah 
kabupaten/kota lain, 
dan Kawasan Lindung 
lain yang menurut 
peraturan perundang-
undangan 
pengelolaannya 
merupakan 
kewenangan 
Pemerintah Daerah 
provinsi. Kawasan 
Budi Daya yang 
mempunyai nilai 
strategis provinsi 
merupakan Kawasan 
Budi Daya yang 
dipandang sangat 
penting bagi upaya 
pencapaian 
pembangunan 
provinsi dan/ atau 
menurut peraturan 
perundangundangan 
perizinan dan/atau 
pengelolaannya 
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merupakan 
kewenangan 
pemerintah daerah 
provinsi.  
Kawasan budi daya 
yang memiliki nilai 
strategis provinsi 
dapat berupa 
kawasan 
permukiman, 
kawasan kehutanan, 
kawasan pertanian, 
kawasan 
pertambangan, 
kawasan 
perindustrian, dan 
kawasan pariwisata. 
Rencana pola ruang 
wilayah Kabupaten 
memuat rencana pola 
ruang yang ditetapkan 
dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
Nasional. 

Huruf d  
Cukup jelas.  

Huruf e  
Indikasi program 
utama adalah 
petunjuk yang 
memuat usulan 
program utama, 
perkiraan pendanaan 
beserta sumbernya, 
instansi pelaksana, 
dan waktu 
pelaksanaan, dalam 
rangka mewujudkan 
pemanfaatan ruang 
yang sesuai dengan 
rencana tata ruang. 
Indikasi program 
utama merupakan 
acuan utama dalam 
penyusunan program 
pemanfaatan ruang 
yang merupakan 
kunci dalam 
pencapaian tujuan 
Penataan ruang, serta 
acuan sektor dalam 
menyusun rencana 
strategis beserta 

perizinan dan/atau 
pengelolaannya 
merupakan 
kewenangan 
Pemerintah Daerah 
provinsi. 
Kawasan budi daya 
yang memiliki nilai 
strategis provinsi 
dapat berupa 
kawasan 
permukiman, 
kawasan kehutanan, 
kawasan pertanian, 
kawasan 
pertambangan, 
kawasan 
perindustrian, dan 
kawasan pariwisata. 
Rencana pola ruang 
wilayah Kabupaten 
memuat rencana pola 
ruang yang ditetapkan 
dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
Nasional. 

Huruf d 
Indikasi program 
utama adalah 
petunjuk yang 
memuat usulan 
program utama, 
perkiraan pendanaan 
beserta sumbernya, 
instansi pelaksana, 
dan waktu 
pelaksanaan, dalam 
rangka mewujudkan 
pemanfaatan ruang 
yang sesuai dengan 
rencana tata ruang. 
Indikasi program 
utama merupakan 
acuan utama dalam 
penyusunan program 
pemanfaatan ruang 
yang merupakan 
kunci dalam 
pencapaian tujuan 
Penataan ruang, serta 
acuan sektor dalam 
menyusun rencana 
strategis beserta 

menrpakan 
kewenangan 
Pemerintah Daerah 
provinsi. Kawasan 
Budi Daya yang 
memiliki nilai 
strategis provinsi 
dapat berupa 
Kawasan 
permukiman, 
Kawasan kehutanan, 
Kawasan pertanian, 
Kawasan 
pertambangan, 
Kawasan 
perindustrian, dan 
Kawasan pariwisata. 
Rencana Pola Ruang 
Wilayah kabupaten 
memuat Rencana Pola 
Ruang yang 
ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional. 

Huruf d 
Indikasi program 
utama adalah 
petunjuk yang 
memuat usulan 
program utama, 
perkiraan pendanaan 
beserta sumbernya, 
instansi pelaksana, 
dan waktu 
pelaksanaan, dalam 
rangka mewujudkan 
Pemanfaatan Ruang 
yang sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang. 
Indikasi program 
utama merupakan 
acuan utama dalam 
pen5rusunan 
program Pemanfaatan 
Ruang yang 
merupakan kunci 
dalam pencapaian 
tujuan Penataan 
Ruang, serta acuan 
sektor dalam 
menyusun rencana 
strategis beserta 
besaran investasi. 
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besaran investasi. 
Indikasi program 
utama lima tahunan 
disusun untuk jangka 
waktu rencana 20 
(dua puluh) tahun.  

Huruf f  
Cukup jelas. 

besaran investasi. 
Indikasi program 
utama lima tahunan 
disusun untuk jangka 
waktu rencana 20 
(dua puluh) tahun.  

Huruf e 
Cukup jelas. 

Indikasi program 
utama 5 (lima) 
tahunan disusun 
untuk jangka waktu 
rencana 2O (dua 
puluh) tahun. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Ayat (2)  
Rencana tata ruang 
wilayah provinsi menjadi 
acuan bagi instansi 
pemerintah daerah serta 
masyarakat untuk 
mengarahkan lokasi dan 
memanfaatkan ruang 
dalam menyusun 
program pembangunan 
yang berkaitan dengan 
pemanfaatan ruang di 
daerah yang 
bersangkutan. Selain itu, 
rencana tersebut 
menjadi dasar dalam 
memberikan 
rekomendasi 
pengarahan 
pemanfaatan ruang. 
Rencana tata ruang 
wilayah provinsi dan 
rencana pembangunan 
jangka panjang provinsi 
serta rencana 
pembangunan jangka 
menengah provinsi 
merupakan kebijakan 
daerah yang saling 
mengacu. 

Ayat (2) 
Rencana tata ruang 
wilayah provinsi menjadi 
acuan bagi instansi 
Pemerintah Daerah serta 
masyarakat untuk 
mengarahkan lokasi dan 
memanfaatkan ruang 
dalam menyusun 
program pembangunan 
yang berkaitan dengan 
pemanfaatan ruang di 
daerah yang 
bersangkutan. Selain itu, 
rencana tersebut 
menjadi dasar dalam 
memberikan 
rekomendasi 
pengarahan 
pemanfaatan ruang. 
Rencana tata ruang 
wilayah provinsi dan 
rencana pembangunan 
jangka panjang provinsi 
serta rencana 
pembangunan jangka 
menengah provinsi 
merupakan kebijakan 
daerah yang saling 
mengacu. 

Ayat (2) 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi 
menjadi acuan bagi 
instansi Pemerintah 
Daerah serta masyarakat 
untuk mengarahkan 
lokasi dan 
memanfaatkan Ruang 
dalam men5rusun 
program pembangunan 
yang berkaitan dengan 
Pemanfaatan Ruang di 
daerah yang 
bersangkutan. Selain itu, 
rencana tersebut 
menjadi dasar dalam 
memberikan 
rekomendasi 
pengarahan 
Pemanfaatan Ruang. 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi dan 
pembangunan jangka 
panjang provinsi serta 
rencana rencana 
pembangunan jangka 
menengah provinsi 
merupakan kebijakan 
daerah yang saling 
mengacu. 

Ayat (3)  
Rencana tata ruang 
disusun untuk jangka 
waktu 20 (dua puluh) 
tahun dengan visi yang 
lebih jauh ke depan yang 
merupakan matra spasial 
dari rencana 
pembangunan jangka 
panjang daerah. Apabila 
jangka waktu 20 (dua 
puluh) tahun rencana 
tata ruang berakhir, 

Ayat (3) 
Rencana tata ruang 
disusun untuk jangka 
waktu 20 (dua puluh) 
tahun dengan visi yang 
lebih jauh ke depan yang 
merupakan matra spasial 
dari rencana 
pembangunan jangka 
panjang daerah. 
Apabila jangka waktu 20 
(dua puluh) tahun 
rencana tata ruang 

Ayat (3) 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi disusun 
untuk jangka waktu 20 
(dua puluh) tahun 
dengan visi yang lebih 
jauh ke depan yang 
merupalan matra spasial 
dari rencana 
pembangunan jangka 
panjang daerah. Apabila 
jangka waktu 20 (dua 
puluh) tahun Rencana 
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maka dalam penyusunan 
rencana tata ruang yang 
baru hak yang telah 
dimiliki orang yang 
jangka waktunya 
melebihi jangka waktu 
rencana tata ruang tetap 
diakui. 

berakhir, maka dalam 
penyusunan rencana tata 
ruang yang baru hak 
yang telah dimiliki orang 
yang jangka waktunya 
melebihi jangka waktu 
rencana tata ruang tetap 
diakui. 

Tata Ruang Wilayah 
provinsi berakhir, maka 
dalam penyusunan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi yang 
baru hak yang telah 
dimiliki Orang yang 
jangka waktunya 
melebihi jangka waltu 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi tetap 
diakui. 

Ayat (4)  
Peninjauan kembali 
rencana tata ruang 
merupakan upaya untuk 
melihat kesesuaian 
antara rencana tata 
ruang dan kebutuhan 
pembangunan yang 
memperhatikan 
perkembangan 
lingkungan strategis dan 
dinamika internal, serta 
pelaksanaan 
pemanfaatan ruang.  
Hasil peninjauan kembali 
rencana tata ruang 
wilayah provinsi berisi 
rekomendasi tindak 
lanjut sebagai berikut:  
a. perlu dilakukan revisi 

karena adanya 
perubahan kebijakan 
dan strategi nasional 
yang mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
wilayah provinsi 
dan/atau terjadi 
dinamika internal 
provinsi yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
provinsi secara 
mendasar; atau  

b. tidak perlu dilakukan 
revisi karena tidak 
ada perubahan 
kebijakan dan strategi 
nasional dan tidak 
terjadi dinamika 
internal provinsi yang 

Ayat (4) 
Peninjauan kembali 
rencana tata ruang 
merupakan upaya untuk 
melihat kesesuaian 
antara rencana tata 
ruang dan kebutuhan 
pembangunan yang 
memperhatikan 
perkembangan 
lingkungan strategis dan 
dinamika internal, serta 
pelaksanaan 
pemanfaatan ruang. 
Hasil peninjauan kembali 
rencana tata ruang 
wilayah provinsi berisi 
rekomendasi tindak 
lanjut sebagai berikut: 
a. perlu dilakukan 

revisi karena adanya 
perubahan kebijakan 
dan strategi nasional 
yang mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
wilayah provinsi 
dan/atau terjadi 
dinamika internal 
provinsi yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
provinsi secara 
mendasar; atau 

b. tidak perlu 
dilakukan revisi 
karena tidak ada 
perubahan kebijakan 
dan strategi nasional 
dan tidak terjadi 
dinamika internal 

Ayat (4) 
Peninjauan kembali 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi 
merupakan upaya untuk 
melihat kesesuaian 
antara Rencana Tata 
Ruang Wilayah provinsi 
dan kebutuhan 
pembangunan yang 
memperhatikan 
perkembangan 
lingkungan strategis dan 
dinamika internal, serta 
pelalsanaan 
Pemanfaatan Ruang. 
Hasil peninjauan kembali 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi berisi 
rekomendasi tindak 
lanjut sebagai berikut: 
a. perlu dilakukan 

revisi karena adanya 
perubahan kebijakan 
dan strategi nasional 
yang mempengaruhi 
Pemanfaatan Ruang 
Wilayah provinsi 
dan/atau terjadi 
dinamika internal 
provinsi yang 
mempengaruhi 
Pemanfaatan Ruang 
provinsi secara 
mendasar; atau  

b. tidak perlu dilakukan 
revisi karena tidak 
ada perubahan 
kebijakan dan 
strategi nasional dan 
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mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
provinsi secara 
mendasar.  
Dinamika internal 
provinsi yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
provinsi secara 
mendasar, antara lain, 
berkaitan dengan 
bencana alam skala 
besar dan pemekaran 
wilayah provinsi dan 
kabupaten/kota yang 
ditetapkan dengan 
peraturan perundang-
undangan.  

c. Peninjauan kembali 
dan revisi dalam 
waktu kurang dari 5 
(lima) tahun 
dilakukan apabila 
terjadi perubahan 
kebijakan nasional 
dan strategi yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
provinsi dan/atau 
dinamika internal 
provinsi yang tidak 
mengubah kebijakan 
dan strategi 
pemanfaatan ruang 
wilayah nasional.  

d. Peninjauan kembali 
dan revisi rencana 
tata ruang wilayah 
provinsi dilakukan 
bukan untuk 
pemutihan 
penyimpangan 
pemanfaatan ruang. 

provinsi yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
provinsi secara 
mendasar. 

tidak terjadi 
dinamika internal 
provinsi yang 
mempengaruhi 
Pemanfaatan Ruang 
provinsi secara 
mendasar. 

Ayat (5)  
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Peninjauan kembali dan 
revisi dalam waktu 
kurang dari 5 (lima) 
tahun dilakukan apabila 
dinamika internal 
provinsi yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 

Ayat (5) 
Peninjauan kembali dan 
revisi dalam waktu 
kurang dari 5 (lima) 
tahun dilakukan apabila 
dinamika internal 
provinsi yang 
mempengaruhi 
Pemanfaatan Ruang 
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provinsi secara 
mendasar diakibatkan 
terjadinya perubahan 
lingkungan strategis 
yang antara lain 
dikarenakan adanya 
bencana alam, 
perubahan batas 
teritorial, perubahan 
batas wilayah dan/atau 
perubahan kebijakan 
nasional yang bersifat 
strategis yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
provinsi dan/atau 
dinamika internal 
provinsi yang tidak 
mengubah kebijakan dan 
strategi pemanfaatan 
ruang wilayah nasional. 
Peninjauan kembali 
dilakukan bukan untuk 
pemutihan 
penyimpangan 
pemanfaatan ruang. 

Huruf a   
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Termasuk kebijakan 
nasional yang bersifat 
strategis antara lain 
pengembangan 
infrastruktur, 
pengembangan wilayah, 
dan pengembangan 
ekonomi. 

provinsi secara 
mendasar diakibatkan 
terjadinya pembahan 
lingkungan strategis 
yang antara lain 
dikarenakan adanya 
bencana alam, 
perubahan batas 
teritorial, perubahan 
batas Wilayah dan/atau 
penrbahan kebijakan 
nasional yang bersifat 
strategis yang 
mempengaruhi 
Pemanfaatan Ruang 
provinsi dan/atau 
dinamika internal 
provinsi yang tidak 
mengubah kebijakan dan 
strategi Pemanfaatan 
Ruang Wilayah nasional. 
Peninjauan kembali 
dilakukan bukan untuk 
pemutihan 
penyimpangan 
Pemanfaatan Ruang. 

Huruf a   
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Termasuk kebijakan 
nasional yang bersifat 
strategis antara lain 
pengembangan 
infrastruktur, 
pengembangan Wilayah, 
dan pengembangan 
ekonomi. 

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

 Ayat (7)  
Cukup jelas. 

Ayat (7)  
Cukup jelas. 

 Ayat (8)  
Cukup jelas. 

Ayat (8)  
Cukup jelas. 

 Ayat (9)  
Cukup jelas. 

Ayat (9)  
Cukup jelas. 

 
 

Penjelasan Pasal 24 
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Cukup Jelas Dihapus Dihapus 

 
Penjelasan Pasal 25 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Cukup jelas. 
Ayat (1)  

Cukup jelas. 
Ayat (1)  

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Daya dukung dan 
daya tampung 
wilayah kabupaten 
diatur berdasarkan 
peraturan perundang-
undangan yang 
penyusunannya 
dikoordinasikan oleh 
menteri yang 
menyelenggarakan 
urusan pemerintahan 
di bidang lingkungan 
hidup. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Daya dukung dan 
daya tampung 
wilayah kabupaten 
diatur berdasarkan 
peraturan perundang-
undangan yang 
penyusunannya 
dikoordinasikan oleh 
menteri yang 
menyelenggarakan 
urusan  pemerintahan 
di bidang lingkungan 
hidup. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Daya dukung dan 
daya tampung 
Wilayah kabupaten 
diatur berdasarkan 
peraturan perundang-
undangan yang 
penyusunannya 
dikoordinasikan oleh 
menteri yang 
menyelenggarakan 
urusan pemerintahan 
di bidang lingkungan 
hidup. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 
 

 
 

Penjelasan Pasal 26 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1)  
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Struktur ruang 
wilayah kabupaten 
merupakan gambaran 
sistem perkotaan 
wilayah kabupaten 
dan jaringan 
prasarana wilayah 
kabupaten yang 
dikembangkan untuk 
mengintegrasikan 
wilayah kabupaten 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Struktur ruang 
wilayah kabupaten 
merupakan 
gambaran sistem 
perkotaan wilayah 
kabupaten dan 
jaringan prasarana 
wilayah kabupaten 
yang dikembangkan 
untuk 
mengintegrasikan 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Struktur Ruang 
Wilayah kabupaten 
merupakan 
gambaran sistem 
perkotaan Wilayah 
kabupaten dan 
jaringan prasarana 
Wilayah kabupaten 
yang dikembangkan 
untuk 
mengintegrasikan 
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selain untuk melayani 
kegiatan skala 
kabupaten yang 
meliputi sistem 
jaringan transportasi, 
sistem jaringan energi 
dan kelistrikan, 
sistem jaringan 
telekomunikasi, dan 
sistem jaringan 
sumber daya air, 
termasuk seluruh 
daerah hulu 
bendungan atau 
waduk dari daerah 
aliran sungai. Dalam 
rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
digambarkan sistem 
pusat kegiatan 
wilayah kabupaten 
dan perletakan 
jaringan prasarana 
wilayah yang menurut 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
pengembangan dan 
pengelolaannya 
merupakan 
kewenangan 
pemerintah daerah 
kabupaten. Rencana 
struktur ruang 
wilayah kabupaten 
memuat rencana 
struktur ruang yang 
ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional dan 
rencana tata ruang 
wilayah provinsi yang 
terkait dengan 
wilayah kabupaten 
yang bersangkutan.  

Huruf c  
Pola ruang wilayah 
kabupaten 
merupakan gambaran 
pemanfaatan ruang 
wilayah kabupaten, 
baik untuk 
pemanfaatan yang 
berfungsi lindung 

wilayah kabupaten 
selain untuk melayani 
kegiatan skala 
kabupaten yang 
meliputi sistem 
jaringan transportasi, 
sistem jaringan 
energi dan 
kelistrikan, sistem 
jaringan 
telekomunikasi, dan 
sistem jaringan 
sumber daya air, 
termasuk seluruh 
daerah hulu 
bendungan atau 
waduk dari daerah 
aliran sungai. 
Dalam rencana tata 
ruang wilayah 
kabupaten 
digambarkan sistem 
pusat kegiatan 
wilayah kabupaten 
dan perletakan 
jaringan prasarana 
wilayah yang 
menurut ketentuan 
peraturan 
perundang-undangan 
pengembangan dan 
pengelolaannya 
merupakan 
kewenangan 
pemerintah daerah 
kabupaten. 
Rencana struktur 
ruang wilayah 
kabupaten memuat 
rencana struktur 
ruang yang 
ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional dan 
rencana tata ruang 
wilayah provinsi yang 
terkait dengan 
wilayah kabupaten 
yang bersangkutan. 

Huruf c 
Pola ruang wilayah 
kabupaten 
merupakan 

Wilayah kabupaten 
selain untuk melayani 
kegiatan skala 
kabupaten yang 
meliputi sistem 
jaringan transportasi, 
sistem jaringan 
energi dan 
ketenagalistrikan, 
sistem jaringan 
telekomunikasi, dan 
sistem jaringan 
sumber daya air, 
termasuk seluruh 
daerah hulu 
bendungan/waduk 
dari daerah aliran 
sungai. Dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah kabupaten 
digambarkan sistem 
pusat kegiatan 
Wilayah kabupaten 
dan perletakan 
jaringan prasarana 
Wilayah yang 
menurut ketentuan 
peraturan 
perundang-undangan 
pengembangan dan 
pengelolaannya 
merupakan 
kewenangan 
Pemerintah Daerah 
kabupaten. Rencana 
Struktur Ruang 
Wilayah kabupaten 
memuat rencana 
Struktur Ruang yang 
ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional dan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi 
yang terkait dengan 
Wilayah kabupaten 
yang bersangkutan. 

Huruf c 
Pola Ruang Wilayah 
kabupaten 
merupakan 
gambaran 
Pemanfaatan Ruang 
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maupun budi daya 
yang belum 
ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional dan 
rencana tata ruang 
wilayah provinsi. Pola 
ruang wilayah 
kabupaten 
dikembangkan 
dengan sepenuhnya 
memperhatikan pola 
ruang wilayah yang 
ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional dan 
rencana tata ruang 
wilayah provinsi. 
Rencana pola ruang 
wilayah kabupaten 
memuat rencana pola 
ruang yang ditetapkan 
dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
Nasional dan rencana 
tata ruang wilayah 
provinsi yang terkait 
dengan wilayah 
kabupaten yang 
bersangkutan.  

Huruf d  
Cukup jelas.  

Huruf e  
Cukup jelas.  

Huruf f  
Cukup jelas. 

gambaran 
pemanfaatan ruang 
wilayah kabupaten, 
baik untuk 
pemanfaatan yang 
berfungsi lindung 
maupun budi daya 
yang belum 
ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional dan 
rencana tata ruang 
wilayah provinsi. 
Pola ruang wilayah 
kabupaten 
dikembangkan 
dengan sepenuhnya 
memperhatikan pola 
ruang wilayah yang 
ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional dan 
rencana tata ruang 
wilayah provinsi. 
Rencana pola ruang 
wilayah kabupaten 
memuat rencana pola 
ruang yang 
ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional dan 
rencana tata ruang 
wilayah provinsi yang 
terkait dengan 
wilayah kabupaten 
yang bersangkutan. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Wilayah kabupaten, 
baik untuk 
pemanfaatan yang 
berfungsi lindung 
maupun budi daya 
yang belum 
ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional dan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi. 
Pola Ruang Wilayah 
kabupaten 
dikembangkan 
dengan sepenuhnya 
memperhatikan Pola 
Ruang Wilayah yang 
ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional dan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi. 
Rencana Pola Ruang 
Wilayah kabupaten 
memuat rencana Pola 
Ruang yang 
ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional dan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah provinsi 
yang terkait dengan 
Wilayah kabupaten 
yang bersangkutan. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Ayat (2)  
Rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
menjadi pedoman bagi 
pemerintah daerah 
untuk menetapkan 
lokasi kegiatan 
pembangunan dalam 
memanfaatkan ruang 
serta dalam menyusun 
program pembangunan 
yang berkaitan dengan 

Ayat (2)  
Rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
menjadi pedoman bagi 
Pemerintah Daerah 
untuk menetapkan lokasi 
kegiatan pembangunan 
dalam memanfaatkan 
ruang serta dalam 
menyusun program 
pembangunan yang 
berkaitan dengan 

Ayat (2) 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah kabupaten 
menjadi pedoman bagi 
Pemerintah Daerah 
untuk menetapkan lokasi 
kegiatan pembangunan 
dalam memanfaatkan 
Ruang serta dalam 
menJrusun program 
pembangunan yang 
berkaitan dengan 
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pemanfaatan ruang di 
daerah tersebut dan 
sekaligus menjadi dasar 
dalam pemberian 
rekomendasi 
pengarahan 
pemanfaatan ruang, 
sehingga pemanfaatan 
ruang dalam 
pelaksanaan 
pembangunan selalu 
sesuai dengan rencana 
tata ruang wilayah 
kabupaten. Rencana 
tata ruang kawasan 
perdesaan merupakan 
bagian dari rencana tata 
ruang wilayah 
kabupaten yang dapat 
disusun sebagai 
instrumen pemanfaatan 
ruang untuk 
mengoptimalkan 
kegiatan pertanian yang 
dapat berbentuk 
kawasan agropolitan. 
Rencana tata ruang 
wilayah kabupaten dan 
rencana pembangunan 
jangka panjang daerah 
merupakan kebijakan 
daerah yang saling 
mengacu. Penyusunan 
rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
mengacu pada rencana 
pembangunan jangka 
panjang kabupaten 
begitu juga sebaliknya. 

pemanfaatan ruang di 
daerah tersebut dan 
sekaligus menjadi dasar 
dalam pemberian 
rekomendasi 
pengarahan 
pemanfaatan ruang, 
sehingga pemanfaatan 
ruang dalam 
pelaksanaan 
pembangunan selalu 
sesuai dengan rencana 
tata ruang wilayah 
kabupaten.  
Rencana tata ruang 
kawasan perdesaan 
merupakan bagian dari 
rencana tata ruang 
wilayah kabupaten yang 
dapat disusun sebagai 
instrumen pemanfaatan 
ruang untuk 
mengoptimalkan 
kegiatan pertanian yang 
dapat berbentuk 
kawasan agropolitan. 
Rencana tata ruang 
wilayah kabupaten dan 
rencana pembangunan 
jangka panjang daerah 
merupakan kebijakan 
daerah yang saling 
mengacu. 
Penyusunan rencana tata 
ruang wilayah kabupaten 
mengacu pada rencana 
pembangunan jangka 
panjang kabupaten 
begitu juga sebaliknya. 

Pemanfaatan Ruang di 
daerah tersebut dan 
sekaligus menjadi dasar 
dalam pemberian 
rekomendasi 
pengarahan 
Pemanfaatan Ruang, 
sehingga Pemanfaatan 
Ruang dalam 
pelaksanaan 
pembangunan selalu 
sesuai dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
kabupaten. Rencana Tata 
Ruang Kawasan 
Perdesaan merupakan 
bagian dari Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
kabupaten yang dapat 
disusun sebagai 
instrumen pemanfaatan 
ruang untuk 
mengoptimalkan 
kegiatan pertanian yang 
dapat berbentuk 
Kawasan Agropolitan. 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah kabupaten dan 
rencana pembangunan 
jangka panjang daerah 
merupakan kebijakan 
daerah yang saling 
mengacu. Penyusunan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah kabupaten 
mengacu pada rencana 
pembangunan jangka 
panjang kabupaten 
begitu juga sebaliknya. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 
Ayat (4)  

Cukup jelas. 
Ayat (4)  

Cukup jelas. 
Ayat (4)  

Cukup jelas. 
Ayat (5)  

Peninjauan kembali 
rencana tata ruang 
merupakan upaya untuk 
melihat kesesuaian 
antara rencana tata 
ruang dan kebutuhan 
pembangunan yang 
memperhatikan 

Ayat (5)  
Peninjauan kembali 
rencana tata ruang 
merupakan upaya untuk 
melihat kesesuaian 
antara rencana tata 
ruang dan kebutuhan 
pembangunan yang 
memperhatikan 

Ayat (5)  
Peninjauan kembali 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah kabupaten 
merupakan upaya untuk 
melihat kesesuaian 
antara Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
kabupaten dan 
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perkembangan 
lingkungan strategis dan 
dinamika internal serta 
pelaksanaan 
pemanfaatan ruang. Hasil 
peninjauan kembali 
rencana tata ruang 
wilayah kabupaten/kota 
berisi rekomendasi 
tindak lanjut sebagai 
berikut:  

a. perlu dilakukan revisi 
karena adanya 
perubahan kebijakan 
dan strategi nasional 
dan/atau provinsi yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
wilayah kabupaten 
dan/atau terjadi 
dinamika internal 
kabupaten yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
kabupaten secara 
mendasar; atau  

b. tidak perlu dilakukan 
revisi karena tidak ada 
perubahan kebijakan 
dan strategi nasional 
dan/atau provinsi dan 
tidak terjadi dinamika 
internal kabupaten yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
kabupaten secara 
mendasar. 

c. Peninjauan kembali dan 
revisi dalam waktu 
kurang dari 5 (lima) 
tahun dilakukan apabila 
strategi pemanfaatan 
ruang dan struktur 
ruang wilayah 
kabupaten yang 
bersangkutan menuntut 
adanya suatu perubahan 
yang mendasar sebagai 
akibat dari penjabaran 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional 
dan/atau rencana tata 
ruang wilayah provinsi 

perkembangan 
lingkungan strategis dan 
dinamika internal serta 
pelaksanaan 
pemanfaatan ruang. 
Hasil peninjauan kembali 
rencana tata ruang 
wilayah kabupaten/kota 
berisi rekomendasi 
tindak lanjut sebagai 
berikut: 

a. perlu dilakukan revisi 
karena adanya 
perubahan kebijakan 
dan strategi nasional 
dan/atau provinsi yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
wilayah kabupaten 
dan/atau terjadi 
dinamika internal 
kabupaten yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
kabupaten secara 
mendasar; atau  

b. tidak perlu dilakukan 
revisi karena tidak ada 
perubahan kebijakan 
dan strategi nasional 
dan/atau provinsi dan 
tidak terjadi dinamika 
internal kabupaten yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan ruang 
kabupaten secara 
mendasar. 

kebutuhan 
pembangunan yang 
memperhatikan 
perkembangan 
lingkungan strategis dan 
dinamika internal serta 
pelaksanaan 
Pemanfaatan Ruang. 
Hasil peninjauan kembali 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah kabupaten 
berisi rekomendasi 
lindak lanjut sebagai 
berikut: 
a. perlu dilakukan 

revisi karena adanya 
perubahan kebijakan 
dan strategi nasional 
dan/ atau provinsi 
yang mempengaruhi 
Pemanfaatan Ruang 
Wilayah kabupaten 
dan/atau terjadi 
dinamika internal 
kabupaten yang 
mempengaruhi 
Pemanfaatan Ruang 
kabupaten secara 
mendasar; atau 

b. tidak perlu 
dilakukan revisi 
karena tidak ada 
perubahan kebijakan 
dan strategi nasional 
dan/atau provinsi 
dan tidak terjadi 
dinamika internal 
kabupaten yang 
mempengaruhi 
Pemanfaatan Ruang 
kabupaten secara 
mendasar. 
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dan dinamika 
pembangunan di 
wilayah kabupaten yang 
bersangkutan. 

d.  Peninjauan kembali dan 
revisi rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 
dilakukan bukan untuk 
pemutihan 
penyimpangan 
pemanfaatan ruang. 

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

Ayat (6)  
Peninjauan kembali dan 
revisi dalam waktu 
kurang dari 5 (lima) 
tahun atau lebih dari 1 
(satu) kali dalam 5 (lima) 
tahun dilakukan apabila 
strategi pemanfaatan 
ruang dan struktur ruang 
wilayah kabupaten yang 
bersangkutan menuntut 
adanya suatu perubahan 
yang mendasar sebagai 
akibat dari adanya 
perubahan lingkungan 
strategis. 
 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Termasuk kebijakan 
nasional yang 
bersifat strategis 
antara lain 
pengembangan 
infrastruktur, 
pengembangan 
wilayah, dan 
pengembangan 
ekonomi. 

Ayat (6)  
Peninjauan kembali dan 
revisi dalam waktu 
kurang dari 5 (lima) 
tahun atau lebih dari 1 
(satu) kali dalam 5 (lima) 
tahun dilakukan apabila 
strategi Pemanfaatan 
Ruang dan Struktur 
Ruang Wilayah 
kabupaten yang 
bersangkutan menuntut 
adanya suatu perubahan 
yang mendasar sebagai 
akibat dari adanya 
perubahan lingkungan 
strategis. 
 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Termasuk kebijakan 
nasional yang 
bersifat strategis 
antara lain 
pengembangan 
infrastruktur, 
pengembangan 
Wilayah, dan 
pengembangan 
ekonomi. 

 Ayat (7)  
Cukup jelas 

Ayat (7)  
Cukup jelas 

 Ayat (8)  
Cukup jelas 

Ayat (8)  
Cukup jelas 

 Ayat (9)  
Cukup jelas 

Ayat (9)  
Cukup jelas 
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 Ayat (10)  

Cukup jelas 
Ayat (10)  

Cukup jelas 
 

Penjelasan Pasal 27 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup Jelas Dihapus Dihapus 
 

Penjelasan Pasal 34A 
UU 11/2020 UU 6/2023 

Yang dimaksud dengan rencana zonasi 
adalah rencana pengelolaan ruang laut yang 
telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
sebelum Undang-Undang ini berlaku. 

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "rencana zonasi" 
adalah rencana pengelolaan Ruang laut 
yang telah ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil sebelum 
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

 Ayat (2)  
Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 35 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Pengendalian pemanfaatan 
ruang dimaksudkan agar 
pemanfaatan ruang 
dilakukan sesuai dengan 
rencana tata ruang. 

Pengendalian pemanfaatan 
ruang dimaksudkan agar 
pemanfaatan ruang 
dilakukan sesuai dengan 
rencana tata ruang. 

Pengendalian Pemanfaatan 
Ruang dimaksudkan agar 
Pemanfaatan Ruang 
dilakukan sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang. 

 
Penjelasan Pasal 37 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
perizinan adalah perizinan 
yang terkait dengan izin 
pemanfaatan ruang yang 
menurut ketentuan 
peraturan perundang-
undangan harus dimiliki 
sebelum pelaksanaan 
pemanfaatan ruang. Izin 
dimaksud adalah izin 
lokasi/fungsi ruang, 
amplop ruang, dan 
kualitas ruang. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

  

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

  

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

  

Ayat (5)   
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Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

  

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

  

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

  

 
Penjelasan Pasal 48 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Huruf a  
Yang termasuk upaya 
pemberdayaan 
masyarakat perdesaan, 
antara lain, adalah 
pengembangan 
lembaga perekonomian 
perdesaan untuk 
meningkatkan 
produktivitas kegiatan 
ekonomi dalam 
kawasan perdesaan, 
termasuk kegiatan 
pertanian, kegiatan 
perikanan, kegiatan 
perkebunan, dan 
kegiatan kehutanan.  

Huruf b  
Cukup jelas. 

Huruf c  
Cukup jelas.  

Huruf d  
Cukup jelas.  

Huruf e  
Cukup jelas.  

Huruf f  
Cukup jelas. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

  

Ayat (3)  
Cukup jelas 

  

Ayat (4)  
Kawasan agropolitan 
merupakan kawasan yang 
terdiri atas satu atau lebih 
pusat kegiatan pada 
wilayah perdesaan sebagai 
sistem produksi pertanian 
dan pengelolaan sumber 
daya alam tertentu yang 
ditunjukkan oleh adanya 
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UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
keterkaitan fungsional dan 
hierarki keruangan satuan 
sistem permukiman dan 
sistem agrobisnis. 
Pengembangan kawasan 
agropolitan dimaksudkan 
untuk meningkatkan 
efisiensi pelayanan 
prasarana dan sarana 
penunjang kegiatan 
pertanian, baik yang 
dibutuhkan sebelum 
proses produksi, dalam 
proses produksi, maupun 
setelah proses produksi. 
Upaya tersebut dilakukan 
melalui pengaturan lokasi 
permukiman penduduk, 
lokasi kegiatan produksi, 
lokasi pusat pelayanan, 
dan peletakan jaringan 
prasarana. Kawasan 
agropolitan merupakan 
embrio kawasan 
perkotaan yang 
berorientasi pada 
pengembangan kegiatan 
pertanian, kegiatan 
penunjang pertanian, dan 
kegiatan pengolahan 
produk pertanian. 
Pengembangan kawasan 
agropolitan merupakan 
pendekatan dalam 
pengembangan kawasan 
perdesaan. 
Pendekatan ini dapat 
diterapkan pula untuk, 
antara lain, 
pengembangan kegiatan 
yang berbasis kelautan, 
kehutanan, dan 
pertambangan. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

  

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

  

 
Penjelasan Pasal 49 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup Jelas Dihapus Dihapus 
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Penjelasan Pasal 50 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup Jelas Dihapus Dihapus 
 

Penjelasan Pasal 51 
UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1)  
Cukup jelas 

Dihapus Dihapus 

Ayat (2)  
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Struktur ruang 
kawasan agropolitan 
merupakan gambaran 
sistem pusat kegiatan 
kawasan dan jaringan 
prasarana yang 
dikembangkan untuk 
mengintegrasikan 
kawasan selain untuk 
melayani kegiatan 
pertanian dalam arti 
luas, baik tanaman 
pangan, perikanan, 
perkebunan, 
kehutanan, maupun 
peternakan. Jaringan 
prasarana pembentuk 
struktur ruang kawasan 
agropolitan meliputi 
sistem jaringan 
transportasi, sistem 
jaringan energi dan 
kelistrikan, sistem 
jaringan 
telekomunikasi, dan 
sistem jaringan sumber 
daya air.  

Huruf c  
Pola ruang kawasan 
agropolitan merupakan 
gambaran pemanfaatan 
ruang kawasan, baik 
untuk pemanfaatan 
yang berfungsi lindung 
maupun budi daya.  

Huruf d  
Yang dimaksud dengan 
interdependen 
antardesa adalah saling 
bergantung/saling 
terkait antara 1 (satu) 
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UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
desa dan desa yang lain.  

Huruf e  
Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 52 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup Jelas Dihapus Dihapus 

 
Penjelasan Pasal 53 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup Jelas Dihapus Dihapus 

 
Penjelasan Pasal 54 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup Jelas Dihapus Dihapus 

 
Penjelasan Pasal 60 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Huruf a  

Masyarakat dapat 
mengetahui rencana tata 
ruang melalui Lembaran 
Negara atau Lembaran 
Daerah, pengumuman, 
dan/atau penyebarluasan 
oleh pemerintah. 
Pengumuman atau 
penyebarluasan tersebut 
dapat diketahui 
masyarakat, antara lain, 
adalah dari pemasangan 
peta rencana tata ruang 
wilayah yang 
bersangkutan pada 
tempat umum, kantor 
kelurahan, dan/atau 
kantor yang secara 
fungsional menangani 
rencana tata ruang 
tersebut.  

Huruf b  
Pertambahan nilai ruang 
dapat dilihat dari sudut 
pandang ekonomi, sosial, 
budaya, dan kualitas 
lingkungan yang dapat 
berupa dampak langsung 
terhadap peningkatan 
ekonomi masyarakat, 
sosial, budaya, dan 
kualitas lingkungan.  

Huruf c  

Huruf a 
Masyarakat dapat 
mengetahui rencana tata 
ruang melalui Lembaran 
Negara atau Lembaran 
Daerah, pengumuman, 
dan/atau penyebarluasan 
oleh pemerintah. 
Pengumuman atau 
penyebarluasan tersebut 
dapat diketahui 
masyarakat, antara lain, 
adalah dari pemasangan 
peta rencana tata ruang 
wilayah yang 
bersangkutan pada 
tempat umum, kantor 
kelurahan, dan/atau 
kantor yang secara 
fungsional menangani 
rencana tata ruang 
tersebut. 

Huruf b 
Pertambahan nilai ruang 
dapat dilihat dari sudut 
pandang ekonomi, sosial, 
budaya, dan kualitas 
lingkungan yang dapat 
berupa dampak langsung 
terhadap peningkatan 
ekonomi masyarakat, 
sosial, budaya, dan 
kualitas lingkungan. 

Huruf c 

Huruf a 
Setiap Orang dapat 
mengetahui Rencana Tata 
Ruang melalui Lembaran 
Negara atau Lembaran 
Daerah, pengumuman, 
dan/ atau penyebarluasan 
oleh pemerintah. 
Pengumuman atau 
penyebarluasan tersebut 
dapat diketahui setiap 
Orang, antara lain melalui 
pemasangan peta Rencana 
Tata Ruang Wilayah yang 
bersangkutan pada 
tempat umum, kantor 
kelurahan, dan/ atau 
kantor yang secara 
fungsional menangani 
Rencana Tata Ruang 
tersebut. 

Huruf b 
Pertambahan nilai Ruang 
dapat dilihat dari sudut 
pandang ekonomi, sosial, 
budaya, dan kualitas 
lingkungan yang dapat 
berupa dampak langsung 
terhadap peningkatan 
ekonomi masyarakat, 
sosial, budaya, dan 
kualitas lingkungan. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan 
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UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Yang dimaksud dengan 
penggantian yang layak 
adalah bahwa nilai atau 
besarnya penggantian 
tidak menurunkan tingkat 
kesejahteraan orang yang 
diberi penggantian sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.  

Huruf d  
Cukup jelas.  

Huruf e  
Cukup jelas.  

Huruf f  
Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan 
"penggantian yang layak" 
adalah bahwa nilai atau 
besarnya penggantian 
tidak menurunkan tingkat 
kesejahteraan orang yang 
diberi penggantian sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

"penggantian yang layak" 
adalah bahwa nilai atau 
besarnya penggantian 
tidak menurunkan tingkat 
kesejahteraan Orang yang 
diberi penggantian sesuai 
dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 61 

UU Penataan Ruang UU 6/2023 
Huruf a  

Menaati rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan dimaksudkan sebagai 
kewajiban setiap orang untuk memiliki izin 
pemanfaatan ruang dari pejabat yang 
berwenang sebelum pelaksanaan 
pemanfaatan ruang. 

Huruf b  
Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin 
pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai 
kewajiban setiap orang untuk 
melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai 
dengan fungsi ruang yang tercantum dalam 
izin pemanfaatan ruang. 

Huruf c  
Mematuhi ketentuan yang ditetapkan 
dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang 
dimaksudkan sebagai kewajiban setiap 
orang untuk memenuhi ketentuan amplop 
ruang dan kualitas ruang. 

Huruf d  
Pemberian akses dimaksudkan untuk 
menjamin agar masyarakat dapat 
mencapai kawasan yang dinyatakan dalam 
peraturan perundang-undangan sebagai 
milik umum. Kewajiban memberikan akses 
dilakukan apabila memenuhi syarat 
berikut: 
a. untuk kepentingan masyarakat umum; 

dan/ atau 
b. tidak ada akses lain menuju kawasan 

dimaksud.  
Yang dimaksud dalam kawasan yang 

Huruf a  
Menaati Rencana Tata Ruang yang telah 
ditetapkan dimaksudkan sebagai 
kewajiban setiap Orang untuk memiliki 
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
dari pejabat yang berwenang sebelum 
pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.  

Huruf b  
Memanfaatkan Ruang sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang dimaksudkan sebagai 
kewajiban setiap Orang untuk 
melaksanakan Pemanfaatan Ruang sesuai 
dengan fungsi Ruang.  

Huruf c  
Mematuhi ketentuan yang ditetapkan 
dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang dimaksudkan sebagai 
kewajiban setiap Orang untuk memenuhi 
ketentuan amplop Ruang dan kualitas 
Ruang.  

Huruf d  
Pemberian akses dimaksudkan untuk 
menjamin agar masyarakat dapat 
mencapai Kawasan yang dinyatakan dalam 
peraturan perundang-undangan sebagai 
milik umum. Kewajiban memberikan akses 
dilakukan apabila memenuhi syarat 
sebagai berikut:  
a. untuk kepentingan masyarakat umum; 

dan/ atau 
b. tidak ada akses lain menuju Kawasan 

dimaksud.  
Yang termasuk dalam Kawasan yang 
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dinyatakan sebagai milik umum, antara 
lain, adalah sumber air dan pesisir pantai. 

dinyatakan sebagai milik umum, antara 
lain, adalah sumber air dan pesisir pantai. 

 
Penjelasan Pasal 62 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 65 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Cukup jelas Cukup jelas 

Ayat (2)  
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Peran masyarakat 
sebagai pelaksana 
pemanfaatan ruang, baik 
orang perseorangan 
maupun korporasi, 
antara lain mencakup 
kegiatan pemanfaatan 
ruang yang sesuai 
dengan rencana tata 
ruang. 
 Huruf c  
Cukup jelas. 

  

Ayat (3) 
Cukup jelas 

  

 
Penjelasan Pasal 69 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 70 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 71 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 72 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Dihapus Dihapus 

 
Penjelasan Pasal 74 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 75 

UU Penataan Ruang UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
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D. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK  

 
Pasal 25 

 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6108) diubah sebagai berikut:  

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1  

 
UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 

Dalam Undang-Undang ini 
yang dimaksud dengan: 

Dalam Undang-Undang ini 
yang dimaksud dengan: 

Dalam Undang-Undang ini 
yang dimaksud dengan: 

1. Arsitektur adalah wujud 
hasil penerapan ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
dan seni secara utuh 
dalam menggubah 
ruang dan lingkungan 
binaan sebagai bagran 
dari kebudayaan dan 
peradaban manusia 
yang memenuhi kaidah 
fungsi, kaidah 
konstruksi, dan kaidah 
estetika serta mencakup 
faktor keselamatan, 
keamanan, kesehatan, 
kenyamanan, dan 
kemudahan. 

1. Arsitektur adalah wujud 
hasil penerapan ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
dan seni secara utuh 
dalam menggubah 
ruang dan lingkungan 
binaan sebagai bagian 
dari kebudayaan dan 
peradaban manusia 
yang memenuhi kaidah 
fungsi, kaidah 
konstruksi, dan kaidah 
estetika serta mencakup 
faktor keselamatan, 
keamanan, kesehatan, 
kenyamanan, dan 
kemudahan. 

1. Arsitektur adalah wujud 
hasil penerapan ilmu 
pengetahLlan, teknologi, 
dan seni secara utuh 
dalam menggubah 
ruang dan lingkungan 
binaan sebagai bagian 
dari kebudayaan dan 
peradaban manusia 
yang memenuhi kaidah 
fungsi, kaidah 
konstruksi, dan kaidah 
estetika serta mencakup 
faktor keselamatan, 
keamanan, kesehatan, 
kenyamanan, dan 
kemudahan. 

2. Praktik Arsitek adalah 
penyelenggaraan 
kegiatan untuk 
menghasilkan karya 
Arsitektur yang meliputi 
perencanaan, 
perancangan, 
pengawasan, dan/atau 
pengkajian untuk 
bangunan gedung dan 
lingkungannya, serta 
yang terkait dengan 
kawasan dan kota.  

2. Praktik Arsitek adalah 
penyelenggaraan 
kegiatan untuk 
menghasilkan karya 
Arsitektur yang meliputi 
perencanaan, 
perancangan, 
pengawasan, dan/atau 
pengkajian untuk 
bangunan gedung dan 
lingkungannya, serta 
yang terkait dengan 
kawasan dan kota. 

2. Praktik Arsitek adalah 
penyelenggaraan 
kegiatan untuk 
menghasilkan karya 
Arsitektur yang meliputi 
perencanaan, 
perancangan, 
pengawasan, dan/atau 
pengkajian untuk 
bangunan gedung dan 
lingkungannya, serta 
yang terkait dengan 
kawasan dan kota. 

3. Arsitek adalah seseorang 
yang melakukan Praktik 
Arsitek. 

3. Arsitek adalah 
seseorang yang telah 
memenuhi syarat dan 
ditetapkan oleh Dewan 
untuk  melakukan 
Praktik Arsitek. 

3. Arsitek adalah 
seseorang yang telah 
memenuhi syarat dan 
ditetapkan oleh Dewan 
untuk melakukan 
Praktik Arsitek. 

4. Arsitek Asing adalah 
Arsitek 

4. Arsitek Asing adalah 
Arsitek 

4. Arsitek Asing adalah 
Arsitek 
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UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
berkewarganegaraan 
asing yang melakukan 
Praktik Arsitek di 
Indonesia. 

berkewarganegaraan 
asing yang melakukan 
Praktik Arsitek di 
Indonesia. 

berkewarganegaraan 
asingyang melakukan 
Praktik Arsitek di 
Indonesia. 

5. Uji Kompetensi adalah 
penilaian kompetensi 
Arsitek yang terukur dan 
objektif untuk menilai 
capaian kompetensi 
dalam bidang Arsitektur 
dengan mengacu pada 
standar kompetensi 
Arsitek.  

5. Uji Kompetensi adalah 
penilaian kompetensi 
Arsitek yang terukur 
dan objektif untuk 
menilai capaian 
kompetensi dalam 
bidang Arsitektur 
dengan mengacu pada 
standar kompetensi 
Arsitek. 

5. Uji Kompetensi adalah 
penilaian kompetensi 
Arsitek yang terukur 
dan objektif untuk 
menilai capaian 
kompetensi dalam 
bidang Arsitektur 
dengan mengacu pada 
standar kompetensi 
Arsitek. 

6. Surat Tanda Registrasi 
Arsitek adalah bukti 
tertulis bagi Arsitek 
untuk melakukan Praktik 
Arsitek. 

6. Surat Tanda Registrasi 
Arsitek adalah bukti 
tertulis bagi Arsitek 
untuk melakukan 
Praktik Arsitek. 

6. Surat Tanda Registrasi 
Arsitek adalah bukti 
tertulis bagi Arsitek 
untuk melakukan 
Praktik Arsitek. 

7. Lisensi adalah bukti 
tertulis yang berlaku 
sebagai surat tanda 
penanggung jawab 
Praktik Arsitek dalam 
penyelenggaraan izin 
mendirikan bangunan 
dan perizinan lain. 

7. Lisensi adalah bukti 
tertulis yang berlaku 
sebagai surat tanda 
penanggung jawab 
Praktik Arsitek dalam 
penyelenggaraan izin 
mendirikan bangunan 
dan perizinan lain. 

7. Lisensi adalah bukti 
tertulis yang berlaku 
sebagai surat tanda 
penanggung jawab 
Praktik Arsitek dalam 
penyelenggaraan 
persetujuan bangunan 
gedung dan perizinan 
lain. 

8. Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan adalah 
upaya pemeliharaan 
kompetensi Arsitek 
untuk menjalahkan 
Praktik Arsitek secara 
berkesinambungan.  

8. Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan adalah 
upaya pemeliharaan 
kompetensi Arsitek 
untuk menjalankan 
Praktik Arsitek secara 
berkesinambungan 

8. Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan adalah 
upaya pemeliharaan 
kompetensi Arsitek 
untuk menjalankan 
Praktik Arsitek secara 
berkesinambungan. 

9. Pengguna Jasa Arsitek 
adalah pihak yang 
menggunakan jasa 
Arsitek berdasarkan 
perjanjian kerja. 

9. Pengguna Jasa Arsitek 
adalah pihak yang 
menggunakan jasa 
Arsitek berdasarkan 
perjanjian kerja. 

9. Pengguna Jasa Arsitek 
adalah pihak yang 
menggunakan jasa 
Arsitek berdasarkan 
perjanjian kerja. 

10. Organisasi Profesi 
adalah Ikatan Arsitek 
Indonesia, 

10. Organisasi Profesi 
adalah Ikatan Arsitek 
Indonesia. 

10. Organisasi Profesi 
adalah Ikatan Arsitek 
Indonesia. 

11. Pemerintah Pusat 
adalah Fresiden 
Republik Indonesia 
yang memegang 
kekuasaan 
pemerintahan negara 
Republik Indonesia 
yang dibantu oleh 

11. Pemerintah Pusat 
adalah Presiden 
Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan 
pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang 
dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri 

11. Pemerintah Pusat 
adalah Presiden 
Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan 
pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang 
dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri 
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UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
Wakil Presiden dan 
menteri sebagaimana 
dirnalsud dalam 
Undang-Undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

12. Pemerintah Daerah 
adalah kepala daerah 
sebagai unsur 
penyelenggara 
Pemerintahan Daerah 
yang memimpin 
pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang 
menjadi kewenangan 
daerah otonom.  

12. Pemerintah Daerah 
adalah kepala daerah 
sebagai unsur 
penyelenggara 
Pemerintahan Daerah 
yang memimpin 
pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang 
menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

12. Pemerintah Daerah 
adalah kepala daerah 
sebagai unsur 
penyelenggara 
Pemerintahan Daerah 
yang memimpin 
pelaksanaan urulsan 
pemerintahan yang 
menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

13. Menteri adalah menteri 
yang 
menyelenggarakan 
urusan pemerintahan 
di bidang pekerjaan 
umum. 

13. Menteri adalah menteri 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang pekerjaan 
umum. 

13. Menteri adalah menteri 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang pekerjaan 
umum. 

14. Dewan Arsitek 
Indonesia yang 
selanjutnya disebut 
Dewan adalah dewan 
yang dibentuk oleh 
Organisasi Profesi 
dengan tugas dan fungsi 
membantu Pemerintah 
Pusat dalam 
penyelenggaraan 
keprofesian Arsitek. 

14. Dewan Arsitek 
Indonesia yang 
selanjutnya disebut 
Dewan adalah dewan 
yang dibentuk oleh 
Organisasi Profesi 
dengan tugas dan fungsi 
membantu Pemerintah 
Pusat dalam 
penyelenggaraan 
keprofesian Arsitek. 

 
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 5 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Pemberian layanan 

Praktik Arsitek wajib 
memenuhi standar 
kinerja Arsitek.  

(1) Pemberian layanan 
Praktik Arsitek wajib 
memenuhi standar 
kinerja Arsitek. 

 

(1) Pemberian 
layanan Praktik 
Arsitek wajib 
memenuhi 
standar kinerja 
Arsitek. 

(2) Standar kinerja Arsitek 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) 
mempakan tolok ukur 
yang menjamin 
elisiensi, efektivitas, 
dan syarat mutu yang 
dipergunakan sebagai 

(2) Standar kinerja 
Arsitek 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (1) 
merupakan 
tolok ukur yang 
menjamin 

(2) Standar kinerja Arsitek 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
merupakan tolok ukur 
yang menjamin 
efisiensi, efektivitas, dan 
syarat mutu yang 
dipergunakan sebagai 
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UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
pedoman dalam 
pelaksanaan Praktik 
Arsitek. 

efisiensi, 
efektivitas, dan 
syarat mutu 
yang 
dipergunakan 
sebagai 
pedoman dalam 
pelaksanaan 
Praktik Arsitek. 

pedoman dalam 
pelaksanaan Praktik 
Arsitek. 

(3) Standar kinerja Arsitek 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mencakup kemampuan 
Arsitek dalam 
menyediakan hasil:  
a. dokumen gambar 

perancangan;  
b. dokumen rencana 

kerja dan syarat-
syarat;  

c. dokumen rencana 
perhitungan volume 
pekerjaan; dan/atau  

d. dokumen 
pengawasan berkala. 

(3) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
standar kinerja 
Arsitek 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (1) diatur 
dalam 
Peraturan 
Pemerintah.52 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar 
kinerja Arsitek 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar 
kinerja Arsitek 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan 
Menteri.53 

 
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 6 

 
UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Untuk menjadi Arsitek, 
seseorang wajib 
memiliki Surat Tanda 
Registrasi Arsitek. 

Untuk melakukan Praktik 
Arsitek, seseorang wajib 
memiliki Surat Tanda 
Registrasi Arsitek. 

Untuk melakukan Praktik 
Arsitek, seseorang wajib 
memiliki Surat Tanda 
Registrasi Arsitek. 

(2) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan untuk 
seseorang yang 
merancang bangunan 
gedung sederhana dan 

                                       
52  Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek  
53   Hingga ketentuan ini diubah dalam UU Cipta Kerja, Peraturan Menteri yang 

diamanatkan ini belum diterbitkan.  
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UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
bangunan gedung adat. 

 
4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 6A 

UU 11/2020 UU 6/2023 
Dalam hal penyelenggaraan kegiatan untuk 
menghasilkan karya Arsitektur berupa 
bangunan gedung sederhana dan bangunan 
gedung adat, penyelenggaraan kegiatan 
tidak wajib dilakukan oleh Arsitek. 

Dalam hal penyelenggaraan kegiatan untuk 
menghasilkan karya Arsitektur berupa 
bangunan gedung sederhana dan bangunan 
gedung adat, penyelenggaraan kegiatan 
tidak wajib dilakukan oleh Arsitek. 

 
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 13 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
Ketentuan mengenai tata, 
cara penerbitan dan 
pencabutan Surat Tanda 
Registrasi Arsitek 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 
9, Pasal l0, dan Pasal 12 
diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
penerbitan dan pencabutan 
Surat Tanda Registrasi 
Arsitek sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, 
dan Pasal 12 diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.54 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
penerbitan dan pencabutan 
Surat Tanda Registrasi 
Arsitek sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, 
dan Pasal 12 diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 14 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Setiap Arsitek dalam 

penyelenggaraan 
bangunan gedung wajib 
memiliki Lisensi. 

(1) Setiap Arsitek dalam 
penyelenggaraan 
bangunan gedung wajib 
memiliki Lisensi. 

(1) Setiap Arsitek dalam 
penyelenggaraan 
bangunan gedung wajib 
memiliki Lisensi. 

(2) Dalam hal Arsitek 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak 
memiliki Lisensi, 
Arsitek wajib bekerja 
sama dengan Arsitek 
yang memiliki Lisensi. 

(2) Dalam hal Arsitek 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) belum 
memiliki Lisensi, Arsitek 
wajib bekerja sama 
dengan Arsitek yang 
memiliki Lisensi. 

(2) Dalam hal Arsitek 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) belum 
memiliki Lisensi, 
Arsitek wajib bekerja 
sama dengan Arsitek 
yang memiliki Lisensi. 

                                       
54  Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek 
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(3) Lisensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan oleh 
pemerintah provinsi.  

(3) Lisensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan oleh 
Pemerintah Provinsi 
sesuai dengan norma, 
standar, kriteria, dan 
prosedur yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(3) Lisensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah 
provinsi sesuai dengan 
norma, standar, kriteria, 
dan prosedur yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(4) Ketentuan mengenai 
tata cara penerbitan 
Lisensi diatur dengan 
Peraturan 
Pemerintah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
penerbitan Lisensi 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.55 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
penerbitan Lisensi 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 19 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Arsitek Asing harus 

melakukan alih 
keahlian dan alih 
pengetahuan. 

(1) Arsitek Asing harus 
melakukan alih 
keahlian dan alih 
pengetahuan. 

(1) Arsitek Asing harus 
melakukan alih keahlian 
dan alih pengetahuan. 

(2) Alih keahlian dan alih 
pengetahuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (i) dilakukan 
dengan:  
a. mengembangkan 

dan meningkatkan 
jasa Praktik Arsitek 
pada kantor 
tempatnya bekerja;  

b. mengalihkan 
pengetahuan dan 
kemampuan profe 
sionalnya kepada 
Arsitek; dan  

c. memberikan 
pendidikan 
dan/atau pelatihan 
kepada lembaga 
pendidikan, lembaga 
penelitian, dan/atau 
lembaga 
pengembangan 
dalam bidang 
Arsitektur tanpa 
dipungut biaya. 

(2) Alih keahlian dan alih 
pengetahuan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan: 
a. mengembangkan 

dan meningkatkan 
jasa Praktik Arsitek 
pada kantor 
tempatnya bekerja; 

b. mengalihkan 
pengetahuan dan 
kemampuan 
profesionalnya 
kepada Arsitek; 
dan/atau 

c. memberikan 
pendidikan 
dan/atau pelatihan 
kepada lembaga 
pendidikan, 
lembaga penelitian, 
dan/atau lembaga 
pengembangan 
dalam bidang 
Arsitektur tanpa 

(2) Alih keahlian dan alih 
pengetahuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
dengan:  
a. mengembangkan 

dan meningkatkan 
jasa Praktik Arsitek 
pada kantor 
tempatnya bekerja;  

b. mengalihkan 
pengetahuan dan 
kemampuan 
profesionalnya 
kepada Arsitek; dan/ 
atau  

c. memberikan 
pendidikan dan/atau 
pelatihan kepada 
lembaga pendidikan, 
lembaga penelitian, 
dan/atau lembaga 
pengembangan 
dalam bidang 
Arsitektur tanpa 
dipungut biaya. 

                                       
55  Ibid.  
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dipungut biaya. 

(3) Pengawasan terhadap 
pelaksanaan kegiatan 
alih keahlian dan alih 
pengetahuan 
sebagafunana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh 
Menteri.  

(3) Pengawasan terhadap 
pelaksanaan kegiatan 
alih keahlian dan alih 
pengetahuan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(3) Pengawasan terhadap 
pelaksanaan kegiatan 
alih keahlian dan alih 
pengetahuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara alih 
keahlian dan alih 
pengetahuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan 
pengawasan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur 
dengan Peraturan 
Menteri. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara alih 
keahlian dan alih 
pengetahuan 
sebagaimanadimaksud 
pada ayat (2) dan 
pengawasan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(3) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.56 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara alih 
keahlian dan alih 
pengetahuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan 
pengawasan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 28 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
Organisasi Profesi bertugas:  

a. melakukan 
pembinaan anggota;  

b. menetapkan dan 
menegakkan kode 
etik profesi Arsitek;  

c. menyelenggarakan 
dan memantau 
pelaksanaan 
Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan;  

d. melakukan 
komunikasi, 
pengaturan, dan 
promosi tentang 
kegiatan Praktik 
Arsitek;  

e. memberikan 
masukan kepada 
pendidikan tinggr 
Arsitektur tentang 
perkembangan 
Praktik Arsitek;  

Organisasi Profesi bertugas: 
a. melakukan 

pembinaan anggota; 
b. menetapkan dan 

menegakkan kode 
etik profesi Arsitek; 

c. menyelenggarakan 
dan memantau 
pelaksanaan 
Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan; 

d. melakukan 
komunikasi, 
pengaturan, dan 
promosi tentang 
kegiatan Praktik 
Arsitek; 

e. memberikan 
masukan kepada 
pendidikan tinggi 
Arsitektur tentang 
perkembangan 
Praktik Arsitek; 

Organisasi Profesi bertugas:  
a. melakukan pembinaan 

anggota;  
b. menetapkan dan 

menegakkan kode etik 
profesi Arsitek;  

c. menyelenggarakan dan 
memantau pelaksanaan 
Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan;  

d. melakukan komunikasi, 
pengaturan, dan 
promosi tentang 
kegiatan Praktik 
Arsitek;  

e. memberikan masukan 
kepada pendidikan 
tinggi Arsitektur tentang 
perkembangan Praktik 
Arsitek;  

f. memberikan masukan 
kepada Pemerintah 
Pusat mengenai lingkup 

                                       
56 Ibid. 
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UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
f. memberikan 

masukan kepada 
Menteri mengenai 
lingkup layanan 
Praktik Arsitek;  

g. mengembangkan 
Arsitektur dan 
melestarikan nilai 
budaya Indonesia; 
dan  

h. melindungi 
Pengguna Jasa 
Arsitek. 

f. memberikan 
masukan kepada 
Pemerintah Pusat 
mengenai lingkup 
layanan Praktik 
Arsitek; 

g. mengembangkan 
Arsitektur dan 
melestarikan nilai 
budaya Indonesia; 
dan 

h. melindungi Pengguna 
Jasa Arsitek. 

layanan Praktik Arsitek;  
g. mengembangkan 

Arsitektur dan 
melestarikan nilai 
budaya Indonesia; dan  

h. melindungi Pengguna 
Jasa Arsitek 

 
9. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 34 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Dalam mendukung 

keprofesian Arsitek, 
Organisasi Profesi 
membentuk dewan 
yang bersifat mandiri 
dan independen.  

(1) Dalam mendukung 
keprofesian Arsitek, 
Organisasi Profesi 
membentuk Dewan 
yang bersifat mandiri 
dan independen. 

(1) Dalam mendukung 
keprofesian Arsitek, 
Organisasi Profesi 
membentuk Dewan 
yang bersifat mandiri 
dan independen. 

(2) Dewan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
memiliki tugas dan 
fungsi untuk membantu 
Pemerintah Pusat 
dalam penyelenggaraan 
keprofesian Arsitek. 

(2) Dewan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) beranggotakan 9 
(sembilan) orang yang 
terdiri atas unsur: 
a. anggota Organisasi 

Profesi; 
b. Pengguna Jasa 

Arsitek; dan 
c. perguruan tinggi. 

(2) Dewan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) beranggotakan 9 
(sembilan) orang yang 
terdiri atas unsur: a. 
anggota Organisasi 
Profesi; b. Pengguna 
Jasa Arsitek; dan c. 
perguruan tinggi. 

(3) Dewan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
beranggotakan 9 
(sembilan) orang yang 
terdiri atas unsur:  
a. anggota Organisasi 

Profesi;  
b. Pengguna 

JasaArsitek; dan  
c. perguruan tinggi. 

(3) Dewan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dikukuhkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(3) Dewan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dikukuhkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(4) Dewan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dikukuhkan oleh 
Menteri. 

 
10. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 35 
 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Pemerintah Pusat 

melakukan pembinaan 
terhadap profesi 
Arsitek. 

(1) Pemerintah Pusat 
melakukan pembinaan 
terhadap profesi 
Arsitek. 

(1) Pemerintah Pusat 
melakukan pembinaan 
terhadap profesi 
Arsitek. 

(2) Dalam melakukan 
pembinaan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), 
Pemerintah Pusat 
bekerja sama dengan 
Organisasi Profesi. 

(2) Pembinaan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan: 
a. menetapkan 

kebijakan 
pengembangan 
profesi Arsitek dan 
Praktik Arsitek; 

b. melakukan 
pemberdayaan 
Arsitek; dan 

c. melakukan 
pengawasan 
terhadap kepatuhan 
Arsitek dalam 
pelaksanaan 
peraturan dan 
standar penataan 
bangunan dan 
lingkungan. 

(2) Pembinaan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
dilakukan dengan:  
a. menetapkan 

kebijakan 
pengembangan 
profesi Arsitek dan 
Praktik Arsitek;  

b. melakukan 
pemberdayaan 
Arsitek; dan  

c. melakukan 
pengawasan 
terhadap kepatuhan 
Arsitek dalam 
pelaksanaan 
peraturan dan 
standar penataan 
bangunan dan 
lingkungan. 

(3) Pemerintah Pusat 
dalam melakukan 
fungsi pengaturan, 
pemberdayaan, dan 
pengawasan Praktik 
Arsitek sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dibantu oleh 
Dewan. 

(3) Pemerintah Pusat 
dalam melakukan 
pembinaan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21dibantu 
oleh Dewan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pembinaan 
Arsitek sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.57 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pembinaan 
Arsitek sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2l., dan ayat 
(3) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
11. Pasal 36 dihapus. 

Pasal 36 
 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 

                                       
57 Ibid. 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      200

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

Pembinaan Arsitek 
sebagaimana 35 
dilaksanakan dengan: 
a. menetapkan kebijakan 

pengembangan profesi 
Arsitek dan Praktik 
Arsitek;  

b. melakukan 
pemberdayaan Arsitek; 
dan  

c. melakukan pengawasan 
terhadap kepatuhan 
Arsitek dalam 
pelaksanaan peraturan 
dan standar penataan 
bangunan dan 
lingkungan. 

Dihapus Dihapus 

 
12. Pasal 37 dihapus. 

Pasal 37 
 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
Ketentuan mengenai 
pembinaan Arsitek 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 dan Pasal 36 
diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

Dihapus Dihapus 

 
13. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 38 

 
UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap Arsitek yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) 
dikenai sanksi administratif 
berupa: 

a. peringatan tertulis;  
b. penghentian 

sementara Praktik 
Arsitek;  

c. pembekuan Surat 
Tanda Registrasi 
Arsitek; dan/atau  

d. pencabutan Surat 
Tanda Registrasi 
Arsitek. 

(1) Setiap Arsitek yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (1), Pasal 6, 
Pasal 18 ayat (2), Pasal 
19 atau Pasal 20 
dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. peringatan tertulis;  
b. penghentian 

sementara Praktik 
Arsitek; 

c. pembekuan Surat 
Tanda Registrasi 
Arsitek; dan/atau 

d. pencabutan Surat 
Tanda Registrasi 
Arsitek. 

(1) Setiap Arsitek yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1), 
Pasal 6, Pasal 18 ayat 
(2), Pasal 19, atau Pasal 
20 dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian 

sementara Praktik 
Arsitek;  

c. pembekuan Surat 
Tanda Registrasi 
Arsitek; dan/atau  

d. pencabutan Surat 
Tanda Registrasi 
Arsitek. 
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UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
(2) Sanksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(1) diberikan oleh 
Organisasi Profesi 
Arsitek. 

(2) Sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberikan oleh 
Organisasi Profesi 
Arsitek. 

 
14. Pasal 39 dihapus. 

Pasal 39 
 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
Setiap Arsitek yang 
melanggar ketentuan 
sebageimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dikenai sanksi 
administratif berupa 
penghentian Praktik Arsitek. 

Dihapus Dihapus 

 
15. Pasal 40 dihapus. 

Pasal 40 
 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
Setiap Arsitek Asing yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (2) dikenai sanksi 
administratif berupa penghentian 
Praktik Arsitek. 

Dihapus Dihapus 

 
16. Pasal 41 dihapus. 

Pasal 41 
UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap Arsitek Asing yang melanggar 
ketentuan ssfagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai 
sanksi administratif berupa:  

a. peringatan tertulis;  
b. penghentian sementara Praktik 

Arsitek; dan/atau  
c. pembekuan surat registrasi. 

Dihapus Dihapus 
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Penjelasan UU Arsitek dan UU Ciptaker 
 

Penjelasan Pasal 1 
 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 5 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Huruf a  
Yang dimaksud dengan "dokumen gambar 
perancangan' adalah gambar perancangan 
Arsitektur yang dibuat sesuai dengan 
tahap pekerjaan perancangan, antara lain, 
konsep rancangan, prarancangan, 
pengembangan rancangan, dan gambar 
kerja.  

Huruf b  
Yang dimaksud dengan "dokumen rencana 
kerja dan syarat-syarat" adalah dokumen 
tertulis tentang spesilikasi teknis yang 
menjelaskan jenis, tipe, dan karakteristik 
material/bahan yang dipergunakan secara 
detail dan menyeluruh.  

Huruf c  
Yang dimaksud dengan "dokumen rencana 
perhitungan volume pekerjaan' adalah 
dokumen tertulis yang berisikan daftar 
pokok pekerjaan yang harus dilakukan 
pada masa konstruksi bangunan berikut 
perhitungan volume pekerjaan pada setiap 
pokok pekerjaan tersebut.  
Dokumen tertulis tentang perhitungan 
volume pekerjaan dibuat dengan 
menguraikan gambar perancangan, 
membuat daftar pekerjaan yang perlu 
dilakukan, dan menghitung volume 
pekerjaannya.  
Dokumen ini menjadi dasar bagi 
perhitungan biaya pekerjaan secara 
keseluruhan.  

Huruf d  
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 6  
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UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan 
"bangunan gedung 
sederhana" adalah bangunan 
gedung dengan karakter 
sederhana dan memiliki 
kompleksitas dan teknologi 
sederhana dan/atau 
bangunan gedung yang 
sudah ada desain 
prototipenya sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan dalam 
bidang bangunan gedung.  
Yang dimaksud dengan 
“bangunan gedung adat" 
adalah bangunan gedung 
yang didirikan berdasarkan 
kaidahkaidah adat atau 
tradisi masyarakat sesuai 
dengan budayanya, misalnya 
bangunan rumah panjang 
dan rumah gadang. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 6A 

UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 13 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 14 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 19 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 
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Yang dimaksud 
dengan "lembaga 
pendidikan, lembaga 
penelitian, dan/atau 
lembaga 
pengembangan" 
adalah lembaga 
pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, 
dan/atau swasta. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan 
"lembaga pendidikan, 
lembaga penelitian, 
dan/atau lembaga 
pengembangan" adalah 
lembaga Pemerintah 
Pusat, Pemerintah 
Daerah, dan/atau 
swasta. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan 
"lembaga pendidikan, 
lembaga penelitian, 
dan/atau lembaga 
pengembangan" adalah 
lembaga Pemerintah 
Pusat, Pemerintah 
Daerah, dan/atau 
swasta. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 28 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
Huruf  a 

Cukup jelas. 
Huruf  b 

Cukup jelas. 
Huruf  c 

Cukup jelas. 
Huruf  d 

Cukup jelas. 
Huruf  e 

Cukup jelas. 
Huruf  f 

Cukup jelas. 
Huruf  g 

Melestarikan nilai budaya Indonesia termasuk 
melestarikan Arsitektur tradisional nusantara. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 34 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Penamaan dewan diserahkan sepenuhnya 
kepada Organisasi Profesi yang 
membentuknya.  

Ayat (2)  
Cukup jelas.  

Ayat (3)  
Cukup jelas.  

Ayat (4)  
Cukup jelas.  

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 35 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 
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Cukup jelas. 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan 
"pengaturan" antara lain 
peraturan terkait 
penyelenggaraan profesi 
Arsitek. 
Yang dimaksud dengan 
"pemberdayaan" antara 
lain berupa penetapan 
gelar profesi Arsitek (Ar.), 
penetapan standar 
pendidikan Arsitektur, dan 
penetapan standar Praktik 
Arsitek.  
Yang dimaksud dengan 
"pengawasan" antara lain 
pengendalian Praktik 
Arsitek. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a  

Yang dimaksud dengan 
"kebijakan" antara lain 
kebijakan terkait 
penyelenggaraan profesi 
Arsitek.  

Huruf b  
Yang dimaksud dengan 
"pemberdayaan' antara 
lain berupa penetapan 
gelar profesi Arsitek (Ar.), 
penetapan standar 
pendidikan Arsitektur, 
dan penetapan standar 
Praktik Arsitek.  

Huruf c  
Yang dimaksud dengan 
"pengawasan" antara lain 
pengendalian Praktik 
Arsitek. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 36 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 37 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 38 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 39 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 40 
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UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 41 

UU Arsitek UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Dihapus. Dihapus. 
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E. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL 

 
Pasal 47 

 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3193) diubah: 
 
1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 13 

UU Metrologi Legal UU 11/2020 UU 6/2023 
Menteri mengatur tentang : 
a. pengujian dan 

pemeriksaan alat-alat 
ukur, takar, timbang dan 
perlengkapannya; 

b. pelaksanaan serta jangka 
waktu dilakukan tera dan 
tera ulang; 

c. tempat-tempat dan 
daerah-daerah dimana 
dilaksanakan tera dan 
tera ulang alat-alat ukur, 

d. takar, timbang dan 
perlengkapannya untuk 
jenis-jenis tertentu. 

Pemerintah Pusat mengatur 
tentang: 
a. pengujian dan 

pemeriksaan alat ukur, 
takar, timbang dan 
perlengkapannya; 

b. pelaksanaan serta jangka 
waktu dilakukan tera dan 
tera ulang; dan 

c. tempat dan daerah 
dilaksanakan tera dan 
tera ulang alat ukur, 
takar, timbang dan 
perlengkapannya untuk 
jenis tertentu. 

Pemerintah Pusat mengatur 
tentang: 
a. pengujian dan 

pemeriksaan Alat Ukur, 
Alat Takar, Alat 
Timbang, dan Alat 
Perlengkapan;  

b. pelaksanaan serta 
jangka waktu dilakukan 
tera dan Tera Ulang; dan  

c. tempat dan daerah 
dilaksanakan tera dan 
Tera Ulang Alat Ukur, 
Alat Takar, Alat 
Timbang, dan Alat 
Perlengkapan untuk 
jenis tertentu. 

 
2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 17 

UU Metrologi Legal UU 11/2020 UU 6/2023 
Untuk membuat dan atau 
memperbaiki alat-alat ukur, 
takar, timbang dan 
perlengkapannya harus 
memperoleh izin Menteri. 

(1) Setiap Pelaku Usaha 
yang membuat dan/atau 
memperbaiki alat ukur, 
takar, timbang, dan 
perlengkapannya wajib 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

(1) Setiap pelaku usaha 
yang membuat 
dan/atau memperbaiki 
Alat Ukur, Alat Takar, 
Alat Timbang, dan Alat 
Perlengkapan wajib 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

(2) Setiap Pelaku Usaha 
yang melakukan impor 
alat ukur, takar, 
timbang, dan 
perlengkapannya ke 
dalam wilayah Republik 
Indonesia harus 
memenuhi Perizinan 

(2) Setiap pelaku usaha 
yang melakukan impor 
Alat Ukur, Alat Takar, 
Alat Timbang, dan Alat 
Perlengkapan ke dalam 
wilayah Republik 
Indonesia harus 
memenuhi Perizinan 
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UU Metrologi Legal UU 11/2020 UU 6/2023 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

 
3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

UU Metrologi Legal UU 11/2020 UU 6/2023 
Setiap pemasukan alat-alat 
ukur, takar, timbang dan 
perlengkapannya ke dalam 
wilayah Republik Indonesia 
harus dengan izin Menteri.  

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.58 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 24 

UU Metrologi Legal UU 11/2020 UU 6/2023 
Pengaturan mengenai 
barang-barang dalam 
keadaan terbungkus sesuai 
Pasal 22 dan Pasal 23 
Undang-undang ini diatur 
lebih lanjut dengan 
Keputusan Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai barang dalam 
keadaan terbungkus 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 dan Pasal 23 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.59 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai barang dalam 
keadaan terbungkus 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 dan Pasal 23 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 

                                       
58 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. 
59 Ibid.  
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Penjelasan UU Metrologi Legal dan UU Ciptaker 
 

Penjelasan Pasal 13 
 

UU Metrologi Legal UU 11/2020 UU 6/2023 
Jenis-jenis alat ukur, alat- 
takar, alat timbang dan 
perlengkapannya antara lain 
ialah meter air, meter gas, 
meter listrik, meter taxi, 
meter pulsa telpon, alat 
pengukur kelembaban 
(moisture tester) perlu 
ditunjuk tempat-tempat dan 
daerah-daerah di mana 
dilaksanakan tera dan tera 
ulang. 

Huruf a  
Jenis-jenis alat ukur, takar, 
timbang, dan 
perlengkapannya antara 
lain ialah meter air, meter 
gas, meter listrik, meter 
taxi, meter pulsa telpon, 
alat pengukur kelembaban 
(moisture tester) perlu 
ditunjuk tempat-tempat 
dan daerah-daerah di 
mana dilaksanakan tera 
dan tera ulang. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf a  
Jenis-jenis Alat Ukur, Alat 
Takar, Alat Timbang, dan 
Alat Perlengkapan antara 
lain ialah meter air, meter 
gas, meter listrik, meter 
taxi, meter pulsa telepon, 
alat pengukur kelembaban 
(moisture tester) perlu 
ditunjuk tempat-tempat 
dan daerah-daerah di 
mana dilaksanakan tera 
dan Tera Ulang. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 17 

UU Metrologi Legal UU 11/2020 UU 6/2023 
Karena penggunaan alat-alat 
ukur takar, timbang dari 
perlengkapannya berada di 
bawah pengawasan instansi 
Pemerintah yang ditugasi 
mengurus hal-hal yang 
bertalian dengan metrologi 
maka seharusnyalah 
pembuatan alat-alat tersebut 
dengan izin instansi yang 
bersangkutan supaya mudah 
mengawasi dan membina, 
sehingga alat-alat itu dibuat 
oleh orang-orang yang benar-
benar mempunyai keahlian. 
Demikian pula untuk 
memperbaiki alat-alat ukur, 
takar, timbang dan 
perlengkapannya misalnya 
memperbaiki timbangan perlu 
mendapat izin, yaitu supaya 
mudah mengawasi dan 
membimbingnya. 
Dengan demikian diharapkan 
bahwa pekerjaan 
memperbaiki timbangan 
dilakukan oleh orang-orang 

Ayat (1) 
Karena penggunaan alat 
ukur takar, timbang, dan 
perlengkapannya berada 
di bawah pengawasan 
instansi Pemerintah Pusat 
yang bertanggungjawab di 
bidang metrologi maka 
seharusnyalah pembuatan 
alat-alat tersebut dengan 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat supaya 
mudah mengawasi dan 
membina, sehingga alat-
alat itu dibuat oleh orang-
orang yang benar-benar 
mempunyai keahlian. 
Demikian pula untuk 
memperbaiki alat ukur, 
takar, timbang dan 
perlengkapannya misalnya 
memperbaiki timbangan 
perlu mendapat Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat, yaitu supaya mudah 
mengawasi dan 
membimbingnya. 

Ayat (1)  
Karena penggunaan Alat 
Ukur, Alat Takar, Alat 
Timbang, dan Alat 
Perlengkapan berada di 
bawah pengawasan 
instansi Pemerintah Pusat 
yang bertanggung jawab 
di bidang metrologi, maka 
pembuatan alat-alat 
tersebut wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat supaya 
mudah diawasi dan dibina, 
sehingga alatalat itu 
dibuat oleh orang-orang 
yang benar-benar 
mempunyai keahlian. 
Demikian pula untuk 
memperbaiki Alat Ukur, 
Alat Takar, Alat Timbang, 
dan Alat Perlengkapan 
misalnya memperbaiki 
timbangan wajib 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat, supaya mudah 
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UU Metrologi Legal UU 11/2020 UU 6/2023 
yang benar-benar mempunyai 
keahlian dalam bidang itu dan 
dengan rasa penuh 
tanggungjawab, sehingga para 
pemilik timbangan tidak akan 
terperdaya oleh orangorang 
yang mengaku sebagai 
reparatir timbangan padahal 
tidak mempunyai keahlian 
dalam pekerjaan tersebut dan 
hanya semata-mata mencari 
keuntungan untuk dirinya 
saja.  

Dengan demikian 
diharapkan bahwa 
pekerjaan memperbaiki 
timbangan dilakukan oleh 
orang-orang yang benar-
benar mempunyai 
keahlian dalam bidang itu 
dan dengan rasa penuh 
tanggungjawab, sehingga 
para pemilik timbangan 
tidak akan terperdaya oleh 
orang-orang yang 
mengaku sebagai reparatir 
timbangan padahal tidak 
mempunyai keahlian 
dalam pekerjaan tersebut 
dan hanya semata-mata 
mencari keuntungan 
untuk dirinya saja. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

diawasi dan dibina. 
Dengan demikian diharapkan 

bahwa pekerjaan 
memperbaiki timbangan 
dilakukan oleh orang-orang 
yang benar-benar 
mempunyai keahlian dalam 
bidang itu dan dengan rasa 
penuh bertanggung jawab, 
sehingga para pemilik 
timbangan tidak akan 
terperdaya oleh orang-orang 
yang mengaku sebagai 
reparatir timbangan padahal 
tidak mempunyai keahlian 
dalam pekerjaan tersebut 
dan hanya semata-mata 
mencari keuntungan untuk 
dirinya saja. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 18 

UU Metrologi Legal UU 11/2020 UU 6/2023 
Izin impor diperlukan untuk 
menghindari masuk dan 
beredarnya alat-alat ukur, 
takar, timbang dan 
perlengkapannya yang tidak 
memenuhi persyaratan, 
sebab jika ini terjadi akan 
menyulitkan dalam 
melaksanakan Undang-
undang ini. 

Perizinan Berusaha 
diperlukan untuk 
menghindari masuk dan 
beredarnya alat ukur, takar, 
timbang dan 
perlengkapannya yang tidak 
memenuhi persyaratan, 
sebab jika ini terjadi akan 
menyulitkan dalam 
melaksanakan Undang-
Undang ini. 

Perizinan Berusaha 
diperlukan untuk 
menghindari masuk dan 
beredarnya Alat Ukur, Alat 
Takar, Alat Timbang, dan Alat 
Perlengkapan yang tidak 
memenuhi persyaratan, 
sebab jika ini te{adi akan 
menyulitkan dalam 
melaksanakan Undang-
Undang ini. 

 
Penjelasan Pasal 24 

UU Metrologi Legal UU 11/2020 UU 6/2023 
Seringkali terdapat 
bermacam-macam ukuran 
bungkusan dari kuanta barang 
yang sama banyaknya, 
sehingga akan 
membingungkan pembeli 
dalam memilih harga yang 
lebih ekonomis. baginya 
terhadap bungkusan yang 
berisi barang yang sama dan 
sama pula berat dan isi 
bersihnya. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 
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UU Metrologi Legal UU 11/2020 UU 6/2023 
Untuk menghindari hal-hal 
yang demikian, maka 
diperlukan suatu pengaturan 
mengenai barang yang biasa 
digunakan umum agar 
pembungkusnya dalam 
ukuran yang seragam dan 
berat atau isi bersihnya yang 
sama Mungkin juga terdapat 
beberapa barang dagangan 
yang dibungkus akan berubah 
berat atau isinya, karena 
berkurangnya kelembaban 
atau disebabkan perubahan 
lain sejak pembungkusan 
sampai terjual. Dalam hal ini 
maka perlu diperhitungkan 
berapa.jumlah kemungkinan 
berkurang/ berubah bagi tiap 
macam barang dagangan. 
Dalam peraturan harus 
dinyatakan batas kekurangan 
berat atau isi bersih yang 
diakibatkan oleh perubahan 
tersebut tadi. 
Dengan demikian keharusan 
mencantumkan berat atau isi 
bersih pada waktu 
pembungkusan barang 
dagangan tidak akan 
merugikan perusahaan 
pembungkus ataupun 
pemakai barang dilihat dari 
sudut keuangan maupun 
susutnya barang. 
Supaya dapat memudahkan 
penaksiran harga atau 
membandingkan harga, maka 
perlu disarankan bahwa 
pembungkusan barang-
barang ditetapkan dalam 
kuanta 1 x 10n 2 x10n atau 5 
x10n (n = bilangan bulat) 
misalnya 100 ml, 500 g, 50 m 
dan sebagainya. 
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F. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 

 

  

Pasal 50 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 26 Pasal 26 Pasal 26 
(1) Hasil perencanaan dan 

perancangan rumah 
harus memenuhi 
persyaratan teknis, 
administratif, tata 
ruang, dan ekologis. 

(1) Hasil perencanaan dan 
perancangan rumah 
harus memenuhi 
standar. 

(1) Hasil perencanaan dan 
perancangan Rumah 
harus memenuhi 
standar. 

(2) Persyaratan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
merupakan syarat bagi 
diterbitkannya izin 
mendirikan bangunan. 

(2) Standar sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.60  

(2) Standar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(3) Perencanaan dan 
perancangan rumah 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
merupakan bagian dari 
perencanaan 
perumahan dan/atau 
permukiman. 

-  

 
2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 29 Pasal 29 Pasal 29 
(1) Perencanaan 

prasarana, sarana, dan 
utilitas umum 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 harus 
memenuhim 
persyaratan 
administratif, teknis, 
dan ekologis. 

(1) Perencanaan 
prasarana, sarana, 
dan utilitas umum 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 28 harus 
memenuhi standar. 

(1) Perencanaan 
Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
28 harus memenuhi 
standar 
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(2) Perencanaan 
prasarana, sarana, dan 
utilitas umum yang 
telah memenuhi 
persyaratan wajib 
mendapat pengesahan 
dari pemerintah 
daerah. 

(2) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
standar sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.61 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 33 Pasal 33 Pasal 33 
Pemerintah daerah wajib 
memberikan kemudahan 
perizinan bagi badan 
hukum yang mengajukan 
rencana pembangunan 
perumahan untuk MBR. 

(1) Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah 
wajib memberikan 
kemudahan Perizinan 
Berusaha bagi badan 
hukum yang 
mengajukan rencana 
pembangunan 
perumahan untuk MBR. 

(1) Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah 
Daerah wajib 
memberikan 
kemudahan 
Perizinan Berusaha 
bagi Badan Hukum 
yang mengajukan 
rencana 
pembangunan 
Perumahan untuk 
MBR. 

Pemerintah daerah 
berwenang mencabut izin 
pembangunan perumahan 
terhadap badan hukum 
yang tidak memenuhi 
kewajibannya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kemudahan 
Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.62 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kemudahan 
Perizinan Berusaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai bentuk 
kemudahan perizinan dan 
tata cara pencabutan izin 
pembangunan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

- - 
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4. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 35 Pasal 35 Pasal 35 
Pembangunan perumahan 
skala besar dengan hunian 
berimbang meliputi rumah 
sederhana, rumah 
menengah, dan rumah 
mewah. 

(1) Pembangunan 
perumahan skala besar 
dengan hunian 
berimbang meliputi 
rumah sederhana, 
rumah menengah, dan 
rumah mewah. 

Pembangunan Perumahan 
skala besar dengan hunian 
berimbang meliputi Rumah 
sederhana, Rumah 
menengah, dan Rumah 
mewah. 

- (1) Ketentuan mengenai 
hunian berimbang 
diatur dengan 
Peraturan Menteri.63 

 

 

5. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 36 Pasal 36 Pasal 36 

(1) Dalam hal 
pembangunan 
perumahan dengan 
hunian berimbang 
tidak dalam satu 
hamparan, 
pembangunan rumah 
umum harus 
dilaksanakan dalam 
satu daerah 
kabupaten/kota. 

(1) Dalam hal 
pembangunan 
perumahan dengan 
hunian berimbang 
tidak dalam 1 (satu) 
hamparan, 
pembangunan rumah 
umum harus 
dilaksanakan dalam 1 
(satu) daerah 
kabupaten/kota. 

(1) Dalam hal pembangunan 
Perumahan dengan 
hunian berimbang tidak 
dalam I (satu) hamparan, 
pembangunan Rumah 
Umum harus 
dilaksanakan dalam 1 
(satu) daerah 
kabupaten/kota. 

(2) Pembangunan rumah 
umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) harus mempunyai 
akses menuju pusat 
pelayanan atau tempat 
kerja. 

 

(2) Dalam hal rumah 
sederhana tidak dapat 
dibangun dalam 
bentuk rumah tunggal 
atau rumah deret, 
dapat dikonversi 
dalam: 

a. bentuk rumah 
susun umum yang 
dibangun dalam 
satu hamparan 
yang sama; atau 

b. bentuk dana 
untuk 
pembangunan 
rumah umum. 

(2) Dalam hal Rumah 
sederhana tidak dapat 
dibangun dalam bentuk 
Rumah tunggal atau 
Rumah deret, dapat 
dikonversi dalam:  

a. bentuk Rumah susun 
umum yang dibangun 
dalam satu hamparan 
yang sama; atau  

b. bentuk dana untuk 
pembangunan Rumah 
Umum. 

(3) Kemudahan akses (3) Pengelolaan dana dari (3) Pengelolaan dana dari 
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sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 
dengan peraturan 
daerah. 

konversi sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) huruf b 
dilaksanakan oleh 
badan percepatan 
penyelenggaraan 
perumahan. 

konversi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dilaksanakan 
oleh badan percepatan 
penyelenggaraan 
Perumahan. 

(4) Pembangunan 
perumahan dengan 
hunian berimbang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
dilakukan oleh badan 
hukum yang sama. 

(4) Dalam hal rumah 
sederhana tidak dapat 
dibangun dalam 
bentuk rumah tunggal 
atau rumah deret, 
dapat dikonversi 
dalam bentuk rumah 
susun umum. 

(4) Pembangunan Rumah 
Umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
harus mempunyai akses 
menuju pusat pelayanan 
atau tempat kerja. 

- (5) Pembangunan rumah 
umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) harus mempunyai 
akses menuju pusat 
pelayanan atau tempat 
kerja. 

(5) Pembangunan 
Perumahan dengan 
hunian berimbang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
oleh Badan Hukum yang 
sama. 

- (6) Pembangunan 
perumahan dengan 
hunian berimbang 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh 
badan hukum yang 
sama. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pembangunan 
Perumahan dengan 
hunian berimbang diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

- (7) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai 
pembangunan 
perumahan dengan 
hunian berimbang 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.64 

- 

 
6. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 40 Pasal 40 Pasal 40 

(1) Dalam melaksanakan 
tanggung jawab 
sebagaimana 
dimaksud dalam 

(1) Dalam melaksanakan 
tanggung jawab 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 

(1) Dalam melaksanakan 
tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (1), 
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Pasal 39 ayat (1), 
Pemerintah 
dan/atau 
pemerintah daerah 
menugasi dan/atau 
membentuk lembaga 
atau badan yang 
menangani 
pembangunan 
perumahan dan 
permukiman sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan. 

39 ayat (1), 
Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah 
menugasi dan/atau 
membentuk lembaga 
atau badan yang 
menangani 
pembangunan 
perumahan dan 
permukiman sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan. 

Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah 
Daerah menugasi 
dan/atau membentuk 
lembaga atau badan 
yang menangani 
pembangunan 
Perumahan dan 
Permukiman sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(2) Lembaga atau 
badan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) bertanggung 
jawab: 

a. membangun 
rumah umum, 
rumah khusus, 
dan rumah 
negara; 

b. menyediakan 
tanah bagi 
perumahan; dan 

c.     melakukan 
koordinasi dalam 
proses perizinan 
dan pemastian 
kelayakan 
hunian. 

(2) Lembaga atau badan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) bertanggungjawab: 
a. menyediakan 

tanah bagi 
perumahan; dan 

b. melakukan 
koordinasi dalam 
proses perizinan 
dan pemastian 
kelayakan hunian.  

(2) Lembaga atau badan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
bertanggung jawab:  

a. menyediakan tanah 
bagi Perumahan; 
dan  

b. melakukan 
koordinasi dalam 
proses perizinan dan 
pemastian kelayakan 
hunian. 

 
 

7. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 42 Pasal 42 Pasal 42 

(1) Rumah tunggal, rumah 
deret, dan/atau rumah 
susun yang masih 
dalam tahap proses 
pembangunan dapat 
dipasarkan melalui 
sistem perjanjian 
pendahuluan jual beli 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang- 
undangan. 

(1) Rumah tunggal, rumah 
deret, dan/atau rumah 
susun yang masih 
dalam tahap proses 
pembangunan dapat 
dipasarkan melalui 
sistem perjanjian 
pendahuluan jual beli 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

(1) Rumah tunggal, 
Rumah deret, 
dan/atau Rumah 
susun yang masih 
dalam tahap 
pembangunan dapat 
dipasarkan melalui 
sistem perjanjian 
pendahuluan jual beli 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Perjanjian (2) Perjanjian (2) Perjanjian 
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pendahuluan jual beli 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan setelah 
memenuhi 
persyaratan kepastian 
atas: 

a. status pemilikan 
tanah; 

b. hal yang 
diperjanjikan; 

c. kepemilikan izin 
mendirikan 
bangunan induk; 

d. ketersediaan 
prasarana, sarana, 
dan utilitas umum; 
dan 

e. keterbangunan 
perumahan paling 
sedikit 20% (dua 
puluh persen). 

pendahuluan jual beli 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan setelah 
memenuhi 
persyaratan kepastian 
atas: 

a. status pemilikan 
tanah; 

b. hal yang 
diperjanjikan; 

c. kepemilikan izin 
mendirikan 
bangunan induk; 

d. ketersediaan 
prasarana, sarana, 
dan utilitas umum; 
dan 

e. keterbangunan 
perumahan paling 
sedikit 20% (dua 
puluh persen). 

pendahuluan jual beli 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan setelah 
memenuhi 
persyaratan kepastian 
atas:  

a. status pemilikan 
tanah;  

b. hal yang 
diperjanjikan;  

c. Persetujuan 
Bangunan Gedung;  

d. ketersediaan 
Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum; 
dan  

e. keterbangunan 
Perumahan paling 
sedikit 20% (dua 
puluh persen). 

- (3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai sistem 
perjanjian pendahuluan 
jual beli sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan 
Peraturan Menteri 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai sistem 
perjanjian 
pendahuluan jual beli 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dan 
keterbangunan 
Perumahan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) huruf e diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
8. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 53 Pasal 53 Pasal 53 

(1) Pengendalian 
perumahan 
dilakukan mulai dari 
tahap: 

a. perencanaan; 

b. pembangunan; 
dan 

c. pemanfaatan. 

(1) Pengendalian 
perumahan dimulai 
dari tahap: 

a. perencanaan; 

b. pembangunan;dan 

c.    pemanfaatan. 

(1) Pengendalian 
Perumahan 
dilakukan mulai dari 
tahap:  

a. perencanaan;  
b. pembangunan; 

dan  
c. pemanfaatan. 

(2) Pengendalian 
perumahan 
sebagaimana 

(2) Pengendalian 
perumahan 
sebagaimana 

(2) Pengendalian 
Perumahan 
sebagaimana 
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dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh 
Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah 
Daerah sesuai 
dengan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
dalam bentuk: 
a. Perizinan 

Berusaha atau 
persetujuan; 

b. penertiban; 
dan/atau 

c. penataan. 
 

dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh 
Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah 
dalam bentuk: 
a. perizinan; 
b. penertiban; 

dan/atau 
c. penataan. 

dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan 
oleh Pemerintah 
Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
dalam bentuk:  
a. Perizinan 

Berusaha atau 
persetujuan;  

b. penertiban; 
dan/atau  

c. penataan. 
(3) Ketentuan lebih 

lanjut mengenai 
pengendalian 
perumahan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut 
mengenai 
pengendalian 
perumahan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah.65 

(3) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
pengendalian 
Perumahan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah. 

 
9. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 55 Pasal 55 Pasal 55 

(1) Orang perseorangan 
yang memiliki rumah 
umum dengan 
kemudahan yang 
diberikan Pemerintah 
atau pemerintah daerah 
hanya dapat 
menyewakan dan/atau 
mengalihkan 
kepemilikannya atas 
rumah kepada pihak 
lain, dalam hal: 

a. pewarisan; 
b. penghunian setelah 

jangka waktu paling 
sedikit 5 (lima) 
tahun; atau 

(1) Orang perseorangan yang 
memiliki rumah umum 
dengan kemudahan yang 
diberikan Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah 
Daerah hanya dapat 
menyewakan dan/atau 
mengalihkan 
kepemilikannya atas 
rumah kepada pihak lain 
dalam hal: 

a. pewarisan; atau 
b. penghunian setelah 

jangka waktu paling 
sedikit 5 (lima) 
tahun. 

(1) Orang perseorangan 
yang memiliki Rumah 
Umum dengan 
kemudahan yang 
diberikan Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah 
Daerah hanya dapat 
menyewakan dan/atau 
mengalihkan 
kepemilikannya atas 
Rumah kepada pihak 
lain dalam hal: 

a. pewarisan; atau  
b. penghunian setelah 

jangka waktu paling 
sedikit 5 (lima) 
tahun. 
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c. pindah tempat 
tinggal karena 
tingkat sosial 
ekonomi yang lebih 
baik. 

(2) Dalam hal dilakukan 
pengalihan kepemilikan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 
dan huruf c, 
pengalihannya wajib 
dilaksanakan oleh 
lembaga yang ditunjuk 
atau dibentuk oleh 
Pemerintah atau 
pemerintah daerah 
dalam bidang 
perumahan dan 
permukiman. 

(2) Dalam hal dilakukan 
pengalihan kepemilikan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, 
pengalihannya wajib 
dilaksanakan oleh 
lembaga yang ditunjuk 
atau dibentuk oleh 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
dalam bidang perumahan 
dan permukiman. 

(2) Dalam hal dilakukan 
pengalihan kepemilikan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, 
pengalihannya wajib 
dilaksanakan oleh 
lembaga yang ditunjuk 
atau dibentuk oleh 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
dalam bidang 
Perumahan dan 
Permukiman. 

(3) Jika pemilik 
meninggalkan rumah 
secara terus-menerus 
dalam waktu paling 
lama 1 (satu) tahun 
tanpa memenuhi 
kewajiban berdasarkan 
perjanjian, Pemerintah 
atau pemerintah daerah 
berwenang mengambil 
alih kepemilikan rumah 
tersebut. 

(3) Jika pemilik 
meninggalkan rumah 
secara terusmenerus 
dalam waktu paling lama 
1 (satu) tahun tanpa 
memenuhi kewajiban 
berdasarkan perjanjian, 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
berwenang mengambil 
alih kepemilikan rumah 
tersebut. 

(3) Jika pemilik 
meninggalkan Rumah 
secara terus-menerus 
dalam waktu paling lama 
1 (satu) tahun tanpa 
memenuhi kewajiban 
berdasarkan perjanjian, 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
berwenang mengambil 
alih kepemilikan Rumah 
tersebut. 

(4) Rumah yang telah 
diambil alih oleh 
Pemerintah atau 
pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) wajib 
didistribusikan kembali 
kepada MBR. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penunjukkan 
dan pembentukan 
lembaga, kemudahan, 
dan/ atau bantuan 
pembangunan dan 
perolehan rumah MBR 
diatur dalam Peraturan 
Presiden. 

(4) Rumah yang telah 
diambil alih oleh 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) wajib 
didistribusikan kembali 
kepada MBR. 

(5) Ketentuan mengenai 
penunjukkan dan 
pembentukan lembaga 
oleh Pemerintah atau 
pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah. 

- 
(5) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai penunjukan 
dan pembentukan 
lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan 
Presiden. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kemudahan 

- 
(6) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai kemudahan 
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dan/atau bantuan 
pembangunan dan 
perolehan rumah bagi 
MBR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan 
Peraturan 
Pemerintah. 

dan/atau bantuan 
pembangunan dan 
perolehan Rumah bagi 
MBR diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
10. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 107 Pasal 107 Pasal 107 

(1) Tanah yang langsung 
dikuasai oleh negara 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
106 huruf a yang 
digunakan untuk 
pembangunan rumah, 
perumahan, dan/atau 
kawasan permukiman 
diserahkan melalui 
pemberian hak atas 
tanah kepada setiap 
orang yang melakukan 
pembangunan rumah, 
perumahan, dan 
kawasan permukiman. 

(1) Tanah yang langsung 
dikuasai oleh negara 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
106 huruf a yang 
digunakan untuk 
pembangunan rumah, 
perumahan, dan/atau 
kawasan permukiman 
diserahkan melalui 
pemberian hak atas 
tanah kepada setiap 
orang yang melakukan 
pembangunan rumah, 
perumahan, dan 
kawasan permukiman. 

(1) Tanah yang langsung 
dikuasai negara 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 huruf a 
yang digunakan untuk 
pembangunan Rumah, 
Perumahan, dan/atau 
Kawasan Permukiman 
diserahkan melalui 
pemberian hak atas 
tanah kepada Setiap 
Orang yang melakukan 
pembangunan Rumah, 
Perumahan, dan 
Kawasan Permukiman. 

(2) Pemberian hak atas 
tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) didasarkan pada 
keputusan gubernur 
atau bupati/walikota 
tentang penetapan 
lokasi atau izin lokasi. 

 

(2) Pemberian hak atas 
tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) didasarkan pada 
penetapan lokasi 
atau persetujuan 
kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang. 

(2) Pemberian hak atas 
tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada 
penetapan lokasi atau 
konfirmasi, persetujuan, 
atau rekomendasi 
kesesuaian kegiatan 
pemanfaatan ruang. 

(3) Dalam hal tanah yang 
langsung dikuasai 
negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) terdapat garapan 
masyarakat, hak atas 
tanah diberikan 
setelah pelaku 
pembangunan 
perumahan dan 
permukiman selaku 
pemohon hak atas 
tanah menyelesaikan 
ganti rugi atas seluruh 
garapan masyarakat 

(3)   Dalam hal tanah yang 
langsung dikuasai 
negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) terdapat Garapan 
masyarakat, hak atas 
tanah diberikan 
setelah pelaku 
pembangunan 
perumahan dan 
permukiman selaku 
pemohon hak atas 
tanah menyelesaikan 
ganti rugi atas seluruh 

(3) Dalam hal tanah yang 
langsung dikuasai 
negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
terdapat garapan 
masyarakat, hak atas 
tanah diberikan setelah 
pelaku pembangunan 
Perumahan dan 
Permukiman selaku 
pemohon hak atas tanah 
menyelesaikan ganti rugi 
atas seluruh garapan 
masyarakat berdasarkan 
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berdasarkan 
kesepakatan. 

garapan masyarakat 
berdasarkan 
kesepakatan. 

kesepakatan. 

(4) Dalam hal tidak ada 
kesepakatan tentang 
ganti rugi sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(3), penyelesaiannya 
dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan. 

(4) Dalam hal tidak ada 
kesepakatan tentang 
ganti rugi 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(3), penyelesaiannya 
dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan. 

(4) Dalam hal tidak ada 
kesepakatan tentang 
ganti rugi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), 
penyelesaiannya 
dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

 
11. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 109 Pasal 109 Pasal 109 

(1) Konsolidasi tanah 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
106 huruf b dapat 
dilaksanakan bagi 
pembangunan rumah 
tunggal, rumah deret, 
atau rumah susun. 

 

(1) Konsolidasi tanah 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
106 huruf b dapat 
dilaksanakan bagi 
pembangunan rumah 
tunggal, rumah deret, 
atau rumah susun. 

(1) Konsolidasi Tanah 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 huruf b 
dapat dilaksanakan bagi 
pembangunan Rumah 
tunggal, Rumah deret, 
atau Rumah susun. 

(2) Penetapan lokasi 
konsolidasi tanah 
dilakukan oleh 
bupati/walikota. 

 

(2) Penetapan lokasi 
konsolidasi tanah 
dilakukan oleh 
bupati/wali kota. 

(2) Penetapan lokasi 
Konsolidasi Tanah 
dilakukan oleh 
bupati/wali kota. 

(3) Khusus untuk DKI 
Jakarta, penetapan 
lokasi konsolidasi 
tanah ditetapkan oleh 
gubernur. 

 

(3) Khusus untuk 
Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota 
Jakarta, penetapan 
lokasi konsolidasi 
tanah ditetapkan oleh 
gubernur. 

(3) Khusus untuk Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, penetapan 
lokasi Konsolidasi 
Tanah ditetapkan oleh 
gubernur. 

(4) Lokasi konsolidasi 
tanah yang sudah 
ditetapkan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) tidak 
memerlukan izin 
lokasi. 

(4)  Lokasi konsolidasi 
tanah yang sudah 
ditetapkan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) tidak 
memerlukan 
persetujuan 
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang.  

(4) Lokasi Konsolidasi 
Tanah yang sudah 
ditetapkan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat 
(3) tidak memerlukan 
konfirmasi, 
persetujuan, atau 
rekomendasi 
kesesuaian kegiatan 
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pemanfaatan ruang. 

 
 

12. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 114 Pasal 114 Pasal 114 
(1) Peralihan atau 

pelepasan hak atas 
tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
106 huruf c dilakukan 
setelah badan hukum 
memperoleh izin 
lokasi. 

 

(1) Peralihan atau pelepasan 
hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 huruf c 
dilakukan setelah badan 
hukum  memperoleh 
persetujuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang. 

(1) Peralihan atau 
pelepasan hak atas 
tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
106 huruf c dilakukan 
setelah Badan Hukum 
memperoleh 
konfirmasi, 
persetujuan, atau 
rekomendasi 
kesesuaian kegiatan 
pemanfaatan ruang. 

(2) Peralihan hak atas 
tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dibuat di hadapan 
pejabat pembuat akta 
tanah setelah ada 
kesepakatan bersama. 

 

(2) Peralihan hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuat di 
hadapan pejabat pembuat 
akta tanah setelah tercapai 
kesepakatan bersama. 

(2) Peralihan hak atas 
tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dibuat di hadapan 
pejabat pembuat akta 
tanah setelah tercapai 
kesepakatan bersama. 

(3) Pelepasan hak atas 
tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan di 
hadapan pejabat yang 
berwenang. 

(3) Pelepasan hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan di 
hadapan pejabat yang 
berwenang. 

(3) Pelepasan hak atas 
tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan di hadapan 
pejabat yang 
berwenang. 

(4) Peralihan hak atau 
pelepasan hak atas 
tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) wajib 
didaftarkan pada 
kantor pertanahan 
kabupaten/kota 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang- 
undangan. 

(4) Peralihan hak atau 
pelepasan hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) 
wajib didaftarkan pada 
kantor pertanahan 
kabupaten/kota sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.   

(4) Peralihan hak atas 
tanah atau pelepasan 
hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat 
(3) wajib didaftarkan 
pada kantor 
pertanahan 
kabupaten/kota sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 
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13. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IXA sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 
 
 

BAB IXA  
BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN 

 
UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 117A Pasal 117A 

(1) Untuk mewujudkan penyediaan rumah 
umum yang layak dan terjangkau bagi 
MBR, Pemerintah Pusat membentuk 
badan percepatan penyelenggaraan 
perumahan. 

(1) Untuk mewujudkan penyediaan Rumah 
Umum yang layak dan terjangkau bagi 
MBR, Pemerintah Pusat membentuk 
badan percepatan penyelenggaraan 
Perumahan. 

(2) Pembentukan badan percepatan 
penyelenggaraan perumahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan untuk: 

a. mempercepat penyediaan rumah 
umum; 

b. menjamin bahwa rumah umum 
hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR; 

c. menjamin tercapainya asas manfaat 
rumah umum; dan 

d. melaksanakan berbagai kebijakan di 
bidang rumah umum dan rumah 
khusus. 

(2) Pembentukan badan percepatan 
penyelenggaraan Perumahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan untuk: 
a. mempercepat penyediaan Rumah 

Umum;  
b. menjamin bahwa Rumah Umum 

hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR;  
c. menjamin tercapainya asas manfaat 

Rumah Umum; dan  
d. melaksanakan berbagai kebijakan di 

bidang Rumah Umum dan Rumah 
Khusus. 

(3) Badan percepatan penyelenggaraan 
perumahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai fungsi 
mempercepat penyelenggaraan 
perurmahan dan kawasan permukiman. 

(3) Badan percepatan penyelenggaraan 
Perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai fungsi 
mempercepat Penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

(4) Untuk melaksanakan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
badan percepatan penyelenggaraan 
perumahan bertugas: 
a. melakukan upaya percepatan 

pembangunan perumahan; 

b.  melaksanakan pengelolaan dana 
konversi dan pembangunan rumah 
sederhana serta rumah susun 
umum; 

c. melakukan koordinasi dalam proses 
perizinan dan pemastian kelayakan 
hunian; 

d. melaksanakan penyediaan tanah 
bagi perumahan; 

e.  melaksanakan pengelolaan rumah 
susun umum dan rumah susun 
khusus serta memfasilitasi 
penghunian, pengalihan, dan 

(4) Untuk melaksanakan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
badan percepatan penyelenggaraan 
Perumahan bertugas: 
a. melakukan upaya percepatan 

pembangunan Perumahan;  
b. melaksanakan pengelolaan dana 

konversi dan pembangunan Rumah 
sederhana serta Rumah susun 
umum;  

c. melakukan koordinasi dalam proses 
perizinan dan pemastian kelayakan 
hunian;  

d. melaksanakan penyediaan tanah 
bagi Perumahan;  

e. melaksanakan pengelolaan Rumah 
susun umum dan Rumah susun 
khusus serta memfasilitasi 
penghunian, pengalihan, dan 
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pemanfaatan; 

f.         melaksanakan pengalihan 
kepemilikan rumah umum dengan 
kemudahan yang diberikan oleh 
pemerintah; 

g. menyelenggarakan koordinasi 
operasional lintas sektor, termasuk 
dalam penyediaan prasarana, 
sarana, dan utilitas umum; dan 

h. melakukan pengembangan hubungan 
kerja sama di bidang rumah susun 
dengan berbagai instansi di dalam 
dan di luar negeri. 

pemanfaatan;  
f. melaksanakan pengalihan 

kepemilikan Rumah Umum dengan 
kemudahan yang diberikan oleh 
pemerintah;  

g. menyelenggarakan koordinasi 
operasional lintas sektor, termasuk 
dalam penyediaan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum; dan  

h. melakukan pengembangan 
hubungan kerja sama di bidang 
Rumah susun dengan berbagai 
instansi di dalam dan di luar negeri. 

 
 

14. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IXA sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 117B Pasal 117B 

(1) Badan percepatan penyelenggaraan 
perumahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 117A terdiri atas: 
a. unsur pembina; 
b. unsur pelaksana; dan 
c. unsur pengawas. 

(1) Badan percepatan penyelenggaraan 
Perumahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 117A terdiri atas:  

a. unsur pembina;  

b. unsur pelaksana; dan  

c. unsur pengawas. 

(2) Unsur pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c 
berjumlah 5 (lima) orang yang proses 
seleksi dan pemilihannya dilakukan 
oleh DPR. 

(2) Unsur pengawas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c berjumlah 5 (lima) 
orang yang proses seleksi dan 
pemilihannya dilakukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

(3) Pembentukan badan percepatan 
penyelenggaraan perumahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 

(3) Unsur pengawas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c berjumlah 5 (lima) 
orang yang proses seleksi dan 
pemilihannya dilakukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

(4) Unsur pembina, unsur pelaksana, dan 
unsur pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden 

(4) Unsur pembina, unsur pelaksana, dan 
unsur pengawas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden. 

 
15. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 134 Pasal 134 Pasal 134 

Setiap orang dilarang 
menyelenggarakan 
pembangunan perumahan 
yang tidak sesuai dengan 
kriteria, spesifikasi, 
persyaratan, prasana, 
sarana, utilitas umum yang 

Setiap orang dilarang 
menyelenggarakan 
pembangunan perumahan, 
yang tidak membangun 
perumahan sesuai dengan 
kriteria, spesifikasi, 

Setiap Orang dilarang 
menyelenggarakan 
pembangunan Perumahan 
yang tidak sesuai dengan 
kriteria, spesifikasi, 
persyaratan, Prasarana, 
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diperjanjikan, dan standar. persyaratan, prasana, 
sarana, dan utilitas umum 
yang diperjanjikan. 

Sarana, dan Utilitas Umum 
yang diperjanjikan. 

 
16. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 150 Pasal 150 Pasal 150 

(1) Setiap orang yang 
menyelenggarakan 
perumahan dan 
kawasan permukiman 
yang tidak memenuhi 
ketentuan 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (1), 29 ayat 
(1), Pasal 30 ayat (2), 
Pasal 34 ayat (1) dan 
ayat (2), Pasal 36 ayat 
(1) dan ayat (2), Pasal 
38 ayat (4), Pasal 45, 
Pasal 47 ayat (2), ayat 
(3) dan ayat (4), Pasal 
49 ayat (2), Pasal 63, 
Pasal 71 ayat (1), 
Pasal 126 ayat (2), 
Pasal 134, Pasal 135, 
Pasal 136, Pasal 137, 
Pasal 138, Pasal 139, 
Pasal 140, Pasal 141, 
Pasal 142, Pasal 143, 
Pasal 144, Pasal 145, 
atau Pasal 146 ayat (1) 
dikenai sanksi 
administratif. 

(1) Setiap orang yang 
menyelenggarakan 
perumahan dan 
kawasan permukiman 
yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (1), Pasal 29 
ayat (1), Pasal 30 ayat 
(2), Pasal 34 ayat (1) 
atau ayat (2), Pasal 36 
ayat (1) atau ayat (2), 
Pasal 38 ayat (4), Pasal 
45, Pasal 47 ayat (2), 
ayat (3), atau ayat (4), 
Pasal 49 ayat (2), Pasal 
63, Pasal 7l ayat (1), 
Pasal 126 ayat (2), Pasal 
134, Pasal 135, Pasal 
136, Pasal 137, Pasal 
138, Pasal 139, Pasal 
140, Pasal 141, Pasal 
142, Pasal 143, Pasal 
144, Pasal 145, atau 
Pasal 146 ayat (1) 
dikenai sanksi 
administratif. 

(1) Setiap Orang yang 
menyelenggarakan 
Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 
yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (1), Pasal 29 
ayat (1), Pasal 30 ayat 
(2), Pasal 34 ayat (1) 
atau ayat (21, Pasal 36 
ayat (1), ayat (2) atau 
ayat (4), Pasal 38 ayat 
(4), Pasal 45, Pasal 47 
ayat (21, ayat (3), atau 
ayat (4), Pasal 49 ayat 
(21, Pasal63, Pasal 7l 
ayat (1), Pasal 126 ayat 
(2), Pasal 134, Pasal 
135, Pasal 136, Pasal 
137, Pasal 138, Pasal 
139, Pasal 140, Pasal 
141, Pasal 142, Pasal 
143, Pasal 144, Pasal 
145, atau Pasal 146 
ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Sanksi administratif 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan 

kegiatan 
pembangunan; 

c. penghentian 
sementara atau 
tetap pada 
pekerjaan 
pelaksanaan 

(2) Sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan 

pembangunan; 
c. penghentian 

sementara atau 
tetap pada 
pekerjaan 
pelaksanaan 
pembangunan; 

d. penghentian 

(2) Sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
berupa:  
a. peringatan tertulis;  
b. pembatasan 

kegiatan 
pembangunan;  

c. penghentian 
sementara atau 
tetap pada 
pekerjaan 
pelaksanaan 
pembangunan;  



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      226

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

pembangunan; 
d. penghentian 

sementara atau 
penghentian tetap 
pada pengelolaan 
perumahan; 

e. penguasaan 
sementara oleh 
pemerintah 
(disegel); 

f.   kewajiban 
membongkar 
sendiri bangunan
 dalam 
jangka waktu 
tertentu; 

g. pembatasan 
kegiatan usaha; 

h. pembekuan izin 
mendirikan 
bangunan; 

i.  pencabutan izin 
mendirikan 
bangunan; 

j. pembekuan/penca
but surat bukti 
kepemilikan 
rumah; 

k. perintah 
pembongkaran 
bangunan rumah; 

l.    pembekuan izin 
usaha; 

m.  pencabutan izin 
usaha; 

n.  pengawasan; 
o.  pembatalan izin; 
p.  kewajiban 

pemulihan fungsi 
lahan dalam jangka 
waktu tertentu; 

q. pencabutan 
insentif; 

r.   pengenaan denda 
administratif; 
dan/atau 

s.   penutupan lokasi. 

sementara atau 
penghentian tetap 
pada pengelolaan 
perumahan; 

e. penguasaan 
sementara oleh 
pemerintah 
(disegel); 

f.  kewajiban 
membongkar sendiri 
bangunan dalam 
jangka waktu 
tertentu; 

g. membangun kembali 
perumahan sesuai 
dengan kriteria, 
spesifikasi, 
persyaratan, 
prasarana, sarana, 
utilitas umum yang 
diperjanjikan, dan 
standar; 

h. pembatasan kegiatan 
usaha; 

i.  pembekuan 
Persetujuan 
Bangunan Gedung; 

j.  pencabutan 
Persetujuan 
Bangunan Gedung; 

k. pembekuan/pencab
utan surat bukti 
kepemilikan rumah; 

l. perintah 
pembongkaran 
bangunan rumah; 

m. Pembekuan 
Perizinan Berusaha; 

n. pencabutan 
Perizinan Berusaha; 

o. pengawasan; 
p. pembatalan 

Perizinan Berusaha; 
q. kewajiban 

pemulihan fungsi 
lahan dalam jangka 
waktu tertentu; 

r. pencabutan insentif; 
s. pengenaan denda 

administratif; 
dan/atau 

t.  penutupan lokasi. 

 

d. penghentian 
sementara atau 
penghentian tetap 
pada pengelolaan 
Perumahan;  

e. penguasaan 
sementara oleh 
pemerintah 
(disegel); 

f. kewajiban 
membongkar sendiri 
bangunan dalam 
jangka waktu 
tertentu;  

g. membangun kembali 
Perumahan sesuai 
dengan kriteria, 
spesifikasi, 
persyaratan, 
Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum 
yang diperjanjikan, 
dan standar;  

h. pembatasan 
kegiatan usaha;  

i. pembekuan 
Persetujuan 
Bangunan Gedung;  

j. pencabutan 
Persetujuan 
Bangunan Gedung;  

k. pembekuan/pencab
utan surat bukti 
kepemilikan Rumah;  

l. perintah 
pembongkaran 
bangunan Rumah;  

m. pembekuan 
Perizinan Berusaha;  

n. pencabutan 
Perizinan Berrrsaha;  

o. pengawasan;  
p. pembatalan 

Perizinan Berusaha;  
q. kewajiban 

pemulihan fungsi 
lahan dalam jangka 
waktu tertentu;  

r. pencabutan insentif;  
s. pengenaan denda 

administratif; 
dan/atau  

t. penutupan lokasi. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai jenis, 
besaran denda, tata 
cara, dan mekanisme 
pengenaan  sanksi 
administratif 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan 
Peraturan 
Pemerintah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.66 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
17. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 151 Pasal 151 Pasal 151 

(1) Setiap orang yang 
menyelenggarakan 
pembangunan 
perumahan, yang 
tidak membangun 
perumahan sesuai 
dengan kriteria, 
spesifikasi, 
persyaratan, 
prasarana, sarana, 
dan utilitas umum 
yang diperjanjikan 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 134, dipidana 
dengan pidana 
denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

Setiap orang yang 
menyelenggarakan 
pembangunan perumahan 
yang membangun 
perumahan tidak sesuai 
dengan kriteria, spesifikasi, 
persyaratan, prasarana, 
sarana, dan utilitas umum 
yang diperjanjikan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 134 yang 
mengakibatkan timbulnya 
korban/kerusakan terhadap 
kesehatan, keselamatan, 
dan/atau lingkungan 
dipidana dengan pidana 
denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah).  

Setiap Orang yang 
menyelenggarakan 
pembangunan Perumahan 
yang membangun 
Perumahan tidak sesuai 
dengan kriteria, 
spesifikasi, persyaratan, 
Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum yang 
diperjanjikan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 134 yang 
mengakibatkan timbulnya 
korban/kerusakan 
terhadap kesehatan, 
keselamatan dan/atau 
lingkungan dipidana 
dengan pidana denda 
paling banyak 
RpS.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

(2) Selain pidana 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) pelaku dapat 
dijatuhi pidana 
tambahan berupa 
membangun 
kembali perumahan 
sesuai dengan 
kriteria, spesifikasi, 
persyaratan, 
prasarana, sarana, 

- - 

                                       
66 PP No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 
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dan utilitas umum 
yang diperjanjikan. 

 
18. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 153 Pasal 153 Pasal 153 

(1) Setiap orang yang 
menyelenggaraan 
lingkungan hunian atau 
Kasiba yang tidak 
memisahkan lingkungan 
hunian atau Kasiba 
menjadi satuan 
lingkungan perumahan 
atau Lisiba sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
136, dipidana dengan 
pidana denda paling 
banyak 
Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

(1) Setiap orang yang 
menyelenggaraan 
lingkungan hunian atau 
Kasiba yang tidak 
memisahkan lingkungan 
hunian atau Kasiba 
menjadi satuan 
lingkungan perumahan 
atau Lisiba sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
136 dikenai sanksi 
administratif. 

 

(1) Setiap Orang yang 
menyelenggarakan 
Lingkungan Hunian 
atau Kasiba yang tidak 
memisahkan 
Lingkungan Hunian 
atau Kasiba menjadi 
satuan lingkungan 
Perumahan atau Lisiba 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 136 
dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Selain pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), pelaku 
dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa 
pencabutan izin. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.67 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 

                                       
67 PP No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 
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PENJELASAN PASAL PER PASAL 
Penjelasan Pasal 26 

 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan 
“persyaratan teknis” antara 
lain persyaratan tentang 
struktur bangunan, keamanan, 
keselamatan, kesehatan, dan 
kenyamanan yang 
berhubungan dengan rancang 
bangun, termasuk 
kelengkapan prasarana dan 
fasilitas lingkungan. 

Yang dimaksud dengan 
“persyaratan administratif” 
antara lain perizinan usaha dari 
perusahaan pembangunan 
perumahan, izin lokasi, 
peruntukannya, status hak atas 
tanah, dan/atau Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB). 

Yang dimaksud dengan 
“persyaratan ekologis” adalah 
persyaratan yang berkaitan 
dengan keserasian dan 
keseimbangan fungsi 
lingkungan, baik antara 
lingkungan buatan dengan 
lingkungan alam maupun 
dengan sosial budaya, termasuk 
nilai-nilai budaya bangsa yang 
perlu dilestarikan. 

Yang termasuk persyaratan 
ekologis antara lain analisis 
dampak lingkungan dalam 
pembangunan perumahan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 29 

 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 33 
 

UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 
Pemberian kemudahan 
perizinan bagi badan hukum 
yang mengajukan rencana 
pembangunan perumahan 
untuk MBR dimaksudkan untuk 
mendorong iklim berusaha bagi 
badan hukum di bidang 
perumahan dan permukiman 
sekaligus dalam upaya 
mewujudkan pemenuhan 
kebutuhan perumahan bagi 
MBR. 

 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (1) 
Pemberian kemudahan 
Perizinan Berusaha bagi badan 
hukum yang mengajukan 
rencana pembangunan 
perumahan untuk MBR 
dimaksudkan untuk 
mendorong iklim berusaha 
bagi badan hukum di bidang 
perumahan dan permukiman 
sekaligus dalam upaya 
mewujudkan pemenuhan 
kebutuhan perumahan bagi 
MBR. 

 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (1) 
Pemberian kemudahan 
perizinan Berusaha bagi 
Badan Hukum yang 
mengajukan rencana 
pembangunan Perumahan 
untuk MBR dimaksudkan 
untuk mendorong iklim 
berusaha bagi Badan 
Hukum di bidang 
Perumahan dan 
Permukiman sekaligus 
dalam upaya mewujudkan 
pemenuhan kebutuhan 
Perumahan bagi MBR. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 35 

 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

 Cukup jelas.  

 
 

Penjelasan Pasal 36 
 

UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 40 

 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 42 

 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan 
“perjanjian pendahuluan jual 
beli” adalah kesepakatan 
melakukan jual beli rumah yang 
masih dalam proses 
pembangunan antara calon 
pembeli rumah dengan 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan 
"perjanjian pendahuluan jual 
beli" adalah kesepakatan 
melakukan jual beli rumah 
yang masih dalam proses 
pembangunan antara calon 
pembeli rumah dengan 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan 
"perjanjian pendahuluan 
jual beli" adalah 
kesepakatan melakukan 
jual beli rumah yang masih 
dalam proses 
pembangunan antara calon 
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penyedia rumah yang diketahui 
oleh pejabat yang berwenang. 

 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan 
“hal   yang 
diperjanjikan” adalah 
kondisi rumah yang 
dibangun dan dijual 
kepada konsumen, 
yang dipasarkan 
melalui media 
promosi, meliputi 
lokasi rumah, kondisi 
tanah/kaveling, bentuk 
rumah, spesifikasi 
bangunan, harga 
rumah, prasarana, 
sarana, dan utilitas 
umum perumahan, 
fasilitas lain, waktu 
serah terima rumah, 
serta penyelesaian 
sengketa. 

 

Huruf c 

Cukup jelas. 
 

Huruf d 

Cukup jelas. 
 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan 
“keterbangunan 
perumahan paling 
sedikit 20% (dua 
puluh persen)” adalah 
hal telah terbangunnya 
rumah paling sedikit 
20% (dua puluh 
persen) dari seluruh 
jumlah unit rumah 
serta ketersediaan 
prasarana, sarana, dan 
utilitas umum dalam 

penyedia rumah yang 
diketahui oleh pejabat yang 
berwenang. 

 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
 

Huruf b 

Yang dimaksud 
dengan "hal yang 
diperjanjikan" adalah 
kondisi rumah yang 
dibangun dan dijual 
kepada konsumen, 
yang dipasarkan 
melalui media 
promosi, meliputi 
lokasi rumah, kondisi 
tanah/kaveling, 
bentuk rumah, 
spesifikasi bangunan, 
harga rumah, 
prasarana, sarana, 
dana utilitas umum 
perumahan, fasilitas 
lain, waktu serah 
terima rumah, serta 
penyelesaian 
sengketa. 

 

Huruf c 

Cukup jelas. 
  

Huruf d 

Cukup jelas. 
 

Huruf e 

Yang dimaksud 
dengan 
"keterbangunan 
perumahan" adalah 
persentase telah 
terbangunnya rumah 
dari seluruh jumlah 
unit rumah serta 
ketersediaan 
prasarana, sarana, 

pembeli rumah dengan 
penyedia rumah yang 
diketahui oleh pejabat yang 
berwenang. 

 
Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
 

Huruf b 

Yang dimaksud 
dengan "hal yang 
diperjanjikan" 
adalah kondisi 
rumah yang 
dibangun dan 
dijual kepada 
konsumen, yang 
dipasarkan 
melalui media 
promosi, meliputi 
lokasi rumah, 
kondisi 
tanah/kaveling, 
bentuk rumah, 
spesifikasi 
bangunan, harga 
rumah, prasarana, 
sarana, dana 
utilitas umum 
perumahan, 
fasilitas lain, 
waktu serah 
terima rumah, 
serta penyelesaian 
sengketa. 
 

Huruf c 

Cukup jelas. 
  

Huruf d 

Cukup jelas. 
 

Huruf e 

Yang dimaksud 
dengan 
"keterbangunan 
Perumahan" 
adalah persentase 
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suatu perumahan yang 
direncanakan. 

 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

dan utilitas umum 
dalam suatu 
perumahan yang 
direncanakan. 

 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

telah 
terbangunnya 
Rumah dari 
seluruh jumlah 
unit Rumah serta 
ketersediaan 
Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum 
dalam suatu 
Perumahan yang 
direncanakan. 

 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 53 

 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

 Ayat (1) 
Pengendalian perumahan 
dimaksudkan untuk menjaga 
dan meningkatkan kualitas 
perumahan agar dapat 
berfungsi sebagaimana 
mestinya, sekaligus mencegah 
terjadinya penurunan kualitas 
dan terjadinya pemanfaatan 
yang tidak sesuai. 

 

Ayat (2) 
Huruf a 

Perizinan berusaha 
diberikan kepada 
pelaku usaha, 
sedangkan 
Persetujuan diberikan 
kepada non Pelaku 
Usaha. 

 

Huruf b 

Yang dimaksud 
dengan "penertiban" 
adalah cara 
pengendalian yang 
dilakukan melalui 
tindakan penegakan 
hukum bagi 
perumahan yang 
dalam pembangunan 
dan pemanfaatannya 

Ayat (1) 
Pengendalian Perumahan 
dimalksudkan untuk 
menjaga dan meningkatkan 
kualitas Perumahan agar 
dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya, 
sekaligus mencegah 
terjadinya penurunan 
kualitas dan terjadinya 
pemanfaatan yang tidak 
sesuai. 

 

Ayat (2) 
Huruf a 

Perizinan 
berusaha 
diberikan kepada 
pelaku usaha, 
sedangkan 
Persetujuan 
diberikan kepada 
non Pelaku Usaha. 

 
Huruf b 

Yang dimaksud 
dengan 
"penertiban" 
adalah cara 
pengendalian 
yang dilakukan 
melalui tindakan 
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tidak sesuai dengan 
rencana atau 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Huruf c 

Yang dimaksud 
dengan "penataan" 
adalah cara 
pengendalian yang 
dilakukan melalui 
perbaikan dalam 
penyelenggaraan agar 
sesuai dengan tujuan 
penyelenggaraan 
perumahan. 

 

Ayat (3) 
Cukup jelas.  

penegakan hukum 
bagi perumahan 
yang dalam 
pembangunan dan 
pemanfaatannya 
tidak sesuai 
dengan rencana 
atau ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan. 

 

 

Huruf c 

Yang dimaksud 
dengan 
"penataan" adalah 
cara pengendalian 
yang dilakukan 
melalui perbaikan 
dalam 
penyelenggaraan 
agar sesuai 
dengan tujuan 
penyelenggaraan 
perumahan. 
 

Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 55 

 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “hanya 
dapat menyewakan” adalah 
pembatasan menyewakan 
dan/atau mengalihkan 
perolehan atas rumah yang 
melalui kemudahan dari 
Pemerintah atau pemerintah 
daerah kepada pihak lain 
dimaksudkan untuk memenuhi 
kebutuhan rumah umum bagi 
MBR, memberikan kesempatan 
yang sama bagi MBR lainnya 
untuk memperoleh kemudahan 
perolehan rumah umum, dan 
menjadi sarana pengendalian 
pengelolaan rumah umum. 

 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 
Pelaksanaan ketentuan ini 
hanya berlaku dalam kondisi 
normal, namun tidak berlaku 
dalam kondisi kahar, antara 
lain seperti: bencana alam, 
huru-hara, perang, dan 
pandemi. 

 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 
Pelaksanaan ketentuan ini 
hanya berlaku dalam 
kondisi normal, namun 
tidak berlaku dalam 
kondisi kahar, antara lain 
seperti: bencana alam, 
huru-hara, perang, dan 
pandemi. 
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Huruf a 

Cukup jelas. 
 

Huruf b 

Yang dimaksud 
dengan “paling sedikit 
5 (lima) tahun” 
adalah tempo waktu 
penghunian minimum 
pada rumah umum 
sejak diperolehnya 
kemudahan dari 
Pemerintah atau 
pemerintah daerah. 

 
Huruf c 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan 
“lembaga” adalah lembaga yang 
ditunjuk atau dibentuk 
Pemerintah atau pemerintah 
daerah antara lain untuk 
melaksanakan distribusi dan 
pelimpahan/pengalihan rumah 
umum yang diperoleh MBR. 

 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan 
“perjanjian” adalah perikatan 
perjanjian antara MBR 
penerima kemudahan 
Pemerintah atau pemerintah 
daerah dengan lembaga yang 
ditunjuk atau dibentuk 
pemerintah antara lain untuk 
menghuni, memelihara, dan 
tidak mengalihkan rumah 
tersebut kepada pihak lain 
selama jangka waktu tertentu. 

 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan 
“didistribusikan kembali kepada   
MBR” adalah pengalokasian 
rumah umum kepada MBR yang 
berhak sesuai dengan 
persyaratan untuk memperoleh 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 
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kemudahan dalam 
memiliki/menghuni rumah 
umum. 

 
Penjelasan Pasal 107 

 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 109 

 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 114 

 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 117A 

 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 117B 

 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 150 

 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 151 

 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 153 

 
UU PKP UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
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G. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN 

 
 

Pasal 51 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5252) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 16 Pasal 16 Pasal 16 

(1) Pembangunan rumah 
susun komersial 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (2) 
dapat dilaksanakan 
oleh setiap orang.  

(1) Pembangunan rumah 
susun komersial 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (2) dapat 
dilaksanakan oleh 
setiap orang. 

(1) Pembangunan rumah 
susun komersial 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (2) 
dapat dilaksanakan oleh 
setiap orang. 

(2) Pelaku pembangunan 
rumah susun komersial 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib 
menyediakan rumah 
susun umum sekurang-
kurangnya 20% (dua 
puluh persen) dari total 
luas lantai rumah susun 
komersial yang 
dibangun. 

(2) Pelaku pembangunan 
rumah susun 
komersial 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) wajib 
menyediakan rumah 
susun umum paling 
sedikit 20% (dua 
puluh persen) dari 
total luas lantai rumah 
susun komersial yang 
dibangun. 

(2) Pelaku pembangunan 
rumah susun komersial 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib 
menyediakan rumah 
susun umum paling 
sedikit 20% (dua puluh 
persen) dari total luas 
lantai rumah susun 
komersial yang 
dibangun. 

(3) Kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilakukan di luar 
lokasi kawasan rumah 
susun komersial pada 
kabupaten/kota yang 
sama. 

(3) Dalam hal 
pembangunan rumah 
susun umum 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) tidak dalam 1 
(satu) lokasi kawasan 
rumah susun 
komersial 
pembangunan rumah 
susun umum dapat 
dilaksanakan dalam 1 
(satu) daerah 
kabupaten/kota yang 
sama. 

(3) Dalam hal pembangunan 
rumah susun umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak 
dalam 1 (satu) lokasi 
kawasan rumah susun 
komersial pembangunan 
rumah susun umum 
dapat dilaksanakan 
dalam 1 (satu) daerah 
kabupaten/kota yang 
sama. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kewajiban 
menyediakan rumah 
susun umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat 
(3) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah. 

(4) Kewajiban 
menyediakan rumah 
susun umum paling 
sedikit 2O% (dua 
puluh persen) 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) dapat dikonversi 
dalam bentuk dana 
untuk pembangunan 
rumah susun umum. 

(4) Kewajiban menyediakan 
Rumah Susun Umum 
paling sedikit 20% (dua 
puluh persen) 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat 
dikonversi dalam bentuk 
dana untuk 
pembangunan Rumah 
Susun Umum. 

- 
(5) Pengelolaan dana 

sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(4) dilaksanakan oleh 
badan percepatan 
penyelenggaraan 
perumahan. 

(5) Pengelolaan dana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) 
dilaksanakan oleh badan 
percepatan 
penyelenggaraan 
perumahan. 

- 
(6) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai kewajiban 
menyediakan rumah 
susun umum 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2), ayat (3), dan ayat 
(4) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.68 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kewajiban 
menyediakan Rumah 
Susun Umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 24 Pasal 24 Pasal 24 

Persyaratan pembangunan 
rumah susun meliputi:  

a. persyaratan 
administratif;  

b. persyaratan teknis; dan  

c. persyaratan ekologis. 

(1) Standar pembangunan 
rumah susun meliputi 

a. persyaratan 
administratif;  

b.  persyaratan teknis; 
dan  

c. persyaratan 
ekologis. 

(1) Standar pembangunan 
rumah susun meliputi: 

a. persyaratan 
administratif;  

b.  persyaratan teknis; 
dan  

c. persyaratan ekologis. 

- (2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.69 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 
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3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 26 Pasal 26 Pasal 26 

(1) Pemisahan rumah susun 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (1) 
wajib dituangkan dalam 
bentuk gambar dan 
uraian 

(1) Pemisahan Rumah 
Susun sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (1) wajib 
dituangkan dalam 
bentuk gambar dan 
uraian.  

 

(1) Pemisahan Rumah 
Susun sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (1) 
wajib dituangkan 
dalam bentuk 
gambar dan uraian. 

(2) Gambar dan uraian 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menjadi 
dasar untuk 
menetapkan NPP, SHM 
sarusun atau SKBG 
sarusun, dan perjanjian 
pengikatan jual beli. 

(2) Gambar dan uraian 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuat 
sebelum pelaksanaan 
pembangunan rumah 
susun.  

(2) Gambar dan uraian 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (1) dibuat 
sebelum 
pelaksanaan 
pembangunan 
Rumah Susun. 

(3) Gambar dan uraian 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuat 
sebelum pelaksanaan 
pembangunan rumah 
susun. 

(3) Gambar dan uraian 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) 
dituangkan dalam 
bentuk akta pemisahan 
yang disahkan oleh 
bupati/wali kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 70 

(3) Gambar dan uraian 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (2) dituangkan 
dalam bentuk akta 
pemisahan yang 
disahkan oleh 
bupati/wali kota 
sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(4) Gambar dan uraian 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) 
dituangkan dalam 
bentuk akta pemisahan 
yang disahkan oleh 
bupati/walikota.  

(4) Khusus untuk Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, akta 
pemisahan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) disahkan 
oleh Gubernur sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.71 

(4) Khusus untuk 
Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota 
Jakarta, akta 
pemisahan 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (3) disahkan 
oleh gubernur 
sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
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Pemerintah Pusat. 

(5) Khusus untuk Provinsi 
DKI Jakarta, akta 
pemisahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) 
disahkan oleh Gubernur. 

  

 
4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 28 Pasal 28 Pasal 28 

Dalam melakukan 
pembangunan rumah 
susun, pelaku 
pembangunan harus 
memenuhi ketentuan 
administratif yang 
meliputi: 

a. status hak atas tanah; 
dan 

b. izin mendirikan 
bangunan (IMB). 

Dalam melakukan 
pembangunan rumah 
susun, pelaku 
pembangunan harus 
memenuhi ketentuan 
administratif yang 
meliputi:  

a. status hak atas tanah; 
dan  

b. Persetujuan Bangunan 
Gedung. 

Dalam melakukan 
pembangunan rumah 
susun, pelaku 
pembangunan harus 
memenuhi ketentuan 
administratif yang 
meliputi:  

a. status hak atas tanah; 
dan  

b. Persetujuan 
Bangunan Gedung. 

- (3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.72 

 

 
5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 29 Pasal 29 Pasal 29 

(1) Pelaku pembangunan 
harus membangun rumah 
susun dan lingkungannya 
sesuai dengan rencana 
fungsi dan 
pemanfaatannya.  

(1) Pelaku pembangunan 
harus membangun rumah 
susun dan lingkungannya 
sesuai dengan rencana 
fungsi dan 
pemanfaatannya. 

(1) Pelaku pembangunan 
harus membangun 
rumah susun dan 
lingkungannya sesuai 
dengan rencana fungsi 
dan pemanfaatannya. 

                                       
72 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun  2021 tentang Penyelenggara Rumah Susun 
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(2) Rencana fungsi dan 
pemanfaatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
mendapatkan izin dari 
bupati/walikota.  

(2) Rencana fungsi dan 
pemanfaatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
mendapatkan Perizinan 
Berusaha dari bupatilwali 
kota sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah.  

(2) Rencana fungsi dan 
pemanfaatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
mendapatkan 
Perizinan Berusaha 
dari bupatilwali kota 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah. 

(3) Khusus untuk Provinsi 
DKI Jakarta, rencana 
fungsi dan pemanfaatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus 
mendapatkan izin 
Gubernur.  

(3) Khusus untuk Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, rencana fungsi 
dan pemanfaatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
mendapatkan Perrzinan 
Berusaha dari Gubernur 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah.  

(3) Khusus untuk Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, rencana fungsi 
dan pemanfaatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
mendapatkan 
Perrzinan Berusaha 
dari Gubernur sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. 

(4) Permohonan izin 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) 
diajukan oleh pelaku 
pembangunan dengan 
melampirkan persyaratan 
sebagai berikut:  
a. sertifikat hak atas 

tanah;  
b. surat keterangan 

rencana 
kabupaten/kota;  

c. gambar rencana tapak;  
d. gambar rencana 

arsitektur yang 
memuat denah, 
tampak, dan potongan 
rumah susun yang 
menunjukkan dengan 
jelas batasan secara 
vertikal dan horizontal 
dari sarusun;  

e. gambar rencana 
struktur beserta 
perhitungannya;  

f. gambar rencana yang 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai rencana fungsi 
dan pemanfaatan 
pembangunan Rumah 
Susun diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.73 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai rencana 
fungsi dan 
pemanfaatan 
pembangunan Rumah 
Susun diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.74 
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menunjukkan dengan 
jelas bagian bersama, 
benda bersama, dan 
tanah bersama; dan  

g. gambar rencana 
utilitas umum dan 
instalasi beserta 
perlengkapannya. 
 

(5) Dalam hal rumah susun 
dibangun di atas tanah 
sewa, pelaku 
pembangunan harus 
melampirkan perjanjian 
tertulis pemanfaatan dan 
pendayagunaan tanah 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (1). 
 

-  

 
6. Ketentuan Pasal 30 dihapus.  

UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 30 Pasal 30 Pasal 30 

Pelaku pembangunan 
setelah mendapatkan izin 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (2) dan 
ayat (3) wajib meminta 
pengesahan dari pemerintah 
daerah tentang pertelaan 
yang menunjukkan batas 
yang jelas dari setiap 
sarusun, bagian bersama, 
benda bersama, dan tanah 
bersama berserta uraian 
NPP. 

Pasal 30 dihapus. Pasal 30 dihapus. 

 
7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 31 Pasal 31 Pasal 31 
(1) Pengubahan rencana 

fungsi dan pemanfaatan 
rumah susun 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (2) 
harus mendapatkan izin 
dari bupati/walikota. 

(1) Pengubahan rencana 
fungsi dan pemanfaatan 
rumah susun 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (2) 
harus memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
bupati/wali kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 

(1) Pengubahan rencana 
fungsi dan 
pemanfaatan rumah 
susun sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
29 ayat (2) harus 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari 
bupati/wali kota 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
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Pemerintah Pusat. 75 

 

kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(2) Khusus untuk Provinsi 
DKI Jakarta, 
pengubahan rencana 
fungsi dan pemanfaatan 
rumah susun 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
mendapatkan izin dari 
Gubernur. 

(2) Khusus untuk Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, pengubahan 
rencana fungsi dan 
pemanfaatan rumah 
susun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Gubernur sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 76 

(2) Khusus untuk 
Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota 
Jakarta, pengubahan 
rencana fungsi dan 
pemanfaatan rumah 
susun sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) harus memenuhi 
Perizinan Berusaha 
dari Gubernur sesuai 
dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(3) Pengubahan rencana 
fungsi dan pemanfaatan 
rumah susun 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak 
mengurangi fungsi 
bagian bersama, benda 
bersama, dan fungsi 
hunian. 

(3) Pengubahan rencana 
fungsi dan pemanfaatan 
rumah susun 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak 
mengurangi fungsi 
bagian bersama, benda 
bersama, dan fungsi 
hunian. 

(3) Pengubahan rencana 
fungsi dan 
pemanfaatan rumah 
susun sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) tidak mengurangi 
fungsi bagian 
bersama, benda 
bersama, dan fungsi 
hunian. 

(4) Dalam hal pengubahan 
rencana fungsi dan 
pemanfaatan rumah 
susun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan 
pengubahan NPP, 
pertelaannya harus 
mendapatkan 
pengesahan kembali 
dari bupati/walikota. 

- - 
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(5) Khusus Provinsi DKI 
Jakarta pengubahan 
rencana fungsi dan 
pemanfaatan rumah 
susun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) 
mendapatkan 
pengesahan dari 
Gubernur. 

- - 

(6) Untuk mendapatkan 
izin pengubahan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), pelaku 
pembangunan harus 
mengajukan alasan dan 
usulan pengubahan 
dengan melampirkan: 

a. gambar rencana 
tapak beserta 
pengubahannya;  

b. gambar rencana 
arsitektur beserta 
pengubahannya;  

c. gambar rencana 
struktur dan 
penghitungannya 
beserta 
pengubahannya;  

d. gambar rencana 
yang 
menunjukkan 
dengan jelas 
bagian bersama, 
benda bersama, 
dan tanah 
bersama beserta 
pengubahannya; 
dan  

e. gambar rencana 
utilitas umum dan 
instalasi serta 
perlengkapannya 
beserta 
pengubahannya. 

- - 
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(7) Pengajuan izin 
pengubahan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan ayat 
(5) dikenai retribusi. 

- - 

 
8. Ketentuan Pasal 32 diubah pada UU 6/2023 sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 32 Pasal 32 Pasal 32 
Pedoman permohonan izin 
rencana fungsi dan 
pemanfaatan serta 
pengubahannya diatur 
dengan peraturan Menteri. 

- Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan 
Berusaha terkait 
rencana fungsi dan 
pemanfaatan serta 
pengubahannya diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
9. Ketentuan Pasal 33 dihapus. 

UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 33 Pasal 33 Pasal 33 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai permohonan izin 
rencana fungsi dan 
pemanfaatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 
serta permohonan izin 
pengubahan rencana fungsi 
dan pemanfaatan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 diatur 
dengan peraturan daerah. 

Pasal 33 dihapus. Pasal 33 dihapus. 

 
10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 39 Pasal 39 Pasal 39 

(1) Pelaku pembangunan 
wajib mengajukan 
permohonan sertifikat 
laik fungsi kepada 
bupati/walikota setelah 
menyelesaikan seluruh 
atau sebagian 
pembangunan rumah 
susun sepanjang tidak 
bertentangan dengan 
IMB 

(1) Pelaku pembangunan 
wajib mengajukan 
permohonan sertifikat laik 
fungsi kepada bupati lwali 
kota setelah 
menyelesaikan seluruh 
atau sebagian 
pembangunan rumah 
susun sepanjang tidak 
bertentangan dengan 
Persetujuan Bangunan 
Gedung sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 

(1) Pelaku pembangunan 
wajib mengajukan 
permohonan sertifikat 
laik fungsi kepada 
bupati lwali kota 
setelah menyelesaikan 
seluruh atau sebagian 
pembangunan rumah 
susun sepanjang tidak 
bertentangan dengan 
Persetujuan Bangunan 
Gedung sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
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Pemerintah Pusat77 Pemerintah Pusat78 

(2) Khusus untuk Provinsi 
DKI Jakarta, 
pengubahan rencana 
fungsi dan pemanfaatan 
rumah susun 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
mendapatkan izin dari 
Gubernur. 

(2) Khusus untuk Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, pengubahan 
rencana fungsi dan 
pemanfaatan rumah susun 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Gubernur 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 79 

(2) Khusus untuk Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, pengubahan 
rencana fungsi dan 
pemanfaatan rumah 
susun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Gubernur sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 80 

(3) Pemerintah daerah 
menerbitkan sertifikat 
laik fungsi setelah 
melakukan 
pemeriksaan kelaikan 
fungsi bangunan rumah 
susun sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pemerintah Daerah 
menerbitkan sertifikat laik 
fungsi setelah melakukan 
pemeriksaan kelaikan 
fungsi bangunan rumah 
susun sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pemerintah Daerah 
menerbitkan sertifikat 
laik fungsi setelah 
melakukan 
pemeriksaan kelaikan 
fungsi bangunan rumah 
susun sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 40 Pasal 40 Pasal 40 

(1) Pelaku pembangunan 
wajib melengkapi 
lingkungan rumah 
susun dengan 
prasarana, sarana, dan 
utilitas umum. 

(1) Pelaku pembangunan 
wajib melengkapi 
lingkungan rumah susun 
dengan prasarana, 
sarana, dan utilitas 
umum. 

(1) Pelaku Pembangunan 
wajib melengkapi 
lingkungan Rumah 
Susun dengan 
prasarana, sarana, dan 
utilitas umum. 

(2) Prasarana, sarana, dan 
utilitas umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
mempertimbangkan: 

a. kemudahan dan 

(2) Prasarana, sarana, dan 
utilitas umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
mempertimbangkan:  

a. kemudahan dan 

(2) Prasarana, sarana, dan 
utilitas umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
mempertimbangka: 

a. kemudahan dan 
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keserasian 
hubungan dalam 
kegiatan sehari-
hari;  

b. pengamanan jika 
terjadi hal-hal yang 
membahayakan; 
dan  

c. struktur, ukuran, 
dan kekuatan sesuai 
dengan fungsi dan 
penggunaannya. 

 

keserasian hubungan 
dalam kegiatan sehari-
hari;  

b. pengamanan jika 
terjadi hal yang 
membahayakan; dan  

c. struktur, ukuran, dan 
kekuatan sesuai 
dengan fungsi dan 
penggunaannya.  

keserasian 
hubungan dalam 
kegiatan sehari-hari;  

b. pengamanan jika 
terjadi hal yang 
membahayakan; 
dan  

c. struktur, ukuran, 
dan kekuatan sesuai 
dengan fungsi dan 
penggunaannya. 

(3) Prasarana, sarana, dan 
utilitas umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
memenuhi standar 
pelayanan minimal.  

(3) Prasarana, sarana, dan 
utilitas umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
memenuhi standar 
pelayanan minimal. 

(3) Prasarana, sarana, dan 
utilitas umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
memenuhi standar 
pelayanan minimal. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar 
pelayanan minimal 
prasarana, sarana, dan 
utilitas umum diatur 
dengan Peraturan 
Menteri. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar 
pelayanan minimal 
prasarana, sarana, dan 
utilitas umum diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.81 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar 
pelayanan minimal 
prasarana, sarana, dan 
utilitas umum diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 

12. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 43 Pasal 43 Pasal 43 

(1) Proses jual beli sarusun 
sebelum pembangunan 
rumah susun selesai 
dapat dilakukan melalui 
PPJB yang dibuat di 
hadapan notaris. 

(1) Proses jual beli sarusun 
sebelum pembangunan 
rumah susun selesai 
dapat dilakukan melalui 
PPJB yang dibuat di 
hadapan notaris. 

(1) Proses jual beli sarusun 
sebelum pembangunan 
rumah susun selesai 
dapat dilakukan melalui 
PPJB yang dibuat di 
hadapan notaris. 

(2) PPJB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setelah 
memenuhi persyaratan 
kepastian atas:  
a. status kepemilikan 

tanah;  
b. kepemilikan IMB;  
c. ketersediaan 

prasarana, sarana, 
dan utilitas umum;  

d. keterbangunan paling 
sedikit 20% (dua 

(2) PPJB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setelah 
memenuhi persyaratan 
kepastian atas:  
a. status kepemilikan 

tanah;  
b. Persetujuan Bangunan 

Gedung;  
c. ketersediaan 

prasarana, sarana, dan 
utilitas umum;  

d. keterbangunan paling 

(2) PPJB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setelah 
memenuhi persyaratan 
kepastian atas:  
a. status kepemilikan 

tanah;  
b. Persetujuan 

Bangunan Gedung;  
c. ketersediaan 

prasarana, sarana, 
dan utilitas umum;  

d. keterbangunan 
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puluh persen); dan  
e. hal yang 

diperjanjikan. 

sedikit 20% (dua 
puluh persen); dan 

e. hal yang diperjanjikan. 

paling sedikit 20% 
(dua puluh 
persen); dan 

e. hal yang 
diperjanjikan. 

 

13. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 54 Pasal 54 Pasal 54 

(1) Sarusun umum yang 
memperoleh kemudahan 
dari pemerintah hanya 
dapat dimiliki atau 
disewa oleh MBR.  

(1) Sarusun umum yang 
memperoleh kemudahan 
dari pemerintah hanya 
dapat dimiliki atau disewa 
oleh MBR. 

(1) Sarusun umum yang 
memperoleh 
kemudahan dari 
pemerintah hanya 
dapat dimiliki atau 
disewa oleh MBR. 

(2) Setiap orang yang 
memiliki sarusun umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya 
dapat mengalihkan 
kepemilikannya kepada 
pihak lain dalam hal:  

a. pewarisan; 

b. perikatan kepemilikan 
rumah susun setelah 
jangka waktu 20 (dua 
puluh) tahun; atau 

c. pindah tempat tinggal 
yang dibuktikan 
dengan surat 
keterangan pindah 
dari yang berwenang. 

(2) Setiap orang yang 
memiliki sarusun umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya dapat 
mengalihkan 
kepemilikannya kepada 
pihak lain dalam hal:  

a. pewarisan; atau  

b. perikatan kepemilikan 
rumah susun setelah 
jangka waktu 20 (dua 
puluh) tahun. 

(2) Setiap orang yang 
memiliki sarusun 
umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
hanya dapat 
mengalihkan 
kepemilikannya kepada 
pihak lain dalam hal:  

a. pewarisan; atau  

b. perikatan 
kepemilikan 
rumah susun 
setelah jangka 
waktu 20 (dua 
puluh) tahun. 

(3) Pengalihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dan huruf c 
hanya dapat dilakukan 
kepada badan pelaksana. 

(3) Pengalihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
huruf b hanya dapat 
dilakukan oleh badan 
percepatan 
penyelenggaraan 
perumahan. 

(3) Pengalihan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b 
hanya dapat dilakukan 
oleh badan percepatan 
penyelenggaraan 
perumahan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengalihan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan (3) 
diatur dalam peraturan 
pemerintah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengalihan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) 
dan kriteria dan tata cara 
pemberian kemudahan 
kepemilikan sarusun 
umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria dan 
tata cara pemberian 
kemudahan 
kepemilikan Sarusun 
umum oleh MBR 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan 
pengalihan 
sebagaimana dimaksud 
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Presiden.82 pada ayat (2) dan ayat 
(3) diatur dalam 
Peraturan Presiden. 

(5) Ketentuan mengenai 
kriteria dan tata cara 
pemberian kemudahan 
kepemilikan sarusun 
umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan peraturan 
Menteri. 

- - 

 

14. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 56 Pasal 56 Pasal 56 

(1) Pengelolaan rumah 
susun meliputi 
kegiatan operasional, 
pemeliharaan, dan 
perawatan bagian 
bersama, benda 
bersama, dan tanah 
bersama. 

(1) Pengelolaan rumah 
susun meliputi kegiatan 
operasional, 
pemeliharaan, dan 
perawatan bagian 
bersama, benda 
bersama, dan tanah 
bersama. 

(1) Pengelolaan rumah 
susun meliputi 
kegiatan operasional, 
pemeliharaan, dan 
perawatan bagian 
bersama, benda 
bersama, dan tanah 
bersama. 

(2) Pengelolaan rumah 
susun sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) harus 
dilaksanakan oleh 
pengelola yang 
berbadan hukum, 
kecuali rumah susun 
umum sewa, rumah 
susun khusus, dan 
rumah susun negara. 

(2) Pengelolaan rumah 
susun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
harus dilaksanakan oleh 
pengelola yang 
berbadan hukum, 
kecuali rumah susun 
umum sewa, rumah 
susun khusus, dan 
rumah susun negara. 

(2) Pengelolaan rumah 
susun sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) harus 
dilaksanakan oleh 
pengelola yang 
berbadan hukum, 
kecuali rumah susun 
umum sewa, rumah 
susun khusus, dan 
rumah susun negara. 

(3) Badan hukum 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) harus mendaftar 
dan mendapatkan izin 
usaha dari 
bupati/walikota. 

(3) Badan hukum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus 
mendaftar dan 
mendapatkan pertzinan 
Berusaha dari 
bupati/wali kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 

(3) Badan hukum 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) harus mendaftar 
dan mendapatkan 
pertzinan Berusaha 
dari bupati/wali kota 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 

                                       
82 belum ditetapkan. 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      249

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

Pemerintah Pusat. ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(4) Khusus untuk Provinsi 
DKI Jakarta, badan 
hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(3) harus mendaftar 
dan mendapatkan izin 
usaha dari Gubernur. 

(4) Khusus untuk Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, badan hukum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus 
mendaftar dan 
mendapatkan perizinan 
Berusaha dari Gubernur 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(4) Khusus untuk 
Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota 
Jakarta, badan hukum 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) harus mendaftar 
dan mendapatkan 
perizinan Berusaha 
dari Gubernur sesuai 
dengan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

- (5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.83 

(5) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
Perizinan Berusaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4) 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.84 

 

15. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 67 Pasal 67 Pasal 67 

(1) Dalam pelaksanaan 
peningkatan kualitas 
rumah susun 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
65 ayat (1) huruf a, 
PPPSRS dapat bekerja 
sama dengan pelaku 
pembangunan rumah 
susun. 

(1) Dalam pelaksanaan 
peningkatan kualitas 
rumah susun 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 65 ayat (1) 
huruf a, PPPSRS dapat 
bekerja sama dengan 
pelaku pembangunan 
rumah susun. 

(1) Dalam pelaksanaan 
peningkatan kualitas 
rumah susun 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 65 ayat (1) 
huruf a, PPPSRS dapat 
bekerja sama dengan 
pelaku pembangunan 
rumah susun. 
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(2) Kerja sama 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan 
berdasarkan 
perjanjian tertulis 
yang dibuat di 
hadapan pejabat yang 
berwenang 
berdasarkan prinsip 
kesetaraan. 

(2) Kerja sama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan 
perjanjian tertulis yang 
dibuat di hadapan pejabat 
yang berwenang 
berdasarkan prinsip 
kesetaraan.  

(2) Kerja sama 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan perjanjian 
tertulis yang dibuat di 
hadapan pejabat yang 
berwenang 
berdasarkan prinsip 
kesetaraan. 

(3) Pelaksanaan 
peningkatan kualitas 
rumah susun umum 
dan rumah susun 
khusus dilaksanakan 
oleh badan pelaksana. 

(3) Pelaksanaan peningkatan 
kualitas rumah susun 
umum dan rumah susun 
khusus dilaksanakan oleh 
badan percepatan 
penyelenggaraan 
perumahan. 

(3) Pelaksanaan 
peningkatan kualitas 
rumah susun umum 
dan rumah susun 
khusus dilaksanakan 
oleh badan percepatan 
penyelenggaraan 
perumahan. 

 
16. Ketentuan Pasal 72 dihapus. 

UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 72 Pasal 72 Pasal 72 

(1) Untuk mewujudkan 
penyediaan rumah 
susun yang layak dan 
terjangkau bagi MBR, 
Pemerintah menugasi 
atau membentuk badan 
pelaksana. 

 

Pasal 72 dihapus. Pasal 72 dihapus. 

(2) Penugasan atau 
pembentukan badan 
pelaksana 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) bertujuan untuk:  

a. mempercepat 
penyediaan rumah 
susun umum dan 
rumah susun 
khusus, terutama di 
perkotaan;  

b. menjamin bahwa 
rumah susun umum 
hanya dimiliki dan 
dihuni oleh MBR;  

c. menjamin 
tercapainya asas 

-  
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manfaat rumah 
susun; dan  

d. melaksanakan 
berbagai kebijakan 
di bidang rumah 
susun umum dan 
rumah susun 
khusus. 

(3) Badan pelaksana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mempunyai fungsi 
pelaksanaan 
pembangunan, 
pengalihan kepemilikan, 
dan distribusi rumah 
susun umum dan rumah 
susun khusus secara 
terkoordinasi dan 
terintegrasi. 

-  

(4) Untuk melaksanakan 
fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), 
badan pelaksana 
bertugas:  
a. melaksanakan 

pembangunan 
rumah susun umum 
dan rumah susun 
khusus;  

b. menyelenggarakan 
koordinasi 
operasional lintas 
sektor, termasuk 
dalam penyediaan 
prasarana, sarana, 
dan utilitas umum;  

c. melaksanakan 
peningkatan 
kualitas rumah 
susun umum dan 
rumah susun 
khusus;  

d. memfasilitasi 
penyediaan tanah 
untuk 
pembangunan 
rumah susun umum 
dan rumah susun 
khusus;  

e. memfasilitasi 
penghunian, 

-  
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pengalihan, 
pemanfaatan, serta 
pengelolaan rumah 
susun umum dan 
rumah susun 
khusus;  

f. melaksanakan 
verifikasi 
pemenuhan 
persyaratan 
terhadap calon 
pemilik dan/atau 
penghuni rumah 
susun umum dan 
rumah susun 
khusus; dan  

g. melakukan 
pengembangan 
hubungan kerja 
sama di bidang 
rumah susun 
dengan berbagai 
instansi di dalam 
dan di luar negeri. 

 

17. Ketentuan Pasal 73 dihapus. 
UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 73 Pasal 73 Pasal 73 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penugasan atau 
pembentukan badan 
pelaksana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 73 dihapus. Pasal 73 dihapus. 

 

18. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 107 Pasal 107 Pasal 107 

Setiap orang yang 
menyelenggarakan rumah 
susun tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (2), Pasal 22 ayat (3), 
Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 
ayat (1), Pasal 30, Pasal 39 
ayat (1), Pasal 40 ayat (1), 
Pasal 51 ayat (3), Pasal 52, 
Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 
ayat (1), Pasal 66, Pasal 74 
ayat (1) dikenai sanksi 

Setiap orang yang 
menyelenggarakan rumah 
susun tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 
ayat (1), Pasal 26 ayat (1), 
Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 
ayat (1), Pasal 51 ayat (3), 
Pasal 52, Pasal 59 ayat (1), 
Pasal 6l ayat (1), Pasal 66, 
Pasal 74 ayat (1), Pasal 98, 
Pasal 100, atau Pasal 101 

Setiap orang yang 
menyelenggarakan rumah 
susun tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (2), Pasal 22 ayat (3), 
Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 
ayat (1), Pasal 39 ayat (1), 
Pasal 40 ayat (1), Pasal 51 
ayat (3), Pasal 52, Pasal 59 
ayat (1), Pasal 6l ayat (1), 
Pasal 66, Pasal 74 ayat (1), 
Pasal 98, Pasal 100, atau 
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administratif. dikenai sanksi administratif.  Pasal 101 dikenai sanksi 
administratif.  

 

19. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 108 Pasal 108 Pasal 108 

(1) Sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 107 dapat 
berupa:  
a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan 

pembangunan 
dan/atau kegiatan 
usaha; 

c. penghentian 
sementara pada 
pekerjaan 
pelaksanaan 
pembangunan; 

d. penghentian 
sementara atau 
penghentian tetap 
pada pengelolaan 
rumah susun; 

e. pengenaan denda 
administratif; 

f. pencabutan IMB; 
g. pencabutan sertifikat 

laik fungsi; 
h. pencabutan SHM 

sarusun atau SKBG 
sarusun; 

i. perintah 
pembongkaran 
bangunan rumah 
susun; atau 

j. pencabutan izin 
usaha. 

 

(1) Sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 107 dapat 
berupa:  

a. peringatan tertulis; 

b. pembatasan kegiatan 
pembangunan danf 
atau kegiatan usaha; 

c. penghentian 
sementara pada 
pekerjaan 
pelaksanaan 
pembangunan ; 

d. penghentian 
sementara atau 
penghentian tetap 
pada pengelolaan 
rumah susun; 

e. pencabutan 
Persetujuan 
Bangunan Gedung; 

f. pencabutan sertifikat 
laik fungsi; 

g. pencabutan SHM 
sarusun atau SKBG 
sarusun; 

h. perintah 
pembongkaran 
bangunan rumah 
susun; 

i. denda administratif; 
dan/atau 

j. pencabutan Perizinan 
Berusaha. 

 

(1) Sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 107 dapat 
berupa:  

a. peringatan tertulis; 

b. pembatasan 
kegiatan 
pembangunan danf 
atau kegiatan 
usaha; 

c. penghentian 
sementara pada 
pekerjaan 
pelaksanaan 
pembangunan ; 

d. penghentian 
sementara atau 
penghentian tetap 
pada pengelolaan 
rumah susun; 

e. pencabutan 
Persetujuan 
Bangunan Gedung; 

f. pencabutan 
sertifikat laik 
fungsi; 

g. pencabutan SHM 
sarusun atau SKBG 
sarusun; 

h. perintah 
pembongkaran 
bangunan rumah 
susun; 

i. denda 
administratif; 
dan/atau 

j. pencabutan 
Perizinan 
Berusaha. 
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(2) Pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak 
menghilangkan 
tanggung jawab 
pemulihan dan pidana. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, 
jenis, besaran denda, 
dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai sanksi 
administratif, tata cara, 
dan besaran denda 
administratif diatur 
dalam peraturan 
pemerintah. 

(3) Pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak 
menghilangkan tanggung 
jawab pemulihan. 

(3) Pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak 
menghilangkan 
tanggung jawab 
pemulihan. 

 

20. Ketentuan Pasal 110 dihapus. 
UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 110 Pasal 110 Pasal 110 

Pelaku pembangunan yang 
membuat PPJB:  

a. yang tidak sesuai dengan 
yang dipasarkan; atau  

b. sebelum memenuhi 
persyaratan kepastian  

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 ayat (2); 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 98, dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah). 

 

Pasal 110 dihapus. Pasal 110 dihapus. 

 
21. Ketentuan Pasal 112 dihapus. 

UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 112 Pasal 112 Pasal 112 

Setiap orang yang 
membangun rumah susun di 
luar lokasi yang ditetapkan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 100 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun 

Pasal 112 dihapus. Pasal 112 dihapus. 
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atau denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

 

22. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 113 Pasal 113 Pasal 113 

(1) Setiap orang yang:  

a. mengubah 
peruntukan lokasi 
rumah susun yang 
sudah ditetapkan; 
atau 

b. mengubah fungsi 
dan pemanfaatan 
rumah susun  

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 101 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 
(satu) tahun atau denda 
paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah).  

Setiap orang yang:  

a. mengubah peruntukan 
lokasi rumah susun yang 
sudah ditetapkan; atau  

b. mengubah fungsi dan 
pemanfaatan rumah 
susun  

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 101 
menimbulkan korban 
terhadap manusia atau 
kerusakan barang, pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta 
rupiah). 

Setiap orang yang:  

a. mengubah peruntukan 
lokasi rumah susun 
yang sudah ditetapkan; 
atau  

b. mengubah fungsi dan 
pemanfaatan rumah 
susun  

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 101 
menimbulkan korban 
terhadap manusia atau 
kerusakan barang, pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta 
rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan bahaya 
bagi nyawa orang atau 
barang, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) 
tahun atau denda paling 
banyak 
Rp250.000.000,00 (dua 
ratus lima puluh juta 
rupiah). 

-  

 
23. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 114 Pasal 114 Pasal 114 

Setiap pejabat yang:  

a. menetapkan lokasi 
yang berpotensi 
menimbulkan bahaya 

Setiap pejabat yang:  

a. menetapkan lokasi 
yang berpotensi 
menimbulkan bahaya 

Setiap pejabat yang:  

a. menetapkan lokasi 
yang berpotensi 
menimbulkan bahaya 
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untuk pembangunan 
rumah susun; atau  

b. mengeluarkan izin 
mendirikan bangunan 
rumah susun yang tidak 
sesuai dengan lokasi 
peruntukan  

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 102 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

untuk pembangunan 
rumah susun; atau  

b. mengeluarkan 
Persetujuan Bangunan 
Gedung rumah susun 
yang tidak sesuai 
dengan lokasi 
peruntukan 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 102 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

untuk pembangunan 
rumah susun; atau  

b. mengeluarkan 
Persetujuan Bangunan 
Gedung rumah susun 
yang tidak sesuai 
dengan lokasi 
peruntukan 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 102 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

 
24. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Rusun UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 117 Pasal 117 Pasal 117 

(1) Dalam hal perbuatan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 109 sampai 
dengan Pasal 116 
dilakukan oleh badan 
hukum, maka selain 
pidana penjara dan 
denda terhadap 
pengurusnya, pidana 
dapat dijatuhkan 
terhadap badan hukum 
berupa pidana denda 
dengan pemberatan 3 
(tiga) kali dari pidana 
denda terhadap orang. 

 

(1) Dalam hal perbuatan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 109, Pasal 
111, Pasal 115 atau pasal 
116 dilakukan oleh 
badan hukum, selain 
pidana penjara dan 
denda terhadap 
pengurusnya, pidana 
dapat dijatuhkan 
terhadap badan hukum 
berupa pidana denda 
dengan pemberatan 3 
(tiga) kali dari pidana 
denda terhadap orang. 

 

(1) Dalam hal perbuatan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 109, Pasal 
111, Pasal 115 atau 
pasal 116 dilakukan 
oleh badan hukum, 
selain pidana penjara 
dan denda terhadap 
pengurusnya, pidana 
dapat dijatuhkan 
terhadap badan hukum 
berupa pidana denda 
dengan pemberatan 3 
(tiga) kali dari pidana 
denda terhadap orang. 

 

(2) Selain pidana denda 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), badan 
hukum dapat dijatuhi 
pidana tambahan berupa: 

a. pencabutan izin 
usaha; atau 

b. pencabutan status 
badan hukum. 

(2) Selain pidana denda 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), badan 
hukum dapat dijatuhi 
pidana tambahan 
berupa:  

a. pencabutan 
Perizinan Berusaha; 
atau  

b. pencabutan status 
badan hukum. 

(2) Selain pidana denda 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), badan 
hukum dapat dijatuhi 
pidana tambahan 
berupa:  

c. pencabutan 
Perizinan Berusaha; 
atau  

d. pencabutan status 
badan hukum. 
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PENJELASAN PASAL PER PASAL 
Penjelasan Pasal 16 

 
UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 24 

 
UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan 
“persyaratan 
administratif” adalah 
perizinan yang 
diperlukan sebagai 
syarat untuk melakukan 
pembangunan rumah 
susun. 

Huruf b 

 

Yang dimaksud dengan 
“persyaratan teknis” 
adalah persyaratan yang 
berkaitan dengan 
struktur bangunan, 
keamanan dan 
keselamatan bangunan, 
kesehatan lingkungan, 
kenyamanan, dan lain-
lain yang berhubungan 
dengan rancang bangun, 
termasuk kelengkapan 
prasarana dan fasilitas 
lingkungan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan 
“persyaratan ekologis” 
adalah persyaratan yang 
memenuhi analisis 
dampak lingkungan 
dalam hal pembangunan 
rumah susun. 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan 
“persyaratan 
administratif” adalah 
perizinan yang 
diperlukan sebagai 
syarat untuk 
melakukan 
pembangunan rumah 
susun. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan 
"persyaratan teknis" 
adalah persyaratan 
yang berkaitan dengan 
struktur bangunan, 
keamanan dan 
keselamatan bangunan, 
kesehatan lingkungan, 
kenyamanan, dan lain-
lain yang berhubungan 
dengan rancang bangun, 
termasuk kelengkapan 
prasarana dan fasilitas 
lingkungan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan 
"persyaratan ekologis" 
adalah persyaratan 
yang memenuhi 
analisis dampak 
lingkungan dalam hal 
pembangunan rumah 
susun. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud 
dengan 
“persyaratan 
administratif” 
adalah perizinan 
yang diperlukan 
sebagai syarat 
untuk melakukan 
pembangunan 
rumah susun. 

Huruf b 

Yang dimaksud 
dengan 
"persyaratan 
teknis" adalah 
persyaratan yang 
berkaitan dengan 
struktur 
bangunan, 
keamanan dan 
keselamatan 
bangunan, 
kesehatan 
lingkungan, 
kenyamanan, dan 
lain-lain yang 
berhubungan 
dengan rancang 
bangun, termasuk 
kelengkapan 
prasarana dan 
fasilitas 
lingkungan. 

Huruf c 

Yang dimaksud 
dengan 
"persyaratan 
ekologis" adalah 
persyaratan yang 
memenuhi analisis 
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dampak 
lingkungan dalam 
hal pembangunan 
rumah susun. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 26 

 
UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 28 

 
UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 29 

 
UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 30 

 
UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Dihapus Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 31 

 
UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 32 

 
UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 33 

 
UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Dihapus Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 39 

 
UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “laik 
fungsi” adalah berfungsinya 
seluruh atau sebagian 
bangunan rumah susun yang 
dapat menjamin dipenuhinya 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "laik 
fungsi" adalah berfungsinya 
seluruh atau sebagian 
bangunan rumah susun yang 
dapat menjamin 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"laik fungsi" adalah 
berfungsinya seluruh 
atau sebagian bangunan 
rumah susun yang dapat 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      259

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

persyaratan tata bangunan 
dan keandalan bangunan 
rumah susun sesuai dengan 
fungsi yang ditetapkan dalam 
IMB. Yang dimaksud dengan 
“sebagian pembangunan 
rumah susun” adalah satu 
bangunan rumah susun atau 
lebih dari seluruh rencana 
bangunan rumah susun 
dalam satuan lingkungan 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

dipenuhinya persyaratan 
tata bangunan dan 
keandalan bangunan rumah 
susun sesuai dengan fungsi 
yang ditetapkan.  

Yang dimaksud dengan 
"sebagian pembangunan 
rumah susun" adalah satu 
bangunan rumah susun atau 
lebih dari seluruh rencana 
bangunan rumah susun 
dalam satuan lingkungan. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

menjamin dipenuhinya 
persyaratan tata 
bangunan dan keandalan 
bangunan rumah susun 
sesuai dengan fungsi 
yang ditetapkan.  

Yang dimaksud dengan 
"sebagian pembangunan 
rumah susun" adalah 
satu bangunan rumah 
susun atau lebih dari 
seluruh rencana 
bangunan rumah susun 
dalam satuan 
lingkungan. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 
 

Penjelasan Pasal 40 
 

UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan 
“lingkungan rumah susun” 
adalah sebidang tanah 
dengan batas-batas yang jelas 
yang di atasnya dibangun 
rumah susun, termasuk 
prasarana, sarana, dan 
utilitas umum yang secara 
keseluruhan merupakan 
kesatuan tempat 
permukiman. Yang dimaksud 
dengan “prasarana” adalah 
kelengkapan dasar fisik 
lingkungan hunian rumah 
susun yang memenuhi 
standar tertentu untuk 
kebutuhan tempat tinggal 
yang layak, sehat, aman, dan 
nyaman meliputi jaringan 
jalan, drainase, sanitasi, air 
bersih, dan tempat sampah. 
Yang dimaksud dengan 
“sarana” adalah fasilitas 
dalam lingkungan hunian 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"lingkungan rumah susun" 
adalah sebidang tanah 
dengan batas-batas yang 
jelas yang di atasnya 
dibangun rumah susun, 
termasuk prasarana, sarana, 
dan utilitas umum yang 
secara keseluruhan 
merupakan kesatuan tempat 
permukiman. Yang 
dimaksud dengan 
"prasarana" adalah 
kelengkapan dasar fisik 
lingkungan hunian rumah 
susun yang memenuhi 
standar tertentu untuk 
kebutuhan tempat tinggal 
yang layak, sehat, aman, dan 
nyaman meliputi jaringan 
jalan, drainase, sanitasi, air 
bersih, dan tempat sampah. 
Yang dimaksud dengan 
"sarana" adalah fasilitas 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"lingkungan rumah 
susun" adalah sebidang 
tanah dengan batas-
batas yang jelas yang di 
atasnya dibangun rumah 
susun, termasuk 
prasarana, sarana, dan 
utilitas umum yang 
secara keseluruhan 
merupakan kesatuan 
tempat permukiman. 
Yang dimaksud dengan 
"prasarana" adalah 
kelengkapan dasar fisik 
lingkungan hunian 
rumah susun yang 
memenuhi standar 
tertentu untuk 
kebutuhan tempat 
tinggal yang layak, sehat, 
aman, dan nyaman 
meliputi jaringan jalan, 
drainase, sanitasi, air 
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rumah susun yang berfungsi 
untuk mendukung 
penyelenggaraan dan 
pengembangan kehidupan 
sosial, budaya, dan ekonomi 
meliputi sarana sosial 
ekonomi (pendidikan, 
kesehatan, peribadatan dan 
perniagaan) dan sarana 
umum (ruang terbuka hijau, 
tempat rekreasi, sarana 
olahraga, tempat pemakaman 
umum, sarana pemerintahan, 
dan lain-lain). Yang dimaksud 
dengan “utilitas umum” 
adalah kelengkapan 
penunjang untuk pelayanan 
lingkungan hunian rumah 
susun yang mencakup 
jaringan listrik, jaringan 
telepon, dan jaringan gas. 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 Ayat (4)  

Cukup jelas. 

dalam lingkungan hunian 
rumah susun yang berfungsi 
untuk mendukung 
penyelenggaraan dan 
pengembangan kehidupan 
sosial, budaya, dan ekonomi 
meliputi sarana sosial 
ekonomi (pendidikan, 
kesehatan, peribadatan dan 
perniagaan) dan sarana 
umum (ruang terbuka hijau, 
tempat rekreasi, sarana 
olahraga, tempat 
pemakaman rrmrlm, sarana 
pemerintahan, dan lain-lain). 
Yang dimaksud dengan 
"utilitas umum" adalah 
kelengkapan penunjang 
untuk pelayanan lingkungan 
hunian rumah susun yang 
mencakup jaringan listrik, 
jaringan telepon, dan 
jaringan gas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

bersih, dan tempat 
sampah. Yang dimaksud 
dengan "sarana" adalah 
fasilitas dalam 
lingkungan hunian 
rumah susun yang 
berfungsi untuk 
mendukung 
penyelenggaraan dan 
pengembangan 
kehidupan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
meliputi sarana sosial 
ekonomi (pendidikan, 
kesehatan, peribadatan 
dan perniagaan) dan 
sarana umum (ruang 
terbuka hijau, tempat 
rekreasi, sarana 
olahraga, tempat 
pemakaman rrmrlm, 
sarana pemerintahan, 
dan lain-lain). Yang 
dimaksud dengan 
"utilitas umum" adalah 
kelengkapan penunjang 
untuk pelayanan 
lingkungan hunian 
rumah susun yang 
mencakup jaringan 
listrik, jaringan telepon, 
dan jaringan gas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal 43 
 

UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

Huruf a  

         Cukup jelas.  

Huruf b  

          Cukup jelas. 

 Huruf c  

Cukup jelas. Cukup jelas. 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      261

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

         Cukup jelas. 

Huruf d  

Yang dimaksud dengan 
“keterbangunan paling 
sedikit 20% (dua puluh 
persen)” adalah 20% 
(dua puluh persen) dari 
volume konstruksi 
bangunan rumah susun 
yang sedang dipasarkan. 

 Huruf e.  

Yang dimaksud dengan 
“hal yang diperjanjikan” 
adalah kondisi sarusun 
yang dibangun dan 
dijual kepada konsumen 
yang dipasarkan, 
termasuk melalui media 
promosi, antara lain, 
lokasi rumah susun, 
bentuk sarusun, 
spesifikasi bangunan, 
harga sarusun, 
prasarana, sarana, dan 
utilitas umum rumah 
susun, fasilitas lain, serta 
waktu serah terima 
sarusun. 

 
Penjelasan Pasal 56 

 
UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan 
“pemeliharaan” adalah 
kegiatan menjaga 
keandalan bangunan 
gedung beserta prasarana 
dan sarananya agar selalu 
laik fungsi. Yang dimaksud 
dengan “perawatan” adalah 
kegiatan memperbaiki 
dan/atau mengganti bagian 
bangunan gedung, 
komponen, bahan 
bangunan, dan/atau 
prasarana dan sarana agar 
bangunan gedung tetap laik 
fungsi. 

 Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan 
"pemeliharaan" adalah 
kegiatan menjaga 
keandalan bangunan 
gedung beserta prasarana 
dan sarananya agar selalu 
laik fungsi.  

Yang dimaksud dengan 
"perawatan" adalah 
kegiatan memperbaiki 
dan/atau mengganti 
bagian bangunan gedung, 
komponen, bahan 
bangunan, dan/atau 
prasarana dan sarana agar 
bangunan gedung tetap 
laik fungsi.  

Ayat (2)  

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan 
“pemeliharaan” adalah 
kegiatan menjaga 
keandalan bangunan 
gedung beserta 
prasarana dan 
sarananya agar selalu 
laik fungsi. Yang 
dimaksud dengan 
“perawatan” adalah 
kegiatan memperbaiki 
dan/atau mengganti 
bagian bangunan 
gedung, komponen, 
bahan bangunan, 
dan/atau prasarana 
dan sarana agar 
bangunan gedung tetap 
laik fungsi. 
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Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Ayat  (3)  

Cukup jelas. 

Ayat  (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 67 

 
UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal 72 
 

UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Huruf a 

 Cukup jelas.  

Huruf b  

Cukup jelas.  

Huruf c  

Cukup jelas.  

Huruf d 

 Yang dimaksud dengan 
“melaksanakan berbagai 
kebijakan” adalah untuk 
mewujudkan pemisahan 
antara pelaksana dan 
pembuat kebijakan serta 
pengawas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 73 

 
UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Dihapus. Dihapus. 
 

Penjelasan Pasal 107 
 

UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 108 
 

UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1)  

Huruf a  

Cukup jelas.  

Huruf b  

Cukup jelas.  

Huruf c  

Cukup jelas.  

Huruf d  

Cukup jelas.  

Huruf e  

Cukup jelas.  

Huruf f  

Cukup jelas.  

Huruf g  

Cukup jelas.  

Huruf h  

Cukup jelas.  

Huruf i  

Cukup jelas.  

Huruf j  

Yang dimaksud dengan 
“izin usaha” dalam 
ketentuan ini adalah izin 
usaha yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan 
rumah susun, di antaranya 
izin usaha jasa konstruksi 
dan izin usaha 
pengelolaan.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 110 

 
UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal 112 
 

UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 113 
 

UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 114 

 
UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal 117 
 

UU Rusun UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
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H. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI 

 

Pasal 52  

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6018) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 5 Pasal 5 Pasal 5 

(1) Untuk mencapai tujuan  
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf  a, Pemerintah 
Pusat memiliki 
kewenangan:  
a. mengembangkan 

struktur usaha Jasa 
Konstruksi;  

b. mengembangkan 
sistem persyaratan 
usaha Jasa Konstruksi;  

c. menyelenggarakan 
registrasi badan usaha 
Jasa Konstruksi;  

d. menyelenggarakan 
akreditasi bagi 
asosiasi perusahaan 
Jasa Konstruksi dan 
asosiasi yang terkait 
dengan rantai pasok 
Jasa Konstruksi;  

e. menyelenggarakan 
pemberian lisensi bagi 
lernbaga yang 
melaksanakan 
sertifikasi badan 
usaha;  

f. mengembangkan 
sistem rantai pasok 
Jasa Konstuksi;  

g. mengembangkan 
sistem permodalan 
dan sistem 
penjaminan usaha Jasa 
Konstruksi;  

h. memberikan 
dukungan dan 
pelindungan bagi 
pelaku usaha Jasa 
Konstruksi nasional 

(1) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf a, Pemerintah 
Pusat memiliki 
kewenangan:  
a. mengembangkan 

struktur usaha Jasa 
Konstruksi; 

b. mengembangkan 
sistem persyaratan 
usaha Jasa Konstruksi;  

c. menyelenggarakan 
Perizinan Berusaha 
dalam rangka 
registrasi badan usaha 
Jasa Konstruksi;  

d. menyelenggarakan 
Perizinan Berusaha 
terkait Jasa 
Konstruksi; 

e. menyelenggarakan 
pemberian lisensi bagi 
lembaga yang 
melaksanakan 
sertifikasi badan 
usaha; 

f. mengembangkan 
sistem rantai pasok 
Jasa Konstruksi;  

g. mengembangkan 
sistem permodalan 
dan sistem 
penjaminan usaha Jasa 
Konstruksi; 

h. memberikan 
dukungan dan 
pelindungan bagi 
pelaku usaha Jasa 
Konstruksi nasional 
dalam mengakses 

(1) Dalam melaksanakan 
tanggung jawab 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf a, 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  
a. mengembangkan 

struktur usaha Jasa 
Konstruksi;  

b. mengembangkan 
sistem persyaratan 
usaha Jasa 
Konstruksi;  

c. menyelenggarakan 
Perizinan Berusaha 
dalam rangka 
registrasi badan 
usaha Jasa 
Konstruksi;  

d. menyelenggarakan 
PerizinanBerusaha 
terkait Jasa 
Konstruksi;  

e. menyelenggarakan 
pemberian lisensi 
bagi lembaga yang 
melaksanakan 
sertifikasi badan 
usaha;  

f. mengembangkan 
sistem rantai pasok 
Jasa Konstruksi;  

g. mengembangkan 
sistem permodalan 
dan sistem 
penjaminan usaha 
Jasa Konstruksi;  

h. memberikan 
dukungan dan 
pelindungan bagi 
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dalam mengakses 
pasar Jasa Konstruksi 
internasional;  

i. mengembangkan 
sistem pengawasan 
tertib usaha Jasa 
Konstruksi;  

j. menyelenggarakan 
penerbitan izin 
perwakilan badan 
usaha asing dan lzin 
Usaha dalam rangka 
penanaman modal 
asing; 

k. menyelenggarakan 
pengawasan tertib 
usaha Jasa Konstruksi 
asing dan Jasa 
Konstruksi kualifikasi 
besar;  

l. menyelenggarakan 
pengembangan 
layanan usaha Jasa 
Konstruksi;  

m. mengumpulkan dan 
mengembangkan 
sistem informasi yang 
terkait dengan pasar 
Jasa Konstruksi di 
negara yang potensial 
untuk pelaku usaha 
Jasa Konstruksi 
nasional;  

n. mengembangkan 
sistem kemitraan 
antara usaha Jasa 
Konstruksi nasional 
dan internasional; 

o. menjamin terciptanya 
persaingan yang sehat 
dalam pasar Jasa 
Konstruksi;  

p. mengembangkan 
segmentasi pasar Jasa 
Kontruksi nasional;  

q. memberikan 
pelindungan hukum 
bagi pelaku usaha Jasa 
Konstruksi nasional 
yang mengakses pasar 
Jasa Konstruksi 
internasional; dan  

r. menyelenggarakan 
registrasi pengalaman 

pasar Jasa Konstruksi 
internasional;  

i. mengembangkan 
sistem pengawasan 
tertib usaha Jasa 
Konstruksi;  

j. menyelenggarakan 
penerbitan Perizinan 
Berusaha dalam 
rangka penanaman 
modal asing;  

k. menyelenggarakan 
pengawasan tertib 
usaha Jasa Konstruksi 
asing dan Jasa 
Konstruksi kualifikasi 
besar;  

l. menyelenggarakan 
pengembangan 
layanan usaha Jasa 
Konstruksi; 

m. mengumpulkan dan 
mengembangkan 
sistem informasi yang 
terkait dengan pasar 
Jasa Konstruksi di 
negara yang potensial 
untuk pelaku usaha 
Jasa Konstruksi 
nasional; 

n. mengembangkan 
sistem kemitraan 
antara usaha Jasa 
Konstruksi nasional 
dan internasional;  

o. menjamin terciptanya 
persaingan yang sehat 
dalam pasar Jasa 
Konstruksi; 

p. mengembangkan 
segmentasi pasar Jasa 
Konstruksi nasional;  

q. memberikan 
pelindungan hukum 
bagi pelaku usaha Jasa 
Konstruksi nasional 
yang mengakses pasar 
Jasa Konstruksi 
internasional; dan  

r. menyelenggarakan 
registrasi pengalaman 
badan usaha. 

 

Pelaku Usaha Jasa 
Konstruksi nasional 
dalam mengakses 
pasar Jasa 
Konstruksi 
internasional;  

i. mengembangkan 
sistem pengawasan 
tertib usaha Jasa 
Konstruksi;  

j. menyelenggarakan 
penerbitan 
Perizinan Berusaha 
dalam rangka 
penanaman modal 
asing;  

k. menyelenggarakan 
pengawasan tertib 
usaha Jasa 
Konstruksi asing 
dan Jasa Konstruksi 
kualifikasi besar;  

l. menyelenggarakan 
pengembangan 
layanan usaha Jasa 
Konstruksi';  

m. mengumpulkan dan 
mengembangkan 
sistem informasi 
yang terkait dengan 
pasar Jasa 
Konstruksi di 
negara yang 
potensial untuk 
Pelaku Usaha Jasa 
Konstruksi 
nasional;  

n. mengembangkan 
sistem kemitraan 
antara usaha Jasa 
Konstruksi nasional 
dan internasional;  

o. menjamin 
terciptanya 
persaingan yang 
sehat dalam pasar 
Jasa Konstruksi;  

p. mengembangkan 
segmentasi pasar 
Jasa Konstruksi 
nasional;  

q. memberikan 
pelindungan 
hukum bagi Pelaku 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      267

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

badan usaha Jasa 
Konstruksi. 

Usaha Jasa 
Konstruksi nasional 
yang mengakses 
pasar Jasa 
Konstruksi 
internasional; dan  

r. menyelenggarakan 
registrasi 
pengalaman badan 
usaha. 

(2) untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf b, pemerintah 
pusat memiliki 
kewenangan:  
a. mengembangkan 

sistem pemilihan 
penyedia Jasa dalam 
penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi;  

b. mengembangkan 
Kontrak Kerja 
Konstruksi yang 
menjamin 
kesetaraan hak dan 
kewajiban antara 
Pengguna Jasa dan 
penyedia Jasa;  

c. mendorong 
digunakannya 
alternatif 
penyelesaian 
sengketa 
penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi di 
luar pengadilan; dan 

d. mengembangkan 
sistem kinerja 
penyedia Jasa dalam 
penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi. 
 

(2) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf b, Pemerintah 
Pusat memiliki 
kewenangan:  
a. mengembangkan 

sistem pemilihan 
Penyedia Jasa dalam 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi;  

b. mengembangkan 
Kontrak Kerja 
Konstruksi yang 
menjamin kesetaraan 
hak dan kewajiban 
antara Pengguna Jasa 
dan Penyedia Jasa;  

c. mendorong 
digunakannya 
alternatif penyelesaian 
sengketa 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi di luar 
pengadilan; dan  

d. mengembangkan 
sistem kinerja 
Penyedia Jasa dalam 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi. 

(2) Untuk mencapai 
tujuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf b, 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  
a. mengembangkan 

sistem pemilihan 
Penyedia Jasa dalam 
penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi;  

b. mengembangkan 
Kontrak Kerja 
Konstruksi yang 
menjamin 
kesetaraan hak dan 
kewajiban antara 
Pengguna Jasa dan 
Penyedia Jasa;  

c. mendorong 
digunakannya 
alternatif 
penyelesaian 
sengketa 
penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi di 
luar pengadilan; dan  

d. mengembangkan 
sistem kinerja 
Penyedia Jasa dalam 
penyelenggaraan 

(3) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf c, pemerintah 
pusat memiliki 
kewenangan:  
a. mengembangkan 

standar Keamanan, 
Keselamatan, 
Kesehatan, dan 

(3) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (l) 
huruf c, Pemerintah 
Pusat memiliki 
kewenangan:  
a. mengembangkan 

Standar Keamanan, 
Keselamatan, 
Kesehatan, dan 

(3) Untuk mencapai 
tujuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (l) huruf c, 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  
a. mengembangkan 

Standar Keamanan, 
Keselamatan, 
Kesehatan, dan 
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Keberlanjutan daram 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi;  

b. menyelenggarakan 
pengawasan 
penerapan Standar 
Keamanan, 
Keselamatan, 
Kesehatan, dan 
keberlanjutan dalam 
penyelenggaraan dan 
pemanfaatan Jasa 
Konstruksi oleh badan 
usaha Jasa Konstruksi; 

c. menyelenggarakan 
registrasi penilai ahli; 
dan  

d. menetapkan penilai 
ahli yang teregistrasi 
dalam hal terjadi 
Kegagalan Bangunan. 

Keberianjutan dalam 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi;  

b. menyelenggarakan 
pengawasan 
penerapan Standar 
Keamanan, 
Keselamatan, 
Kesehatan, dan 
Keberlanjutan dalam 
penyelenggaraan dan 
pemanfaatan Jasa 
Konstruksi oleh badan 
usaha Jasa Konstruksi;  

c. menyelenggarakan 
registrasi penilai ahli; 
dan 

d. menetapkan penilai 
ahli yang teregistrasi 
dalam hal terjadi 
Kegagalan Bangunan. 

 

Keberianjutan 
dalam 
penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi;  

b. menyelenggarakan 
pengawasan 
penerapan Standar 
Keamanan, 
Keselamatan, 
Kesehatan, dan 
Keberlanjutan 
dalam 
penyelenggaraan 
dan pemanfaatan 
Jasa Konstruksi 
oleh badan usaha 
Jasa Konstruksi;  

c. menyelenggarakan 
registrasi penilai 
ahli; dan 

d. menetapkan penilai 
ahli yang 
teregistrasi dalam 
hal terjadi 
Kegagalan 
Bangunan. 

 
(4) Untuk mencapai tujuan 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf d, pemerintah 
pusat memiliki 
kewenangan:  

a. mengembangkan 
standar kompetensi 
kerja dan pelatihan 
Jasa Konstruksi; 

b. memberdayakan 
lembaga pendidikan 
dan pelatihan kerja 
konstruksi nasional;  

c. menyelenggarakan 
pelatihan tenaga 
kerja konstruksi 
strategis dan 
percontohan;  

d. mengembangkan 
sistem sertifikasi 
kompetensi tenaga 
kerja konstruksi;  

e. menetapkan standar 
remunerasi minimal 
bagi tenaga kerja 
konstruksi;  

(4) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf d, Pemerintah 
Pusat memiliki 
kewenangan: 
a. mengembangkan 

standar kompetensi 
kerja dan pelatihan 
Jasa Konstruksi;  

b. memberdayakan 
lembaga pendidikan 
dan pelatihan kerja 
konstruksi nasional;  

c. menyelenggarakan 
pelatihan tenaga 
keqja konstruksi 
strategis dan 
percontohan;  

d. mengembangkan 
sistem sertifikasi 
kompetensi tenaga 
kerja konstruksi;  

e. menetapkan standar 
remunerasi minimal 
bagi tenaga kerja 
konstruksi;  

(4) Untuk mencapai 
tujuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf d, 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan: 
a. mengembangkan 

standar kompetensi 
kerja dan pelatihan 
Jasa Konstruksi;  

b. memberdayakan 
lembaga 
pendidikan dan 
pelatihan kerja 
konstruksi 
nasional;  

c. menyelenggarakan 
pelatihan tenaga 
keqja konstruksi 
strategis dan 
percontohan;  

d. mengembangkan 
sistem sertifikasi 
kompetensi tenaga 
kerja konstruksi;  

e. menetapkan 
standar remunerasi 
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f. menyelenggarakan 
pengawasan sistem 
sertifikasi pelatihan, 
dan standar 
remunerasi minimal 
bagi tenaga kerja 
konstruksi;  

g. menyelenggarakan 
akreditasi bagi 
asosiasi profesi dan 
lisensi bagi lembaga 
sertifikasi profesi;  

h. menyelenggarakan 
registrasi tenaga 
keda konstruksi;  

i. menyelenggarakan 
registrasi 
pengalaman 
profesional tenaga 
kerja konstruksi 
serta lembaga 
pendidikan dan 
pelatihan kerja di 
bidang konstruksi;  

j. menyelenggarakan 
penyetaraan tenaga 
kerja konstruksi 
asing; dan 

k. membentuk lembaga 
sertifikasi profesi 
untuk melaksanakan 
tugas sertifikasi 
Kompetensi Kerja 
yang belum dapat 
dilakukan lembaga 
sertifikasi profesi 
yang dibentuk oleh 
asosiasi profesi atau 
lembaga pendidikai 
dan pelatihan. 

f. menyelenggarakan 
pengawasan sistem 
sertihkasi, pelatihan, 
dan standar 
remunerasi minimal 
bagi tenaga kerja 
konstruksi;  

g. menyelenggarakan 
akreditasi bagi 
profesi dan lisensi 
bagi lembaga profesi; 

h.  asosiasi sertifikasi 
menyelenggarakan 
registrasi tenaga 
kerja konstruksi;  

i. menyelenggarakan 
registrasi 
pengalaman 
profesional tenaga 
keda konstruksi 
serta lembaga 
pendidikan dan 
pelatihan kerja di 
bidang konstruksi;  

j. menyelenggarakan 
penyetaraan tenaga 
kerja konstruksi 
asing; dan 

k. membentuk lembaga 
sertifikasi profesi 
untuk melaksanakan 
tugas sertifikasi 
kompetensi kerja 
yang belum dapat 
dilakukan lembaga 
sertifikasi profesi 
yang dibentuk oleh 
asosiasi profesi atau 
lembaga pendidikan 
dan pelatihan. 

minimal bagi 
tenaga kerja 
konstruksi;  

f. menyelenggarakan 
pengawasan sistem 
sertihkasi, 
pelatihan, dan 
standar remunerasi 
minimal bagi 
tenaga kerja 
konstruksi;  

g. menyelenggarakan 
akreditasi bagi 
profesi dan lisensi 
bagi lembaga 
profesi; 

h.  asosiasi sertifikasi 
menyelenggarakan 
registrasi tenaga 
kerja konstruksi;  

i. menyelenggarakan 
registrasi 
pengalaman 
profesional tenaga 
keda konstruksi 
serta lembaga 
pendidikan dan 
pelatihan kerja di 
bidang konstruksi;  

j. menyelenggarakan 
penyetaraan tenaga 
kerja konstruksi 
asing; dan 

k. membentuk 
lembaga sertifikasi 
profesi untuk 
melaksanakan 
tugas sertifikasi 
kompetensi kerja 
yang belum dapat 
dilakukan lembaga 
sertifikasi profesi 
yang dibentuk oleh 
asosiasi profesi 
atau lembaga 
pendidikan dan 
pelatihan. 
 

(5)  (5) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf e, Pemerintah 
Pusat memiliki 
kewenangan:  

(5) Untuk mencapai 
tujuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf e, 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  
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a. mengembangkan 
standar material dan 
peralatan konstruksi, 
serta inovasi teknologi 
konstruksi; 

b. mengembangkan 
skema kerja sama 
antara institusi 
penelitian dan 
pengembangan dan 
seluruh pemangku 
kepentingan Jasa 
Konstruksi;  

c. menetapkan 
pengembangan 
teknologi prioritas;  

d. memublikasikan 
material dan peralatan 
konstruksi serta 
teknologi konstruksi 
dalam negeri kepada 
seluruh pemangku 
kepentingan, baik 
nasional maupun 
internasional; 

e. menetapkan dan 
meningkatkan 
penggunaan standar 
mutu material dan 
peralatan sesuai 
dengan Standar 
Nasional Indonesia;  

f.  melindungi kekayaan 
intelektual atas 
material dan peralatan 
konstruksi serta 
teknologi konstruksi 
hasil penelitian dan 
pengembangan dalam 
negeri; dan  

g. membangun sistem 
rantai pas 

a. mengembangkan 
standar material dan 
peralatan konstruksi, 
serta inovasi 
teknologi konstruksi; 

b. mengembangkan 
skema kerja sama 
antara institusi 
penelitian dan 
pengembangan dan 
seluruh pemangku 
kepentingan Jasa 
Konstruksi;  

c. menetapkan 
pengembangan 
teknologi prioritas;  

d. memublikasikan 
material dan 
peralatan konstruksi 
serta teknologi 
konstruksi dalam 
negeri kepada 
seluruh pemangku 
kepentingan, baik 
nasional maupun 
internasional; 

e. menetapkan dan 
meningkatkan 
penggunaan standar 
mutu material dan 
peralatan sesuai 
dengan Standar 
Nasional Indonesia;  

f.  melindungi 
kekayaan intelektual 
atas material dan 
peralatan konstruksi 
serta teknologi 
konstruksi hasil 
penelitian dan 
pengembangan 
dalam negeri; dan  

g. membangun sistem 
rantai pas 

(6) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf f, Pemerintah 
Pusat memiliki 
kewenangan:  
a. meningkatkan 

partisipasi masyarakat 
yang berkualitas dan 
bertanggung jawab 

(6) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (l) 
huruf f, Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  
a. meningkatkan 

partisipasi masyarakat 
yang berkualitas dan 
bertanggung jawab 
dalam pengawasan 

(6) Untuk mencapai 
tujuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (l) huruf f, 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  
a. meningkatkan 

partisipasi 
masyarakat yang 
berkualitas dan 
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dalam pengawasan 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi;  

b. meningkatkan 
kapasitas 
kelembagaan 
masyarakat Jasa 
Konstruksi;  

c. memfasilitasi 
penyelenggaraan 
forum Jasa Konstruksi 
sebagai media aspirasi 
masyarakat Jasa 
Konstruksi;  

d. memberikan 
dukungan pembiayaan 
terhadap 
penyelenggaraan 
Sertifikasi Kompetensi 
Kerja; dan  

e. meningkatkan 
partisipasi masyarakat 
yang berkualitas dan 
bertanggung jawab 
dalam Usaha 
Penyediaan Bangunan. 

penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi; 

b. meningkatkan 
kapasitas 
kelembagaan 
masyarakat Jasa 
Konstruksi;  

c. memfasilitasi 
penyelenggaraan 
forum Jasa Konstruksi 
sebagai media aspirasi 
masyarakat Jasa 
Konstruksi;  

d. memberikan 
dukungan pembiayaan 
terhadap 
penyelenggaraan 
Sertifikasi Kompetensi 
Kerja; dan 

e. meningkatkan 
partisipasi masyarakat 
yang berkualitas dan 
bertanggung jawab 
dalam Usaha 
Penyediaan Bangunan. 

 

bertanggung jawab 
dalam pengawasan 
penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi; 

b. meningkatkan 
kapasitas 
kelembagaan 
masyarakat Jasa 
Konstruksi;  

c. memfasilitasi 
penyelenggaraan 
forum Jasa 
Konstruksi sebagai 
media aspirasi 
masyarakat Jasa 
Konstruksi;  

d. memberikan 
dukungan 
pembiayaan 
terhadap 
penyelenggaraan 
Sertifikasi 
Kompetensi Kerja; 
dan 

e. meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat yang 
berkualitas dan 
bertanggung jawab 
dalam Usaha 
Penyediaan 
Bangunan. 

 
(7) Dukungan pembiayaan 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) huruf d 
dilakukan dengan 
mempertimbangkan 
kemampuan keuangan 
negara. 

(7) Dukungan pembiayaan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) huruf d 
dilakukan dengan 
mempertimbangkan 
kemampuan keuangan 
negara. 

 

(7) Dukungan 
pembiayaan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(6) huruf d dilakukan 
dengan 
mempertimbangkan 
kemampuan keuangan 
negara. 

 
(8) Untuk mencapai tujuan 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf g, Pemerintah 
Pusat memiliki 
kewenangan:  
a. mengembangkan 

sistem informasi Jasa 
Konstruksi nasional; 
dan 

(8) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf g, Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  

a. mengembangkan 
sistem informasi Jasa 
Konstruksi nasional; 
dan  

b. mengumpulkan data 

(8) Dalam melaksanakan 
tanggung jawab 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) hurul g, 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan: 
a. mengembangkan 

sistem informasi 
Jasa Konstruksi 
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b. mengumpulkan data 
dan informasi Jasa 
Konstruksi nasional 
dan internasional. 

dan informasi Jasa 
Konstruksi nasional 
dan internasional. 

 

nasional; dan  
b. mengumpulkan 

data dan informasi 
Jasa Konstruksi 
nasional dan 
internasional. 

 
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU JASA KONSTRUKSI UU CIPTA KERJA UU 6/2023 
Pasal 6 Pasal 6 Pasal 6 

(1) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf a, gubernur 
sebagai wakil 
pemerintah Pusat di 
daerah memiliki 
kewenangan: 
a. memberdayakan 

badan usaha Jasa 
Konstruksi;  

b. menyelenggarakan 
pengawasan proses 
pemberian lzin Usaha 
nasional;  

c. menyelenggarakan 
pengawasan tertib 
usaha Jasa Konstruksi 
di provinsi;  

d. menyelenggarakan 
pengawasan sistem 
rantai pasok 
konstruksi di provinsi; 
dan 

e. memfasilitasi 
kemitraan antara 
badan usaha Jasa 
Konstruksi di provinsi 
dengan badan usaha 
dari luar provinsi. 

 

(1) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf a, gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat 
di daerah sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  

a. memberdayakan 
badan usaha Jasa 
Konstruksi;  

b. menyelenggarakan 
pengawasan 
pemberian Perizinan 
Berusaha;  

c. menyelenggarakan 
pengawasan tertib 
usaha Jasa Konstruksi 
di provinsi;  

d.  Menyelenggarakan 
pengawasan sistem 
rantai pasok 
konstruksi di 
provinsi; dan  

e. memfasilitasi 
kemitraan antara 
badan usaha Jasa 
Konstruksi di 
provinsi dengan 
badan usaha dari luar 
provinsi. 

 

(1) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf a, gubernur 
sebagai wakil 
Pemerintah Pusat di 
daerah sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  
a. memberdayakan 

badan usaha Jasa 
Konstruksi;  

b. menyelenggarakan 
pengawasan 
pemberian 
Perizinan 
Berusaha;  

c. menyelenggarakan 
pengawasan tertib 
usaha Jasa 
Konstruksi di 
provinsi;  

d.  Menyelenggarakan 
pengawasan sistem 
rantai pasok 
konstruksi di 
provinsi; dan  

e. memfasilitasi 
kemitraan antara 
badan usaha Jasa 
Konstruksi di 
provinsi dengan 
badan usaha dari 
luar provinsi. 

 
(2) Untuk mencapai tujuan 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf b, gubernur 
sebagai wakil 

(2) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf b, gubernur 
sebagai wakil 

(2) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf b, gubernur 
sebagai wakil 
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Pemerintah Pusat di 
daerah memiliki 
kewenangan:  
a. menyelenggarakan 

pengawasan 
pemilihan penyedia 
Jasa dalam 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi:  

b. menyelenggarakan 
pengawasan Kontrak 
Kerja dan Kontruksi; 
dan 

c. menyelenggarakan 
pengawasan tertib 
penyelenggaraan dan 
tertib pemanfaatan 
Jasa Konstruksi di 
provinsi. 

Pemerintah Pusat di 
daerah sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  
a. menyelenggarakan 

pengawasan 
pemilihan penyedia 
Jasa dalam 
penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi;  

b. menyelenggarakan 
pengawasan 
Konstruksi; dan  

c. Menyelenggarakan 
pengawasan tertib 
penyelenggaraan 
dan tertib 
pemanfaatan Jasa 
Konstruksi di 
provinsi. 

 

Pemerintah Pusat di 
daerah sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  
a. menyelenggarakan 

pengawasan 
pemilihan penyedia 
Jasa dalam 
penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi;  

b. menyelenggarakan 
pengawasan 
Konstruksi; dan  

c. Menyelenggarakan 
pengawasan tertib 
penyelenggaraan 
dan tertib 
pemanfaatan Jasa 
Konstruksi di 
provinsi. 

 
(3) Untuk mencapai tujuan 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf c, gubernur sebagai 
wakil pemerintah Pusat 
di daerah memiliki 
kewenangan 
menyelenggarakan 
pengawasan penerapan 
Standar Keamanan, 
Keselamatan, Kesehatan, 
dan Keberlanjutan dalam 
penyelenggaraan dan 
pemanfaatan Jasa 
Konstruksi oleh badan 
usaha Jasa Konstruksi 
kualifikasi kecil dan 
menengah. 

(3)Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf c, gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat 
di daerah sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan 
menyelenggarakan 
pengawasan penerapan 
Standar Keamanan, 
Keselamatan, Kesehatan, 
dan Keberlanjutan dalam 
penyelenggaraan dan 
pemanfaatan Jasa 
Konstruksi oleh badan 
usaha Jasa Konstruksi 
kualifikasi kecil dan 
menengah. 

(3)Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf c, gubernur 
sebagai wakil 
Pemerintah Pusat di 
daerah sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan 
menyelenggarakan 
pengawasan penerapan 
Standar Keamanan, 
Keselamatan, 
Kesehatan, dan 
Keberlanjutan dalam 
penyelenggaraan dan 
pemanfaatan Jasa 
Konstruksi oleh badan 
usaha Jasa Konstruksi 
kualifikasi kecil dan 
menengah. 

(4) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf d, gubernur 
sebagai wakil 

(4) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf d, gubernur 
sebagai wakil 

(4) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf d, 
gubernur sebagai 
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pemerintah Pusat di 
daerah memiliki 
kewenangan 
menyelenggarakan 
pengawasan:  

a. sistem Sertifikasi 
Kompetensi Kerja;  

b. pelatihan tenaga 
kerja konstruksi; 
dan 

c. upah tenaga kerja 
konstruksi. 

 

Pemerintah Pusat di 
daerah sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan 
menyelenggarakan 
pengawasan:  
a. Sistem Sertifikasi 

Kompetensi Kerja;  
b. pelatihan tenaga 

kerja konstruksi; dan  
c. upah tenaga kerja 

konstruksi. 
 

wakil Pemerintah 
Pusat di daerah sesuai 
dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan 
menyelenggarakan 
pengawasan:  
a. Sistem Sertifikasi 

Kompetensi Kerja;  
b. pelatihan tenaga 

kerja konstruksi; 
dan  

c. upah tenaga kerja 
konstruksi. 

 
(5) Untuk mencapai tujuan 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf e, gubernur 
sebagai wakil 
pemerintah Pusat di 
daerah memiliki 
kewenangan:  
a. menyelenggarakan 

pengawasan 
penggunaan material, 
peralatan, dan 
teknologi konstruksi; 

b. memfasilitasi keda 
sama antara institusi 
penelitian dan 
pengembangan Jasa 
Konstruksi dengan 
seluruh pemangku 
kepentingan Jasa 
Konstruksi;  

c. memfasilitasi 
pengembangan 
teknologi prioritas;  

d. menyelenggarakan 
pengawasan 
pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber 
material konstruksi; 
dan 

e. meningkatkan 
penggunaan standar 
mutu material dan 
peralatan sesuai 
dengan Standar 
Nasional Indonesia. 

(5) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf e, gubernur 
sebagai wakil 
Pemerintah Pusat di 
daerah sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  
a. Menyelenggarakan 

pengawasan 
penggunaan 
material, peralatan, 
dan teknologi 
konstruksi;  

b. Memfasilitasi kerja 
sama antara institusi 
penelitian dan 
pengembangan Jasa 
Konstruksi dengan 
seluruh pemangku 
kepentingan Jasa 
Konstruksi;  

c. Memfasilitasi 
pengembangan 
teknologi prioritas;  

d. Menyelenggarakan 
pengawasan 
pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber 
material konstruksi; 
dan  

e. Meningkatkan 

(5) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf e, 
gubernur sebagai 
wakil Pemerintah 
Pusat di daerah sesuai 
dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  
a. Menyelenggarakan 

pengawasan 
penggunaan 
material, peralatan, 
dan teknologi 
konstruksi;  

b. Memfasilitasi kerja 
sama antara 
institusi penelitian 
dan pengembangan 
Jasa Konstruksi 
dengan seluruh 
pemangku 
kepentingan Jasa 
Konstruksi;  

c. Memfasilitasi 
pengembangan 
teknologi prioritas;  

d. Menyelenggarakan 
pengawasan 
pengelolaan dan 
pemanfaatan 
sumber material 
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 penggunaan standar 
mutu material dan 
peralatan sesuai 
dengan Standar 
Nasional Indonesia. 
 

konstruksi; dan  
e. Meningkatkan 

penggunaan 
standar mutu 
material dan 
peralatan sesuai 
dengan Standar 
Nasional Indonesia. 

(6) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf f, gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat 
di daerah memiliki 
kewenangan:  
a. memperkuat 

kapasitas 
kelembagaan 
masyarakat Jasa 
Konstruksi provinsi;  

b. meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat Jasa 
Konstruksi yang 
berkualitas dan 
bertanggung jawab 
dalam pengawasan 
penyelenggaraan 
usaha Jasa 
Konstruksi; dan 

c. meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat Jasa 
Konstruksi yang 
berkualitas dan 
bertanggung jawab 
dalam Usaha 
Penyediaan 
Bangunan. 

(6) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf f, gubernur 
sebagai wakil 
Pemerintah Pusat di 
daerah sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  
a. memperkuat 

kapasitas 
kelembagaan 
masyarakat Jasa 
Konstruksi provinsi;  

b. Meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat Jasa 
Konstruksi yang 
berkualitas dan 
bertanggung jawab 
dalam pengawasan 
penyelenggaraan 
usaha Jasa 
Konstruksi; dan  

c. Meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat Jasa 
Konstruksi yang 
berkualitas dan 
bertanggung jawab 
dalam usaha 
penyediaan 
bangunan. 

 

(6) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf f, 
gubernur sebagai 
wakil Pemerintah 
Pusat di daerah sesuai 
dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  
a. memperkuat 

kapasitas 
kelembagaan 
masyarakat Jasa 
Konstruksi 
provinsi;  

d. Meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat Jasa 
Konstruksi yang 
berkualitas dan 
bertanggung jawab 
dalam pengawasan 
penyelenggaraan 
usaha Jasa 
Konstruksi; dan  

e. Meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat Jasa 
Konstruksi yang 
berkualitas dan 
bertanggung jawab 
dalam usaha 
penyediaan 
bangunan. 

 
(7) Untuk mencapai tujuan 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf g, gubernur 
sebagai wakil 
Pemerintah Pusat di 

(7) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf B, gubernur 
sebagai wakil Pemerintah 
Pusat di daerah sesuai 

(7) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf B, gubernur 
sebagai wakil 
Pemerintah Pusat di 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      276

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

daerah memiliki 
kewenangan 
mengumpulkan data dan 
informasi Jasa 
Konstruksi di provinsi. 

dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan 
mengumpulkan data dan 
informasi Jasa Konstruksi 
di provinsi. 

daerah sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan 
mengumpulkan data 
dan informasi Jasa 
Konstruksi di provinsi. 

 
 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
UU Jasa Konstruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 7 Pasal 7 Pasal 7 
Kewenangan Pemerintah 
Daerah provinsi pada sub-
urusan Jasa Konstruksi 
meliputi:  
a. penyelenggaraan 

pelatihan tenaga ahli 
konstruksi; dan 

b. penyelenggaraan 
sistem informasi Jasa 
Konstruksi cakupan 
daerah provinsi. 

Kewenangan Pemerintah 
Daerah provinsi 
dilaksanakan sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat pada 
sub-urusan Jasa Konstruksi 
meliputi:  
a. penyelenggaraan 

pelatihan tenaga ahli 
konstruksi; dan  

b. penyelenggaraan sistem 
informasi Jasa 
Konstruksi cakupan 
daerah provinsi. 

Kewenangan Pemerintah 
Daerah provinsi 
dilaksanakan sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat pada 
sub-urusan Jasa 
Konstruksi meliputi:  
a. penyelenggaraan 

pelatihan tenaga ahli 
konstruksi; dan  

b. penyelenggaraan 
sistem informasi Jasa 
Konstruksi cakupan 
daerah provinsi. 

 
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 8 Pasal 8 Pasal 8 

Kewenangan Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota pada 
suburansan Jasa Konstruksi 
meliputi:  
a. penyelenggaraan 

pelatihan tenaga 
terampil konstruksi; 

b. penyelenggaraan sistem 
informasi Jasa Konstruksi 
cakupan daerah 
kabupaten/ kota;  

c. penerbitan izin usaha 
nasional kualifikasi kecil, 
menengah, dan besar; 
dan 

d.  pengawasan tertib 
usaha, tertib 
penyelenggaraan, dan 
tertib pemanfaatan Jasa 

Kewenangan Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota 
dilaksanakan sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat pada suburusan Jasa 
Konstruksi meliputi:  
a. penyelenggaraan 

pelatihan 
tenagaterampil 
konstruksi; 

b. penyelenggaraan 
sistem informasi Jasa 
Konstruksi cakupan 
daerah kabupaten/ 
kota;  

c. penerbitan Perizinan 
Berusaha kualifikasi 

Kewenangan Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota 
dilaksanakan sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat pada 
suburusan Jasa Konstruksi 
meliputi:  
a. penyelenggaraan 

pelatihan 
tenagaterampil 
konstruksi; 

b. penyelenggaraan 
sistem informasi Jasa 
Konstruksi cakupan 
daerah kabupaten/ 
kota;  

c. penerbitan Perizinan 
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Konstruksi. kecil, menengah, dan 
besar; dan 

d. pengawasan tertib 
usaha, tertib 
penyelenggaraan, dan 
tertib pemanfaatan 
Jasa Konstruksi. 

Berusaha kualifikasi 
kecil, menengah, dan 
besar; dan 

d. pengawasan tertib 
usaha, tertib 
penyelenggaraan, dan 
tertib pemanfaatan 
Jasa Konstruksi. 

 
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 9 Pasal 9 Pasal 9 

Dalam melaksanakan 
kewenangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 
sampai dengan pasal 8, 
pemerintah pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah dapat 
melibatkan masyarakat Jasa 
Konstruksi. 

Dalam melaksanakan 
kewenangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 
sampai dengan Pasal 8, 
pemerintah pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat dapat melibatkan 
masyarakat Jasa Konstruksi. 

Dalam melaksanakan 
kewenangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 
sampai dengan Pasal 8, 
pemerintah pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat dapat melibatkan 
masyarakat Jasa 
Konstruksi. 

 
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 10 Pasal 10 Pasal 10 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tanggung jawab 
dan kewenangan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 sampai 
dengan Pasal 9 diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.85 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tanggung jawab 
dan kewenangan serta 
Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 sampai 
dengan pasal 9 diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 86 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tanggung jawab 
dan kewenangan serta 
Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 sampai 
dengan pasal 9 diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.  

 
7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 20 Pasal 20 Pasal 20 

(1) Kualifikasi usaha bagi 
badan usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 
terdiri atas: 
a. kecil;  
b. menengah; dan  

(1) Kualifikasi usaha bagi 
badan usaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 terdiri 
atas:  
a. kecil; 

(1) Kualifikasi usaha bagi 
badan usaha 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
19 terdiri atas:  
a. kecil; 

                                       
85 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana 
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
86 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tentang 2021 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 
2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
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c. besar. b. menengah; dan  
c. besar. 

b. menengah; dan  
c. besar. 

(2) Penetapan kualifikasi 
usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui 
penilaian terhadap:  
a. penjualan tahunan;  
b. kemampuan 

keuangan;  
c. ketersediaan tenaga 

kerja kontruksi; dan  
d. kemampuan dalam 

penyediaan peralatan 
konstruksi. 

 

(2) Penetapan kualifikasi 
usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan 
melalui penilaian 
terhadap:  
a. penjualan 

tahunan; 
b. kemampuan 

keuangan; 
c. ketersediaan 

tenaga kerja 
konstruksi; dan  

d. kemampuan 
dalam penyediaan 
peralatan 
konstruksi. 

 

(2) Penetapan kualifikasi 
usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan 
melalui penilaian 
terhadap:  
a. penjualan tahunan; 
b. kemampuan 

keuangan; 
c. ketersediaan tenaga 

kerja konstruksi; 
dan  

d. kemampuan dalam 
penyediaan 
peralatan 
konstruksi. 

 

(3) Kualifikasi usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
menentukan batasan 
kemampuan usaha dan 
segmentasi pasar usaha 
Jasa Konstruksi. 
 

(3) Kualifikasi usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
menentukan batasan 
kemampuan usaha dan 
segmentasi pasar usaha 
Jasa Konstruksi. 

(3) Kualifikasi usaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) menentukan 
batasan kemampuan 
usaha dan 
segmentasi pasar 
usaha Jasa 
Konstruksi. 

(4) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
penetapan kualifikasi 
usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan 
Menteri.87 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penetapan 
kualifikasi usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.88 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penetapan 
kualifikasi usaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah. 

 
8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 26 Pasal 26 Pasal 26 

(1) Setiap usaha orang 
perseorangan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 yang 
akan memberikan 
layanan Jasa Konstruksi 
wajib memiliki Tanda 
Dafiar Usaha 

(1) Setiap usaha orang 
perseorangan dan badan 
usaha jasa konstruksi 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 yang akan 
memberikan layanan Jasa 
Konstruksi wajib 
memenuhi Perizinan 

(1) Setiap usaha orang 
perseorangan dan 
badan usaha jasa 
konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
19 yang akan 
memberikan layanan 
Jasa Konstruksi wajib 

                                       
87 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelayanan 
Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional 
88 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 
Informasi Geospasial 
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Perseorangan. Berusaha. memenuhi Perizinan 
Berusaha. 

(2) Setiap badan usaha Jasa 
Konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 
yang akan memberikan 
layanan Jasa Konstruksi 
wajib memiliki Izin 
Usaha. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.89 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah. 

 
9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 27 Pasal 27 Pasal 27 

Tanda Daftar Usaha 
Perseorangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 
ayat (1) diberikan oleh 
pemerintah Daerah 
kabupaten/kota kepada 
usaha orang perseorangan 
yang berdomisili di 
wilayahnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1) 
diberikan oleh Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat 
kepada usaha orang 
perseorangan yang 
berdomisili di wilayahnya 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1) 
diberikan oleh 
Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat kepada 
usaha orang 
perseorangan yang 
berdomisili di wilayahnya 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

 
10. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 28 Pasal 28 Pasal 28 

Izin Usaha sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 26 
ayat (2)  diberikan oleh 
Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota kepada 
badan usaha yang 
berdomisili di wilayahnya 
sesuai ketentuan dengan 
peraturan perundang-
undangan. 

Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimasud dalam 
Pasal 26 ayat (1) diberikan 
oleh Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat kepada badan usaha 
yang berdomisili di 
wilayahnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimasud 
dalam Pasal 26 ayat (1) 
diberikan oleh 
Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat kepada 
badan usaha yang 
berdomisili di wilayahnya 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

 
 

                                       
89 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 
Informasi Geospasial 
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11. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 29 Pasal 29 Pasal 29 
(1) Izin Usaha dan Tanda 

Daftar Usaha 
Perseorangan berlaku 
untuk melaksanakan 
kegiatan usaha Jasa 
Konstruksi di seluruh 
wilayah Republik 
Indonesia. 

(1) Perizinan Berusaha 
berlaku untuk 
melaksanakan kegiatan 
usaha Jasa Konstruksi di 
seluruh wilayah Republik 
Indonesia. 

(1) Perizinan Berusaha 
berlaku untuk 
melaksanakan 
kegiatan usaha Jasa 
Konstruksi di seluruh 
wilayah Republik 
Indonesia. 

(2) Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 dan 
Pasal 28 membentuk 
peraturan di daerah 
mengenai lzin Usaha 
dan Tanda Daftar Usaha 
Perseorangan. 

(2) Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 dan Pasal 
28 membentuk 
peraturan di daerah 
mengenai Perizinan 
Berusaha. 

(2) Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 dan 
Pasal 28 membentuk 
peraturan di daerah 
mengenai Perizinan 
Berusaha. 

 
12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 30 Pasal 30 Pasal 30 

(1) Setiap badan usaha yang 
mengerjakan Jasa 
Konstruksi wajib 
memiliki Sertifikat Badan 
Usaha. 

(1)  Setiap badan usaha yang 
mengerjakan Jasa 
Konstruksi wajib 
memiliki Sertifikat Badan 
Usaha. 

(1)  Setiap badan usaha 
yang mengerjakan Jasa 
Konstruksi wajib 
memiliki Sertifikat 
Badan Usaha. 

(2) Sertifikat Badan Usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diterbitkan 
melalui suatu proses 
sertifikasi dan registrasi 
oleh Menteri.  
 

(2) Sertifikat Badan Usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diterbitkan 
melalui suatu proses 
sertifikasi dan registrasi 
oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Sertifikat Badan Usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
diterbitkan melalui 
suatu proses sertifikasi 
dan registrasi oleh 
Pemerintah Pusat.  

(3) Sertifikat Badan Usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling 
sedikit memuat:  
a. jenis usaha;  
b. sifat usaha;  
c. klasifikasi usaha; dan  
d. kualifikasi usaha.  
 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai sertifikasi dan 
registrasi badan usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.90 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai sertifikasi 
dan registrasi badan 
usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.91 

                                       
90 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 
Informasi Geospasial 
91 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 
Informasi Geospasial 
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(4) Untuk mendapatkan 
Sertifikat Badan Usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), badan 
usaha Jasa Konstruksi 
mengajukan 
permohonan kepada 
Menteri melalui lembaga 
Sertifikasi Badan Usaha 
yang dibentuk oleh 
asosiasi badan usaha 
terakreditasi. 

  

(5) Akreditasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) 
diberikan oleh Menteri 
kepada asosiasi badan 
usaha yang memenuhi 
persyaratan:  
a. jumlah dan sebaran 

anggota;  
b. pemberdayaan 

kepada anggota; 
c. pemilihan pengurus 

secara demokratis; 
d. sarana dan prasarana 

di tingkat pusat dan 
daerah; dan 

e. pelaksanaan 
kewajiban sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundangan-
undangan. 

 

  

(6) setiap asosiasi badan 
usaha yang mendapatkan 
akreditasi wajib 
menjalankan kewajiban 
yang diatur dalam 
peraturan Menteri.92 

  

(7) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai sertifikasi dan 
registrasi badan usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan 
akreditasi asosiasi badan 
usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) 

  

                                       
92 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 
Tahun 2020 Tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa 
Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi 
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diatur dalam Peraturan 
Menteri.93 
 

 
13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 31 Pasal 31 Pasal 31 

(1) Untuk mendapatkan 
pengakuan pengalaman 
usaha, setiap badan 
usaha Jasa Konstruksi 
kualifikasi menengah 
dan besar harus 
melakukan registrasi 
pengalaman kepada 
Menteri. 

Dihapus Dihapus 

(2) Registrasi pengalaman 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuktikan 
dengan tanda daftar 
pengalaman. 

(3) Tanda daftar 
pengalaman 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling 
sedikit memuat:  
a. nama paket 

pekerjaan;  
b. Pengguna Jasa;  
c. tahun pelaksanaan 

pekerjaan;  
d. nilai pekerjaan; dan 
e. kinerja Penyedia 

Jasa. 
(4) Pengalaman yang 

diregistrasi ke dalam 
tanda daftar pengalaman 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) merupakan 
pengalaman 
menyelenggarakan Jasa 
Konstruksi yang sudah 
melalui proses serah 
terima 

(5) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
registrasi pengalaman 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 

                                       
93 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 
Tahun 2020 Tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa 
Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi 
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dalam Peraturan 
Menteri.94 

 
14.  Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 33 Pasal 33 Pasal 33 

(1) Kantor perwakilan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 huruf a 
wajib:  
a. berbentuk badan 

usaha dengan 
kualifikasi yang setara 
dengan kualifikasi 
besar; 

b. memiliki izin 
perwakilan badan 
usaha Jasa Konstruksi 
asing; 

c. membentuk kerja 
sama operasi dengan 
badan usaha Jasa 
Konstruksi nasional 
berkualifikasi besar 
yang memiliki Izin 
Usaha dalam setiap 
kegiatan usaha Jasa 
Konstruksi di 
Indonesia; 

d. mempekerjakan lebih 
banyak tenaga kerja 
Indonesia daripada 
tenaga kerja asing; 

e. menempatkan warga 
negara Indonesia 
sebagai pimpinan 
tertinggi kantor 
perwakilan; 

f. mengutamakan 
penggunaan material 
dan teknologi 
konstruksi dalam 
negeri; 

g. memiliki teknologi 
tinggi, mutakhir, 
efisien, berwawasan 
lingkungan, serta 
memperhatikan 
kearifan lokal; 

h. melaksanakan proses 

(1) Kantor perwakilan 
sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 32 huruf a 
wajib:  

a. berbentuk badan 
usaha dengan 
kualifikasi yang 
setara dengan 
kualifikasi besar;  

b. memenuhi Perizinan 
Berusaha;  

c. membentuk kerja 
sama operasi dengan 
badan usaha Jasa 
Konstruksi nasional 
berkualifikasi besar 
yang memenuhi 
Perizinan Berusaha;  

d. mempekerjakan lebih 
banyak tenaga kerja 
Indonesia daripada 
tenaga kerja asing;  

e. menempatkan warga 
negara Indonesia 
sebagai pimpinan 
tertinggi kantor 
perwakilan;  

f. mengutamakan 
penggunaan material 
dan teknologi 
konstruksi dalam 
negeri; 

g. memiliki teknologi 
tinggi, mutakhir, 
efisien, berwawasan 
lingkungan, serta 
memperhatikan 
kearifan lokal; 

h. melaksanakan proses 
alih teknologi; dan  

i. melaksanakan 
kewajiban lain sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 

(1) Kantor perwakilan 
sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 32 huruf a 
wajib:  
a. berbentuk badan 

usaha dengan 
kualifikasi yang 
setara dengan 
kualifikasi besar;  

b. memenuhi 
Perizinan 
Berusaha;  

c. membentuk kerja 
sama operasi 
dengan badan 
usaha Jasa 
Konstruksi 
nasional 
berkualifikasi 
besar yang 
memenuhi 
Perizinan 
Berusaha;  

d. mempekerjakan 
lebih banyak 
tenaga kerja 
Indonesia daripada 
tenaga kerja asing;  

e. menempatkan 
warga negara 
Indonesia sebagai 
pimpinan tertinggi 
kantor perwakilan;  

f. mengutamakan 
penggunaan 
material dan 
teknologi 
konstruksi dalam 
negeri; 

g. memiliki teknologi 
tinggi, mutakhir, 
efisien, 
berwawasan 
lingkungan, serta 

                                       
94 Dilaksankaan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 / PRT / M / 2011 Tentang 
Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional 
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alih teknologi; dan 
i. melaksanakan 

kewajiban lain sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 
 

perundang-
undangan. 

 

memperhatikan 
kearifan lokal; 

h. melaksanakan 
proses alih 
teknologi; dan  

i. melaksanakan 
kewajiban lain 
sesuai dengan 
ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan. 

 
(2) lzin perwakilan 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 
diberikan oleh Menteri 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(2) Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 
diberikan oleh 
pemerintah pusat sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perurndang-
undangan. 

(2) Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 
diberikan oleh 
pemerintah pusat 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perurndang-undangan. 

(3) Kerja sama operasi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c 
dilakukan dengan prinsip 
kesetaraan kualifikasi, 
kesamaan layanan, dan 
tanggung renteng. 

(3) Kerja sama operasi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c 
dilakukan dengan 
prinsip kesetaraan 
kualifikasi, kesamaan 
layanan, dan tanggung 
renteng. 

(3) Kerja sama operasi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c 
dilakukan dengan 
prinsip kesetaraan 
kualifikasi, kesamaan 
layanan, dan tanggung 
renteng. 

 
15. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 34 Pasal 34 Pasal 34 

(1) Ketentuan mengenai 
kerja sama modal 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 huruf b 
dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(1) Ketentuan mengenai 
kerja sama modal 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 huruf b 
dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(1) Ketentuan mengenai 
kerja sama modal 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 huruf b 
dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(2) Badan usaha Jasa 
Konstruksi yang dibentuk 
dalam rangka kerja sama 
modal sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 32 
huruf b harus memenuhi 
persyaratan kualifikasi 
besar sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 20 
ayat (1) huruf c. 

(2) Badan usaha Jasa 
Konstruksi yang 
dibentuk dalam rangka 
kerja sama modal 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 huruf b 
harus memenuhi 
persyaratan kualifikasi 
besar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
20 ayat (1) huruf c.  

(2) Badan usaha Jasa 
Konstruksi yang 
dibentuk dalam rangka 
kerja sama modal 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
32 huruf b harus 
memenuhi persyaratan 
kualifikasi besar 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
20 ayat (1) huruf c.  
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(3) Badan usaha Jasa 
Konstruksi yang dibentuk 
dalam rangka kerja sama 
modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
wajib memiliki Izin 
Usaha. 

(3) Badan usaha Jasa 
Konstruksi yang 
dibentuk dalam rangka 
kerja sama modal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) wajib 
memenuhiPerizinan 
Berusaha. 

(3) Badan usaha Jasa 
Konstruksi yang 
dibentuk dalam rangka 
kerja sama modal 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) wajib 
memenuhiPerizinan 
Berusaha. 

(4) Izin Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diberikan oleh Menteri 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(4) Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diberikan 
oleh Pemerintah Pusat 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perlrndang-
undangan. 

(4) Perizinan Berusaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(3) diberikan oleh 
Pemerintah Pusat 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perlrndang-undangan. 

 
16.  Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 35 Pasal 35 Pasal 35 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemberian izin 
perwakilan, tata gara kerja 
sama operasi, dan 
penggunaan lebih banyak 
tenaga kerja Indonesia, 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 ayat (1) 
huruf b, huruf c, huruf d, 
dan pemberian izin usaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 34 ayat (4) 
diatur dalam Peraturan 
Menteri.95 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemberian 
Perizinan Berusaha, tata 
cara kerja sama operasi, 
dan penggunaan lebih 
banyak tenaga kerja 
Indonesia, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (1) huruf b, huruf c, 
huruf d, dan pemberian 
Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (4) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.96 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemberian 
Perizinan Berusaha, tata 
cara kerja sama operasi, 
dan penggunaan lebih 
banyak tenaga kerja 
Indonesia, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (1) huruf b, huruf c, 
huruf d, dan pemberian 
Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (4) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
17.  Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 36 Pasal 36 Pasal 36 

(1) Pengembangan jenis 
usaha Jasa Konstruksi 
sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 12 dapat 
dilakukan melalui Usaha 
Penyediaan Bangunan. 

Dihapus Dihapus 

(2) Usaha Penyediaan 
Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 

                                       
95 Belum ditetapkan. 
96 Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko 
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terdiri atas Usaha 
Penyediaan Bangunan 
gedung dan Usaha 
Penyediaan Bangunan 
sipil.  

(3) Usaha Penyediaan 
Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dibiayai melalui investasi 
yang bersumber dari: 
a. Pemerintah Pusat;  
b. Pemerintah Daerah;  
c. badan usaha; 

dan/atau  
d. masyarakat.  

 
(4) Perizinan Usaha 

Penyediaan Bangunan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Usaha 
Penyediaan Bangunan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) diatur 
dalam Peraturan 
Presiden.97 

 
18.  Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 38 Pasal 38 Pasal 38 

(1) Penyelenggaraan 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi terdiri atas 
usaha Jasa Konstruksi 
dan penyelenggaraan 
Usaha Penyediaan 
Bangunan.  

(1) Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi dilakukan 
melalui penyelenggaraan 
usaha Jasa Konstruksi. 
 

(1) Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi dilakukan 
melalui 
penyelenggaraan usaha 
Jasa Konstruksi. 
 

(2) Penyelenggaraan usaha 
Jasa Konstruksi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
dikerjakan sendiri atau 
melalui pengikatan Jasa 
Kontruksi.  

(2) Penyelenggaraan Usaha 
Jasa Konstruksi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
dikerjakan sendiri atau 
melalui pengikatan Jasa 
Kontruksi.  

(2) Penyelenggaraan 
Usaha Jasa Konstruksi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
dikerjakan sendiri atau 
melalui pengikatan 
Jasa Kontruksi.  

(3) Penyelenggaraan Usaha (3) Ketentuan lebih lanjut (3) Ketentuan lebih lanjut 

                                       
97 Terkait penyelenggaraan usaha jasa konstruksi yang dikerjakan sendiri akan diatur dalam Perpres 
PBJ dan terkait Usaha Penyediaan Bangunan diatur lebih lanjut oleh UU Cipta Kerja. 
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Penyediaan Bangunan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
dikerjakan sendiri atau 
melalui perjanjian 
penyediaan bangunan.  

 

mengenai 
penyelenggaraan usaha 
Jasa Konstruksi yang 
dikerjakan sendiri atau 
melalui pengikatan Jasa 
Konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam 
peraturan 
Pemerintah.98 

mengenai 
penyelenggaraan usaha 
Jasa Konstruksi yang 
dikerjakan sendiri atau 
melalui pengikatan 
Jasa Konstruksi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 
dalam peraturan 
Pemerintah.99 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai 
penyelenggaraan usaha 
Jasa Konstruksi yang 
dikerjakan sendiri 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21 dan 
penyelenggaraan Usaha 
Penyediaan Bangunan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur 
dalam Peraturan 
Presiden.100 

  

  
19.  Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 42 Pasal 42 Pasal 42 

(1) Pemilihan Penyedia Jasa 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41 yang 
menggunakan sumber 
pembiayaan dari 
keuangan Negara 
dilakukan dengan cara 
tender atau seleksi, 
pengadaan secara 
elektronik, penunjukan 
langsung, dan pengadaan 
langsung sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Dihapus Dihapus 

(2) Tender atau seleksi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
dilakukan melalui 
prakualifikasi, 

                                       
98 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tentang 2021 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksana Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
99 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tentang 2021 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
100 Belum ditetapkan 
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pascakualifikasi, atau 
tender cepat. 

(3) Pengadaan secara 
elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
merupakan metode 
pemilihan Penyedia Jasa 
yang sudah tercantum 
dalam katalog. 

(4) Penunjukan langsung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
dilakukan dalam hal: 
a. penanganan darurat 

untuk kearnanan dan 
keselamatan 
masyarakat; 

b. pekerjaan yang 
kompleks yang 
hanya dapat 
dilaksanakan oleh 
Penyedia Jasa yang 
sangat terbatas atau 
hanya dapat 
dilakukan oleh 
pemegang hak; 

c. pekerjaan yang perlu 
dirahasiakan yang 
menyangkut 
keamanan dan 
keselamatan negara; 

d. pekerjaan yang 
berskala kecil; 
dan/atau 

e.  kondisi tertentu. 
(5) Pengadaan langsung 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
untuk paket dengan nilai 
tertentu. 

 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kondisi 
tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) 
huruf e dan nilai tertentu 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.101 

 

 

                                       
101 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor  22 Tahun 2020 tentang Peraturan 
Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
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20. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 44 Pasal 44 Pasal 44 
Pengguna Jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 
ayat (2) dilarang 
menggunakan Penyedia Jasa 
yang terafiliasi pada 
pembangunan untuk 
kepentingan umum tanpa 
melalui tender atau seleksi, 
atau pengadaan secara 
elektronik. 

Pengguna Jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 
ayat (2) dilarang 
menggunakan Penyedia Jasa 
yang terafiliasi pada 
pembangunan untuk 
kepentingan umum tanpa 
melalui tender, seleksi, atau 
katalog elektronik. 

Pengguna Jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 
ayat (2) dilarang 
menggunakan Penyedia 
Jasa yang terafiliasi pada 
pembangunan untuk 
kepentingan umum tanpa 
melalui tender, seleksi, atau 
katalog elektronik. 

 
21.  Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 57 Pasal 57 Pasal 57 

(1) Dalam pemilihan 
Penyedia Jasa 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42, Penyedia 
Jasa menyerahkan 
jaminan kepada 
Pengguna Jasa untuk 
memenuhi kewajiban 
sebagaimana 
dipersyaratkan dalam 
dokumen pemilihan 
Penyedia Jasa. 

Dihapus Dihapus 

(2) Jaminan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas:  
a. jaminan penawaran;  
b. jaminan 

pelaksanaan;  
c. jaminan uang muka;  
d. jaminan 

pemeliharaan; 
dan/atau  

e. jaminan sanggah 
banding. 

 
(3) Jaminan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 
harus dapat dicairkan 
tanpa syarat sebesar nilai 
yang dijaminkan dan 
dalam batas waktu 
tertentu setelah 
pernyataan Pengguna 
Jasa atas wanprestasi 
yang dilakukan oleh 
Penyedia Jasa. 
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(4) Jaminan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
dapat dikeluarkan oleh 
lembaga perbankan, 
perusahaan asuransi, 
dan/atau perusahaan 
penjaminan dalam 
bentuk bank garansi 
dan/atau perjanjian 
terikat sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Perubahan atas jaminan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan 
dengan memperhatikan 
dinamika perkembangan 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi baik nasional 
maupun internasional. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai jaminan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan 
perubahan atas jaminan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) diatur 
dalam Peraturan 
Presiden.102 

 
22. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 58 Pasal 58 Pasal 58 

(1) Usaha Penyediaan 
Bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 
ayat (1) dapat dikerjakan 
sendiri atau oleh pihak 
lain. 
 

Dihapus Dihapus 

(2) Usaha Penyediaan 
Bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 
ayat (1) dapat dikerjakan 
sendiri atau oleh pihak 
lain. 
 

(3) Dalam hal dikerjakan 
oleh pihak lain 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), 

                                       
102 Belum ditetapkan 
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penyelenggaraan Usaha 
Penyediaan Bangunan 
dilakukan melalui 
perjanjian penyediaan 
bangunan. 

(4) Para pihak dalam 
perjanjian penyediaan 
bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas: 

a. pihak pertama sebagai 
pemilik bangunan; 
dan 

b. pihak kedua sebagai 
penyedia bangunan. 

(5) Para pihak dalam 
perjanjian penyediaan 
bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas: 
a. pihak pertama 

sebagai pemilik 
bangunan; dan 

b. pihak kedua sebagai 
penyedia bangunan. 

 
(6) Para pihak dalam 

perjanjian penyediaan 
bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas: 
a. pihak pertama 

sebagai pemilik 
bangunan; dan 

b. pihak kedua sebagai 
penyedia bangunan. 

 
(7) Para pihak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) 
terdiri atas: 
a. orang perseorangan; 

atau 
b. badan. 
c.  

(8) Usaha Penyediaan 
Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan melalui 
kerja sama Pemerintah 
Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah 
dengan badan usaha 
dan/atau masyarakat. 
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(9) Dalam perjanjian 

penyediaan bangunan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi harus 
dilakukan oleh Penyedia 
Jasa. 
 

(10) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
perjanjian penyediaan 
bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan 
Presiden.103 
 

 
23.  Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Konstruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 59 Pasal 59 Pasal 59 

(1) Dalam setiap 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi, Pengguna 
Jasa dan Penyedia Jasa 
wajib memenuhi Standar 
Keamanan, Keselamatan, 
Kesehatan, dan 
Keberlanjutan. 

(1) Dalam setiap 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi, Pengguna 
Jasa dan Penyedia Jasa 
wajib memenuhi Standar 
Keamanan, Keselamatan, 
Kesehatan, dan 
Keberlanjutan. 

(1) Dalam setiap 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi, Pengguna 
Jasa dan Penyedia Jasa 
wajib memenuhi 
Standar Keamanan, 
Keselamatan, 
Kesehatan, dan 
Keberlanjutan. 

(2) Dalam memenuhi Standar 
Keamanan, Keselamatan, 
Kesehatan, dan 
Keberlanjutan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Pengguna 
Jasa dan/atau Penyedia 
Jasa harus memberikan 
pengesahan atau 
persetujuan atas: 
a. hasil pengkajian, 

perencanaan, 
dan/atau 
perancangan; 

b. rencana teknis 
proses 
pembangunan, 
pemeliharaan, 
pembongkaran, 
dan/atau 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Pengguna Jasa, 
dan Penyedia Jasa wajib 
memenuhi Standar 
Keamanan, Keselamatan, 
Kesehatan, dan 
Keberlanjutan dalam 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Pengguna 
Jasa, dan Penyedia Jasa 
wajib memenuhi 
Standar Keamanan, 
Keselamatan, 
Kesehatan, dan 
Keberlanjutan dalam 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

                                       
103 Belum ditetapkan 
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pembangunan 
kembali; 

c. pelaksanaan suatu 
proses 
pembangunan, 
pemeliharaan, 
pembongkaran, 
dan/atau 
pembangunan 
kembali; 

d. penggunaan material, 
peralatan dan/atau 
teknologi; dan/ atau 

e. hasil layanan Jasa 
Konstruksi. 

(3) Standar Keamanan, 
Keselamatan, Kesehatan, 
dan Keberlanjutan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling 
sedikit meliputi: 
a. standar mutu bahan; 
b. standar mutu 

peralatan; 
c. standar keselamatan 

dan kesehatan kerja; 
d. standar prosedur 

pelaksanaan Jasa 
Konstruksi; 

e. standar mutu hasil 
pelaksanaan Jasa 
Konstruksi; 

f. standar operasi dan 
pemeliharaan; 

g. pedoman 
pelindungan sosial 
tenaga kerja dalam 
pelaksanaan Jasa 
Konstruksi sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan; dan 

h. standar pengelolaan 
lingkungan hidup 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-
undangan. 

  

(4) Standar Keamanan, 
Keselamatan, Kesehatan, 
dan Keberlanjutan untuk 
setiap produk Jasa 
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Konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur oleh menteri 
teknis terkait sesuai 
dengan kewenangannya. 

(5) Dalam menyusun Standar 
Keamanan, Keselamatan, 
Kesehatan, dan 
Keberlanjutan untuk 
setiap produk Jasa 
Konstruksi, menteri 
teknis terkait 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) 
memperhatikan kondisi 
geografis yang rawan 
gempa dan kenyamanan 
lingkungan terbangun. 

  

 
24. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 69 Pasal 69 Pasal 69 

(1) Pelatihan tenaga kerja 
konstruksi 
diselenggarakan dengan 
metode pelatihan kerja 
yang relevan, efektif dan 
efisien sesuai dengan 
Standar Kompetensi 
Kerja. 

(1) Pelatihan tenaga kerja 
konstruksi 
diselenggarakan dengan 
metode pelatihan kerja 
yang relevan, efektif, 
dan efisien sesuai 
dengan Standar 
Kompetensi Kerja. 

(1) Pelatihan tenaga kerja 
konstruksi 
diselenggarakan dengan 
metode pelatihan kerja 
yang relevan, efektif, 
dan efisien sesuai 
dengan Standar 
Kompetensi Kerja. 

(2) Pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan untuk 
meningkatkan 
produktivitas kerja. 

(2) Pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan untuk 
meningkatkan 
produktivitas kerja.  

(2) Pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) ditujukan untuk 
meningkatkan 
produktivitas kerja.  

(3) Standar Kompetensi 
Kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(3) Standar Kompetensi 
Kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 
 

(3) Standar Kompetensi 
Kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 
 

(4) Pelatihan tenaga keda 
konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan oleh 
rembaga pendidikan 
dan pelatihan kerja 
sesuai dengan 
ketentrlan peraturan 
perundang-undangan 

(4) Pelatihan tenaga kerja 
konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan oleh 
lembaga pendidikan dan 
pelatihan kerja sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.  

(4) Pelatihan tenaga kerja 
konstruksi 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diselenggarakan 
oleh lembaga 
pendidikan dan 
pelatihan kerja sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
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undangan.  
(5) Lembaga pendidikan 

dan pelatihan kerja 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) 
diregistrasi oleh 
Menteri. 
 

(5) Lembaga pendidikan 
dan pelatihan kerja 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat.  

(5) Lembaga pendidikan 
dan pelatihan kerja 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(4) memenuhi 
Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat.  

(6) Menteri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) 
melakukan registrasi 
terhadap lembaga 
pendidikan dari 
pelatihan kerja yang 
telah memiliki iiin 
dan/atau terakreditasi 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.104 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
perizinan Berusaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(5) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah. 

(7) Ketentuan lebih.. lanjut 
mengenai tata cara 
registrasi lembaga 
pendidikan dan 
pelatihan kerja 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) diatur 
dalam Peraturan 
Menteri.105 

  

 
25.  Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 72 Pasal 72 Pasal 72 

(1) Untuk mendapatkan 
pengakuan pengalaman 
profesional, setiap 
tenaga kerja konstruksi 
harus melakukan 
registrasi kepada 
Menteri. 

(1) Untuk mendapatkan 
pengakuan pengalaman 
profesional, setiap tenaga 
kerja konstruksi harus 
melakukan registrasi 
kepada Pemerintah 
Pusat. 
 

(1) Untuk mendapatkan 
pengakuan pengalaman 
profesional, setiap 
tenaga kerja konstruksi 
harus melakukan 
registrasi kepada 
Pemerintah Pusat. 
 

(2) Registrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dibuktikan dengan 
tanda daftar 
pengalaman profesional. 
 

(2) Registrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dibuktikan dengan tanda 
daftar pengalaman 
profesional. 
 

(2) Registrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dibuktikan dengan 
tanda daftar 
pengalaman 
profesional. 
 

(3) Tanda daftar 
pengalaman profesional 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai registrasi 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai registrasi 

                                       
104 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PP 
No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
105 Belum ditetapkan 
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sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling 
sedikit memuat:  
a. jenis layanan 

profesional yang 
diberikan;  

b. nilai pekerjaan 
konstruksi yang 
terkait dengan hasil 
layanan profesional;  

c. tahun pelaksanaan 
pekerjaan; dan  

d. nama Pengguna Jasa. 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.106 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.107 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai registrasi dan 
tata cara pemberian 
tanda daftar 
pengalaman profesional 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayai 
(2) diatur dalam 
Peraturan Menteri.108 

  

 
26.  Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 74 Pasal 74 Pasal 74 

(1) Pemberi kerja tenaga 
kerja konstruksi asing 
wajib memiliki rencana 
penggunaan tenaga kerja 
asing dan izin 
mempekerjakan tenaga 
kerja asing. 

Dihapus Dihapus 

(2) Tenaga keda konstruksi 
asing dapat melakukan 
pekerjaan di bidang Jasa 
Konstruksi di Indonesia 
hanya pada jabatan 
tertentu sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Tenaga kerja konstruksi 
asing pada jabatan ahli di 
bidang Jasa Konstruksi 
yang akan dipekerjakan 
oleh pemberi kerja harus 
memiliki surat tanda 
registrasi dari Menteri. 

                                       
106 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PP 
No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
107 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PP 
No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
108 Belum ditetapkan 
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(4) Surat tanda registrasi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diberikan 
berdasarkan sertifikat 
kompetensi tenaga kerja 
konstruksi asing menurut 
hukum negaranya. 

(5) Tenaga kerja konstruksi 
asing pada jabatan ahli 
wajib melaksanakan alih 
pengetahuan dan alih 
teknologi kepada tenaga 
kerja pendamping sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(6) Pengawasan penggunaan 
tenaga kerja konstruksi 
asing dilakukan oleh 
pengawas 
ketenagakerjaan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
registrasi bagi tenaga 
kerja konstruksi asing 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diatur 
dalam Peraturan 
Menteri.109 

 
27.  Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 84 Pasal 84 Pasal 84 

(1) Penyelenggaraan 
sebagian kewenangan 
Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 
mengikutsertakan 
masyarakat Jasa 
Konstruksi. 

(1) Penyelenggaraan 
sebagian kewenangan 
Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 
mengikutsertakan 
masyarakat Jasa 
Konstruksi. 

(1) Penyelenggaraan 
sebagian kewenangan 
Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 
mengikutsertakan 
masyarakat Jasa 
Konstruksi. 

(2) Keikutsertaan 
masyarakat Jasa 
Konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui satu 
lembaga yang dibentuk 
oleh Menteri. 

(2) Keikutsertaan 
masyarakat Jasa 
Konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui satu 
lembaga yang dibentuk 
oleh Menteri. 

(2) Keikutsertaan 
masyarakat Jasa 
Konstruksi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
dilakukan melalui satu 
lembaga yang dibentuk 

                                       
109 Belum ditetapkan 
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 oleh Pemerintah Pusat.  
(3) Unsur pengurus lembaga 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat 
diusulkan dari:  
a. asosiasi perusahaan 

yang terakreditasi;  
b. asosiasi profesi yang 

terakreditasi;  
c. institusi pengguna 

Jasa Konstruksi yang 
memenuhi kriteria; 
dan  

d. perguruan tinggi atau 
pakar yang 
memenuhi kriteria. 

(3) Unsur pengurus lembaga 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat 
diusulkan dari:  
a. asosiasi perusahaan 

yang terakreditasi;  
b. asosiasi profesi yang 

terakreditasi;  
c. institusi pengguna 

Jasa Konstruksi yang 
memenuhi kriteria;  

d. perguruan tinggi atau 
pakar yang 
memenuhi kriteria; 
dan  

e. asosiasi terkait rantai 
pasok konstruksi 
yang terakreditasi.  

 

(3) Unsur pengurus 
lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(21dapat diusulkan 
dari:  
a. asosiasi perusahaan 

yang terakreditasi;  
b. asosiasi profesi 

yang terakreditasi;  
c. institusi pengguna 

Jasa Konstruksi 
yang memenuhi 
kriteria;  

d. perguman tinggi 
atau pakar yang 
memenuhi kriteria; 
dan  

e. asosiasi terkait 
rantai pasok 
konstruksi yang 
terakreditasi. 

(4) Selain unsur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), 
pengurus lembaga dapat 
diusulkan dari asosiasi 
terkait rantai pasok 
konstruksi yang 
terakreditasi. 

(4) Pengurus lembaga 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat 
setelah mendapatkan 
persetujuan dari Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

 

(4) Pengurus lembaga 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
setelah mendapatkan 
persetujuan dari 
Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

(5) Pengurus lembaga 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapkan 
oleh Menteri setelah 
mendapatkan 
persetujuan, dari Dewan 
Perwakilan Ralryat. 

 

(5) Penyelenggaraan 
sebagian kewenangan 
yang dilakukan oleh 
lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dibiayai dengan anggaran 
pendapatan dan belanja 
negara dan/atau sumber 
lain yang sah sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

 

(5) Penyelenggaraan 
sebagian kewenangan 
Pemerintah Pusat yang 
dilakukan oleh 
lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dibiayai dengan 
anggaran pendapatan 
dan belanja negara 
dan/atau sumber lain 
yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(6) Asosiasi yang 
terakreditasi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diberikan 
oleh Menteri kepada yang 
memenuhi persyaratan:  
a. jumlah dan sebaran 

anggota;  
b. pemberdayaan 

(6) Biaya yang diperoleh dari 
masyarakat atas layanan 
dalam penyelenggaraan 
sebagian kewenangan 
yang dilakukan lembaga 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) merupakan 
penerimaan negara 
bukan pajak sesuai 

(6) Biaya yang diperoleh 
dari masyarakat atas 
layanan dalam 
penyelenggaraan 
sebagian kewenangan 
yang dilakukan 
lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(21 merupakan 
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kepada anggota;  
c. pemilihan pengurus 

secara demokratis;  
d. sarana dan prasarana 

di tingkat pusat dan 
daerah; dan  

e. pelaksanaan 
kewajiban sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

 

penerimaan negara 
bukan pajak sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(7) Penyelenggaraan 
sebagian kewenangan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang 
dilakukan oleh lembaga 
dibiayai dengan anggaran 
pendapatan dan belanja 
negara dan/atau sumber 
lain yang sah sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai 
penyelenggaraan 
sebagian kewenangan 
Pemerintah Pusat yang 
mengikutsertakan 
masyarakat Jasa 
Konstruksi dan 
pembentukan lembaga 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.110 

(7) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai 
penyelenggaraan 
sebagian kewenangan 
Pemerintah Pusat yang 
mengikutsertakan 
masyarakat Jasa 
Konstruksi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan 
pembentukan lembaga 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(8) Biaya yang diperoleh dari 
masyarakat atas layanan 
dalam penyelenggaraan 
sebagian kewenangan 
yang dilakukan lembaga 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) merupakan 
penerimaan negara 
bukan pajak sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

  

(9) Ketentuan mengenai 
penyelenggaraan 
sebagian kewenangan 
Pemerintah Pusat yang 
mengikutsertakan 
masyarakat Jasa 
Konstrrrksi dan 
pembentukan lembaga 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 

  

                                       
110 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PP 
No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
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diatur dengan 
Peraturan Menteri.111 

 
28.  Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 96 Pasal 96 Pasal 96 

(1) Setiap Penyedia Jasa 
dan/atau Pengguna Jasa 
yang tidak memenuhi 
Standar Keamanan, 
Keselamatan, Kesehatan, 
dan Keberlanjutan dalam 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 
59 ayat (1) dikenai  
a. sanksi administratif 

berupa:   
b. peringatantertulis;  
c. denda administratif;  
d. penghentian 

sementara 
Konstruksi; kegiatan 
layanan Jasa  

e. pencantuman dalam 
daftar hitam;  

f. pembekuan izin; 
dan/atau 
pencabutan izin. 

(1) Setiap usaha orang 
perseorangan yang tidak 
memiliki Tanda Daftar 
usaha Perseorangan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1) 
dikenai sanksi 
administratif berupa:  

a. Peringatan tertulis;  
b. denda administratif; 

dan/atau  
c. penghentian 

sementara kegiatan 
layanan Jasa 
Konstruksi. 

d. layanan Jasa 
pencantuman dalam 
daftar hitam; 

e. pembekuan Perizinan 
Berusaha; dan /atau 

f. pencabutan Perizinan 
Berusaha. 

 

(1) Setiap usaha orang 
perseorangan yang 
tidak memiliki Tanda 
Daftar usaha 
Perseorangan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1) 
dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. Peringatan tertulis;  
b. denda administratif; 

dan/atau  
c. penghentian 

sementara kegiatan 
layanan Jasa 
Konstruksi. 

d. layanan Jasa 
pencantuman dalam 
daftar hitam; 

e. pembekuan 
Perizinan Berusaha; 
dan /atau 

f. pencabutan 
Perizinan Berusaha. 

 
(2) Setiap Pengguna Jasa 

dan/atau Penyedia Jasa 
yang dalam memberikan 
pengesahan atau 
persetujuan melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 
59 ayat (2) dikenai 
sanksi administratif 
berupa:peringatan 
tertulis;  
a. peringatan tertulis;  
b. denda administratif; 
c. penghentian 

sementara kegiatan 
layanan Jasa 
Konstruksi;  

d.  pencantuman dalam 
daftar hitam;  

(2) Setiap badan usaha dan 
badan usaha asing yang 
tidak memenuhi 
kewajiban memiliki lzin 
Usaha yang masih 
berlaku sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 26 
ayat (2) dan Pasal 34 ayat 
(3), dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. peringatan tertulis;  
b. denda 

administratif;dan/at
au 

c. penghentian 
sementara kegiatan 
layanan Jasa 
Konstruksi; 

d. pencantuman dalam 

(1) Setiap badan usaha dan 
badan usaha asing yang 
tidak memenuhi 
kewajiban memiliki lzin 
Usaha yang masih 
berlaku sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 
26 ayat (2) dan Pasal 34 
ayat (3), dikenai sanksi 
administratif berupa:  

a. peringatan tertulis;  
b. denda 

administratif;dan/
atau  

c. penghentian 
sementara 
kegiatan layanan 
Jasa Konstruksi. 

                                       
111 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  9 
Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 
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e.  pembekuan izin; 
dan/atau  

f. pencabutan izin. 

daftar hitam;  
e. pembekuanPertzinan 

Berusaha;  
f. pencabutan 

Perizinan Berusaha; 
dan/atau  

g.  pencabutan 
Sertifikat Badan 
Usaha untuk 
Penyedia Jasa 
Konstruksi.   
 

 
29. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 99 Pasal 99 Pasal 99 

(1) Setiap tenaga kerja 
konstruksi yang bekerja 
di bidang Jasa 
Konstruksi tidak 
memiliki sertifikat 
Kompetensi Kerja 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 70 ayat (1) 
dikenai sanksi 
administratif berupa 
pemberhentian dari 
tempat kerja. 

(1) Setiap tenaga kerja 
konstruksi yang bekerja 
di bidang Jasa 
Konstruksi tidak 
memiliki Sertifikat 
Kompetensi Kerja 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 70 ayat (1) 
dikenai sanksi 
administratif berupa 
pemberhentian dari 
tempat kerja. 

(1) Setiap tenaga kerja 
konstruksi yang bekerja 
di bidang Jasa 
Konstruksi tidak 
memiliki Sertifikat 
Kompetensi Kerja 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 70 ayat (1) 
dikenai sanksi 
administratif berupa 
pemberhentian dari 
tempat kerja. 

(2) Setiap Pengguna Jasa 
dan/atau penyedia Jasa 
yang mempekerjakan 
tenaga kerja kontruksi 
yang tidak memiliki 
sertifikat Kompetensi 
Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
70 ayat (2) dikenai 
sanksi administratif 
berupa: 
a. denda administratif; 

dan/atau  
b. penghentian 

sementara kegiatan 
layanan Jasa 
Konstruksi. 

 

(2) Setiap Pengguna Jasa 
dan/atau Penyedia Jasa 
yang mempekerjakan 
tenaga kerja konstruksi 
yang tidak memiliki 
Sertifikat Kompetensi 
Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
70 ayat (2) dikenai 
sanksi administratif 
berupa:  
a. denda administratif; 

dan/atau  
b. penghentian 

sementara kegiatan 
layanan Jasa 
Konstruksi. 

 

(2) Setiap Pengguna Jasa 
dan/atau Penyedia Jasa 
yang mempekerjakan 
tenaga kerja konstruksi 
yang tidak memiliki 
Sertifikat Kompetensi 
Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
70 ayat (2) dikenai 
sanksi administratif 
berupa:  
a. denda 

administratif; 
dan/atau  

b. penghentian 
sementara kegiatan 
layanan Jasa 
Konstruksi 

(3) setiap lembaga 
sertifikasi profesi yang 
tidak mengikuti 
ketentuan pelaksanaan 
uji kompetensi 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 70 ayat (3) 

(3) Setiap tenaga kerja 
konstruksi yang bekerja 
di bidang Jasa 
Konstruksi yang 
memiliki Sertifikat 
Kompetensi Kerja 
sebagaimana dimaksud 

(3) Setiap tenaga kerja 
konstruksi yang bekerja 
di bidang Jasa 
Konstruksi yang 
memiliki Sertifikat 
Kompetensi Kerja 
sebagaimana dimaksud 
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dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. peringatan tertulis; 
b. denda administratif;  
c. pembekuan lisensi; 

dan/atau 
d. pencabutan lisensi. 

dalam Pasal 70 ayat (1) 
yang tidak berpraktik 
sesuai dengan standar 
kompetensi kerja 
nasional Indonesia, 
standar internasional, 
dan atau standar khusus 
dikenai sanksi berupa:  
a. peringatan tertulis;  
b. denda administratif;  
c. pembekuan Sertifikat 

Kompetensi Kerja; 
dan/atau  

d. pencabutan Sertifikat 
Kompetensi Kerja. 

 

dalam Pasal 70 ayat (1) 
yang tidak berpraktik 
sesuai dengan standar 
kompetensi kerja 
nasional Indonesia, 
standar internasional, 
dan atau standar khusus 
dikenai sanksi berupa:  
a. peringatan tertulis;  
b. denda administratif;  
c. pembekuan 

Sertifikat 
Kompetensi Kerja; 
dan/atau  

d. pencabutan 
Sertifikat 
Kompetensi Kerja. 

 
 (4) Setiap lembaga 

sertifikasi profesi yang 
tidak mengikuti 
ketentuan pelaksanaan 
uji kompetensi 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 70 ayat (3) 
dikenai sanksi berupa:  
a. peringatan tertulis;  
b. denda administratif;  
c. pembekuan lisensi; 

dan/atau  
d. pencabutan lisensi. 

(4) Setiap lembaga 
sertifikasi profesi yang 
tidak mengikuti 
ketentuan pelaksanaan 
uji kompetensi 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 70 ayat (3) 
dikenai sanksi berupa:  
a. peringatan tertulis;  
b. denda administratif;  
c. pembekuan lisensi; 

dan/atau  
d. pencabutan lisensi. 

 
30. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 
Pasal 101 Pasal 101 Pasal 101 

(1) Setiap pemberi kerja 
tenaga kerja konstruksi 
asing yang tidak memiliki 
rencana penggunaan 
tenaga kerja konstruksi 
asing dan izin 
mempekerjakan tenaga 
kerja konstruksi asing 
sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 74 ayat (1) 
dan mempekerjakan 
tenaga kerja konstruksi 
asing yang tidak memiliki 
registrasi dari Menteri 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 74 ayat (3), 
dikenai sanksi 
administratif berupa:  

Dihapus. Dihapus. 
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a. peringatan tertulis; 
b. denda administratif;  
c. penghentian 

sementara 
Konstruksi; dan/atau  

d. kegiatan layanan Jasa  
e. pencantuman dalam 

daftar hitam. 
 

(2) Setiap tenaga kerja 
konstruksi asing pada 
jabatan ahli yang tidak 
melaksanakan kewajiban 
alih pengetahuan dan alih 
teknologi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal T4 
ayat (5) dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. peringatan tertulis;  
b. denda administratif;  
c. pemberhentian dari 

pekerjaan; dan/atau  
d. pencantuman dalam 

daftar hitam. 
 

31. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
UU Jasa Kontruksi UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 102 Pasal 102 Pasal 102 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana 
dimaksud dalam -pasal 89 
sampai dengan Pasal 101 
diatur dalam peraturan 
pemerintah.112 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89, 
Pasal 90, Pasal 91, Pasal 
93, Pasal 94, Pasal 95, 
Pasal 96, Pasal 97, Pasal 
98, Pasal 99, dan Pasal 100 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.113 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 89, Pasal 90, 
Pasal 91, Pasal 93, Pasal 
94, Pasal 95, Pasal 96, 
Pasal 97, Pasal 98, Pasal 
99, dan Pasal 100 diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 

                                       
112 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
113 Dilaksankaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PP 
No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
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PENJELASAN UU JASA KONSTRUKSI DAN UU CIPTA KERJA 
 

 
Penjelasan Pasal 5 

 
UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1)  
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Cukup jelas.  
Huruf c  

Cukup jelas.  
Huruf d  

Yang dimaksud dengan 
"rantai pasok Jasa 
Konstruksi" adalah alur 
kegiatan produksi dan 
distribusi material, 
peralatan, dan 
teknologi yang 
digunakan dalam 
pelaksanaan Jasa 
Konstruksi.  

Huruf e  
Cukup jelas.  

Huruf f  
Cukup jelas.  

Huruf g  
Cukup jelas.  

Huruf h  
Cukup jelas.  

Huruf i  
Cukup jelas.  

Huruf j  
Cukup jelas.  

Huruf k 
 Cukup jelas. 

Huruf I  
Cukup jelas.  

Huruf m  
Cukup jelas.  

Huruf n  
Cukup jelas.  

Huruf o  
Cukup jelas.  

Huruf p  
Cukup jelas.  

Huruf q  
Cukup jelas. 

Huruf r  
Cukup jelas.  

Ayat (1)  
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Cukup jelas. 
 Huruf c  

Cukup jelas.  
Huruf d  

Cukup jelas.  
Huruf e  

Cukup jelas.  
Huruf f  

Yang dimaksud dengan 
"rantai pasok Jasa 
Konstruksi" adalah 
alur kegiatan produksi 
dan distribusi material, 
peralatan, dan 
teknologi yang 
digunakan dalam 
pelaksanaan Jasa 
Konstruksi.  

Huruf g  
Cukup jelas.  

Huruf h  
Cukup jelas. 

Huruf i  
Cukup jelas.  

Huruf j  
Cukup jelas.  

Huruf k  
Cukup jelas.  

Huruf l  
Cukup jelas.  

Huruf m  
Cukup jelas.  

Huruf n  
Cukup jelas.  

Huruf o  
Cukup jelas.  

Huruf p  
Cukup jelas.  

Huruf q  
Cukup jelas.  

Huruf r  
Cukup jelas. 

Ayat (1)  
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Cukup jelas. 
 Huruf c  

Cukup jelas.  
Huruf d  

Cukup jelas.  
Huruf e  

Cukup jelas.  
Huruf f  

Yang dimaksud 
dengan "rantai 
pasok Jasa 
Konstruksi" adalah 
alur kegiatan 
produksi dan 
distribusi material, 
peralatan, dan 
teknologi yang 
digunakan dalam 
pelaksanaan Jasa 
Konstruksi.  

Huruf g  
Cukup jelas.  

Huruf h  
Cukup jelas. 

Huruf i  
Cukup jelas.  

Huruf j  
Cukup jelas.  

Huruf k  
Cukup jelas.  

Huruf l  
Cukup jelas.  

Huruf m  
Cukup jelas.  

Huruf n  
Cukup jelas.  

Huruf o  
Cukup jelas.  

Huruf p  
Cukup jelas.  

Huruf q  
Cukup jelas.  

Huruf r  
Cukup jelas. 
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Ayat (2)  
Cukup jelas 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

Ayat (3)  
Cukup jelas.  

Ayat (3)  
Cukup jelas.  

Ayat (3)  
Cukup jelas.  

Ayat (4)  
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Cukup jelas.  
Huruf c  

Pelatihan tenaga kerja 
konstruksi strategis 
dan percontohan 
antara lain pemberian 
pelatihan bagi 
penerapan teknologi, 
metode, dan standar 
kompetensi baru.  

Huruf d 
 Cukup jelas. 

Huruf e  
standar remunerasi 
minimal ditetapkan 
dengan 
mempertimbangkan 
kompleksitas dari lenis 
layanan profesional, 
biaya, risiko, dan 
teknorogi dari 
penyelenggaraan Jasa 
Kontruksi yang terkait 
dengan hasil layanan 
profesional, dan/atau 
harga pasar yang 
berlaku di provinsi 
tempat 
diselenggarakannya 
Jasa Konstruksi.  

Huruf f  
Cukup jelas.  

Huruf g  
Cukup jelas.  

Huruf h  
Cukup jelas.  

Huruf i  
Cukup jelas.  

Huruf j  
Cukup jelas. 

 Huruf k 
 Cukup jelas 

 

Ayat (4)  
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Cukup jelas. 
Huruf c 

Pelatihan tenaga kerja 
konstruksi strategis 
dan percontohan 
antara lain pemberian 
pelatihan bagi 
penerapan teknologi, 
metode, dan standar 
kompetensi baru. 

Huruf d  
Cukup jelas. 

Huruf e 
Standar remunerasi 
minimal ditetapkan 
dengan 
mempertimbangkan 
kompleksitas dari jenis 
layanan profesional, 
biaya, risiko, dan 
teknologi dari 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi yang 
terkait dengan hasil 
layanan profesional, 
dan/atau harga pasar 
yang berlaku di 
provinsi tempat 
diselenggarakannya 
Jasa Konstruksi. 

Huruf f  
Cukup jelas.  

Huruf g  
Cukup jelas.  

Huruf h  
Cukup jelas.  

Huruf i  
Cukup jelas.  

Huruf j  
Cukup jelas.  

Huruf k  
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Cukup jelas. 
Huruf c 

Pelatihan tenaga 
kerja konstruksi 
strategis dan 
percontohan antara 
lain pemberian 
pelatihan bagi 
penerapan 
teknologi, metode, 
dan standar 
kompetensi baru. 

Huruf d  
Cukup jelas. 

Huruf e 
Standar remunerasi 
minimal ditetapkan 
dengan 
mempertimbangkan 
kompleksitas dari 
jenis layanan 
profesional, biaya, 
risiko, dan teknologi 
dari 
penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi 
yang terkait dengan 
hasil layanan 
profesional, 
dan/atau harga 
pasar yang berlaku 
di provinsi tempat 
diselenggarakannya 
Jasa Konstruksi. 

Huruf f  
Cukup jelas.  

Huruf g  
Cukup jelas.  

Huruf h  
Cukup jelas.  

Huruf i  
Cukup jelas.  

Huruf j  
Cukup jelas.  

Huruf k  
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Cukup jelas. 
Ayat (5)  
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Cukup jelas.  
Huruf c  

Teknologi prioritas 
meliputi:  

1. teknologi sederhana 
tepat guna dan 
padat karya;  

2. teknologi yang 
berkaitan dengan 
posisi geografis 
Indonesia;  

3. teknologi konstruksi 
berkelanjutan;  

4. teknologi material 
baru yang 
berpotensi tinggi di 
Indonesia; dan  

5. teknologi dan 
manajemen 
pemeliharaan aset 
infrastruktur. 

Huruf d  
Cukup jelas.  

Huruf e  
Cukup jelas.  

Huruf f  
Cukup jelas.  

Huruf g  
Cukup jelas.  

 

Ayat (5)  
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Cukup jelas.  
Huruf c  

Teknologi prioritas 
meliputi: 

1. teknologi 
sederhana tepat 
guna dan padat 
karya;  

2. teknologi yang 
berkaitan dengan 
posisi geografis 
Indonesia;  

3. teknologi 
konstruksi 
berkelanjutan;  

4. teknologi material 
baru yang 
berpotensi tinggi di 
Indonesia; dan 

5. teknologi dan 
manajemen 
pemeliharaan aset 
infrastruktur. 

Huruf d   
Cukup jelas.  

Huruf e  
Cukup jelas.  

Huruf f  
Cukup jelas.  

Huruf g  
Cukup jelas. 

Ayat (5)  
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Cukup jelas.  
Huruf c  

Teknologi prioritas 
meliputi: 
1. teknologi 

sederhana tepat 
guna dan padat 
karya;  

2. teknologi yang 
berkaitan 
dengan posisi 
geografis 
Indonesia;  

3. teknologi 
konstruksi 
berkelanjutan;  

4. teknologi 
material baru 
yang berpotensi 
tinggi di 
Indonesia; dan 

5. teknologi dan 
manajemen 
pemeliharaan 
aset 
infrastruktur. 

Huruf d   
Cukup jelas.  

Huruf e  
Cukup jelas.  

Huruf f  
Cukup jelas.  

Huruf g  
Cukup jelas. 

Ayat (6)  
Cukup jelas.  

Ayat (6)  
Cukup jelas.  

Ayat (6)  
Cukup jelas.  

Ayat (7)  
Cukup jelas 

Ayat (7)  
Cukup jelas 

Ayat (7)  
Cukup jelas 

Ayat (8)  
Cukup jelas. 

Ayat (8)  
Cukup jelas. 

Ayat (8)  
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 6 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 7 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 8 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 9 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 10 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas.  

 
Penjelasan Pasal 20 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Kualifikasi usaha 
menentukan batasan 
kemampuan suatu usaha 
Jasa Konstruksi dalam 
melaksanakan Jasa 
Konstruksi pada saat yang 
bersamaan.  

Ayat (1)  
Kualifikasi usaha 
menentukan batasan 
kemampuan suatu usaha 
Jasa Konstruksi dalam 
melaksanakan Jasa 
Konstruksi pada saat yang 
bersamaan.  

Ayat (1)  
Kualifikasi usaha 
menentukan 
batasan kemampuan 
suatu usaha Jasa 
Konstruksi dalam 
melaksanakan Jasa 
Konstruksi pada 
saat yang 
bersamaan.  

Ayat (2)  
Cukup jelas.  

Ayat (2)  
Cukup jelas.  

Ayat (2)  
Cukup jelas.  

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 26 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

  
Penjelasan Pasal 27 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 28 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 29 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 30 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Cukup jelas.  
Cukup jelas. Cukup jelas. 
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Ayat (2)  
Sertifikasi oleh Menteri 
merupakan proses pemberian 
sertifikat atas penilaian untuk 
mendapatkan pengakuan 
terhadap klasifikasi dan 
kualifikasi atas kemampuan 
badan usaha di bidang Jasa 
Konstruksi. Registrasi oleh 
Menteri merupakan pendataan 
dan pencatatan sertifikat badan 
usaha dalam rangka 
pembinaan Jasa Konstruksi. 

Ayat (3)  
Cukup jelas.  

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan 
"sertifikasi Badan Usaha" 
adalah proses pemberian 
sertifikat atas penilaian untuk 
mendapatkan pengakuan 
terhadap klasifikasi dan 
kuarifikasi atas kemampuan 
badan usaha di bidang Jasa 
Konstruksi termasuk 
penyetaraan badan usaha Jasa 
Konstruksi asing.  
Pengajuan permohonan 
Sertifikasi Badan Usaha kepada 
lembaga sertifikasi badan 
usaha dilakukan tanpa 
menghambat proses 
pemohonan dan dengan tujuan 
agar proses Sertifikasi Badan 
Usaha dapat dijangkau oleh 
badan usaha Jasa Konstruksi 
yang berdomisili di 
kabupaten/kota. 

Ayat (5)  
Persyaratan akreditasi asosiasi 
badan usaha ditetapkan 
dengan mempertimbangkan 
kategori asosiasi sesuai 
anggaran dasar/anggaran 
rumah tangga yang meliputi 
asosiasi yang bersifat umum 
atau khusus serta asosiasi yang 
memiliki cabang atau tidak 
memiliki cabang.  

Huruf a  
Cukup jelas.  

Huruf b  
Pemberdayaan kepada 
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anggota antara lain 
dilakukan melalui 
pendidikan dan 
pelatihan, seminar, 
diseminasi, dan 
sosialisasi yang terkait 
dengan usaha Jasa 
Konstruksi.  

Huruf c  
Cukup jelas.  

Huruf d  
Cukup jelas.  

Huruf e  
Cukup jelas 

Ayat (6)  
Cukup jelas.  

Ayat (7)  
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 31 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan 
"pengalaman usaha” adalah 
pengalaman sebagai 
Penyedia Jasa atau 
Subpenyedia Jasa, termasuk 
pengalaman sebagai 
Penyedia Jasa dalam rangka 
kerja sama operasi, baik di 
dalam negeri maupun di 
luar negeri.  

Dihapus Dihapus 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (5)  
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 33 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Cukup jelas. Cukup jelas. 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan 
"tanggung renteng" adalah 
kerja sama operasi yang 
dimutai saat mengikuti 
proses pemilihan, 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      310

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

pelaksanaan, sampai dengan 
pengakhiran -pekerjaan 
konstruksi secara bersama-
sama dan secara sendiri-
sendiri dengan tanggung 
jawab yang sama kepada 
pengguna jasa 

 
Penjelasan Pasal 34 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 35 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 36 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 38 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi yang dikerjakan 
sendiri merupakan kegiatan 
yang pekerjaannya 
direncanakan, dikerjakan, 
dan/atau diawasi sendiri 
oleh kementerian, lembaga, 
dinas, atau instansi sebagai 
penanggung jawab 
anggaran, instansi 
pemerintah lain, dan/atau 
kelompok masyarakat. 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

Ayat (2)  
Penyelenggaraan Usaha 
Jasa Konstruksi yang 
dikerjakan sendiri 
merupakan kegiatan yang 
pekerjaannya 
direncanakan, dikerjakan, 
dan/atau diawasi sendiri 
oleh pemerintah sebagai 
penanggung jawab 
anggaran, dan/atau 
kelompok masyarakat. 

Ayat (2)  
Penyelenggaraan 
Usaha Jasa Konstruksi 
yang dikerjakan 
sendiri merupakan 
kegiatan yang 
pekerjaannya 
direncanakan, 
dikerjakan, dan/atau 
diawasi sendiri oleh 
pemerintah sebagai 
penanggung jawab 
anggaran, dan/atau 
kelompok masyarakat. 

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan 
"perjanjian penyediaan 
bangunan" adalah perjanjian 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 
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yang dilakukan antara pemilik 
dan/atau penanggung jawab 
bangunan dengan pemilik 
modal atau pengembang 
untuk mewujudkan bangunan 
yang dibiayai dengan dana 
investasi badan usaha 
dan/atau masyarakat. yang 
termasuk dalam perjanjian 
penyediaan bangunan antara 
lain perjanjian kerjasama 
antara Pemerintah dengan 
badan usaha, perjanjian 
kerjasama antara 
pengembang dengan badan 
usaha Jasa Konstruksi, yang 
pembayarannya dilakukan 
melalui pengembalian 
investasi dalam tenggang 
waktu yang disepakati 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

- - 

 
Penjelasan Pasal 42 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Dihapus. Dihapus. 

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan 
"prakualifikasi" adalah proses 
penilaian kemampuan usaha 
serta pemenuhan persyaratan 
ierhadap badan usaha 
sebelum pemasukan dokumen 
penawaran.  

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan 
"katalog" adalah informasi 
yang memuat daftar, jenis, 
spesifikasi teknis, tingkat 
komponen dalam negeri, 
produk dalam negeri, produk 
SNI, produk hijau, negara asal, 
harga, penyedia, dan informasi 
lainnya terkait barang atau 
jasa tertentu. 

Ayat (4)  
Huruf a  

Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi dalam keadaan 
darurat dapat dilakukan 
tidak hanya untuk bangunan 
yang bersifat sementara 
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namun dapat juga untuk 
bangunan yang bersifat 
permanen. 

Huruf b  
Cukup jelas. 

Huruf c  
Cukup jelas.  

Huruf d  
Cukup jelas.  

Huruf e  
Cukup jelas 

Ayat (5)  
Cukup jelas 

Ayat (6)  
Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 44 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Yang dimaksud dengan 
"Penyedia Jasa yang terafiliasi" 
adalah Penyedia Jasa yang 
memiliki suatu 
hubungan/pertalian dengan 
pihak Pengguna Jasa karena:  

a. hubungan 
kekerabatan/kekeluargaan 
karena perkawinan dan 
keturunan sampai derajat 
kedua baik secara horizontal 
maupun vertikal; atau  

b. hubungan usaha dan/atau 
hubungan kerja, atau pihak 
yang mempengaruhi 
pengelolaan perusahaan 
pengguna Jasa. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 57 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Jaminan ini hanya berlaku 
bagi penyedia Jasa utama, 
yaitu Penyedia Jasa yang 
langsung melakukan 
pengikatan kontrak dengan 
Pengguna Jasa.  

Dihapus. Dihapus. Ayat (2)  
Huruf a  

Yang dimaksud dengan 
“Jaminan penawaran” 
adalah jaminan yang 
diberikan peserta pemilihan 
kepada kelompok kerja unit 
layanan pengadian sebelum 
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batas akhir pemasukan 
penawaran. 

Huruf b  
Yang dimaksud dengan 
“jaminan pelaksanaan” 
adalah jaminan bahwa 
penyedia Jasa akan, 
menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan ketentuan 
Kontrak Kerja Konstruksi.  

Huruf c  
Yang dimaksud dengan 
"jaminan uang muka” adalah 
jaminan yang diberikan 
penyedia Jasa kipada 
pengguna Jasa sebelum 
Penyedia Jasa menerima 
uang muka untut memulai 
Pekerjaan Konstruksi.  

Huruf d  
Yang dimaksud dengan 
“Jaminan pemeliharaan” 
adalah jaminan yang 
diberikan penyedia Jasa 
kepada pengguna Jasa 
selama masa pertanggungan 
yaitu waktu antara 
penyerahan pertama 
kalinya hasil akhir 
pekerjaan dan penyerahan 
kedua kalinya hasil akhir 
pekerjaan.  

Huruf e  
Yang dimaksud dengan 
taminan “sanggah banding" 
adalah jaminan yang harus 
diserahkan oleh penyedia 
Jasa yang akan melakukan 
sanggah banding. 

Ayat (3)  
Cukup jelas.  

 

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan 
"perjanjian terikat" (surety 
bond) adalah asuransi 
penjaminan antara penjamin 
dengan pelaksana pekerjaan. 
Penjamin akan menjamin 
pelaksana pekeijaan atas 
pekerjaan atau tanggung 
jawab yang diberikan pemilik 
proyek kepada pelaksana 
pekerjaan. Asuransi 
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penjaminan ini biasanya 
dikeluarkan oleh perusahaan 
asuransi kerugian. 

Ayat (5)  
Cukup jelas.  

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 58 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Dihapus Dihapus 

 
Penjelasan Pasal 59 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 69 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Cukup Jelas. Cukup Jelas. 

Ayat (2)  
Cukup jelas.  

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Ayat (4)  
Cukup jelas.  

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan 
“diregistrasi" adalah proses 
pencatatan untuk pangkalan 
data lembaga pendidikan dan 
pelatihan kerja dalam rangka 
pengembangan tenaga kerja 
konstruksi.  

Ayat (6)  
Cukup jelas.  

Ayat (7)  
Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 72 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Cukup jelas 
Ayat (1)  

Cukup jelas 
Ayat (1)  

Cukup jelas 
Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan 
"tanda daftar pengalaman 
profesional” adalah 
dokumen yang memuat dan 
menjelaskan pengalaman 
tenaga kerja konstruksi 
yang telah didaftarkrn 
secara resmi kepada 
Menteri. 

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan 
"tanda daftar pengalaman 
profesional" adalah 
dokumen yang memuat 
dan menjelaskan 
pengalaman tenaga kerja 
konstruksi yang telah 
didaftarkan secara resmi 
kepada pemerintah 

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan 
"tanda daftar 
pengalaman 
profesional" adalah 
dokumen yang 
memuat dan 
menjelaskan 
pengalaman tenaga 
kerja konstruksi yang 
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 telah didaftarkan 
secara resmi kepada 
pemerintah 

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

  

 
Penjelasan Pasal 74 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan 
"pemberi kerja" adalah badan 
hukum yang mempekerjakan 
tenaga kerja konstruksi asing 
dengan membayar upah atau 
imbalan.  
Yang dimaksud dengan 
"rencana penggunaan tenaga 
kerja asing" adalah rencana 
penggunaan tenaga kerja asing 
pada jabatan tertentu yang 
disahkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
ketenagakerjaan atau pejabat 
yang ditunjuk.  
Yang dimaksud dengan "izin 
memperkerjakan asing" adalah 
izin tertulis yang diberikan 
oleh tenaga kerja menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintah di bidang 
ketenagakerjaan atau pejabat 
yang ditunjuk kepada pemberi 
kerja tenaga kerja asing.  

Dihapus Dihapus 

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan 
tabatan tertentu" adarah 
jabatan komisaris, direksi, 
manajer, dan ahli tertentu 
yang ditetapkan oleh menteri 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang ketenagakerjaan.  

Ayat (3)  
Cukup jelas.  

Ayat (4)  
Cukup jelas.  

Ayat (5)  
Cukup jelas.  

Ayat (6)  
Cukup jelas. 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      316

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

 
Penjelasan Pasal 84 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1)  

Penyelenggaraan sebagian 
kewenangan Pemerintah 
Pusat antara lain registrasi 
badan usaha Jasa Konstruksi, 
akreditasi bagi asosiasi 
perusahaan Jasa Konstruksi 
dan asosiasi terkait rantai 
pasok Jasa Konstruksi, 
registrasi pengalaman badan 
usaha, registrasi penilai ahli, 
menetapkan penilai ahli yang 
teregistrasi dalam hal terjadi 
Kegagalan Bangunan, 
akreditasi bagi asosiasi 
profesi dan lisensi bagi 
lembaga sertifikasi profesi, 
registrasi tenaga kerja, 
registrasi pengalaman 
profesional tenaga kerja 
serta lembaga pendidikan 
dan pelatihan kerja di bidang 
konstruksi, penyetaraan 
tenaga kerja asing, 
membentuk lembaga 
sertifikasi profesi untuk 
melaksanakan tugas 
sertifikasi kompetensi kerja 
yang belum dapat dilakukan 
lembaga sertifikasi profesi 
yang dibentuk oleh asosiasi 
profesi/lembaga pendidikan 
dan pelatihan. 

Ayat (1)  
Penyelenggaraan sebagian 
kewenangan Pemerintah 
Pusat antara lain registrasi 
badan usaha Jasa Konstruksi, 
akreditasi bagi asosiasi 
perusahaan Jasa Konstruksi 
dan asosiasi terkait rantai 
pasok Jasa Konstruksi, 
registrasi pengalaman badan 
usaha, registrasi penilai ahli, 
menetapkan penilai ahli yang 
teregistrasi dalam hal terjadi 
Kegagalan Bangunan, 
akreditasi bagi asosiasi 
profesi dan lisensi bagi 
lembaga sertifikasi profesi, 
registrasi tenaga kerja, 
registrasi pengalaman 
profesional tenaga kerja serta 
lembaga pendidikan dan 
pelatihan kerja di bidang 
konstruksi, penyetaraan 
tenaga kerja asing, 
membentuk lembaga 
sertifikasi profesi untuk 
melaksanakan tugas 
sertifikasi kompetensi kerja 
yang belum dapat dilakukan 
lembaga sertifikasi profesi 
yang dibentuk oleh asosiasi 
profesi/lembaga pendidikan 
dan pelatihan. 

Ayat (1)  
Penyelenggaraan 
sebagian kewenangan 
Pemerintah Pusat 
antara lain registrasi 
badan usaha Jasa 
Konstruksi, akreditasi 
bagi asosiasi 
perusahaan Jasa 
Konstruksi dan 
asosiasi terkait rantai 
pasok Jasa 
Konstruksi, registrasi 
pengalaman badan 
usaha, registrasi 
penilai ahli, 
menetapkan penilai 
ahli yang teregistrasi 
dalam hal terjadi 
Kegagalan Bangunan, 
akreditasi bagi 
asosiasi profesi dan 
lisensi bagi lembaga 
sertifikasi profesi, 
registrasi tenaga 
kerja, registrasi 
pengalaman 
profesional tenaga 
kerja serta lembaga 
pendidikan dan 
pelatihan kerja di 
bidang konstruksi, 
penyetaraan tenaga 
kerja asing, 
membentuk lembaga 
sertifikasi profesi 
untuk melaksanakan 
tugas sertifikasi 
kompetensi kerja 
yang belum dapat 
dilakukan lembaga 
sertifikasi profesi 
yang dibentuk oleh 
asosiasi 
profesi/lembaga 
pendidikan dan 
pelatihan. 

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan 
"lembaga" adalah 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan 
"lembaga" adalah 

Ayat (2) 
Yang dimaksud 
dengan "lembaga" 
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pengembangan Jasa 
Konstruksi.  

pengembangan Jasa 
Konstruksi. 

adalah 
pengembangan Jasa 
Konstruksi. 

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  

Huruf b 
Cukup jelas.  

Huruf c  
Cukup jelas.  

Huruf d  
Cukup jelas.  

Huruf e  
Asosiasi terkait rantai 
pasok konstruksi antara 
lain asosiasi terkait 
material dan peralatan 
konstruksi. 

Ayat (3)  
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Cukup jelas.  
Huruf c   

Cukup jelas.  
Huruf d  

Cukup jelas.  
Huruf e  

Asosiasi terkait rantai 
pasok konstruksi antara 
lain asosiasi terkait 
material dan peralatan 
konstruksi. 

Ayat (3)  
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Cukup jelas.  
Huruf c   

Cukup jelas.  
Huruf d  

Cukup jelas.  
Huruf e  

Asosiasi terkait 
rantai pasok 
konstruksi antara 
lain asosiasi 
terkait material 
dan peralatan 
konstruksi. 

Ayat (4)  
Cukup jelas 

Ayat (4)  
Cukup jelas 

Ayat (4)  
Cukup jelas 

Ayat (5)  
Cukup jelas 

Ayat (5)  
Cukup jelas 

Ayat (5)  
Cukup jelas 

Ayat (6)  
Cukup jelas.  

Ayat (6)  
Cukup jelas.  

Ayat (6)  
Cukup jelas.  

Ayat (7)  
Pengaturan pembentukan 
lembaga antara lain tata 
cara pemilihan pengurus, 
masa bakti, tugas pokok dan 
fungsi, mekanisme kerja 
lembaga. 

Ayat (7)  
Pengaturan pembentukan 
lembaga antara lain tata 
cara pemilihan pengurus, 
masa bakti, tugas pokok 
dan fungsi, mekanisme 
kerja lembaga. 

Ayat (7)  
Pengaturan 
pembentukan 
lembaga antara lain 
tata cara pemilihan 
pengurus, masa bakti, 
tugas pokok dan 
fungsi, mekanisme 
kerja lembaga. 

Ayat (8) 
Cukup jelas 

  

Ayat (9) 
Pengaturan pembentukan 
lembaga antara lain tata 
cara pemilihan pengurus, 
masa bakti, tugas pokok dan 
fungsi, serta mekanisme 
kerja lembaga. 

  

 
Penjelasan Pasal 89 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 96 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 99 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 102 

UU JASA KONSTRUKSI UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
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I. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR 

 

Pasal 53 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6405) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU SDA UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 8 Pasal 8 Pasal 8 
(1) Hak rakyat atas Air 

yang dijamin 
pemenuhannya oleh 
negara sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 6 merupakan 
kebutuhan pokok 
minimal sehari-hari. 

 

(1) Hak rakyat atas Air 
yang dijamin 
pemenuhannya oleh 
negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
6 merupakan 
kebutuhan pokok 
minimal sehari-hari. 

(1) Hak rakyat atas Air 
yang dijamin 
pemenuhannya oleh 
negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
6 merupakan 
kebutuhan pokok 
minimal sehari-hari. 

(2) Selain hak rakyat atas 
Air yang dijamin 
pemenuhannya oleh 
negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) negara 
memprioritaskan hak 
rakyat atas Air 
sebagai berikut:  

a. kebutuhan pokok 
sehari hari;  

b. pertanian rakyat; 
dan 

c. penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha guna 
memenuhi 
kebutuhan pokok 
sehari-hari melalui 
Sistem Penyediaan 
Air Minum. 

(2) Selain hak rakyat atas 
Air yang dijamin 
pemenuhannya oleh 
negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
negara 
memprioritaskan hak 
rakyat atas Air sebagai 
berikut:  
a. kebutuhan pokok 

sehari hari; 
b. pertanian rakyat; 

dan  
c. penggunaan 

Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha guna 
memenuhi 
kebutuhan pokok 
seharihari melalui 
Sistem Penyediaan 
Air Minum 

(2) Selain hak ralryat atas 
Air yang dijamin 
pemenuhannya oleh 
negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1), negara 
memprioritaskan hak 
rakyat atas Air sebagai 
berikut:  

a. kebutuhan pokok 
sehari-hari;  

b. pertanian rakyat; 
dan  

c. penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
kebutuhan usaha 
guna memenuhi 
kebutuhan pokok 
sehari-hari melalui 
Sistem Penyediaan 
Air Minum. 

(3) Dalam hal 
ketersediaan Air 
tidak mencukupi 
untuk prioritas 
pemenuhan 
sebagaimana 

(3) Dalam hal ketersediaan 
Air tidak mencukupi 
untuk prioritas 
pemenuhan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), 

(3) Dalam hal 
ketersediaan Air tidak 
mencukupi untuk 
prioritas pemenuhan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      320

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

dimaksud pada ayat 
(2) pemenuhan Air 
untuk kebutuhan 
pokok sehari-hari 
lebih diprioritaskan 
dari yang lainnya. 

pemenuhan Air untuk 
kebutuhan pokok 
sehari-hari lebih 
diprioritaskan dari 
yang lainnya. 

(2), pemenuhan Air 
untuk kebutuhan 
pokok sehari-hari 
lebih diprioritaskan 
dari yang lainnya. 

(4) Dalam hal 
ketersediaan Air 
mencukupi, setelah 
urutan prioritas 
pemenuhan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) urutan prioritas 
selanjutnya adalah:  

a. penggunaan 
Sumber Daya Air 
guna memenuhi 
kegiatan bukan 
usaha untuk 
kepentingan 
publik; dan 

b. penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha lainnya 
yang telah 
ditetapkan 
izinnya. 

(4) Dalam hal ketersediaan 
Air mencukupi, setelah 
urutan prioritas 
pemenuhan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), urutan 
prioritas selanjutnya 
adalah: 

a. penggunaan 
Sumber Daya Air 
guna memenuhi 
kegiatan bukan 
usaha untuk 
kepentingan 
publik; da 

b. penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha lainnya yang 
telah ditetapkan 
Perizinan 
Berusaha. 

 

(4) Dalam hal 
ketersediaan Air 
mencukupi, setelah 
urutan prioritas 
pemenuhan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2), urutan prioritas 
selanjutnya sebagai 
berikut:  
a. penggunaan Sumber 

Daya Air guna 
memenuhi kegiatan 
bukan usaha untuk 
kepentingan publik; 
dan  

b. penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
kebutuhan usaha 
lainnya yang telah 
ditetapkan 
Perizinan Berusaha. 
 

(5) Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah 
Daerah menetapkan 
urutan prioritas 
pemenuhan Air pada 
Wilayah Sungai 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan 
ketentuan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2), ayat (3), dan ayat 
(4). 

(5) Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
menetapkan urutan 
prioritas pemenuhan 
Air pada Wilayah 
Sungai sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4). 

(5) Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
menetapkan urutan 
prioritas pemenuhan 
Air pada Wilayah 
Sungai sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan 
ketentuan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2), ayat (3), dan ayat 
(4). 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      321

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

(4) Dalam menetapkan 
prioritas pemenuhan 
Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(5) Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah 
Daerah terlebih 
dahulu 
memperhitungkan 
keperluan Air untuk 
pemeliharaan Sumber 
Air dan lingkungan 
hidup. 

(6) Dalam menetapkan 
prioritas pemenuhan 
Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(5), Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Fusat 
terlebih dahulu 
memperhitungkan 
keperluan Air untuk 
pemeliharaan Sumber 
Air dan lingkungan 
hidup. 

(6) Dalam menetapkan 
prioritas pemenuhan 
Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(5), Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
terlebih dahulu 
memperhitungkan 
keperluan Air untuk 
pemeliharaan Sumber 
Air dan lingkungan 
hidup. 
 

(5) Hak rakyat atas Air 
bukan merupakan hak 
kepemilikan atas Air, 
tetapi hanya terbatas 
pada ahak untuk 
memperoleh dan 
menggunakan 
sejumlah kuota Air 
sesuai dentgan 
alokasi yang 
penetapannya diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah. 

(7) Hak rakyat atas Air 
bukan merupakan hak 
kepemilikan atas Air, 
melainkan hanya 
terbatas pada hak 
untuk memperoleh dan 
menggunakan sejumlah 
kuota Air sesuai dengan 
alokasi yang 
penetapannya diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(7) Hak rakyat atas Air 
bukan merupakan hak 
kepemilikan atas Air, 
melainkan hanya 
terbatas pada hak 
untuk memperoleh 
dan menggunakan 
sejumlah kuota Air 
sesuai dengan alokasi 
yang penetapannya 
diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai 
penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
memenuhi kebutuhan 
pokok sehari-hari, 
pertanian rakyat, dan 
kebutuhan usaha 
guna memenuhi 
kebutuhan pokok 
sehari-hari melalui 
Sistem Penyediaan Air 
Minum, sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2), serta untuk 
memenuhi kegiatan 
bukan usaha untuk 
kepentingan publik 
dan kebutuhan usaha 
lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat 

(8) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penggunaan 
Sumber Daya Air untuk 
memenuhi kebutuhan 
pokok sehari-hari, 
pertanian rakyat, dan 
kebutuhan usaha guna 
memenuhi kebutuhan 
pokok sehari-hari 
melalui Sistem 
Penyediaan Air Minum, 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), serta 
untuk memenuhi 
kegiatan bukan usaha 
untuk kepentingan 
publik dan kebutuhan 
usaha lainnya 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diatur 
dalam Peraturan 

(8) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk memenuhi 
kebutuhan pokok 
sehari-hari, pertanian 
rakyat, dan kebutuhan 
usaha guna memenuhi 
kebutuhan pokok 
sehari-hari melalui 
Sistem Penyediaan Air 
Minum, sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2), serta untuk 
memenuhi kegiatan 
bukan usaha untuk 
kepentingan publik 
dan kebutuhan usaha 
lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(4) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      322

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

(4) Pemerintah.114 

 
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU SDA UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 9 Pasal 9 Pasal 9 
(1) Atas dasar 

penguasaan negara 
terhadap Sumber 
Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 5 Pemerintah 
Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
diberi tugas dan 
wewenang untuk 
mengatur dan 
mengelola Sumber 
Daya Air. 

(1) Atas dasar 
penguasaan negara 
terhadap Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
5 Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah 
Daerah diberi tugas 
dan wewenang untuk 
mengatur dan 
mengelola Sumber 
Daya Air. 

(1) Atas dasar penguasaan 
negara terhadap 
Sumber Daya Air 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 
Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
diberi tugas dan 
wewenang untuk 
mengatur dan 
mengelola Sumber 
Daya Air. 

(2) Penguasaan Sumber 
Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diselenggarakan 
oleh Pemerintah 
Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
dengan tetap 
mengakui Hak Ulayat 
Masyarakat Adat 
setempat dan hak 
yang serupa dengan 
itu sepanjang tidak 
bertentangan dengan 

(2) Penguasaan Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(l) diselenggaralan 
oleh Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah 
Daerah dengan tetap 
mengakui Hak Ulayat 
Masyarakat Adat 
setempat dan hak 
yang serupa dengan 
itu, sepanjang tidak 
bertentangan dengan 
kepentingan nasional 
dan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(2) Penguasaan Sumber 
Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diselenggarakan 
oleh Pemerintah 
Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
dengan tetap 
mengakui Hak Ulayat 
Masyarakat Adat 
setempat dan hak 
yang serupa dengan 
itu sepanjang tidak 
bertentangan dengan 

                                       
114 Belum ditetapkan 
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kepentingan nasional 
dan ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan. 

kepentingan nasional 
dan ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan. 

(3) Hak Ulayat dari 
Masyarakat Adat atas 
Sumber Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) tetap diakui 
sepanjang 
kenyataannya masih 
ada dan telah diatur 
dalam Peraturan 
Daerah. 

(3) Hak Ulayat dari 
Masyarakat Adat atas 
Sumber Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) tetap diakui 
sepanjang 
kenyataannya masih 
ada dan telah diatur 
dengan Peraturan 
Daerah.115 

(3) Hak Ulayat 
Masyarakat Adat atas 
Sumber Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) tetap diakui 
sepanjang 
kenyataannya masih 
ada dan telah diatur 
dalam Peraturan 
Daerah. 

 
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU SDA UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 12 Pasal 12 Pasal 12 

Tugas dan wewenang 
Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) 
meliputi tugas dan 
wewenang Pemerintah 
Daerah provinsi dan/atau 
Pemerintah Daerah 
kabupaten/ kota. 

Tugas dan wewenang 
Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) 
meliputi tugas dan 
wewenang Pemerintah 
Daerah provinsi dan/atau 
Pemerintah Daerah 
kabupaten/ kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

Tugas dan wewenang 
Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) 
meliputi tugas dan 
wewenang Pemerintah 
Daerah provinsi dan/atau 
Pemerintah Daerah 
kabupaten/ kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

 
 

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU SDA UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 17 Pasal 17 Pasal 17 

Pemerintah desa atau yang 
disebut dengan nama lain 
memiliki tugas meliputi: 

a. membantu Pemerintah 
Pusat dan/ atau 
Pemerintah Daerah 
dalam mengelola 

Pemerintah desa atau yang 
disebut dengan nama lain 
sesuai dengan norma, 
 riteria, prosedur, dan  riteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat memiliki 
tugas: 

Pemerintah desa atau yang 
disebut dengan nama lain 
sesuai dengan norma, 
 riteria, prosedur, dan 
 riteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat memiliki 
tugas: 

                                       
115 Belum ditetapkan 
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Sumber Daya Air di 
wilayah desa 
berdasarkan asas 
kemanfaatan umum 
dan dengan 
memperhatikan 
kepentingan desa lain;  

b. mendorong prakarsa 
dan.. partisipasi 
masyarakat desa dalam 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air di 
wilayahnya;  

c. ikut serta dalam 
menjaga efektivitas, 
efisiensi, kualitas, dan 
ketertiban pelaksanaan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air; 

d. membantu Pemerintah 
Daerah 
kabupaten/kota dalam 
memenuhi kebutuhan 
pokok minimal sehari-
hari atas Air bagi 
warga desa. 

a. membantu 
Pemerintah Pusat danl 
atau Pemerintah 
Daerah dalam 
mengelola Sumber 
Daya Air di wilayah 
desa berdasarkan asas 
kemanfaatan umum 
dan dengan 
memperhatikan 
kepentingan desa lain;  

b. mendorong prakarsa 
dan partisipasi 
masyarakat desa 
dalam Pengelolaan 
Sumber Daya Air di 
wilayahnya; 

c. ikut serta dalam 
menjaga efektivitas, 
efisiensi, kualitas, dan 
ketertiban 
pelaksanaan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air; dan 

d. membantu 
Pemerintah Daerah 
kabupatenlkota dalam 
memenuhi kebutuhan 
pokok minimal sehari-
hari atas Air bagi 
warga desa. 

a. membantu 
Pemerintah Pusat 
danl atau Pemerintah 
Daerah dalam 
mengelola Sumber 
Daya Air di wilayah 
desa berdasarkan 
asas kemanfaatan 
umum dan dengan 
memperhatikan 
kepentingan desa 
lain;  

b. mendorong prakarsa 
dan partisipasi 
masyarakat desa 
dalam Pengelolaan 
Sumber Daya Air di 
wilayahnya; 

c. ikut serta dalam 
menjaga efektivitas, 
efisiensi, kualitas, dan 
ketertiban 
pelaksanaan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air; dan 

d. membantu 
Pemerintah Daerah 
kabupatenlkota dalam 
memenuhi kebutuhan 
pokok minimal 
sehari-hari atas Air 
bagi warga desa. 

 
5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU SDA UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 19 Pasal 19 Pasal 19 

(1) Sebagian tugas dan 
wewenang Pemerintah 
Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10, Pasal 
11, Pasal 13, Pasal 14, 
Pasal 15, dan Pasal 16 
dalam mengelola 
Sumber Daya Air yang 
meliputi satu Wilayah 
Sungai dapat ditugaskan 
kepada Pengelola 
Sumber Daya Air. 

(1) Sebagian tugas dan 
wewenang 
Pemerintah Pusat 
dan/atau 
Pemerintah Daerah 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 10, Pasal 1 1, 
Pasal 13, Pasal 14, 
Pasal 15, dan Pasal 
16 dalam mengelola 
Sumber Daya Air 
yang meliputi satu 
Wilayah Sungai 
dapat ditugaskan 
kepada Pengelola 

(1) Sebagian tugas dan 
wewenang Pemerintah 
Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10, Pasal 1 
1, Pasal 13, Pasal 14, 
Pasal 15, dan Pasal 16 
dalam mengelola 
Sumber Daya Air yang 
meliputi satu Wilayah 
Sungai dapat 
ditugaskan kepada 
Pengelola Sumber 
Daya Air. 
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Sumber Daya Air. 

(2) Pengelola Sumber Daya 
Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa unit 
pelaksana teknis 
kementerian/unit 
pelaksana teknis daerah 
atau badan usaha milik 
negara/ badan usaha 
milik daerah di bidang 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air. 

(2) Pengelola Sumber 
Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa 
unit pelaksana 
teknis 
kementerian/unit 
pelaksana teknis 
daerah atau badan 
usaha milik 
negarafbadan usaha 
milik daerah di 
bidang Pengelolaan 
Sumber Daya Air. 

(2) Pengelola Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa unit 
pelaksana teknis 
kementerian/unit 
pelaksana teknis 
daerah atau badan 
usaha milik 
negarafbadan usaha 
milik daerah di bidang 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air. 

(3)   Sebagian tugas dan 
wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
tidak termasuk: 

a. menetapkan 
kebijakan; 

b. menetapkan Pola 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air; 

c. menetapkan Rencana 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air; 

d. menetapkan 
kawasan lindung 
Sumber Air; 

e. menetapkan izin; 
f. nrembentuk wadah 

kooordinasi; 
g. menetapkan norma, 

standar, prosedur, 
dan kriteria; 

h. membentuk 
Pengelola Sumber 
Daya Air; dan 

i. menetapkan nilai 
satuan BJPSDA. 

(3) Sebagian tugas dan 
wewenang 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) tidak termasuk: 

a. menetapkan 
kebijakan; 

b. menetapkan Pola 
Pengelolaan 
Sumber Daya Air; 

c. menetapkan 
Rencana 
Pengelolaan 
Sumber Daya Air; 

d. menetapkan 
kawasan lindung 
Sumber Air; 

e. menerbitkan 
Perrzinan 
Berusaha atau 
Persetujuan; 

f. membentuk 
wadah 
kooordinasi; 

g. menetapkan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria; 

h. membentuk 
Pengelola Sumber 
Daya Air; dan 

(3) Sebagian tugas dan 
wewenang 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) tidak termasuk: 

a. menetapkan 
kebijakan; 

b. menetapkan Pola 
Pengelolaan 
Sumber Daya Air; 

c. menetapkan 
Rencana 
Pengelolaan 
Sumber Daya Air; 

d. menetapkan 
kawasan lindung 
Sumber Air; 

e. menerbitkan 
Perrzinan Berusaha 
atau Persetujuan; 

f. membentuk wadah 
kooordinasi; 

g. menetapkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria; 

h. membentuk 
Pengelola Sumber 
Daya Air; dan 

i. menetapkan nilai 
satuan BJPSDA. 
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i. menetapkan nilai 
satuan BJPSDA. 

(4) Badan usaha milik 
negara/ badan usaha 
milik daerah di bidang 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
harus memenuhi 
ketentuan sebagai 
berikut: 

a. memiliki tugas 
menyelenggarakan 
sebagian fungsi 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air, yaitu 
pembangunan, 
pengoperasian, dan 
pemeliharaan; 

b. memiliki tugas 
penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
kebutuhan usaha 
hanya pada wilayah 
kerjanya; 

c. melakukan 
pelayanan yang 
berkualitas dengan 
prinsip pengelolaan 
perusahaan yang 
sehat; 

d. memiliki tugas 
memungut, 
menerima, dan 
menggunakan 
BJPSDA; 

e. mendapat tugas 
khusus yang 
diberikan oleh 
Pemerintah Pusat 
dan/atau 
Pemerintah Daerah; 
dan 

f. tidak semata-mata 
berorientasi untuk 
mengejar 

(4)  Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
badan usaha milik 
negaraf badan usaha 
milik daerah di 
bidang Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.116 

(4)  Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
badan usaha milik 
negara/badan usaha 
milik daerah di 
bidang Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.117 

                                       
116 Belum ditetapkan. 
117 Belum ditetapkan. 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      327

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

keuntungan. 

(5) Penugasan Pemerintah 
Pusat kepada badan 
usaha milik negara di 
bidang Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah. 

  

(6) Penugasan Pemerintah 
Daerah kepada badan 
usaha milik daerah di 
bidang Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 
dengan peraturan 
kepala daerah. 

  

 
 

6. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU SDA UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 40 Pasal 40 Pasal 40 

(1) Pelaksanaan konstruksi 
Prasarana Sumber Daya 
Air dan pelaksanaan 
nonkonstruksi 
dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat dan/ 
atau Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan program 
dan rencana kegiatan.  

(1) Pelaksanaan 
konstruksi 
Prasarana Sumber 
Daya Air dan 
peiaksanaan 
nonkonstruksi 
dilakukan oieh 
Pemerintah Pusat 
danf atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan 
program dan 
rencana kegiatan. 

(1) Pelaksanaan 
konstruksi Prasarana 
Sumber Daya Air dan 
peiaksanaan 
nonkonstruksi 
dilakukan oieh 
Pemerintah Pusat 
danf atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan program 
dan rencana kegiatan. 
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(2) Pelaksanaan konstruksi 
Prasarana Sumber Daya 
Air dan pelaksanaan 
nonkonstruksi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
dilakukan dengan 
melibatkan peran serta 
masyarakat.  

(2) Pelaksanaan 
konstruksi 
Prasarana Sumber 
Daya Air dan 
pelaksanaan 
nonkonstruksi 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan 
dengan melibatkan 
peran serta 
masyarakat. 

(2) Pelaksanaan 
konstruksi Prasarana 
Sumber Daya Air dan 
pelaksanaan 
nonkonstruksi 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan 
dengan melibatkan 
peran serta 
masyarakat. 

(3) Setiap Orang atau 
kelompok masyarakat 
atas prakarsa sendiri 
dapat melaksanakan 
kegiatan konstruksi 
Prasarana Sumber Daya 
Air dan pelaksanaan 
nonkonstruksi untuk 
kepentingan sendiri 
berdasarkan izin dari 
Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya.  

(3) Setiap Orang atau 
kelompok 
masyarakat atas 
prakarsa sendiri 
dapat melaksanakan 
kegiatan konstruksi 
Prasarana Sumber 
Daya Air dan 
pelaksanaan 
nonkonstruksi 
untuk kepentingan 
sendiri berdasarkan 
Persetujuan atau 
Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah 
Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(3) Setiap Orang atau 
kelompok 
masyarakat atas 
prakarsa sendiri 
dapat melaksanakan 
kegiatan konstruksi 
Prasarana Sumber 
Daya Air dan 
pelaksanaan 
nonkonstruksi untuk 
kepentingan sendiri 
berdasarkan 
Persetujuan atau 
Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah 
Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(4) Pelaksanaan konstruksi 
Prasarana Sumber Daya 
Air dan pelaksanaan 
nonkonstruksi 
dilakukan dengan: 
pemerintah provinsi 
untuk penyelenggaraan 
perkeretaapian khusus 
yang jaringan jalurnya 
melintasi batas wilayah 
kabupatenlkota dalam 
satu provinsi setelah 
mendapat persetujuan 
dari Pemerintah Pusat; 
dan 

(4) Pelaksanaan 
konstruksi 
Prasarana Sumber 
Daya Air dan 
pelaksanaan 
nonkonstruksi 
dilakukan dengan:  

a. mengikuti 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria; 

b. memanfaatkan 
teknologi dan 
sumber daya 

(4) Pelaksanaan 
konstruksi Prasarana 
Sumber Daya Air dan 
pelaksanaan 
nonkonstruksi 
dilakukan dengan:  

a. mengikuti norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria; 

b. memanfaatkan 
teknologi dan 
sumber daya lokal; 
dan 

c. mengutamakan 
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a. mengikuti norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria; 

b. memanfaatkan 
teknologi dan 
sumber daya lokal; 
dan 

c. mengutamakan 
keselamatan, 
kgamanan kerja, 
dan keberlanjutan 
fungsi ekologis 

g. sesuai dengan 
ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan. 

lokal; dan 

c. mengutamakan 
keselamatan, 
keamanan kerja, 
dan 
keberlanjutan 
fungsi ekologis, 

sesuai dengan 
ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan. 

keselamatan, 
keamanan kerja, 
dan keberlanjutan 
fungsi ekologis, 

sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

- (5) Kewajiban 
memperoleh 
persetujuan atau 
Perizinan Berusaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(3) dikecualikan 
bagi kegiatan 
nonkonstruksi yang 
tidak 
mengakibatkan 
perubahan fisik 
pada Sumber Air. 

 

(5) Kewajiban 
memperoleh 
persetujuan atau 
Perizinan Berusaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(3) dikecualikan bagi 
kegiatan 
nonkonstruksi yang 
tidak mengakibatkan 
perubahan fisik pada 
Sumber Air. 

 

- (6) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
persetujuan atau 
Pertzinan Berusaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(3) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.118 

(6) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
persetujuan atau 
Pertzinan Berusaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(3) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.119 

 
7. Di antara ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU 6/2023 

Pasal 40A 

                                       
118 Belum ditetapkan. 
119 Belum ditetapkan. 
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(1) Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan pengalihan alur sungai 
dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan program dan 
rencana kegiatan. 

(2) Selain dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan instansi pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kegiatan pengalihan alur sungai dapat dilakukan oleh:  

a. badan usaha milik negara;  

b. badan usaha milik daerah;  

c. badan usaha milik desa; koperasi; atau  

d. badan usaha swasta. 

(3) Pelaksanaan pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan berdasarkan persetujuan pengalihan alur sungai dari Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pengalihan alur sungai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (41 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
8. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU SDA UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 43 Pasal 43 Pasal 43 

(1) Pemantauan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air dilakukan 
terhadap:  

a. Perencanaan 
Pengelolaan 
Sumber Daya Air; 

b. pelaksanaan 
konstruksi 
Prasarana 
Sumber Daya Air 
dan pelaksanaan 
nonkonstruksi; 
dan 

c. pelaksanaan 
Operasi dan 
Pemeliharaan 
Sumber Daya Air. 

(1) Pemantauan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air dilakukan 
terhadap: 

a. Perencanaan 
Pengelolaan 
Sumber Daya Air; 

b. pelaksanaan 
konstruksi 
Prasarana 
Sumber Daya Air 
dan pelaksanaan 
nonkonstruksi; 
dan 

c. pelaksanaan 
Operasi dan 
Pemeliharaan 
Sumber Daya Air. 

(1) Pemantauan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air dilakukan 
terhadap: 

a. Perencanaan 
Pengelolaan 
Sumber Daya Air; 

b. pelaksanaan 
konstruksi 
Prasarana 
Sumber Daya Air 
dan pelaksanaan 
nonkonstruksi; 
dan 

c. pelaksanaan 
Operasi dan 
Pemeliharaan 
Sumber Daya Air. 
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(2) Evaluasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
dilakukan 
berdasarkan hasil 
pemantauan Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) terhadap tujuan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air. 

(2) Evaluasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
dilakukan 
berdasarkan hasil 
pemantauan Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) terhadap tujuan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air. 

(2) Evaluasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
dilakukan 
berdasarkan hasil 
pemantauan Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) terhadap tujuan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air. 

(3) Hasil evaluasi 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air digunakan 
sebagai bahan 
pertimbangan dalam 
melakukan perbaikan 
penyelenggaraan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air. 

(3) Hasil evaluasi 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air digunakan 
sebagai bahan 
pertimbangan dalam 
melakukan perbaikan 
penyelenggaraan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air. 

(3) Hasil evaluasi 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air digunakan 
sebagai bahan 
pertimbangan dalam 
melakukan perbaikan 
penyelenggaraan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air. 

(4) Pelaksanaan 
pemantauan dan 
evaluasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(l) dan ayat (2) 
dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

 

(4) Pelaksanaan 
pemantauan dan 
evaluasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) 
dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
 riteria, prosedur, dan 
 riteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(4) Pelaksanaan 
pemantauan dan 
evaluasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) 
dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
 riteria, prosedur, dan 
 riteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai 
pemantauan dan 
evaluasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
diatur dengan 
Peraturan 
Pemerintah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai 
pemantauan dan 
evaluasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.120 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai 
pemantauan dan 
evaluasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.121 

 
 
 

                                       
120 Belum ditetapkan. 
121 Belum ditetapkan. 
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9. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU SDA UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 44 Pasal 44 Pasal 44 

(1) Penggunaan Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
29 ayat (2) huruf c untuk 
kebutuhan usaha dan 
kebutuhan bukan usaha 
dilakukan berdasarkan 
izin. 

(1) Penggunaan Sumber 
Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (2) 
huruf c untuk 
kebutuhan usaha dan 
kebutuhan bukan 
usaha dilakukan 
setelah memenuhr 
Periztnan Berusaha 
atau persetujuan 
penggunaan Sumber 
Daya Air. 

(1) Penggunaan Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
29 ayat (2) huruf c 
untuk kebutuhan 
usaha dan kebutuhan 
bukan usaha 
dilakukan setelah 
memenuhr Periztnan 
Berusaha atau 
persetujuan 
penggunaan Sumber 
Daya Air. 

(2) Izin penggunaan Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dengan 
memperhatikan fungsi 
kawasan dan kelestarian 
lingkungan hidup. 

(2) Perizinan Berusaha 
atau persetujuan 
penggunaan Sumber 
Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diberikan dengan 
memperhatikan 
fungsi kawasan dan 
kelestarian 
lingkungan hidup. 

(2) Perizinan Berusaha 
atau persetujuan 
penggunaan Sumber 
Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diberikan dengan 
memperhatikan 
fungsi kawasan dan 
kelestarian 
lingkungan hidup. 

(3) Izin penggunaan Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimalsud pada ayat (l) 
diberikan oleh 
Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

 

(3) Perizinan Berusaha 
atau persetujuan 
penggunaan Sumber 
Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diberikan oleh 
Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah 
Daerah sesuai 
dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(3) Perizinan Berusaha 
atau persetujuan 
penggunaan Sumber 
Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diberikan oleh 
Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah 
Daerah sesuai 
dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 
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(4) Izin penggunaan Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
tidak dapat disewakan 
atau dipindahtangankan, 
baik sebagian maupun 
seluruhnya. 

(4) Perizinan Berusaha 
atau persetujuan 
penggunaan Sumber 
Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) tidak dapat 
disewakan atau 
dipindahtangankan, 
baik sebagian 
maupun seluruhnya. 

(4) Perizinan Berusaha 
atau persetujuan 
penggunaan Sumber 
Daya Air 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) tidak dapat 
disewakan atau 
dipindahtangankan, 
baik sebagian 
maupun seluruhnya. 

 
10. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU SDA UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 45 Pasal 45 Pasal 45 

Izin penggunaan Sumber 
Daya Air untuk kebutuhan 
bukan usaha terdiri atas: 

a. izin penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk pemenuhan 
kebutuhan pokok 
seharihari diperlukan 
jika: 

1. cara 
penggunaannya 
dilakukan dengan 
mengubah kondisi 
alami Sumber Air; 
dan/atau 

2. penggunaannya 
ditqjukan untuk 
keperluan 
kelompok yang 
memerlukan Air 
dalam jumlah yang 
besar. 

b. izin penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk pemenuhan 
kebutuhan pertanian 
ralryat diperlukan 
jika: 

1. cara 
penggunannya 
dilakukan dengan 
mengubah 
kondisi alami 

Persetujuan penggunaan 
Sumber Daya Air untuk 
kebutuhan bukan usaha 
terdiri atas: 

a. persetujuan 
penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
pemenuhan 
kebutuhan pokok 
sehari-hari diperlukan 
jika: 

1. cara 
penggunaannya 
dilakukan dengan 
mengubah kondisi 
alami Sumber Air; 
dan/atau 

2. penggunaannya 
diajukan untuk 
keperluan 
kelompok yang 
memerlukan Air 
dalam jumlah yang 
besar. 

b. persetujuan 
penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
pemenuhan 
kebutuhan pertanian 
rakyat diperlukan 
jika: 

1. cara 
penggunaannya 

Persetujuan penggunaan 
Sumber Daya Air untuk 
kebutuhan bukan usaha 
terdiri atas: 

a. persetujuan 
penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
pemenuhan kebutuhan 
pokok sehari-hari 
diperlukan jika: 

1. cara 
penggunaannya 
dilakukan dengan 
mengubah kondisi 
alami Sumber Air; 
dan/atau 

2. penggunaannya 
diajukan untuk 
keperluan 
kelompok yang 
memerlukan Air 
dalam jumlah yang 
besar. 

b. persetujuan 
penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
pemenuhan kebutuhan 
pertanian rakyat 
diperlukan jika: 

1. cara 
penggunaannya 
dilakukan dengan 
mengubah kondisi 
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Sumber Air; 
dan/atau 

2. penggunaa.nnya 
untuk pertanian 
ralqrat di luar 
sistem irigasi 
yang sudah ada. 

c. izin penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk pemenuhan 
kebutuhan bagi 
kegiatan selain untuk 
memenuhi kebutuhan 
pokok sehari-hari dan 
pertanian ralqrat yang 
bukan merupakan 
kegiatan usaha. 

dilakukan dengan 
mengubah kondisi 
alami Sumber Air; 
dan/atau 

2. penggunaannya 
untuk pertanian 
ralryat di luar 
sistem irigasi yang 
sudah ada. 

c. persetujuan 
penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
pemenuhan 
kebutuhan bagi 
kegiatan selain untuk 
memenuhi kebutuhan 
pokok sehari-hari dan 
pertanian rakyat yang 
bukan merupakan 
kegiatan usaha. 

alami Sumber Air; 
dan/atau 

2. penggunaannya 
untuk pertanian 
ralryat di luar 
sistem irigasi yang 
sudah ada. 

c. persetujuan 
penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
pemenuhan kebutuhan 
bagi kegiatan selain 
untuk memenuhi 
kebutuhan pokok 
sehari-hari dan 
pertanian rakyat yang 
bukan merupakan 
kegiatan usaha. 

 
11.  Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU SDA UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 49 Pasal 49 Pasal 49 

(1) Penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 47 dapat 
berupa 
penggunaan: 

a. Sumber Daya 
Air sebagai 
media; 

b. Air dan Daya 
Air sebagai 
materi; 

c. Sumber Air 
sebagai media; 
dan/atau 

d. Air, Sumber Air, 
dan/atau Daya 
Air sebagai 
media dan 
materi. 

(1) Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
kebutuhan usaha 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
47 dapat berupa 
penggunaan: 

a. Sumber Daya Air 
sebagai media; 

b. Air dan Daya Air 
sebagai materi; 

c. Sumber Air sebagai 
media; dan/atau 

d. Air, Sumber Air, 
dan/atau Daya Air 
sebagai media dan 
materi 

(1) Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
kebutuhan usaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 dapat 
berupa penggunaan: 

a. Sumber Daya Air 
sebagai media; 

b. Air dan Daya Air 
sebagai materi; 

c. Sumber Air sebagai 
media; dan/atau 

d. Air, Sumber Air, 
dan/atau Daya Air 
sebagai media dan 
materi 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      335

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

(2) Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
kebutuhan usaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) wajib memiliki 
izin. 

(2) Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
kebutuhan usaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha. 

(2) Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
kebutuhan usaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha. 

(3) Pemberian izin 
dilakukan secara 
ketat dengan urutan 
prioritas: 

a. pemenuhan 
kebutuhan pokok 
sehari-hari bag 
kelompok yang 
memerlukan Air 
dalam jumlah 
yang besar; 

b. pemenuhan 
kebutuhan pokok 
sehari-hari yang 
mengubah kondisi 
alami Sumber Air; 

c. pertanian ralryat 
di luar sistem 
irigasi yang sudah 
ada; 

d. penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha guna 
memenuhi 
kebutuhan pokok 
sehari-hari 
melalui Sistem 
Penyediaan Air 
Minum; 

e. kegiatan bukan 
usaha untuk 
kepentingan 
publik; 

f. penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha oleh badan 
usaha milik 
negara, badan 
usaha milik 
daerah, atau 

(3) Pemberian Perizinan 
Berusaha dilakukan 
secara ketat dengan 
urutan prioritas: 

a. pemenuhan 
kebutuhan pokok 
sehari-hari bagi 
kelompok yang 
memerlukan Air 
dalam jumlah yang 
besar; 

b. pemenuhan 
kebutuhan pokok 
sehari-hari yang 
mengubah kondisi 
alami Sumber Air; 

c. pertanian ralryat di 
luar sistem irigasi 
yang sudah ada; 

d. penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha guna 
memenuhi 
kebutuhan pokok 
seharihari melalui 
Sistem Penyediaan 
Air Minum; 

e. kegiatan bukan 
usaha untuk 
kepentingan publik; 

f. penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha oleh badan 
usaha milik negara, 
badan usaha milik 
daerah, atau badan 
usaha milik desa; 
dan 

g. penggunaan 

(3) Pemberian Perizinan 
Berusaha dilakukan 
secara ketat dengan 
urutan prioritas: 

a. pemenuhan 
kebutuhan pokok 
sehari-hari bagi 
kelompok yang 
memerlukan Air 
dalam jumlah yang 
besar; 

b. pemenuhan 
kebutuhan pokok 
sehari-hari yang 
mengubah kondisi 
alami Sumber Air; 

c. pertanian ralryat di 
luar sistem irigasi 
yang sudah ada; 

d. penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha guna 
memenuhi 
kebutuhan pokok 
seharihari melalui 
Sistem Penyediaan 
Air Minum; 

e. kegiatan bukan 
usaha untuk 
kepentingan 
publik; 

f. penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha oleh badan 
usaha milik 
negara, badan 
usaha milik 
daerah, atau badan 
usaha milik desa; 
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badan usaha milik 
desa; dan 

g. penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha oleh badan 
usaha swasta atau 
perseorangan. 

Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha oleh badan 
usaha swasta atau 
perseorangan. 

dan 

g. penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha oleh badan 
usaha swasta atau 
perseorangan. 

(4) Izin penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) dapat diberikan 
untuk: 

a. titik atau tempat 
tertentu pada 
Sumber Air; 

b. ruas tertentu pada 
Sumber Air; atau 

c. bagran tertentu 
dari Sumber Air. 

(4) Perizinan Berusaha 
penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
 kebutuhan usaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) dapat diberikan 
untuk: 

a. titik atau tempat 
tertentu pada 
Sumber Air; 

b. ruas tertentu pada 
Sumber Air; atau 

c. bagian tertentu dari 
Sumber Air. 

(4) Perizinan Berusaha 
penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
 kebutuhan usaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) dapat diberikan 
untuk: 

a. titik atau tempat 
tertentu pada 
Sumber Air; 

b. ruas tertentu pada 
Sumber Air; atau 

c. bagian tertentu dari 
Sumber Air. 

(5) Izin penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(4) dapat diberikan 
kepada: 

a. badan usaha milik 
negara; 

b. badan usaha milik 
daerah; 

c. badan usaha milik 
desa; 

d. koperasi; 

e. badan usaha 
swasta; atau 

f. perseorangan. 

(5) Perizinan Berusaha 
penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
kebutuhan usaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(4) dapat diberikan 
kepada: 

a. badan usaha milik 
negara; 

b. badan usaha milik 
daerah; 

c. badan usaha milik 
desa; 

d. koperasi; 

e. badan usaha 
swasta; atau 

f. perseorangan. 

(5) Perizinan Berusaha 
penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
kebutuhan usaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(4) dapat diberikan 
kepada: 

a. badan usaha milik 
negara; 

b. badan usaha milik 
daerah; 

c. badan usaha milik 
desa; 

d. koperasi; 

e. badan usaha 
swasta; atau 

f. perseorangan. 
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12. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU SDA UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 50 Pasal 50 Pasal 50 

Izin penggunaan Sumber 
Daya Air untuk kebutuhan 
usaha dengan 
menggunakan Air dan 
Daya Air sebagai materi 
sebagaimana, dimaksud 
dalam Pasal 49 ayat (1) 
huruf b yang 
menghasilkan produk 
berupa Air minum untuk 
kebutuhan pokok sehari-
hari diberikan kepada 
badan usaha milik negara, 
badan usaha milik daerah, 
atau badan usaha milik 
desa penyelenggara 
Sistem Penyediaan Air 
Minum. 

Perizinan Berusaha 
penggunaan Sumber Daya 
Air untuk kebutuhan 
usaha dengan 
menggunakan Air dan 
Daya Air sebagai materi 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49 ayat (1) 
huruf b yang 
menghasilkan produk 
berupa Air minum untuk 
kebutuhan pokok sehari-
hari diberikan kepada 
badan usaha milik negara, 
badan usaha milik daerah, 
atau badan usaha milik 
desa penyelenggara 
Sistem Penyediaan Air 
Minum. 

Perizinan Berusaha 
penggunaan Sumber Daya 
Air untuk kebutuhan 
usaha dengan 
menggunakan Air dan 
Daya Air sebagai materi 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49 ayat (1) 
huruf b yang 
menghasilkan produk 
berupa Air minum untuk 
kebutuhan pokok sehari-
hari diberikan kepada 
badan usaha milik negara, 
badan usaha milik daerah, 
atau badan usaha milik 
desa penyelenggara 
Sistem Penyediaan Air 
Minum. 

 
13. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU SDA UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 51 Pasal 51 Pasal 51 

lzin penggunaan Sumber 
Daya Air untuk kebutuhan 
usaha dapat diberikan 
kepada pihak swasta 
setelah memenuhi syarat 
tertentu dan ketat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 ayat ( 1) 
huruf f paling sedikit: 

a. sesuai dengan Pola 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air dan Rencana 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air; 

b. memenuhi 
persyaratan teknis 
administratif; 

c. mendapat 
persetqjuan dari para 
pemangku 
kepentingan di 
kawasan Sumber 

(1) Perizinan Berusaha 
penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
kebutuhan usaha dapat 
diberikan kepada pihak 
swasta setelah 
memenuhi syarat 
tertentu dan ketat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 ayat (1) 
huruf f paling sedikit: 

a. sesuai dengan Pola 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air dan 
Rencana 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air; 

b. memenuhi 
persyaratan teknis 
administratif; 

c. mendapat 
persetujuan dari 

(1) Perizinan Berusaha 
penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
kebutuhan usaha dapat 
diberikan kepada pihak 
swasta setelah 
memenuhi syarat 
tertentu dan ketat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 ayat (1) 
huruf f paling sedikit: 

a. sesuai dengan Pola 
Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
dan Rencana 
Pengelolaan 
Sumber Daya Air; 

b. memenuhi 
persyaratan teknis 
administratif; 

c. mendapat 
persetujuan dari 
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Daya Air; dan 

d. memenuhi kewajiban 
biaya Konservasi 
Sumber Daya Air yang 
merupakan 
komponen dalam 
BJPSDA dan 
kewajiban keuangan 
lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

para pemangku 
kepentingan di 
kawasan Sumber 
Daya Air; dan 

d. memenuhi 
kewajiban biaya 
Konservasi Sumber 
Daya Air yang 
merupakan 
komponen dalam 
BJPSDA dan 
kewajiban keuangan 
lainnya sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan. 

 

para pemangku 
kepentingan di 
kawasan Sumber 
Daya Air; dan 

d. memenuhi 
kewajiban biaya 
Konservasi Sumber 
Daya Air yang 
merupakan 
komponen dalam 
BJPSDA dan 
kewajiban keuangan 
lainnya sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan. 

 

 (2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perrzinan 
Berusaha untuk 
menggunakan Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.122 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perrzinan 
Berusaha untuk 
menggunakan Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.123 

 
14. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU SDA UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 52 Pasal 52 Pasal 52 

(1) Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk negara 
lain dilarang, kecuali 
untuk tujuan 
kemanusiaan. 

(1) Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk negara 
lain dilarang, kecuali 
untuk tujuan 
kemanusiaan. 

(1) Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk negara 
lain dilarang, kecuali 
untuk tujuan 
kemanusiaan. 

(2) Pengecualian 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan 
telah dapat 
terpenuhinya 
kebutuhan 
penggunaan Sumber 
Daya Air di Wilayah 

(2) Pengecualian 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan 
telah dapat 
terpenuhinya 
kebutuhan 
penggunaan Sumber 
Daya Air di Wilayah 

(2) Pengecualian 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan 
telah dapat 
terpenuhinya 
kebutuhan 
penggunaan Sumber 
Daya Air di Wilayah 

                                       
122 Belum ditetapkan. 
123 Belum ditetapkan. 
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Sungai yang 
bersangkutan serta 
daerah sekitarnya. 

Sungai yang 
bersangkutan serta 
daerah sekitarnya. 

Sungai yang 
bersangkutan serta 
daerah sekitarnya. 

(3) Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk negara 
lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) harus didasarkan 
pada Pola Pengelolaan 
Sumber Daya Air dan 
Rencana Pengelolaan 
Sumber Daya Air pada 
Wilayah Sungai yang 
bersangkutan dan 
memperhatikan 
kepentingan daerah di 
sekitarnya. 

(3) Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk negara 
lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) harus didasarkan 
pada Pola Pengelolaan 
Sumber Daya Air dan 
Rencana Pengelolaan 
Sumber Daya Air pada 
Wilayah Sungai yang 
bersangkutan dan 
memperhatikan 
kepentingan daerah di 
sekitarnya. 

(3) Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk negara 
lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) harus didasarkan 
pada Pola Pengelolaan 
Sumber Daya Air dan 
Rencana Pengelolaan 
Sumber Daya Air pada 
Wilayah Sungai yang 
bersangkutan dan 
memperhatikan 
kepentingan daerah di 
sekitarnya. 

(4) Rencana penggunaan 
Sumber Daya Air untuk 
negara lain dilakukan 
melalui proses 
konsultasi publik oleh 
Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

(4) Rencana penggunaan 
Sumber Daya Air untuk 
negara lain dilakukan 
melalui proses 
konsultasi publik oleh 
Pemerintah Pusat danf 
atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(4) Rencana penggunaan 
Sumber Daya Air untuk 
negara lain dilakukan 
melalui proses 
konsultasi publik oleh 
Pemerintah Pusat danf 
atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(5) Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk negara 
lain sebagairnana 
dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4) wajib 
mendapat izin dari 
Pemerintah Pusat 
berdasarkan 
rekomendasi dari 
Pemerintah Daerah 
dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk negara 
lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4) wajib 
mendapat Persetujuan 
dari Pemerintah Pusat 
berdasarkan 
rekomendasi dari 
Pemerintah Daerah 
dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk negara 
lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4) wajib 
mendapat Persetujuan 
dari Pemerintah Pusat 
berdasarkan 
rekomendasi dari 
Pemerintah Daerah 
dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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15. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU SDA UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 56 Pasal 56 Pasal 56 
(1) Pengawasan 

Pengelolaan Sumber 
Daya Air dilakukan 
oleh Pemerintah Pusat 
dan/ atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya 
terhadap Pengelolaan 
Sumber Daya Air. 

(1) Pengawasan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air dilakukan 
oleh Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya 
terhadap Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(1) Pengawasan Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya 
terhadap Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Pengawasan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) 
dapat dilakukan 
dengan melibatkan 
peran masyarakat. 

(2) Pengawasan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan 
dengan melibatkan 
peran masyarakat. 

(2) Pengawasan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan 
dengan melibatkan 
peran masyarakat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengawasan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengawasan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.124 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengawasan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.125 

 
16. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU SDA UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 70 Pasal 70 Pasal 70 
Setiap Orang yang dengan 
sengaja: 

a. melakukan kegiatan 
pelaksanaan 
konstruksi Prasarana 
Sumber Daya Air dan 
nonkonstruksi pada 
Sumber Air tanpa 
memperoleh izin 
dari Pemerintah 
Pusat atau 
Pemerintah Daerah 

Setiap Orang yang dengan 
sengaja: 

a. melakukan kegiatan 
pelaksanaan 
konstruksi Prasarana 
Sumber Daya Air dan 
nonkonstruksi pada 
Sumber Air tanpa 
memperoleh Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 

Setiap Orang yang dengan 
sengaja: 
a. melakukan kegiatan 

pelaksanaan konstruksi 
Prasarana Sumber Daya 
Air dan nonkonstruksi 
pada Sumber Air tanpa 
memperoleh Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud 

                                       
124 Belum ditetapkan. 
125 Belum ditetapkan. 
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sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 40 ayat (3); 

b. menyewakan atau 
memindahtangankan
, baik sebagian 
maupun keseluruhan 
izin penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
bukan usaha atau 
izin penggunaan 
Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat (4); 
atau 

c. melakukan 
penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
kebutuhan usaha 
tanpa izin 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (2) 

dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling 
lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling 
banyak 
Rp5.0O0.000.00O,O0 (lima 
miliar rupiah). 

sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
40 ayat (3); 

b. menyewakan atau 
memindahtangankan, 
baik sebagian maupun 
keseluruhan Perizinan 
Berusaha atau 
persetujuan 
penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
kebutuhan bukan 
usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
44; atau 

c. melakukan 
penggunaan Sumber 
Daya Air tanpa 
Perizinan Berusaha 
untuk kebutuhan 
usaha atau persetujuan 
penggunaan Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
49,  

dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling 
lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling 
banyak 
Rp5.00O.O0O.000,00 
(lima miliar rupiah). 

dalam Pasal 40 ayat (3); 

b. menyewakan atau 
memindahtangankan, 
baik sebagian maupun 
keseluruhan Perizinan 
Berusaha atau 
persetujuan penggunaan 
Sumber Daya Air untuk 
kebutuhan bukan usaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44; atau 

c. melakukan penggunaan 
Sumber Daya Air tanpa 
Perizinan Berusaha 
untuk kebutuhan usaha 
atau persetujuan 
penggunaan Sumber 
Daya Air sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
49,  

dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling 
lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling 
banyak 
Rp5.00O.O0O.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

 
17. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU SDA UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 73 Pasal 73 Pasal 73 

Setiap Orang yang karena 
kelalaiannya: 

a. melakukan kegiatan 
pelaksanaan 
konstruksi Prasarana 
Sumber Daya Air dan 
nonkonstruksi pada 
Sumber Air tanpa izin 
dari Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah 

Setiap Orang yang karena 
kelalaiannya: 

a. melakukan kegiatan 
pelaksanaan 
konstruksi 
Prasarana Sumber 
Daya Air dan 
nonkonstruksi pada 
Sumber Air tidak 
memenuhi 

Setiap Orang yang karena 
kelalaiannya: 

a. melakukan kegiatan 
pelaksanaan 
konstruksi Prasarana 
Sumber Daya Air dan 
nonkonstruksi pada 
Sumber Air tidak 
memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
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Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
4O ayat (3); atau 

b. menggunakan Sumber 
Daya Air untuk 
kebutuhan usaha 
tanpa izin 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
49 ayat (2) 

dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 
(tiga) bulan dan paling 
lama 6 (enam) tahun dan 
denda paling sedikit 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dan 
paling banyak 
Rpl.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 

 

ketentuan 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 40 ayat (3) dan 
ayat (4); atau 

b. menggunakan 
Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan 
usaha tanpa 
Perizinan Berusaha 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (2) 

dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 
(tiga) bulan dan paling 
lama 6 (enam) tahun dan 
denda paling sedikit 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dan 
paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

dalam Pasal 40 ayat (3) 
dan ayat (4); atau 

b. menggunakan Sumber 
Daya Air untuk 
kebutuhan usaha tanpa 
Perizinan Berusaha 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
49 ayat (2) 

dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 
(tiga) bulan dan paling 
lama 6 (enam) tahun dan 
denda paling sedikit 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dan 
paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 

 
 

18. Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 75A sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

UU 6/2023 

Pasal 75A 
(1) Setiap Orang yang sebelum berlakunya UndangUndang ini, telah melakukan: 

a. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan 
nonkonstruksi tanpa Perizinan Berusaha dan/atau persetujuan penggunaan 
Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);  

b. pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa pengalihan alur sungai, tanpa 
persetujuan pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4OA 
ayat (4); dan/atau  

c. kegiatan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha dan/atau 
persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
44 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2), 

dikenai sanksi administratif berupa denda administratif dan wajib mengajukan 
permohonan Perizinan Berusaha, persetujuan penggunaan Sumber Daya Air, 
dan/atau persetujuan pengalihan alur sungai paling lama 3 (tiga) tahun sejak 
Undang-Undang ini diundangkan. 
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(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 3 (tiga) tahun sejak 
berlakunya Undang-Undang ini diundangkan belum mengajukan permohonan 
Perizinan Berrrsaha, danf atau persetujuan pengalihan alur sungai, dikenai sanksi 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 hurufa, hurufb, dan huruf d serta 
Pasal 73. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perizinan Berusaha, persetujuan 
penggunaan Sumber Daya Air, dan/atau persetujuan pengalihan alur sungai dan 
pengenaan sanksi administratif bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

 
PENJELASAN PASAL PER PASAL 
 

Penjelasan Pasal 8 
 

UU SDA UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan 
"kebutuhan pokok sehari-
hari" adalah kebutuhan 
Air untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-
hari untuk keperluan 
sendiri guna mencapai 
kehidupan yang sehat 
dan bersih, misalnya 
untuk keperluan ibadah, 
minum, masak, mandi, 
cuci, dan peturasan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan 
"pertanian rakyat" adalah 
budi daya pertanian yang 
meliputi berbagai 
komoditas, yaitu 
pertanian tanaman 
pangan, perikanan, 
peternakan, perkebunan, 
dan kehutanan yang 
dikelola oleh rakyat 
dengan luas tertentu yang 
kebutuhan airnya tidak 
lebih dari dua liter per 
detik per kepala keluarga. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 
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Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan 
ketersediaan Air 
mencukupi" adalah 
pemenuhan Air untuk (i) 
kebutuhan pokok sehari-
hari, (ii) pertanian rakyat, 
(iii) kebutuhan penggunaan 
Sumber Daya Air untuk 
kebutuhan usaha guna 
memenuhi kebutuhan pokok 
sehari-hari melalui Sistem 
Penyediaan Air Minum, (iv) 
keperluan Air untuk 
pemeliharaan Sumber Air, 
dan (v) lingkungan hidup 
telah terpenuhi dan masih 
terdapat sisa Air yang dapat 
dialokasikan untuk 
pemenuhan penggunaan 
Sumber Daya Air lainnya. 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan 
"kegiatan bukan usaha" 
adalah kegiatan 
pemanfaatan Air yang 
tidak bertujuan untuk 
memperoleh keuntungan 
secara materiel, seperti 
pemanfaatan Air untuk 
kegiatan keagamaan, 
kebudayaan, dan 
kemasyarakatan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan 
"kuota Air" adalah volume 
Air maksimum yang 
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ditetapkan untuk memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-
hari dan pertanian rakyat. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 9 

 
UU SDA UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "hak 
yang serupa dengan itu" 
adalah hak yang sebelumnya 
diakui dengan berbagai 
sebutan masingmasing 
daerah yang pengertiannya 
sama dengan Hak Ulayat, 
misalnya: tanah wilayah 
pertuanan di Ambon; 
pangam peto ataru 
pewatasan di Kalimantan; 
ueutengkon di Jawa, 
prabumian dan pagar di Bali; 
totabuan di Bolaang-
Mangondouw, torluk di 
Angkola, limpo di Sulawesi 
Selatan, muru di Pulau Buru, 
paer di Lombok, dan 
panjaean di Tanah Batak. 

Ayat (3) 

Pengakuan adanya Hak 
Ulayat Masyarakat Adat, 
termasuk hak yang serupa 
dengan itu dipahami 
bahwa yang dimaksud 
dengan Masyarakat Adat 
adalah sekelompok orang 
yErng terikat oleh tatanan 
hukum adatnya sebagai 
warga bersama suatu 
persekutuan hukum adat 
yang didasarkan atas 
kesamaan tempat tinggal 
atau atas dasar keturunan. 
Hak Ulayat Masyarakat 
Adat dianggap masih ada 
apabila memenuhi tiga 

Cukup jelas. Cukup jelas. 
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unsur, yaitu 

a. unsur Masyarakat Adat, 
yaitu terdapatnya 
sekelompok orang yang 
masih merasa terikat 
oleh tatanan hukum 
adatnya sebagai warga 
bersama suatu 
persekutuan hukum 
tertentu, yang mengakui 
dan menerapkan 
ketentuan-ketentuan 
persekutuan tersebut 
dalam kehidupannya 
sehari-hari; 

b. unsur wilayah, yaitu 
terdapat tanah ulayat 
tertentu yang menjadi 
lingkungan hidup para 
warga persekutuan 
hukum tersebut dan 
tempat mengambil 
keperluan hidupnya 
seharihari; dan 

c. unsur hubungan antara 
masyarakat tersebut 
dan wilayahnya, yaitu 
terdapat tatanan hukum 
adat mengenai 
pengurusan, 
penguasaan, dan 
penggunaan tanah 
ulayatnya yang masih 
berlaku dan ditaati oleh 
para warga persekutuan 
hukum tersebut. 

 
Penjelasan Pasal 12 

 
UU SDA UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal 17 
 

UU SDA UU 11/2020 UU 6/2023 
Yang dimaksud dengan 
"desa" adalah desa, desa 
adat, atau yang disebut 
dengan nama lain yang 
merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang 

Cukup jelas. Cukup jelas. 
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memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal-usul, 
dan/ atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

 
Penjelasan Pasal 19 

 
UU SDA UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1) 

Sebagian tugas dan 
wewenang Pemerintah 
Pusat dalam Pengelolaan 
Sumber Daya Air yang dapat 
ditugaskan kepada 
pemerintah provinsi atau 
pemerintah kabupaten/ 
kota, misalnya adalah 
pelaksanaan pemeliharaan 
dan rehabilitasi Sumber Air 
serta Prasarana Sumber 
Daya Air berdasarkan asas 
tugas pembantuan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 40 

 
UU SDA UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"konstruksi" adalah suatu 

Cukup jelas. Cukup jelas. 
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kegiatan membangun 
prasarana ataupun sarana 
Sumber Daya Air, antara 
lain, yaitu pembangunan 
bendungan, pembangunan 
bendung, pembangunan 
tanggul, dan pembangunan 
saluran. Yang dimaksud 
dengan "nonkonstruksi" 
adalah suatu kegiatan yang 
tidak menghasilkan sarana 
dan Prasarana Sumber Daya 
Air, antara lain, yaitu 
menrusun dan menaati tata 
ruang, mengendalikan 
pemanfaatan ruang, 
manajemen kebutuhan 
(demand management), dan 
penghijauan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan 
'kegiatan nonkonstruksi" 
antara lain adalah menanam 
pohon di daerah sabuk hijau 
dan upacara keagamaan di 
Sumber Air. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 40A 

 
UU 6/2023 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "pengalihan alur sungai' adalah kegiatan mengalihkan alur sungai 
dengan cara membuat alur sungai baru yang mengakibatkan alur sungai yang dialihkan tidak 
berfungsi secara permanen. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal 43 
 

UU SDA UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Evaluasi Pengelolaan Sumber 
Daya Air mengacu pada Pola 
Pengelolaan Sumber Daya 
Air. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan 
kegiatan pemantauan dan 
evaluasi dalam ayat ini 
mencakup pengamatan dan 
penilaian secara berkala atas 
praktik penyelenggaraan 
Pengelolaan Sumber Daya 
Air, baik dalam konteks 
kesesuaiannya dengan 
rencana pengelolaan yang 
sudah ditetapkan maupun 
dalam konteks ketaatannya, 
termasuk rekomendasi 
tindak lanjutnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan. 

Ayat (5) 

Cukup jelas.  

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
 Penjelasan Pasal 44 

 
UU SDA UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal 45 
 

UU SDA UU 11/2020 UU 6/2023 
Huruf a 

Angka (1) 

Yang dimaksud dengan 
"mengubah kondisi 

Cukup jelas. Cukup jelas. 
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alami Sumber Air" 
adalah mempertinggi, 
memperendah, dan 
membelokkan Sumber 
Air. Mempertinggi 
adalah perbuatan yang 
dapat mengakibatkan 
Air pada Sumber Air 
menjadi lebih tinggi, 
misalnya adalah 
membangun bendung 
atau bendungan. 
Termasuk dalam 
pengertian 
mempertinggi adalah 
memompa Air dari 
Sumber Air. 
Memperendah adalah 
perbuatan yang dapat 
mengakibatkan Air pada 
Sumber Air menjadi 
lebih rendah atau turun 
dari semestinya, 
misalnya adalah 
menggali atau 
mengeruk sungai. 
Membelokkan adalah 
perbuatan yang dapat 
mengakibatkan aliran 
Air dan alur Sumber Air 
menjadi berbelok dari 
alur yang sebenamya. 
Penggunaan Air Tanah 
yang mengubah kondisi 
alami dengan 
menggunakan tenaga 
manusia dari sumur gali 
tidak termasuk yang 
memerlukan izin 
penggunaan Sumber 
Daya Air. 

Angka 2) 

Yang dimaksud dengan 
"Air dalam jumlah yang 
besar'untuk Air 
Permukaan adalah 
kuota Air Permukaan 
yang jumlahnya 
melebihi kebutuhan 
pokok sehari-hari untuk 
150 (seratus lima 
puluh) orang dari satu 
titik pengambilan atau 
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lebih dari 60 (enam 
puluh) liter per orang 
per hari. Yang dimaksud 
dengan "air dalam 
jumlah yang besar" 
untuk Air Tanah adalah 
jika Air Tanah diambil 
dari sumur bor 
berdiameter lebih dari 2 
(dua) inci atau lebih 
dari 5 (lima) sentimeter 
atau lebih dari 25 (dua 
puluh lima) meter kubik 
per bulan per kepala 
keluarga. 

Huruf b 

Angka 1) 

Cukup jelas. 

Angka 2) 

Yang dimaksud dengan 
"pertanian rakyat di 
luar sistem irigasi yang 
sudah ada" adalah lahan 
pertanian yang 
kebutuhan airnya belum 
diperhitungkan dalam 
Perencanaan atau 
belum termasuk di 
dalam daerah irigasi 
yang terbangun. 

Huruf c 

Penggunaan Sumber 
Daya Air bagi kegiatan 
selain untuk memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-
hari dan pertanlan rakyat 
yang bukan merupakan 
kegiatan usaha, misalnya, 
adalah penggunaan Air 
untuk penyiraman taman 
kota, penggunaan Air 
untuk rumah ibadah, 
penggunaan ruang pada 
Sumber Air untuk 
membangun jembatan di 
perkampungan, atau 
penggunaan Daya Air 
untuk pembangkit listrik 
tenaga mikrohidro bagi 
kepentingan masyarakat 
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setempat yang tidak 
diusahakan. 

 
Penjelasan Pasal 49 

 
UU SDA UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1) 

Huruf a 

Penggunaan Sumber 
Daya Air sebagai media, 
misalnya adalah 
Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk 
transportasi, pembangkit 
tenaga listrik, arung 
jeram, olahraga, 
pariwisata, dan 
perikanan budi daya pada 
Sumber Air. 

Huruf b 

Penggunaan Air dan Daya 
Air sebagai materi untuk 
kebutuhan usaha, baik 
berupa produk Air 
maupun berupa produk 
bukan Air, meliputi: 

1. penggunaan Air 
baku sebagai 
bahan baku 
produksi, seperti 
usaha Air minum 
yang dikelola 
badan usaha milik 
daerah, usaha Air 
minum dalam 
kemasan, dan 
usaha minuman 
dalam kemasan 
lainnya; 

2. penggunaan Air 
baku sebagai 
salah satu unsur 
atau unsur utama 
dari kegiatan 
suatu usaha, 
seperti usaha 
makanan, usaha 
perhotelan, usaha 
perkebunan, 
usaha industri 

Cukup jelas. Cukup jelas. 
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(misalnya untuk 
membantu proses 
produksi, seperti 
Air untuk sistem 
pendingin mesin), 
atau kegiatan 
usaha lain. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan 
"penggunaan Sumber Air 
sebagai media" misalnya 
adalah penggunaan 
Sumber Air untuk:  

1. konstruksi pada 
Sumber Air yang 
dapat berupa 
konstruksi 
jembatan, 
jaringan 
perpipaan, dan 
jaringan kabel 
listrik/telepon; 

2. tempat budi daya 
pertanian 
semusim atau 
budi daya ikan 
pada bantaran 
sungai; dan  

3. tempat budi daya 
tanaman tahunan 
pada sabuk hijau 
danau, embung, 
dan waduk. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan 
"penggunaan Air, Sumber 
Air, dan/atau Daya Air 
sebagai media dan 
materi" dapat berupa 
eksplorasi, eksploitasi, 
dan pemurnian bahan 
tambang dari Sumber Air. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan 
"Air dalam jumlah yang 
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besar' adalah kuota Air 
yang jumlahnya melebihi 
kebutuhan pokok sehari-
hari. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan 
"sistem irigasi" meliputi 
prasarana irigasi, Air 
irigasi, manajemen irigasi, 
institusi pengelola irigasi, 
dan sumber daya 
manusia. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Kegiatan bukan usaha 
antara lain adalah taman 
kota yang tidak dipungut 
biaya, rumah ibadah, dan 
fasilitas umum atau 
fasilitas sosial lainnya. 

Huruf f 

Cukup jelas. 
Huruf g 

Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal 50 
 

UU SDA UU 11/2020 UU 6/2023 

Yang dimaksud dengan "Air 
Minum untuk kebutuhan pokok 
seharihari' adalah Air Minum 
yang diselenggarakan melalui 
Sistem Penyediaan Air Minum, 
tidak termasuk Air Minum dalam 
kemasan. Air minum dalam 
kemasan nierupakan produk 
manufaktur untuk memenuhi 
segmen pasar demi kepraktisan 
dan gaya hidup. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 51 

 
UU SDA UU 11/2020 UU 6/2023 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. Cukup jelas. 
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Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan 
"persetqjuan" adalah hasil 
pertemuan dengan 
pemangku kepentingan di 
sekitar lokasi Sumber Air 
yang akan digunakan untuk 
kegiatan usaha yang berisi 
rekomendasi terhadap 
rencana kegiatan usaha 
tersebut. .. Yang dimaksud 
dengan upemangku 
kepentingan di kawasan 
Sumber Daya Ai/ adalah 
perwakilan kelompok 
masyarakat yang berada di 
sekitar lokasi Sumber Air 
yang akan digunakan untuk 
kegiatan usaha. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal 52 
 

UU SDA UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 56 

 
UU SDA UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal 70 
 

UU SDA UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 73 

 
UU SDA UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal 75A 
 

UU 6/2023 
Cukup jelas. 
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J. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS 

ANGKUTAN JALAN 

 

Pasal 55 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 19 Pasal 19 Pasal 19 
(1) Jalan dikelompokkan 

dalam beberapa kelas 
berdasarkan:  

a. fungsi dan 
intensitas Lalu 
Lintas guna 
kepentingan 
pengaturan 
penggunaan Jalan 
dan Kelancaran 
Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan; dan 

b. daya dukung untuk 
menerima muatan 
sumbu terberat dan 
dimensi Kendaraan 
Bermotor. 

(1) Jalan dikelompokkan 
dalam beberapa kelas 
berdasarkan:  

a. fungsi dan intensitas 
Lalu Lintas guna 
kepentingan 
pengaturan 
penggunaan Jalan dan 
Kelancaran Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan; dan 

b. daya dukung untuk 
menerima muatan 
sumbu terberat dan 
dimensi Kendaraan 
Bermotor. 

(1) Jalan dikelompokkan 
dalam beberapa kelas 
berdasarkan:  

a. fungsi dan intensitas 
Lalu Lintas guna 
kepentingan 
pengaturan 
penggunaan Jalan dan 
Kelancaran Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan; 
dan 

b. daya dukung untuk 
menerima muatan 
sumbu terberat dan 
dimensi Kendaraan 
Bermotor. 

(2) Pengelompokan Jalan 
menurut kelas Jalan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas: 

a. jalan kelas I, yaitu 
jalan arteri dan 
kolektor yang dapat 
dilalui Kendaraan 
Bermotor dengan 
ukuran lebar tidak 
melebihi 2.500 (dua 
ribu lima ratus) 
milimeter, ukuran 
panjang tidak 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai 
pengelompokan jalan 
menurut kelas jalan 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.126 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai 
pengelompokan jalan 
menurut kelas jalan 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.127 

                                       
126 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 

Lintas 
127 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 

Lintas 
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melebihi 18.000 
(delapan belas ribu) 
milimeter, ukuran 
paling tinggi 4.200 
(empat ribu dua 
ratus) milimeter, 
dan muatan sumbu 
terberat 10 
(sepuluh) ton;  

b. jalan kelas II, yaitu 
jalan arteri, 
kolektor, lokal, dan 
lingkungan yang 
dapat dilalui 
Kendaraan 
Bermotor dengan 
ukuran lebar tidak 
melebihi 2.500 (dua 
ribu lima ratus) 
milimeter, ukuran 
panjang tidak 
melebihi 12.000 
(dua belas ribu) 
milimeter, ukuran 
paling tinggi 4.200 
(empat ribu dua 
ratus) milimeter, 
dan muatan sumbu 
terberat 8 (delapan) 
ton;   

c. jalan kelas III, yaitu 
jalan arteri, 
kolektor, lokal, dan 
lingkungan yang 
dapat dilalui 
Kendaraan 
Bermotor dengan 
ukuran lebar tidak 
melebihi 2.100 (dua 
ribu seratus) 
milimeter, ukuran 
panjang tidak 
melebihi 9.000 
(sembilan ribu) 
milimeter, ukuran 
paling tinggi 3.500 
(tiga ribu lima 
ratus) milimeter, 
dan muatan sumbu 
terberat 8 (delapan) 
ton; dan  

d. jalan kelas khusus, 
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yaitu jalan arteri 
yang dapat dilalui 
Kendaraan 
Bermotor dengan 
ukuran lebar 
melebihi 2.500 (dua 
ribu lima ratus) 
milimeter, ukuran 
panjang melebihi 
18.000 (delapan 
belas ribu) 
milimeter, ukuran 
paling tinggi 4.200 
(empat ribu dua 
ratus) milimeter, 
dan muatan sumbu 
terberat lebih dari 
10 (sepuluh) ton.  

(3) Dalam keadaan 
tertentu daya dukung 
jalan kelas III 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) huruf c dapat 
ditetapkan muatan 
sumbu terberat kurang 
dari 8 (delapan) ton.  

-  

(4) Kelas jalan 
berdasarkan 
spesifikasi penyediaan 
prasarana jalan diatur 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
di bidang Jalan.  

-  

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai jalan kelas 
khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) huruf d diatur 
dengan peraturan 
pemerintah. 

-  

 

2. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 36 Pasal 36 Pasal 36 
Setiap Kendaraan 
Bermotor Umum dalam 
trayek wajib singgah di 

Setiap Kendaraan 
Bermotor Umum dalam 
trayek wajib singgah di 

Setiap Kendaraan 
Bermotor Umum dalam 
trayek wajib singgah di 
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3. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 38 Pasal 38 Pasal 38 
(1) Tugas dan wewenang 

Pemerintah Daerah 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) meliputi 
tugas dan wewenang 
Pemerintah Daerah 
provinsi dan/atau 
Pemerintah Daerah 
kabupaten/ kota 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(1) Setiap penyelenggara 
Terminal wajib 
menyediakan fasilitas 
Terminal yang 
memenuhi 
persyaratan 
keselamatan dan 
keamanan. 

(1) Setiap penyelenggara 
Terminal wajib 
menyediakan fasilitas 
Terminal yang 
memenuhi persyaratan 
keselamatan dan 
keamanan. 

(2) Fasilitas Terminal 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) meliputi fasilitas 
utama dan fasilitas 
penunjang. 

(2) Fasilitas Terminal 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) meliputi fasilitas 
utama dan fasilitas 
penunjang. 

(2) Fasilitas Terminal 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) meliputi fasilitas 
utama dan fasilitas 
penunjang. 

(3) Untuk menjaga 
kondisi fasilitas 
Terminal sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2), penyelenggara 
Terminal wajib 
melakukan 
pemeliharaan. 

(3) Untuk menjaga 
kondisi fasilitas 
Terminal sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2), penyelenggara 
Terminal wajib 
melakukan 
pemeliharaan yang 
bekerja sama dengan 
usaha mikro dan kecil. 

(3) Untuk menjaga 
kondisi fasilitas 
Terminal sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2), penyelenggara 
Terminal wajib 
melakukan 
pemeliharaan yang 
bekerja sama dengan 
usaha mikro dan kecil. 

- (4) Fasilitas Terminal 
harus menyediakan 
tempat untuk kegiatan 
usaha mikro dan kecil 
paling sedikit 30% 
(tiga puluh persen). 

(4) Fasilitas Terminal 
harus menyediakan 
tempat untuk kegiatan 
usaha mikro dan kecil 
paling sedikit 30% 
(tiga puluh persen). 

- (5) Ketentuan mengenai 
kerja sama dengan 
usaha mikro dan kecil 

(5) Ketentuan mengenai 
kerja sama dengan 
usaha mikro dan kecil 

Terminal yang sudah 
ditentukan, kecuali 
ditetapkan lain dalam izin 
trayek. 

Terminal yang sudah 
ditentukan, kecuali 
ditetapkan lain dalam 
trayek yang telah disetujui 
dalam Perizinan Berusaha. 

Terminal yang sudah 
ditentukan, kecuali 
ditetapkan lain dalam 
trayek yang telah disetujui 
dalam Perizinan Berusaha. 
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sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(3) dan penyediaan 
tempat untuk kegiatan 
usaha mikro dan kecil 
sebagaimana 
dimaksud ayat (4) 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.128 

sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(3) dan penyediaan 
tempat untuk kegiatan 
usaha mikro dan kecil 
sebagaimana 
dimaksud ayat (4) 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.129 

 

4. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 39 Pasal 39 Pasal 39 
(1) Lingkungan kerja 

Terminal merupakan 
daerah yang 
diperuntukkan bagi 
fasilitas Terminal. 

(1) Lingkungan kerja 
Terminal merupakan 
daerah yang 
diperuntukkan 
fasilitas Terminal. 

(1) Lingkungan kerja 
Terminal merupakan 
daerah yang 
diperuntukkan fasilitas 
Terminal. 

(2) Lingkungan kerja 
Terminal 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dikelola oleh 
penyelenggara 
Terminal dan 
digunakan untuk 
pelaksanaan 
pembangunan, 
pengembangan, dan 
pengoperasian 
fasilitas Terminal. 

(2) Lingkungan kerja 
Terminal 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dikelola oleh 
penyelenggara 
Terminal dan 
digunakan untuk 
pelaksanaan 
pembangunan, 
pengembangan, dan 
pengoperasian 
fasilitas Terminal. 

(2) Lingkungan kerja 
Terminal sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dikelola oleh 
penyelenggara 
Terminal dan 
digunakan untuk 
pelaksanaan 
pembangunan, 
pengembangan, dan 
pengoperasian fasilitas 
Terminal. 

(3) Lingkungan kerja 
Terminal 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan 
peraturan daerah 
kabupaten/kota, 
khusus Provinsi 
Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 
ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah 
Provinsi. 

(3) Dalam hal Pemerintah 
Pusat sebagai 
penyelenggara 
Terminal 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2), pelaksanaannya 
dapat dikerjasamakan 
dengan badan usaha 
milik negara, badan 
usaha milik daerah, 
badan usaha milik 
desa, dan swasta. 

(3) Dalam hal Pemerintah 
Pusat sebagai 
penyelenggara 
Terminal sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2), pelaksanaannya 
dapat dikerjasamakan 
dengan badan usaha 
milik negara, badan 
usaha milik daerah, 
badan usaha milik 
desa, dan swasta. 

 

                                       
128 Belum ditetapkan. 
129 Belum ditetapkan. 
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5. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 40 Pasal 40 Pasal 40 
(1) Pembangunan 

Terminal harus 
dilengkapi dengan:  

a. rancang 
bangun;  

b. buku kerja 
rancang 
bangun;  

c. rencana induk 
Terminal;  

d. analisis dampak 
Lalu Lintas; dan  

e. analisis 
mengenai 
dampak 
lingkungan. 

(1) Pembangunan Terminal 
harus dilengkapi 
dengan:  

a. rancang bangun;  

b. buku kerja rancang 
bangun;  

c. rencana induk 
Terminal; dan  

d. dokumen Amdal atau 
upaya pengelolaan 
lingkungan hidup 
dan upaya 
pemantauan 
lingkungan hidup 
yang telah 
mencakup analisis 
mengenai dampak 
Lalu Lintas. 

(1) Pembangunan Terminal 
harus dilengkapi 
dengan:  

a. rancang bangun;  

b. buku kerja rancang 
bangun;  

c. rencana induk 
Terminal; dan  

d. dokumen Amdal 
atau upaya 
pengelolaan 
lingkungan hidup 
dan upaya 
pemantauan 
lingkungan hidup 
yang telah 
mencakup analisis 
mengenai dampak 
Lalu Lintas. 

(2) Pengoperasian 
Terminal meliputi 
kegiatan:  

a. perencanaan;  

b. pelaksanaan; dan  

c. pengawasan 
operasional 
Terminal. 

(2) Pembangunan Terminal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
dikerjasamakan dengan 
badan usaha milik 
negara, badan usaha 
milik daerah, badan 
usaha milik desa, dan 
swasta sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pembangunan 
Terminal 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dapat 
dikerjasamakan 
dengan badan usaha 
milik negara, badan 
usaha milik daerah, 
badan usaha milik 
desa, dan swasta 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Lingkungan kerja 
Terminal 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan 
dengan peraturan 
daerah 
kabupaten/kota, 
khusus Provinsi 
Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 
ditetapkan dengan 

(3) Pengoperasian Terminal 
meliputi kegiatan:  

a. perencanaan;  

b. pelaksanaan; dan  

c. pengawasan 
operasional 
Terminal. 

(3) Pengoperasian 
Terminal meliputi 
kegiatan:  

a. perencanaan;  

b. pelaksanaan; dan  

c. pengawasan 
operasional 
Terminal. 
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Peraturan Daerah 
Provinsi. 

(4)  (4) Pembangunan Terminal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) serta 
perencanaan dan 
pelaksanaan dalam 
pengoperasian Terminal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a 
dan huruf b dapat 
dikerjasamakan dengan 
badan usaha milik 
negara, badan usaha 
milik daerah, badan 
usaha milik desa, dan 
swasta sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pembangunan Terminal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) serta 
perencanaan dan 
pelaksanaan dalam 
pengoperasian 
Terminal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dan huruf b 
dapat dikerjasamakan 
dengan badan usaha 
milik negara, badan 
usaha milik daerah, 
badan usaha milik desa, 
dan swasta sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

 

6. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 43 Pasal 43 Pasal 43 

(1) Penyediaan fasilitas 
Parkir untuk umum 
hanya dapat 
diselenggarakan di 
luar Ruang Milik Jalan 
sesuai dengan izin 
yang diberikan 

(1) Penyediaan fasilitas 
Parkir untuk umum 
hanya dapat 
diselenggarakan di luar 
Ruang Milik Jalan 
setelah memenuhi 
Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(1) Penyediaan fasilitas 
Parkir untuk umum 
hanya dapat 
diselenggarakan di luar 
Ruang Milik Jalan setelah 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Penyelenggaraan 
fasilitas Parkir di luar 
Ruang Milik Jalan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan 
oleh perseorangan 
warga negara 
Indonesia atau badan 
hukum Indonesia 

(2) Penyelenggaraan 
fasilitas Parkir di luar 
Ruang Milik Jalan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh 
perseorangan warga 
negara Indonesia atau 
badan hukum 
Indonesia berupa:  

(2) Penyelenggaraan 
fasilitas Parkir di luar 
Ruang Milik Jalan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh 
perseorangan warga 
negara Indonesia atau 
badan hukum Indonesia 
berupa:  
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berupa:  

a. usaha khusus 
perparkiran; atau  

b. penunjang usaha 
pokok.  

a. usaha khusus 
perparkiran; atau 

b. penunjang usaha 
pokok. 

a. usaha khusus 
perparkiran; atau 

b. penunjang usaha 
pokok. 

(3) Fasilitas Parkir di 
dalam Ruang Milik 
Jalan hanya dapat 
diselenggarakan di 
tempat tertentu pada 
jalan kabupaten, jalan 
desa, atau jalan kota 
yang harus dinyatakan 
dengan Rambu Lalu 
Lintas, dan/atau Marka 
Jalan.  

(3) Fasilitas Parkir di 
dalam Ruang Milik 
Jalan hanya dapat 
diselenggarakan di 
tempat tertentu pada 
jalan kabupaten, jalan 
desa, atau jalan kota 
yang harus dinyatakan 
dengan Rambu Lalu 
Lintas dan/atau Marka 
Jalan. 

(3) Fasilitas Parkir di dalam 
Ruang Milik Jalan hanya 
dapat diselenggarakan 
di tempat tertentu pada 
jalan kabupaten, jalan 
desa, atau jalan kota 
yang harus dinyatakan 
dengan Rambu Lalu 
Lintas dan/atau Marka 
Jalan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Pengguna 
Jasa fasilitas Parkir, 
perizinan, persyaratan, 
dan tata cara 
penyelenggaraan 
fasilitas dan Parkir 
untuk umum diatur 
dengan peraturan 
pemerintah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Pengguna 
Jasa fasilitas Parkir, 
Perizinan Berusaha, 
persyaratan, dan tata 
cara penyelenggaraan 
fasilitas dan Parkir 
untuk umum diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.130 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Pengguna 
Jasa fasilitas Parkir, 
Perizinan Berusaha, 
persyaratan, dan tata 
cara penyelenggaraan 
fasilitas dan Parkir 
untuk umum diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.131 

 

7.    Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 50 Pasal 50 Pasal 50 

(1) Uji tipe sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
49 ayat (2) huruf a wajib 
dilakukan bagi setiap 
Kendaraan Bermotor, 
kereta gandengan, dan 
kereta tempelan, yang 
diimpor, dibuat dan/atau 
dirakit di dalam negeri, 
serta modifikasi 
Kendaraan Bermotor 
yang menyebabkan 
perubahan tipe.  

(1) Uji tipe sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
49 ayat (2) huruf a wajib 
dilakukan bagi setiap 
Kendaraan Bermotor, 
kereta gandengan, dan 
kereta tempelan, yang 
diimpor, dibuat 
dan/atau dirakit di 
dalam negeri, serta 
modifikasi Kendaraan 
Bermotor yang 
menyebabkan 
perubahan tipe 

(1) Uji tipe sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
49 ayat (2) huruf a wajib 
dilakukan bagi setiap 
Kendaraan Bermotor, 
kereta gandengan, dan 
kereta tempelan, yang 
diimpor, dibuat 
dan/atau dirakit di 
dalam negeri, serta 
modifikasi Kendaraan 
Bermotor yang 
menyebabkan 
perubahan tipe 

                                       
130 Belum ditetapkan 
131 Belum ditetapkan 
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(2) Uji tipe sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas:  

a. pengujian fisik 
untuk pemenuhan 
persyaratan teknis 
dan laik jalan yang 
dilakukan terhadap 
landasan Kendaraan 
Bermotor dan 
Kendaraan 
Bermotor dalam 
keadaan lengkap; 
dan 

b. penelitian rancang 
bangun dan 
rekayasa Kendaraan 
Bermotor yang 
dilakukan terhadap 
rumah-rumah, bak 
muatan, kereta 
gandengan, kereta 
tempelan, dan 
Kendaraan 
Bermotor yang 
dimodifikasi 
tipenya. 

(2) Uji tipe sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh 
Pemerintah Pusat yang 
pelaksanaannya dapat 
dikerjasamakan dengan 
badan usaha milik 
negara, badan usaha 
milik daerah, badan 
usaha milik desa, dan 
swasta.  

 

(2) Uji tipe sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh 
Pemerintah Pusat yang 
pelaksanaannya dapat 
dikerjasamakan dengan 
badan usaha milik 
negara, badan usaha 
milik daerah, badan 
usaha milik desa, dan 
swasta.  

 

(3) Uji tipe sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh unit 
pelaksana uji tipe 
Pemerintah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai uji tipe 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan 
pelaksanaan uji tipe 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21 diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.132 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai uji tipe 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan 
pelaksanaan uji tipe 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21 diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.133 

 

8. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 53 Pasal 53 Pasal 53 

(1) Uji tipe sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh unit 
pelaksana uji tipe 

(1) Uji berkala sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
49 ayat (2) huruf b wajib 
dilakukan bagi mobil 

(1) Uji berkala sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
49 ayat (2) huruf b wajib 
dilakukan bagi mobil 

                                       
132 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 

Lintas 
133 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 

Lintas 
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Pemerintah. penumpang umum, 
mobil bus, mobil barang, 
kereta gandengan, dan 
kereta tempelan yang 
dioperasikan di Jalan. 

penumpang umum, 
mobil bus, mobil barang, 
kereta gandengan, dan 
kereta tempelan yang 
dioperasikan di Jalan. 

(2) Pengujian berkala 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi 
kegiatan: 

a. pemeriksaan dan 
pengujian fisik 
Kendaraan Bermotor; 
dan 

b. pengesahan hasil uji 

(2) Pengujian berkala 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi 
kegiatan:  

a. pemeriksaan dan 
pengujian fisik 
Kendaraan 
Bermotor; dan 

b. pengesahan hasil 
uji. 

(2) Pengujian berkala 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi 
kegiatan:  

a. pemeriksaan dan 
pengujian fisik 
Kendaraan 
Bermotor; dan 

b. pengesahan hasil 
uji. 

(3) Kegiatan pemeriksaan 
dan pengujian fisik 
Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a 
dilaksanakan oleh: 

a. unit pelaksana 
pengujian 
pemerintah 
kabupaten/kota; 

b. unit pelaksana 
agen tunggal 
pemegang merek 
yang mendapat 
izin dari 
Pemerintah; atau 

c. unit pelaksana 
pengujian swasta 
yang mendapatkan 
izin dari 
Pemerintah 

(3) Kegiatan pemeriksaan 
dan pengujian fisik 
Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a 
dilaksanakan oleh: 

a. unit pelaksana 
pengujian 
pemerintah 
kabupatenlkota 
sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat; 

b. unit pelaksana agen 
tunggal pemegang 
merek yang 
mendapat Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah; atau 

c. unit pelaksana 
pengujian swasta 
mendapatkan 
Pertzinan Berusaha 
Pemerintah. yang 
dari 

(3) Kegiatan pemeriksaan 
dan pengujian fisik 
Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a 
dilaksanakan oleh: 

a. unit pelaksana 
pengujian 
pemerintah 
kabupatenlkota 
sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat; 

b. unit pelaksana agen 
tunggal pemegang 
merek yang 
mendapat Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah; atau 

c. unit pelaksana 
pengujian swasta 
mendapatkan 
Pertzinan Berusaha 
Pemerintah. yang 
dari 

 

9. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 60 Pasal 60 Pasal 60 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      366

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

(1) Bengkel umum 
Kendaraan Bermotor 
berfungsi untuk 
memperbaiki dan 
merawat Kendaraan 
Bermotor, wajib 
memenuhi persyaratan 
teknis dan laik jalan. 

(1) Bengkel umum 
Kendaraan Bermotor 
yang berfungsi untuk 
memperbaiki dan 
merawat Kendaraan 
Bermotor, wajib 
memenuhi persyaratan 
teknis dan laik jalan. 

(1) Bengkel umum 
Kendaraan Bermotor 
yang berfungsi untuk 
memperbaiki dan 
merawat Kendaraan 
Bermotor, wajib 
memenuhi persyaratan 
teknis dan laik jalan. 

(2) Bengkel umum yang 
mempunyai akreditasi 
dan kualitas tertentu 
dapat melakukan 
pengujian berkala 
Kendaraan Bermotor. 

(2) Bengkel umum yang 
mempunyai akreditasi 
dan kualitas tertentu 
dapat melakukan 
pengujian berkala 
Kendaraan Bermotor. 

(2) Bengkel umum yang 
mempunyai akreditasi 
dan kualitas tertentu 
dapat melakukan 
pengujian berkala 
Kendaraan Bermotor. 

(3) Penyelenggaraan 
bengkel umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib 
memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan oleh 
Menteri yang 
bertanggung jawab di 
bidang industri. 

(3) Penyelenggaraan 
bengkel umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib 
memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(3) Penyelenggaraan 
bengkel umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib 
memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(4) Penyelenggaraan 
bengkel umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus 
mendapatkan izin dari 
pemerintah 
kabupaten/kota 
berdasarkan 
rekomendasi dari 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

(4) Penyelenggaraan 
bengkel umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

(4) Penyelenggaraan 
bengkel umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

(5) Pengawasan terhadap 
bengkel umum 
Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh 
pemerintah 
kabupaten/kota. 

(5) Pengawasan terhadap 
bengkel umum 
Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh 
pemerintah 
kabupaten/kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yarrg ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(5) Pengawasan terhadap 
bengkel umum 
Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh 
pemerintah 
kabupaten/kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yarrg ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan 
dan tata cara 
penyelenggaraan 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan 
dan tata cara 
penyelenggaraan 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan 
dan tata cara 
penyelenggaraan 
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bengkel umum diatur 
dengan peraturan 
pemerintah. 

bengkel umum diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.134 

bengkel umum diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.135 

 

10.  Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

                                       
134 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 

Lintas 
135 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 

Lintas 
136 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 

Lintas 
137 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 

Lintas 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 78 Pasal 78 Pasal 78 
(1) Pendidikan dan 

pelatihan mengemudi 
diselenggarakan oleh 
lembaga yang mendapat 
izin dan terakreditasi 
dari Pemerintah.  

(1) Pendidikan dan 
pelatihan mengemudi 
diselenggarakan oleh 
lembaga yang 
mendapat Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(1) Pendidikan dan 
pelatihan mengemudi 
diselenggarakan oleh 
lembaga yang mendapat 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Izin penyelenggaraan 
pendidikan dan 
pelatihan mengemudi 
yang diberikan oleh 
Pemerintah 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah.  

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.136 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.137 

(3) Izin penyelenggaraan 
pendidikan dan 
pelatihan mengemudi 
yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) 
dilaksanakan 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Menteri yang 
membidangi sarana dan 

- - 
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11. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 99 Pasal 99 Pasal 99 
(1) Setiap rencana 

pembangunan pusat 
kegiatan, permukiman, 
dan infrastruktur yang 
akan menimbulkan 
gangguan Keamanan, 
Keselamatan, 
Ketertiban, dan 
Kelancaran Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan 
wajib dilakukan analisis 
dampak Lalu Lintas. 

(1) Setiap rencana 
pembangunan pusat 
kegiatan, permukiman, 
dan infrastruktur yang 
akan menimbulkan 
gangguan Keamanan, 
Keselamatan, 
Ketertiban, dan 
Kelancaran Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan 
wajib dilakukan 
analisis mengenai 
dampak Lalu Lintas 
yang terintegrasi 
dengan analisis 
mengenai dampak 
lingkungan hidup atau 
upaya pengelolaan 
lingkungan hidup dan 
upaya pemantauan 
lingkungan hidup 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundangundangan 
mengenai lingkungan 
hidup. 

(1) Setiap rencana 
pembangunan pusat 
kegiatan, permukiman, 
dan infrastruktur yang 
akan menimbulkan 
gangguan Keamanan, 
Keselamatan, Ketertiban, 
dan Kelancaran Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan wajib dilakukan 
analisis mengenai 
dampak Lalu Lintas yang 
terintegrasi dengan 
analisis mengenai 
dampak lingkungan 
hidup atau upaya 
pengelolaan lingkungan 
hidup dan upaya 
pemantauan lingkungan 
hidup sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundangundangan 
mengenai lingkungan 
hidup. 

(2) Analisis dampak Lalu 
Lintas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya 
memuat:  

a. analisis bangkitan 
dan tarikan Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan;  

b. simulasi kinerja Lalu 
Lintas tanpa dan 
dengan adanya 
pengembangan;  

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai dokumen 
analisis mengenai 
dampak lingkungan 
hidup atau upaya 
pengelolaan 
lingkungan hidup dan 
upaya pemantauan 
lingkungan hidup yang 
telah mencakup 
analisis mengenai 
dampak lalu lintas 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai dokumen 
analisis mengenai 
dampak lingkungan 
hidup atau upaya 
pengelolaan 
lingkungan hidup dan 
upaya pemantauan 
lingkungan hidup yang 
telah mencakup 
analisis mengenai 
dampak lalu lintas 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 

Prasarana Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan 
serta Kepala Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia.  
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c. rekomendasi dan 
rencana 
implementasi 
penanganan 
dampak;  

d. tanggung jawab 
Pemerintah dan 
pengembang atau 
pembangun dalam 
penanganan 
dampak; dan  

e. rencana pemantauan 
dan evaluasi. 

Pemerintah.138 Pemerintah.139 

(3) Hasil analisis dampak 
Lalu Lintas 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
merupakan salah satu 
syarat bagi 
pengembang untuk 
mendapatkan izin 
Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah 
menurut peraturan 
perundang-undangan. 

-  

 

12. Ketentuan Pasal 100 dihapus. 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 100 Pasal 100 Pasal 100 

(1) Analisis dampak Lalu 
Lintas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
99 ayat (1) dilakukan 
oleh lembaga konsultan 
yang memiliki tenaga 
ahli bersertifikat.  

Dihapus. Dihapus. 

(2) Hasil analisis dampak 
Lalu Lintas 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 99 ayat (3) 
harus mendapatkan 
persetujuan dari 
instansi yang terkait di 
bidang Lalu Lintas dan 

-  

                                       
138 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 

Lintas 
139 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 

Lintas 
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Angkutan Jalan. 
 

13. Ketentuan Pasal 101 dihapus. 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 101 Pasal 101 Pasal 101 

(1) Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk negara 
lain dilarang, kecuali 
untuk tujuan 
kemanusiaan. 

Dihapus. Dihapus. 

(2) Pengecualian 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan 
telah dapat 
terpenuhinya 
kebutuhan penggunaan 
Sumber Daya Air di 
Wilayah Sungai yang 
bersangkutan serta 
daerah sekitarnya. 

  

(3) Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk negara 
lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
harus didasarkan pada 
Pola Pengelolaan 
Sumber Daya Air dan 
Rencana Pengelolaan 
Sumber Daya Air pada 
Wilayah Sungai yang 
bersangkutan dan 
memperhatikan 
kepentingan daerah di 
sekitarnya. 

  

(4) Rencana penggunaan 
Sumber Daya Air untuk 
negara lain dilakukan 
melalui proses 
konsultasi publik oleh 
Pemerintah Pusat danf 
atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 
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(5) Penggunaan Sumber 
Daya Air untuk negara 
lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (a) wajib 
mendapat Persetujuan 
dari Pemerintah Pusat 
berdasarkan 
rekomendasi dari 
Pemerintah Daerah dan 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

  

 

14. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 126 Pasal 126 Pasal 126 
Pengemudi Kendaraan 
Bermotor Umum angkutan 
orang dilarang:  
a. memberhentikan 

Kendaraan selain di 
tempat yang telah 
ditentukan; 

b. mengetem selain di 
tempat yang telah 
ditentukan; 

c. menurunkan 
Penumpang selain di 
tempat 
pemberhentian 
dan/atau di tempat 
tujuan tanpa alasan 
yang patut dan 
mendesak; dan/atau 

d. melewati jaringan 
jalan selain yang 
ditentukan dalam izin 
trayek. 

Pengemudi Kendaraan 
Bermotor Umum angkutan 
orang dilarang: 

a. memberhentikan 
Kendaraan selain di 
tempat yang telah 
ditentukan; 

b. mengetem selain di 
tempat yang telah 
ditentukan; 

c. menurunkan 
Penumpang selain di 
tempat pemberhentian 
dan/atau di tempat 
tujuan tanpa alasan 
yang patut dan 
mendesak; danf atau 

d. melewati jaringan 
jalan selain yang 
ditentukan dalam 
trayek yang telah 
disetujui dalam 
Perizinan Berusaha. 

Pengemudi Kendaraan 
Bermotor Umum angkutan 
orang dilarang: 

a. memberhentikan 
Kendaraan selain di 
tempat yang telah 
ditentukan; 

b. mengetem selain di 
tempat yang telah 
ditentukan; 

c. menurunkan 
Penumpang selain di 
tempat pemberhentian 
dan/atau di tempat 
tujuan tanpa alasan 
yang patut dan 
mendesak; danf atau 

d. melewati jaringan jalan 
selain yang ditentukan 
dalam trayek yang 
telah disetujui dalam 
Perizinan Berusaha. 

 

15. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 162 Pasal 162 Pasal 162 
(1) Kendaraan Bermotor 

yang mengangkut 
barang khusus wajib: 

(1) Kendaraan Bermotor 
yang mengangkut 
barang khusus wajib: 

(1) Kendaraan Bermotor 
yang mengangkut barang 
khusus wajib: 
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a. memenuhi 
persyaratan 
keselamatan sesuai 
dengan sifat dan 
bentuk barang yang 
diangkut; 

b. diberi tanda tertentu 
sesuai dengan 
barang yang 
diangkut; 

c. memarkir 
Kendaraan di 
tempat yang 
ditetapkan; 

d. membongkar dan 
memuat barang di 
tempat yang 
ditetapkan dan 
dengan 
menggunakan alat 
sesuai dengan sifat 
dan bentuk barang 
yang diangkut; 

e. beroperasi pada 
waktu yang tidak 
mengganggu 
Keamanan, 
Keselamatan, 
Kelancaran, dan 
Ketertiban Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan; dan 

f.   mendapat 
rekomendasi dari 
instansi terkait. 

a. memenuhi 
persyaratan 
keselamatan sesuai 
dengan sifat dan 
bentuk barang yang 
diangkut; 

b. memiliki tanda 
tertentu sesuai 
dengan barang yang 
diangkut; 

c. memarkir 
Kendaraan di 
tempat yang 
ditetapkan; 

d. membongkar dan 
memuat barang di 
tempat yang 
ditetapkan dan 
dengan 
menggunakan alat 
sesuai dengan sifat 
dan bentuk barang 
yang diangkut; dan 

e. beroperasi pada 
waktu yang tidak 
mengganggu 
Keamanan, 
Keselamatan, 
Kelancaran, dan 
Ketertiban Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan. 

 

a. memenuhi 
persyaratan 
keselamatan sesuai 
dengan sifat dan 
bentuk barang yang 
diangkut; 

b. memiliki tanda 
tertentu sesuai 
dengan barang yang 
diangkut; 

c. memarkir 
Kendaraan di tempat 
yang ditetapkan; 

d. membongkar dan 
memuat barang di 
tempat yang 
ditetapkan dan 
dengan 
menggunakan alat 
sesuai dengan sifat 
dan bentuk barang 
yang diangkut; dan 

e. beroperasi pada 
waktu yang tidak 
mengganggu 
Keamanan, 
Keselamatan, 
Kelancaran, dan 
Ketertiban Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan. 

 

(2) Kendaraan Bermotor 
Umum yang 
mengangkut alat berat 
dengan dimensi yang 
melebihi dimensi yang 
ditetapkan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 harus 
mendapat pengawalan 
dari Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

(2) Kendaraan Bermotor 
Umum yang 
mengangkut alat berat 
dengan dimensi yang 
melebihi dimensi yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
harus mendapat 
pengawalan dari 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

(2) Kendaraan Bermotor 
Umum yang 
mengangkut alat berat 
dengan dimensi yang 
melebihi dimensi yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
harus mendapat 
pengawalan dari 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

(3) Pengemudi dan 
pembantu Pengemudi 
Kendaraan Bermotor 

(3) Pengemudi dan 
pembantu pengemudi 
Kendaraan Bermotor 

(3) Pengemudi dan 
pembantu pengemudi 
Kendaraan Bermotor 
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Umum yang 
mengangkut barang 
khusus wajib memiliki 
kompetensi tertentu 
sesuai dengan sifat dan 
bentuk barang khusus 
yang diangkut. 

Umum yang 
mengangkut barang 
khusus wajib memiliki 
kompetensi tertentu 
sesuai dengan sifat dan 
bentuk barang khusus 
yang diangkut. 

Umum yang 
mengangkut barang 
khusus wajib memiliki 
kompetensi tertentu 
sesuai dengan sifat dan 
bentuk barang khusus 
yang diangkut. 

 

16. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 165 Pasal 165 Pasal 165 

(1) Angkutan umum di 
Jalan yang merupakan 
bagian angkutan 
multimoda 
dilaksanakan oleh 
badan hukum angkutan 
multimoda.  

(1) Angkutan umum di Jalan 
yang merupakan bagian 
angkutan multimoda 
dilaksanakan oleh badan 
hukum angkutan 
multimoda. 

(1) Angkutan umum di 
Jalan yang merupakan 
bagian angkutan 
multimoda 
dilaksanakan oleh 
badan hukum angkutan 
multimoda. 

(2) Kegiatan angkutan 
umum dalam angkutan 
multimoda 
dilaksanakan 
berdasarkan perjanjian 
yang dibuat antara 
badan hukum angkutan 
Jalan dan badan hukum 
angkutan multimoda 
dan/atau badan hukum 
moda lain. 

(2) Kegiatan angkutan 
umum dalam angkutan 
multimoda dilaksanakan 
berdasarkan perjanjian 
yang dibuat antara 
badan hukum angkutan 
Jalan dan badan hukum 
angkutan multimoda 
danlatau badan hukum 
moda lain. 

(2) Kegiatan angkutan 
umum dalam angkutan 
multimoda 
dilaksanakan 
berdasarkan perjanjian 
yang dibuat antara 
badan hukum angkutan 
Jalan dan badan hukum 
angkutan multimoda 
dan/atau badan hukum 
moda lain. 

(3) Pelayanan angkutan 
multimoda harus 
terpadu secara sistem 
dan mendapat izin dari 
Pemerintah. 

(3) Pelayanan angkutan 
multimoda harus 
terpadu secara sistem 
dan memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

(3) Pelayanan angkutan 
multimoda harus 
terpadu secara sistem 
dan memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai angkutan 
multimoda, 
persyaratan, dan tata 
cara memperoleh izin 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan 
pemerintah. 

(4) Ketentuan mengenai 
angkutan multimoda, 
persyaratan, dan tata 
cara memperoleh 
Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.140 

(4) Ketentuan mengenai 
angkutan multimoda 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat 
(2), dan ketentuan 
mengenai persyaratan, 
dan tata cara 
memperoleh Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diatur dalam Peraturan 

                                       
140 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 

Lintas 
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Pemerintah. 

 

17. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 170 Pasal 170 Pasal 170 
(1) Alat penimbangan 

yang dipasang secara 
tetap sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 169 ayat (4) 
huruf a dipasang 
pada lokasi tertentu.  

(1) Alat penimbangan 
yang dipasang secara 
tetap sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
169 ayat (4) huruf a 
dipasang pada lokasi 
tertentu. 

(1) Alat penimbangan yang 
dipasang secara tetap 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 169 ayat 
(4) huruf a dipasang 
pada lokasi tertentu. 

(2) Penetapan lokasi, 
pengoperasian, dan 
penutupan alat 
penimbangan yang 
dipasang secara tetap 
pada Jalan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh 
Pemerintah. 

(2) Penetapan lokasi, 
pengoperasian, dan 
penutupan alat 
penimbangan yang 
dipasang secara tetap 
pada Jalan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(2) Penetapan lokasi, 
pengoperasian, dan 
penutupan alat 
penimbangan yang 
dipasang secara tetap 
pada Jalan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(3) Pengoperasian dan 
perawatan alat 
penimbangan yang 
dipasang secara tetap 
dilakukan oleh unit 
pelaksana 
penimbangan yang 
ditunjuk oleh 
Pemerintah 

(3) Pengoperasian dan 
perawatan alat 
penimbangan yang 
dipasang secara tetap 
serta sistem informasi 
manajemen dilakukan 
oleh Pemerintah Pusat 
dan dapat 
dikerjasamakan 
dengan badan usaha 
milik negara, badan 
usaha milik daerah, 
dan swasta sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(3) Pengoperasian dan 
perawatan alat 
penimbangan yang 
dipasang secara tetap 
serta sistem informasi 
manajemen dilakukan 
oleh Pemerintah Pusat 
dan dapat 
dikerjasamakan 
dengan badan usaha 
milik negara, badan 
usaha milik daerah, 
dan swasta sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

(4) Petugas alat 
penimbangan yang 
dipasang secara tetap 
wajib mendata jenis 
barang yang 
diangkut, berat 
angkutan, dan asal 
tujuan. 

(4) Petugas alat 
penimbangan yang 
dipasang secara tetap 
wajib mendata jenis 
barang yang diangkut, 
berat angkutan, dan 
asal tujuan. 

(4) Petugas alat 
penimbangan yang 
dipasang secara tetap 
wajib mendata jenis 
barang yang diangkut, 
berat angkutan, dan 
asal tujuan. 

 

18. Ketentuan Pasal 173 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 173 Pasal 173 Pasal 173 
(1) Perusahaan Angkutan 

Umum yang 
menyelenggarakan 
angkutan orang 
dan/atau barang 
wajib memiliki: 

a. izin 
penyelenggaraan 
angkutan orang 
dalam trayek; 

b. izin 
penyelenggaraan 
angkutan orang 
tidak dalam trayek; 
dan/atau 

c. izin 
penyelenggaraan 
angkutan barang 
khusus atau alat 
berat. 

(1) Perusahaan Angkutan 
Umum yang 
menyelenggarakan 
angkutan orang dan/ 
atau barang wajib 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(1) Perusahaan Angkutan 
Umum yang 
menyelenggarakan 
angkutan orang dan/ 
atau barang wajib 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Kewajiban memiliki 
izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) tidak berlaku 
untuk: 

a. pengangkutan orang 
sakit dengan 
menggunakan 
ambulans; atau 

b. pengangkutan 
jenazah. 

(2) Kewajiban memenuhi 
Perizinan Berusaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) tidak berlaku 
untuk:  

a. pengangkutan 
orang sakit dengan 
menggunakan 
ambulans; atau 

b. pengangkutan 
jenazah. 

(2) Kewajiban memenuhi 
Perizinan Berusaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) tidak berlaku 
untuk:  

c. pengangkutan 
orang sakit dengan 
menggunakan 
ambulans; atau 

d. pengangkutan 
jenazah. 

- (3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.141 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.142 

 

19. Ketentuan Pasal 174 dihapus. 
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UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 174 Pasal 174 Pasal 174 
(1) Izin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 
173 ayat (1) berupa 
dokumen kontrak 
dan/atau kartu 
elektronik yang terdiri 
atas surat keputusan, 
surat pernyataan, dan 
kartu pengawasan. 

Dihapus. Dihapus. 

(2) Pemberian izin 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui 
seleksi atau pelelangan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan-
undangan. 

  

(3) Izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa izin pada 1 
(satu) trayek atau pada 
beberapa trayek dalam 
satu kawasan. 

  

 

20. Ketentuan Pasal 175 dihapus. 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 175 Pasal 175 Pasal 175 
(1) Izin 

penyelenggaraan 
angkutan umum 
berlaku untuk jangka 
waktu tertentu. 

Dihapus. Dihapus. 

(2) Perpanjangan izin 
harus melalui proses 
seleksi atau 
pelelangan 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 174 ayat (2). 

-  

 

21. Ketentuan Pasal 176 dihapus. 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 176 Pasal 176 Pasal 176 
Izin penyelenggaraan 
angkutan orang dalam 

Dihapus. Dihapus. 
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trayek sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 173 
ayat (1) huruf a diberikan 
oleh: 

a. Menteri yang 
bertanggung jawab di 
bidang sarana dan 
Prasarana Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan 
untuk penyelenggaraan 
angkutan orang yang 
melayani: 

1. trayek lintas 
batas negara 
sesuai dengan 
perjanjian 
antarnegara; 

2. trayek 
antarkabupaten/
kota yang 
melampaui 
wilayah 1 (satu) 
provinsi; 

3. trayek angkutan 
perkotaan yang 
melampaui 
wilayah 1 (satu) 
provinsi; dan 

4. trayek perdesaan 
yang melewati 
wilayah 1 (satu) 
provinsi. 

b. gubernur untuk 
penyelenggaraan 
angkutan orang yang 
melayani: 

1. trayek antarkota 
yang melampaui 
wilayah 1 (satu) 
kabupaten/kota 
dalam 1 (satu) 
provinsi; 

2. trayek angkutan 
perkotaan yang 
melampaui 
wilayah 1 (satu) 
kabupaten/kota 
dalam satu 
provinsi; dan 
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3. trayek perdesaan 
yang melampaui 
wilayah 1 (satu) 
kabupaten dalam 
satu provinsi. 

c. Gubernur Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 
untuk penyelenggaraan 
angkutan orang yang 
melayani trayek yang 
seluruhnya berada 
dalam wilayah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

d. bupati untuk 
penyelenggaraan 
angkutan orang yang 
melayani: 

1. trayek perdesaan 
yang berada dalam 1 
(satu) wilayah 
kabupaten; dan 

2. trayek perkotaan 
yang berada dalam 1 
(satu) wilayah 
kabupaten. 

e. walikota untuk 
penyelenggaraan 
angkutan orang yang 
melayani trayek 
perkotaan yang berada 
dalam 1 (satu) wilayah 
kota. 

 
 

22. Ketentuan Pasal 177 dihapus. 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 177 Pasal 177 Pasal 177 
Pemegang izin 
penyelenggaraan angkutan 
orang dalam trayek wajib: 

a. melaksanakan 
ketentuan yang 
ditetapkan dalam izin 
yang diberikan; dan 

b. mengoperasikan 
Kendaraan Bermotor 
Umum sesuai dengan 

Dihapus. Dihapus. 
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standar pelayanan 
minimal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
141 ayat (1). 

 

23. Ketentuan Pasal 178 dihapus. 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 178 Pasal 178 Pasal 178 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai izin 
penyelenggaraan angkutan 
orang dalam trayek diatur 
dengan peraturan Menteri 
yang bertanggung jawab di 
bidang sarana dan 
Prasarana Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 

Dihapus. Dihapus. 

 

24. Ketentuan Pasal 179 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 179 Pasal 179 Pasal 179 
Izin penyelenggaraan 
angkutan orang tidak 
dalam trayek sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 173 
ayat (1) huruf b diberikan 
oleh: 

a. Menteri yang 
bertanggung jawab 
di bidang sarana 
dan Prasarana Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan untuk 
angkutan orang 
yang melayani: 

1. angkutan taksi 
yang wilayah 
operasinya 
melampaui 1 
(satu) daerah 
provinsi; 

2. angkutan 
dengan tujuan 
tertentu; atau 

3. angkutan 
pariwisata. 

(1) Perizinan Berusaha 
terkait 
penyelenggaraan 
angkutan orang tidak 
dalam trayek 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
173 ayat (1) diberikan 
oleh: 

a. Pemerintah 
Pusat yang 
bertanggung 
jawab di bidang 
sarana dan 
Prasarana Lalu 
Lintas dan 
Angkutan Jalan 
untuk angkutan 
orang yang 
melayani: 

1. angkutan 
taksi yang 
wilayah 
operasinya 
melampaui 
1 (satu) 
daerah 

(1) Perizinan Berusaha 
terkait penyelenggaraan 
angkutan orang tidak 
dalam trayek 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 173 ayat 
(1) diberikan oleh: 

a. Pemerintah Pusat 
yang bertanggung 
jawab di bidang 
sarana dan 
Prasarana Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan untuk 
angkutan orang yang 
melayani: 

1. angkutan taksi 
yang wilayah 
operasinya 
melampaui 1 
(satu) daerah 
provinsi; 

2. angkutan 
dengan tujuan 
tertentu; atau 

3. angkutan 
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provinsi; 

2. angkutan 
dengan 
tujuan 
tertentu; 
atau 

3. angkutan 
pariwisata. 

b. gubernur untuk 
angkutan taksi 
yang wilayah 
operasinya 
melampaui lebih 
dari 1 (satu) 
daerah 
kabupaten/kota 
dalam 1 (satu) 
provinsi sesuai 
dengan norma, 
standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah 
Pusat; 

c. Gubernur 
Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 
untuk angkutan 
taksi dan 
angkutan 
kawasan 
tertentu yang 
wilayah 
operasinya 
berada dalam 
wilayah Provinsi 
Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 
sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah 
Pusat; dan 

d. bupati/wali kota 
untuk taksi dan 
angkutan 
kawasan 

pariwisata. 

b. gubernur untuk 
angkutan taksi 
yang wilayah 
operasinya 
melampaui lebih 
dari 1 (satu) 
daerah 
kabupaten/kota 
dalam 1 (satu) 
provinsi sesuai 
dengan norma, 
standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah 
Pusat; 

c. Gubernur Daerah 
Khusus Ibukota 
Jakarta untuk 
angkutan taksi 
dan angkutan 
kawasan tertentu 
yang wilayah 
operasinya 
berada dalam 
wilayah Provinsi 
Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 
sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah 
Pusat; dan 

d. bupati/wali kota 
untuk taksi dan 
angkutan 
kawasan tertentu 
yang wilayah 
operasinya 
berada dalam 
wilayah 
kabupaten/kota 
sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah 
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tertentu yang 
wilayah 
operasinya 
berada dalam 
wilayah 
kabupaten/kota 
sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah 
Pusat. 

 

Pusat. 

 

 (2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
persyaratan 
pemberian Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.143 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
dan persyaratan 
pemberian Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.144 

 

25. Ketentuan Pasal 180 dihapus. 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 180 Pasal 180 Pasal 180 
(1) Izin penyelenggaraan 

angkutan barang 
khusus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
173 ayat (1) huruf c 
diberikan oleh Menteri 
yang bertanggung 
jawab di bidang sarana 
dan Prasarana Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan dengan 
rekomendasi dari 
instansi terkait. 

Dihapus. Dihapus. 

(2) Izin penyelenggaraan 
angkutan alat berat 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
173 ayat (1) huruf c 

  

                                       
143 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 

Lintas 
144 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 

Lintas 
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diberikan oleh Menteri 
yang bertanggung 
jawab di bidang sarana 
dan Prasarana Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
persyaratan 
pemberian izin 
penyelenggaraan 
angkutan barang 
khusus dan alat berat 
diatur dengan 
peraturan Menteri 
yang bertanggung 
jawab di bidang sarana 
dan Prasarana Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan. 

  

 

26. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 185 Pasal 185 Pasal 185 
(1) Angkutan penumpang 

umum dengan tarif 
kelas ekonomi pada 
trayek tertentu dapat 
diberi subsidi oleh 
Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah. 

(1) Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah 
Daerah dapat 
memberikan subsidi 
angkutan pada trayek 
atau lintas tertentu. 

(1) Pemerintah Pusat dan/ 
atau Pemerintah Daerah 
dapat memberikan 
subsidi angkutan pada 
trayek atau lintas 
tertentu. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemberian 
subsidi angkutan 
Penumpang umum 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan 
peraturan pemerintah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemberian 
subsidi angkutan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.145 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemberian 
subsidi angkutan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.146 

27. Ketentuan Pasal 199 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 199 Pasal 199 Pasal 199 

                                       
145 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 
Lintas 
146 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 
Lintas 
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(1) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 167, Pasal 
168, Pasal 173, Pasal 
177, Pasal 186, Pasal 
187, Pasal 189, Pasal 
192, dan Pasal 193 
dikenai sanksi 
administratif berupa:  

a. peringatan tertulis;  

b. denda administratif; 

c. pembekuan izin; 
dan/atau 

d. pencabutan izin. 

(1) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
167, Pasal 168, Pasal 
I73, Pasal 186, Pasal 
187, Pasal 189, Pasal 
192, atau Pasal 193 
dikenai sanksi 
administratif berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. denda administratif; 

c. pembekuan 
Perizinan Berusaha; 
dan /atau 

d. pencabutan 
Perizinan Berusaha. 

(1) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 167, Pasal 
168, Pasal I73, Pasal 
186, Pasal 187, Pasal 
189, Pasal 192, atau 
Pasal 193 dikenai sanksi 
administratif berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. denda administratif; 

c. pembekuan 
Perizinan Berusaha; 
dan /atau 

d. pencabutan 
Perizinan Berusaha. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria dan 
tata cara pengenaan 
sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan 
Menteri yang 
bertanggung jawab di 
bidang sarana dan 
Prasarana Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, 
jenis, besaran denda, 
dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.147 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, 
jenis, besaran denda, 
dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.148 

 

28. Ketentuan Pasal 220 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

                                       
147 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 

Lintas 
148 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 

Lintas 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 220 Pasal 220 Pasal 220 
(1) Pengembangan 

rancang bangun 
Kendaraan Bermotor 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 219 ayat (1) 
huruf a dan 
pengembangan riset 
rancang bangun 
sebagaimana 

(1) Rancang bangun 
Kendaraan Bermotor 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 219 ayat (1) 
huruf a dan 
pengembangan riset 
dan rancang bangun 
Kendaraan Bermotor 
sebagaimana 

(1) Rancang bangun 
Kendaraan Bermotor 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
219 ayat (1) huruf a 
dan pengembangan 
riset dan rancang 
bangun Kendaraan 
Bermotor 
sebagaimana 
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dimaksud pada ayat 
(2) huruf a dilakukan 
oleh: 

a. Pemerintah; 

b. Pemerintah Daerah; 

c. badan hukum; 

d. lembaga penelitian; 
dan/atau 

e. perguruan tinggi. 

dimaksud pada ayat 
(2) huruf a dilakukan 
oleh: 

a. Pemerintah 
Pusat; 

b. Pemerintah 
Daerah; 

c. badan hukum; 

d. lembaga 
penelitian; dan/ 
atau. 

e. perguruan 
tinggi. 

dimaksud pada ayat 
(2) huruf a dilakukan 
oleh: 

a. Pemerintah 
Pusat; 

b. Pemerintah 
Daerah; 

c. badan hukum; 

d. lembaga 
penelitian; dan/ 
atau. 

e. perguruan 
tinggi. 

(2) Pengembangan 
rancang bangun 
Kendaraan Bermotor 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) wajib 
memperhatikan: 

a. dimensi utama dan 
konstruksi 
Kendaraan 
Bermotor; 

b. kesesuaian 
material; 

c. kesesuaian motor 
penggerak; 

d. kesesuaian daya 
dukung jalan; 

e. bentuk fisik 
Kendaraan 
Bermotor; 

f. dimensi, 
konstruksi, posisi, 
dan jarak tempat 
duduk; 

g. posisi lampu; 

h. jumlah tempat 
duduk; 

i. dimensi dan 
konstruksi bak 
muatan/volume 
tangki; 

(2) Rancang bangun 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) harus 
mendapatkan 
pengesahan dari 
Pemerintah Pusat. 

(2) Rancang bangun 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) harus 
mendapatkan 
pengesahan dari 
Pemerintah Pusat. 
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29. Ketentuan Pasal 222 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

j. peruntukan 
Kendaraan 
Bermotor; dan 

k. fasilitas keluar 
darurat. 

(3) Rancang bangun 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) harus 
mendapatkan 
pengesahan dari 
Menteri yang 
bertanggung jawab di 
bidang sarana dan 
Prasarana Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan. 

-  

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 222 Pasal 222 Pasal 222 
(1) Pemerintah wajib 

mengembangkan 
industri dan teknologi 
prasarana yang 
menjamin Keamanan, 
Keselamatan, 
Ketertiban, dan 
Kelancaran Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan. 

(1) Pemerintah Pusat 
wajib 
mengembangkan 
industri dan teknologi 
prasarana yang 
menjamin Keamanan, 
Keselamatan, 
Ketertiban, dan 
Kelancaran Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan. 

(1) Pemerintah Pusat wajib 
mengembangkan 
industri dan teknologi 
prasarana yang 
menjamin Keamanan, 
Keselamatan, 
Ketertiban, dan 
Kelancaran Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan. 

(2) Pengembangan 
industri dan teknologi 
Prasarana Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan 
dilakukan secara 
terpadu dengan 
dukungan semua 
sektor terkait. 

(2) Pengembangan 
industri dan teknologi 
Prasarana Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan 
dilakukan secara 
terpadu dengan 
dukungan semua 
sektor terkait. 

(2) Pengembangan industri 
dan teknologi Prasarana 
Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 
dilakukan secara 
terpadu dengan 
dukungan semua sektor 
terkait. 

(3) Pengembangan 
industri dan teknologi 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) meliputi 
modernisasi fasilitas: 

a. pengatur Lalu 
Lintas dan 

(3) Pengembangan 
industri dan teknologi 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) harus 
mendapatkan 
pengesahan dari 
Pemerintah Pusat. 

(3) Pengembangan industri 
dan teknologi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus 
mendapatkan 
pengesahan dari 
Pemerintah Pusat. 
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Angkutan Jalan; 

b. penegakan hukum; 

c. uji kelaikan 
Kendaraan; 

d. Keamanan, 
Keselamatan, 
Ketertiban, serta 
Kelancaran Lalu 
Lintas dan 
Angkutan Jalan; 

e. pengawasan Lalu 
Lintas dan 
Angkutan Jalan; 

f. registrasi dan 
identifikasi 
Kendaraan 
Bermotor dan 
Pengemudi; 

g. Sistem Informasi 
dan Komunikasi 
Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan; dan 

h. keselamatan 
Pengemudi 
dan/atau 
Penumpang. 

(4) Metode 
pengembangan 
industri dan teknologi 
meliputi: 

a. pemahaman 
teknologi; 

b. pengalihan 
teknologi; dan 

c. fasilitasi riset 
teknologi. 

  

(5) Pengembangan 
industri dan teknologi 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(3) harus 
mendapatkan 
pengesahan dari 
instansi terkait. 
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30. Ketentuan Pasal 305 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 305 Pasal 305 Pasal 305 
Setiap orang yang 
mengemudikan Kendaraan 
Bermotor yang mengangkut 
barang khusus yang tidak 
memenuhi ketentuan 
tentang persyaratan 
keselamatan, pemberian 
tanda barang, Parkir, 
bongkar dan muat, waktu 
operasi dan rekomendasi 
dari instansi terkait 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 162 ayat (1) 
huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf d, huruf e, atau huruf f 
dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 
(dua) bulan atau denda 
paling banyak Rp500.000,00 
(lima ratus ribu rupiah). 

- Setiap orang yang 
mengemudikan Kendaraan 
Bermotor yang 
mengangkut barang 
khusus yang tidak 
memenuhi ketentuan 
mengenai persyaratan 
keselamatan, pemberian 
tanda barang, Parkir, 
bongkar dan muat, atau 
waktu operasi 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 162 ayat (1) 
huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf d, atau huruf e 
dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 
(dua) bulan atau pidana 
denda paling banyak 
Rp500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah). 

 

31. Ketentuan Pasal 308 dihapus. 

UU LLAJ UU Cipta Kerja UU 6/2023 

Pasal 308 Pasal 308 Pasal 308 
Dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 
(dua) bulan atau denda 
paling banyak 
Rp500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah), setiap orang 
yang mengemudikan 
Kendaraan Bermotor 
Umum yang: 
a. tidak memiliki izin 

menyelenggarakan 
angkutan orang dalam 
trayek sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
173 ayat (1) huruf a; 

b. tidak memiliki izin 
menyelenggarakan 
angkutan orang tidak 
dalam trayek 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 

Dihapus. Dihapus. 
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173 ayat (1) huruf b; 

c. tidak memiliki izin 
menyelenggarakan 
angkutan barang 
khusus dan alat berat 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
173 ayat (1) huruf c; 
atau 

d. menyimpang dari izin 
yang ditentukan 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
173. 
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PENJELASAN PASAL PER PASAL 
 

Penjelasan Pasal 19 
UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan 
”keadaan tertentu” adalah 
dalam hal berikut: 
a. Lalu Lintas yang 

membutuhkan 
Prasarana Jalan adalah 
Lalu Lintas dengan 
muatan sumbu terberat 
kurang dari 8 (delapan) 
ton; dan/atau 

b. Penyelenggara Jalan 
belum mampu 
membiayai penyediaan 
Prasarana Jalan untuk 
Lalu Lintas dengan 
muatan sumbu terberat 
paling berat 8 (delapan) 
ton. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 36 

UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 38 

UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan 
“fasilitas utama” adalah jalur 
keberangkatan, jalur 
kedatangan, ruang tunggu 
penumpang, tempat naik 
turun penumpang, tempat 
parkir kendaraan, papan 
informasi, kantor pengendali 
terminal, dan loket.  
Yang dimaksud dengan 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan 
"fasilitas utama" adalah 
jalur keberangkatan, jalur 
kedatangan, ruang tunggu 
penumpang, tempat naik 
turun penumpang, tempat 
parkir kendaraan, papan 
informasi, kantor 
pengendali terminal, dan 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan 
"fasilitas utama" adalah 
jalur keberangkatan, 
jalur kedatangan, ruang 
tunggu penumpang, 
tempat naik turun 
penumpang, tempat 
parkir kendaraan, 
papan informasi, kantor 
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“fasilitas penunjang” antara 
lain adalah fasilitas untuk 
penyandang cacat, fasilitas 
kesehatan, fasilitas umum, 
fasilitas peribadatan, pos 
kesehatan, pos polisi, dan 
alat pemadam kebakaran. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

loket. Yang dimaksud 
dengan "fasilitas 
penunjang" antara lain 
adalah fasilitas untuk 
penyandang cacat, fasilitas 
kesehatan, fasilitas umum, 
fasilitas peribadatan, pos 
kesehatan, pos polisi, dan 
alat pemadam kebakaran. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

pengendali terminal, 
dan loket. Yang 
dimaksud dengan 
"fasilitas penunjang" 
antara lain adalah 
fasilitas untuk 
penyandang cacat, 
fasilitas kesehatan, 
fasilitas umum, fasilitas 
peribadatan, pos 
kesehatan, pos polisi, 
dan alat pemadam 
kebakaran. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 39 

UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
“lingkungan kerja Terminal” 
adalah lingkungan yang 
berkaitan langsung dengan 
fasiltas Terminal dan 
dibatasi dengan pagar. 
 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan 
”penyelenggara Terminal” 
adalah unit pelaksana teknis 
dari Pemerintah Daerah. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"lingkungan kerja terminal" 
adalah lingkungan yang 
berkaitan langsung dengan 
fasilitas terminal dan 
dibatasi dengan pagar. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan 
swasta termasuk usaha 
mikro, kecil, dan menengah. 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"lingkungan kerja 
terminal" adalah 
lingkungan yang 
berkaitan langsung 
dengan fasilitas 
terminal dan dibatasi 
dengan pagar. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan 
swasta termasuk usaha 
mikro, kecil, dan 
menengah. 

 
Penjelasan Pasal 40 

UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan 
swasta termasuk usaha 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan 
swasta termasuk usaha 
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mikro, kecil, dan menengah. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

mikro, kecil, dan 
menengah. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 43 

UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"Parkir untuk umum" adalah 
tempat untuk memarkir 
kendaraan dengan dipungut 
biaya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"Parkir untuk umum" 
adalah tempat untuk 
memarkir kendaraan 
dengan dipungut biaya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"Parkir untuk umum" 
adalah tempat untuk 
memarkir kendaraan 
dengan dipungut biaya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 50 

UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan 
swasta termasuk usaha 
mikro, kecil, dan menengah. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan 
swasta termasuk usaha 
mikro, kecil, dan 
menengah. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal 53 
UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

 Huruf a 

 Cukup jelas. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 
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 Huruf b 

Yang dimaksud dengan 
“izin dari Pemerintah” 
adalah izin dari 
kementerian negara yang 
membidangi sarana dan 
Prasarana Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 
berdasarkan 
rekomendasi dari 
kementerian yang 
membidangi industri, dan 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

 Huruf c 

 Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 60 

UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 60 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan 
"mempunyai kualitas 
tertentu" adalah bengkel 
umum yang mampu 
melakukan jenis pekerjaan 
perawatan berkala, 
perbaikan kecil, perbaikan 
besar, serta perbaikan sasis 
dan bodi. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 60 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan 
"mempunyai kualitas 
tertentu" adalah bengkel 
umum yang mampu 
melakukan jenis pekerjaan 
perawatan berkala, 
perbaikan kecil, perbaikan 
besar, serta perbaikan sasis 
dan bodi. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 60 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan 
"mempunyai kualitas 
tertentu" adalah 
bengkel umum yang 
mampu melakukan 
jenis pekerjaan 
perawatan berkala, 
perbaikan kecil, 
perbaikan besar, serta 
perbaikan sasis dan 
bodi. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 78 
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UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan 
“akreditasi” mencakup 
kelembagaan, instruktur, 
kurikulum, kendaraan, 
pelatihan, dan sarana lain.  

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 99 

UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
“pembangunan pusat 
kegiatan, permukiman, dan 
infrastruktur” adalah 
pembangunan baru, 
perubahan penggunaan 
lahan, perubahan intensitas 
tata guna lahan dan/atau 
perluasan lantai bangunan 
dan/atau perubahan 
intensitas penggunaan, 
perubahan kerapatan guna 
lahan tertentu, penggunaan 
lahan tertentu, antara lain 
Terminal, Parkir untuk 
umum di luar Ruang Milik 
Jalan, tempat pengisian 
bahan bakar minyak, dan 
fasilitas umum lain. Analisis 
dampak lalu lintas dalam 
implementasinya dapat 
diintegrasikan dengan 
analisis mengenai dampak 
lingkungan.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"pembangunan pusat 
kegiatan, permukiman, dan 
infrastruktur" adalah 
pembangunan baru, 
perubahan penggunaan 
lahan, perubahan intensitas 
tata guna lahan dan/atau 
perluasan lantai bangunan 
dan/atau perubahan 
intensitas penggunaan, 
perubahan kerapatan guna 
lahan tertentu, penggunaan 
lahan tertentu, antara lain 
Terminal, Parkir untuk 
umum di luar Ruang Milik 
Jalan, tempat pengisian 
bahan bakar minyak, dan 
fasilitas umum lain. Analisis 
dampak lalu lintas dalam 
implementasinya dapat 
diintegrasikan dengan 
analisis mengenai dampak 
lingkungan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"pembangunan pusat 
kegiatan, permukiman, 
dan infrastruktur" 
adalah pembangunan 
baru, perubahan 
penggunaan lahan, 
perubahan intensitas 
tata guna lahan 
dan/atau perluasan 
lantai bangunan 
dan/atau perubahan 
intensitas penggunaan, 
perubahan kerapatan 
guna lahan tertentu, 
penggunaan lahan 
tertentu, antara lain 
Terminal, Parkir untuk 
umum di luar Ruang 
Milik Jalan, tempat 
pengisian bahan bakar 
minyak, dan fasilitas 
umum lain. Analisis 
dampak lalu lintas 
dalam implementasinya 
dapat diintegrasikan 
dengan analisis 
mengenai dampak 
lingkungan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 100 

UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan 
“instansi terkait di bidang 
Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan” adalah instansi yang 
membidangi Jalan, instansi 
yang membidangi sarana 
dan Prasarana Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, serta 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 101 

UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Dihapus. Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 126 

UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 162 

UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 165 

UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"angkutan multimoda" 
adalah angkutan barang 
dengan menggunakan 
paling sedikit 2 (dua) moda 
angkutan yang berbeda atas 
dasar 1 (satu) kontrak yang 
menggunakan dokumen 
angkutan multimoda dari 1 
(satu) tempat penerimaan 
barang oleh operator 
angkutan multimoda ke 
suatu tempat yang 
ditentukan untuk 
penyerahan barang 
tersebut. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
“angkutan multimoda” 
adalah angkutan barang 
dengan menggunakan 
paling sedikit 2 (dua) moda 
angkutan yang berbeda 
atas dasar 1 (satu) kontrak 
yang menggunakan 
dokumen angkutan 
multimoda dari 1 (satu) 
tempat penerimaan barang 
oleh operator angkutan 
multimoda ke suatu tempat 
yang ditentukan untuk 
penyerahan barang 
tersebut. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"angkutan multimoda" 
adalah angkutan 
barang dengan 
menggunakan paling 
sedikit 2 (dua) moda 
angkutan yang berbeda 
atas dasar 1 (satu) 
kontrak yang 
menggunakan 
dokumen angkutan 
multimoda dari 1 
(satu) tempat 
penerimaan barang 
oleh operator angkutan 
multimoda ke suatu 
tempat yang 
ditentukan untuk 
penyerahan barang 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

tersebut. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal 170 
UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
“lokasi tertentu” adalah 
tempat pengawasan 
angkutan barang yang 
dilakukan secara efektif dan 
efisien. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat  (4) 

Cukup jelas 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"lokasi tertentu" adalah 
tempat pengawasan 
angkutan barang yang 
dilakukan secara efektif 
dan efisien. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"lokasi tertentu" adalah 
tempat pengawasan 
angkutan barang yang 
dilakukan secara efektif 
dan efisien. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal 173 
UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal 174 
UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Dihapus. Dihapus. 
 

Penjelasan Pasal 175 
UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
”jangka waktu tertentu” 
adalah masa berlaku izin 
penyelenggaraan angkutan 
umum. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
”jangka waktu tertentu” 
adalah masa berlaku izin 
penyelenggaraan angkutan 
umum. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Dihapus. 

 
Penjelasan Pasal 176 

UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Dihapus. Dihapus. 
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Penjelasan Pasal 177 
UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Dihapus. Dihapus. 
 

Penjelasan Pasal 178 
UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Dihapus. Dihapus. 
 

Penjelasan Pasal 179 
UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Dihapus. Dihapus. 
 

Penjelasan Pasal 180 
UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Dihapus. 
 

Penjelasan Pasal 185 
UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
“trayek tertentu” adalah 
trayek angkutan 
penumpang umum orang 
yang secara finansial belum 
menguntungkan, termasuk 
trayek angkutan perintis. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"trayek atau lintas 
tertentu" adalah trayek 
angkutan penumpang 
umum orang yang secara 
finansial belum 
menguntungkan, termasuk 
trayek angkutan perintis. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"trayek atau lintas 
tertentu" adalah trayek 
angkutan penumpang 
umum orang yang 
secara finansial belum 
menguntungkan, 
termasuk trayek 
angkutan perintis. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal 199 
UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal 220 
UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan 
“badan hukum” adalah 
badan (perkumpulan 
dan sebagainya) yang 
dalam hukum diakui 
sebagai subjek hukum 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan 
"badan hukum" adalah 
badan (perkumpulan dan 
sebagainya) yang dalam 
hukum diakui sebagai 
subjek hukum yang dapat 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud 
dengan "badan 
hukum" adalah badan 
(perkumpulan dan 
sebagainya) yang 
dalam hukum diakui 
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yang dapat dilekatkan 
hak dan kewajiban 
hukum, seperti 
perseroan, yayasan, dan 
lembaga. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

dilekatkan hak dan 
kewajiban hukum, 
seperti perseroan, 
yayasan, dan lembaga. 

 Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

sebagai subjek 
hukum yang dapat 
dilekatkan hak dan 
kewajiban hukum, 
seperti perseroan, 
yayasan, dan 
lembaga. 

 Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 222 

UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 305 

UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 
- - Cukup jelas. 

 
Penjelasan Pasal 308 

UU LLAJ UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Dihapus. Dihapus. 
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K. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN 

 

Pasal 56 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4722) diubah sebagai berikut: 

 
1. Prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat Ketentuan 

Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 24 Pasal 24 Pasal 24 
(1) Badan Usaha yang 

menyelenggarakan 
prasarana 
perkeretaapian umum 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (1) 
wajib memiliki:  

a. izin usaha;  

b. izin pembangunan; 
dan  

c. izin operasi.  

(1) Badan Usaha yang 
menyelenggarakan 
prasarana perkeretaapian 
umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (1) wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha terkait 
prasarana perkeretaapian 
umum. 

 

(1) Badan Usaha yang 
menyelenggarakan 
(1) wajib 
memenuhi 
Perizinan 
Berusaha terkait 
Prasarana 
Perkeretaapian 
umum. 

(2) Izin usaha 
penyelenggaraan 
prasarana 
perkeretaapian umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a 
diterbitkan oleh 
pemerintah. 

(2) Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat 
meliputi:  

a. Pemerintah Pusat 
untuk 
penyelenggaraan 
prasarana 
perkeretaapian umum 
yang jaringan jalurnya 
melintasi batas 
wilayah provinsi;  

b. pemerintah provinsi 
untuk 
penyelenggaraan 
prasarana 
perkeretaapian umum 

(2) Perizinan 
Berusaha 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (1) diberikan 
berdasarkan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
meliputi:  

a. Pemerintah 

Pusat untuk 

penyelenggaraa

n Prasarana 

Perkeretaapian 

umum yang 

jaringan 

jalurnya 
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yang jaringan jalurnya 
melintasi batas 
wilayah 
kabupaten/kota 
dalam satu provinsi 
setelah mendapat 
persetujuan dari 
Pemerintah Pusat; 
dan   

c. pemerintah 
kabupatenlkota untuk 
penyelenggaraan 
perkeretaapian umum 
yang jaringan jalurnya 
dalam wilayah 
kabupaten/kota 
setelah mendapat 
rekomendasi 
pemerintah provinsi 
dan persetujuan 
Pemerintah pusat.  

melintasi batas 

wilayah 

provinsi; 

b. Pemerintah 

Daerah provinsi 

untuk 

penyelenggaraa

n Prasarana 

Perkeretaapian 

umum yang 

jaringan 

jalurnya 

melintasi batas 

wilayah 

kabupaten/kota 

dalam satu 

provinsi setelah 

mendapat 

persetujuan 

dari Pemerintah 

Pusat; dan 

c. Pemerintah 

Daerah 

kabupaten / 

kota untuk 

penyelenggaraa

n 

Perkeretaapian 

umum yang 

jaringan 

jalurnya dalam 

wilayah 

kabupaten/kota 

setelah 

mendapat 

rekomendasi 

Pemerintah 

Daerah provinsi 

dan persetqjuan 

Pemerintah 

Pusat. 

(3) Izin pembangunan 
prasarana 
perkeretaapian umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 
diterbitkan setelah 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
tentang Perizinan 
Berusaha terkait 
prasarana perkeretaapian 
umum diatur dalam 
Peraturan 

(3) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
Perizinan 
Berusaha terkait 
Prasarana 
Perkeretaapian 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      400

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

                                       
149 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Perkeretaapian 

dipenuhinya 
persyaratan teknis 
prasarana 
perkeretaapian.  

Pemerintah.149 umum diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(3) Izin operasi prasarana 
perkeretaapian umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c 
diterbitkan setelah 
dipenuhinya 
persyaratan kelaikan 
operasi prasarana 
perkeretaapian. 

-  

(5) Izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dan 
huruf c diberikan oleh :  

a.  Pemerintah untuk 
penyelenggaraan 
prasarana 
perkeretaapian 
umum yang jaringan 
jalurnya melintasi 
batas wilayah 
provinsi;  

b. pemerintah provinsi 
untuk 
penyelenggaraan 
prasarana 
perkeretaapian 
umum yang jaringan 
jalurnya melintasi 
batas wilayah 
kabupaten/kota 
dalam satu provinsi 
setelah mendapat 
persetujuan dari 
Pemerintah; dan  

c. pemerintah 
kabupaten/kota 
untuk 
penyelenggaraan 
perkeretaapian 
umum yang jaringan 
jalurnya dalam 
wilayah 
kabupaten/kota 

-  
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2. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

 

 
 
 
 
 
 

3. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
 

4. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

setelah mendapat 
rekomendasi 
pemerintah provinsi 
dan persetujuan 
Pemerintah. 

UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 24A Pasal 24A 

Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana 
perkeretaapian umum yang tidak memenuhi 
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi 
 administratif. 

Badan Usaha yang menyelenggarakan 
Prasarana Perkeretaapian umum yang 
tidak memenuhi Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (1) dikenai sanksi administratif. 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 28 Pasal 28 Pasal 28 

Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian yang 
mengoperasikan sarana 
perkeretaapian tidak 
memenuhi standar kelaikan 
operasi sarana 
perkeretaapian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27, 
dikenai sanksi administratif 
berupa teguran tertulis, 
pembekuan izin, dan 
pencabutan izin operasi. 

Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian yang 
mengoperasikan sarana 
perkeretaapian tidak 
memenuhi standar kelaikan 
operasi sarana perkeretaapian 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 dikenai sanksi 
administratif. 

Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian yang 
mengoperasikan Sarana 
Perkeretaapian tidak 
memenuhi standar 
kelaikan operasi Sarana 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 dikenai 
sanksi administratif. 

 

UU Perkeretaapian UU Cipta Kerja UU 6/2023 
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Pasal 32 Pasal 32 Pasal 32 
(1) Badan Usaha yang 

menyelenggarakan 
sarana perkeretaapian 
umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
25 wajib memiliki: 

a. izin usaha; dan 

b. izin operasi. 

(1) Badan Usaha yang 
perkeretaapian umum 
Berusaha. 
menyelenggarakan wajib 
memenuhi sarana 
Perizinan. 

 

(1) Badan Usaha yang 
menyelenggarakan 
Sarana 
Perkeretaapian 
umum wajib 
memenuhi 
Perizinan Berusaha. 

(2) Izin usaha 
penyelenggara sarana 
perkeretaapian umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a 
diterbitkan oleh 
Pemerintah. 

(2) Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diterbitkan 
berdasarkan norma,  
standar, prosedur, dan 
 kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah pusat 
meliputi: 

a. Pemerintah Pusat 
untuk 
pengoperasian 
sarana 
perkeretaapian 
umum yang 
jaringan jalurnya 
melintasi batas 
wilayah provinsi 
dan batas wilayah 
 negara; 

b. pemerintah 
provinsi untuk 
pengoperasian 
sarana 
perkeretaapian 
umum yang 
jaringan jalurnya 
melintasi batas 
wilayah 
kabupatenlkota 
dalam satu 
provinsi; dan 

c. pemerintah 
kabupatenlkota 
untuk 
pengoperasian 
sarana 

(2) Perizinan Berusaha 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diterbitkan 
berdasarkan 
norrna, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
meliputi: 

a. Pemerintah 

Pusat untuk 

pengoperasian 

Sarana 

Perkeretaapian 

umum yang 

jaringan 

jalurnya 

melintasi batas 

wilayah 

provinsi dan 

batas wilayah 

negara; 

b. pemerintah 

provinsi untuk 

pengoperasian 

Sarana 

Perkeretaapian 

umum yang 

jaringan 

jalurnya 

melintasi batas 

wilayah 
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Perkeretaapian 

perkeretaapian 
umum yang 
jaringan jalurnya 
dalam wilayah 
kabupaten/kota. 

kabupaten/kot

a dalam satu 

provinsi; dan 

c. pemerintah 

kabupaten/kot

a untuk 

pengoperasian 

Sarana 

Perkeretaapian 

umum yang 

jaringan 

jalurnya dalam 

wilayah 

kabupaten/kot

a. 

(3) Izin operasi sarana 
perkeretaapian umum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 
diterbitkan oleh: 

a. Pemerintah untuk 
pengoperasian 
sarana 
perkeretaapian 
umum yang 
jaringan jalurnya 
melintasi batas 
wilayah provinsi 
dan batas wilayah 
n egara; 

b. pemerintah 
provinsi untuk 
pengoperasian 
sarana 
perkeretaapian 
umum yang 
jaringan jalurnya 
melintasi batas 
wilayah 
kabupaten/kota 
dalam satu 
provinsi; dan 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan 
Berusaha terkait 
penyelenggaraan sarana 
perkeretaapian umum 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.150 

(3) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
Perizinan Berusaha 
terkait 
penyelenggaraan 
Sarana 
Perkeretaapian 
umum diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 
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5. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

  
6. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

c. pemerintah 
kabupaten/kota 
untuk 
pengoperasian 
sarana 
perkeretaapian 
umum yang 
jaringan jalurnya 
dalam wilayah 
kabupaten/kota. 

UU Cipta Kerja  

Pasal 32A Pasal 32A 
Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana 
perkeretaapian umum yang tidak memenuhi 
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat ( 1) dikenai sanksi 
administratif. 

Badan Usaha yang menyelenggarakan 
sarana perkeretaapian umum yang tidak 
memenuhi Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
ayat ( 1) dikenai sanksi administratif. 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 33 Pasal 33 Pasal 33 

(1) Penyelenggaraan 
perkeretaapian khusus 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) 
dilakukan oleh badan 
usaha untuk 
menunjang kegiatan 
pokoknya. 

(1) Penyelenggaraan 
perkeretaapian khusus 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) 
dilakukan oleh badan 
usaha untuk menunjang 
kegiatan pokoknya. 

 

(1) Penyelenggaraan 
Perkeretaapian 
khusus 
sebagaimana 
dimalsud dalam 
Pasal 17 ayat (21 
dilakukan oleh 
Badan Usaha 
untuk menunjang 
kegiatan 
pokoknya. 

(2) Badan usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib 
memiliki: 

a. izin pengadaan 
atau 

(2) Badan usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha.  

 

(2) Badan Usaha 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (1) wajib 
memenuhi 
Perizinan 
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pembangunan; dan 

b. izin operasi. 

Berusaha. 

 

(3) Perkeretaapian khusus 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib 
memenuhi persyaratan 
teknis prasarana dan 
sarana perkeretaapian. 

(3) Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diberikan 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh pemerintah pusat 
meliputi: 

a. Pemerintah Pusat 
untuk 
penyelenggaraan 
perkeretaapian 
khusus yang 
jaringan jalurnya 
melintasi batas 
wilayah provinsi 
dan batas wilayah 
negara; 

b. pemerintah provinsi 
untuk 
penyelenggaraan 
perkeretaapian 
khusus yang 
jaringan jalurnya 
melintasi batas 
wilayah 
kabupatenlkota 
dalam satu provinsi 
setelah mendapat 
persetujuan dari 
Pemerintah Pusat; 
dan 

c. pemerintah 
kabupaten/kota 
untuk 
penyelenggaraan 
perkeretaapian 
khusus yang 
jaringan jalurnya 
dalam wilayah 
kabupaten/kota 

(3) Perizinan 
Berusaha 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (21 diberikan 
berdasarkan 
norna, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
meliputi: 

a. Pemerintah 

Pusat untuk 

penyelenggar

aan 

Perkeretaapia

n khusus yang 

jaringan 

jalurnya 

melintasi 

batas wilayah 

provinsi dan 

batas wilayah 

negara; 

b. pemerintah 

provinsi 

untuk 

penyelenggar

aan 

Perkeretaapia

n khusus yang 

jaringan 

jalurnya 

melintasi 

batas wilayah 

kabupaten/ko

ta dalam satu 
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Perkeretaapian 

setelah mendapat 
rekomendasi 
pemerintah provinsi 
dan persetujuan 
Pemerintah Pusat. 

provinsi 

setelah 

mendapat 

persetujuan 

dari 

Pemerintah 

Pusat; dan 

c. pemerintah 

kabupaten/ko

ta untuk 

penyelenggar

aan 

Perkeretaapia

n khusus yang 

jaringan 

jalurnya 

dalam wilayah 

kabupaten/ko

ta setelah 

mendapat 

rekomendasi 

pemerintah 

provinsi dan 

persetujuan 

Pemerintah 

Pusat. 

(4) Izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
diberikan oleh: 

d. Pemerintah untuk 
penyelenggaraan 
perkeretaapian 
khusus yang 
jaringan jalurnya 
melintasi batas 
wilayah provinsi 
dan batas wilayah 
negara; 

e. pemerintah 
provinsi untuk 
penyelenggaraan 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan 
Berusaha terkait 
perkeretaapian khusus 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.151 

(4) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
Perizinan 
Berusaha terkait 
Perkeretaapian 
khusus diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 
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7. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

8. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

perkeretaapian 
khusus yang 
jaringan jalurnya 
melintasi batas 
wilayah 
kabupaten/kota 
dalam satu 
provinsi setelah 
mendapat 
persetujuan dari 
Pemerintah; dan 

f. pemerintah 
kabupaten/kota 
untuk 
penyelenggaraan 
perkeretaapian 
khusus yang 
jaringan jalurnya 
dalam wilayah 
kabupaten/kota 
setelah mendapat 
rekomendasi 
pemerintah 
provinsi dan 
persetujuan 
Pemerintah. 

UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 33A Pasal 33A 

Penyelenggara perkeretaapian khusus 
yang tidak memenuhi Perizinan 
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 ayat (2), dikenai sanksi 
administratif. 

Penyelenggaraan Perkeretaapian 
khusus yang tidak memenuhi 
Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) 
dikenai sanksi administratif. 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 77 Pasal 77 Pasal 77 
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9. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80A sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

 
 
 
 

10. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

11. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Setiap badan hukum atau 
lembaga yang melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 
dikenai sanksi administratif 
berupa teguran tertulis, 
pembekuan izin, atau 
pencabutan izin operasi. 

Setiap  badan hukum atau lembaga 
yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 76 dikenai 
sanksi administratif. 

Setiap badan hukum atau 
lembaga yang melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 
dikenai sanksi 
administratif 

UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 80A Pasal 80A 

Petugas prasarana perkeretaapian yang 
mengoperasikan Prasarana 
Perkeretaapian tidak memiliki sertifikat 
kecakapan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 80 ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

Petugas Prasarana Perkeretaapian 
yang mengoperasikan Prasarana 
Perkeretaapian tidak memiliki 
sertifikat kecakapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) 
dikenai sanksi administratif. 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 82 Pasal 82 Pasal 82 

Penyelenggara Prasarana 
Perkeretaapian yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 81, dikenai 
sanksi administratif berupa 
teguran tertulis atau 
pembekuan izin atau 
pencabutan izin operasi. 

Penyelenggara Prasarana 
Perkeretaapian yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 81 dikenai sanksi 
 administratif. 

Penyelenggara Prasarana 
Perkeretaapian yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 81 dikenai 
sanksi administratif. 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 107 Pasal 107 Pasal 107 
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12. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

13. Di antara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 116A dan 
Pasal 116B sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Setiap badan hukum atau 
lembaga yang melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106, 
dikenai sanksi  riteria ative 
berupa teguran tertulis, 
pembekuan izin, atau 
pencabutan izin operasi. 

Setiap badan hukum atau lembaga 
yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 dikenai 
sanksi  administratif. 

Setiap badan hukum atau 
lembaga yang melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 
dikenai sanksi 
administratif. 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 112 Pasal 112 Pasal 112 

Apabila penyelenggara sarana 
perkeretaapian dalam 
melaksanakan pemeriksaan 
tidak menggunakan tenaga 
yang memiliki kualifikasi 
keahlian dan tidak sesuai 
dengan tata cara yang 
ditetapkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 111, 
dikenai sanksi administratif 
berupa teguran tertulis, 
pembekuan izin operasi, 
atau pencabutan izin 
operasi. 

Apabila penyelenggara sarana 
perkeretaapian dalam 
melaksanakan pemeriksaan 
tidak menggunakan tenaga 
yang memiliki kualifikasi 
keahlian dan tidak sesuai 
dengan tati cara yang 
ditetapkan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 111, 
dikenai sanksi  administratif. 

Dalam hal Penyelenggara 
Sarana Perkeretaapian 
dalam melaksanakan 
pemeriksaan tidak 
menggunakan tenaga 
yang memiliki kualifikasi 
keahlian dan tidak 
sesuai dengan tata cara 
yang ditetapkan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 111 dikenai 
sanksi administratif. 

UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 116A Pasal 116A 
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14. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 
 
 
 

Awak Sarana Perkeretaapian yang 
mengoperasikan sarana Perkeretaapian 
tidak memiliki sertifikat kecakapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 
ayat (1) dikenai sanksi administratif. 

Awak Sarana Perkeretaapian yang 
mengoperasikan Sarana 
Perkeretaapian tidak memiliki 
sertifikan kecakapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) 
dikenai sanksi administratif. 

UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 116B Pasal 116B 

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian 
yang mengoperasikan Sarana 
Perkeretaapian dengan Awak Sarana 
Perkeretaapian yang tidak memiliki 
sertifikat tanda kecakapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) 
dikenai sanksi administratif. 

Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian yang mengoperasikan 
Sarana Perkeretaapian dengan Awak 
Sarana Perkeretaapian yang tidak 
memiliki sertifikat kecakapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
116 ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 135 Pasal 135 Pasal 135 

Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian yang tidak 
menyediakan angkutan 
dengan kereta api lain atau 
moda transportasi lain 
sampai stasiun tujuan atau 
tidak memberi ganti 
kerugian senilai harga karcis 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 134 ayat (4) 
dikenai sanksi administratif 
berupa pembekuan izin 
operasi atau pencabutan izin 
operasi. 

Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian yang tidak 
menyediakan angkutan 
dengan kereta api lain atau 
moda transportasi lain 
sampai stasiun tujuan atau 
tidak  riter ganti rugi senilai 
harga karcis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 134 
ayat (4) dikenai sanksi 
administratif. 

Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian yang tidak 
menyediakan angkutan 
dengan Kereta Api lain 
atau moda transportasi 
lain sampai stasiun tujuan 
atau tidak memberikan 
ganti kerugian senilai 
harga karcis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
134 ayat (4) dikenai 
sanksi administratif. 
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15. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 
16. Di antara Pasal 185 dan Pasal 186 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 185A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 
 

17. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 168 Pasal 168 Pasal 168 

Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian yang tidak 
mengasuransikan tanggung 
jawabnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 167 
ayat (1), dikenai sanksi 
administratif berupa 
pembekuan izin operasi atau 
pencabutan izin operasi. 

Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian yang tidak 
mengasuransikan tanggung 
jawabnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 161 
ayat (1) dikenai sanksi 
 administratif. 

Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian yang 
tidak mengasuransikan 
tanggung jawabnya 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 167 ayat (l) 
dikenai sanksi 
administratif. 

UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 185A Pasal 185A 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24A, Pasal 28, pasal 32A, pasal 33A, 
Pasal 77, Pasal 80A, Pasal 82, pasal 
lO1, pasal 112, Pasal 116A, Pasal 
116B, Pasal 135, atau pasal 168 
dikenai sanksi  administratif. 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24A, Pasal 28, Pasal 32A, 
Pasal 33A, Pasal 77, Pasal 80A, 
Pasal 107, Pasal 112, Pasal 116A, 
Pasal 116B, Pasal 135, atau Pasal 
168 dikenai sanksi administratif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
administratif, jenis, besaran denda, 
dan tata cara pengenaan sanksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
kriteria, jenis, besaran denda, dan 
tata cara pengenaan sanksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 188 Pasal 188 Pasal 188 
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18. Ketentuan Pasal 190 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 
19. Ketentuan Pasal 191 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Badan Usaha yang 
menyelenggarakan 
prasarana perkeretaapian 
umum yang tidak memiliki 
izin usaha, izin 
pembangunan, dan izin 
operasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (1), dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan pidana 
denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
milyar rupiah). 

Badan Usaha yang 
menyelenggarakan prasarana 
perkeretaapian umum yang 
tidak memiliki perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 24 ayat 
(1) yang mengakibatkan 
timbulnya korban terhadap 
manusia danf atau kerusakan 
terhadap kesehatan, 
keselamatan, dan/atau 
lingkungan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun atau pidana 
denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 

Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian yang 
tidak mengasuransikan 
tanggung jawabnya 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 167 ayat (l) 
dikenai sanksi 
administratif. 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 190 Pasal 190 Pasal 190 

Badan Usaha yang 
menyelenggarakan sarana 
perkeretaapian umum yang 
tidak memiliki izin usaha dan 
izin operasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (1), dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan pidana 
denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
milyar rupiah). 

Badan Usaha yang 
menyelenggarakan sarana 
perkeretaapian umum yang 
tidak memenuhi perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 32 ayat 
(1) yang mengakibatkan 
timbulnya korban terhadap 
manusia dan/atau kerusakan 
terhadap kesehatan, 
keselamatan, dan/atau 
lingkungan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun atau pidana 
denda paling banyak 
Rp3.000.O00.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 

Badan Usaha yang 
menyelenggarakan 
Sarana Perkeretaapian 
umum yang tidak 
memenuhi Perizininan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (1) yang 
mengakibatkan 
timbulnya korban 
terhadap manusia dan/ 
atau kerusakan terhadap 
kesehatan, keselamatan, 
dan/ atau lingkungan 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 
(enam) tahun atau 
pidana denda paling 
banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 
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20. Ketentuan Pasal 195 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 191 Pasal 191 Pasal 191 

(1) Penyelenggara 
perkeretaapian khusus 
yang tidak memiliki izin 
pengadaan atau 
pembangunan dan izin 
operasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
33 ayat (2), dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) 
bulan dan pidana denda 
paling banyak 
Rp250.000.000,00 (dua 
ratus lima puluh juta 
rupiah). 

Jika tindakan pelanggaran 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33A 
mengakibatkan timbulnya 
kecelakaan kereta api 
dan/atau kerugian bagi harta 
benda, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan 6 
(enam) bulan dan pidana 
denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 

Jika tindakan 
pelanggaran 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33A 
mengakibatkan 
timbulnya kecelakaan 
Kereta Api dan/ atau 
kerugian bagi harta 
benda, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) 
tahun dan 6 (enam) 
bulan dan pidana denda 
paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan 
kecelakaan kereta api 
dan kerugian bagi harta 
benda, dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun 6 
(enam) bulan dan 
pidana denda paling 
banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

- - 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 195 Pasal 195 Pasal 195 

Petugas prasarana 
perkeretaapian yang 
mengoperasikan Prasarana 
Perkeretaapian tidak 
memiliki sertifikat 
kecakapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 80 
ayat (1), dipidana dengan 

Petugas prasarana 
perkeretaapian yang 
mengoperasikan Prasarana 
Perkeretaapian tidak 
memiliki sertifikat kecakapan 
sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 80 ayat (1) yang 
mengakibatkan terjadinya 

Petugas Prasarana 
Perkeretaapian yang 
mengoperasikan 
Prasarana Perkeretaapian 
tidak memiliki sertifikat 
kecakapan sebagaimana 
dimalsud dalam Pasal 80 
ayat (1) yang 
mengakibatkan terjadinya 
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21. Ketentuan Pasal 196 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

pidana penjara paling lama 
1 (satu) tahun. 

kecelakaan dan/atau 
menimbulkan korban 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun. 

kecelakaan dan/ atau 
menimbulkan korban 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama I 
(satu) tahun. 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 196 Pasal 196 Pasal 196 

Penyelenggara Prasarana 
Perkeretaapian yang 
mengoperasikan prasarana 
perkeretaapian dengan 
petugas yang tidak memiliki 
sertifikat kecakapan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 80 ayat (1), 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan pidana denda 
paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

(1) Penyelenggara Prasarana 
Perkeretaapian yang 
mengoperasikan 
prasarana perkeretaapian 
dengan petugas yang tidak 
memiliki sertifikat 
kecakapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 80 
ayat (1) yang 
mengakibatkan terjadinya 
kecelakaan dan/atau 
menimbulkan korban 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan pidana 
denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

(1) Penyelenggara 
Prasarana 
Perkeretaapian yang 
mengoperasikan 
Prasarana 
Perkeretaapian 
dengan petugas 
yang tidak memiliki 
sertifikat kecakapan 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 80 ayat (1) 
yang mengakibatkan 
terjadinya 
kecelakaan 
dan/atau 
menimbulkan 
korban dipidana 
dengan pidana 
penjara paling lama 
1 (satu) tahun dan 
pidana denda paling 
banyak 
Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta 
rupiah). 

 (2) Jika tindakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan luka berat 
bagi orang, pelaku 
penyelenggara dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun. 

(2) Jika tindakan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan 
luka berat bagi 
orang, 
Penyelenggara 
Prasarana 
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22. Ketentuan Pasal 203 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Perkeretaapian 
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) 
tahun. 

 (3) Jika tindakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan matinya 
orang, pelaku 
penyelenggara dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) 
tahun. 

(3) Jika tindakan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan 
matinya orang, 
Penyelenggara 
Prasarana 
Perkeretaapian 
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 5 (lima) 
tahun. 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 203 Pasal 203 Pasal 203 

(1) Awak Sarana 
Perkeretaapian yang 
mengoperasikan 
sarana perkeretaapian 
tidak memiliki 
sertifikat kecakapan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 116 ayat 
(1), dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun.  

 

(1) Awak Sarana 
Perkeretaapian yang 
mengoperasikan sarana 
perkeretaapian tidak 
memiliki sertifikat 
kecakapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
116 ayat (1) yang 
mengakibatkan 
kecelakaan kereta api 
dan/atau kerugian bagi 
harta benda dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) 
tahun. 

(1) Awak Sarana 
Perkeretaapian 
yang 
mengoperasikan 
Sarana 
Perkeretaapian 
tidak memiliki 
sertifikat 
kecakapan 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 116 ayat (1) 
yang 
mengakibatkan 
kecelakaan Kereta 
Api dan/ atau 
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23. Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

kerugian bagi harta 
benda dipidana 
dengan pidana 
penjara paling lama 
2 (dua) tahun. 

(2) Dalam hal tindak 
pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan 
kecelakaan kereta api 
dan kerugian bagi 
harta benda, dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) 
tahun. 

(2) Jika tindakan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan luka 
berat bagi orang, Awak 
Sarana Perkeretaapian 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 
(tiga) tahun. 

(2) Jika tindakan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan 
luka berat bagi 
orang, Awak Sarana 
Perkeretaapian 
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) 
tahun. 

(3) Dalam hal tindak 
pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan 
luka berat bagi orang, 
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun 

(3) Jika tindakan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan 
kematian orang, Awak 
Sarana Perkeretaapian 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 
(lima) tahun. 

(3) Jika tindakan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan 
kematian orang, 
Awak Sarana 
Perkeretaapian 
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 5 (lima) 
tahun. 

(4) Dalam hal tindak 
pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan 
matinya orang, 
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun. 

- - 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 204 Pasal 204 Pasal 204 
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Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian yang 
mengoperasikan Sarana 
Perkeretaapian dengan 
Awak Sarana Perkeretaapian 
yang tidak memiliki 
sertifikat tanda kecakapan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 116 ayat (1), 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan pidana denda 
paling banyak 
Rp250.000.000,00. (dua 
ratus lima puluh juta 
rupiah). 

(1) Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian yang 
mengoperasikan Sarana 
Perkeretaapian dengan 
Awak Sarana 
Perkeretaapian yang 
tidak memiliki sertifikat 
tanda kecakapan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 116 ayat (1) 
yang mengakibatkan 
terjadinya kecelakaan 
dan/atau menimbulkan 
korban dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan 
pidana denda paling 
banyak 
Rp250.000.000,0O (dua 
ratus lima puluh juta 
rupiah). 

(1) Penyelenggara 
Sarana 
Perkeretaapian yang 
mengoperasikan 
Sarana 
Perkeretaapian 
dengan Awak 
Sarana 
Perkeretaapian yang 
tidak memiliki 
sertifikat kecakapan 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 116 ayat (l) 
yang mengakibatkan 
terjadinya 
kecelakaan 
dan/atau 
menimbulkan 
korban dipidana 
dengan pidana 
penjara paling lama 
1 (satu) tahun dan 
pidana denda paling 
banyak 
Rp250.000.000,00 
(dua ratus lima 
puluh juta rupiah). 

- (2) Jika tindakan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan luka 
berat bagi orang, 
Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) 
tahun. 

(2) Jika tindakan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan 
luka berat bagi 
orang, 
Penyelenggara 
Sarana 
Perkeretaapian 
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) 
tahun. 

- (3) Jika tindakan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian 
orang, Penyelenggara 
Sarana Perkeretaapian 

(3) Jika tindakan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan 
kematian orang, 
Penyelenggara 
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24. Ketentuan Pasal 210 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 
(lima) tahun. 

Sarana 
Perkeretaapian 
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 5 (lima) 
tahun. 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 210 Pasal 210 Pasal 210 

(1) Tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 189, Pasal 
191, dan Pasal 193 yang 
mengakibatkan luka 
berat bagi orang, 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan pidana 
denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah). 

 

(1) Dalam hal tindakan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 189, Pasal 
l9I, dan Pasal 193 
mengakibatkan luka 
berat bagi orang, pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan pidana 
denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

(1) Dalam hal tindakan 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 189, Pasal 
191, dan Pasal 193 
mengakibatkan 
luka berat bagi 
orang, pelaku 
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) 
tahun dan pidana 
denda paling 
banyak 
Rp1.000.000.000,0
0 (satu miliar 
rupiah). 

(2) Tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 189, Pasal 
191 dan Pasal 193 yang 
mengakibatkan matinya 
orang, dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan 
pidana denda paling 
banyak 
Rp2.000.000.000,00 
(dua milyar rupiah). 

(2) Dalam hal tindakan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 193 
mengakibatkan 
kematian orang, pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan 
pidana denda paling 
banyak 
Rp2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindakan 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 193 
mengakibatkan 
matinya orang, 
pelaku dipidana 
dengan pidana 
penjara paling 
lama 6 (enam) 
tahun dan pidana 
denda paling 
banyak 
Rp2.000.000.000,0
0 (dua miliar 
rupiah). 
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PENJELASAN PASAL PER PASAL 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 24 Pasal 24 Pasal 24 

Cukup jelas. Cukup jelas.  Cukup jelas. 
 

- (3) Dalam hal tindakan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 189, Pasal 
l9I, dan Pasal 193 
dilakukan oleh Badan 
Usaha Penyelenggara 
yang mengakibatkan 
luka berat bagi orang, 
pelaku dipidana dengan 
pidana denda paling 
banyak 
Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah). 

(3) Dalam hal 
tindakan 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 189, Pasal 
191, dan Pasal 
193 dilakukan 
oleh Badan Usaha 
Penyelenggara 
yang 
mengakibatkan 
luka berat bagi 
orang, Badan 
Usaha 
Penyelenggara 
dipidana dengan 
pidana denda 
paling banyak 
Rp3.000.000.000,
00 (tiga miliar 
rupiah). 

 (4) Dalam hal tindakan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 189, Pasal 
191, dan Pasal 193, 
dilakukan oleh Badan 
Usaha Penyelenggara 
yang mengakibatkan 
matinya orang, pelaku 
dipidana dengan pidana 
denda paiing banyak 
Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah). 

(4) Dalam hal 
tindakan 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 189, Pasal 
191, dan Pasal 
193, dilakukan 
oleh Badan Usaha 
Penyelenggara 
yang 
mengakibatkan 
matinya orang, 
Badan Usaha 
Penyelenggara 
dipidana dengan 
pidana denda 
paling banyak 
Rp3.000.000.0OO,
00 (tiga miliar 
rupiah). 
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UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 24A Pasal 24A 

Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 28 Pasal 28 Pasal 28 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.  
 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 32 Pasal 32 Pasal 32 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 32A Pasal 32A 

Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 33 Pasal 33 Pasal 33 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.  
 

UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 33A Pasal 33A 

Cukup jelas. Cukup jelas.  
 
 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 77 Pasal 77 Pasal 77 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 80A Pasal 80A 

Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 82 Pasal 82 Pasal 82 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 107 Pasal 107 Pasal 107 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 112 Pasal 112 Pasal 112 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 116A  Pasal 116A  
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Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 116B  Pasal 116B  

Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 135 Pasal 135 Pasal 135 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 168 Pasal 168 Pasal 168 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 185A  Pasal 185A 

Cukup jelas. Cukup jelas. 
 
 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 188 Pasal 188 Pasal 188 

Dalam ketentuan ini, 
yang dipidana adalah 
pengurus dari Badan 
Usaha yang 
menyelenggarakan 
prasarana 
perkeretaapian umum 
sebagai korporasi. 
Pengurus dalam hal ini 
adalah orang-orang 
yang mempunyai 
kedudukan fungsional 
dalam struktur 
organisasi korporasi 
yang bertindak untuk 
dan atas nama 
korporasi atau demi 
kepentingan korporasi, 
berdasarkan hubungan 
kerja atau berdasar 
hubungan lain dalam 
lingkup usaha 
korporasi tersebut, 
baik sedirisendiri atau 
bersama-sama. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 
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Pasal 190 Pasal 190 Pasal 1190 
(1) Dalam ketentuan ini, 

yang dipidana adalah 

pengurus dari 

Penyelenggara 

Perkeretaapian Khusus 

sebagai korporasi. 

Pengurus dalam hal ini 

adalah orang-orang 

yang mempunyai 

kedudukan fungsional 

dalam struktur 

organisasi korporasi 

yang bertindak untuk 

dan atas nama 

korporasi atau demi 

kepentingan korporasi, 

berdasarkan hubungan 

kerja atau berdasar 

hubungan lain dalam 

lingkup usaha 

korporasi tersebut, 

baik sediri-sendiri atau 

bersama-sama. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

(2) Cukup jelas. - - 

 
 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 195 Pasal 195 Pasal 195 

Yang dimaksud dengan 
“mengoperasikan” 
meliputi 
pengoperasian, 
perawatan, 
pengelolaan, 
pengawasan, dan 
pemeriksaan. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 196 Pasal 196 Pasal 196 
Lihat penjelasan Pasal 
187 ayat (1). 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 
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Pasal 203 Pasal 203 Pasal 203 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 204 Pasal 204 Pasal 204 

Lihat penjelasan Pasal 
189. 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
UU Perkeretaapian UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 210 Pasal 210 Pasal 210 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
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L. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN 
 

 
Pasal 57 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4849) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 5 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) (Pelayaran dikuasai oleh 
negara dan 
pembinaannya 
dilakukan oleh 
Pemerintah.  

(1) Pelayaran dikuasai oleh 
negara dan 
pembinaannya 
dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(1) Pelayaran dikuasai oleh 
negara dan 
pembinaannya dilakukan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Pembinaan Pelayaran 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi:  
a. pengaturan;  
b. pengendalian; dan 
c. pengawasan. 

(2) Pembinaan Pelayaran 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi:  
a. pengaturan;  
b. pengendalian; dan 
c. pengawasan. 

(2) Pembinaan Pelayaran 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi:  
a. pengaturan;  
b. pengendalian; dan 
c. pengawasan. 

(3) Pengaturan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
huruf a meliputi 
penetapan kebijakan 
umum dan teknis, antara 
lain, penentuan norma, 
standar, pedoman, 
kriteria, perencanaan, 
dan prosedur termasuk 
persyaratan 
keselamatan dan 
keamanan pelayaran 
serta perizinan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pembinaan 
Pelayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, huruf b, dan 
huruf c diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.152 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pembinaan 
Pelayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, huruf b, dan 
huruf c diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.153 

(4) Pengendalian 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b 
meliputi pemberian 
arahan, bimbingan, 
pelatihan, perizinan, 
sertifikasi, serta bantuan 
teknis di bidang 
pembangunan dan 
pengoperasian. 

  

(5) Pengawasan   

                                       
152 Dilaksanakan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
153 Dilaksanakan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
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sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c 
meliputi kegiatan 
pengawasan 
pembangunan dan 
pengoperasian agar 
sesuai dengan peraturan 
perundangundangan 
termasuk melakukan 
tindakan korektif dan 
penegakan hukum. 

(6) Pembinaan pelayaran 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan 
dengan memperhatikan 
seluruh aspek kehidupan 
masyarakat dan 
diarahkan untuk :  
a. memperlancar arus 

perpindahan orang 
dan/atau barang 
secara massal melalui 
perairan dengan 
selamat, aman, cepat, 
lancar, tertib dan 
teratur, nyaman, dan 
berdaya guna, 
dengan biaya yang 
terjangkau oleh daya 
beli masyarakat; 

b. meningkatkan 
penyelenggaraan 
kegiatan angkutan di 
perairan, 
kepelabuhanan, 
keselamatan dan 
keamanan, serta 
perlindungan 
lingkungan maritim 
sebagai bagian dari 
keseluruhan moda 
transportasi secara 
terpadu dengan 
memanfaatkan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi;  

c. mengembangkan 
kemampuan armada 
angkutan nasional 
yang tangguh di 
perairan serta 
didukung industri 
perkapalan yang 
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andal sehingga 
mampu memenuhi 
kebutuhan angkutan, 
baik di dalam negeri 
maupun dari dan ke 
luar negeri;  

d. mengembangkan 
usaha jasa angkutan 
di perairan nasional 
yang andal dan 
berdaya saing serta 
didukung kemudahan 
memperoleh 
pendanaan, 
keringanan 
perpajakan, dan 
industri perkapalan 
yang tangguh 
sehingga mampu 
mandiri dan 
bersaing; 

e. meningkatkan 
kemampuan dan 
peranan 
kepelabuhanan serta 
keselamatan dan 
keamanan pelayaran 
dengan menjamin 
tersedianya 
alurpelayaran, kolam 
pelabuhan, dan 
Sarana Bantu 
Navigasi-Pelayaran 
yang memadai dalam 
rangka menunjang 
angkutan di perairan; 

f. mewujudkan sumber 
daya manusia yang 
berjiwa bahari, 
profesional, dan 
mampu mengikuti 
perkembangan 
kebutuhan 
penyelenggaraan 
pelayaran; dan 

g. memenuhi 
perlindungan 
lingkungan maritim 
dengan upaya 
pencegahan dan 
penanggulangan 
pencemaran yang 
bersumber dari 
kegiatan angkutan di 
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perairan, 
kepelabuhanan, serta 
keselamatan dan 
keamanan.  

(7) Pemerintah daerah 
melakukan pembinaan 
pelayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) 
sesuai dengan 
kewenangannya. 

  

 
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Kegiatan angkutan laut 
dalam negeri disusun dan 
dilaksanakan secara 
terpadu, baik intra-
maupun antarmoda yang 
merupakan satu kesatuan 
sistem transportasi 
nasional. 

(1) Kegiatan angkutan laut 
dalam negeri disusun dan 
dilaksanakan secara 
terpadu, baik intramoda 
maupun antarmoda yang 
merupakan satu kesatuan 
sistem transportasi 
nasional. 

(1) Kegiatan angkutan laut 
dalam negeri disusun dan 
dilaksanakan secara 
terpadu, baik intramoda 
maupun antarmoda yang 
merupakan satu kesatuan 
sistem transportasi 
nasional. 

(2) Kegiatan angkutan laut 
dalam negeri 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan 
trayek tetap dan teratur 
(liner) serta dapat 
dilengkapi dengan trayek 
tidak tetap dan tidak 
teratur (tramper).  

(2) Kegiatan angkutan laut 
dalam negeri 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan 
trayek tetap dan teratur 
(liner) serta dapat 
dilengkapi dengan trayek 
tidak tetap dan tidak 
teratur (tramper) 

(2) Kegiatan angkutan laut 
dalam negeri 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan 
trayek tetap dan teratur 
(liner) serta dapat 
dilengkapi dengan trayek 
tidak tetap dan tidak 
teratur (tramper) 

(3) Kegiatan angkutan laut 
dalam negeri yang 
melayani trayek tetap dan 
teratur dilakukan dalam 
jaringan trayek. 

(3) Kegiatan angkutan laut 
dalam negeri yang 
melayani trayek tetap dan 
teratur dilakukan dalam 
jaringan trayek.  

(3) Kegiatan angkutan laut 
dalam negeri yang 
melayani trayek tetap 
dan teratur dilakukan 
dalam jaringan trayek.  

(4) Jaringan trayek tetap dan 
teratur angkutan laut 
dalam negeri disusun 
dengan memperhatikan:  
a. pengembangan pusat 

industri, 
perdagangan, dan 
pariwisata;  

b. pengembangan 
wilayah dan/atau 
daerah;  

c. rencana umum tata 
ruang;  

d. keterpaduan intra-
dan antarmoda 
transportasi; dan  

(4) Jaringan trayek tetap dan 
teratur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(4) Jaringan trayek tetap dan 
teratur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 
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e. perwujudan 
Wawasan Nusantara. 

(5) Penyusunan jaringan 
trayek tetap dan teratur 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilakukan 
bersama oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan 
asosiasi perusahaan 
angkutan laut nasional 
dengan memperhatikan 
masukan asosiasi 
pengguna jasa angkutan 
laut. 

(5) Pengoperasian kapal pada 
trayek tidak tetap dan 
tidak teratur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh 
perusahaan angkutan laut 
nasional dan wajib 
dilaporkan kepada 
Pemerintah Pusat. 

(5) Pengoperasian kapal 
pada trayek tidak tetap 
dan tidak teratur 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan 
oleh perusahaan 
angkutan laut nasional 
dan wajib dilaporkan 
kepada Pemerintah Pusat. 

(6) Jaringan trayek tetap dan 
teratur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan oleh Menteri.  

  

(7) Pengoperasian kapal pada 
jaringan trayek tetap dan 
teratur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) 
dilakukan oleh 
perusahaan angkutan laut 
nasional dengan 
mempertimbangkan:  
a. kelaiklautan kapal;  
b. menggunakan kapal 

berbendera 
Indonesia dan 
diawaki oleh warga 
negara Indonesia;  

c. keseimbangan 
permintaan dan 
tersedianya ruangan;  

d. kondisi alur dan 
fasilitas pelabuhan 
yang disinggahi; dan  

e. tipe dan ukuran 
kapal sesuai dengan 
kebutuhan.  

  

(8) Pengoperasian kapal pada 
trayek tidak tetap dan 
tidak teratur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh 
perusahaan angkutan laut 
nasional dan wajib 
dilaporkan kepada 
Pemerintah. 
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3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 13 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Kegiatan angkutan laut 

khusus dilakukan oleh 
badan usaha untuk 
menunjang usaha pokok 
untuk kepentingan 
sendiri dengan 
menggunakan kapal 
berbendera Indonesia 
yang memenuhi 
persyaratan kelaiklautan 
kapal dan diawaki oleh 
Awak Kapal 
berkewarganegaraan 
Indonesia. 

(1) Kegiatan angkutan laut 
khusus dilakukan oleh 
Badan Usaha untuk 
menunjang usaha pokok 
untuk kepentingan 
sendiri dengan 
menggunakan kapal 
berbendera Indonesia 
yang memenuhi 
persyaratan kelaiklautan 
kapal dan diawaki oleh 
Awak Kapal 
berkewarganegaraan 
Indonesia. 

(1) Kegiatan angkutan laut 
khusus dilakukan oleh 
Badan Usaha untuk 
menunjang usaha pokok 
untuk kepentingan 
sendiri dengan 
menggunakan kapal 
berbendera Indonesia 
yang memenuhi 
persyaratan kelaiklautan 
kapal dan diawaki oleh 
Awak Kapal 
berkewarganegaraan 
Indonesia. 

(2) Kegiatan angkutan laut 
khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan 
izin operasi dari 
Pemerintah. 

(2) Kegiatan angkutan laut 
khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

(2) Kegiatan angkutan laut 
khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

(3) Kegiatan angkutan laut 
khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan dengan 
menggunakan kapal 
berbendera Indonesia 
yang laik laut dengan 
kondisi dan persyaratan 
kapal sesuai dengan jenis 
kegiatan usaha 
pokoknya. 

  

(4) Kegiatan angkutan laut 
khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilarang mengangkut 
muatan atau barang milik 
pihak lain dan/atau 
mengangkut muatan atau 
barang umum kecuali 
dalam hal keadaan 
tertentu berdasarkan izin 
Pemerintah. 

  

(5) Keadaan tertentu 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) berupa:  

a. tidak tersedianya kapal; 
dan  

b. belum adanya 
perusahaan angkutan 
yang mampu melayani 
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sebagian atau seluruh 
permintaan jasa 
angkutan yang ada. 

(6) Pelaksana kegiatan 
angkutan laut asing yang 
melakukan kegiatan 
angkutan laut khusus ke 
pelabuhan Indonesia 
yang terbuka bagi 
perdagangan luar negeri 
wajib menunjuk 
perusahaan angkutan 
laut nasional atau 
pelaksana kegiatan 
angkutan laut khusus 
sebagai agen umum. 

  

(7) Pelaksana kegiatan 
angkutan laut khusus 
hanya dapat menjadi 
agen bagi kapal yang 
melakukan kegiatan yang 
sejenis dengan usaha 
pokoknya. 

  

 
4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi 

sebagai berikut:  
Pasal 14A154 

UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Sepanjang kapal berbendera Indonesia 

belum tersedia, Kapal Asing dapat 
melakukan kegiatan khusus di wilayah 
perairan Indonesia yang tidak termasuk 
kegiatan mengangkut penumpang 
dan/atau barang. 

(1) Sepanjang kapal berbendera Indonesia 
belum tersedia, Kapal Asing dapat 
melakukan kegiatan khusus di wilayah 
perairan Indonesia yang tidak termasuk 
kegiatan mengangkut penumpang 
dan/atau barang. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan 
khusus yang dilakukan oleh kapal asing 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.155 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
kegiatan khusus yang dilakukan oleh 
kapal asing sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.156 

 
5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 27 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Untuk melakukan kegiatan 
angkutan di perairan orang 
perseorangan warga 
negara Indonesia atau 

Untuk melakukan kegiatan 
angkutan di perairan, 
orang perseorangan warga 
negara Indonesia atau 

Untuk melakukan kegiatan 
angkutan di perairan, 
orang perseorangan warga 
negara Indonesia atau 

                                       
154 Disisipkan satu pasal diantara Pasal 14 dan Pasal 15 yaitu Pasal 14A 
155 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
156 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
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badan usaha wajib 
memiliki izin usaha. 

Badan Usaha wajib 
memenuhi Perizinan 
Berusaha. 

Badan Usaha wajib 
memenuhi Perizinan 
Berusaha. 

 
6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 28 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Izin usaha angkutan laut 
diberikan oleh:  
a. bupati/walikota 

yang bersangkutan 
bagi badan usaha 
yang berdomisili 
dalam wilayah 
kabupaten/kota dan 
beroperasi pada 
lintas pelabuhan 
dalam wilayah 
kabupaten/kota;  

b. gubernur provinsi 
yang bersangkutan 
bagi badan usaha 
yang berdomisili 
dalam wilayah 
provinsi dan 
beroperasi pada 
lintas pelabuhan 
antarkabupaten/kot
a dalam wilayah 
provinsi; atau 

c. Menteri bagi badan 
usaha yang 
melakukan kegiatan 
pada lintas 
pelabuhan 
antarprovinsi dan 
internasional. 

 

(1) Berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat, 
Perizinan Berusaha untuk 
angkutan laut diberikan 
oleh:   
a. bupati/wali kota 

yang bersangkutan 
bagi Badan Usaha 
yang berdomisili 
dalam wilayah 
kabupaten/kota dan 
beroperasi pada 
lintas pelabuhan 
dalam wilayah 
kabupaten/kota;  

b. gubernur provinsi 
yang bersangkutan 
bagi Badan Usaha 
yang berdomisili 
dalam wilayah 
provinsi dan 
beroperasi pada 
lintas pelabuhan 
antarkabupaten/kota 
dalam wilayah 
provinsi; atau  

c. c. Pemerintah Pusat 
bagi Badan Usaha 
yang melakukan 
kegiatan pada lintas 
pelabuhan 
antarprovinsi dan 
internasional. 

(1) Berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat, 
Perizinan Berusaha untuk 
angkutan laut diberikan 
oleh:   
a. bupati/wali kota 

yang bersangkutan 
bagi Badan Usaha 
yang berdomisili 
dalam wilayah 
kabupaten/kota dan 
beroperasi pada 
lintas pelabuhan 
dalam wilayah 
kabupaten/kota;  

b. gubernur provinsi 
yang bersangkutan 
bagi Badan Usaha 
yang berdomisili 
dalam wilayah 
provinsi dan 
beroperasi pada 
lintas pelabuhan 
antarkabupaten/kota 
dalam wilayah 
provinsi; atau  

c. c. Pemerintah Pusat 
bagi Badan Usaha 
yang melakukan 
kegiatan pada lintas 
pelabuhan 
antarprovinsi dan 
internasional. 

(1) Izin usaha angkutan laut 
pelayaran-rakyat 
diberikan oleh: 
a. bupati/walikota yang 

bersangkutan bagi 
orang perseorangan 
warga negara 
Indonesia atau 
badan usaha yang 
berdomisili dalam 
wilayah 

(2) Berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat, 
Perizinan Berusaha untuk 
angkutan laut pelayaran-
rakyat diberikan oleh:  
a. bupati/wali kota 

yang bersangkutan 
bagi orang 
perseorangan warga 

(2) Berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat, 
Perizinan Berusaha untuk 
angkutan laut pelayaran-
rakyat diberikan oleh:  
a. bupati/wali kota 

yang bersangkutan 
bagi orang 
perseorangan warga 
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kabupaten/kota dan 
beroperasi pada 
lintas pelabuhan 
dalam wilayah 
kabupaten/kota; 
atau  

b. gubernur yang 
bersangkutan bagi 
orang perseorangan 
warga negara 
Indonesia atau 
badan usaha yang 
berdomisili dan 
beroperasi pada 
lintas pelabuhan 
antarkabupaten/kot
a dalam wilayah 
provinsi, pelabuhan 
antarprovinsi, dan 
pelabuhan 
internasional. 

negara Indonesia 
atau Badan Usaha 
yang berdomisili 
dalam wilayah 
kabupaten/kota dan 
beroperasi pada 
lintas pelabuhan 
dalam wilayah 
kabupaten/kota; atau  

b. gubernur yang 
bersangkutan bagi 
orang perseorangan 
warga negara 
Indonesia atau Badan 
Usaha yang 
berdomisili dan 
beroperasi pada 
lintas pelabuhan 
antarkabupaten/kota 
dalam wilayah 
provinsi, pelabuhan 
antarprovinsi, dan 
pelabuhan 
internasional. 

negara Indonesia 
atau Badan Usaha 
yang berdomisili 
dalam wilayah 
kabupaten/kota dan 
beroperasi pada 
lintas pelabuhan 
dalam wilayah 
kabupaten/kota; atau  

b. gubernur yang 
bersangkutan bagi 
orang perseorangan 
warga negara 
Indonesia atau Badan 
Usaha yang 
berdomisili dan 
beroperasi pada 
lintas pelabuhan 
antarkabupaten/kota 
dalam wilayah 
provinsi, pelabuhan 
antarprovinsi, dan 
pelabuhan 
internasional. 

(2) Izin usaha angkutan 
sungai dan danau 
diberikan oleh:  

a. bupati/walikota sesuai 
dengan domisili orang 
perseorangan warga 
negara Indonesia atau 
badan usaha; atau  

b. Gubernur Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta untuk orang 
perseorangan warga 
negara Indonesia atau 
badan usaha yang 
berdomisili di Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

 

(3) Berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat, 
Perizinan Usaha untuk 
angkutan sungai dan 
danau diberikan oleh: 
a. bupati/wali kota 

sesuai dengan 
domisili orang 
perseorangan warga 
negara Indonesia 
atau Badan Usaha; 
atau  

b. b. Gubernur Provinsi 
Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 
untuk orang 
perseorangan warga 
negara Indonesia 
atau Badan Usaha 
yang berdomisili di 
Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

(3) Berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat, 
Perizinan Usaha untuk 
angkutan sungai dan 
danau diberikan oleh: 
a. bupati/wali kota 

sesuai dengan 
domisili orang 
perseorangan warga 
negara Indonesia 
atau Badan Usaha; 
atau  

c. b. Gubernur Provinsi 
Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 
untuk orang 
perseorangan warga 
negara Indonesia 
atau Badan Usaha 
yang berdomisili di 
Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

(2) Selain memiliki izin 
usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
untuk angkutan sungai 
dan danau kapal yang 

(4) Selain memiliki Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
untuk angkutan sungai 
dan danau kapal yang 

(4) Selain memiliki Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
untuk angkutan sungai 
dan danau kapal yang 
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dioperasikan wajib 
memiliki izin trayek yang 
diberikan oleh:  
a. bupati/walikota yang 

bersangkutan bagi 
kapal yang melayani 
trayek dalam 
wilayah 
kabupaten/kota;  

b. gubernur provinsi 
yang bersangkutan 
bagi kapal yang 
melayani trayek 
antarkabupaten/kot
a dalam wilayah 
provinsi; atau  

c. Menteri bagi kapal 
yang melayani 
trayek antarprovinsi 
dan/atau 
antarnegara. 

dioperasikan wajib 
memenuhi Pertzinan 
Berusaha untuk trayek 
yang diberikan oleh:  
a. bupati/wali kota 

yang bersangkutan 
bagi kapal yang 
melayani trayek 
dalam wilayah 
kabupatenlkota;  

b. gubernur provinsi 
yang bersangkutan 
bagi kapal yang 
melayani trayek 
antarkabupaten/kota 
dalam wilayah 
provinsi; atau  

c. Pemerintah Pusat 
bagi kapal yang 
melayani trayek 
antarprovinsi dan/ 
atau antarnegara, 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

dioperasikan wajib 
memenuhi Pertzinan 
Berusaha untuk trayek 
yang diberikan oleh:  
a. bupati/wali kota yang 

bersangkutan bagi 
kapal yang melayani 
trayek dalam wilayah 
kabupatenlkota;  

b. gubernur provinsi 
yang bersangkutan 
bagi kapal yang 
melayani trayek 
antarkabupaten/kota 
dalam wilayah 
provinsi; atau  

c. Pemerintah Pusat 
bagi kapal yang 
melayani trayek 
antarprovinsi dan/ 
atau antarnegara, 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(5) Izin usaha angkutan 
penyeberangan 
diberikan oleh:  

a. bupati/walikota 
sesuai dengan domisili 
badan usaha; atau  

b. Gubernur Provinsi 
Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta untuk 
badan usaha yang 
berdomisili di Daerah 
Khusus Ibukota 
Jakarta. 

 

(5) Berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat, 
Perizinan Berusaha untuk 
angkutan penyeberangan 
diberikan oleh:  
a. bupati/wali kota 

sesuai dengan 
domisili Badan 
Usaha; atau  

b. Gubernur Provinsi 
Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 
untuk Badan Usaha 
yang berdomisili di 
Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

(5) Berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat, 
Perizinan Berusaha untuk 
angkutan penyeberangan 
diberikan oleh:  
a. bupati/wali kota 

sesuai dengan 
domisili Badan 
Usaha; atau  

c. Gubernur Provinsi 
Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 
untuk Badan Usaha 
yang berdomisili di 
Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

(6) Selain memilik izin 
usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(5) untuk angkutan 
penyeberangan, kapal 
yang dioperasikan 
wajib memiliki 
persetujuan 

(6) Selain memiliki Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) 
untuk angkutan 
penyeberangan, kapal 
yang dioperasikan wajib 
memenuhi Perizinan 
Berusaha untuk 

(6) Selain memiliki Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) 
untuk angkutan 
penyeberangan, kapal 
yang dioperasikan wajib 
memenuhi Perizinan 
Berusaha untuk 
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pengoperasian kapal 
yang diberikan oleh:  
a. bupati/walikota 

yang 
bersangkutan 
bagi kapal yang 
melayani lintas 
pelabuhan dalam 
wilayah 
kabupaten/kota;  

b. gubernur 
provinsi yang 
bersangkutan 
bagi kapal yang 
melayani lintas 
pelabuhan 
antarkabupaten/
kota dalam 
provinsi; dan  

c. Menteri bagi 
kapal yang 
melayani lintas 
pelabuhan 
antarprovinsi 
dan/atau 
antarnegara 

persetujuan 
pengoperasian kapal yang 
diberikan oleh:  
a. bupati/wali kota 

yang bersangkutan 
bagi kapal yang 
melayani lintas 
pelabuhan dalam 
wilayah 
kabupaten/kota;  

b. gubernur provinsi 
yang bersangkutan 
bagi kapal yang 
melayani lintas 
pelabuhan 
antarkabupaten/kota 
dalam provinsi; dan   

c. Pemerintah Fusat 
bagi kapal yang 
melayani lintas 
pelabuhan 
antarprovinsi 
dan/atau 
antarnegara, 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

persetujuan 
pengoperasian kapal yang 
diberikan oleh:  
a. bupati/wali kota yang 

bersangkutan bagi 
kapal yang melayani 
lintas pelabuhan 
dalam wilayah 
kabupaten/kota;  

b. gubernur provinsi 
yang bersangkutan 
bagi kapal yang 
melayani lintas 
pelabuhan 
antarkabupaten/kota 
dalam provinsi; dan   

c. Pemerintah Pusat 
bagi kapal yang 
melayani lintas 
pelabuhan 
antarprovinsi 
dan/atau antarnegara, 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

 (7) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (6) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.157 

(7) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (6) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.158 

 
7. Pasal 30 dihapus 

Pasal 30 
UU PELAYARAN UU 20/2011 UU 6/2023 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
persyaratan perizinan 
angkutan di perairan 

Dihapus Dihapus 

                                       
157 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
158 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
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diatur dengan Peraturan 
Pemerintah159 

 
8. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 31 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Untuk kelancaran 
kegiatan angkutan di 
perairan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 
dapat diselenggarakan 
usaha jasa terkait dengan 
angkutan di perairan. 

(1) Untuk kelancaran 
kegiatan angkutan di 
perairan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 
dapat diselenggarakan 
usaha jasa terkait dengan 
angkutan di perairan. 

(1) Untuk kelancaran 
kegiatan angkutan di 
perairan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 
dapat diselenggarakan 
usaha jasa terkait dengan 
angkutan di perairan. 

(2) Usaha jasa terkait 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
berupa:  
a. bongkar muat 

barang;  
b. jasa pengurusan 

transportasi;  
c. angkutan perairan 

pelabuhan;  
d. penyewaan peralatan 

angkutan laut atau 
peralatan jasa terkait 
dengan angkutan 
laut;  

e. tally mandiri;  
f. depo peti kemas;  
g. pengelolaan kapal 

(ship management);  
h. perantara jual beli 

dan/atau sewa kapal 
(ship broker);  

i. keagenan Awak 
Kapal (ship manning 
agency);  

j. keagenan kapal; dan  
b. k. perawatan dan 

perbaikan kapal 
(ship repairing and 
maintenance). 

(2) Usaha jasa terkait dengan 
angkutan di perairan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
berupa:  
a. bongkar muat 

barang;  
b. jasa pengurusan 

transportasi;  
c. angkutan perairan 

pelabuhan;  
d. penyewaan peralatan 

angkutan laut atau 
peralatan jasa terkait 
dengan angkutan 
laut;  

e. tally mandiri;  
f. depo peti kemas;  
g. pengelolaan kapal 

(ship management);  
h. perantara jual beli 

dan/atau sewa 
kapal;  

i. keagenan Awak 
Kapal (ship manning 
agencg);  

j. keagenan kapal; dan 
k. perawatan dan 

perbaikan kapal 
(ship repairing and 
maintenance). 

 

(2) Usaha jasa terkait dengan 
angkutan di perairan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
berupa:  
a. bongkar muat 

barang;  
b. jasa pengurusan 

transportasi;  
c. angkutan perairan 

pelabuhan;  
d. penyewaan peralatan 

angkutan laut atau 
peralatan jasa terkait 
dengan angkutan 
laut;  

e. tally mandiri;  
f. depo peti kemas;  
g. pengelolaan kapal 

(ship management);  
h. perantara jual beli 

dan/atau sewa kapal;  
i. keagenan Awak 

Kapal (ship manning 
agency);  

j. keagenan kapal; dan 
k. perawatan dan 

perbaikan kapal 
(ship repairing and 
maintenance). 

 

 (3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai usaha jasa 
terkait dengan angkutan 
di perairan diatur 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai usaha jasa 
terkait dengan angkutan 
di perairan diatur 

                                       
159 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang 

Angkutan Di Perairan 
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dalam Peraturan 
Pemerintah.160 

dalam Peraturan 
Pemerintah.161 

 
9. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 32 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Usaha jasa terkait 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (2) 
dilakukan oleh badan 
usaha yang didirikan 
khusus untuk itu. 

(1) Usaha jasa terkait 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (2) 
dilakukan oleh Badan 
Usaha yang didirikan 
khusus untuk 
penyelenggaraan usaha 
jasa terkait dengan 
angkutan di perairan. 

(1) Usaha jasa terkait 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (2) 
dilakukan oleh Badan 
Usaha yang didirikan 
khusus untuk 
penyelenggaraan usaha 
jasa terkait dengan 
angkutan di perairan. 

(2) Selain badan usaha yang 
didirikan khusus untuk 
itu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
kegiatan bongkar muat 
dapat dilakukan oleh 
perusahaan angkutan 
laut nasional hanya 
untuk kegiatan bongkar 
muat barang tertentu 
untuk kapal yang 
dioperasikannya.  

(2) Ketentuan mengenai 
penyelenggaraan usaha 
jasa terkait dengan 
angkutan di perairan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di 
bidang penanaman 
modal. 

(2) Ketentuan mengenai 
penyelenggaraan usaha 
jasa terkait dengan 
angkutan di perairan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di 
bidang penanaman 
modal. 

(3) Selain badan usaha yang 
didirikan khusus untuk 
itu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
kegiatan angkutan 
perairan pelabuhan 
dapat dilakukan oleh 
perusahaan angkutan 
laut nasional. 

(3) Selain Badan Usaha yang 
didirikan khusus untuk 
itu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
kegiatan angkutan 
perairan pelabuhan dapat 
dilakukan oleh 
perusahaan angkutan 
laut nasional. 

(3) Selain Badan Usaha yang 
didirikan khusus untuk 
itu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
kegiatan angkutan 
perairan pelabuhan dapat 
dilakukan oleh 
perusahaan angkutan laut 
nasional. 

(4) Kegiatan tally yang 
bukan tally mandiri 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (2) 
huruf e dapat dilakukan 
oleh perusahaan 
angkutan laut nasional, 
perusahaan bongkar 
muat, atau perusahaan 
jasa pengurusan 
transportasi, terbatas 
hanya untuk kegiatan 

  

                                       
160 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
161 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
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cargodoring, 
receiving/delivery, 
stuffing, dan stripping 
peti kemas bagi 
kepentingannya sendiri. 

 
10.  Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 33 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap badan usaha yang 
didirikan khusus untuk 
usaha jasa terkait 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (1) 
wajib memiliki izin usaha. 

Badan Usaha yang 
didirikan khusus untuk 
usaha jasa terkait dengan 
angkutan di perairan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (1), 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

Badan Usaha yang 
didirikan khusus untuk 
usaha jasa terkait dengan 
angkutan di perairan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (1), 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

 
11.  Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 34 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
persyaratan 
perizinan usaha jasa terkait 
dengan angkutan di 
perairan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.162 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
persyaratan Perizinan 
Berusaha jasa terkait 
dengan angkutan di 
perairan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.163 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
persyaratan Perizinan 
Berusaha jasa terkait 
dengan angkutan di 
perairan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.164 

 
12.  Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunti sebagai berikut: 

Pasal 51 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Angkutan multimoda 
dilakukan oleh badan 
usaha yang telah 
mendapat izin khusus 
untuk melakukan 
angkutan multimoda dari 
Pemerintah.  

(1) Angkutan multimoda 
dilakukan oleh Badan 
Usaha yang telah 
memenuhi Perizinan 
Berusaha untuk 
melakukan angkutan 
multimoda dari 

(1) Angkutan multimoda 
dilakukan oleh Badan 
Usaha yang telah 
memenuhi Perizinan 
Berusaha untuk 
melakukan angkutan 
multimoda dari 

                                       
162 Dilaksanakan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang 
Angkutan Di Perairan 
163 Dilaksanakan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
164 Dilaksanakan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
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 Pemerintah Pusat.  Pemerintah Pusat.  
(2) Badan usaha 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
bertanggung jawab 
(liability) terhadap 
barang sejak diterimanya 
barang sampai 
diserahkan kepada 
penerima barang. 

(2) Badan Usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
bertanggung jawab 
terhadap barang sejak 
diterimanya barang 
sampai diserahkan 
kepada penerima barang. 

(2) Badan Usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
bertanggung jawab 
terhadap barang sejak 
diterimanya barang 
sampai diserahkan 
kepada penerima barang. 

 
13.  Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 52 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Pelaksanaan angkutan 
multimoda dilakukan 
berdasarkan 1 (satu) 
dokumen yang diterbitkan 
oleh penyedia jasa angkutan 
multimoda. 

(1) Pelaksanaan angkutan 
multimoda dilakukan 
berdasarkan dokumen 
yang diterbitkan oleh 
penyedia jasa angkutan 
multimoda.  

(1) Pelaksanaan angkutan 
multimoda dilakukan 
berdasarkan dokumen 
yang diterbitkan oleh 
penyedia jasa angkutan 
multimoda.  

 (2) Dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa dokumen 
elektronik. 

(2) Dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa dokumen 
elektronik. 

 
14.  Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 59 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2), 
Pasal 9 ayat (8), Pasal 28 
ayat (4) atau ayat (6), 
atau Pasal 33 dapat 
dikenakan sanksi 
administratif berupa:  
a. peringatan;  
b. denda administratif;  
c. pembekuan izin atau 

pembekuan 
sertifikat; atau  

d. pencabutan izin atau 
pencabutan 
sertifikat. 

 

(1) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2), 
Pasal 9 ayat (5), Pasal 11 
ayat (4), Pasal 13 ayat 
(2), Pasal 19 ayat (2), 
Pasal27, Pasal 28 ayat (4) 
atau ayat (6), Pasal 33, 
Pasal 38 ayat (1), Pasal 4l 
ayat (3), Pasal 42 ayat 
(1), Pasal 46, Pasal 47, 
atau Pasal 54 dikenai 
sanksi administratif.  

(1) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2), 
Pasal 9 ayat (5), Pasal 11 
ayat (4), Pasal 13 ayat 
(2), Pasal 19 ayat (2), 
Pasal27, Pasal 28 ayat (4) 
atau ayat (6), Pasal 33, 
Pasal 38 ayat (1), Pasal 4l 
ayat (3), Pasal 42 ayat 
(1), Pasal 46, Pasal 47, 
atau Pasal 54 dikenai 
sanksi administratif.  

(2) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
Pasal 11 ayat (4) atau 
Pasal 13 ayat (6) dapat 
dikenakan sanksi 
administratif berupa 
tidak diberikan 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
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pelayanan jasa 
kepelabuhanan.  

dalam Peraturan 
Pemerintah.165 

dalam Peraturan 
Pemerintah.166 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur pengenaan 
sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan 
Peraturan 
Pemerintah.167 

  

 
15.  Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 90 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Kegiatan pengusahaan di 
pelabuhan terdiri atas 
penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa 
kepelabuhanan dan jasa 
terkait dengan 
kepelabuhanan.  

(1) Kegiatan pengusahaan di 
pelabuhan terdiri atas 
penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa 
kepelabuhanan dan jasa 
terkait dengan 
kepelabuhanan. 

(1) Kegiatan pengusahaan di 
pelabuhan terdiri atas 
penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa 
kepelabuhanan dan jasa 
terkait dengan 
kepelabuhanan. 

(2) Penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa 
kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi 
penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa kapal, 
penumpang, dan barang. 

(2) Penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa 
kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi 
penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa kapal, 
penumpang, dan barang.  

(2) Penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa 
kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi 
penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa kapal, 
penumpang, dan barang.  

(3) Penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa kapal, 
penumpang, dan barang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terdiri atas:  
a. penyediaan dan/atau 

pelayanan jasa 
dermaga untuk 
bertambat;  

b. penyediaan dan/atau 
pelayanan pengisian 
bahan bakar dan 
pelayanan air bersih;  

c. penyediaan dan/atau 
pelayanan fasilitas 
naik turun 
penumpang 

(3) Penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa kapal, 
penumpang, dan barang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terdiri atas:  
a. penyediaan dan/atau 

pelayanan jasa 
dermaga untuk 
bertambat;  

b. penyediaan dan/atau 
pelayanan pengisian 
bahan bakar dan 
pelayanan air bersih;  

c. penyediaan dan/atau 
pelayanan fasilitas 
naik turun 
penumpang danf atau 

(3) Penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa kapal, 
penumpang, dan barang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terdiri atas:  
a. penyediaan dan/atau 

pelayanan jasa 
dermaga untuk 
bertambat;  

b. penyediaan dan/atau 
pelayanan pengisian 
bahan bakar dan 
pelayanan air bersih;  

c. penyediaan dan/atau 
pelayanan fasilitas 
naik turun 
penumpang danf 

                                       
165 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
166 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
167 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang 

Angkutan Di Perairan 
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dan/atau kendaraan;  
d. penyediaan dan/atau 

pelayanan jasa 
dermaga untuk 
pelaksanaan 
kegiatan bongkar 
muat barang dan peti 
kemas;  

e. penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa 
gudang dan tempat 
penimbunan barang, 
alat bongkar muat, 
serta peralatan 
pelabuhan;  

f. penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa 
terminal peti kemas, 
curah cair, curah 
kering, dan Ro-Ro;  

g. penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa 
bongkar muat 
barang;  

h. penyediaan dan/atau 
pelayanan pusat 
distribusi dan 
konsolidasi barang; 
dan/atau  

i. penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa 
penundaan kapal 

 

kendaraan;  
d. penyediaan dan/atau 

pelayanan jasa 
dermaga untuk 
pelaksanaan kegiatan 
bongkar muat barang 
dan peti kemas;  

e. penyediaan danf atau 
pelayanan jasa 
gudang dan tempat 
penimbunan barang, 
alat bongkar muat, 
serta peralatan 
pelabuhan;  

f. penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa 
terminal peti kemas, 
curah cair, curah 
kering, dan Ro-Ro;  

g. penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa 
bongkar muat 
barang;  

h. penyediaan dan/atau 
pelayanan pusat 
distribusi dan 
konsolidasi barang; 
dan/atau  

b. i. penyediaan 
dan/atau pelayanan 
jasa penundaan kapal. 

atau kendaraan;  
d. penyediaan dan/atau 

pelayanan jasa 
dermaga untuk 
pelaksanaan 
kegiatan bongkar 
muat barang dan peti 
kemas;  

e. penyediaan danf atau 
pelayanan jasa 
gudang dan tempat 
penimbunan barang, 
alat bongkar muat, 
serta peralatan 
pelabuhan;  

f. penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa 
terminal peti kemas, 
curah cair, curah 
kering, dan Ro-Ro;  

g. penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa 
bongkar muat 
barang;  

h. penyediaan dan/atau 
pelayanan pusat 
distribusi dan 
konsolidasi barang; 
dan/atau  

i. i. penyediaan 
dan/atau pelayanan 
jasa penundaan 
kapal. 

(4) Kegiatan jasa terkait 
dengan kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi 
kegiatan yang menunjang 
kelancaran operasional 
dan memberikan nilai 
tambah bagi pelabuhan. 

(4) Kegiatan jasa terkait 
dengan kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi 
kegiatan yang menunjang 
kelancaran operasional 
dan memberikan nilai 
tambah bagi pelabuhan.  

(4) Kegiatan jasa terkait 
dengan kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi 
kegiatan yang menunjang 
kelancaran operasional 
dan memberikan nilai 
tambah bagi pelabuhan.  

 (5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kegiatan 
pengusahaan di 
pelabuhan diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.168 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kegiatan 
pengusahaan di 
pelabuhan diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.169 

 
16.  Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

                                       
168 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang 

Pelayaran 
169 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang 

Pelayaran 
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Pasal 91 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Kegiatan penyediaan 
dan/atau pelayanan jasa 
kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 90 ayat (1) 
pada pelabuhan yang 
diusahakan secara 
komersial dilaksanakan 
oleh Badan Usaha 
Pelabuhan sesuai dengan 
jenis izin usaha yang 
dimilikinya.  

 

(1) Kegiatan penyediaan 
dan/atau pelayanan jasa 
kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 90 ayat (1) 
pada pelabuhan yang 
diusahakan secara 
komersial dilaksanakan 
oleh Badan Usaha 
Pelabuhan setelah 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(1) Kegiatan penyediaan 
dan/atau pelayanan jasa 
kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 90 ayat (1) 
pada pelabuhan yang 
diusahakan secara 
komersial dilaksanakan 
oleh Badan Usaha 
Pelabuhan setelah 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Kegiatan pengusahaan 
yang dilakukan oleh 
Badan Usaha Pelabuhan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
dilakukan untuk lebih 
dari satu terminal. (3) 
Kegiatan penyediaan 
dan/atau pelayanan jasa 
kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 90 ayat (1) 
pada pelabuhan yang 
belumdiusahakan secara 
komersial dilaksanakan 
oleh Unit Penyelenggara 
Pelabuhan. 

 

(2) Kegiatan pengusahaan 
yang dilakukan oleh 
Badan Usaha Pelabuhan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
dilakukan untuk lebih 
dari satu terminal.  

(2) Kegiatan pengusahaan 
yang dilakukan oleh 
Badan Usaha Pelabuhan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
dilakukan untuk lebih 
dari satu terminal.  

(3) Kegiatan penyediaan 
dan/atau pelayanan jasa 
kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 90 ayat (1) 
pada pelabuhan yang 
belumdiusahakan secara 
komersial dilaksanakan 
oleh Unit Penyelenggara 
Pelabuhan. 

(3) Kegiatan penyediaan 
dan/atau pelayanan jasa 
kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 90 ayat (1) 
pada pelabuhan yang 
belum diusahakan secara 
komersial dilaksanakan 
oleh Unit Penyelenggara 
Pelabuhan. 

(3) Kegiatan penyediaan 
dan/atau pelayanan jasa 
kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 90 ayat (1) 
pada pelabuhan yang 
belum diusahakan secara 
komersial dilaksanakan 
oleh Unit Penyelenggara 
Pelabuhan. 

(4) Dalam keadaan tertentu, 
terminal dan fasilitas 
pelabuhan lainnya pada 

(4) Dalam keadaan tertentu, 
terminal dan fasilitas 
pelabuhan lainnya pada 

(4) Dalam keadaan tertentu, 
terminal dan fasilitas 
pelabuhan lainnya pada 
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pelabuhan yang 
diusahakan Unit 
Penyelenggara Pelabuhan 
dapat dilaksanakan oleh 
Badan Usaha Pelabuhan 
berdasarkan perjanjian.  

pelabuhan yang 
diusahakan Unit 
Penyelenggara Pelabuhan 
dapat dilaksanakan oleh 
Badan Usaha Pelabuhan 
berdasarkan perjanjian. 

pelabuhan yang 
diusahakan Unit 
Penyelenggara Pelabuhan 
dapat dilaksanakan oleh 
Badan Usaha Pelabuhan 
berdasarkan perjanjian. 

(5) Kegiatan jasa terkait 
dengan kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 90 ayat (1) 
dapat dilakukan oleh 
orang perseorangan 
warga negara Indonesia 
dan/atau badan usaha. 

(5) Kegiatan jasa terkait 
dengan kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 90 ayat (1) 
dapat dilakukan oleh 
orang perseorangan 
warga negara Indonesia 
dan/atau Badan Usaha. 

(5) Kegiatan jasa terkait 
dengan kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 90 ayat (1) 
dapat dilakukan oleh 
orang perseorangan 
warga negara Indonesia 
dan/atau Badan Usaha. 

 
17.  Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 96 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Pembangunan 
pelabuhan laut 
dilaksanakan 
berdasarkan izin dari:  
a. Menteri untuk 

pelabuhan utama 
dan pelabuhan 
pengumpul; dan  

b. gubernur atau 
bupati/walikota 
untuk pelabuhan 
pengumpan. 

(1) Pembangunan pelabuhan 
laut wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari:  
a. Pemerintah Pusat 

untuk pelabuhan 
utama dan pelabuhan 
pengumpul; dan  

b. gubernur atau 
bupati/wali kota 
untuk pelabuhan 
pengumpan  

berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.  

(1) Pembangunan pelabuhan 
laut wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari:  
a. Pemerintah Pusat 

untuk pelabuhan 
utama dan 
pelabuhan 
pengumpul; dan  

b. gubernur atau 
bupati/wali kota 
untuk pelabuhan 
pengumpan  

berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Pembangunan pelabuhan 
laut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi 
persyaratan teknis 
kepelabuhanan, 
kelestarian lingkungan, 
dan memperhatikan 
keterpaduan intradan 
antarmoda transportasi. 

(2) Pembangunan dan 
pengoperasian 
peiabuhan laut yang 
dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah 
harus mendapatkan 
persetujuan dari 
Pemerintah Pusat. 

(2) Pembangunan dan 
pengoperasian peiabuhan 
laut yang dilaksanakan 
oleh instansi pemerintah 
harus mendapatkan 
persetujuan dari 
Pemerintah Pusat. 

 
18.  Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 97 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Pelabuhan laut hanya 
dapat dioperasikan 
setelah selesai dibangun 
dan memenuhi 
persyaratan operasional 

(1) Pelabuhan laut hanya 
dapat dioperasikan 
setelah selesai dibangun 
dan memenuhi 
persyaratan operasional 

(1) Pelabuhan laut hanya 
dapat dioperasikan 
setelah selesai dibangun 
dan memenuhi 
persyaratan operasional 
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serta memperoleh izin. 
 

serta wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha. 

serta wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha. 

(2) Izin mengoperasikan 
pelabuhan laut diberikan 
oleh:  
a. Menteri untuk 

pelabuhan utama 
dan pelabuhan 
pengumpul; dan  

b. gubernur atau 
bupati/walikota 
untuk pelabuhan 
pengumpan. 

(2) Perizinan Berusaha 
terkait pengoperasian 
pelabuhan laut diberikan 
oleh:  
a. Pemerintah Pusat 

untuk pelabuhan 
utama dan pelabuhan 
pengumpul; dan 

b. gubernur atau 
bupati/wali kota 
untuk pelabuhan 
pengumpan  

sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Perizinan Berusaha 
terkait pengoperasian 
pelabuhan laut diberikan 
oleh:  
a. Pemerintah Pusat 

untuk pelabuhan 
utama dan 
pelabuhan 
pengumpul; dan 

b. gubernur atau 
bupati/wali kota 
untuk pelabuhan 
pengumpan  

berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

 
19.  Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 98 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Pembangunan 
pelabuhan sungai dan 
danau wajib 
memperoleh izin dari 
bupati/walikota. 
 

(1) Pembangunan 
pelabuhan sungai dan 
danau wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
bupati/wali kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(1) Pembangunan pelabuhan 
sungai dan danau wajib 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari 
bupati/wali kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Pembangunan 
pelabuhan sungai dan 
danau sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan 
berdasarkan 
persyaratan teknis 
kepelabuhanan, 
kelestarian lingkungan, 
dengan memperhatikan 
keterpaduan intra- dan 
antarmoda transportasi. 

(2) Pembangunan dan 
pengoperasian 
pelabuhan sungai dan 
danau yang dilakukan 
oleh instansi pemerintah 
harus mendapatkan 
persetujuan dari 
Pemerintah Pusat. 

(2) Pembangunan dan 
pengoperasian pelabuhan 
sungai dan danau yang 
dilakukan oleh instansi 
pemerintah harus 
mendapatkan 
persetujuan dari 
Pemerintah Pusat. 

(3) Pelabuhan sungai dan 
danau hanya dapat 
dioperasikan setelah 
selesai dibangun dan 
memenuhi persyaratan 
operasional serta 
memperoleh izin. 

(3) Perizinan Berusaha 
untuk mengoperasikan 
pelabuhan sungai dan 
danau diberikan oleh 
bupati/wali kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(3) Perizinan Berusaha 
untuk mengoperasikan 
pelabuhan sungai dan 
danau diberikan oleh 
bupati/wali kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 
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(4) Izin mengoperasikan 
pelabuhan sungai dan 
danau diberikan oleh 
bupati/walikota. 

  

 
20.  Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 99 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai perizinan 
pembangunan dan 
pengoperasian pelabuhan 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.170 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai jenis kegiatan 
pengusahaan di pelabuhan 
serta Perizinan Berusaha 
terkait pembangunan dan 
pengoperasian pelabuhan 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.171 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai jenis kegiatan 
pengusahaan di pelabuhan 
serta Perizinan Berusaha 
terkait pembangunan dan 
pengoperasian pelabuhan 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.172 

 
21.  Pasal 103 dihapus 

Pasal 103 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Terminal khusus 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 102 ayat (1):  
a. ditetapkan menjadi 

bagian dari pelabuhan 
terdekat;  

b. wajib memiliki Daerah 
Lingkungan Kerja dan 
Daerah Lingkungan 
Kepentingan tertentu; 
dan  

c. ditempatkan instansi 
Pemerintah yang 
melaksanakan fungsi 
keselamatan dan 
keamanan pelayaran, 
serta instansi yang 
melaksanakan fungsi 
pemerintahan sesuai 
dengan kebutuhan. 

Dihapus Dihapus 

 
22.  Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 104 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Terminal khusus 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 102 ayat (1) 

(1) Terminal khusus 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 102 ayat (1) 

(1) Terminal khusus 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 102 ayat (1) 

                                       
170 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang 

Angkutan Di Perairan 
171 Dilaksanakna dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
172 Dilaksanakna dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
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hanya dapat dibangun 
dan dioperasikan dalam 
hal:  
a. pelabuhan terdekat 

tidak dapat 
menampung kegiatan 
pokok tersebut; dan  

b. berdasarkan 
pertimbangan 
ekonomis dan teknis 
operasional akan 
lebih efektif dan 
efisien serta lebih 
menjamin 
keselamatan dan 
keamanan pelayaran 
apabila membangun 
dan mengoperasikan 
terminal khusus. 

hanya dapat dibangun 
dan dioperasikan dalam 
hal:  
a. pelabuhan terdekat 

tidak dapat 
menampung 
kegiatan pokok 
tersebut;atau  

b. berdasarkan 
pertimbangan 
ekonomis dan teknis 
operasional akan 
lebih efektif dan 
efisien serta lebih 
menjamin 
keselamatan dan 
keamanan pelayaran 
apabila membangun 
dan mengoperasikan 
terminal khusus. 

 

hanya dapat dibangun 
dan dioperasikan dalam 
hal:  
a. pelabuhan terdekat 

tidak dapat 
menampung 
kegiatan pokok 
tersebut;atau  

b. berdasarkan 
pertimbangan 
ekonomis dan teknis 
operasional akan 
lebih efektif dan 
efisien serta lebih 
menjamin 
keselamatan dan 
keamanan pelayaran 
apabila membangun 
dan mengoperasikan 
terminal khusus. 

 
(2) Untuk membangun dan 

mengoperasikan terminal 
khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
wajib dipenuhi 
persyaratan teknis 
kepelabuhanan, 
keselamatan dan 
keamanan pelayaran, 
dan kelestarian 
lingkungan dengan izin 
dari Menteri.  

(2) Pembangunan dan 
pengoperasian terminal 
khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

(2) Pembangunan dan 
pengoperasian terminal 
khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

(3) Izin pengoperasian 
terminal khusus 
diberikan untuk jangka 
waktu maksimal 5 (lima) 
tahun dan dapat 
diperpanjang selama 
memenuhi persyaratan 
berdasarkan Undang-
Undang ini. 

  

 
23.  Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 106 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Terminal khusus yang 
sudah tidak dioperasikan 
sesuai dengan izin yang 
telah diberikan dapat 
diserahkan kepada 
Pemerintah atau 
dikembalikan seperti 

Terminal khusus yang 
sudah tidak dioperasikan 
sesuai dengan Perizinan 
Berusaha yang telah 
diberikan dapat diserahkan 
kepada Pemerintah Pusat 
atau dikembalikan seperti 

Terminal Khusus yang 
sudah tidak dioperasikan 
sesuai dengan Perizinan 
Berusaha yang telah 
diberikan, maka:  
a. diserahkan kepada 

Pemerintah Pusat;  
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keadaan semula atau 
diusulkan untuk perubahan 
status menjadi terminal 
khusus untuk menunjang 
usaha pokok yang lain atau 
menjadi pelabuhan. 

keadaan semula atau 
diusulkan untuk perubahan 
status menjadi terminal 
khusus untuk menunjang 
usaha pokok yang lain atau 
menjadi pelabuhan. 

b. dikembalikan seperti 
keadaan semula; atau  

c. diusulkan untuk 
perubahan status 
menjadi Terminal 
Khusus untuk 
menunjang Usaha 
Pokok yang lain atau 
menjadi Pelabuhan. 

  
24.  Pasal 107 dihapus 

Pasal 107 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Terminal khusus 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 yang 
diserahkan kepada 
Pemerintah dapat 
berubah statusnya 
menjadi pelabuhan 
setelah memenuhi 
persyaratan:  
a. sesuai dengan 

Rencana Induk 
Pelabuhan Nasional;  

b. layak secara 
ekonomis dan teknis 
operasional;  

c. membentuk atau 
mendirikan Badan 
Usaha Pelabuhan;  

d. mendapat konsesi 
dari Otoritas 
Pelabuhan;  

e. keamanan, 
ketertiban, dan 
keselamatan 
pelayaran; dan  

kelestarian lingkungan. 

Dihapus Dihapus 

(2) Dalam hal terminal 
khusus berubah status 
menjadi pelabuhan, tanah 
daratan dan/atau 
perairan, fasilitas 
penahan gelombang, 
kolam pelabuhan, alur-
pelayaran, dan Sarana 
Bantu Navigasi-Pelayaran 
yang dikuasai dan 
dimiliki oleh pengelola 
terminal khusus 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diserahkan 
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dan dikuasai oleh negara. 
 

25.  Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 111 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Kegiatan pelabuhan 

untuk menunjang 
kelancaran perdagangan 
yang terbuka bagi 
perdagangan luar negeri 
dilakukan oleh pelabuhan 
utama.  

(1) Kegiatan pelabuhan 
untuk menunjang 
kelancaran perdagangan 
yang terbuka bagi 
perdagangan luar negeri 
dilakukan oleh pelabuhan 
utama. 

(1) Kegiatan pelabuhan 
untuk menunjang 
kelancaran perdagangan 
yang terbuka bagi 
perdagangan luar negeri 
dilakukan oleh 
pelabuhan utama. 

(2) Penetapan pelabuhan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan 
pertimbangan:  
a. pertumbuhan dan 

pengembangan 
ekonomi nasional;  

b. kepentingan 
perdagangan 
internasional;  

c. kepentingan 
pengembangan 
kemampuan angkutan 
laut nasional;  

d. posisi geografis yang 
terletak pada lintasan 
pelayaran 
internasional;  

e. Tatanan 
Kepelabuhanan 
Nasional;  

f. fasilitas pelabuhan;  
g. keamanan dan 

kedaulatan negara; 
dan  

h. kepentingan nasional 
lainnya. 

(2) Penetapan pelabuhan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan 
pertimbangan: 
a. pertumbuhan dan 

pengembangan 
ekonomi nasional;  

b. kepentingan 
perdagangan 
internasional;  

c. kepentingan 
pengembangan 
kemampuan angkutan 
laut nasional;  

d. posisi geografis yang 
terletak pada lintasan 
pelayaran 
internasional ;  

e. Tatanan 
Kepelabuhanan 
Nasional;  

f. fasilitas pelabuhan;  
g. keamanan dan 

kedaulatan negara; 
dan  

h. kepentingan nasional 
lainnya. 

(2) Penetapan pelabuhan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan 
pertimbangan: 
a. pertumbuhan dan 

pengembangan 
ekonomi nasional;  

b. kepentingan 
perdagangan 
internasional;  

c. kepentingan 
pengembangan 
kemampuan 
angkutan laut 
nasional;  

d. posisi geografis yang 
terletak pada 
lintasan pelayaran 
internasional ;  

e. Tatanan 
Kepelabuhanan 
Nasional;  

f. fasilitas pelabuhan;  
g. keamanan dan 

kedaulatan negara; 
dan  

h. kepentingan nasional 
lainnya. 

(3) Terminal khusus tertentu 
dapat digunakan untuk 
melakukan kegiatan 
perdagangan luar negeri.  

(3) Terminal khusus tertentu 
dapat digunakan untuk 
melakukan kegiatan 
perdagangan luar negeri.  

(3) Terminal khusus 
tertentu dapat digunakan 
untuk melakukan 
kegiatan perdagangan 
luar negeri.  

(4) Terminal khusus tertentu 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) wajib 
memenuhi persyaratan:  
a. aspek administrasi;  
b. aspek ekonomi;  
c. aspek keselamatan 

(4) Terminal khusus tertentu 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) wajib 
memenuhi persyaratan:  
a. aspek administrasi;  
b. aspek ekonomi;  
c. aspek keselamatan 

(4) Terminal khusus 
tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
wajib memenuhi 
persyaratan:  
a. aspek administrasi;  
b. aspek ekonomi;  
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dan keamanan 
pelayaran;  

d. aspek teknis fasilitas 
kepelabuhanan;  

e. fasilitas kantor dan 
peralatan penunjang 
bagi instansi 
pemegang fungsi 
keselamatan dan 
keamanan pelayaran, 
instansi bea cukai, 
imigrasi, dan 
karantina; dan  

f. jenis komoditas 
khusus. 

dan keamanan 
pelayaran;  

d. aspek teknis fasilitas 
kepelabuhanan;  

e. fasilitas kantor dan 
peralatan penunjang 
bagi instansi 
pemegang fungsi 
keselamatan dan 
keamanan pelayaran, 
instansi bea cukai, 
imigrasi, dan 
Karantina; dan  

f.  jenis komoditas 
khusus.  

c. aspek keselamatan 
dan keamanan 
pelayaran;  

d. aspek teknis fasilitas 
kepelabuhanan;  

e. fasilitas kantor dan 
peralatan penunjang 
bagi instansi 
pemegang fungsi 
keselamatan dan 
keamanan pelayaran, 
instansi bea cukai, 
imigrasi, dan 
Karantina; dan  

f.  jenis komoditas 
khusus.  

(5) Pelabuhan dan terminal 
khusus yang terbuka bagi 
perdagangan luar negeri 
ditetapkan oleh Menteri. 

(5) Pelabuhan dan terminal 
khusus yang terbuka bagi 
perdagangan luar negeri 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(5) Pelabuhan dan terminal 
khusus yang terbuka bagi 
perdagangan luar negeri 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

 
26.  Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 124 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Setiap pengadaan, 
pembangunan, dan 
pengerjaan kapal 
termasuk 
perlengkapannya serta 
pengoperasian kapal di 
perairan Indonesia harus 
memenuhi persyaratan 
keselamatan kapal. 

Setiap pengadaan, 
pembangunan, dan 
pengerjaan kapal termasuk 
perlengkapannya serta 
pengoperasian kapal di 
perairan Indonesia harus 
memenuhi persyaratan 
keselamatan kapal yang 
sesuai dengan ketentuan 
standar internasional.  

Setiap pengadaan, 
pembangunan, dan 
pengerjaan Kapal termasuk 
perlengkapannya serta 
pengoperasian Kapal di 
Perairan Indonesia harus 
memenuhi persyaratan 
Keselamatan Kapal yang 
sesuai dengan ketentuan 
standar internasional.  

 

(2) Persyaratan keselamatan 
kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:  
a. material;  
b. konstruksi;  
c. bangunan;  
d. permesinan dan 

perlistrikan;  
e. stabilitas;  
f. tata susunan serta 

perlengkapan 
termasuk 
perlengkapan alat 
penolong dan radio; 
dan 

g. elektronika kapal. 
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27.  Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 125 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Sebelum pembangunan 

dan pengerjaan kapal 
termasuk 
perlengkapannya, 
pemilik atau galangan 
kapal wajib membuat 
perhitungan dan gambar 
rancang bangun serta 
data kelengkapannya.  

(1) Sebelum pembangunan 
dan pengerjaan kapal 
termasuk 
perlengkapannya, 
pemilik atau galangan 
kapal wajib membuat 
perhitungan dan gambar 
rancang bangun serta 
data kelengkapannya.  

(1) Sebelum pembangunan 
dan pengerjaan kapal 
termasuk 
perlengkapannya, 
pemilik atau galangan 
kapal wajib membuat 
perhitungan dan gambar 
rancang bangun serta 
data kelengkapannya.  

(2) Pembangunan atau 
pengerjaan kapal yang 
merupakan perombakan 
harus sesuai dengan 
gambar rancang bangun 
dan data yang telah 
mendapat pengesahan 
dari Menteri.  
 

(2) Pembangunan atau 
pengerjaan kapal yang 
merupakan perombakan 
harus dilakukan sesuai 
dengan gambar rancang 
bangun dan data yang 
telah memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat.  

(2) Pembangunan atau 
pengerjaan kapal yang 
merupakan perombakan 
harus dilakukan sesuai 
dengan gambar rancang 
bangun dan data yang 
telah memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat.  

(3) Pengawasan terhadap 
pembangunan dan 
pengerjaan perombakan 
kapal dilakukan oleh 
Menteri. 

(3) Pengawasan terhadap 
pembangunan dan 
pengerjaan perombakan 
kapal dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(3) Pengawasan terhadap 
pembangunan dan 
pengerjaan perombakan 
kapal dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat. 

 
28.  Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 126 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Kapal yang dinyatakan 
memenuhi persyaratan 
keselamatan kapal 
diberi sertifikat 
keselamatan oleh 
Menteri. 

(1) Kapal yang dinyatakan 
memenuhi persyaratan 
keselamatan kapal diberi 
sertifikat keselamatan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(1) Kapal yang dinyatakan 
memenuhi persyaratan 
keselamatan kapal 
diberi sertifikat 
keselamatan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(2) Sertifikat keselamatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri 
atas:  

a.sertifikat 
keselamatan kapal 
penumpang;  

b. sertifikat 
keselamatan kapal 
barang; dan  

c.  sertifikat kelaikan 
dan pengawakan 
kapal penangkap 
ikan.  

(2) Sertifikat keselamatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas:  
a. sertifikat keselamatan 

kapal penumpang;  
b. sertifikat keselamatan 

kapal barang;dan  
c. sertifikat kelaikan dan 

pengawakan kapal 
penangkap ikan. 

(2) Sertifikat keselamatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri 
atas:  
a. sertifikat 

keselamatan kapal 
penumpang;  

b. sertifikat 
keselamatan kapal 
barang;dan  
sertifikat kelaikan 
dan pengawakan 
kapal penangkap 
ikan. 

(3) Keselamatan kapal 
ditentukan melalui 
pemeriksaan dan 
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pengujian.  
(4) Terhadap kapal yang 

telah memperoleh 
sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan penilikan 
secara terus-menerus 
sampai kapal tidak 
digunakan lagi.  

  

(5) Pemeriksaan dan 
pengujian serta 
penilikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) wajib 
dilakukan oleh pejabat 
pemerintah yang diberi 
wewenang dan memiliki 
kompetensi. 

  

 
 

29.  Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 127 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Sertifikat kapal tidak 

berlaku apabila:  
a. masa berlaku sudah 

berakhir;  
b. tidak melaksanakan 

pengukuhan 
sertifikat 
(endorsement); 

c. kapal rusak dan 
dinyatakan tidak 
memenuhi 
persyaratan 
keselamatan kapal;  

d. kapal berubah nama;  
e. kapal berganti 

bendera;  
f. kapal tidak sesuai 

lagi dengan data 
teknis dalam 
sertifikat 
keselamatan kapal;  

g. kapal mengalami 
perombakan yang 
mengakibatkan 
perubahan 
konstruksi kapal, 
perubahan ukuran 
utama kapal, 
perubahan fungsi 
atau jenis kapal;  

(1) Sertifikat kapal tidak 
berlaku apabila:  

a. masa berlaku sudah 
berakhir;  

b. tidak melaksanakan 
pengukuhan sertifikat 
(endorsementl;  

c. kapal rusak dan 
dinyatakan tidak 
memenuhi persyaratan 
keselamatan kapal;  

d. kapal berubah nama;  
e. kapal berganti bendera;  
f. kapal tidak sesuai 

dengan data-data teknis 
dalam sertifikat 
keselamatan kapal;  

g. kapal mengalami 
perombakan yang 
mengakibatkan 
perubahan konstruksi 
kapal, perubahan ukuran 
utama kapal, dan 
perubahan fungsi, atau 
jenis kapal; h. kapal 
tenggelam atau hilang; 
atau 

h. kapal ditutuh 
(scrapping). 

(1) Sertifikat kapal tidak 
berlaku apabila:  
a. masa berlaku sudah 

berakhir;  
b. tidak melaksanakan 

pengukuhan 
sertifikat 
(endorsement);  

c. kapal rusak dan 
dinyatakan tidak 
memenuhi 
persyaratan 
keselamatan kapal;  

d. kapal berubah nama;  
e. kapal berganti 

bendera;  
f. kapal tidak sesuai 

dengan data-data 
teknis dalam 
sertifikat 
keselamatan kapal;  

g. kapal mengalami 
perombakan yang 
mengakibatkan 
perubahan 
konstruksi kapal, 
perubahan ukuran 
utama kapal, dan 
perubahan fungsi, 
atau jenis kapal; h. 
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h. kapal tenggelam atau 
hilang; atau 

i. kapal ditutuh 
(scrapping). 

kapal tenggelam atau 
hilang; atau 

h. kapal ditutuh 
(scrapping). 

(2) Sertifikat kapal dibatalkan 
apabila:  

a. keterangan dalam 
dokumen kapal yang 
digunakan untuk 
penerbitan sertifikat 
ternyata tidak sesuai 
dengan keadaan 
sebenarnya;  

b. kapal sudah tidak 
memenuhi 
persyaratan 
keselamatan kapal; 
atau  

c. sertifikat diperoleh 
secara tidak sah 

 

(2) Sertifikat kapal 
dibatalkan apabila: 
a. keterangan dalam 

dokumen kapal yang 
digunakan untuk 
penerbitan sertifikat 
ternyata tidak sesuai 
dengan keadaan 
sebenarnya;  

b. kapal sudah tidak 
memenuhi 
persyaratan 
keselamatan kapal; 
atau 

c. sertifikat diperoleh 
secara tidak sah. 

 

(2) Sertifikat kapal 
dibatalkan apabila: 
a. keterangan dalam 

dokumen kapal 
yang digunakan 
untuk penerbitan 
sertifikat ternyata 
tidak sesuai 
dengan keadaan 
sebenarnya;  

b. kapal sudah tidak 
memenuhi 
persyaratan 
keselamatan 
kapal; atau 

c. sertifikat 
diperoleh secara 
tidak sah. 

 
(3) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai tata 
cara pembatalan 
sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan 
Peraturan Menteri.173 

(3) Persyaratan 
sertifikat kapal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat 
(2) dapat disesuaikan 
berdasarkan ketentuan 
standar internasional.  

(3) Persyaratan sertifikat 
kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) 
dapat disesuaikan 
berdasarkan 
ketentuan standar 
internasional.  

 (4) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai tata 
cara pembatalan 
sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.174 

(4) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai tata 
cara pembatalan 
sertifikat 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.175 

 
30.  Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 129 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Kapal berdasarkan jenis 
dan ukuran tertentu 
wajib diklasifikasikan 

(1) Kapal berdasarkan jenis 
dan ukuran tertentu 
wajib diklasifikasikan 

(1) Kapal berdasarkan jenis 
dan ukuran tertentu 
wajib diklasifikasikan 

                                       
173  Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 

Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal 
174 Dilaksankaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
175 Dilaksankaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
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pada badan klasifikasi 
untuk keperluan 
persyaratan keselamatan 
kapal.  
 

pada badan klasifikasi 
untuk keperluan 
persyaratan keselamatan 
kapal.  

pada badan klasifikasi 
untuk keperluan 
persyaratan keselamatan 
kapal.  

(2) Badan klasifikasi nasional 
atau badan klasifikasi 
asing yang diakui dapat 
ditunjuk melaksanakan 
pemeriksaan dan 
pengujian terhadap kapal 
untuk memenuhi 
persyaratan keselamatan 
kapal.  

(2) Badan klasifikasi nasional 
atau badan klasifikasi 
asing yang diakui dapat 
ditunjuk melaksanakan 
pemeriksaan dan 
pengujian terhadap kapal 
untuk memenuhi 
persyaratan keselamatan 
kapal.  

(2) Badan klasifikasi nasional 
atau badan klasifikasi 
asing yang diakui dapat 
ditunjuk melaksanakan 
pemeriksaan dan 
pengujian terhadap kapal 
untuk memenuhi 
persyaratan keselamatan 
kapal.  

(3) Pengakuan dan 
penunjukan badan 
klasifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh Menteri.  
 

(3) Pengakuan dan 
penunjukan badan 
klasilikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(3) Pengakuan dan 
penunjukan badan 
klasilikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(4) Badan klasifikasi yang 
ditunjuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
wajib melaporkan 
kegiatannya kepada 
Menteri. 

(4) Badan klasifikasi yang 
ditunjuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
wajib melaporkan 
kegiatannya kepada 
Pemerintah Pusat. 

(4) Badan klasifikasi yang 
ditunjuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
wajib melaporkan 
kegiatannya kepada 
Pemerintah Pusat. 

 
31.  Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 130 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Setiap kapal yang 
memperoleh sertifikat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 126 ayat (1) 
wajib dipelihara sehingga 
tetap memenuhi 
persyaratan keselamatan 
kapal. 

(1) Setiap kapal yang 
memperoleh sertifikat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 126 ayat (1) 
wajib dipelihara sehingga 
tetap memenuhi 
persyaratan keselamatan 
kapal.  

(1) Setiap kapal yang 
memperoleh sertifikat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 126 ayat (1) 
wajib dipelihara sehingga 
tetap memenuhi 
persyaratan keselamatan 
kapal.  

(2) Pemeliharaan kapal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
secara berkala dan 
sewaktu-waktu.  
 

(2) Dalam keadaan tertentu 
Pemerintah Pusat dapat 
memberikan pembebasan 
sebagian persyaratan 
yang ditetapkan dengan 
tetap memperhatikan 
keselamatan kapal.  

(2) Dalam keadaan tertentu 
Pemerintah Pusat dapat 
memberikan 
pembebasan sebagian 
persyaratan yang 
ditetapkan dengan tetap 
memperhatikan 
keselamatan kapal.  

(3) Dalam keadaan tertentu 
Menteri dapat 
memberikan pembebasan 
sebagian persyaratan 
yang ditetapkan dengan 
tetap memperhatikan 
keselamatan kapal. 

(3) Pemeliharaan kapal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
secara berkala dan 
sewaktu-waktu. 

(3) Pemeliharaan kapal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
secara berkala dan 
sewaktu-waktu. 
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32.  Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 133 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pengesahan gambar dan 
pengawasan pembangunan 
kapal, serta pemeriksaan 
dan sertifikasi keselamatan 
kapal diatur dengan 
Peraturan Menteri.176 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pengesahan gambar dan 
pembangunan kapal serta 
pemeriksaan dan sertifikasi 
keselamatan kapal diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.177 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pengesahan gambar dan 
pembangunan kapal serta 
pemeriksaan dan sertifikasi 
keselamatan kapal diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.178 

 
33.  Penjelasan Pasal 154 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan. 
34.  Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 155 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Setiap kapal sebelum 
dioperasikan wajib 
dilakukan pengukuran 
oleh pejabat pemerintah 
yang diberi wewenang 
oleh Menteri. 

(1) Setiap kapal sebelum 
dioperasikan wajib 
dilakukan pengukuran 
oleh pejabat pemerintah 
yang diberi wewenang 
oleh Pemerintah Pusat. 

(1) Setiap kapal sebelum 
dioperasikan wajib 
dilakukan pengukuran 
oleh pejabat pemerintah 
yang diberi wewenang 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Pengukuran kapal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
dilakukan menurut 3 
(tiga) metode, yaitu:  
a. pengukuran dalam 

negeri untuk kapal 
yang berukuran 
panjang kurang dari 
24 (dua puluh empat) 
meter;  

b. pengukuran 
internasional untuk 
kapal yang 
berukuran panjang 
24 (dua puluh empat) 
meter atau lebih; dan 

c. pengukuran khusus 
untuk kapal yang 
akan melalui terusan 
tertentu.  

(2) Pengukuran kapal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
dilakukan menurut 3 
(tiga) metode, yaitu 
sebagai berikut:  
a. pengukuran dalam 

negeri untuk kapal 
yang berukuran 
panjang kurang dari 
24 (dua puluh empat) 
meter;  

b. pengukuran 
internasional untuk 
kapal yang berukuran 
panjang 24 (dua puluh 
empat) meter atau 
lebih; dan  

c. pengukuran khusus 
untuk kapal yang akan 
melalui terusan 
tertentu.  

(2) Pengukuran kapal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
dilakukan menurut 3 
(tiga) metode, yaitu 
sebagai berikut:  
a. pengukuran dalam 

negeri untuk kapal 
yang berukuran 
panjang kurang dari 
24 (dua puluh empat) 
meter;  

b. pengukuran 
internasional untuk 
kapal yang berukuran 
panjang 24 (dua puluh 
empat) meter atau 
lebih; dan  

pengukuran khusus 
untuk kapal yang akan 
melalui terusan tertentu.  

(3) Berdasarkan 
pengukuran 

(3) Berdasarkan pengukuran 
sebagaimana dimaksud 

(3) Berdasarkan pengukuran 
sebagaimana dimaksud 

                                       
176 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 

Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal 
177 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
178 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
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sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
diterbitkan Surat Ukur 
untuk kapal dengan 
ukuran tonase kotor 
sekurang-kurangnya GT 
7 (tujuh) Gross 
Tonnage).  

pada ayat (1) diterbitkan 
Surat Ukur untuk kapal 
dengan ukuran tonase 
kotor sekurang-
kurangnya GT 7 (tujuh 
gross tonnage). 

pada ayat (1) diterbitkan 
Surat Ukur untuk kapal 
dengan ukuran tonase 
kotor sekurang-
kurangnya GT 7 (tujuh 
gross tonnage). 

(4) Surat Ukur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan oleh Menteri 
dan dapat dilimpahkan 
kepada pejabat yang 
ditunjuk. 

(4) Surat Ukur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat dan 
dapat dilimpahkan 
kepada pejabat yang 
ditunjuk. 

(4) Surat Ukur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat dan 
dapat dilimpahkan 
kepada pejabat yang 
ditunjuk. 

 
35.  Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 157 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Pemilik, operator kapal, 
atau Nakhoda harus 
segera melaporkan 
secara tertulis kepada 
Menteri apabila terjadi 
perombakan kapal yang 
menyebabkan 
perubahan data yang 
ada dalam Surat Ukur.  

(1) Pemilik, operator kapal, 
atau Nakhoda 
melaporkan kepada 
Pemerintah Pusat dalam 
hal terjadi perombakan 
kapal yang menyebabkan 
perubahan data yang ada 
dalam Surat Ukur.  

(1) Pemilik, operator kapal, 
atau Nakhoda 
melaporkan kepada 
Pemerintah Pusat dalam 
hal terjadi perombakan 
kapal yang 
menyebabkan 
perubahan data yang ada 
dalam Surat Ukur.  

(2) Apabila terjadi 
perubahan data 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), 
pengukuran ulang kapal 
harus segera dilakukan. 

(2) Pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan secara 
elektronik. 

(2) Pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan secara 
elektronik. 

 
36.  Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 158 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Kapal yang telah diukur 
dan mendapat Surat 
Ukur dapat didaftarkan 
di Indonesia oleh 
pemilik kepada Pejabat 
Pendaftar dan Pencatat 
Balik Nama Kapal yang 
ditetapkan oleh Menteri. 

(1) Kapal yang telah diukur 
dan mendapat Surat 
Ukur dapat didaftarkan 
di Indonesia oleh 
pemilik kepada Pejabat 
Pendaftar dan Pencatat 
Balik Nama Kapal yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(1) Kapal yang telah diukur 
dan mendapat Surat Ukur 
dapat didaftarkan di 
Indonesia oleh pemilik 
kepada Pejabat Pendaftar 
dan Pencatat Balik Nama 
Kapal yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Kapal yang dapat 
didaftar di Indonesia 
yaitu:  
a. kapal dengan ukuran 

tonase kotor 
sekurang-kurangnya 

(2) Kapal yang dapat 
didaftar di Indonesia 
yaitu:  
a. kapal dengan ukuran 

tonase kotor 
sekurang-kurangnya 

(2) Kapal yang dapat didaftar 
di Indonesia yaitu:  
a. kapal dengan ukuran 

tonase kotor 
sekurang-kurangnya 
GT 7 (tujuh gross 
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GT 7 (tujuh Gross 
Tonnage);  

b. kapal milik warga 
negara Indonesia 
atau badan hukum 
yang didirikan 
berdasarkan hukum 
Indonesia dan 
berkedudukan di 
Indonesia; dan 

c. kapal milik badan 
hukum Indonesia 
yang merupakan 
usaha patungan yang 
mayoritas sahamnya 
dimiliki oleh warga 
negara Indonesia.  

GT 7 (tujuh gross 
tonnagel;  

b. kapal milik warga 
negara Indonesia 
atau badan hukum 
yang didirikan 
berdasarkan hukum 
Indonesia dan 
berkedudukan di 
Indonesia; dan  

c. kapal milik badan 
hukum Indonesia 
yang merupakan 
usaha patungan yang 
mayoritas sahamnya 
dimiliki oleh warga 
negara Indonesia.  

tonnagel;  
b. kapal milik warga 

negara Indonesia 
atau badan hukum 
yang didirikan 
berdasarkan hukum 
Indonesia dan 
berkedudukan di 
Indonesia; dan  

c. kapal milik badan 
hukum Indonesia 
yang merupakan 
usaha patungan yang 
mayoritas sahamnya 
dimiliki oleh warga 
negara Indonesia.  

(3) Pendaftaran kapal 
dilakukan dengan 
pembuatan akta 
pendaftaran dan dicatat 
dalam daftar kapal 
Indonesia.  

(3) Pendaftaran kapal 
dilakukan dengan 
pembuatan akta 
pendaftaran dan dicatat 
dalam daftar kapal 
Indonesia.  

(3) Pendaftaran kapal 
dilakukan dengan 
pembuatan akta 
pendaftaran dan dicatat 
dalam daftar kapal 
Indonesia.  

(4) Sebagai bukti kapal 
telah terdaftar, kepada 
pemilik diberikan grosse 
akta pendaftaran kapal 
yang berfungsi pula 
sebagai bukti hak milik 
atas kapal yang telah 
didaftar. 

(4) Sebagai bukti kapal 
telah terdaftar, kepada 
pemilik diberi grosse 
akta pendaftaran kapal 
yang berfungsi sebagai 
bukti hak milik atas 
kapal yang telah 
didaftar.  

(4) Sebagai bukti kapal telah 
terdaftar, kepada 
pemilik diberi grosse 
akta pendaftaran kapal 
yang berfungsi sebagai 
bukti hak milik atas 
kapal yang telah 
didaftar.  

(5) Pada kapal yang telah 
didaftar wajib dipasang 
Tanda Pendaftaran. 

(5) Kapal yang telah 
didaftar wajib dipasang 
Tanda Pendaftaran. 

(5) Kapal yang telah didaftar 
wajib dipasang Tanda 
Pendaftaran. 

 
37.  Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 159 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Pendaftaran kapal 
dilakukan di tempat 
yang ditetapkan oleh 
Menteri.  

(1) Pendaftaran kapal 
dilakukan di tempat yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(1) Pendaftaran kapal 
dilakukan di tempat 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Pemilik kapal bebas 
memilih salah satu 
tempat pendaftaran 
kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
untuk mendaftarkan 
kapalnya. 

(2) Pemilik kapal bebas 
memilih salah satu 
tempat pendaftaran kapal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk 
mendaftarkan kapalnya. 

(2) Pemilik kapal bebas 
memilih salah satu 
tempat pendaftaran 
kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
untuk mendaftarkan 
kapalnya. 

 
38. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 163 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
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(1) Kapal yang didaftar di 
Indonesia dan berlayar di 
laut diberikan Surat 
Tanda Kebangsaan Kapal 
Indonesia oleh Menteri. 

(1) Kapal yang didaftar di 
Indonesia dan berlayar 
di laut diberi Surat 
Tanda Kebangsaan Kapal 
Indonesia oleh 
Pemerintah Pusat.  

(1) Kapal yang didaftar di 
Indonesia dan berlayar di 
laut diberi Surat Tanda 
Kebangsaan Kapal 
Indonesia oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Surat Tanda Kebangsaan 
Kapal Indonesia 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan 
dalam bentuk :  
a. Surat Laut untuk 

kapal berukuran GT 
175 (seratus tujuh 
puluh lima Gross 
Tonnage) atau lebih; 

b. Pas Besar untuk 
kapal berukuran GT 7 
(tujuh Gross 
Tonnage) sampai 
dengan ukuran 
kurang dari GT 175 
(seratus tujuh puluh 
lima Gross Tonnage); 
atau  

c. Pas Kecil untuk kapal 
berukuran kurang 
dari GT 7 (tujuh 
Gross Tonnage).  

(2) Surat Tanda Kebangsaan 
Kapal Indonesia 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan 
dalam bentuk:  
a. Surat Laut untuk 

kapal berukuran GT 
175 (seratus tujuh 
puluh lima gross 
tonnage) atau lebih;  

b. Pas Besar untuk kapal 
berukuran GT 7 (tujuh 
gross tonnage) sampai 
dengan ukuran 
kurang dari GT 175 
(seratus tujuh puluh 
lima gross tonnage); 
atau  

c. Pas Kecil untuk kapal 
berukuran kurang 
dari GT 7 (tujuh gross 
tonnage).  

(2) Surat Tanda Kebangsaan 
Kapal Indonesia 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan 
dalam bentuk:  
a. Surat Laut untuk 

kapal berukuran GT 
175 (seratus tujuh 
puluh lima gross 
tonnage) atau lebih;  

b. Pas Besar untuk 
kapal berukuran GT 
7 (tujuh gross 
tonnage) sampai 
dengan ukuran 
kurang dari GT 175 
(seratus tujuh puluh 
lima gross tonnage); 
atau  

c. Pas Kecil untuk kapal 
berukuran kurang 
dari GT 7 (tujuh 
gross tonnage).  

(3) Kapal yang hanya 
berlayar di perairan 
sungai dan danau 
diberikan pas sungai dan 
danau. 

(3) Kapal yang hanya 
berlayar di perairan 
sungai dan danau diberi 
pas sungai dan danau. 

(3) Kapal yang hanya 
berlayar di perairan 
sungai dan danau diberi 
pas sungai dan danau. 

 
39.  Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 168 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pengukuran dan penerbitan 
surat ukur, tata cara, 
persyaratan, dan 
dokumentasi pendaftaran 
kapal, serta tata cara dan 
persyaratan penerbitan Surat 
Tanda Kebangsaan Kapal 
diatur dengan Peraturan 
Menteri.179 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pengukuran dan 
penerbitan surat ukur, tata 
cara, persyaratan, dan 
dokumentasi pendaftaran 
kapal serta tata cara dan 
persyaratan penerbitan 
Surat Tanda Kebangsaan 
Kapal diatur dalam 
Peraturan 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pengukuran dan penerbitan 
surat ukur, tata cara, 
persyaratan, dan 
dokumentasi pendaftaran 
kapal serta tata cara dan 
persyaratan penerbitan 
Surat Tanda Kebangsaan 
Kapal diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.181 

                                       
179 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 

Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal 
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Pemerintah.180 
 

40.  Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 169 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Pemilik atau operator 

kapal yang 
mengoperasikan kapal 
untuk jenis dan ukuran 
tertentu harus 
memenuhi persyaratan 
manajemen keselamatan 
dan pencegahan 
pencemaran dari kapal.  

(1) Pemilik atau operator 
kapal yang 
mengoperasikan kapal 
untuk jenis dan ukuran 
tertentu harus 
memenuhi persyaratan 
manajemen keselamatan 
dan pencegahan 
pencemaran dari kapal.  

(1) Pemilik atau operator 
kapal yang 
mengoperasikan kapal 
untuk jenis dan ukuran 
tertentu harus 
memenuhi persyaratan 
manajemen keselamatan 
dan pencegahan 
pencemaran dari kapal.  

(2) Kapal yang telah 
memenuhi persyaratan 
manajemen keselamatan 
dan pencegahan 
pencemaran dari kapal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberi 
sertifikat.  

(2) Kapal yang telah 
memenuhi persyaratan 
manajemen keselamatan 
dan pencegahan 
pencemaran dari kapal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberi 
sertifikat.  

(2) Kapal yang telah 
memenuhi persyaratan 
manajemen keselamatan 
dan pencegahan 
pencemaran dari kapal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberi 
sertifikat.  

(3) Sertifikat manajemen 
keselamatan dan 
pencegahan 
pencemaran dari kapal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berupa 
Dokumen Penyesuaian 
Manajemen 
Keselamatan (Document 
of Compliance/DOC) 
untuk perusahaan dan 
Sertifikat Manajemen 
Keselamatan (Safety 
Management 
Certificate/SMC) untuk 
kapal. 

(3) Sertifikat manajemen 
keselamatan dan 
pencegahan pencemaran 
dari kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
berupa Dokumen 
Penyesuaian Manajemen 
Keselamatan (Document 
of Compliance) untuk 
perusahaan dan 
Sertifikat Manajemen 
Keselamatan (Safety 
Management Certificate) 
untuk kapal.  

(3) Sertifikat manajemen 
keselamatan dan 
pencegahan pencemaran 
dari kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
berupa Dokumen 
Penyesuaian Manajemen 
Keselamatan (Document 
of Compliance) untuk 
perusahaan dan 
Sertifikat Manajemen 
Keselamatan (Safety 
Management Certificate) 
untuk kapal.  

(4) Sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan setelah 
dilakukan audit 
eksternal oleh pejabat 
pemerintah yang 
memiliki kompetensi 
atau lembaga yang 
diberikan kewenangan 
oleh Pemerintah. 

(4) Sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan setelah 
dilakukan audit 
eksternal oleh pejabat 
pemerintah yang 
memiliki kompetensi 
atau lembaga yang 
diberikan kewenangan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(4) Sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan setelah 
dilakukan audit 
eksternal oleh pejabat 
pemerintah yang 
memiliki kompetensi 
atau lembaga yang 
diberikan kewenangan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(5) Sertifikat Manajemen (5) Sertifikat Manajemen (5) Sertifikat Manajemen 

                                                                                                                  
181 Dilaksankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
180 Dilaksankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
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Keselamatan dan 
Pencegahan 
Pencemaran diterbitkan 
oleh pejabat yang 
ditunjuk oleh Menteri.  

Keselamatan dan 
Pencegahan Pencemaran 
diterbitkan oleh pejabat 
yang ditunjuk oleh 
Pemerintah Pusat.  

Keselamatan dan 
Pencegahan Pencemaran 
diterbitkan oleh pejabat 
yang ditunjuk oleh 
Pemerintah Pusat.  

(6) (6) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai tata 
cara audit dan 
penerbitan sertifikat 
manajemen keselamatan 
dan pencegahan 
pencemaran dari kapal 
diatur dengan 
Peraturan Menteri.182 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara audit 
dan penerbitan sertifikat 
manajemen keselamatan 
dan pencegahan 
pencemaran diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.183 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara audit 
dan penerbitan sertifikat 
manajemen keselamatan 
dan pencegahan 
pencemaran diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.184 

 
41.  Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 170 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Pemilik atau operator 
kapal yang 
mengoperasikan kapal 
untuk ukuran tertentu 
harus memenuhi 
persyaratan manajemen 
keamanan kapal.  

(1) Pemilik atau operator 
kapal yang 
mengoperasikan kapal 
untuk ukuran tertentu 
harus memenuhi 
persyaratan manajemen 
keamanan kapal.  

(1) Pemilik atau operator 
kapal yang 
mengoperasikan kapal 
untuk ukuran tertentu 
harus memenuhi 
persyaratan manajemen 
keamanan kapal.  

(2) Kapal yang telah 
memenuhi persyaratan 
manajemen keamanan 
kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberi sertifikat. 

(2) Kapal yang telah 
memenuhi persyaratan 
manajemen keamanan 
kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberi sertifikat.  

(2) Kapal yang telah 
memenuhi persyaratan 
manajemen keamanan 
kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberi sertifikat.  

(3) Sertifikat Manajemen 
Keamanan Kapal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berupa 
Sertifikat Keamanan 
Kapal Internasional 
(International Ship 
Security 
Certificate/ISSC).  

(3) Sertifikat Manajemen 
Keamanan Kapal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berupa 
Sertifikat Keamanan 
Kapal Internasional 
(International Ship 
Secuitg Certificate).  

(3) Sertifikat Manajemen 
Keamanan Kapal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berupa 
Sertifikat Keamanan 
Kapal Internasional 
(International Ship 
Secuitg Certificate).  

(4) Sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan setelah 
dilakukan audit 
eksternal oleh pejabat 
pemerintah yang 
memiliki kompetensi 

(4) Sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan setelah 
dilakukan audit 
eksternal oleh pejabat 
pemerintah yang 
memiliki kompetensi 

(4) Sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan setelah 
dilakukan audit 
eksternal oleh pejabat 
pemerintah yang 
memiliki kompetensi 

                                       
182 Dilaksnakaan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2012 

Tentang Manajemen Keselamatan Kapal 
183 Dilaksankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
184 Dilaksankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
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atau lembaga yang 
diberikan kewenangan 
oleh Pemerintah.  

atau lembaga yang 
diberikan kewenangan 
oleh Pemerintah Pusat.  

atau lembaga yang 
diberikan kewenangan 
oleh Pemerintah Pusat.  

(5) Sertifikat Manajemen 
Keamanan Kapal 
diterbitkan oleh pejabat 
berwenang yang 
ditunjuk oleh Menteri.  

(5) Sertifikat Manajemen 
Keamanan Kapal 
diterbitkan oleh pejabat 
berwenang yang 
ditunjuk oleh 
Pemerintah Pusat.  

(5) Sertifikat Manajemen 
Keamanan Kapal 
diterbitkan oleh pejabat 
berwenang yang 
ditunjuk oleh 
Pemerintah Pusat.  

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara audit 
dan penerbitan 
sertifikat manajemen 
keamanan kapal diatur 
dengan Peraturan 
Menteri.185 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara audit 
dan penerbitan sertifikat 
manajemen keamanan 
kapal diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah186 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara audit 
dan penerbitan sertifikat 
manajemen keamanan 
kapal diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah187 

 
42.  Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 171 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 125 ayat (1), 
Pasal 129 ayat (1) atau 
ayat (4), Pasal 130 ayat 
(1), Pasal 132 ayat (1) 
atau ayat (2), Pasal 137 
ayat (1) atau ayat (2), 
Pasal 138 ayat (1) atau 
ayat (2), Pasal 141 ayat 
(1) atau ayat (2), Pasal 
152 ayat (1), Pasal 156 
ayat (1), Pasal 160 ayat 
(1), Pasal 162 ayat (1), 
atau Pasal 165 ayat (1) 
dikenakan sanksi 
administratif, berupa:  
a. peringatan;  
b. denda administratif;  
c. pembekuan izin atau 

pembekuan 
sertifikat;  

d. pencabutan izin atau 
pencabutan 
sertifikat;  

e. tidak diberikan 

Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 96 ayat (1), 
Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 
ayat (1), Pasal 100 ayat (3), 
Pasal 104 ayat(21, Pasal 
106, Pasal 125 ayat (1), 
Pasal 130 ayat (1), Pasal 131 
ayat (2), Pasal 132 ayat (1) 
atau ayat(21, Pasal 135, 
Pasal 137 ayat (1) atau ayat 
(2), Pasal 138 ayat (1) atau 
ayat (2), Pasal l4l ayat (1) 
atau ayat (2), Pasal 149 ayat 
(1), Pasal 152 ayat (1), Pasal 
156 ayat (1), Pasal 158 ayat 
(5), Pasal 160 ayat (1), Pasal 
162 ayat (1), atau Pasal 165 
ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

(1) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 96 ayat 
(1), Pasal 97 ayat (1), 
Pasal 98 ayat (1), Pasal 
100 ayat (3), Pasal 104 
ayat (2), Pasal 106, 
Pasal 125 ayat (1), 
Pasal 130 ayat (1), 
Pasal 131 ayat (21, 
Pasal 132 ayat (1) atau 
ayat (2), Pasal 135, 
Pasal 137 ayat (1) atau 
ayat(21, Pasal 138 ayat 
(1) atau ayat(21, Pasal 
141 ayat (1) atau 
ayat(2), Pasal 149 ayat 
(1), Pasal 152 ayat (1), 
Pasal 156 ayat (1), 
Pasal 158 ayat (5), 
Pasal 160 ayat (1), 
Pasal 162 ayat (1), atau 
Pasal 165 ayat (1) 

                                       
185 Dilaksnakaan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 134 Tahun 
2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan 
186 Dilaksankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
187 Dilaksankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
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sertifikat; atau  
f. tidak diberikan Surat 

Persetujuan Berlayar. 

dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Pejabat pemerintah yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 126 ayat (5) 
dikenakan sanksi 
administratif sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan di bidang 
kepegawaian.  

 (2) Dihapus.  

 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur pengenaan 
sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan 
Peraturan 
Pemerintah.188 

 (3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, 
jenis, besaran denda, 
dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.  

 
43.  Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 197 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Untuk kepentingan 
keselamatan dan 
keamanan pelayaran, 
desain dan pekerjaan 
pengerukan 
alurpelayaran dan 
kolam pelabuhan, serta 
reklamasi wajib 
mendapat izin 
Pemerintah.  
 

(1) Untuk kepentingan 
keselamatan dan 
keamanan pelayaran, 
desain dan pekerjaan 
pengerukan alur-
pelayaran dan kolam 
pelabuhan, serta 
reklamasi wajib 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.  

(1) Untuk kepentingan 
keselamatan dan 
keamanan pelayaran, 
desain dan pekerjaan 
pengerukan alur-
pelayaran dan kolam 
pelabuhan, serta 
reklamasi wajib 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Pekerjaan pengerukan 
alur-pelayaran dan 
kolam pelabuhan serta 

(2) Pekerjaan pengerukan 
alur-pelayaran dan 
kolam pelabuhan serta 

(2) Pekerjaan pengerukan 
alur-pelayaran dan 
kolam pelabuhan serta 

                                       
188 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang  

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
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reklamasi dilakukan 
oleh perusahaan yang 
mempunyai 
kemampuan dan 
kompetensi dan 
dibuktikan dengan 
sertifikat yang 
diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

reklamasi dilakukan oleh 
perusahaan yang 
mempunyai kemampuan 
dan kompetensi dan 
dibuktikan dengan 
sertifikat yang 
diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.  

reklamasi dilakukan oleh 
perusahaan yang 
mempunyai kemampuan 
dan kompetensi dan 
dibuktikan dengan 
sertifikat yang 
diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai desain dan 
pekerjaan pengerukan 
alur-pelayaran, kolam 
pelabuhan, dan 
reklamasi serta 
sertifikasi pelaksana 
pekerjaan diatur 
dengan Peraturan 
Menteri.189 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai desain dan 
pekerjaan pengerukan 
alur-pelayaran, kolam 
pelabuhan, dan 
reklamasi serta 
sertifikasi pelaksana 
pekerjaan diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.190 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai desain dan 
pekerjaan pengerukan 
alur-pelayaran, kolam 
pelabuhan, dan reklamasi 
serta sertifikasi 
pelaksana pekerjaan 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.191 

 
44.  Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 204 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Kegiatan salvage 
dilakukan terhadap 
kerangka kapal 
dan/atau muatannya 
yang mengalami 
kecelakaan atau 
tenggelam.  

(1) Kegiatan salvage 
dilakukan terhadap 
kerangka kapal dan/atau 
muatannya yang 
mengalami kecelakaan 
atau tenggelam.  

(1) Kegiatan salvage 
dilakukan terhadap 
kerangka kapal dan/atau 
muatannya yang 
mengalami kecelakaan 
atau tenggelam.  

(2) Setiap kegiatan salvage 
dan pekerjaan bawah air 
harus memperoleh izin 
dan memenuhi 
persyaratan teknis 
keselamatan dan 
keamanan pelayaran 
dari Menteri. 

(2) Setiap kegiatan salvage 
dan pekerjaan bawah air 
wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

(2) Setiap kegiatan salvage 
dan pekerjaan bawah air 
wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

 
45.  Ketentuan Pasal 213 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 213 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

                                       
189 Dilaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 
Tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah beberapa kali diubah 
dengan Permen Perhubungan No. PM 74 Tahun 2014 dan Permen 
Perhubungan No. PM 136 Tahun 2015 
190 Dilaksankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
191 Dilaksankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
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(1) Pemilik, Operator Kapal, 
atau Nakhoda wajib 
memberitahukan 
kedatangan kapalnya di 
pelabuhan kepada 
Syahbandar.  

(1) Pemilik, Operator Kapal, 
atau Nakhoda wajib 
memberitahukan 
kedatangan kapalnya di 
pelabuhan kepada 
Syahbandar.  

(1) Pemilik, Operator Kapal, 
atau Nakhoda wajib 
memberitahukan 
kedatangan kapalnya di 
pelabuhan kepada 
Syahbandar.  

(2) Setiap kapal yang 
memasuki pelabuhan 
wajib menyerahkan surat, 
dokumen, dan warta 
kapal kepada Syahbandar 
seketika pada saat kapal 
tiba di pelabuhan untuk 
dilakukan pemeriksaan.  

 

(2) Setiap kapal yang 
memasuki pelabuhan 
wajib menyerahkan 
surat, dokumen, dan 
warta Kapal kepada 
Syahbandar seketika 
pada saat kapal tiba di 
pelabuhan dan/atau 
menyampaikan secara 
elektronik sebelum 
kapal tiba untuk 
dilakukan pemeriksaan.  

(2) Setiap kapal yang 
memasuki pelabuhan 
wajib menyerahkan surat, 
dokumen, dan warta 
Kapal kepada Syahbandar 
seketika pada saat kapal 
tiba di pelabuhan 
dan/atau menyampaikan 
secara elektronik 
sebelum kapal tiba untuk 
dilakukan pemeriksaan.  

(3) Setelah dilakukan 
pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) surat, 
dokumen, dan warta 
kapal disimpan oleh 
Syahbandar untuk 
diserahkan kembali 
bersamaan dengan 
diterbitkannya Surat 
Persetujuan Berlayar.  

(3) Setelah dilakukan 
pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), surat, 
dokumen, dan warta 
kapal disimpan oleh 
Syahbandar untuk 
diserahkan kembali 
bersamaan dengan 
diterbitkannya Surat 
Persetujuan Berlayar. 

(3) Setelah dilakukan 
pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), surat, 
dokumen, dan warta 
kapal disimpan oleh 
Syahbandar untuk 
diserahkan kembali 
bersamaan dengan 
diterbitkannya Surat 
Persetujuan Berlayar. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pemberitahuan 
kedatangan kapal, 
pemeriksaan, 
penyerahan, serta 
penyimpanan surat, 
dokumen, dan warta 
kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) 
diatur dengan 
Peraturan Menteri.192 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pemberitahuan 
kedatangan kapal, 
pemeriksaan, 
penyerahan, serta 
penyimpanan surat, 
dokumen, dan warta 
kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.193 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pemberitahuan 
kedatangan kapal, 
pemeriksaan, 
penyerahan, serta 
penyimpanan surat, 
dokumen, dan warta 
kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.194 

 
46.  Ketentuan Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 225 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

                                       
192 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2015 

Tentang {elayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara Online 
193 Dilaksankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
194 Dilaksankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
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(1) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 213 ayat (1) 
atau ayat (2), Pasal 214, 
atau Pasal 215 
dikenakan sanksi 
administratif, berupa:  
a. peringatan;  
b. pembekuan izin atau 

pembekuan 
sertifikat; atau  

c. pencabutan izin.  

(1) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 203 ayat 
(1), Pasal 204 ayat (2), 
Pasal 213 ayat (1) atau 
ayat (2), Pasal 214, Pasal 
215, atau Pasal 216 ayat 
(1) dikenai sanksi 
administratif.  

(1) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 203 ayat (1), 
Pasal 204 ayat (2), Pasal 
213 ayat (1) atau ayat 
(2), Pasal 214, Pasal 215, 
atau Pasal 216 ayat (1) 
dikenai sanksi 
administratif.  

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur pengenaan 
sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah.195 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.196 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.197 

 
47.  Ketentuan Pasal 243 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 243 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 230 ayat (2), 
Pasal 233 ayat (3), Pasal 
234, Pasal 235, atau Pasal 
239 ayat (2) dikenakan 
sanksi administratif 
berupa:  
a. peringatan;  
b. denda administratif;  
c. pembekuan izin; atau  
d.  pencabutan izin. 

(1) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 230 ayat (2), 
Pasal 233 ayat (3), Pasal 
234, Pasal 235, atau Pasal 
239 ayat (2) dikenai 
sanksi administratif. 

(1) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 230 ayat 
(2), Pasal 233 ayat (3), 
Pasal 234, Pasal 235, 
atau Pasal 239 ayat (2) 
dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur pengenaan 
sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 

                                       
195 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2020 

Tentang tata Cara pemeriksanaan Kecelakaan Kapal 
196 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
197 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
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dengan Peraturan 
Pemerintah.198 

pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah199 

pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah200 

 
48. Ketentuan Pasal 273 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 273 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 272 ayat (1) 
dapat dikenakan sanksi 
administratif, berupa: 
peringatan; pembekuan 
izin; atau pencabutan izin.  

(1) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 272 ayat (1) 
dapat dikenai sanksi 
administratif. 

(1) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 272 ayat (1) 
dapat dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur pengenaan 
sanksi administratif serta 
besarnya denda 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah.201 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.202 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.203 

 
49.  Ketentuan Pasal 288 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 288 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap orang yang 
mengoperasikan kapal 
pada angkutan sungai dan 
danau tanpa izin trayek 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (4) 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 
(satu) tahun atau denda 
paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) 

Setiap orang yang 
mengoperasikan kapal 
pada angkutan sungai dan 
danau tanpa memenuhi 
Perizinan Berusaha untuk 
trayek sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (4) yang menimbulkan 
kecelakaan kapal, korban 
manusia, atau kerugian 
harta benda dipidana 
dengan pidana penjara 

Setiap orang yang 
mengoperasikan kapal pada 
angkutan sungai dan danau 
tanpa memenuhi Perizinan 
Berusaha untuk trayek 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (4) yang 
menimbulkan kecelakaan 
kapal, korban manusia, atau 
kerugian harta benda 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 

                                       
198 Dilaksnakan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang 
Perlindungan Lingkungan Maritim 
199 Dilaksankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
200 Dilaksankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
201 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang 

Perlindungan Lingkungan Maritim  
202 Dilaksankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
203 Dilaksankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 
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paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 

tahun atau denda paling 
banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

 
50.  Ketentuan Pasal 289 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 289 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap orang yang 
mengoperasikan kapal 
pada angkutan 
penyeberangan tanpa 
memiliki persetujuan 
pengoperasian kapal 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (6) 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 
(satu) tahun atau denda 
paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah). 

Setiap orang yang 
mengoperasikan kapal pada 
angkutan penyeberangan 
tanpa memenuhi Perizinan 
Berusaha terkait 
persetujuan pengoperasian 
kapal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (6) yang menimbulkan 
kecelakaan kapal, korban 
manusia, atau kerugian 
harta benda dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 

Setiap Orang yang 
mengoperasikan Kapal pada 
angkutan penyeberangan 
tanpa memenuhi Perizinan 
Berusaha terkait persetujuan 
pengoperasian Kapal 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (6) yang 
menimbulkan kecelakaan 
Kapal, korban manusia, atau 
kerugian harta benda 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau pidana denda 
paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah). 

 
51.  Ketentuan Pasal 290 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 290 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap orang yang 
menyelenggarakan usaha 
jasa terkait tanpa memiliki 
izin usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah). 

Setiap orang yang 
menyelenggarakan usaha 
jasa terkait dengan 
angkutan di perairan tanpa 
memenuhi Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 
yang menimbulkan korban 
manusia atau kerugian 
harta benda dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 

Setiap orang yang 
menyelenggarakan usaha 
jasa terkait dengan 
angkutan di perairan tanpa 
memenuhi Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 
yang menimbulkan korban 
manusia atau kerugian 
harta benda dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 

 
52.  Ketentuan Pasal 291 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 291 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap orang yang tidak 
melaksanakan 
kewajibannya untuk 
mengangkut penumpang 
dan/atau barang terutama 

Setiap orang yang tidak 
melaksanakan 
kewajibannya untuk 
mengangkut penumpang 
dan/atau barang terutama 

Setiap orang yang tidak 
melaksanakan 
kewajibannya untuk 
mengangkut penumpang 
dan/atau barang terutama 
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angkutan pos sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
1 (satu) tahun atau denda 
paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah). 

angkutan pos sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (1) yang 
mengakibatkan timbulnya 
kerugian pihak lain dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp350.000.000,00 (tiga 
ratus lima puluh juta 
rupiah). 

angkutan pos sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (1) yang 
mengakibatkan timbulnya 
kerugian pihak lain dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp350.000.000,00 (tiga 
ratus lima puluh juta 
rupiah). 

 
53.  Ketentuan Pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 292 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap orang yang tidak 
mengasuransikan tanggung 
jawabnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 
ayat (3) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
6 (enam) bulan dan denda 
paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

Setiap orang yang tidak 
mengasuransikan tanggung 
jawabnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 
ayat (3) yang 
mengakibatkan timbulnya 
kerugian pihak lain dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan 
dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

Setiap orang yang tidak 
mengasuransikan tanggung 
jawabnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 
ayat (3) yang 
mengakibatkan timbulnya 
kerugian pihak lain dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan 
dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

 
54.  Ketentuan Pasal 293 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 293 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap orang yang tidak 
memberikan fasilitas khusus 
dan kemudahan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 ayat (1) 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 
(enam) bulan dan denda 
paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

Setiap orang yang tidak 
memberikan fasilitas khusus 
dan kemudahan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 ayat (1) 
yang menimbulkan 
kecelakaan dan/atau korban 
manusia dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
6 (enam) bulan dan denda 
paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah). 

Setiap orang yang tidak 
memberikan fasilitas khusus 
dan kemudahan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 ayat (1) 
yang menimbulkan 
kecelakaan dan/atau korban 
manusia dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
6 (enam) bulan dan denda 
paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah). 

 
55.  Ketentuan Pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 294 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Setiap orang yang 
mengangkut barang 
khusus dan barang 
berbahaya tidak sesuai 
dengan persyaratan 

(1) Setiap orang yang 
mengangkut barang 
khusus dan barang 
berbahaya tidak sesuai 
dengan persyaratan 

(1) Setiap orang yang 
mengangkut barang 
khusus dan barang 
berbahaya tidak sesuai 
dengan persyaratan 
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sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp400.000.000,00 (empat 
ratus juta rupiah). 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 yang 
mengakibatkan 
timbulnya korban 
manusia atau kerusakan 
terhadap kesehatan, 
keselamatan, dan/atau 
lingkungan dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) 
tahun atau denda paling 
banyak 
Rp400.000.000,00 
(empat ratus juta 
rupiah).  

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 yang 
mengakibatkan 
timbulnya korban 
manusia atau kerusakan 
terhadap kesehatan, 
keselamatan, dan/atau 
lingkungan dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp400.000.000,00 (empat 
ratus juta rupiah).  

(2) Jika perbuatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian 
harta benda dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).  

(2) Jika perbuatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian 
harta benda, pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan denda 
paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).  

(2) Jika perbuatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian 
harta benda, pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan denda 
paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).  

(3) Jika perbuatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian 
seseorang dan kerugian 
harta benda dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling 
banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu 
milyar lima ratus juta 
rupiah) 

(3) Jika perbuatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian 
seseorang dan/atau 
kerugian harta benda, 
pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus 
juta rupiah). 

(3) Jika perbuatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian 
seseorang dan/atau 
kerugian harta benda, 
pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus juta 
rupiah). 

 
56.  Ketentuan Pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 295 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap orang yang 
mengangkut barang 
berbahaya dan barang 
khusus yang tidak 
menyampaikan 
pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan 

Setiap orang yang 
mengangkut barang 
berbahaya dan barang 
khusus yang tidak 
menyampaikan 
pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 yang 
mengakibatkan timbulnya 
korban dipidana dengan 

Setiap orang yang 
mengangkut barang 
berbahaya dan barang 
khusus yang tidak 
menyampaikan 
pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 yang 
mengakibatkan timbulnya 
korban dipidana dengan 
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dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

pidana penjara paling lama 
6 (enam) bulan dan denda 
paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

pidana penjara paling lama 
6 (enam) bulan dan denda 
paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

 
57.  Ketentuan Pasal 296 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 296 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap orang yang tidak 
mengasuransikan tanggung 
jawabnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 
dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau denda 
paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

Setiap orang yang tidak 
mengasuransikan tanggung 
jawabnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 
yang mengakibatkan 
timbulnya kerugian pihak 
lain dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau pidana 
denda paling banyak 
Rp150.000.000,00 (seratus 
lima puluh juta rupiah). 

Setiap orang yang tidak 
mengasuransikan tanggung 
jawabnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 
yang mengakibatkan 
timbulnya kerugian pihak 
lain dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau pidana 
denda paling banyak 
Rp150.000.000,00 (seratus 
lima puluh juta rupiah). 

 
58.  Ketentuan Pasal 297 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 297 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Setiap orang yang 
membangun dan 
mengoperasikan 
pelabuhan sungai dan 
danau tanpa izin 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 98 ayat (1) 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 
(dua) tahun atau denda 
paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah).  

 

(1) Setiap orang yang 
membangun dan 
mengoperasikan 
pelabuhan sungai dan 
danau yang tidak 
memenuhi Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
98 ayat (1) yang 
mengakibatkan 
timbulnya 
korban/kerusakan 
kesehatan, keselamatan, 
dan/atau lingkungan 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 
(dua) tahun atau denda 
paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah).  

(1) Setiap orang yang 
membangun dan 
mengoperasikan 
pelabuhan sungai dan 
danau yang tidak 
memenuhi Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 98 
ayat (1) yang 
mengakibatkan 
timbulnya 
korban/kerusakan 
kesehatan, keselamatan, 
dan/atau lingkungan 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 
(dua) tahun atau denda 
paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah).  

(2) Setiap orang yang 
memanfaatkan garis 
pantai untuk melakukan 
kegiatan tambat kapal 
dan bongkar muat barang 
atau menaikkan dan 
menurunkan penumpang 
untuk kepentingan 

(2) Setiap orang yang 
memanfaatkan garis 
pantai untuk melakukan 
kegiatan tambat kapal 
dan bongkar muat 
barang atau menaikkan 
dan menurunkan 
penumpang untuk 

(2) Setiap orang yang 
memanfaatkan garis 
pantai untuk melakukan 
kegiatan tambat kapal 
dan bongkar muat barang 
atau menaikkan dan 
menurunkan penumpang 
untuk kepentingan 
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sendiri di luar kegiatan di 
pelabuhan, terminal 
khusus dan terminal 
untuk kepentingan 
sendiri tanpa izin 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 339 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 

kepentingan sendiri di 
luar kegiatan di 
pelabuhan, terminal 
khusus dan terminal 
untuk kepentingan 
sendiri tanpa memenuhi 
Perizinan Berusaha atau 
Persetujuan dari 
Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 339 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan denda 
paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

sendiri di luar kegiatan di 
pelabuhan, terminal 
khusus dan terminal 
untuk kepentingan 
sendiri tanpa memenuhi 
Perizinan Berusaha atau 
Persetujuan dari 
Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 339 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

 
59.  Ketentuan Pasal 298 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 298 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap orang yang tidak 
memberikan jaminan atas 
pelaksanaan tanggung 
jawab ganti rugi dalam 
melaksanakan kegiatan di 
pelabuhan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 100 
ayat (3) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
6 (enam) bulan dan denda 
paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

Setiap orang yang tidak 
memberikan jaminan atas 
pelaksanaan tanggung 
jawab ganti rugi dalam 
melaksanakan kegiatan di 
pelabuhan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 100 
ayat (3) yang 
mengakibatkan timbulnya 
korban dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
6 (enam) bulan dan denda 
paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

Setiap orang yang tidak 
memberikan jaminan atas 
pelaksanaan tanggung 
jawab ganti rugi dalam 
melaksanakan kegiatan di 
pelabuhan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 100 
ayat (3) yang 
mengakibatkan timbulnya 
korban dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
6 (enam) bulan dan denda 
paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

 
60.  Ketentuan Pasal 299 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 299 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap orang yang 
membangun dan 
mengoperasikan terminal 
khusus tanpa izin dari 
Menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 104 
ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun atau denda 
paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 

Setiap orang yang 
membangun dan 
mengoperasikan terminal 
khusus tanpa memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 104 ayat (2) 
yang mengakibatkan 
timbulnya 
korban/kerusakan 
kesehatan, keselamatan, 
dan/atau lingkungan 

Setiap orang yang 
membangun dan 
mengoperasikan terminal 
khusus tanpa memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 104 ayat (2) 
yang mengakibatkan 
timbulnya 
korban/kerusakan 
kesehatan, keselamatan, 
dan/atau lingkungan 
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dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

 
61.  Ketentuan Pasal 307 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 307 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap orang yang 
mengoperasikan kapal 
tanpa dilengkapi dengan 
perangkat komunikasi radio 
dan kelengkapannya 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 131 ayat (2) 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

Setiap orang yang 
mengoperasikan kapal 
tanpa dilengkapi dengan 
perangkat komunikasi radio 
dan kelengkapannya 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 131 ayat (2) 
yang mengakibatkan 
timbulnya kecelakaan kapal, 
korban manusia, atau 
kerugian barang dan harta 
benda dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun dan denda 
paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 

Setiap orang yang 
mengoperasikan kapal 
tanpa dilengkapi dengan 
perangkat komunikasi radio 
dan kelengkapannya 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 131 ayat (2) 
yang mengakibatkan 
timbulnya kecelakaan kapal, 
korban manusia, atau 
kerugian barang dan harta 
benda dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun dan denda 
paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 

 
62.  Ketentuan Pasal 308 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 308 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap orang yang 
mengoperasikan kapal tidak 
dilengkapi dengan peralatan 
meteorologi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 132 
ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun dan denda 
paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 

Setiap orang yang 
mengoperasikan kapal tidak 
dilengkapi dengan peralatan 
meteorologi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 132 
ayat (1) yang 
mengakibatkan timbulnya 
kecelakaan kapal, korban 
manusia, atau kerugian 
barang dan harta benda 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

Setiap orang yang 
mengoperasikan kapal tidak 
dilengkapi dengan peralatan 
meteorologi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 132 
ayat (1) yang 
mengakibatkan timbulnya 
kecelakaan kapal, korban 
manusia, atau kerugian 
barang dan harta benda 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

 
63.  Ketentuan Pasal 310 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 310 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap orang yang 
mempekerjakan Awak Kapal 
tanpa memenuhi 
persyaratan kualifikasi dan 

Setiap orang yang 
mempekerjakan Awak Kapal 
tanpa memenuhi 
persyaratan kualifikasi dan 

Setiap orang yang 
mempekerjakan Awak Kapal 
tanpa memenuhi 
persyaratan kualifikasi dan 
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kompetensi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 135 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

kompetensi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 135 
yang mengakibatkan 
timbulnya korban atau 
kerugian harta benda 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

kompetensi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 135 
yang mengakibatkan 
timbulnya korban atau 
kerugian harta benda 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

 
64.  Ketentuan Pasal 313 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 313 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap orang yang 
menggunakan peti kemas 
sebagai bagian dari alat 
angkut tanpa memenuhi 
persyaratan kelaikan peti 
kemas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 149 
ayat (1) dipidana dengan 
pidana kurungan paling 
lama 2 (dua) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 

Setiap orang yang 
menggunakan peti kemas 
sebagai bagian dari alat 
angkut tanpa memenuhi 
persyaratan kelaikan peti 
kemas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 149 
ayat (1) yang 
mengakibatkan timbulnya 
korban atau kerugian harta 
benda dipidana dengan 
pidana kurungan paling 
lama 2 (dua) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 

Setiap orang yang 
menggunakan peti kemas 
sebagai bagian dari alat 
angkut tanpa memenuhi 
persyaratan kelaikan peti 
kemas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 149 
ayat (1) yang 
mengakibatkan timbulnya 
korban atau kerugian harta 
benda dipidana dengan 
pidana kurungan paling 
lama 2 (dua) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 

 
65.  Ketentuan Pasal 314 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 314 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Setiap orang yang tidak 
memasang tanda 
pendaftaran pada kapal 
yang telah terdaftar 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 158 ayat (5) 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 
(enam) bulan atau denda 
paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

Setiap orang yang tidak 
memasang tanda 
pendaftaran pada kapal 
yang telah terdaftar 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 158 ayat (5) 
yang mengakibatkan 
timbulnya korban atau 
kerugian harta benda 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 
(enam) bulan atau denda 
paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

Setiap orang yang tidak 
memasang tanda 
pendaftaran pada kapal 
yang telah terdaftar 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 158 ayat (5) 
yang mengakibatkan 
timbulnya korban atau 
kerugian harta benda 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 
(enam) bulan atau denda 
paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 
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66.  Ketentuan Pasal 321 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 321 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Pemilik kapal yang tidak 
menyingkirkan kerangka 
kapal dan/atau muatannya 
yang mengganggu 
keselamatan dan keamanan 
pelayaran dalam batas 
waktu yang ditetapkan 
Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 203 
ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
1 (satu) tahun dan denda 
paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah). 

Pemilik kapal yang tidak 
menyingkirkan kerangka 
kapal dan/atau muatannya 
yang mengganggu 
keselamatan dan keamanan 
pelayaran dalam batas 
waktu yang ditetapkan 
pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 203 
ayat (1) yang 
mengakibatkan timbulnya 
korban/kecelakaan kapal 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling 
banyak 
Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 

Pemilik kapal yang tidak 
menyingkirkan kerangka 
kapal dan/atau muatannya 
yang mengganggu 
keselamatan dan keamanan 
pelayaran dalam batas 
waktu yang ditetapkan 
pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 203 
ayat (1) yang 
mengakibatkan timbulnya 
korban/kecelakaan kapal 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling 
banyak 
Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 

 
67.  Ketentuan Pasal 322 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 322 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Nakhoda yang melakukan 
kegiatan perbaikan, 
percobaan berlayar, 
kegiatan alih muat .di kolam 
pelabuhan, menunda, dan 
bongkar muat barang 
berbahaya tanpa 
persetujuan dari 
Syahbandar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 216 
ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
6 (enam) bulan atau denda 
paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

Nakhoda yang melakukan 
kegiatan perbaikan, 
percobaan berlayar, 
kegiatan alih muat di kolam 
pelabuhan, menunda, dan 
bongkar muat barang 
berbahaya tanpa 
persetujuan dari 
Syahbandar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 216 
ayat (1) yang 
mengakibatkan timbulnya 
korban atau terjadinya 
kecelakaan kapal dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan 
atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

Nakhoda yang melakukan 
kegiatan perbaikan, 
percobaan berlayar, 
kegiatan alih muat di kolam 
pelabuhan, menunda, dan 
bongkar muat barang 
berbahaya tanpa 
persetujuan dari 
Syahbandar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 216 
ayat (1) yang 
mengakibatkan timbulnya 
korban atau terjadinya 
kecelakaan kapal dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan 
atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

 
68.  Ketentuan Pasal 336 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 336 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Setiap pejabat yang 
melanggar suatu 
kewajiban khusus dari 
jabatannya atau pada 
waktu melakukan tindak 

(1) Setiap pejabat yang 
melanggar suatu 
kewajiban khusus dari 
jabatannya atau pada 
waktu melakukan tindak 

(1) Setiap pejabat yang 
melanggar suatu 
kewajiban khusus dari 
jabatannya atau pada 
waktu melakukan tindak 
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pidana menggunakan 
kekuasaan, kesempatan, 
atau sarana yang 
diberikan kepadanya 
karena jabatan dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).  

pidana melakukan 
kekuasaan, dan 
menggunakan 
kesempatan, atau sarana 
yang diberikan 
kepadanya karena 
jabatan dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).  

pidana melakukan 
kekuasaan, dan 
menggunakan 
kesempatan, atau sarana 
yang diberikan kepadanya 
karena jabatan dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).  

(2) (2) Selain pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pelaku 
dapat dikenai pidana 
tambahan berupa 
pemberhentian secara 
tidak dengan hormat dari 
jabatannya. 

(2) Selain pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pelaku 
dapat dikenai pidana 
tambahan berupa 
pemberhentian secara 
tidak hormat dari 
jabatannya.  

(2) Selain pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pelaku 
dapat dikenai pidana 
tambahan berupa 
pemberhentian secara 
tidak hormat dari 
jabatannya.  

 (3) Setiap pejabat yang 
karena melaksanakan 
tugas sesuai dengan 
jabatan dan 
kewenangannya 
menyebabkan kerugian 
harta benda dan/atau 
hilangnya nyawa 
seseorang di luar 
kekuasaannya, pejabat 
tersebut tidak dapat 
dikenai sanksi. 

(3) Setiap pejabat yang 
karena melaksanakan 
tugas sesuai dengan 
jabatan dan 
kewenangannya 
menyebabkan kerugian 
harta benda dan/atau 
hilangnya nyawa 
seseorang di luar 
kekuasaannya, pejabat 
tersebut tidak dapat 
dikenai sanksi. 
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PENJELASAN UU CIPTA KERJA DAN UU PELAYARAN 
 

Penjelasan Pasal 5 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Pengertian dikuasai oleh 
negara adalah bahwa negara 
mempunyai hak penguasaan 
atas penyelenggaraan 
pelayaran yang 
perwujudannya meliputi 
aspek pengaturan, 
pengendalian, dan 
pengawasan. 

(1) Yang dimaksud dengan 
"dikuasai oleh negara" yaitu 
bahwa negara mempunyai hak 
penguasaan atas 
penyelenggaraan pelayaran 
yang perwujudannya meliputi 
aspek pengaturan, 
pengendalian, dan 
pengawasan. 

(1) Yang dimaksud 
dengan "dikuasai 
oleh negara" yaitu 
bahwa negara 
mempunyai hak 
penguasaan atas 
penyelenggaraan 
pelayaran yang 
perwujudannya 
meliputi aspek 
pengaturan, 
pengendalian, dan 
pengawasan. 

(2) Cukup jelas (2) Cukup jelas (2) Cukup jelas 
(3) Cukup jelas. (3) Cukup jelas. (3) Cukup jelas. 
(4) Cukup jelas.   
(5) Cukup jelas.     
(6) Cukup jelas.   
(7) Cukup jelas.   

 
 

Penjelasan Pasal 9 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Yang dimaksud dengan 
“intramoda” meliputi angkutan 
laut dalam negeri, angkutan laut 
luar negeri, angkutan laut 
khusus, dan angkutan 
pelayaran-rakyat. Yang 
dimaksud dengan “antarmoda” 
adalah keterpaduan 
transportasi darat, transportasi 
laut, dan transportasi udara. 
Intra dan antarmoda tersebut 
merupakan satu kesatuan 
transportasi nasional. 

(1) Yang dimaksud dengan 
"intramoda" meliputi 
angkutan laut dalam negeri, 
angkutan laut luar negeri, 
angkutan laut khusus, dan 
angkutan pelayaran-ralryat.  
Yang dimaksud dengan 
"antarmoda" adalah 
keterpaduan transportasi 
darat, transportasi laut, dan 
transportasi udara.  
Intra dan antarmoda 
tersebut merupakan satu 
kesatuan transportasi 
nasional. 

(1) Yang dimaksud 
dengan 
"intramoda" 
meliputi angkutan 
laut dalam negeri, 
angkutan laut luar 
negeri, angkutan 
laut khusus, dan 
angkutan 
pelayaran-ralryat.  
Yang dimaksud 
dengan 
"antarmoda" 
adalah 
keterpaduan 
transportasi darat, 
transportasi laut, 
dan transportasi 
udara.  
Intra dan 
antarmoda 
tersebut 
merupakan satu 
kesatuan 
transportasi 
nasional. 
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(2) Yang dimaksud dengan “trayek 
tetap dan teratur (liner)” adalah 
pelayanan angkutan laut yang 
dilakukan secara tetap dan 
teratur dengan berjadwal dan 
menyebutkan pelabuhan 
singgah. Yang dimaksud dengan 
“trayek tidak tetap dan tidak 
teratur (tramper)” adalah 
pelayanan angkutan laut yang 
dilakukan secara tidak tetap dan 
tidak teratur. 

(2) Yang dimaksud dengan 
"trayek tetap dan teratur 
(liner)” adalah pelayanan 
angkutan laut yang 
dilakukan secara tetap dan 
teratur dengan berjadwal 
dan menyebutkan 
pelabuhan singgah. Yang 
dimaksud dengan "trayek 
tidak tetap dan tidak teratur 
(tramper)" adalah 
pelayanan angkutan laut 
yang dilakukan secara tidak 
tetap dan tidak teratur. 

(2) Yang dimaksud 
dengan "trayek 
tetap dan teratur 
(liner)” adalah 
pelayanan 
angkutan laut yang 
dilakukan secara 
tetap dan teratur 
dengan berjadwal 
dan menyebutkan 
pelabuhan singgah. 
Yang dimaksud 
dengan "trayek 
tidak tetap dan 
tidak teratur 
(tramper)" adalah 
pelayanan 
angkutan laut yang 
dilakukan secara 
tidak tetap dan 
tidak teratur. 

(3) Yang dimaksud dengan 
“jaringan trayek” adalah 
kumpulan dari trayek yang 
menjadi satu kesatuan 
pelayanan angkutan penumpang 
dan/atau barang dari satu 
pelabuhan ke pelabuhan 
lainnya. 

(3) Yang dimaksud dengan 
"jaringan trayek" adalah 
kumpulan dari trayek yang 
menjadi satu kesatuan 
pelayanan angkutan 
penumpang dan/atau 
barang dari satu pelabuhan 
ke pelabuhan lainnya. 

(3) Yang dimaksud 
dengan "jaringan 
trayek" adalah 
kumpulan dari 
trayek yang 
menjadi satu 
kesatuan 
pelayanan 
angkutan 
penumpang 
dan/atau barang 
dari satu 
pelabuhan ke 
pelabuhan lainnya. 

(4) Cukup jelas.  
 

(4) Penyusunan jaringan trayek 
tetap dan teratur 
dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian 
hukum dan usaha kepada 
pengguna jasa dan penyedia 
jasa angkutan laut. 

(4) Penyusunan 
jaringan trayek 
tetap dan teratur 
dimaksudkan 
untuk memberikan 
kepastian hukum 
dan usaha kepada 
pengguna jasa dan 
penyedia jasa 
angkutan laut. 

(5) Penyusunan jaringan trayek 
tetap dan teratur dimaksudkan 
untuk memberikan kepastian 
hukum dan usaha kepada 
pengguna jasa dan penyedia jasa 
angkutan laut. 

(5) Cukup jelas. (5) Cukup jelas. 

(6) Cukup jelas.    
(7) Huruf a    
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Cukup jelas.  
Huruf b  

Cukup jelas.  
Huruf c  

Yang  . dimaksud dengan 
“keseimbangan 
permintaan dan 
tersedianya ruangan kapal 
(supply and demand)” 
adalah terwujudnya 
pelayanan pada suatu 
trayek yang dapat diukur 
dengan tingkat faktor 
muat (load factor) 
tertentu. Penyelenggaraan 
angkutan laut yang telah 
melakukan keperintisan 
dengan menempatkan 
kapalnya pada jaringan 
trayek tetap dan teratur 
perlu diberikan proteksi 
sampai batas waktu 
tertentu.  

Huruf d 
Cukup jelas.  

Huruf e 
Cukup jelas. 

(8) Cukup jelas.   
 

 
Penjelasan Pasal 13 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
(1)  Termasuk dalam kegiatan 

angkutan laut khusus antara 
lain kegiatan angkutan yang 
dilakukan oleh usaha bidang 
industri, pariwisata, 
pertambangan, pertanian 
serta kegiatan khusus 
seperti penelitian, 
pengerukan, kegiatan sosial, 
dan sebagainya, serta tidak 
melayani pihak lain dan 
tidak mengangkut barang 
umum. 

 

(1) Termasuk dalam kegiatan 
angkutan laut khusus antara 
lain kegiatan angkutan yang 
dilakukan oleh usaha bidang 
industri, pariwisata, 
pertambangan, pertanian serta 
kegiatan khusus seperti 
penelitian, pengerukan, 
kegiatan sosial, dan 
sebagainya, serta tidak 
melayani pihak lain dan tidak 
mengangkut barang umum.  
Angkutan laut khusus baik 
dalam negeri maupun luar 
negeri dapat diselenggarakan 
dalam rangka memenuhi 
kebutuhan yang karena sifat 
muatannya belum dapat 
diselenggarakan oleh penyedia 
jasa angkutan laut umum. 

(1) Termasuk dalam 
kegiatan angkutan 
laut khusus antara 
lain kegiatan 
angkutan yang 
dilakukan oleh 
usaha bidang 
industri, pariwisata, 
pertambangan, 
pertanian serta 
kegiatan khusus 
seperti penelitian, 
pengerukan, 
kegiatan sosial, dan 
sebagainya, serta 
tidak melayani 
pihak lain dan tidak 
mengangkut barang 
umum.  
Angkutan laut 
khusus baik dalam 
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negeri maupun luar 
negeri dapat 
diselenggarakan 
dalam rangka 
memenuhi 
kebutuhan yang 
karena sifat 
muatannya belum 
dapat 
diselenggarakan 
oleh penyedia jasa 
angkutan laut 
umum. 

(2) Angkutan laut khusus baik 
dalam negeri maupun luar 
negeri dapat 
diselenggarakan dalam 
rangka memenuhi 
kebutuhan yang karena sifat 
muatannya belum dapat 
diselenggarakan oleh 
penyedia jasa angkutan laut 
umum. 

(2) Cukup jelas. (2) Cukup jelas. 

(3) Yang dimaksud dengan izin 
operasi adalah izin yang 
diberikan kepada pelaksana 
kegiatan angkutan laut 
khusus berkaitan dengan 
pengoperasian kapalnya 
guna menunjang usaha 
pokoknya. 

  

(4) Cukup jelas.   
(5) Cukup jelas.   
(6) Cukup jelas.   
(7) Cukup jelas.   
(8) Cukup jelas.   

 
Penjelasan Pasal  14A204 

UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Yang dimaksud dengan "belum tersedia" 

adalah jumlah dan jadwal saat diperlukan 
kapal berbendera Indonesia tersebut tidak 
tersedia atau belum mencukupi kebutuhan. 

(1) Yang dimaksud dengan "belum 
tersedia" adalah jumlah dan jadwal saat 
diperlukan kapal berbendera Indonesia 
tersebut tidak tersedia atau belum 
mencukupi kebutuhan. 

(2) Cukup jelas. (2) Cukup jelas. 
 

Penjelasan Pasal  27 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Kewajiban memiliki izin usaha 
dalam melakukan kegiatan 
angkutan di perairan 

Kewajiban pemenuhan Perizinan 
Berusaha dalam melakukan 
kegiatan angkutan di perairan 

Kewajiban 
pemenuhan Perizinan 
Berusaha dalam 

                                       
204 Disisipkan satu pasal diantara Pasal 14 dan Pasla 15 yaitu Pasal 14A 
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dimaksudkan sebagai alat 
pembinaan, pengendalian, dan 
pengawasan angkutan di 
perairan untuk memberikan 
kepastian usaha dan 
perlindungan hukum bagi 
penyedia dan pengguna jasa. 

dimaksudkan sebagai alat 
pembinaan, pengendalian, dan 
pengawasan angkutan di 
perairan untuk memberikan 
kepastian usaha dan 
perlindungan hukum bagi 
penyedia dan pengguna jasa. 

melakukan kegiatan 
angkutan di perairan 
dimaksudkan sebagai 
alat pembinaan, 
pengendalian, dan 
pengawasan angkutan 
di perairan untuk 
memberikan 
kepastian usaha dan 
perlindungan hukum 
bagi penyedia dan 
pengguna jasa. 

 
Penjelasan Pasal 28 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 30 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Dihapus Dihapus 

 
Penjelasan Pasal 31 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 

 
Penjelasan Pasal 32 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
(2) Yang dimaksud “barang 

tertentu” adalah barang milik 
penumpang, barang curah cair 
yang dibongkar atau dimuat 
melalui pipa, barang curah 
kering yang dibongkar atau 
dimuat melalui conveyor atau 
sejenisnya, barang yang 
diangkut melalui kapal Ro-Ro, 
dan semua jenis barang di 
pelabuhan yang tidak 
terdapat perusahaan bongkar 
muat. Sementara itu, untuk 
bongkar muat barang selain 
yang disebutkan di atas harus 
dilakukan oleh perusahaan 
bongkar muat. 

(3) Cukup jelas.  
(4) Yang dimaksud dengan 

“cargodoring” adalah pekerjan 
melepaskan barang dari tali 
atau jala (ex tackle) di 
dermaga dan mengangkut 
dari dermaga ke gudang atau 
lapangan penumpukan 
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selanjutnya menyusun di 
gudang atau lapangan 
penumpukan atau sebaliknya. 
Yang dimaksud dengan 
“receiving/delivery” adalah 
pekerjaan memindahkan 
barang dari timbunan atau 
tempat penumpukan di 
gudang atau lapangan 
penumpukan dan 
menyerahkan sampai 
tersusun di atas kendaraan di 
pintu gudang atau lapangan 
penumpukan atau sebaliknya. 
Yang dimaksud dengan 
“stuffing” adalah pekerjaan 
penumpukan ke dalam peti 
kemas yang dilakukan di 
gudang atau lapangan 
penumpukan. 
Yang dimaksud dengan 
“stripping” adalah pekerjaan 
pembongkaran dari dalam 
peti kemas yang dilakukan di 
gudang atau di lapangan 
penumpukan. 

 
Penjelasan Pasal 33 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 

 
 

Penjelasan Pasal  34 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal 51 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal 52 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  59 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
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Penjelasan Pasal  90 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas 
(2) Cukup jelas. 
(3) Cukup jelas. 
(4) Yang dimaksud dengan 

“kegiatan yang menunjang 
kelancaran operasional dan 
memberikan nilai tambah 
bagi pelabuhan” antara lain 
perkantoran, fasilitas 
pariwisata dan perhotelan, 
instalasi air bersih, listrik dan 
telekomunikasi, jaringan air 
limbah dan sampah, 
pelayanan bunker, dan 
tempat tunggu kendaraan 
bermotor. 
 

 
Penjelasan Pasal  91 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Cukup jelas. (1) Cukup jelas. (1) Cukup jelas. 
(2) Cukup jelas. (2) Cukup jelas. (2) Cukup jelas. 
(3) Cukup jelas. (3) Cukup jelas. (3) Cukup jelas. 
(4) Yang dimaksud dengan 

“dalam keadaan tertentu” 
adalah apabila ternyata 
terdapat Badan Usaha 
Pelabuhan yang mampu 
memanfaatkan terminal dan 
fasilitas pelabuhan lainnya 
untuk melayani kegiatan yang 
memberikan manfaat 
komersial. 

(4) Yang dimaksud dengan 
"dalam keadaan tertentu" 
adalah apabila ternyata 
terdapat Badan Usaha 
Pelabuhan yang mampu 
memanfaatkan terminal dan 
fasilitas pelabuhan lainnya 
untuk melayani kegiatan 
yang memberikan manfaat 
komersial 

(4) Yang dimaksud 
dengan "dalam 
keadaan tertentu" 
adalah apabila 
ternyata terdapat 
Badan Usaha 
Pelabuhan yang 
mampu 
memanfaatkan 
terminal dan fasilitas 
pelabuhan lainnya 
untuk melayani 
kegiatan yang 
memberikan manfaat 
komersial 

(5) Cukup jelas. (5) Cukup jelas. (5) Cukup jelas. 
  

 
Penjelasan Pasal 96 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Pada pelabuhan pengumpan 

regional izin diberikan oleh 
gubernur, sedangkan pada 
pelabuhan pengumpan lokal 
izin diberikan oleh bupati. 

Cukup jelas Cukup jelas 

Cukup jelas 
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Penjelasan Pasal  97 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Yang dimaksud dengan 
“persyaratan operasional” 
adalah Standar Operasional 
Pelabuhan, sumber daya 
manusia yang 
mengoperasikan, kesiapan 
instansi lain seperti karantina, 
bea cukai, dan imigrasi sesuai 
kebutuhan.  

Cukup jelas Cukup jelas 

(2) Pada pelabuhan 
pengumpan regional izin 
diberikan oleh gubernur, 
sedangkan pada pelabuhan 
pengumpan lokal izin 
diberikan oleh bupati. 
 

 
Penjelasan Pasal  98 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  99 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  103 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Dihapus 
 

 
Penjelasan Pasal  104 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  106 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  107 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Dihapus 
  

Penjelasan Pasal  111 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
(2) Cukup jelas 
(3) Cukup jelas 
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(4) Huruf a  
Yang dimaksud dengan 
“aspek administrasi” adalah 
rekomendasi dari gubernur, 
bupati/walikota, dan 
Syahbandar setempat.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan 

“aspek ekonomi” adalah 
menunjang industri tertentu, 
dengan arus barang khusus 
bervolume besar.  

Huruf c  
Yang dimaksud dengan 

“aspek keselamatan dan 
keamanan pelayaran” adalah 
dipenuhinya kedalaman 
perairan dan kolam 
pelabuhan, Sarana Bantu 
Navigasi-Pelayaran, stasiun 
radio pantai, termasuk sarana 
dan prasarana, serta sumber 
daya manusia.  
Huruf d  
Yang dimaksud dengan 
“aspek teknis fasilitas 
kepelabuhanan” adalah 
fasilitas pokok, fasilitas 
penunjang, serta 
fasilitas pencegahan 
dan penanggulangan 
pencemaran. 
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas 

(5) Cukup jelas   
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UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Yang dimaksud dengan 

“pengadaan kapal” adalah 
kegiatan memasukkan kapal 
dari luar negeri, baik kapal 
bekas maupun kapal baru 
untuk didaftarkan dalam 
daftar kapal Indonesia.  
Yang dimaksud dengan 
“pembangunan kapal” 
adalah pembuatan kapal 
baru baik di dalam negeri 
maupun di luar negeri yang 

Yang dimaksud dengan 
"pengadaan kapal" adalah 
kegiatan memasukkan kapal 
dari luar negeri, baik kapal 
bekas maupun kapal baru 
untuk didaftarkan dalam daftar 
kapal Indonesia.  
Yang dimaksud dengan 
"pembangunan kapal" adalah 
pembuatan kapal baru baik di 
dalam negeri maupun di luar 
negeri yang langsung 

Yang dimaksud 
dengan "pengadaan 
kapal" adalah kegiatan 
memasukkan kapal 
dari luar negeri, baik 
kapal bekas maupun 
kapal baru untuk 
didaftarkan dalam 
daftar kapal 
Indonesia.  
Yang dimaksud 
dengan 
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langsung berbendera 
Indonesia.  
Yang dimaksud dengan 
“pengerjaan kapal” adalah 
tahapan pekerjaan dan 
kegiatan pada saat 
dilakukan perombakan, 
perbaikan, dan perawatan 
kapal. 
Yang dimaksud dengan 
“perlengkapan kapal” adalah 
bagian yang termasuk 
dalam perlengkapan 
navigasi, alat penolong, 
penemu (smoke detector) 
dan pemadam kebakaran, 
radio dan elektronika kapal, 
dan petapeta serta publikasi 
nautika, serta perlengkapan 
pengamatan meteorologi 
untuk kapal dengan ukuran 
dan daerah pelayaran 
tertentu. 

berbendera Indonesia.  
Yang dimaksud dengan 
"pengerjaan kapal" adalah 
tahapan pekerjaan dan kegiatan 
pada saat dilakukan 
perombakan, perbaikan, dan 
perawatan kapal.  
Yang dimaksud dengan 
"perlengkapan kapal" adalah 
bagian yang termasuk dalam 
perlengkapan navigasi, alat 
penolong, penemu (smoke 
detector) dan pemadam 
kebakaran, radio dan 
elektronika kapal, dan peta 
serta publikasi nautika, serta 
perlengkapan pengamatan 
meteorologi untuk kapal 
dengan ukuran dan daerah 
pelayaran tertentu.  
Yang dimaksud dengan 
"ketentuan standar 
internasional" adalah 
berpedoman antara lain: Safety 
of Life at Sea (SOLAS) 
Convention, 1978 beserta 
peraturan pelaksanaan. 

"pembangunan kapal" 
adalah pembuatan 
kapal baru baik di 
dalam negeri maupun 
di luar negeri yang 
langsung berbendera 
Indonesia.  
Yang dimaksud 
dengan "pengerjaan 
kapal" adalah tahapan 
pekerjaan dan 
kegiatan pada saat 
dilakukan 
perombakan, 
perbaikan, dan 
perawatan kapal.  
Yang dimaksud 
dengan "perlengkapan 
kapal" adalah bagian 
yang termasuk dalam 
perlengkapan 
navigasi, alat 
penolong, penemu 
(smoke detector) dan 
pemadam kebakaran, 
radio dan elektronika 
kapal, dan peta serta 
publikasi nautika, 
serta perlengkapan 
pengamatan 
meteorologi untuk 
kapal dengan ukuran 
dan daerah pelayaran 
tertentu.  
Yang dimaksud 
dengan "ketentuan 
standar internasional" 
adalah berpedoman 
antara lain: Safety of 
Life at Sea (SOLAS) 
Convention, 1978 
beserta peraturan 
pelaksanaan. 

(2) Cukup jelas. 

 
 

Penjelasan Pasal  125 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Cukup jelas. (1) Cukup jelas. (1) Cukup jelas. 
(2) Yang dimaksud dengan 

“perombakan” adalah 
perombakan konstruksi dan 
memerlukan pengesahan 
gambar dan perhitungan 

(2) Yang dimaksud 
dengan "perombakan" adalah 
perombakan konstruksi dan 
memerlukan pengesahan 
gambar dan perhitungan 

(2) Yang 
dimaksud dengan 
"perombakan" 
adalah perombakan 
konstruksi dan 
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konstruksi karena 
mengubah fungsi, stabilitas, 
struktur, dan dimensi kapal.  
 

konstruksi karena mengubah 
fungsi, stabilitas, struktur, dan 
dimensi kapal.  
 

memerlukan 
pengesahan gambar 
dan perhitungan 
konstruksi karena 
mengubah fungsi, 
stabilitas, struktur, 
dan dimensi kapal.  
 

(3) Cukup jelas. (3) Cukup jelas. (3) Cukup jelas. 
 
 

 
Penjelasan Pasal  126 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Sertifikat keselamatan 

diberikan kepada semua 
jenis kapal ukuran GT 7 
(tujuh Gross Tonnage) atau 
lebih kecuali:  
a. kapal perang;  
b. kapal negara; dan  
c. kapal yang digunakan 

untuk keperluan olah 
raga. 

(1) Sertifikat keselamatan 
diberikan kepada semua jenis 
kapal ukuran GT 7 (tujuh 
Gross Tonnage) atau lebih 
kecuali:  
a. kapal perang;  
b. kapal negara; dan  
c. c. kapal yang digunakan 

untuk keperluan olah 
raga. 

(1) Sertifikat 
keselamatan 
diberikan kepada 
semua jenis kapal 
ukuran GT 7 (tujuh 
Gross Tonnage) atau 
lebih kecuali:  
a. kapal perang;  
b. kapal negara; dan  
c. c. kapal yang 

digunakan untuk 
keperluan olah 
raga. 

(2)  
Huruf a  

Jenis sertifikat kapal 
penumpang antara lain:  
1) Sertifikat 

Keselamatan Kapal 
Penumpang (meliputi 
keselamatan 
konstruksi, 
perlengkapan, dan 
radio kapal); dan  

2) Sertifikat 
Pembebasan 
(sertifikat yang 
memperbolehkan 
bebas dari beberapa 
persyaratan yang 
harus dipenuhi). 

Huruf b  
Jenis-jenis sertifikat 
keselamatan kapal barang 
sesuai dengan SOLAS 
1974 antara lain:  
1) Sertifikat 

Keselamatan Kapal 
Barang;  

(2)  
Huruf a  
Jenis sertifikat kapal 
penumpang antara lain:  

1) Sertifikat Keselamatan 
Kapal Penumpang 
(meliputi keselamatan 
konstruksi perlengkapan, 
dan radio kapal); dan  

2) Sertifikat Pembebasan 
(sertifikat yang 
memperbolehkan bebas 
dari beberapa 
persyaratan yang harus 
dipenuhi). 

 
Huruf b  
Jenis-jenis sertifikat 
keselamatan kapal barang 
sesuai dengan SOLAS 1974 
antara lain: 

1) Sertifikat 
Keselamatan Kapal 
Barang;  

2) Sertifikat 
Keselamatan 

(2)  
Huruf a  
Jenis sertifikat kapal 
penumpang antara 
lain:  

1) Sertifikat 
Keselamatan 
Kapal Penumpang 
(meliputi 
keselamatan 
konstruksi 
perlengkapan, dan 
radio kapal); dan  

2) Sertifikat 
Pembebasan 
(sertifikat yang 
memperbolehkan 
bebas dari 
beberapa 
persyaratan yang 
harus dipenuhi). 

 
Huruf b  
Jenis-jenis sertifikat 
keselamatan kapal 
barang sesuai 
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2) Sertifikat 
Keselamatan 
Konstruksi Kapal 
Barang;  

3) Sertifikat 
Keselamatan 
Perlengkapan Kapal 
Barang;  

4) Sertifikat 
Keselamatan Radio 
Kapal Barang; dan  

5) Sertifikat 
Pembebasan 
(sertifikat yang 
memperbolehkan 
bebas dari beberapa 
persyaratan yang 
harus dipenuhi). 

 
Huruf c  
Sertifikat kelaikan dan 
pengawakan kapal 
penangkap ikan sebagai 
bukti terpenuhinya 
persyaratan keselamatan 
kapal dan pengawakan. 

 

Konstruksi Kapal 
Barang;  

3) Sertifikat 
Keselamatan 
Perlengkapan Kapal 
Barang; 

4) Sertifikat 
Keselamatan Radio 
Kapal Barang; dan  

5) Sertifikat 
Pembebasan 
(sertifikat yang 
memperbolehkan 
bebas dari beberapa 
persyaratan yang 
harus dipenuhi). 

Huruf c  
Sertifikasi kelaikan dan 
pengawakan kapal 
penangkap ikan 
dilaksanakan oleh 
kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
kelautan dan perikanan. 

dengan SOLAS 1974 
antara lain: 

1) Sertifikat 
Keselamatan 
Kapal 
Barang;  

2) Sertifikat 
Keselamatan 
Konstruksi 
Kapal 
Barang;  

3) Sertifikat 
Keselamatan 
Perlengkapan 
Kapal 
Barang; 

4) Sertifikat 
Keselamatan 
Radio Kapal 
Barang; dan  

5) Sertifikat 
Pembebasan 
(sertifikat 
yang 
memperbole
hkan bebas 
dari 
beberapa 
persyaratan 
yang harus 
dipenuhi). 

Huruf c  
Sertifikasi kelaikan 
dan pengawakan 
kapal penangkap 
ikan dilaksanakan 
oleh kementerian 
yang 
menyelenggarakan 
urusan 
pemerintahan di 
bidang kelautan 
dan perikanan. 

(3) Cukup jelas.    

(4) Cukup jelas.    

(5) Yang dimaksud dengan 
“pejabat pemerintah” 
adalah pejabat pemeriksa 
keselamatan kapal yang 
mempunyai kualifikasi 
dan keahlian di bidang 
keselamatan yang 
diangkat oleh Menteri. 
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Penjelasan Pasal  127 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas (1) Cukup jelas (1) Cukup jelas 
 (2) Cukup jelas (2) Cukup jelas 
 (3) Yang dimaksud dengan 

"ketentuan standar 
internasional" adalah 
berpedoman antara lain: 
Safety of Life at Sea (SOLAS) 
Convention, 1978 beserta 
peraturan pelaksanaan.  

(3) Yang dimaksud 
dengan "ketentuan 
standar internasional" 
adalah berpedoman 
antara lain: Safety of 
Life at Sea (SOLAS) 
Convention, 1978 
beserta peraturan 
pelaksanaan.  

 (4) Cukup jelas. (4) Cukup jelas. 
 
 

 
Penjelasan Pasal  129 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal 130 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Cukup jelas.  
(2) Yang dimaksud dengan 

“sewaktu waktu” adalah 
di luar jadwal yang 
ditentukan untuk 
perawatan berkala, 
karena adanya 
kebutuhan. 

Cukup jelas Cukup jelas 

 (3) Yang dimaksud dengan 
“keadaan tertentu” adalah 
diberikannya keringanan 
terhadap persyaratan 
keselamatan kapal dalam 
kondisi sebagai berikut:  

a. kapal yang melakukan 
percobaan berlayar;  

b. kapal yang digunakan 
dalam penanggulangan 
bencana;  

c. kapal berlayar dalam 
cuaca buruk dan/atau 
mengalami musibah 
yang mengakibatkan 
rusak atau hilangnya 
perlengkapan kapal;  

d. kapal yang digunakan 
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untuk melaksanakan 
kegiatan pencarian dan 
pertolongan;  

e. kapal berlayar menuju 
galangan untuk 
perbaikan (docking); 
atau  

f. kapal dengan jenis, 
kategori, ukuran, 
konstruksi, atau bahan 
utamanya, dengan 
mempertimbangkan 
daerah-pelayarannya 
tidak efisien apabila 
harus memasang 
perlengkapan 
keselamatan tertentu 
atau alat komunikasi 
tertentu.  

Sebagai contoh kapal 
dengan jenis, kategori, 
ukuran, konstruksi, atau 
bahan utamanya, harus 
memenuhi persyaratan 
sesuai dengan ketentuan 
internasional, tetapi karena 
daerah- pelayarannya lokal 
dan dekat maka 
persyaratan peralatan 
keselamatannya dapat 
disesuaikan dengan 
kebutuhan. 

 
 

Penjelasan Pasal 133 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  154 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Dalam rangka percepatan 

kemudahan berusaha, proses 
pengukuran, pendaftaran, dan 
penetapan kebangsaan kapal 
pada kapal penangkap ikan 
dilakukan secara terintegrasi 
melalui pelayanan 1 (satu) atap. 
Sarana dan Prasarana 
penyelenggaraan sistem 1 (satu) 
atap disediakan oleh Pemerintah 
Pusat. 

Dalam rangka 
percepatan 
kemudahan berusaha, 
proses pengukuran, 
pendaftaran, dan 
penetapan kebangsaan 
kapal pada kapal 
penangkap ikan 
dilakukan secara 
terintegrasi melalui 
pelayanan 1 (satu) 
atap. Sarana dan 
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Prasarana 
penyelenggaraan 
sistem 1 (satu) atap 
disediakan oleh 
Pemerintah Pusat. 

 
 

Penjelasan Pasal  155 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Cukup jelas. (1) Pelaksanaan pengukuran 
kapal dapat dilakukan oleh 
kementerian yang 
menyelenggarakan 
pemerintahan di bidang 
perhubungan. Khusus untuk 
kapal perikanan, pelaksanaan 
pengukuran dapat dilakukan 
oleh kementerian yang 
menyelenggarakan 
pemerintahan di bidang 
perikanan berdasarkan 
kompetensi, standar, dan 
prosedur yang ditetapkan oleh 
kementerian yang 
menyelenggarakan 
pemerintahan di bidang 
perhubungan. 

(1) Pelaksanaan 
pengukuran kapal 
dapat dilakukan 
oleh kementerian 
yang 
menyelenggarakan 
pemerintahan di 
bidang 
perhubungan. 
Khusus untuk kapal 
perikanan, 
pelaksanaan 
pengukuran dapat 
dilakukan oleh 
kementerian yang 
menyelenggarakan 
pemerintahan di 
bidang perikanan 
berdasarkan 
kompetensi, 
standar, dan 
prosedur yang 
ditetapkan oleh 
kementerian yang 
menyelenggarakan 
pemerintahan di 
bidang 
perhubungan. 

(2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan 
“metode pengukuran dalam 
negeri” adalah metode 
pengukuran yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Indonesia yang diterapkan 
pada kapal Indonesia yang 
tidak tunduk pada 
ketentuan Konvensi 
Internasional tentang 
Pengukuran Kapal 
(International on Tonnage 
Measurent of Ship 1969/TMS 
1969).  

(2) Cukup jelas. (2) Cukup jelas. 
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Huruf b  
Yang dimaksud dengan 
“metode pengukuran 
internasional” adalah 
metode pengukuran yang 
ditetapkan oleh pemerintah 
Indonesia berdasarkan 
Konvensi Internasional 
tentang Pengukuran Kapal 
(International on Tonnage 
Measurent of Ship 1969/TMS 
1969).  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan 
“metode pengukuran 
khusus” dipergunakan 
untuk pengukuran dan 
penentuan tonase kapal 
yang akan melewati terusan 
tertentu antara lain metode 
pengukuran terusan Suez 
dan metode pengukuran 
terusan Panama 

(3) Cukup jelas. (3) Cukup jelas. (3) Cukup jelas. 
(4) Cukup jelas. (4) Cukup jelas. (4) Cukup jelas. 

 
 

Penjelasan Pasal 157 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  158 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Cukup jelas (1) Cukup jelas (1) Cukup jelas 
(2) Cukup jelas (2) Cukup jelas (2) Cukup jelas 
(3) Yang dimaksud dengan 

“pendaftaran kapal” adalah 
pendaftaran hak milik atas 
kapal sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundangundangan.  
 

(3) Yang dimaksud dengan 
"pendaftaran kapal" adalah 
pendaftaran hak milik atas 
kapal sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
Selain memenuhi ketentuan 
pendaftaran kapal, yang 
merupakan persyaratan untuk 
menerbitkan surat tanda 
kebangsaan kapal Indonesia 
bagi kapal yang mengibarkan 
bendera Indonesia sebagai 
bendera kebangsaan 
sebagaimana dimaksud da-
lam UndangUndang ini, 
pemilik kapal perikanan wajib 

(3) Yang dimaksud 
dengan 
"pendaftaran 
kapal" adalah 
pendaftaran hak 
milik atas kapal 
sesuai dengan 
ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan.  
Selain memenuhi 
ketentuan 
pendaftaran kapal, 
yang merupakan 
persyaratan untuk 
menerbitkan surat 
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memenuhi ketentuan atau 
persyaratan pendaftaran 
kapal perikanan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur 
mengenai pendaftaran kapal 
perikanan. 

tanda kebangsaan 
kapal Indonesia 
bagi kapal yang 
mengibarkan 
bendera Indonesia 
sebagai bendera 
kebangsaan 
sebagaimana 
dimaksud da-lam 
UndangUndang ini, 
pemilik kapal 
perikanan wajib 
memenuhi 
ketentuan atau 
persyaratan 
pendaftaran kapal 
perikanan 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Undang-Undang 
yang mengatur 
mengenai 
pendaftaran kapal 
perikanan. 

(4) Yang dimaksud dengan 
“grosse akta pendaftaran” 
adalah salinan resmi dari 
minut (asli dari akta 
pendaftaran). Bukti hak milik 
atas kapal merupakan 
dokumen kepemilikan yang 
disampaikan oleh pemilik 
kapal pada saat mendaftarkan 
kapalnya antara lain berupa:  
a. Bagi kapal bangunan baru  

1. kontrak 
pembangunan kapal;  

2. berita acara serah 
terima kapal; dan  

3. surat keterangan 
galangan.  

b. Bagi kapal yang pernah 
didaftar di negara lain  
1. bill of sale; dan  
2. protocol of delivery 

and acceptance. 

(4) Yang dimaksud dengan 
"grosse akta pendaftaran" 
adalah salinan resmi dari 
minut (asli dari akta 
pendaftaran).  
Bukti hak milik atas kapal 
merupakan dokumen 
kepemilikan yang 
disampaikan oleh pemilik 
kapal pada saat mendaftarkan 
kapalnya antara lain berupa: 
1. Bagi kapal bangunan baru  

a. kontrak pembangunan 
kapal;  

b. berita acara serah 
terima kapal; dan 

c. surat keterangan 
galangan.  

2. Bagi kapal yang pernah 
didaftar di negara lain  
a. bill of sale; dan  
b. protocol of deliuery 

and acceptance. 

(4) Yang dimaksud 
dengan "grosse akta 
pendaftaran" 
adalah salinan 
resmi dari minut 
(asli dari akta 
pendaftaran).  
Bukti hak milik atas 
kapal merupakan 
dokumen 
kepemilikan yang 
disampaikan oleh 
pemilik kapal pada 
saat mendaftarkan 
kapalnya antara 
lain berupa: 
3. Bagi kapal 

bangunan baru  
d. kontrak 

pembangun
an kapal;  

e. berita acara 
serah 
terima 
kapal; dan 

f. surat 
keterangan 
galangan.  

4. Bagi kapal yang 
pernah 
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didaftar di 
negara lain  
c. bill of sale; 

dan  
d. protocol of 

deliuery 
and 
acceptanc
e. 

(5) Yang dimaksud dengan 
“tanda pendaftaran” 
merupakan rangkaian 
angka dan huruf yang 
terdiri atas angka tahun 
pendaftaran, kode 
pengukuran dari tempat 
kapal didaftar, nomor 
urut akta pendaftaran, 
dan kode kategori kapal. 

 

(6)  

  
(5) Yang dimaksud dengan "tanda 

pendaftaran" merupakan 
rangkaian angka dan huruf 
yang terdiri atas angka tahun 
pendaftaran, kode 
pengukuran dari tempat kapal 
didaftar, nomor urut akta 
pendaftaran, dan kode 
kategori kapal. 

 

  
(5) Yang dimaksud 

dengan "tanda 
pendaftaran" 
merupakan 
rangkaian angka 
dan huruf yang 
terdiri atas angka 
tahun pendaftaran, 
kode pengukuran 
dari tempat kapal 
didaftar, nomor 
urut akta 
pendaftaran, dan 
kode kategori 
kapal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Penjelasan Pasal  159 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  163 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Cukup jelas (1) Cukup jelas (1) Cukup jelas 
(2) Yang dimaksud dengan 

“Surat Laut”, “Pas Besar”, dan 
“Pas Kecil” adalah Surat 
Tanda Kebangsaan Kapal 
yang diberikan sebagai 
legalitas untuk dapat 
mengibarkan bendera 
Indonesia sebagai bendera 

(2) Cukup jelas (2) Cukup jelas 
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kebangsaan kapal termasuk 
kapal penangkap ikan. 
 

(3) (3) Yang dimaksud “perairan 
sungai dan danau” meliputi 
sungai, danau, waduk, kanal, 
terusan, dan rawa. 

(3) Yang dimakud dengan 
"perairan sungai dan 
danau" meliputi sungai, 
danau, waduk, kanal, 
terusan, dan rawa. 

(3) Yang dimakud dengan 
"perairan sungai dan 
danau" meliputi 
sungai, danau, waduk, 
kanal, terusan, dan 
rawa. 

 
 

Penjelasan Pasal  168 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  169 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Yang dimaksud dengan “kapal 

untuk jenis dan ukuran 
tertentu” adalah kapal barang 
dengan ukuran GT 500 (lima 
ratus Gross Tonnage) atau 
lebih dan kapal penumpang 
semua ukuran yang 
melakukan pelayaran 
internasional, sedangkan 
untuk kapal yang berlayar di 
dalam negeri jenis dan 
ukurannya akan ditetapkan 
tersendiri.  

(1) Yang dimaksud dengan 
"kapal untuk jenis dan 
ukuran tertentu" adalah 
kapal barang dengan ukuran 
GT 500 (lima ratus Gross 
Tonnage) atau lebih dan 
kapal penumpang semua 
ukuran yang melakukan 
pelayaran internasional, 
sedangkan untuk kapal yang 
berlayar di dalam negeri 
jenis dan ukurannya akan 
ditetapkan tersendiri. 

(1) Yang dimaksud 
dengan "kapal untuk 
jenis dan ukuran 
tertentu" adalah kapal 
barang dengan 
ukuran GT 500 (lima 
ratus Gross Tonnage) 
atau lebih dan kapal 
penumpang semua 
ukuran yang 
melakukan pelayaran 
internasional, 
sedangkan untuk 
kapal yang berlayar di 
dalam negeri jenis 
dan ukurannya akan 
ditetapkan tersendiri. 

(2) Cukup jelas. (2) Cukup jelas. (2) Cukup jelas. 
(3) Cukup jelas. (3) Cukup jelas. (3) Cukup jelas. 
(4) Yang dimaksud dengan 

“lembaga yang diberikan 
kewenangan oleh 
Pemerintah” adalah badan 
klasifikasi yang diakui 
Pemerintah.  

(4) Yang dimaksud dengan 
"lembaga yang diberikan 
kewenangan oleh 
Pemerintah Pusat" adalah 
badan klasifikasi yang 
diakui Pemerintah.  

(4) Yang dimaksud 
dengan "lembaga 
yang diberikan 
kewenangan oleh 
Pemerintah Pusat" 
adalah badan 
klasifikasi yang diakui 
Pemerintah.  

(5) Cukup jelas.  (5) Cukup jelas.  (5) Cukup jelas.  
(6) Cukup jelas.  (6) Cukup jelas.  (6) Cukup jelas.  

 
 

Penjelasan Pasal 170 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Yang dimaksud dengan 
“ukuran tertentu” adalah 

(1) Yang dimaksud dengan 
"ukuran tertentu" adalah 

(1) Yang dimaksud 
dengan "ukuran 
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kapal barang dengan ukuran 
GT 500 (lima ratus Gross 
Tonnage) atau lebih dan kapal 
penumpang semua ukuran 
yang melakukan pelayaran 
internasional, sedangkan 
untuk kapal yang berlayar di 
dalam negeri jenis dan 
ukurannya akan ditetapkan 
tersendiri.  

kapal barang dengan ukuran 
GT 500 (lima ratus Gross 
Tonnage) atau lebih dan 
kapal penumpang semua 
ukuran yang melakukan 
pelayaran internasional, 
sedangkan untuk kapal yang 
berlayar di dalam negeri 
jenis dan ukurannya akan 
ditetapkan tersendiri. 

tertentu" adalah 
kapal barang dengan 
ukuran GT 500 (lima 
ratus Gross 
Tonnage) atau lebih 
dan kapal 
penumpang semua 
ukuran yang 
melakukan 
pelayaran 
internasional, 
sedangkan untuk 
kapal yang berlayar 
di dalam negeri jenis 
dan ukurannya akan 
ditetapkan 
tersendiri. 

(2) Cukup jelas.  (2) Cukup jelas.  (2) Cukup jelas.  
(3) Untuk kapal yang berlayar di 

dalam negeri pengaturan 
mengenai sertifikat 
ditetapkan tersendiri.  

(3) Untuk kapal yang berlayar di 
dalam negeri pengaturan 
mengenai sertifikat 
ditetapkan tersendiri.  

(3) Untuk kapal yang 
berlayar di dalam 
negeri pengaturan 
mengenai sertifikat 
ditetapkan 
tersendiri.  

(4) Cukup jelas.  (4) Cukup jelas.  (4) Cukup jelas.  
(5) Cukup jelas.  (5) Cukup jelas.  (5) Cukup jelas.  
(6) Cukup jelas.  (6) Cukup jelas.  (6) Cukup jelas.  

 
Penjelasan Pasal  171 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas (1) Cukup jelas 
  (2) Dihapus 
  (3) Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  197 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  204 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  213 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
Yang dimaksud dengan 
“surat dan dokumen kapal” 
antara lain Surat Ukur, Surat 
Tanda Kebangsaan Kapal, 
Sertifikat Keselamatan, 
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Sertifikat Garis Muat, 
Sertifikat Pengawakan Kapal, 
dan dokumen muatan.  
Cukup jelas.  
Cukup jelas.  
 

 
Penjelasan Pasal 225 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  243 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  273 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  288 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  289 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  290 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  291 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  292 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  293 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
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Penjelasan Pasal  294 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  295 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  296 

 
 

Penjelasan Pasal  297 
UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  298 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  299 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  307 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  308 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  310 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Pasal 313 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal 321 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
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Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 
 

 
Penjelasan Pasal 322 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
 

 
Penjelasan Pasal  336 

UU PELAYARAN UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas 
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M. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN 
 

Pasal 58 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 49561 diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 13 Pasal 13 Pasal 13 
(1) Pesawat udara, mesin 

pesawat udara, dan 

baling-baling pesawat 

terbang yang akan dibuat 

untuk digunakan secara 

sah (eligible) harus 

memiliki rancang bangun. 

(1) Pesawat udara, mesin 

pesawat udara, dan 

baling-baling pesawat 

terbang yang akan dibuat 

untuk digunakan secara 

sah (eligible) harus 

memiliki rancang 

bangun. 

(1) Pesawat udara, mesin 

pesawat udara, dan 

baling-baling pesawat 

terbang yang akan 

dibuat untuk digunakan 

secara sah (eligible) 

harus memiliki rancang 

bangun. 

(2) Rancang bangun pesawat 

udara, mesin pesawat 

udara, dan baling-baling 

pesawat terbang 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus 

mendapat surat 

persetujuan setelah 

dilakukan pemeriksaan 

dan pengujian sesuai 

dengan standar 

kelaikudaraan. 

(2) Rancang bangun pesawat 

udara, mesin pesawat 

udara, dan baling-baling 

pesawat terbang 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus 

mendapat persetujuan 

dari Pemerintah Pusat. 

(2) Rancang bangun 

pesawat udara, mesin 

pesawat udara, dan 

baling-baling pesawat 

terbang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

harus mendapat 

persetujuan dari 

Pemerintah Pusat. 

(3) Pemeriksaan dan 

pengujian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

harus memenuhi standar 

kelaikudaraan dan 

ketentuan perundang-

undangan. 

- - 

 
2. Pasal 14 dihapus 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 14 Pasal 14 Pasal 14 
Setiap orang yang 
melakukan kegiatan 

Dihapus Dihapus 
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rancang bangun pesawat 
udara, mesin pesawat 
udara, dan baling-baling 
pesawat terbang 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 harus 
mendapat surat 
persetujuan. 

 
3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 15 Pasal 15 Pasal 15 
(1) Pesawat udara, mesin 

pesawat udara, atau 

baling-baling pesawat 

terbang yang dibuat 

berdasarkan rancang 

bangun sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 

untuk diproduksi harus 

memiliki sertifikat tipe. 

Pesawat udara, mesin 
pesawat udara, atau 
baling-baling pesawat 
terbang yang dibuat 
berdasarkan rancang 
bangun sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 
untuk diproduksi harus 
memiliki sertifikat tipe. 

Pesawat udara, mesin 
pesawat udara, atau 
baling-baling pesawat 
terbang yang dibuat 
berdasarkan rancang 
bangun sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 
untuk diproduksi harus 
memiliki sertifikat tipe. 

(2) Sertifikat tipe 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan 

setelah dilakukan 

pemeriksaan kesesuaian 

terhadap standar 

kelaikudaraan rancang 

bangun (initial 

airworthiness) dan telah 

memenuhi uji tipe. 

- - 

 
4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 16 Pasal 16 Pasal 16 
(1) Setiap pesawat udara, 

mesin pesawat udara, dan 
baling-baling pesawat 
terbang yang dirancang 
dan diproduksi di luar 
negeri dan diimpor ke 
Indonesia harus mendapat 
sertifikat validasi tipe.  

 

Pesawat udara, mesin 
pesawat udara, atau 
baling-baling pesawat 
terbang yang dibuat 
berdasarkan rancang 
bangun sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 
untuk diproduksi harus 
memiliki sertifikat tipe. 

Pesawat udara, mesin 
pesawat udara, atau 
baling-baling pesawat 
terbang yang dibuat 
berdasarkan rancang 
bangun sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 
untuk diproduksi harus 
memiliki sertifikat tipe. 

(2) Sertifikasi validasi tipe 
sebagaimana dimaksud 

- - 
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pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan perjanjian 
antarnegara di bidang 
kelaikudaraan. 

(3) Sertifikat validasi tipe 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan 
setelah lulus pemeriksaan 
dan pengujian. 

- - 

 
 

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 17 Pasal 17 Pasal 17 

(1) Setiap perubahan 
terhadap rancang bangun 
pesawat udara, mesin 
pesawat udara, atau 
baling-baling pesawat 
terbang yang telah 
mendapat sertifikat tipe 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 harus 
mendapat surat 
persetujuan. 

Setiap perubahan 
terhadap rancang bangun 
pesawat udara, mesin 
pesawat udara, atau 
baling-baling pesawat 
terbang yang telah 
mendapat sertifikat tipe 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 harus 
mendapat persetujuan 
dari Pemerintah Pusat. 

Setiap perubahan 
terhadap rancang bangun 
pesawat udara, mesin 
pesawat udara, atau 
baling-baling pesawat 
terbang yang telah 
mendapat sertifikat tipe 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 harus 
mendapat persetujuan 
dari Pemerintah Pusat.. 

(2) Persetujuan perubahan 
rancang bangun 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan 
setelah dilakukan 
pemeriksaan kesesuaian 
rancang bangun dan uji 
tipe sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (2). 

- - 

(3) Persetujuan perubahan 
rancang bangun 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa: 
a. persetujuan 

perubahan 
(modification);  

b.  sertifikat tipe 
tambahan 
(supplement); atau   

c. amendemen sertifikat 
tipe (amendment) 

- - 

 
6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 18 Pasal 18 Pasal 18 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara dan prosedur 
mendapatkan surat 
persetujuan rancang bangun, 
kegiatan rancang bangun, dan 
perubahan rancang bangun 
pesawat udara, sertifikat tipe, 
serta sertifikat validasi tipe 
diatur dengan Peraturan 
Menteri.205diimpor ke 
Indonesia harus mendapat 
sertifikat validasi tipe.  

 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur mendapatkan 
persetujuan rancang 
bangun, kegiatan rancang 
bangun, perubahan 
rancang bangun pesawat 
udara, sertifikat validasi 
tipe, dan sertifikat tipe 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.206 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur mendapatkan 
persetujuan rancang 
bangun, kegiatan rancang 
bangun, perubahan 
rancang bangun pesawat 
udara, sertifikat validasi 
tipe, dan sertifikat tipe 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.207 

 
7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 19 Pasal 19 Pasal 19 
(1) Setiap badan hukum 

Indonesia yang melakukan 
kegiatan produksi 
dan/atau perakitan 
pesawat udara, mesin 
pesawat udara, dan/atau 
baling-baling pesawat 
terbang wajib memiliki 
sertifikat produksi. 

(1) Setiap badan hukum 

Indonesia yang 

melakukan kegiatan 

produksi dan/atau 

perakitan pesawat udara, 

mesin pesawat udara, 

dan/atau baling-baling 

pesawat terbang wajib 

memiliki sertifikat 

produksi. 

(1) Setiap badan hukum 

Indonesia yang 

melakukan kegiatan 

produksi dan/atau 

perakitan pesawat 

udara, mesin pesawat 

udara, dan/atau baling-

baling pesawat terbang 

wajib memiliki 

sertifikat produksi. 

(2) Untuk memperoleh 
sertifikat produksi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), badan 
hukum Indonesia harus 
memenuhi persyaratan: 
a. memiliki sertifikat 

tipe (type certificate) 
atau memiliki lisensi 
produksi pembuatan 

(2) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai sertifikat 

produksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam Peraturan 

Pemerintah.208 

(2) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai sertifikat 

produksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam 

Peraturan 

Pemerintah. 

                                       
205 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 
Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 
21 (Civil Aviation Safety Regulation Part 21) tentang Prosedur Sertifikasi 

Untuk Produk Dan Bagian-Bagiannya (Certification Procedures For 
Product And Parts) 
206 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
207 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
208 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
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berdasarkan 
perjanjian dengan 
pihak lain; 

b. fasilitas dan peralatan 
produksi; 

c. struktur organisasi 
sekurang-kurangnya 
memiliki bidang 
produksi dan kendali 
mutu;  

d. personel produksi dan 
kendali mutu yang 
kompeten;  

e. sistem jaminan 
kendali mutu; dan  

f. sistem pemeriksaan 
produk dan pengujian 
produksi. 

 
8. Pasal 20 dihapus 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 20 Pasal 20 Pasal 20 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur memperoleh 
sertifikat produksi 
pesawat udara diatur 
dalam Peraturan Menteri. 

Dihapus. Dihapus. 

 
9. Pasal 21 Dihapus  

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 21 Pasal 21 Pasal 21 
Proses sertifikasi 
pesawat udara, mesin 
pesawat udara, dan 
baling-baling pesawat 
terbang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15, 
Pasal 16, Pasal 17, dan 
Pasal 19 dilaksanakan 
oleh lembaga 
penyelenggara pelayanan 
umum. 

Dihapus. Dihapus. 

 
 

10. Pasal 22 dihapus 
 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 22 Pasal 22 Pasal 22 

Proses sertifikasi Dihapus. Dihapus. 
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sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 
dikenakan biaya. 

 
11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 26 Pasal 26 Pasal 26 

(1) Pendaftaran pesawat 
udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 
diajukan oleh pemilik atau 
yang diberi kuasa dengan 
persyaratan: 
a. menunjukkan bukti 

kepemilikan atau 
penguasaan pesawat 
udara;  

b.  menunjukkan bukti 
penghapusan 
pendaftaran atau 
tidak didaftarkan di 
negara lain;  

c.  memenuhi ketentuan 
persyaratan batas 
usia pesawat udara 
yang ditetapkan oleh 
Menteri;  

d. bukti asuransi 
pesawat udara; dan  

e. bukti terpenuhinya 
persyaratan 
pengadaan pesawat 
udara. 

Pesawat udara yang telah 
didaftarkan dan  
memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 
diterbitkan sertifikat 
pendaftaran. 

Pesawat udara yang telah 
didaftarkan dan  
memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 
diterbitkan sertifikat 
pendaftaran. 

(2) Pesawat udara yang telah 
memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberi 
sertifikat pendaftaran. 

- - 

(3) Sertifikat pendaftaran 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berlaku 
selama 3 (tiga) tahun. 

- - 

 
12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 30 Pasal 30 Pasal 30 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur pendaftaran dan 
penghapusan tanda 
pendaftaran dan tanda 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur pendaftaran dan 
penghapusan tanda 
pendaftaran dan tanda 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur pendaftaran dan 
penghapusan tanda 
pendaftaran dan tanda 
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kebangsaan Indonesia serta 
pemberian sanksi 
administratif diatur dengan 
Peraturan Menteri.209 

kebangsaan Indonesia serta 
kriteria, jenis, besaran denda, 
dan tata cara pengenaan 
sanksi administratif diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.210 

kebangsaan Indonesia serta 
kriteria, jenis, besaran denda, 
dan tata cara pengenaan 
sanksi administratif diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.211 

 
13. Pasal 31 dihapus  

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 31 Pasal 31 Pasal 31 

Proses sertifikasi pendaftaran 
pesawat udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
(2) dan penghapusan tanda 
pendaftaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 
dilaksanakan oleh lembaga 
penyelenggara pelayanan 
umum. 

Dihapus. Dihapus. 

 
 

14. Pasal 32 dihapus 
  

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 32 Pasal 32 Pasal 32 

Proses sertifikasi pendaftaran 
pesawat udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 
dikenakan biaya. 

Dihapus. Dihapus. 

 
15. Pasal 33 dihapus 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 33 Pasal 33 Pasal 33 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai lembaga 
penyelenggara pelayanan 
umum, serta proses dan biaya 
sertifikasi diatur dalam 
Peraturan Menteri. 

Dihapus. Dihapus. 

 

                                       
209 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety 
Regulations Part 47) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration) 
210 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
211 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
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16. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 37 Pasal 37 Pasal 37 

(1) Sertifikat kelaikudaraan 
standar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 
terdiri atas: 
a. sertifikat 

kelaikudaraan standar 
pertama (initial 
airworthiness 
certificate) yang 
diberikan untuk 
pesawat udara 
pertama kali 
dioperasikan oleh 
setiap orang; dan  

b. sertifikat 
kelaikudaraan standar 
lanjutan (continous 
airworthiness 
certificate) yang 
diberikan untuk 
pesawat udara setelah 
sertifikat 
kelaikudaraan standar 
pertama dan akan 
dioperasikan secara 
terus menerus. 

Sertifikat kelaikudaraan 
standar dalam Pasal 36 
terdiri atas: 

a. Sertifikat kelaikudaraan 
standar pertama (initial 
airutorthiness certificate) 
yang diberikan untuk 
pesawat udara pertama 
kali dioperasikan oleh 
setiap orang; dan 

b. sertifikat kelaikudaraan 
standar lanjutan 
(continous airworthiness 
certificate) yang 
diberikan untuk pesawat 
udara setelah sertifikat 
kelaikudaraan standar 
pertama dan akan 
dioperasikan secara 
terus menerus. 

Sertifikat kelaikudaraan 
standar dalam Pasal 36 
terdiri atas: 

a. Sertifikat 
kelaikudaraan standar 
pertama (initial 
airutorthiness 
certificate) yang 
diberikan untuk 
pesawat udara 
pertama kali 
dioperasikan oleh 
setiap orang; dan 

sertifikat kelaikudaraan 
standar lanjutan 
(continous airworthiness 
certificate) yang 
diberikan untuk pesawat 
udara setelah sertifikat 
kelaikudaraan standar 
pertama dan akan 
dioperasikan secara terus 
menerus. 

(2) Untuk memperoleh 
sertifikat kelaikudaraan 
standar pertama 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, 
pesawat udara harus: 
a. memiliki sertifikat 

pendaftaran yang 
berlaku;  

b. melaksanakan proses 
produksi dari rancang 
bangun, pembuatan 
komponen, 
pengetesan 
komponen, perakitan, 
pemeriksaan kualitas, 
dan pengujian terbang 
yang memenuhi 
standar dan sesuai 
dengan kategori tipe 
pesawat udara;  

c. telah diperiksa dan 
dinyatakan sesuai 

- - 
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dengan sertifikat tipe 
atau sertifikat validasi 
tipe atau sertifikat 
tambahan validasi 
Indonesia; dan 

d. memenuhi 
persyaratan standar 
kebisingan dan 
standar emisi gas 
buang. 

(3) Untuk memperoleh 
sertifikat kelaikudaraan 
standar lanjutan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, 
pesawat udara harus: 
a. . memiliki sertifikat 

pendaftaran yang 
masih berlaku;  

b. memiliki sertifikat 
kelaikudaraan yang 
masih berlaku;  

c. melaksanakan 
perawatan sesuai 
dengan standar 
perawatan yang telah 
ditetapkan;  

d. telah memenuhi 
instruksi 
kelaikudaraan yang 
diwajibkan 
(airworthiness 
directive);  

e. memiliki sertifikat 
tipe tambahan apabila 
terdapat penambahan 
kemampuan pesawat 
udara;  

f. memenuhi ketentuan 
pengoperasian; dan  

g. memenuhi ketentuan 
standar kebisingan 
dan standar emisi gas 
buang. 

- - 

 
17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 40 Pasal 40 Pasal 40 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur untuk memperoleh 
sertifikat kelaikudaraan dan 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur untuk memperoleh 
sertifikat kelaikudaraan dan 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur untuk memperoleh 
sertifikat kelaikudaraan dan 
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pemberian sanksi 
administratif diatur dengan 
Peraturan Menteri.212 

kriteria, jenis, besaran denda, 
dan tata cara pengenaan 
sanksi administratif diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.213 

kriteria, jenis, besaran denda, 
dan tata cara pengenaan 
sanksi administratif diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.214 

 
 

18. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 41 Pasal 41 Pasal 41 

(1) Setiap orang yang 

mengoperasikan pesawat 

udara untuk kegiatan 

angkutan udara wajib 

memiliki sertifikat. 

(1) Setiap orang yang 

mengoperasikan pesawat 

udara untuk kegiatan 

angkutan udara wajib 

memiliki sertifikat. 

(1) Setiap orang yang 

mengoperasikan 

pesawat udara untuk 

kegiatan angkutan udara 

wajib memiliki sertifikat. 

(2) Sertifikat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. sertifikat operator 
pesawat udara (air 
operator certificate), 
yang diberikan kepada 
badan hukum 
Indonesia yang 
mengoperasikan 
pesawat udara sipil 
untuk angkutan udara 
niaga; atau  

b. sertifikat 
pengoperasian 
pesawat udara 
(operating certificate), 
yang diberikan kepada 
orang atau badan 
hukum Indonesia yang 
mengoperasikan 
pesawat udara sipil 
untuk angkutan udara 
bukan niaga. 

(2) Sertifikat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. sertifikat operator 
pesawat udara 
(air operator 
certificate) yang 
diberikan kepada 
badan hukum 
Indonesia yang 
mengoperasikan 
pesawat udara 
sipil untuk 
angkutan udara 
niaga; atau 

b. sertifikat 
pengoperasian 
pesawat udara 
(operating 
certificate) yang 
diberikan kepada 
orang atau badan 
hukum Indonesia 
yang 

(2) Sertifikat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. sertifikat operator 
pesawat udara 
(air operator 
certificate) yang 
diberikan kepada 
badan hukum 
Indonesia yang 
mengoperasikan 
pesawat udara 
sipil untuk 
angkutan udara 
niaga; atau 

b. sertifikat 
pengoperasian 
pesawat udara 
(operating 
certificate) yang 
diberikan kepada 
orang atau badan 
hukum Indonesia 
yang 

                                       
212 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 

Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 
21 (Civil Aviation Safety Regulation Part 21) tentang Prosedur Sertifikasi 

Untuk Produk Dan Bagian-Bagiannya (Certification Procedures For 
Product And Parts) 
213 Dilaksanakan dengan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Penerbangan 
214 Dilaksanakan dengan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Penerbangan 
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mengoperasikan 
pesawat udara 
sipil untuk 
angkutan udara 
bukan niaga. 

mengoperasikan 
pesawat udara 
sipil untuk 
angkutan udara 
bukan niaga. 

(3) Sertifikat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

diberikan setelah lulus 

pemeriksaan dan 

pengujian serta pemohon 

mendemonstrasikan 

kemampuan 

pengoperasian pesawat 

udara. 

- - 

 
19. Ketentuan Pasal 42 dihapus. 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 42 Pasal 42 Pasal 42 
Untuk mendapatkan 
sertifikat operator pesawat 
udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 
ayat (2) huruf a operator 
harus: 

a. memiliki izin usaha 
angkutan udara niaga;  

b. memiliki dan 
menguasai pesawat 
udara sesuai dengan 
izin usaha yang 
dimiliki;  

c. memiliki dan/atau 
menguasai personel 
pesawat udara yang 
kompeten dalam 
jumlah rasio yang 
memadai untuk 
mengoperasikan dan 
melakukan perawatan 
pesawat udara;  

d. memiliki struktur 
organisasi paling 
sedikit di bidang 
operasi, perawatan, 
keselamatan, dan 
jaminan kendali mutu;  

e. memiliki personel 
manajemen yang 
kompeten dengan 
jumlah memadai;  

Dihapus. Dihapus. 
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f. memiliki dan/atau 
menguasai fasilitas 
pengoperasian pesawat 
udara; 

g. memiliki dan/atau 
menguasai persediaan 
suku cadang yang 
memadai;  

h. memiliki pedoman 
organisasi 
pengoperasian 
(company operation 
manual) dan pedoman 
organisasi perawatan 
(company maintenance 
manual);  

i. memiliki standar 
keandalan 
pengoperasian pesawat 
udara (aircraft 
operating procedures);  

j. memiliki standar 
perawatan pesawat 
udara;  

k. memiliki fasilitas dan 
pedoman pendidikan 
dan/atau pelatihan 
personel pesawat udara 
(company training 
manuals);  

l. memiliki sistem 
jaminan kendali mutu 
(company quality 
assurance manuals) 
untuk 
mempertahankan 
kinerja operasi dan 
teknik secara terus 
menerus; dan  

m.  memiliki pedoman 
sistem manajemen 
keselamatan (safety 
management system 
manual). 

 
20. Ketentuan Pasal 43 dihapus. 

  
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 43 Pasal 43 Pasal 43 
Untuk mendapatkan sertifikat 
operator pesawat udara 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 ayat (2) huruf a 

Dihapus. Dihapus. 
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operator harus: 
a. memiliki izin usaha 

angkutan udara niaga;  
b. memiliki dan 

menguasai pesawat 
udara sesuai dengan 
izin usaha yang 
dimiliki;  

c. memiliki dan/atau 
menguasai personel 
pesawat udara yang 
kompeten dalam 
jumlah rasio yang 
memadai untuk 
mengoperasikan dan 
melakukan perawatan 
pesawat udara;  

d. memiliki struktur 
organisasi paling 
sedikit di bidang 
operasi, perawatan, 
keselamatan, dan 
jaminan kendali mutu;  

e. memiliki personel 
manajemen yang 
kompeten dengan 
jumlah memadai;  

f. memiliki dan/atau 
menguasai fasilitas 
pengoperasian pesawat 
udara; 

g. memiliki dan/atau 
menguasai persediaan 
suku cadang yang 
memadai;  

h. memiliki pedoman 
organisasi 
pengoperasian 
(company operation 
manual) dan pedoman 
organisasi perawatan 
(company maintenance 
manual);  

i. memiliki standar 
keandalan 
pengoperasian pesawat 
udara (aircraft 
operating procedures);  

j. memiliki standar 
perawatan pesawat 
udara;  

k. memiliki fasilitas dan 
pedoman pendidikan 
dan/atau pelatihan 
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personel pesawat udara 
(company training 
manuals);  

l. memiliki sistem 
jaminan kendali mutu 
(company quality 
assurance manuals) 
untuk 
mempertahankan 
kinerja operasi dan 
teknik secara terus 
menerus; dan  

m. memiliki pedoman 
sistem manajemen 
keselamatan (safety 
management system 
manual). 

 
21. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 45 Pasal 45 Pasal 45 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur memperoleh 
sertifikat operator pesawat 
udara atau sertifikat 
pengoperasian pesawat udara 
dan pemberian sanksi 
administratif diatur dengan 
Peraturan Menteri.215 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur memperoleh 
sertifikat operator pesawat 
udara atau sertifikat 
pengoperasian pesawat udara 
dan kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.216 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur memperoleh 
sertifikat operator pesawat 
udara atau sertifikat 
pengoperasian pesawat udara 
dan kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.217 

 
22. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 46 Pasal 46 Pasal 46 
(1) Setiap orang yang 

mengoperasikan pesawat 

(1) Setiap orang yang 

mengoperasikan pesawat 

(1) Setiap orang yang 

mengoperasikan 

                                       
215 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 Tentang 

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation 
Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi 

dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan 
Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga 

Tidak Berjadwal (Certification And Operating Requirements: Domestic, 
Flag, And Supplemental Air Carriers) 
216 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
217 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
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udara wajib merawat 

pesawat udara, mesin 

pesawat udara, 

balingbaling pesawat 

terbang, dan 

komponennya untuk 

mempertahankan 

keandalan dan 

kelaikudaraan secara 

berkelanjutan. 

udara wajib merawat 

pesawat udara, mesin 

pesawat udara, 

balingbaling pesawat 

terbang, dan 

komponennya untuk 

mempertahankan 

keandalan dan 

kelaikudaraan secara 

berkelanjutan. 

pesawat udara wajib 

merawat pesawat udara, 

mesin pesawat udara, 

balingbaling pesawat 

terbang, dan 

komponennya untuk 

mempertahankan 

keandalan dan 

kelaikudaraan secara 

berkelanjutan. 

(2) Dalam perawatan 

pesawat udara, mesin 

pesawat udara, baling-

baling pesawat terbang, 

dan komponennya 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) setiap 

orang harus membuat 

program perawatan 

pesawat udara yang 

disahkan oleh Menteri. 

(2) Dalam perawatan 

pesawat udara, mesin 

pesawat udara, baling-

baling pesawat terbang, 

dan komponennya 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), setiap 

orang harus membuat 

program perawatan 

pesawat udara yang 

disahkan oleh 

Pemerintah Pusat. 

(2) Dalam perawatan 

pesawat udara, mesin 

pesawat udara, baling-

baling pesawat terbang, 

dan komponennya 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), setiap 

orang harus membuat 

program perawatan 

pesawat udara yang 

disahkan oleh 

Pemerintah Pusat. 

 
23. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 47 Pasal 47 Pasal 47 
(1) Perawatan pesawat udara, 

mesin pesawat udara, 
baling-baling pesawat 
terbang dan komponennya 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 hanya 
dapat dilakukan oleh: 
a. perusahaan angkutan 

udara yang telah 
memiliki sertifikat 
operator pesawat 
udara;  

b. badan hukum 
organisasi perawatan 
pesawat udara yang 
telah memiliki 
sertifikat organisasi 
perawatan pesawat 
udara (approved 
maintenance 
organization); atau  

  
a. Perusahaan angkutan 

udara yang telah 
memiliki sertifikat 
operator pesawat 
udara; 

b. Badan hukum 
organisasi perawatan 
pesawat udara yang 
telah memiliki 
sertifikat organisasi 
perawatan pesawat 
udara (approved 
maintenance 
organization) ; atau 

c. Personel ahli 
perawatan pesawat 
udara yang telah 
memiliki lisensi ahli 
perawatan pesawat 
udara (aircraft 

Perawatan pesawat 
udara, mesin pesawat 
udara, serta baling-baling 
pesawat terbang dan 
komponennya 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 hanya 
dapat dilakukan oleh: 

a. Perusahaan angkutan 
udara yang telah 
memiliki sertifikat 
operator pesawat 
udara; 

b. Badan hukum 
organisasi perawatan 
pesawat udara yang 
telah memiliki 
sertifikat organisasi 
perawatan pesawat 
udara (approved 
maintenance 
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c. personel ahli 
perawatan pesawat 
udara yang telah 
memiliki lisensi ahli 
perawatan pesawat 
udara (aircraft 
maintenance engineer 
license). 

maintenance engineer 
license). 

organization) ; atau 
c. Personel ahli 

perawatan pesawat 
udara yang telah 
memiliki lisensi ahli 
perawatan pesawat 
udara (aircraft 
maintenance engineer 
license). 

(2) Sertifikat organisasi 
perawatan pesawat udara 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dan 
lisensi ahli perawatan 
pesawat udara 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c 
diberikan setelah lulus 
pemeriksaan dan 
pengujian. 

- - 

 
24. Ketentuan Pasal 48 dihapus. 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 48 Pasal 48 Pasal 48 
Untuk mendapatkan sertifikat 
organisasi perawatan pesawat 
udara sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 47 ayat (1) huruf 
b harus memenuhi 
persyaratan:  

a. memiliki atau 
menguasai fasilitas 
dan peralatan 
pendukung perawatan 
secara berkelanjutan;  

b. memiliki atau 
menguasai personel 
yang telah mempunyai 
lisensi ahli perawatan 
pesawat udara sesuai 
dengan lingkup 
pekerjaannya;  

c. memiliki pedoman 
perawatan dan 
pemeriksaaan;  

d. memiliki pedoman 
perawatan dan 
pemeriksaan 
(maintenance 
manuals) terkini yang 
dikeluarkan oleh 
pabrikan sesuai 

Dihapus. Dihapus. 
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dengan jenis pesawat 
udara yang 
dioperasikan;  

e. memiliki pedoman 
jaminan mutu (quality 
assurance manuals) 
untuk menjamin dan 
mempertahan kinerja 
perawatan pesawat 
udara, mesin, baling-
baling, dan komponen 
secara berkelanjutan;  

f. memiliki atau 
menguasai suku 
cadang untuk 
mempertahankan 
keandalan dan 
kelaikudaraan 
berkelanjutan; dan  

g. memiliki pedoman 
sistem manajemen 
keselamatan. 

 
25. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 49 Pasal 49 Pasal 49 

Sertifikat organisasi perawatan 
pesawat udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 ayat 
(1) huruf b dapat diberikan 
kepada organisasi perawatan 
pesawat udara di luar negeri 
yang memenuhi persyaratan 
setelah memiliki sertifikat 
organisasi perawatan pesawat 
udara yang diterbitkan oleh 
otoritas penerbangan negara 
yang bersangkutan. 

Sertifikat organisasi perawatan 
pesawat udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 
huruf b dapat diberikan 
kepada organisasi perawatan 
pesawat udara di luar negeri 
yang memenuhi persyaratan 
setelah memiliki sertifikat 
organisasi perawatan pesawat 
udara yang diterbitkan oleh 
otoritas penerbangan negara 
yang bersangkutan. 

Sertifikat organisasi perawatan 
Pesawat Udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 
huruf b dapat diberikan 
kepada organisasi perawatan 
Pesawat Udara (approved 
maintenance organization) di 
luar negeri yang memenuhi 
persyaratan setelah memiliki 
sertifikat organisasi 
perawatan Pesawat Udara 
yang diterbitkan oleh otoritas 
penerbangan negara yang 
bersangkutan. 

 
26. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 50 Pasal 50 Pasal 50 

Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
perawatan pesawat 
udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
47 ayat (1) dikenakan 

Setiap orang yang melanggar 
ketentuan perawatan pesawat 
udara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 dikenai sanksi 
administratif. 

Setiap orang yang melanggar 
ketentuan perawatan pesawat 
udara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 dikenai sanksi 
administratif. 
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sanksi administratif 
berupa:  

a. pembekuan sertifikat; 

dan/atau  

b. pencabutan sertifikat. 

 
27. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 51 Pasal 51 Pasal 51 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara, prosedur, dan 
pemberian sertifikat 
organisasi perawatan pesawat 
udara dan lisensi ahli 
perawatan pesawat udara dan 
pemberian sanksi 
administratif diatur dengan 
Peraturan Menteri.218 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara, prosedur, dan 
pemberian sertifikat 
organisasi perawatan pesawat 
udara dan lisensi ahli 
perawatan pesawat udara dan 
kriteria, jenis, besaran denda, 
dan tata cara pengenaan 
sanksi administratif diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.219 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara, prosedur, dan 
pemberian sertifikat 
organisasi perawatan pesawat 
udara dan lisensi ahli 
perawatan pesawat udara dan 
kriteria, jenis, besaran denda, 
dan tata cara pengenaan 
sanksi administratif diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.220 

 
28. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 58 Pasal 58 Pasal 58 
(1) Setiap personel 

pesawat udara wajib 

memiliki lisensi atau 

sertifikat kompetensi. 

(1) Setiap personel 

pesawat udara wajib 

memiliki lisensi atau 

sertifikat kompetensi. 

(1) Setiap personel 

pesawat udara wajib 

memiliki lisensi atau 

sertifikat kompetensi. 

(2) Personel pesawat 

udara yang terkait 

langsung dengan 

pelaksanaan 

pengoperasian pesawat 

udara wajib memiliki 

lisensi yang sah dan 

(2) Personel pesawat 

udara yang terkait 

langsung dengan 

pelaksanaan 

pengoperasian 

pesawat udara wajib 

memiliki lisensi yang 

(2) Personel pesawat 

udara yang terkait 

langsung dengan 

pelaksanaan 

pengoperasian 

pesawat udara wajib 

memiliki lisensi yang 

                                       
218 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Nomor PM 75 Tahun 2017 

Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 (Civil 
Aviation Safety Regulations Part 65) Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat 

Udara (Licensing Of Aircraft Maintenance Engineer) Edisi 1 Amandemen 0 
(Edition 1 Amendment 0) 
219 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
220 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
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masih berlaku. sah dan masih berlaku. sah dan masih berlaku. 

(3) Lisensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

diberikan oleh Menteri 

setelah memenuhi 

persyaratan: 

a. administratif;  
b. sehat jasmani dan 

rohani;  
c. memiliki sertifikat 

kompetensi di 
bidangnya; dan  

d. lulus ujian. 

- - 

 
29. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 60 Pasal 60 Pasal 60 
Lisensi personel 
pesawat udara yang 
diberikan oleh negara 
lain dapat diakui 
melalui proses 
pengesahan oleh 
Menteri. 

Lisensi personel 
pesawat udara yang 
diberikan oleh negara 
lain dapat diakui 
melalui pengesahan 
oleh Pemerintah Pusat. 

Lisensi personel 
pesawat udara yang 
diberikan oleh negara 
lain dapat diakui 
melalui pengesahan 
oleh Pemerintah Pusat. 

 
30. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 61 Pasal 61 Pasal 61 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan, 
tata cara dan prosedur 
memperoleh lisensi, 
atau sertifikat 
kompetensi dan 
lembaga pendidikan 
dan/atau pelatihan 
diatur dengan 
Peraturan Menteri.221 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan, 
tata cara dan prosedur 
memperoleh lisensi, 
atau sertifikat 
kompetensi dan 
lembaga pendidikan 
dan/atau sertifikat 
pelatihan diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.222 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan, 
tata cara dan prosedur 
memperoleh lisensi, 
atau sertifikat 
kompetensi dan 
lembaga pendidikan 
dan/atau sertifikat 
pelatihan diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.223 

                                       
221 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2010 

tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bag Ian 142 (Civil Aviation Safety 

Regulations Part 142) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers) 
222 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
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31. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 63 Pasal 63 Pasal 63 
(1) Pesawat udara yang 

dapat dioperasikan di 

wilayah Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia hanya 

pesawat udara 

Indonesia. 

(1) Pesawat udara yang 

dapat dioperasikan di 

wilayah Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia hanya 

pesawat udara 

Indonesia. 

(1) Pesawat udara yang 

dapat dioperasikan di 

wilayah Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia hanya 

pesawat udara 

Indonesia. 

(2) Dalam keadaan 

tertentu dan dalam 

waktu terbatas 

pesawat udara asing 

dapat dioperasikan 

setelah mendapat izin 

dari Menteri. 

(2) Dalam keadaan 

tertentu dan dalam 

waktu terbatas 

pesawat udara asing 

dapat dioperasikan 

setelah mendapat 

persetujuan dari 

Pemerintah Pusat. 

(2) Dalam keadaan 

tertentu dan dalam 

waktu terbatas 

pesawat udara asing 

dapat dioperasikan 

setelah mendapat 

persetujuan dari 

Pemerintah Pusat. 

(3) Pesawat udara sipil 

asing dapat 

dioperasikan oleh 

perusahaan angkutan 

udara nasional untuk 

penerbangan ke dan 

dari luar negeri setelah 

adanya perjanjian 

antarnegara. 

(3) Pesawat udara sipil 

asing dapat 

dioperasikan oleh 

perusahaan angkutan 

udara nasional untuk 

penerbangan ke dan 

dari luar negeri setelah 

adanya perj anj ian 

antarnegara. 

(3) Pesawat udara sipil 

asing dapat 

dioperasikan oleh 

perusahaan angkutan 

udara nasional untuk 

penerbangan ke dan 

dari luar negeri 

setelah adanya perj anj 

ian antarnegara. 

(4) Pesawat udara sipil 

asing yang akan 

dioperasikan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat 

(2) harus memenuhi 

persyaratan 

kelaikudaraan. 

(4) Pesawat udara sipil 

asing yang akan 

dioperasikan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) harus 

memenuhi persyaratan 

kelaikudaraan yang 

ditetapkan oleh 

(4) Pesawat udara sipil 

asing yang akan 

dioperasikan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) harus 

memenuhi 

persyaratan 

kelaikudaraan yang 

ditetapkan oleh 

                                                                                                                  
223 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
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Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat. 

(5) Setiap orang yang 

melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), 

ayat (3), dan ayat (4) 

dikenakan sanksi 

administratif berupa: 

a. peringatan;  
b. pembekuan sertifikat; 

dan/atau  
c. pencabutan sertifikat. 

(5) Setiap orang yang 

melanggar ketentuan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (4) dikenai 

sanksi administratif.  

(5) Setiap orang yang 

melanggar ketentuan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (4) dikenai 

sanksi administratif. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai 

pengoperasian pesawat 

udara sipil dan 

pemberian sanksi 

administratif 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) diatur 

dengan Peraturan 

Menteri.224 

(6) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai 

pengoperasian 

pesawat udara sipil 

serta kriteria, jenis, 

besaran denda, dan 

tata cara pengenaan 

sanksi administratif 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(5) diatur dalam 

Peraturan 

Pemerintah.225 

(6) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai 

pengoperasian 

pesawat udara sipil 

serta kriteria, jenis, 

besaran denda, dan 

tata cara pengenaan 

sanksi administratif 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(5) diatur dalam 

Peraturan 

Pemerintah.226 

 
32. Ketentuan Pasal 64 dihapus. 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 64 Pasal 64 Pasal 64 

Proses sertifikasi kelaikudaraan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 ayat (2), sertifikasi 
operator pesawat udara dan 
sertifikasi pengoperasian 
pesawat udara sebagaimana 

Dihapus. Dihapus. 

                                       
224 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 
Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 

91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) tentang Pengoperasian 
Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules) 
225 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
226 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
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dimaksud dalam Pasal 41 ayat 
(2), sertifikasi organisasi 
perawatan pesawat udara 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48, sertifikasi organisasi 
perawatan pesawat udara di 
luar negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49, dan 
lisensi personel pesawat 
udara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 58 ayat (1) 
dilaksanakan oleh lembaga 
penyelenggara pelayanan 
umum. 

 
33. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 66 Pasal 66 Pasal 66 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 
lembaga penyelenggara 
pelayanan umum, serta 
proses dan biaya sertifikasi 
diatur dalam Peraturan 
Menteri.227 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai proses dan 
biaya sertifikasi diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.228 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai proses dan 
biaya sertifikasi diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.229 

 
34. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 67 Pasal 67 Pasal 67 
(1) Setiap pesawat udara 

negara yang dibuat dan 
dioperasikan harus 
memenuhi standar 
rancang bangun, produksi, 
dan kelaikudaraan.  

(1) Setiap pesawat udara 
negara yang dibuat dan 
dioperasikan harus 
memenuhi standar 
rancang bangun, 
produksi, dan 
kelaikudaraan yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(1) Setiap pesawat udara 

negara yang dibuat 

dan dioperasikan 

harus memenuhi 

standar rancang 

bangun, produksi, dan 

kelaikudaraan yang 

ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat. 

(2) Pesawat udara negara (2) Pesawat udara negara (2) Pesawat udara negara 

                                       
227 Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 

Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety 
Regulations Part 91) tentang Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And 
Flight Rules) 
228 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
229 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
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sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib 
memiliki tanda identitas. 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib 
memiliki tanda identitas. 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) wajib memiliki 

tanda identitas. 

 
35. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 84 Pasal 84 Pasal 84 

Angkutan udara niaga dalam negeri 
hanya dapat dilakukan oleh 
badan usaha angkutan udara 
nasional yang telah mendapat 
izin usaha angkutan udara 
niaga. 

Angkutan udara niaga dalam negeri 
hanya dapat dilakukan oleh 
badan usaha angkutan udara 
nasional yang telah 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

Angkutan udara niaga 
dalam negeri hanya 
dapat dilakukan oleh 
badan usaha angkutan 
udara nasional yang 
telah memenuhi 
Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

 
36. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 85 Pasal 85 Pasal 85 
(1) Angkutan udara niaga 

berjadwal dalam negeri 
hanya dapat dilakukan 
oleh badan usaha 
angkutan udara nasional 
yang telah mendapat izin 
usaha angkutan udara 
niaga berjadwal. 

(1) Angkutan udara niaga 
berjadwal dalam negeri 
hanya dapat dilakukan 
oleh badan usaha 
angkutan udara nasional 
yang telah memenuhi 
Perizinan Berusaha 
terkait angkutan udara 
niaga berjadwal. 

(1) Angkutan udara niaga 

berjadwal dalam 

negeri hanya dapat 

dilakukan oleh badan 

usaha angkutan udara 

nasional yang telah 

memenuhi Perizinan 

Berusaha terkait 

angkutan udara niaga 

berjadwal. 

(2) Badan usaha angkutan 
udara niaga berjadwal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam 
keadaan tertentu dan 
bersifat sementara dapat 
melakukan kegiatan 
angkutan udara niaga 
tidak berjadwal setelah 
mendapat persetujuan 
dari Menteri.  

(2) Badan usaha angkutan 
udara niaga berjadwal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam 
keadaan tertentu dan 
bersifat sementara dapat 
melakukan kegiatan 
angkutan udara niaga 
tidak berjadwal setelah 
mendapat persetujuan 
dari Pemerintah Pusat. 

(2) Badan usaha angkutan 

udara niaga berjadwal 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) dalam keadaan 

tertentu dan bersifat 

sementara dapat 

melakukan kegiatan 

angkutan udara niaga 

tidak berjadwal 

setelah mendapat 
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persetujuan dari 

Pemerintah Pusat. 

(3) Kegiatan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal yang 
bersifat sementara 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat 
dilakukan atas inisiatif 
instansi Pemerintah 
dan/atau atas permintaan 
badan usaha angkutan 
udara niaga nasional. 

(3) Kegiatan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal 
yang bersifat sementara 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat 
dilakukan atas inisiatif 
instansi Pemerintah 
dan/atau atas permintaan 
badan usaha angkutan 
udara niaga nasional.  

(3) Kegiatan angkutan 

udara niaga tidak 

berjadwal yang 

bersifat sementara 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(2) dapat dilakukan 

atas inisiatif instansi 

Pemerintah dan/atau 

atas permintaan badan 

usaha angkutan udara 

niaga nasional.  

(4) Kegiatan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal yang 
dilaksanakan oleh badan 
usaha angkutan udara 
niaga berjadwal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak 
menyebabkan 
terganggunya pelayanan 
pada rute yang menjadi 
tanggung jawabnya dan 
pada rute yang masih 
dilayani oleh badan usaha 
angkutan udara niaga 
berjadwal lainnya. 

(4) Kegiatan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal 
yang dilaksanakan oleh 
badan usaha angkutan 
udara niaga berjadwal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak 
menyebabkan 
terganggunya pelayanan 
pada rute yang menjadi 
tanggung jawabnya dan 
pada rute yang masih 
dilayani oleh badan usaha 
angkutan udara niaga 
berjadwal lainnya. 

(4) Kegiatan angkutan 

udara niaga tidak 

berjadwal yang 

dilaksanakan oleh 

badan usaha angkutan 

udara niaga berjadwal 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(2) tidak 

menyebabkan 

terganggunya 

pelayanan pada rute 

yang menjadi 

tanggung jawabnya 

dan pada rute yang 

masih dilayani oleh 

badan usaha angkutan 

udara niaga berjadwal 

lainnya. 

 
37. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 91 Pasal 91 Pasal 91 
(1) Angkutan udara niaga 

tidak berjadwal dalam 
negeri hanya dapat 
dilakukan oleh badan 

(1) Angkutan udara niaga 
tidak berjadwal dalam 
negeri hanya dapat 
dilakukan oleh badan 

(1) Angkutan Udara Niaga 

tidak berjadwal dalam 

negeri hanya dapat 
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usaha angkutan udara 
nasional yang telah 
mendapat izin usaha 
angkutan udara niaga 
tidak berjadwal. 

usaha angkutan udara 
nasional yang telah 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

dilakukan oleh Badan 

Usaha Angkutan Udara 

nasional yang telah 

memenuhi Perizinan 

Berusaha dari 

Pemerintah Pusat. 

(2) Angkutan udara niaga 
tidak berjadwal dalam 
negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan 
persetujuan terbang (flight 
approval).  

 

(2) Angkutan udara niaga 
tidak berjadwal dalam 
negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan 
berdasarkan persetujuan 
terbang (flight approual). 

(2) Angkutan Udara Niaga 

tidak berjadwal dalam 

negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan 

berdasarkan 

persetujuan terbang 

(flight approval). 

(3) Badan usaha angkutan 
udara niaga tidak 
berjadwal dalam negeri 
dalam keadaan tertentu 
dan bersifat sementara 
dapat melakukan kegiatan 
angkutan udara niaga 
berjadwal setelah 
mendapat persetujuan 
dari Pemerintah Pusat. 

(3) Badan usaha angkutan 
udara niaga tidak 
berjadwal dalam negeri 
dalam keadaan tertentu 
dan bersifat sementara 
dapat melakukan kegiatan 
angkutan udara niaga 
berjadwal setelah 
mendapat persetujuan 
dari Pemerintah Pusat. 

(3) Badan Usaha 

Angkutan Udara niaga 

tidak berjadwal dalam 

negeri dalam keadaan 

tertentu dan bersifat 

sementara dapat 

melakukan kegiatan 

Angkutan Udara Niaga 

berjadwal setelah 

mendapat persetujuan 

dari Pemerintah Pusat. 

(4) Kegiatan angkutan udara 
niaga berjadwal yang 
bersifat sementara 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat 
dilakukan atas inisiatif 
instansi Pemerintah, 
pemerintah daerah 
dan/atau badan usaha 
angkutan udara niaga 
nasional. 

(4) Kegiatan angkutan udara 
niaga berjadwal yang 
bersifat sementara 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat 
dilakukan atas inisiatif 
instansi Pemerintah, 
pemerintah daerah 
dan/atau badan usaha 
angkutan udara niaga 
nasional. 

(4) Kegiatan Angkutan 

Udara Niaga berjadwal 

yang bersifat 

sementara 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(3) dapat dilakukan 

atas inisiatif instansi 

pemerintah, 

Pemerintah Daerah, 

dan/atau Badan Usaha 

Angkutan Udara niaga 

nasional. 

(5) Kegiatan angkutan udara 
niaga berjadwal 
sebagaimana dimaksud 

(5) Kegiatan angkutan udara 
niaga berjadwal 
sebagaimana dimaksud 

(5) Kegiatan Angkutan 

Udara Niaga berjadwal 
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pada ayat (3) tidak 
menyebabkan 
terganggunya pelayanan 
angkutan udara pada rute 
yang masih dilayani oleh 
badan usaha angkutan 
udara niaga berjadwal 
lainnya. 

pada ayat (3) tidak 
menyebabkan 
terganggunya pelayanan 
angkutan udara pada rute 
yang masih dilayani oleh 
badan usaha angkutan 
udara niaga berjadwal 
lainnya. 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(3) tidak 

menyebabkan 

terganggunya 

pelayanan Angkutan 

Udara pada rute yang 

masih dilayani oleh 

Badan Usaha 

Angkutan Udara niaga 

berjadwal lainnya. 

 
38. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 93 Pasal 93 Pasal 93 
(1) Kegiatan angkutan udara 

niaga tidak berjadwal luar 
negeri yang dilakukan oleh 
badan usaha angkutan 
udara niaga nasional wajib 
mendapatkan persetujuan 
terbang dari Menteri 

(1) Kegiatan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal luar 
negeri yang dilakukan 
oleh badan usaha 
angkutan udara niaga 
nasional wajib 
mendapatkan persetujuan 
terbang dari Pemerintah 
Pusat. 

(1) Kegiatan angkutan 

udara niaga tidak 

berjadwal luar negeri 

yang dilakukan oleh 

badan usaha angkutan 

udara niaga nasional 

wajib mendapatkan 

persetujuan terbang 

dari Pemerintah Pusat. 

(2) Kegiatan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal luar 
negeri yang dilakukan oleh 
perusahaan angkutan 
udara niaga asing wajib 
mendapatkan persetujuan 
terbang dari Menteri 
setelah mendapat 
persetujuan dari menteri 
terkait. 

(2) Kegiatan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal luar 
negeri yang dilakukan 
oleh perusahaan 
angkutan udara niaga 
asing wajib mendapatkan 
persetujuan terbang dari 
Pemerintah Pusat. 

 

(2) Kegiatan Angkutan 

Udara Niaga tidak 

berjadwal luar negeri 

yang dilakukan oleh 

perusahaan Angkutan 

Udara Niaga asing 

wajib mendapatkan 

persetujuan terbang 

dari Pemerintah Pusat 

- 
(3) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 

- 
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dalam Peraturan 
Pemerintah.230 

 
39. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 94 Pasal 94 Pasal 94 
(1) Perusahaan angkutan 

udara niaga tidak 
berjadwal asing yang 
melayani rute ke 
Indonesia dilarang 
mengangkut penumpang 
dari wilayah Indonesia, 
kecuali penumpangnya 
sendiri yang diturunkan 
pada penerbangan 
sebelumnya (in-bound 
traffic). 

(1) Kegiatan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal 
oleh perusahaan 
angkutan udara asing 
yang melayani rute ke 
Indonesia dilarang 
mengangkut penumpang 
dari wilayah Indonesia, 
kecuali penumpang 
sendiri yang diturunkan 
pada penerbangan 
sebelumnya. 

(1) Kegiatan Angkutan 

Udara Niaga tidak 

berjadwal oleh 

perusahaan Angkutan 

Udara asing yang 

melayani rute ke 

Indonesia dilarang 

mengangkut 

penumpang dari 

wilayah Indonesia, 

kecuali penumpang 

sendiri yang 

diturunkan pada 

Penerbangan 

sebelumnya. 

(2) Perusahaan angkutan 
udara niaga tidak 
berjadwal asing yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenakan 
sanksi administratif 
berupa denda 
administratif. 

(2) Perusahaan angkutan 
udara niaga tidak 
berjadwal oleh 
perusahaan angkutan 
udara asing yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai 
sanksi administratif. 

(2) Kegiatan Angkutan 

Udara Niaga tidak 

berjadwal oleh 

perusahaan Angkutan 

Udara asing yang 

melanggar ketentuan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) dikenai sanksi 

administratif. 

(3) Prosedur dan tata cara 
pengenaan sanksi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah 
mengenai penerimaan 
negara bukan pajak. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 

(3) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai kriteria, 

jenis, besaran denda, 

dan tata cara 

pengenaan sanksi 

administratif 

                                       
230 Dilaksankaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
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dalam Peraturan 
Pemerintah.231 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(21 diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

 
40. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 95 Pasal 95 Pasal 95 
(1) Perusahaan angkutan 

udara niaga tidak 
berjadwal asing khusus 
pengangkut kargo yang 
melayani rute ke 
Indonesia dilarang 
mengangkut kargo dari 
wilayah Indonesia, kecuali 
dengan izin Menteri. 

(1) Perusahaan angkutan 
udara niaga tidak 
berjadwal asing khusus 
pengangkut kargo yang 
melayani rute ke 
Indonesia dilarang 
mengangkut kargo dari 
wilayah Indonesia, kecuali 
dengan persetujuan 
Pemerintah Pusat. 

(1) Perusahaan Angkutan 

Udara Niaga tidak 

berjadwal asing 

khusus pengangkut 

Kargo yang melayani 

rute ke Indonesia 

dilarang mengangkut 

Kargo dari wilayah 

Indonesia, kecuali 

dengan persetujuan 

Pemerintah Pusat. 

(2) Perusahaan angkutan 
udara niaga tidak 
berjadwal asing khusus 
pengangkut kargo yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenakan 
sanksi administratif 
berupa denda 
administratif. 

(2) Perusahaan angkutan 
udara niaga tidak 
berjadwal asing khusus 
pengangkut kargo yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai 
sanksi administratif. 

(2) Perusahaan Angkutan 

Udara Niaga tidak 

berjadwal asing 

khusus pengangkut 

Kargo yang melanggar 

ketentuan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) dikenai sanksi 

administratif. 

(3) Besaran denda 
administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah mengenai 
penerimaan negara bukan 
pajak. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.232 

(3) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai kriteria, 

jenis, besaran denda, 

dan tata cara 

pengenaan sanksi 

administratif 

sebagaimana 

                                       
231 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
232 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
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dimaksud pada ayat 

(2) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

 
41. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 96 Pasal 96 Pasal 96 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 
angkutan udara niaga, kerja 
sama angkutan udara dan 
prosedur pengenaan sanksi 
administratif diatur dengan 
Peraturan Menteri.233 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai angkutan 
udara niaga, kerja sama 
angkutan udara, dan 
sanksi administratif 
termasuk prosedur dan 
tata cara pengenaan, 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.234 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Angkutan 
Udara Niaga, kerja 
sama Angkutan Udara, 
dan sanksi 
administratif termasuk 
prosedur dan tata cara 
pengenaan, diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
42. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 97 Pasal 97 Pasal 97 
(1) Pelayanan yang diberikan 

badan usaha angkutan 
udara niaga berjadwal 
dalam menjalankan 
kegiatannya dapat 
dikelompokkan paling 
sedikit dalam: 
a. pelayanan dengan 

standar maksimum 
(full services);  

b. pelayanan dengan 
standar menengah 
(medium services); 
atau  

c. pelayanan dengan 
standar minimum (no 
frills). 

(1) Pelayanan yang diberikan 
badan usaha angkutan 
udara niaga berjadwal 
dalam menjalankan 
kegiatannya dapat 
dikelompokkan paling 
sedikit dalam: 

a. Pelayanan dengan 
standar 
maksimum;  

b. Pelayanan dengan 
standar 
menengah; atau 

c. Pelayanan dengan 
standar minimum. 

(1) Pelayanan yang 

diberikan Badan 

Usaha Angkutan Udara 

niaga berjadwal dalam 

menjalankan 

kegiatannya dapat 

dikelompokkan paling 

sedikit dalam:  

a. pelayanan dengan 

standar maksimum;  

b.  pelayanan dengan 

standar menengah; 

atau  

c. pelayanan dengan 

                                       
233 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 78 
Tahun 2017 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap 

Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan 
234 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
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standar minimum. 

(2) Pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf a adalah bentuk 
pelayanan maksimum 
yang diberikan kepada 
penumpang selama 
penerbangan sesuai 
dengan jenis kelas 
pelayanan penerbangan.  

(2) Badan usaha angkutan 
udara niaga berjadwal 
dalam menyediakan 
pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
harus memberitahukan 
kepada pengguna jasa 
tentang kondisi dan 
spesifikasi pelayanan 
yang disediakan. 

(2) Badan Usaha 

Angkutan Udara niaga 

berjadwal dalam 

menyediakan 

pelayanan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) harus 

memberitahukan 

kepada pengguna jasa 

tentang kondisi dan 

spesifikasi pelayanan 

yang disediakan.. 

(3) Pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf b adalah bentuk 
pelayanan sederhana yang 
diberikan kepada 
penumpang selama 
penerbangan. 

- - 

(4) Pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf c adalah bentuk 
pelayanan minimum yang 
diberikan kepada 
penumpang selama 
penerbangan. 

- - 

(5) Badan usaha angkutan 
udara niaga berjadwal 
dalam menetapkan kelas 
pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
harus memberitahukan 
kepada pengguna jasa 
tentang kondisi dan 
spesifikasi pelayanan yang 
disediakan. 

- - 

 
43. Pasal 99 dihapus 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 99 Pasal 99 Pasal 99 
(1) Badan usaha angkutan 

udara niaga berjadwal 
yang berbasis biaya 
operasi rendah 
sebagaimana dimaksud 

Dihapus. Dihapus. 
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dalam Pasal 98 harus 
mengajukan permohonan 
izin kepada Menteri.  

 
(2) Menteri menetapkan 

badan usaha angkutan 
udara niaga berjadwal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) setelah 
memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan.  

- -. 

(3) Terhadap badan usaha 
angkutan udara niaga 
berjadwal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
harus dilakukan evaluasi 
secara periodik. 

- - 

 
44. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 100 Pasal 100 Pasal 100 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelayanan badan usaha 
angkutan udara niaga 
berjadwal diatur dengan 
Peraturan Menteri.235 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelayanan 
badan usaha angkutan 
udara niaga berjadwal 
diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.236 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelayanan 
Badan Usaha Angkutan 
Udara niaga berjadwal 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
45. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 109 Pasal 109 Pasal 109 
(1) Untuk mendapatkan izin 

usaha angkutan udara 
niaga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
108, paling sedikit harus 
memenuhi persyaratan: 
a. akta pendirian badan 

usaha Indonesia yang 
usahanya bergerak di 
bidang angkutan 
udara niaga berjadwal 
atau angkutan udara 
niaga tidak berjadwal 
dan disahkan oleh 

Kegiatan angkutan 
udara niaga 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 108 
dilakukan oleh badan 
usaha di bidang 
angkutan udara niaga 
nasional setelah 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

Kegiatan Angkutan 
Udara Niaga 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 108 
dilakukan oleh badan 
usaha di bidang 
Angkutan Udara Niaga 
nasional setelah 
memenuhi Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

                                       
235  
236 Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 
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Menteri yang 
berwenang;  

b. nomor pokok wajib 
pajak (NPWP);  

c. surat keterangan 
domisili yang 
diterbitkan oleh 
instansi yang 
berwenang;  

d. surat persetujuan dari 
instansi yang 
bertanggung jawab di 
bidang penanaman 
modal apabila yang 
bersangkutan 
menggunakan fasilitas 
penanaman modal;  

e.  tanda bukti modal 
yang disetor;  

f.  garansi/jaminan 
bank; dan  

g. rencana bisnis untuk 
kurun waktu paling 
singkat 5 (lima) 
tahun. 

(2) Dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf d, dan huruf e 
diserahkan dalam bentuk 
salinan yang telah 
dilegalisasi oleh instansi 
yang mengeluarkan, dan 
dokumen aslinya 
ditunjukkan kepada 
Menteri. 

  

 
46. Pasal 110 dihapus 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 110 Pasal 110  Pasal 110  
(1) Rencana bisnis 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 109 ayat (1) 
huruf g paling sedikit 
memuat: 
a. jenis dan jumlah 

pesawat udara yang 
akan dioperasikan;  

b. rencana pusat 
kegiatan operasi 
penerbangan dan rute 
penerbangan bagi 

Dihapus. Dihapus. 
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badan usaha angkutan 
udara niaga 
berjadwal;  

c. rencana pusat 
kegiatan operasi 
penerbangan bagi 
badan usaha angkutan 
udara niaga tidak 
berjadwal;  

d. aspek pemasaran 
dalam bentuk potensi 
permintaan pasar 
angkutan udara;  

e. sumber daya manusia 
yang terdiri dari 
manajemen, teknisi, 
dan personel pesawat 
udara;  

f. kesiapan atau 
kelayakan operasi; 
dan  

g. analisis dan evaluasi 
aspek ekonomi dan 
keuangan. 

 
(2) Penentuan dan penetapan 

lokasi pusat kegiatan 
operasi penerbangan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 
dilakukan oleh Menteri 
paling sedikit dengan 
mempertimbangkan: 
a. rencana tata ruang 

nasional;  
b. pertumbuhan 

kegiatan ekonomi; 
dan  

c. keseimbangan 
jaringan dan rute 
penerbangan 
nasional. 

- -. 

 
47. Pasal 111 dihapus 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 111 Pasal 111  Pasal 111  
(1) Orang perseorangan dapat 

diangkat menjadi direksi 
badan usaha angkutan 
udara niaga, dengan 
memenuhi persyaratan: 

Dihapus. Dihapus. 
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a. memiliki kemampuan 
operasi dan 
manajerial 
pengelolaan usaha 
angkutan udara niaga;  

b.  telah dinyatakan lulus 
uji kepatutan dan uji 
kelayakan oleh 
Menteri;  

c. tidak pernah terlibat 
tindak pidana 
berdasarkan putusan 
pengadilan yang 
mempunyai kekuatan 
hukum tetap yang 
terkait dengan 
penyelenggaraan 
angkutan udara; dan  

d. pada saat memimpin 
badan usaha angkutan 
udara niaga, badan 
usahanya tidak 
pernah dinyatakan 
pailit sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan. 

 
(2) Persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 
tidak berlaku bagi direktur 
utama badan usaha 
angkutan udara niaga. 

- -. 

 
48. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 112 Pasal 112 Pasal 112 
(1) Izin usaha angkutan udara 

niaga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 109 
ayat (1) berlaku selama 
pemegang izin masih 
menjalankan kegiatan 
angkutan udara secara 
nyata dengan terus 
menerus mengoperasikan 
pesawat udara sesuai 
dengan izin yang 
diberikan.  

 

Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 109 
berlaku selama pemegang 
Perizinan Berusaha masih 
menjalankan kegiatan 
angkutan udara secara nyata 
dengan terus menerus 
mengoperasikan pesawat 
udara sesuai dengan 
Perizinan Berusaha yang 
diberikan. 

Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 109 
berlaku selama 
pemegangPerizinan 
Berusaha masih 
menjalankan kegiatan 
Angkutan Udara secara 
nyata dengan terus 
menerus 
mengoperasikan 
Pesawat Udara sesuai 
dengan Perizinan 
Berusaha yang 
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diberikan. 
(2) Izin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 
dievaluasi setiap tahun.  

- -. 

(3) Hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) digunakan 
sebagai pertimbangan 
untuk tetap diperbolehkan 
menjalankan kegiatan 
usahanya. 

- - 

 
49. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 113 Pasal 113 Pasal 113 
(1) Izin usaha angkutan udara 

niaga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 109 
ayat (1) dilarang 
dipindahtangankan 
kepada pihak lain sebelum 
melakukan kegiatan usaha 
angkutan udara secara 
nyata dengan 
mengoperasikan pesawat 
udara sesuai dengan izin 
usaha yang diberikan.  

(1) Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 109 dilarang 
dipindahtangankan 
kepada pihak lain 
sebelum melakukan 
kegiatan usaha angkutan 
udara secara nyata 
dengan mengoperasikan 
pesawat udara sesuai 
dengan Perizinan 
Berusaha yang diberikan.  

 

(1) Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 109 
dilarang 
dipindahtangankan 
kepada pihak lain 
sebelum melakukan 
kegiatan usaha 
Angkutan Udara secara 
nyata dengan 
mengoperasikan 
Pesawat Udara sesuai 
dengan Perizinan 
Berusaha yang 
diberikan. 

(2) Pemindahtanganan izin 
usaha angkutan udara 
niaga hanya dapat 
dilakukan setelah 
pemegang izin usaha 
beroperasi dan 
mendapatkan persetujuan 
Menteri.  

(2) Pemegang Perizinan 
Berusaha yang melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi 
administratif berupa 
pencabutan Perizinan 
Berusaha. 

(2) Pemegang Perizinan 
Berusaha yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai 
sanksi administratif 
berupa pencabutan 
Perizinan Berusaha. 

(3) Pemegang Izin usaha 
angkutan udara niaga yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenakan 
sanksi administratif 
berupa pencabutan izin. 

- - 

 
50. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 114 Pasal 114 Pasal 114 

Ketentuan lebih lanjut Ketentuan lebih lanjut Ketentuan lebih lanjut 
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mengenai persyaratan, tata 
cara, dan prosedur 
memperoleh izin usaha 
angkutan udara niaga dan 
pengangkatan direksi 
perusahaan angkutan udara 
niaga diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

mengenai persyaratan, tata 
cara, dan prosedur 
memperoleh Perizinan 
Berusaha terkait angkutan 
udara niaga diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.237 

mengenai persyaratan, tata 
cara, dan prosedur 
memperoleh Perizinan 
Berusaha terkait Angkutan 
Udara Niaga diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
51. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 118 Pasal 118 Pasal 118 
(1) Pemegang izin usaha 

angkutan udara niaga 
wajib: 
a. melakukan kegiatan 

angkutan udara 
secara nyata paling 
lambat 12 (dua belas) 
bulan sejak izin 
diterbitkan dengan 
mengoperasikan 
minimal jumlah 
pesawat udara yang 
dimiliki dan dikuasai 
sesuai dengan lingkup 
usaha atau 
kegiatannya;  

b. memiliki dan 
menguasai pesawat 
udara dengan jumlah 
tertentu;  

c. mematuhi ketentuan 
wajib angkut, 
penerbangan sipil, 
dan ketentuan lain 
sesuai dengan 
peraturan 
perundang–
undangan;  

d. menutup asuransi 
tanggung jawab 
pengangkut dengan 
nilai pertanggungan 
sebesar santunan 
penumpang angkutan 
udara niaga yang 
dibuktikan dengan 
perjanjian penutupan 

(1) Pemegang Perizinan 
Berusaha angkutan udara 
niaga wajib: 
a. melakukan kegiatan 

angkutan udara 
secara nyata paling 
lambat 12 (dua belas) 
bulan sejak Perizinan 
Berusaha diterbitkan 
dengan 
mengoperasikan 
minimal jumlah 
pesawat udara yang 
dimiliki dan dikuasai 
sesuai dengan 
lingkup usaha atau 
kegiatannya;  

b. memiliki dan 
menguasai pesawat 
udara dengan jumlah 
tertentu;  

c. mematuhi ketentuan 
wajib angkut, 
penerbangan sipil, 
dan ketentuan lain 
sesuai dengan 
peraturan 
perundang-
undangan;  

d. menutup asuransi 
tanggung jawab 
pengangkut dengan 
nilai pertanggungan 
sebesar santunan 
penumpang angkutan 
udara niaga yang 
dibuktikan dengan 

(1) Pemegang Perizinan 
Berusaha angkutan 
udara niaga wajib: 
a. melakukan kegiatan 

angkutan udara 
secara nyata paling 
lambat 12 (dua belas) 
bulan sejak Perizinan 
Berusaha diterbitkan 
dengan 
mengoperasikan 
minimal jumlah 
pesawat udara yang 
dimiliki dan dikuasai 
sesuai dengan lingkup 
usaha atau 
kegiatannya;  

b. memiliki dan 
menguasai pesawat 
udara dengan jumlah 
tertentu;  

c. mematuhi ketentuan 
wajib angkut, 
penerbangan sipil, 
dan ketentuan lain 
sesuai dengan 
peraturan 
perundang-
undangan;  

d. menutup asuransi 
tanggung jawab 
pengangkut dengan 
nilai pertanggungan 
sebesar santunan 
penumpang angkutan 
udara niaga yang 
dibuktikan dengan 

                                       
237 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Penerbangan 
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asuransi;  
e. melayani calon 

penumpang secara 
adil tanpa 
diskriminasi atas 
dasar suku, agama, 
ras, antargolongan, 
serta strata ekonomi 
dan sosial;  

f. menyerahkan laporan 
kegiatan angkutan 
udara, termasuk 
keterlambatan dan 
pembatalan 
penerbangan, setiap 
bulan paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya 
kepada Menteri;  

g.  menyerahkan laporan 
kinerja keuangan 
yang telah diaudit 
oleh kantor akuntan 
publik terdaftar yang 
sekurang-kurangnya 
memuat neraca, 
laporan rugi laba, 
arus kas, dan rincian 
biaya, setiap tahun 
paling lambat akhir 
bulan April tahun 
berikutnya kepada 
Menteri;  

h. melaporkan apabila 
terjadi perubahan 
penanggung jawab 
atau pemilik badan 
usaha angkutan udara 
niaga, domisili badan 
usaha angkutan udara 
niaga dan pemilikan 
pesawat udara 
kepada Menteri; dan  

i. memenuhi standar 
pelayanan yang 
ditetapkan. 

perjanjian penutupan 
asuransi;  

e.  melayani calon 
penumpang secara 
adil tanpa 
diskriminasi atas 
dasar suku, agarna, 
ras, antargolongan, 
serta strata ekonomi 
dan sosial;  

f.  menyerahkan laporan 
kegiatan angkutan 
udara, termasuk 
keterlambatan dan 
pembatalan 
penerbangan setiap 
jangka waktu 
tertentu kepada 
Pemerintah Pusat;  

g.  menyerahkan laporan 
kinerja keuangan 
yang telah diaudit 
oleh kantor akuntan 
publik terdaftar yang 
sekurang-kurangnya 
memuat neraca, 
laporan rugi laba, 
arus kas, dan 
perincian biaya, 
setiap tahun paling 
lambat akhir bulan 
April tahun 
berikutnya kepada 
Pemerintah Pusat;  

h. melaporkan apabila 
terjadi perubahan 
penanggung jawab 
atau pemilik badan 
usaha angkutan 
udara niaga, domisili 
badan usaha 
angkutan udara 
niaga, dan pemilikan 
pesawat udara 
kepada Pemerintah 
Pusat; dan 

i. memenuhi standar 
pelayanan yang 
ditetapkan. 

perjanjian penutupan 
asuransi;  

e.  melayani calon 
penumpang secara 
adil tanpa 
diskriminasi atas 
dasar suku, agarna, 
ras, antargolongan, 
serta strata ekonomi 
dan sosial;  

f.  menyerahkan laporan 
kegiatan angkutan 
udara, termasuk 
keterlambatan dan 
pembatalan 
penerbangan setiap 
jangka waktu 
tertentu kepada 
Pemerintah Pusat;  

g.  menyerahkan laporan 
kinerja keuangan 
yang telah diaudit 
oleh kantor akuntan 
publik terdaftar yang 
sekurang-kurangnya 
memuat neraca, 
laporan rugi laba, 
arus kas, dan 
perincian biaya, 
setiap tahun paling 
lambat akhir bulan 
April tahun 
berikutnya kepada 
Pemerintah Pusat;  

h. melaporkan apabila 
terjadi perubahan 
penanggung jawab 
atau pemilik badan 
usaha angkutan 
udara niaga, domisili 
badan usaha 
angkutan udara 
niaga, dan pemilikan 
pesawat udara 
kepada Pemerintah 
Pusat; dan 

i. memenuhi standar 
pelayanan yang 
ditetapkan. 

(2) Pesawat udara dengan 
jumlah tertentu 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, 
untuk: 

(2) Pemegang izin kegiatan 
angkutan udara bukan 
niaga yang dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat, 
pemerintah daerah, badan 

(2) Pemegang izin kegiatan 
angkutan udara bukan 
niaga yang dilakukan 
oleh Pemerintah Pusat, 
pemerintah daerah, 
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a. angkutan udara niaga 
berjadwal memiliki 
paling sedikit 5 (lima) 
unit pesawat udara 
dan menguasai paling 
sedikit 5 (lima) unit 
pesawat udara 
dengan jenis yang 
mendukung 
kelangsungan usaha 
sesuai dengan rute 
yang dilayani;  

b.  angkutan udara niaga 
tidak berjadwal 
memiliki paling 
sedikit 1 (satu) unit 
pesawat udara dan 
menguasai paling 
sedikit 2 (dua) unit 
pesawat udara 
dengan jenis yang 
mendukung 
kelangsungan usaha 
sesuai dengan daerah 
operasi yang dilayani; 
dan  

c. angkutan udara niaga 
khusus mengangkut 
kargo memiliki paling 
sedikit 1 (satu) unit 
pesawat udara dan 
menguasai paling 
sedikit 2 (dua) unit 
pesawat udara 
dengan jenis yang 
mendukung 
kelangsungan usaha 
sesuai dengan rute 
atau daerah operasi 
yang dilayani. 

usaha, dan lembaga 
tertentu wajib: 

a. mengoperasikan 
pesawat udara 
paling lambat 12 
(dua belas) bulan 
setelah izin kegiatan 
diterbitkan;  

b. mematuhi 
peraturan 
perundang-
undangan di bidang 
penerbangan sipil 
dan peraturan 
perundang-
undangan lain yang 
berlaku;  

c. menyerahkan 
laporan kegiatan 
angkutan udara 
setiap bulan paling 
lambat tanggal 10 
(sepuluh) bulan 
berikutnya kepada 
Pemerintah Pusat; 
dan  

d. melaporkan apabila 
terjadi perubahan 
penanggung jawab, 
kepemilikan 
pesawat udara, 
dan/atau domisili 
kantor pusat 
kegiatan kepada 
Pemerintah Pusat. 

badan usaha, dan 
lembaga tertentu wajib: 

a. mengoperasikan 
pesawat udara 
paling lambat 12 
(dua belas) bulan 
setelah izin kegiatan 
diterbitkan;  

b. mematuhi 
peraturan 
perundang-
undangan di bidang 
penerbangan sipil 
dan peraturan 
perundang-
undangan lain yang 
berlaku;  

c. menyerahkan 
laporan kegiatan 
angkutan udara 
setiap bulan paling 
lambat tanggal 10 
(sepuluh) bulan 
berikutnya kepada 
Pemerintah Pusat; 
dan  

d. melaporkan apabila 
terjadi perubahan 
penanggung jawab, 
kepemilikan 
pesawat udara, 
dan/atau domisili 
kantor pusat 
kegiatan kepada 
Pemerintah Pusat. 

(3) Pemegang izin kegiatan 
angkutan udara bukan 
niaga yang dilakukan oleh 
Pemerintah, pemerintah 
daerah, badan usaha, dan 
lembaga tertentu 
diwajibkan: 
a. mengoperasikan 

pesawat udara paling 
lambat 12 (dua belas) 
bulan setelah izin 
kegiatan diterbitkan;  

b. mematuhi peraturan 
perundang-undangan 

(3) Pemegang izin kegiatan 
angkutan udara bukan 
niaga yang dilakukan oleh 
orang perseorangan 
wajib: 

a. mengoperasikan 
pesawat udara 
paling lambat 12 
(dua belas) bulan 
setelah izin 
diterbitkan;  

b. mematuhi 
peraturan 
perundang-

(3) Pemegang izin kegiatan 
angkutan udara bukan 
niaga yang dilakukan 
oleh orang perseorangan 
wajib: 

e. mengoperasikan 
pesawat udara 
paling lambat 12 
(dua belas) bulan 
setelah izin 
diterbitkan;  

f. mematuhi peraturan 
perundang-
undangan di bidang 
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di bidang 
penerbangan sipil dan 
peraturan perundang-
undangan lain yang 
berlaku;  

c. menyerahkan laporan 
kegiatan angkutan 
udara setiap bulan 
paling lambat tanggal 
10 (sepuluh) bulan 
berikutnya kepada 
Menteri; dan  

d. melaporkan apabila 
terjadi perubahan 
penanggung jawab, 
kepemilikan pesawat 
udara, dan/atau 
domisili kantor pusat 
kegiatan kepada 
Menteri. 

undangan di bidang 
penerbangan sipil 
dan peraturan 
perundang-
undangan lain;  

c. menyerahkan 
laporan kegiatan 
angkutan udara 
setiap bulan paling 
lambat tanggal 10 
(sepuluh) bulan 
berikutnya kepada 
Pemerintah Pusat; 
dan  

d. melaporkan apabila 
terjadi perubahan 
penanggung jawab, 
kepemilikan 
pesawat udara, 
dan/atau domisili 
pemegang izin 
kepada Pemerintah 
Pusat. 

penerbangan sipil 
dan peraturan 
perundang-
undangan lain;  

g. menyerahkan 
laporan kegiatan 
angkutan udara 
setiap bulan paling 
lambat tanggal 10 
(sepuluh) bulan 
berikutnya kepada 
Pemerintah Pusat; 
dan  

h. melaporkan apabila 
terjadi perubahan 
penanggung jawab, 
kepemilikan 
pesawat udara, 
dan/atau domisili 
pemegang izin 
kepada Pemerintah 
Pusat. 

(4) Pemegang izin kegiatan 
angkutan udara bukan 
niaga yang dilakukan oleh 
orang perseorangan 
diwajibkan: 
a. mengoperasikan 

pesawat udara paling 
lambat 12 (dua belas) 
bulan setelah izin 
kegiatan diterbitkan;  

b.  mematuhi peraturan 
perundang-undangan 
di bidang 
penerbangan sipil dan 
peraturan perundang-
undangan lain;  

c. menyerahkan laporan 
kegiatan angkutan 
udara setiap bulan 
paling lambat tanggal 
10 (sepuluh) bulan 
berikutnya kepada 
Menteri; dan  

d. melaporkan apabila 
terjadi perubahan 
penanggung jawab, 
kepemilikan pesawat 
udara, dan/atau 
domisili pemegang 
izin kegiatan kepada 
Menteri. 

- - 
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52. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 119 Pasal 119 Pasal 119 
(1) Pemegang izin usaha 

angkutan udara niaga dan 
pemegang izin kegiatan 
angkutan udara bukan 
niaga yang tidak 
melakukan kegiatan 
angkutan udara secara 
nyata dengan 
mengoperasikan pesawat 
udara selama 12 (dua 
belas) bulan berturut-
turut sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 118 
ayat (1) huruf a, ayat (3) 
huruf a, dan ayat (4) huruf 
a, izin usaha angkutan 
udara niaga atau izin 
kegiatan angkutan udara 
bukan niaga yang 
diterbitkan tidak berlaku 
dengan sendirinya.  

(1) Dalam hal Pemegang 
Perizinan Berusaha 
angkutan udara niaga dan 
pemegang izin kegiatan 
angkutan udara bukan 
niaga tidak melakukan 
kegiatan angkutan udara 
secara nyata dengan 
mengoperasikan pesawat 
udara selama 12 (dua 
belas) bulan berturut-
turut sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
118 ayat (1) huruf a, ayat 
(2) huruf a dan ayat (3) 
huruf a, Perizinan 
Berusaha angkutan udara 
niaga atau izin kegiatan 
angkutan udara bukan 
niaga yang diterbitkan 
tidak berlaku dengan 
sendirinya. 

(1) Dalam hal pemegang 
Perizinan Berusaha 
Angkutan Udara Niaga 
dan pemegang izin 
kegiatan Angkutan Udara 
Bukan Niaga tidak 
melakukan kegiatan 
Angkutan Udara secara 
nyata dengan 
mengoperasikan Pesawat 
Udara selama 12 (dua 
belas) bulan berturut-
turut sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
118 ayat (1) huruf a, 
ayat(21 huruf a dan ayat 
(3) huruf a, Perizinan 
Berusaha Angkutan Udara 
Niaga atau izin kegiatan 
Angkutan Udara Bukan 
Niaga yang diterbitkan 
tidak berlaku dengan 
sendirinya. 

 
(2) Pemegang izin usaha 

angkutan udara niaga 
yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 118 ayat (1) 
huruf c dikenakan sanksi 
administratif berupa 
peringatan dan/atau 
pencabutan izin serta 
denda. 

(2) Pemegang Perizinan 
Berusaha angkutan udara 
niaga yang melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
118 ayat (1) huruf c 
dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Pemegang Perizinan 
Berusaha Angkutan Udara 
Niaga dan pemegang izin 
kegiatan Angkutan Udara 
Bukan Niaga yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 118 dikenai 
sanksi administratif. 

(3) Pemegang izin usaha 
angkutan udara niaga dan 
pemegang izin kegiatan 
angkutan udara bukan 
niaga yang melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 118 
ayat (1) huruf d dikenakan 
sanksi administratif 
berupa peringatan 
dan/atau pencabutan izin 

(3) Pemegang Perizinan 
Bemsaha angkutan udara 
niaga dan pemegang izin 
kegiatan angkutan udara 
bukan niaga yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 118 dikenai 
sanksi administratif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21 diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(4) Pemegang izin kegiatan 
angkutan udara bukan 
niaga yang melanggar 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 

- 
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ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 118 
ayat (3) huruf b dan ayat 
(4) huruf b dikenakan 
sanksi administratif 
berupa peringatan 
dan/atau pencabutan izin 
serta denda. 

cara pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
53. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 120 Pasal 120 Pasal 120 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kewajiban 
pemegang izin angkutan 
udara, persyaratan, tata cara, 
dan prosedur pengenaan 
sanksi diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kewajiban 
pemegang Perizinan 
Berusaha, persyaratan, dan 
sanksi administratif termasuk 
prosedur dan tata cara 
pengenaan sanksi diatur, 
dalam Peraturan 
Pemerintah.238 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kewajiban 
pemegang Perizinan 
Berusaha, persyaratan, dan 
sanksi administratif termasuk 
prosedur dan tata cara 
pengenaan sanksi diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

 
54. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 130 Pasal 130 Pasal 130 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kewajiban 
pemegang izin angkutan 
udara, persyaratan, tata cara, 
dan prosedur pengenaan 
sanksi diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kewajiban 
pemegang Perizinan 
Berusaha, persyaratan, 
dan sanksi administratif 
termasuk prosedur dan 
tata cara pengenaan 
sanksi diatur, dalam 
Peraturan Pemerintah.239 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kewajiban 
pemegang Perizinan 
Berusaha, persyaratan, 
dan sanksi administratif 
termasuk prosedur dan 
tata cara pengenaan 
sanksi diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
55. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 131 Pasal 131 Pasal 131 
(1) Untuk menunjang kegiatan 

angkutan udara niaga, 
dapat dilaksanakan 
kegiatan usaha penunjang 
angkutan udara.  

Dihapus. Dihapus. 

                                       
238 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Penerbangan 
239 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Penerbangan 
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(2) Kegiatan usaha penunjang 
angkutan udara 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
mendapat izin dari 
Menteri. 

- - 

 
56. Pasal 132 dihapus 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 132 Pasal 132 Pasal 132 

Untuk mendapatkan izin 
usaha penunjang angkutan 
udara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 131 ayat (2) 
wajib memenuhi persyaratan 
memiliki:  

a.  akta pendirian badan 
usaha yang telah 
disahkan oleh menteri 
yang berwenang dan 
salah satu usahanya 
bergerak di bidang 
penunjang angkutan 
udara;  

b. nomor pokok wajib 
pajak (NPWP);  

c. surat keterangan 
domisili yang 
diterbitkan oleh 
instansi yang 
berwenang;  

d. surat persetujuan dari 
badan koordinasi 
penanaman modal 
atau badan koordinasi 
penanaman modal 
daerah apabila 
menggunakan fasilitas 
penanaman modal;  

e.  tanda bukti modal 
yang disetor;  

f. garansi/jaminan bank; 
serta  

g. kelayakan teknis dan 
operasi. 

Dihapus. Dihapus. 

 
57. Pasal 133 dihapus 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
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Pasal 133 Pasal 133 Pasal 133 
Untuk mendapatkan izin 
usaha penunjang angkutan 
udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 131 
ayat (2) wajib memenuhi 
persyaratan memiliki:  
a.  akta pendirian badan 

usaha yang telah 
disahkan oleh menteri 
yang berwenang dan 
salah satu usahanya 
bergerak di bidang 
penunjang angkutan 
udara;  

b. nomor pokok wajib 
pajak (NPWP);  

c. surat keterangan 
domisili yang 
diterbitkan oleh 
instansi yang 
berwenang;  

d. surat persetujuan dari 
badan koordinasi 
penanaman modal atau 
badan koordinasi 
penanaman modal 
daerah apabila 
menggunakan fasilitas 
penanaman modal;  

e.  tanda bukti modal yang 
disetor;  

f. garansi/jaminan bank; 
serta  

g. kelayakan teknis dan 
operasi. 

Dihapus. Dihapus. 

 
58. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 137 Pasal 137 Pasal 137 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai prosedur dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 136 
ayat (5) diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 136 
ayat (5) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.240 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 136 
ayat (5) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 

                                       
240 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Penerbangan 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      540

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

59. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 138 Pasal 138 Pasal 138 

(1) Pemilik, agen ekspedisi 
muatan pesawat udara, 
atau pengirim yang 
menyerahkan barang 
khusus dan/atau 
berbahaya wajib 
menyampaikan 
pemberitahuan kepada 
pengelola pergudangan 
dan/atau badan usaha 
angkutan udara sebelum 
dimuat ke dalam pesawat 
udara.  

  

(1) Pemilik, agen ekspedisi 

muatan pesawat udara, 

atau pengirim yang 

menyerahkan barang 

khusus dan/atau 

berbahaya wajib 

menyampaikan 

pemberitahuan kepada 

pengelola pergudangan 

dan/atau badan usaha 

angkutan udara sebelum 

dimuat ke dalam 

pesawat udara. 

(1) Pemilik, agen ekspedisi 

muatan Pesawat Udara, 

atau pengirim yang 

menyerahkan barang 

khusus dan/atau 

berbahaya wajib 

menyampaikan 

pemberitahuan kepada 

pengelola pergudangan 

dan/atau Badan Usaha 

Angkutan Udara 

sebelum dimuat ke 

dalam Pesawat Udara. 

(2) Badan usaha bandar 
udara, unit penyelenggara 
bandar udara, badan 
usaha pergudangan, atau 
badan usaha angkutan 
udara niaga yang 
melakukan kegiatan 
pengangkutan barang 
khusus dan/atau barang 
berbahaya wajib 
menyediakan tempat 
penyimpanan atau 
penumpukan serta 
bertanggung jawab 
terhadap penyusunan 
sistem dan prosedur 
penanganan barang 
khusus dan/atau 
berbahaya selama barang 
tersebut belum dimuat ke 
dalam pesawat udara. 

(2) Badan usaha bandar 

udara, unit 

penyelenggara bandar 

udara, badan usaha 

pergudangan, atau badan 

usaha angkutan udara 

niaga yang melakukan 

kegiatan pengangkutan 

barang khusus danf atau 

barang berbahaya wajib 

menyediakan tempat 

penyimpanan atau 

penumpukan serta 

bertanggung jawab 

terhadap penyusunan 

sistem dan prosedur 

penanganan barang 

khusus dan/atau 

berbahaya selama 

barang tersebut belum 

dimuat ke dalam 

pesawat udara 

(2) Badan Usaha Bandar 

Udara, Unit 

Penyelenggara Bandar 

Udara, badan usaha 

pergudangan, atau 

Badan Usaha Angkutan 

Udara niaga yang 

melakukan kegiatan 

pengangkutan barang 

khusus dan/atau barang 

berbahaya wajib 

menyediakan tempat 

penyimpanan atau 

penumpukan serta 

bertanggung jawab 

terhadap pen5rusunan 

sistem dan prosedur 

penanganan barang 

khusus dan/atau 

berbahaya selama 

barang tersebut belum 

dimuat ke dalam 

Pesawat Udara. 

(3) Pemilik, agen ekspedisi 
muatan pesawat udara, 
atau pengirim, badan 
usaha bandar udara, unit 
penyelenggara bandar 
udara, badan usaha 

(3) Pemilik, agen ekspedisi 

muatan pesawat udara, 

atau pengirim, badan 

usaha bandar udara, unit 

penyelenggara bandar 

(3) Pemilik, agen ekspedisi 

muatan Pesawat Udara, 

pengirim, Badan Usaha 

Bandar Udara, Unit 

Penyelenggara Bandar 
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pergudangan, atau badan 
usaha angkutan udara 
niaga yang melanggar 
ketentuan pengangkutan 
barang berbahaya 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
dikenakan sanksi 
administratif berupa 
peringatan dan/atau 
pencabutan izin. 

udara, badan usaha 

pergudangan, atau badan 

usaha angkutan udara 

niaga yang melanggar 

ketentuan pengangkutan 

barang berbahaya 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat 

(2) dikenai sanksi 

administratif. 

Udara, badan usaha 

pergudangan, atau 

Badan Usaha Angkutan 

Udara niaga yang 

melanggar ketentuan 

pengangkutan barang 

berbahaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dikenai 

sanksi administratif. 

- 
- (4) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai kriteria, jenis, 

besaran denda, dan tata 

cara pengenaan sanksi 

administratif 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diatur 

dalam Peraturan 

Pemerintah. 

 
60. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 139 Pasal 139 Pasal 139 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara prosedur 
pengangkutan barang khusus 
dan barang berbahaya serta 
pengenaan sanksi 
administratif diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengangkutan 
barang khusus dan barang 
berbahaya serta kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.241 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengangkutan 
barang khusus dan barang 
berbahaya serta kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
61. Ketentuan Pasal 205 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 205 Pasal 205 Pasal 205 
(1) Daerah lingkungan 

kepentingan bandar udara 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 202 huruf g 
merupakan daerah di luar 
lingkungan kerja bandar 
udara yang digunakan 
untuk menjamin 

(1) Daerah lingkungan 

kepentingan bandar 

udara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 

202 huruf g merupakan 

daerah di luar 

lingkungan kerja bandar 

(5) Pemilik, agen ekspedisi 

muatan Pesawat Udara, 

atau pengirim yang 

menyerahkan barang 

khusus dan/atau 

berbahaya wajib 

menyampaikan 

                                       
241 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Penerbangan 
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keselamatan dan 
keamanan penerbangan, 
serta kelancaran 
aksesibilitas penumpang 
dan kargo.  

  

udara yang digunakan 

untuk menjamin 

keselamatan dan 

keamanan penerbangan 

serta kelancaran 

aksesibilitas penumpang 

dan kargo.. 

pemberitahuan kepada 

pengelola pergudangan 

dan/atau Badan Usaha 

Angkutan Udara 

sebelum dimuat ke 

dalam Pesawat Udara. 

(2) Pemanfaatan daerah 
lingkungan kepentingan 
bandar udara harus 
mendapatkan persetujuan 
dari Menteri. 

(2) Pemanfaatan daerah 

lingkungan kepentingan 

bandar udara harus 

mendapatkan 

persetujuan dari 

Pemerintah Pusat 

(6) Badan Usaha Bandar 

Udara, Unit 

Penyelenggara Bandar 

Udara, badan usaha 

pergudangan, atau 

Badan Usaha Angkutan 

Udara niaga yang 

melakukan kegiatan 

pengangkutan barang 

khusus dan/atau barang 

berbahaya wajib 

menyediakan tempat 

penyimpanan atau 

penumpukan serta 

bertanggung jawab 

terhadap pen5rusunan 

sistem dan prosedur 

penanganan barang 

khusus dan/atau 

berbahaya selama 

barang tersebut belum 

dimuat ke dalam 

Pesawat Udara. 

 
62. Pasal 215 dihapus 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 215 Pasal 215 Pasal 215 
(1) Izin mendirikan bangunan 

bandar udara ditetapkan 
oleh Pemerintah setelah 
berkoordinasi dengan 
pemerintah daerah. 

 

Dihapus. Dihapus. 

(2) Izin mendirikan bangunan 
bandar udara 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diterbitkan 
setelah memenuhi 
persyaratan: 

- - 
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a. bukti kepemilikan 
dan/atau penguasaan 
lahan;  

b. rekomendasi yang 
diberikan oleh 
instansi terkait 
terhadap utilitas dan 
aksesibilitas dalam 
penyelenggaraan 
bandar udara;  

c. bukti penetapan lokasi 
bandar udara;  

d. rancangan teknik 
terinci fasilitas pokok 
bandar udara; dan  

e. kelestarian 
lingkungan. 

 
 

63. Ketentuan Pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 218 Pasal 218 Pasal 218 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai keselamatan dan 
keamanan penerbangan, 
pelayanan jasa bandar udara, 
serta tata cara dan prosedur 
untuk memperoleh sertifikat 
bandar udara atau register 
bandar udara dan pengenaan 
sanksi administratif diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai keselamatan dan 
keamanan penerbangan, 
pelayanan jasa bandar udara, 
serta tata cara dan prosedur 
untuk memperoleh sertifikat 
bandar udara atau register 
bandar udara dan kriteria, 
jenis, besaran denda, serta 
tata cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.242 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai keselamatan dan 
keamanan Penerbangan, 
pelayanan jasa Bandar Udara, 
serta tata cara dan prosedur 
untuk memperoleh sertifikat 
Bandar Udara atau register 
Bandar Udara dan kriteria, 
jenis, besaran denda, serta 
tata cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
64. Ketentuan Pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 219 Pasal 219 Pasal 219 
(1) Setiap badan usaha 

bandar udara atau unit 
penyelenggara bandar 
udara wajib menyediakan 
fasilitas bandar udara 
yang memenuhi 
persyaratan keselamatan 
dan keamanan 
penerbangan, serta 

(1) Setiap badan usaha 

bandar udara atau unit 

penyelenggara bandar 

udara wajib 

menyediakan fasilitas 

bandar udara yang 

memenuhi persyaratan 

keselamatan dan 

(1) Setiap Badan Usaha Bandar 

Udara atau Unit 

Penyelenggara Bandar 

Udara wajib menyediakan 

fasilitas Bandar Udara yang 

memenuhi persyaratan 

keselamatan dan 

keamanan Penerbangan 

                                       
242 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Penerbangan 
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pelayanan jasa bandar 
udara sesuai dengan 
standar pelayanan yang 
ditetapkan.  
  

keamanan penerbangan 

serta pelayanan jasa 

bandar udara sesuai 

dengan standar 

pelayanan yang 

ditetapkan. 

serta pelayanan jasa 

Bandar Udara sesuai 

dengan standar pelayanan 

yang ditetapkan. 

(2) Setiap fasilitas bandar 
udara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberi sertifikat kelaikan 
oleh Menteri. 

(2) Setiap badan usaha 

bandar udara atau unit 

penyelenggara bandar 

udara yang melanggar 

ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

dikenai sanksi 

administratif. 

(2) Setiap Badan Usaha Bandar 

Udara atau Unit 

Penyelenggara Bandar 

Udara yang melanggar 

ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

dikenai sanksi 

administratif. 

(3) Untuk mempertahankan 
kesiapan fasilitas bandar 
udara, badan usaha 
bandar udara, atau unit 
penyelenggara bandar 
udara wajib melakukan 
perawatan dalam jangka 
waktu tertentu dengan 
cara pengecekan, tes, 
verifikasi, dan/atau 
kalibrasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai kriteria, jenis, 

besaran denda, dan tata 

cara pengenaan sanksi 

administratif 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur 

dalam Peraturan 

Pemerintah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai kriteria, jenis, 

besaran denda, dan tata 

cara pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

(4) Untuk menjaga dan 
meningkatkan kinerja 
fasilitas, prosedur, dan 
personel, badan usaha 
bandar udara atau unit 
penyelenggara bandar 
udara wajib melakukan 
pelatihan penanggulangan 
keadaan darurat secara 
berkala. 

- - 

(5) Setiap orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (3), 
dan ayat (4) dikenakan 
sanksi administratif 
berupa: 
a. peringatan;  
b. pembekuan sertifikat; 

dan/atau  
c. pencabutan sertifikat. 

- - 

 
65. Ketentuan Pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 221 Pasal 221 Pasal 221 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengoperasian 
fasilitas bandar udara serta 
tata cara dan prosedur 
pengenaan sanksi 
administratif diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengoperasian 
fasilitas bandar udara 
serta kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.243 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengoperasian 
fasilitas Bandar Udara 
serta kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
66. Ketentuan Pasal 222 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 222 Pasal 222 Pasal 222 
(1) Setiap personel bandar 

udara wajib memiliki 
lisensi atau sertifikat 
kompetensi  

(1) Setiap personel bandar 

udara wajib memiliki 

lisensi atau sertifikat 

kompetensi. 

(1) Setiap personel Bandar 

Udara wajib memiliki 

Lisensi atau Sertifikat 

Kompetensi. 

(2) Personel bandar udara 
yang terkait langsung 
dengan pelaksanaan 
pengoperasian dan/atau 
pemeliharaan fasilitas 
bandar udara wajib 
memiliki lisensi yang sah 
dan masih berlaku.  

 

(2) Sertifikat kompetensi 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diperoleh 

melalui pendidikan 

dan/atau pelatihan yang 

diselenggarakan lembaga 

yang telah diakreditasi 

oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Sertifikat kompetensi 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diperoleh 

melalui pendidikan 

dan/atau pelatihan yang 

diselenggarakan lembaga 

yang telah diakreditasi oleh 

Pemerintah Pusat. 

(3) Lisensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
diberikan oleh Menteri 
setelah memenuhi 
persyaratan: 

a. administratif;  
b. sehat jasmani dan 

rohani;  
c. memiliki sertifikat 

kompetensi di 
bidangnya; dan  

d. lulus ujian. 

- - 

(4) Sertifikat kompetensi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c 
diperoleh melalui 
pendidikan dan/atau 
pelatihan yang 
diselenggarakan lembaga 

- - 
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yang telah diakreditasi 
oleh Menteri. 

 
67. Ketentuan Pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 224 Pasal 224 Pasal 224 

Lisensi personel bandar udara 
yang diberikan oleh negara 
lain dinyatakan sah melalui 
proses pengesahan atau 
validasi oleh Menteri. 

Lisensi personel bandar udara 
yang diberikan oleh negara 
lain dinyatakan sah melalui 
pengesahan atau validasi oleh 
Pemerintah Pusat 

Lisensi personel Bandar 
Udara yang diberikan oleh 
negara lain dinyatakan sah 
melalui pengesahan atau 
validasi oleh Pemerintah 
Pusat. 

 
68. Ketentuan Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 225 Pasal 225 Pasal 225 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan, tata 
cara dan prosedur 
memperoleh lisensi, lembaga 
pendidikan dan/atau 
pelatihan, serta pengenaan 
sanksi administratif diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan, tata 
cara dan prosedur 
memperoleh lisensi, lembaga 
pendidikan dan latau 
pelatihan, serta kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.244 

Lisensi personel Bandar 
Udara yang diberikan oleh 
negara lain dinyatakan sah 
melalui pengesahan atau 
validasi oleh Pemerintah 
Pusat. 

 
69. Ketentuan Pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 233  Pasal 233   Pasal 233  
(1) Pelayanan jasa 

kebandarudaraan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 232 ayat (2) 
dapat diselenggarakan 
oleh: 
a. badan usaha bandar 

udara untuk bandar 
udara yang 
diusahakan secara 
komersial setelah 
memperoleh izin dari 
Menteri; atau  

b. unit penyelenggara 
bandar udara untuk 

(1) Pelayanan jasa 
kebandarudaraan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 232 ayat (2) 
dapat diselenggarakan 
oleh: 
a. Badan usaha bandar 

udara untuk bandar 
udara yang 
diusahakan secara 
komersial setelah 
memenuhi Perrzinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat; 
atau  

(1) Pelayanan jasa 

Kebandarudaraan 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 232 ayat (2) 

dapat diselenggarakan 

oleh:  

a. Badan Usaha Bandar 

Udara untuk Bandar 

Udara yang diusahakan 

secara komersial setelah 

memenuhi Perizinan 

Berusaha dari 
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bandar udara yang 
belum diusahakan 
secara komersial yang 
dibentuk oleh dan 
bertanggung jawab 
kepada pemerintah 
dan/atau pemerintah 
daerah 

b. Unit penyelenggara 
bandar udara untuk 
bandar udara yang 
belum diusahakan 
secara komersial 
yang dibentuk oleh 
dan bertanggung 
jawab kepada 
Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah 
Daerah sesuai 
kewenangan. 

Pemerintah Pusat; atau 

b. Unit Penyelenggara 

Bandar Udara untuk 

Bandar Udara yang 

belum diusahakan 

secara komersial yang 

dibentuk oleh dan 

bertanggung jawab 

kepada Pemerintah 

Pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangan. 

(2) Izin Menteri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf a diberikan setelah 
memenuhi persyaratan 
administrasi, keuangan, 
dan manajemen.  

 

(2) Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dapat 
dipindahtangankan. 

(2) Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a tidak 

dapat dipindahtangankan. 

(3) Izin Menteri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf a tidak dapat 
dipindahtangankan. 

(3) Pelayanan jasa terkait 
bandar udara 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 232 ayat (3) 
dapat diselenggarakan 
oleh orang perseorangan 
warga negara Indonesia 
dan/atau badan hukum 
Indonesia. 

(3) Pelayanan jasa terkait 

Bandar Udara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 232 

ayat (3) dapat 

diselenggarakan oleh orang 

perseorangan warga 

negara Indonesia dan/atau 

badan hukum Indonesia. 

(4) Pelayanan jasa terkait 
dengan bandar udara 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 232 ayat (3) 
dapat diselenggarakan 
oleh orang perseorangan 
warga negara Indonesia 
dan/atau badan hukum 
Indonesia.  

(4) Badan usaha bandar 
udara yang 
memindahtangankan 
Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dikenai 
sanksi administratif 
berupa pencabutan 
Perizinan Berusahanya. 

(4) Badan Usaha Bandar Udara 

yang memindahtangankan 

Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (21 dikenai 

sanksi administratif berupa 

pencabutan Perizinan 

Berusaha. 

(5) Badan usaha bandar udara 
yang memindahtangankan 
izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
dikenakan sanksi 
administratif berupa 
pencabutan izin. 

- - 

 
70. Ketentuan Pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 237  Pasal 237   Pasal 237  

(1) Pengusahaan bandar 
udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 232 
ayat (1) yang dilakukan 
oleh badan usaha bandar 
udara, seluruh atau 
sebagian besar modalnya 
harus dimiliki oleh badan 
hukum Indonesia atau 
warga negara Indonesia 

Pemerintah Pusat 
mengembangkan usaha 
kebandarudaraan melalui 
penanaman modal sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di 
bidang penanaman modal. 

 Pemerintah Pusat 
mengembangkan usaha 
kebandarudaraan melalui 
penanaman modal sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang 
penanaman modal. 

(2) Dalam hal modal badan 
usaha bandar udara yang 
dimiliki oleh badan hukum 
Indonesia atau warga 
negara Indonesia 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terbagi atas 
beberapa pemilik modal, 
salah satu pemilik modal 
nasional harus tetap lebih 
besar dari keseluruhan 
pemegang modal asing. 

- 
- 

 
71. Ketentuan Pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 238  Pasal 238   Pasal 238  

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kegiatan 
pengusahaan di bandar udara, 
serta tata cara dan prosedur 
pengenaan sanksi 
administratif diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kegiatan 
pengusahaan di bandar udara, 
serta kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kegiatan 
pengusahaan di Bandar 
Udara, serta kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
72. Ketentuan Pasal 242 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 242  Pasal 242   Pasal 242  

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tanggung jawab 
atas kerugian serta tata cara 
dan prosedur pengenaan 
sanksi administratif diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tanggung jawab 
atas kerugian serta kriteria, 
jenis, besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.. 

 Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tanggung jawab 
atas kerugian serta kriteria, 
jenis, besaran denda, dan 
tata cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
73. Ketentuan Pasal 247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 247  Pasal 247   Pasal 247  
(1) Dalam rangka menunjang 

kegiatan tertentu, 
Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan/atau badan 
hukum Indonesia dapat 
membangun bandar udara 
khusus setelah mendapat 
izin pembangunan dari 
Menteri. 

(1) Dalam rangka menunjang 
kegiatan tertentu, instansi 
Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, dan/ 
atau badan hukum 
Indonesia dapat 
membangun bandar 
udara khusus setelah 
mendapat persetujuan 
dari Pemerintah Pusat. 

(1) Dalam rangka 

menunjang kegiatan 

tertentu, instansi 

Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, 

dan/atau badan hukum 

Indonesia dapat 

membangun Bandar 

Udara Khusus setelah 

mendapat persetujuan 

dari Pemerintah Pusat. 

(2) Izin pembangunan bandar 
udara khusus 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan: 
a. bukti kepemilikan 

dan/atau penguasaan 
lahan;  

b. rekomendasi yang 
diberikan oleh 
pemerintah daerah 
setempat;  

c. rancangan teknik 
terinci fasilitas pokok; 
dan  

d. kelestarian 
lingkungan. 

(2) Ketentuan keselamatan 
dan keamanan 
penerbangan pada bandar 
udara khusus berlaku 
sebagaimana ketentuan 
pada bandar udara. 

(2) Ketentuan keselamatan 

dan keamanan 

Penerbangan pada 

Bandar Udara Khusus 

berlaku sebagaimana 

ketentuan pada Bandar 

Udara. 

(3) Ketentuan keselamatan 
dan keamanan 
penerbangan pada bandar 
udara khusus berlaku 
sebagaimana ketentuan 
pada bandar udara. 

- - 

 
74. Ketentuan Pasal 249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 249  Pasal 249   Pasal 249  

Bandar udara khusus dilarang 
melayani penerbangan 
langsung dari dan/atau ke 
luar negeri kecuali dalam 
keadaan tertentu dan bersifat 
sementara, setelah 

Bandar udara khusus dilarang 
melayani penerbangan 
langsung dari dan/atau ke 
luar negeri kecuali dalam 
keadaan tertentu dan bersifat 
sementara setelah 

 Bandar Udara Khusus 
dilarang melayani 
Penerbangan langsung 
dari dan latau ke luar 
negeri kecuali dalam 
keadaan tertentu dan 
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memperoleh izin dari Menteri. memperoleh persetujuan dari 
Pemerintah Pusat. 

bersifat sementara 
setelah memperoleh 
persetujuan dari 
Pemerintah Pusat. 

 
 
 

75. Ketentuan Pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 250  Pasal 250   Pasal 250  

Bandar udara khusus dilarang 
digunakan untuk kepentingan 
umum kecuali dalam keadaan 
tertentu dengan izin Menteri, 
dan bersifat sementara. 

Bandar udara khusus dilarang 
digunakan untuk kepentingan 
umum, kecuali dalam keadaan 
tertentu dengan persetujuan 
dari Pemerintah Pusat. 

 Bandar Udara Khusus 
dilarang digunakan untuk 
kepentingan umum, kecuali 
dalam keadaan tertentu 
dengan persetujuan dari 
Pemerintah Pusat. 

 
76. Ketentuan Pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 252  Pasal 252   Pasal 252  

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai izin pembangunan 
dan pengoperasian bandar 
udara khusus, serta 
perubahan status menjadi 
bandar udara yang dapat 
melayani kepentingan umum 
diatur dengan Peraturan 
Menteri 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persetujuan 
pembangunan dan 
pengoperasian bandar udara 
khusus serta perubahan 
status menjadi bandar udara 
yang dapat melayani 
kepentingan umum diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

 Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persetujuan 
pembangunan dan 
pengoperasian Bandar 
Udara Khusus serta 
perubahan status menjadi 
Bandar Udara yang dapat 
melayani kepentingan 
umum diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
77. Ketentuan Pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 253  Pasal 253   Pasal 253  
(1) Tempat pendaratan dan 

lepas landas helikopter 
(heliport) terdiri atas: 
a. tempat pendaratan 

dan lepas landas 
helikopter di daratan 
(surface level 
heliport);  

b. tempat pendaratan 
dan lepas landas 
helikopter di atas 
gedung (elevated 
heliport); dan  

c. tempat pendaratan 

Tempat pendaratan dan lepas 
landas helikopter terdiri atas: 
a. tempat pendaratan dan 

lepas landas helikopter di 
daratan (surface level 
heliport);  

b. tempat pendaratan dan 
lepas landas helikopter di 
atas gedung (elevated 
heliport); dan  

c. tempat pendaratan dan 
lepas tandas helikopter di 
perairan (helideck) 

Tempat pendaratan dan lepas 
landas helikopter terdiri atas: 
a. tempat pendaratan dan lepas 

landas helikopter di daratan 
(surface level heliport);  

b. tempat pendaratan dan lepas 
landas helikopter di atas 
gedung (elevated heliport); 
dan  

c. tempat pendaratan dan lepas 
tandas helikopter di perairan 
(helideck) 
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dan lepas landas 
helikopter di perairan 
(helideck). 

(2) Izin mendirikan bangunan 
tempat pendaratan dan 
lepas landas helikopter 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan 
oleh pemerintah daerah 
setempat setelah 
memperoleh 
pertimbangan teknis dari 
Menteri. 

- 
- 

(3) Pertimbangan teknis 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meliputi 
aspek: 
a. penggunaan ruang 

udara;  
b. rencana jalur 

penerbangan ke dan 
dari tempat 
pendaratan dan lepas 
landas helikopter; 
serta  

c.  standar teknis 
operasional 
keselamatan dan 
keamanan 
penerbangan. 

- 
- 

 
78. Ketentuan Pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 254  Pasal 254   Pasal 254  
(1) Setiap tempat pendaratan 

dan lepas landas 
helikopter yang 
dioperasikan wajib 
memenuhi ketentuan 
keselamatan dan 
keamanan penerbangan 

(1) Setiap tempat 
pendaratan dan lepas 
landas helikopter yang 
dioperasikan wajib 
memenuhi ketentuan 
keselamatan dan 
keamanan penerbangan. 

(1) Setiap tempat pendaratan 
dan lepas landas 
Helikopter yang 
dioperasikan wajib 
memenuhi ketentuan 
Keselamatan Penerbangan 
dan Keamanan 
Penerbangan. 

(2) Tempat pendaratan dan 
lepas landas helikopter 
yang telah memenuhi 
ketentuan keselamatan 
penerbangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberikan register oleh 
Menteri. 

(2) Tempat pendaratan dan 
lepas landas helikopter 
yang telah memenuhi 
ketentuan keselamatan 
penerbangan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan 
tanda pendaftaran 
(register) oleh 
Pemerintah Pusat. 

(2) Tempat pendaratan dan 
lepas landas helikopter 
yang telah memenuhi 
ketentuan keselamatan 
penerbangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberikan tanda 
pendaftaran (register) oleh 
Pemerintah Pusat. 
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79. Ketentuan Pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 255  Pasal 255   Pasal 255  

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur pemberian izin 
pembangunan dan 
pengoperasian tempat 
pendaratan dan lepas landas 
helikopter diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
prosedur pemberian 
persetujuan pembangunan 
dan pengoperasian tempat 
pendaratan dan lepas landas 
helikopter (heliport) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

 Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan prosedur 
pemberian persetujuan 
pembangunan dan 
pengoperasian tempat 
pendaratan dan lepas landas 
Helikopter diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
80. Ketentuan Pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 275  Pasal 275   Pasal 275  
(1) Lembaga penyelenggara 

pelayanan navigasi 
penerbangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 271 
ayat (2) wajib memiliki 
sertifikat pelayanan 
navigasi penerbangan 
yang ditetapkan oleh 
Menteri.  

(1) Lembaga penyelenggara 
pelayanan navigasi 
penerbangan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal, 271 ayat (2) 
wajib memiliki sertilikat 
pelayanan navigasi 
penerbangan yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(1) Lembaga penyelenggara 
pelayanan navigasi 
penerbangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal, 271 
ayat (2) wajib memiliki 
sertilikat pelayanan 
navigasi penerbangan yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(2) Sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada masing-
masing unit pelayanan 
penyelenggara navigasi 
penerbangan.  

(2) Sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada setiap 
unit pelayanan 
penyelenggara navigasi 
penerbangan. 

(2) Sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada setiap 
unit pelayanan 
penyelenggara navigasi 
penerbangan. 

(3) Unit pelayanan 
penyelenggara navigasi 
penerbangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas: 

a. unit pelayanan 
navigasi penerbangan 
di bandar udara;  

b. unit pelayanan 
navigasi pendekatan; 
dan  

c. unit pelayanan 
navigasi penerbangan 
jelajah. 

(3) Unit pelayanan 
penyelenggara navigasi 
penerbangan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terdiri atas: 

a. unit pelayanan 
navigasi 
penerbangan di 
bandar udara;  

b. unit pelayanan 
navigasi 
pendekatan; dan  

c. unit pelayanan 
navigasi 
penerbangan 
jelajah. 

(3) Unit pelayanan 
penyelenggara navigasi 
penerbangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas: 

d. unit pelayanan 
navigasi 
penerbangan di 
bandar udara;  

e. unit pelayanan 
navigasi pendekatan; 
dan  

f. unit pelayanan 
navigasi 
penerbangan jelajah. 

 
81. Ketentuan Pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 277  Pasal 277   Pasal 277  
Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja  

Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja  

  
82. Ketentuan Pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 292  Pasal 292   Pasal 292  
(1) Setiap personel navigasi 

penerbangan wajib 
memiliki lisensi atau 
sertifikat kompetensi. 

(1) Setiap personel navigasi 
penerbangan wajib 
memiliki lisensi atau 
sertifikat kompetensi. 

(1) Setiap personel navigasi 
penerbangan wajib 
memiliki lisensi atau 
sertifikat kompetensi. 

(2) Personel navigasi 
penerbangan yang terkait 
langsung dengan 
pelaksanaan 
pengoperasian dan/atau 
pemeliharaan fasilitas 
navigasi penerbangan 
wajib memiliki lisensi 
yang sah dan masih 
berlaku. 

(2) Personel navigasi 
penerbangan yang 
terkait langsung dengan 
pelaksanaan 
pengoperasian dan/atau 
pemeliharaan fasilitas 
navigasi penerbangan 
wajib memiliki lisensi 
yang sah dan masih 
berlaku. 

(2) Personel navigasi 
penerbangan yang terkait 
langsung dengan 
pelaksanaan 
pengoperasian dan/atau 
pemeliharaan fasilitas 
navigasi penerbangan 
wajib memiliki lisensi yang 
sah dan masih berlaku. 

(3) Lisensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
diberikan oleh Menteri 
setelah memenuhi 
persyaratan: 

a. administratif;  
b. sehat jasmani dan 

rohani;  
c. memiliki sertifikat 

kompetensi di 
bidangnya; dan  

d. lulus ujian. 

 
  

- - 

(4) Sertifikat kompetensi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c 
diperoleh melalui 
pendidikan dan/atau 
pelatihan yang 
diselenggarakan lembaga 
yang telah diakreditasi 
oleh Menteri. 

- - 
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83. Ketentuan Pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 294  Pasal 294   Pasal 294  

Lisensi personel navigasi 
penerbangan yang diberikan 
oleh negara lain dinyatakan 
sah melalui proses 
pengesahan atau validasi oleh 
Menteri. 

Lisensi personel navigasi 
penerbangan yang diberikan 
oleh negara lain dinyatakan 
sah melalui pengesahan atau 
validasi oleh Pemerintah 
Pusat. 

 Lisensi personel navigasi 
penerbangan yang 
diberikan oleh negara lain 
dinyatakan sah melalui 
pengesahan atau validasi 
oleh Pemerintah Pusat. 

 
84. Ketentuan Pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 295  Pasal 295   Pasal 295  

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan, tata 
cara dan prosedur 
memperoleh lisensi, lembaga 
pendidikan dan/atau 
pelatihan, dan pengenaan 
sanksi administratif diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan, tata 
cara dan prosedur 
memperoleh lisensi, kriteria, 
jenis, besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan, tata 
cara dan prosedur 
memperoleh Lisensi, 
kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
85. Ketentuan Pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 317  Pasal 317   Pasal 317  

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai sistem manajemen 
keselamatan penyedia jasa 
penerbangan, tata cara, dan 
prosedur pengenaan sanksi 
administratif diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai sistem manajemen 
keselamatan penyedia jasa 
penerbangan, kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan, tata 
cara dan prosedur 
memperoleh Lisensi, 
kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
86. Ketentuan Pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 389  Pasal 389   Pasal 389  

Setiap personel di bidang 
penerbangan yang telah 
memiliki sertifikat 
kompetensi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 388 
dapat diberi lisensi oleh 

Setiap personel di bidang 
penerbangan yang telah 
memiliki sertifikat 
kompetensi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 388 
dapat diberi lisensi oleh 

 Setiap personel di bidang 
Penerbangan yang telah 
memiliki Sertifikat 
Kompetensi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 388 
dapat diberi Lisensi oleh 
Pemerintah Pusat setelah 
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Menteri setelah memenuhi 
persyaratan. 

Pemerintah Pusat setelah 
memenuhi persyaratan 

memenuhi persyaratan. 

 
 

87. Ketentuan Pasal 392 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 392  Pasal 392   Pasal 392  

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai sertifikat 
kompetensi dan lisensi serta 
penyusunan program 
pelatihan diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai sertifikat 
kompetensi dan lisensi serta 
penyusunan program 
pelatihan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 Ketentuan lebih lanjut 
mengenai sertifikat 
kompetensi dan lisensi 
serta penyusunan program 
pelatihan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
88. Ketentuan Pasal 409 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 409  Pasal 409   Pasal 409  

Setiap orang selain yang 
ditentukan dalam Pasal 47 
ayat (1) yang melakukan 
perawatan pesawat udara, 
mesin pesawat udara, baling-
baling pesawat terbang dan 
komponennya dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun atau 
denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah). 

Setiap Orang selain yang 
ditentukan dalam Pasal 47 
yang melakukan perawatan 
Pesawat Udara, mesin 
Pesawat Udara, baling-baling 
Pesawat Terbang dan 
komponennya dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun atau 
pidana denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah). 

 Setiap Orang selain yang 
ditentukan dalam Pasal 47 yang 
melakukan perawatan Pesawat 
Udara, mesin Pesawat Udara, 
baling-baling Pesawat Terbang 
dan komponennya dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun atau pidana 
denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah). 

 
 

89. Ketentuan Pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Pasal 414  Pasal 414   Pasal 414  

Setiap orang yang 
mengoperasikan pesawat 
udara asing di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
tanpa izin Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 63 ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau 
denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

Setiap Orang yang 
mengoperasikan Pesawat 
Udara Sipil Asing di wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia tanpa persetujuan 
dari Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 63 ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

 Setiap Orang yang 
mengoperasikan Pesawat Udara 
Sipil Asing di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
tanpa persetujuan dari 
Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 ayat 
(2) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) 
tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah). 
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90. Ketentuan Pasal 418 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 418  Pasal 418   Pasal 418  

Setiap orang yang melakukan 
kegiatan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal luar 
negeri tanpa persetujuan 
terbang dari Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 93 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun atau 
denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah). 

Setiap orang yang melakukan 
kegiatan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal luar 
negeri tanpa persetujuan 
terbang dari Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 93 ayat (1) 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp350.000.000,00 
(tiga ratus lima puluh juta 
rupiah). 

 Setiap orang yang melakukan 
kegiatan angkutan udara niaga 
tidak berjadwal luar negeri 
tanpa persetujuan terbang dari 
Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 93 ayat 
(1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak 
Rp350.000.000,00 (tiga ratus 
lima puluh juta rupiah). 

 
91. Ketentuan Pasal 423 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 423  Pasal 423   Pasal 423  
(1) Personel bandar udara 

yang mengoperasikan 
dan/atau memelihara 
fasilitas bandar udara 
tanpa memiliki lisensi 
atau sertifikat kompetensi 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 222 ayat (1) 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 
(satu) tahun atau denda 
paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah).  

(1) Personel bandar udara 
yang mengoperasikan 
dan/atau memelihara 
fasilitas bandar udara 
tanpa memiliki lisensi 
atau sertifikat 
kompetensi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
222 yang mengakibatkan 
timbulnya korban 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan denda 
paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah). 

(1) Personel bandar udara yang 
mengoperasikan dan/atau 
memelihara fasilitas bandar 
udara tanpa memiliki lisensi 
atau sertifikat kompetensi 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 222 yang 
mengakibatkan timbulnya 
korban dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan denda paling 
banyak Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan matinya 
orang, dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian 
orang, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda 
paling banyak 
Rp1.000.OO0.000,00 
(satu miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan 
kematian orang, pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda paling 
banyak Rp1.000.OO0.000,00 
(satu miliar rupiah). 
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92. Ketentuan Pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Pasal 428  Pasal 428   Pasal 428  
(1) Setiap orang yang 

mengoperasikan bandar 
udara khusus yang 
digunakan untuk 
kepentingan umum tanpa 
izin dari Menteri 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 250 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
atau denda paling 
banyak). 
Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah).  

(1) Setiap orang yang 
mengoperasikan bandar 
udara khusus yang 
digunakan untuk 
kepentingan umum 
tanpa Persetujuan dari 
Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 250 yang 
mengakibatkan 
timbulnya korban 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 
(tiga) tahun atau denda 
paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 

(1) Personel bandar udara yang 
mengoperasikan dan/atau 
memelihara fasilitas bandar 
udara tanpa memiliki lisensi 
atau sertifikat kompetensi 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 222 yang 
mengakibatkan timbulnya 
korban dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan denda paling 
banyak Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan matinya 
orang dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian 
orang, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda 
paling banyak    
15.000.000.000,00 (lima 
belas miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan 
kematian orang, pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda paling 
banyak Rp1.000.OO0.000,00 
(satu miliar rupiah). 
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Pasal 58 
Angka 1.  

Pasal 13 
UU Penerbangan  UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

Angka 2.  
Pasal 14 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

Angka 3.  
Pasal 15 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
(2) Yang dimaksud 

dengan “uji tipe”, 
antara lain, 
meliputi: 

a. pengujian 
rangka;  

b. pengujian 
mesin;  

c. pengujian 
fungsi sistem 
di darat;  

d. pengujian 
fungsi sistem 
di udara; dan  

e. pengujian 
kemampuan 
terbang. 

  

 
Angka 4.  

Pasal 16 
UU 

Penerbangan 
UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas.  Cukup jelas. 
 
 

Angka 5.  
Pasal 17 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 

(2) Cukup jelas.   

(3)   

a. Cukup jelas. 
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b. Dalam sertifikat 
tipe tambahan 
antara lain 
termasuk 
pemberian 
sertifikat 
peralatan 
telekomunikasi 
di pesawat 
udara untuk 
mencegah 
ancaman 
keselamatan 
dan keamanan 
penerbangan, 
misalnya 
peralatan 
telekomunikasi 
tersebut tidak 
mengganggu 
(interferensi) 
navigasi 
penerbangan. 

c. Cukup jelas. 

 
Angka 6.  

Pasal 18 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

Angka 7.  
Pasal 19 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

 Cukup jelas. Cukup jelas.  
 

Angka 8.  
Pasal 20  

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas.  Cukup jelas. 
 

Angka 9.  
Pasal 21 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Dihapus Dihapus 
 

Angka 10.  
Pasal 22 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Dihapus Dihapus 
 

Angka 11.  
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Pasal 26 
UU 

Penerbangan 
UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

Angka 12.  
Pasal 30 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup Jelas. Cukup jelas.  
 

Angka 13.  
Pasal 31 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas.  Dihapus  Dihapus. 
 

Angka 14.  
Pasal 32 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Dihapus Dihapus 
 

Angka 15.  
Pasal 33 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Dihapus  Dihapus 
 

Angka 16.  
Pasal 37 

UU 
Penerbangan 

UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.  
 

Angka 17.  
Pasal 40 

UU 
Penerbangan 

UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup jelas.  Cukup jelas. 
 

Angka 18.  
Pasal 41 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. 
 

Angka 19.  
Pasal 42 

UU 
Penerbangan 

UU 11/2020 UU 6/2023 

a. Cukup jelas. 
b. Cukup jelas. 

Dihapus 
 

Dihapus 
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c. Cukup jelas. 
d. Cukup jelas. 
e. Yang 

dimaksud 
dengan 
“personel 
manajemen 
yang 
kompeten” 
adalah 
personel yang 
telah memiliki 
sertifikat 
kecakapan. 

f. Cukup jelas. 
g. Cukup jelas. 
h. Cukup jelas. 
i. Cukup jelas. 
j. Cukup jelas. 
k. Cukup jelas. 
l. Cukup jelas. 
m. Cukup jelas. 

 
 
 
 
  

 
 
  

 
Angka 20.  

Pasal 43 
UU Penerbangan UU 11/2020  UU 6/2023 

Cukup jelas. Dihapus Dihapus 
 

Angka 21.  
Pasal 45 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup Jelas  Cukup jelas. 
 

Angka 22.  
Pasal 46 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup Jelas Cukup jelas. 
 

Angka 23.  
Pasal 47 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

(1)  
a. Cukup jelas. 
b. Cukup jelas. 
c. Perseorangan 

pemegang 
sertifikat ahli 
perawatan 
pesawat udara 
yang dimaksud 
dalam ketentuan 

a. Cukup jelas.  
b. Cukup jelas.  
c. Personel pemegang 

lisensi ahli perawatan 
pesawat udara yang 
dimaksud dalam 
ketentuan ini hanya 
dapat melakukan 
perawatan pesawat 

a. Cukup jelas.  
b. Cukup jelas.  
c. Personel pemegang 

lisensi ahli perawatan 
pesawat udara yang 
dimaksud dalam 
ketentuan ini hanya 
dapat melakukan 
perawatan pesawat 
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ini hanya dapat 
melakukan 
perawatan 
pesawat udara 
untuk 
perusahaan 
angkutan udara 
bukan niaga yang 
berkapasitas 
penumpang 
kurang dari 9 
(sembilan) 
orang. 

(2) Cukup jelas. 

udara untuk 
perusahaan angkutan 
udara bukan niaga 
yang berkapasitas 
penumpang kurang 
dari 9 (sembilan) 
orang. 

udara untuk 
perusahaan angkutan 
udara bukan niaga yang 
berkapasitas 
penumpang kurang dari 
9 (sembilan) orang. 

 
Angka 24.  

Pasal 48 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Dihapus Dihapus 
 

Angka 25.  
Pasal 49 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup Jelas Cukup jelas. 
 

Angka 26.  
Pasal 50 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup Jelas Cukup jelas.  
 

Angka 27.  
Pasal 51 

UU 
Penerbangan 

UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup Jelas Cukup jelas.  
 

Angka 28.  
Pasal 58 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Personel pesawat 
udara meliputi 
personel operasi 
pesawat udara, 
personel penunjang 
operasi pesawat 
udara, dan personel 
perawatan pesawat 
udara.  

Personel operasi pesawat 
udara meliputi: 

(1) Personel pesawat udara 
meliputi personel operasi 
pesawat udara, personel 
penunjang operasi pesawat 
udara, dan personel 
perawatan pesawat udara. 
Personel operasi pesawat 
udara meliputi:  
a. penerbang; dan  
b. juru mesin pesawat 

udara.  

(1) Personel pesawat udara 
meliputi personel 
operasi pesawat udara, 
personel penunjang 
operasi pesawat udara, 
dan personel perawatan 
pesawat udara. 
Personel operasi 
pesawat udara meliputi:  
a. penerbang; dan  
b. juru mesin pesawat 
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a. penerbang; dan  
b. juru mesin 

pesawat udara. 

Personel 
penunjang operasi 
pesawat udara 
meliputi:  
a. personel 

penunjang 
operasi 
penerbangan; 
dan  

b. personel kabin.  
c. perawatan 

pesawat udara, 
yaitu personel 
yang telah 
memiliki lisensi 
ahli perawatan 
pesawat udara. 

c. Personel penunjang 
operasi pesawat udara 
meliputi:  
a. personel penunjang 

operasi penerbangan; 
dan  

b. personel kabin.  
c. Personel perawatan 

pesawat udara, yaitu 
personel yang telah 
memiliki lisensi ahli 
perawatan pesawat 
udara. 

udara.  
c. Personel 

penunjang operasi 
pesawat udara 
meliputi:  
a. personel 

penunjang 
operasi 
penerbangan; 
dan  

b. personel kabin.  
c. Personel 

perawatan 
pesawat udara, 
yaitu personel 
yang telah 
memiliki 
lisensi ahli 
perawatan 
pesawat udara. 

(2) Yang dimaksud 
dengan “sah” adalah 
dikeluarkan atau 
dilegalisasi oleh 
pejabat yang 
berwenang. Yang 
dimaksud dengan 
“masih berlaku” 
adalah lisensi yang 
diberikan memiliki 
batas waktu 
berlakunya sesuai 
dengan bidang 
pekerjaannya. 

(2) Yang dimaksud dengan 
"sah" adalah dikeluarkan 
atau dilegalisasi oleh 
pejabat yang berwenang. 
Yang dimaksud dengan 
"masih berlaku" adalah 
lisensi yang diberikan 
memiliki batas waktu 
berlakunya sesuai dengan 
bidang pekerjaannya. 

(2) Yang dimaksud dengan 
"sah" adalah 
dikeluarkan atau 
dilegalisasi oleh pejabat 
yang berwenang. Yang 
dimaksud dengan 
"masih berlaku" adalah 
lisensi yang diberikan 
memiliki batas waktu 
berlakunya sesuai 
dengan bidang 
pekerjaannya. 

 

(3)  
a. Cukup jelas. 
b. Yang dimaksud 

dengan “sehat 
jasmani dan 
rohani” adalah 
keterangan hasil 
pemeriksaan 
kesehatan yang 
dilaksanakan 
oleh unit 
kesehatan yang 
mempunyai 
kualifikasi untuk 
melakukan 
pemeriksaan 
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kesehatan 
personel 
penerbangan. 

c. Cukup jelas. 
d. Yang dimaksud 

dengan “ujian” 
adalah suatu 
kegiatan untuk 
mengetahui 
kompetensi 
personel dalam 
rangka 
mendapatkan 
lisensi. 

(4) Cukup jelas.    
 

Angka 29.  
Pasal 60 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup Jelas Cukup jelas. 
 
 

Angka 30.  
Pasal 61 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup Jelas Cukup jelas. 
 

Angka 31.  
Pasal 63 

UU 
Penerbangan 

UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Cukup jelas. (1) Cukup Jelas (1) Cukup Jelas 
(2) Yang dimaksud 

dengan “keadaan 
tertentu” adalah:  

a. tidak tersedianya 
kapasitas pesawat 
udara di 
Indonesia;  

b. tidak tersedianya 
jenis atau 
kemampuan 
pesawat udara 
Indonesia untuk 
melakukan 
kegiatan angkutan 
udara;  

c. bencana alam; 
dan/atau d. 
bantuan 
kemanusiaan.  

(2) Yang dimaksud dengan 
"keadaan tertentu" 
adalah: 

a. tidak tersedianya 
kapasitas pesawat udara 
di Indonesia;  

b. tidak tersedianya jenis 
atau kemampuan pesawat 
udara Indonesia untuk 
melakukan kegiatan 
angkutan udara;  

c. bencana alam; dan/atau 
d.  bantuan kemanusiaan.  
e. Yang dimaksud dengan 

"dalam waktu yang 
terbatas" adalah waktu 
pengoperasian pesawat 
udara asing dibatasi 
sampai dapat 

(2) Yang dimaksud dengan 
"keadaan tertentu" 
adalah: 

a. tidak tersedianya 
kapasitas pesawat udara 
di Indonesia;  

b. tidak tersedianya jenis 
atau kemampuan pesawat 
udara Indonesia untuk 
melakukan kegiatan 
angkutan udara;  

c. bencana alam; dan/atau 
d.  bantuan kemanusiaan.  
e. Yang dimaksud dengan 

"dalam waktu yang 
terbatas" adalah waktu 
pengoperasian pesawat 
udara asing dibatasi 
sampai dapat 
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Yang dimaksud dengan 
“dalam waktu 
yang terbatas” 
adalah waktu 
pengoperasian 
pesawat udara 
asing dibatasi 
sampai dapat 
ditanggulanginya 
keadaan tertentu 
oleh pesawat 
udara Indonesia. 

ditanggulanginya keadaan 
tertentu oleh pesawat 
udara Indonesia. 

ditanggulanginya keadaan 
tertentu oleh pesawat 
udara Indonesia. 

(3) Yang dimaksud 
dengan 
“perjanjian 
antarnegara” 
adalah perjanjian 
pelimpahan 
kewenangan 
fungsi 
kelaikudaraan. 

(3) Yang dimaksud dengan 
"perjanjian 
antarnegara" adalah 
perjanjian pelimpahan 
kewenangan fungsi 
kelaikudaraan. 

(3)  Yang dimaksud dengan 
"perjanjian antarnegara" 
adalah perjanjian 
pelimpahan kewenangan 
fungsi kelaikudaraan. 

  

(4) Yang dimaksud 
“persyaratan 
kelaikudaraan” 
adalah sesuai 
dengan 
ketentuan 
nasional dan 
internasional 

(4)  Yang dimaksud 
"persyaratan 
kelaikudaraan" adalah 
sesuai dengan 
ketentuan nasional dan 
internasional. 

(4) Yang dimaksud 
"persyaratan 
kelaikudaraan" adalah 
sesuai dengan ketentuan 
nasional dan 
internasional. 

 

(5) Cukup jelas (5) Cukup jelas. (5) Cukup jelas. 
(6) Cukup jelas (6)  Cukup jelas. (6) Cukup jelas. 

 
Angka 32.  

Pasal 64 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Dihapus Dihapus. 
 

Angka 33.  
Pasal 66 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup Jelas  Cukup jelas. 
 

Angka 34.  
Pasal 67 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Cukup jelas. (1) Cukup Jelas (1) Cukup Jelas 
(2) Yang dimaksud 

dengan “tanda 
(2) Yang dimaksud dengan 

"tanda identitas" 
(2) Yang dimaksud dengan 

"tanda identitas" adalah 
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identitas” adalah 
tanda pendaftaran 

adalah tanda 
pendaftaran. 

tanda pendaftaran. 

 
Angka 35.  

Pasal 84 
UU 

Penerbangan 
UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup Jelas  Cukup jelas.  
 

Angka 36.  
Pasal 85 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.  
 

Angka 37.  
Pasal 91 

UU 
Penerbangan 

UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Cukup jelas. (1) Cukup Jelas (1) Cukup jelas. 
(2) Cukup Jelas (2) Cukup Jelas (2) Cukup jelas. 
(3) Yang dimaksud 

dengan “keadaan 
tertentu” adalah 
keadaan tidak 
terpenuhi atau 
tidak 
terlayaninya 
permintaan jasa 
angkutan udara 
oleh badan 
usaha angkutan 
udara niaga 
berjadwal pada 
rute tertentu 

(3) Yang dimaksud dengan 
"keadaan tertentu" adalah 
keadaan tidak terpenuhi atau 
tidak terlayaninya permintaan 
jasa angkutan udara oleh 
badan usaha angkutan udara 
niaga berjadwal pada rute 
tertentu 

 

(3) Yang dimaksud dengan 
"keadaan tertentu" 
adalah keadaan tidak 
terpenuhi atau tidak 
terlayaninya 
permintaan jasa 
angkutan udara oleh 
badan usaha angkutan 
udara niaga berjadwal 
pada rute tertentu 

 

(4) Cukup Jelas (4) Cukup Jelas (4) Cukup jelas. 
(5) Cukup Jelas (5) Cukup Jelas (5) Cukup jelas. 

 
Angka 38.  

Pasal 93 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Cukup jelas. (1) Cukup Jelas (1) Cukup jelas. 
(2) Yang dimaksud 

dengan “menteri 
terkait” adalah 
menteri yang 
membidangi urusan 
luar negeri berupa 
diplomatic 

- - 
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clearance dan 
menteri yang 
membidangi urusan 
pertahanan berupa 
security clearance. 
 

Angka 39.  
Pasal 94 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup Jelas Cukup jelas.  
 

Angka 40.  
Pasal 95 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup Jelas Cukup jelas.  
 

Angka 41.  
Pasal 96 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup Jelas Cukup jelas.  
 

Angka 42.  
 Pasal 97 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup Jelas Cukup jelas. 

 
Angka 43.  

Pasal 99 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Dihapus Dihapus 
 

Angka 44.  
Pasal 100 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup Jelas Cukup jelas. 
 

Angka 45.  
Pasal 109 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU6/2023 
Cukup jelas. Cukup Jelas Cukup jelas. 
 

Angka 46.  
Pasal 110 

UU 
Penerbangan 

UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Dihapus  Dihapus.  
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Angka 47.  
Pasal 111 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Dihapus  Dihapus. 
 

Angka 48.  
Pasal 112 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Cukup jelas. Cukup Jelas Cukup jelas 

(2) Yang dimaksud 

dengan “evaluasi” 

adalah evaluasi 

terhadap kinerja 

badan usaha 

angkutan udara 

niaga 

  

(3) Cukup jelas.   

 
Angka 49.  

Pasal 113 
UU 

Penerbangan 
UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Yang dimaksud 

dengan 

“dipindahtangan

kan” adalah 

perubahan 

kepemilikan 

sebagian atau 

seluruh saham 

badan usaha 

angkutan udara 

niaga berupa 

penggabungan 

(merger) atau 

pengambilalihan 

(1) Yang dimaksud dengan 
"dipindahtangankan" 
adalah perubahan 
kepemilikan sebagian atau 
seluruh saham badan 
usaha angkutan udara 
niaga berupa 
penggabungan (merger) 
atau pengambilalihan 
(akuisisi) 

(1) Yang dimaksud dengan 
"dipindahtangankan" 
adalah perubahan 
kepemilikan sebagian atau 
seluruh saham badan 
usaha angkutan udara 
niaga berupa 
penggabungan (merger) 
atau pengambilalihan 
(akuisisi) 

(2) Cukup jelas. (2) Cukup jelas (2) Cukup jelas 

(3) Cukup jelas.   

 
Angka 50.  

Pasal 114 
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UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Dihapus Dihapus 
 

Angka 51.  
Pasal 118 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Cukup jelas. Cukup Jelas  Cukup jelas 

(2)  

a. Yang dimaksud 
dengan 
“melakukan 
kegiatan angkutan 
udara secara 
nyata” adalah 
pengoperasian 
pesawat udara, 
sedangkan 
kegiatan 
pendirian kantor 
perusahaan dan 
perwakilan, 
penyiapan sumber 
daya manusia, dan 
penyiapan 
administrasi 
lainnya yang 
dilakukan oleh 
badan usaha 
angkutan udara 
niaga belum 
dikategorikan 
melakukan 
kegiatan angkutan 
udara. 

b. Cukup jelas. 
c. Cukup jelas. 
d. Cukup jelas. 
e. Cukup jelas. 
f. Cukup jelas. 
g. Cukup jelas. 
h. Cukup jelas. 
i. Cukup jelas. 

  

(3) Cukup jelas.   

(4) Cukup jelas.   

 
Angka 52.   

Pasal 19  
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
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Cukup jelas. Cukup Jelas   Cukup jelas. 
 

Angka 53.   
Pasal 120 

UU 
Penerbangan 

UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup Jelas Cukup jelas. 
 

Angka 54.  
Pasal 130 

UU 
Penerbangan 

UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup Jelas   Cukup jelas. 
 

Angka 55.   
Pasal 131 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Yang dimaksud 

dengan “kegiatan 

usaha penunjang 

angkutan udara” 

adalah kegiatan 

yang secara 

langsung 

berhubungan 

dengan kegiatan 

angkutan udara 

niaga antara lain 

sistem reservasi 

melalui komputer 

(computerized 

reservation system), 

pemasaran dan 

penjualan tiket 

pesawat atau agen 

penjualan umum 

(ticket marketing 

and selling), 

pelayanan di darat 

untuk penumpang 

dan kargo (ground 

handling), dan 

penyewaan pesawat 

udara (aircraft 

Cukup Jelas 
 
 

 

Cukup jelas. 
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leasing). 

(2) Cukup jelas.   

 
Angka 56.   

Pasal 132 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Untuk mendapatkan 
izin usaha penunjang 
angkutan udara 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 131 ayat (2) 
wajib memenuhi 
persyaratan 
memiliki:  

a.  akta pendirian 
badan usaha yang 
telah disahkan oleh 
menteri yang 
berwenang dan 
salah satu usahanya 
bergerak di bidang 
penunjang angkutan 
udara;  

b. nomor pokok wajib 
pajak (NPWP);  

c. surat keterangan 
domisili yang 
diterbitkan oleh 
instansi yang 
berwenang;  

d. surat persetujuan 
dari badan 
koordinasi 
penanaman modal 
atau badan 
koordinasi 
penanaman modal 
daerah apabila 
menggunakan 
fasilitas penanaman 
modal;  

e.  tanda bukti modal 
yang disetor;  

f. garansi/jaminan 
bank; serta  

g. kelayakan teknis 
dan operasi 

Dihapus Dihapus 

 
Angka 57.  



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      572

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

Pasal 133 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup Jelas Dihapus  Dihapus  
 

Angka 58.  
Pasal 137 

UU 
Penerbangan 

UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup Jelas Cukup Jelas 
 

Angka 59.  
Pasal 138 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup Jelas  Cukup Jelas  

 
Angka 60.  

Pasal 139 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup Jelas  Cukup Jelas  
 

Angka 61.  
Pasal 205 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup Jelas  Cukup Jelas 

 
Angka 62.  

Pasal 215 
UU 

Penerbangan 
UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Yang dimaksud 
dengan 
“berkoordinasi 
dengan pemerintah 
daerah” adalah 
untuk mendapatkan 
rekomendasi dari 
gubernur atau 
bupati/walikota. 

Dihapus 
 
  

Dihapus 

(2)  
a. Cukup jelas. 
b. Cukup jelas.  
c. Cukup jelas.  
d. Rancangan 

teknik terinci 
bandar udara 
disesuaikan 
dengan rencana 
peruntukan 
bandar udara 
yang 
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bersangkutan, 
dalam kaitan 
dengan 
kemampuanny
a menampung 
pesawat udara 
yang akan 
mendarat dan 
lepas landas, 
serta 
penumpang 
dan barang dari 
bandar udara 
tersebut. 
Rancangan 
teknik terinci 
sebagai dasar 
pelaksanaan 
kegiatan 
pembangunan 
bandar udara 
mencakup 
gambar dan 
spesifikasi 
teknis 
bangunan, 
fasilitas dan 
prasarana 
termasuk 
struktur 
bangunan dan 
bahan, serta 
fasilitas 
elektronika, 
listrik, dan 
mekanikal 
sebagai 
penunjang 
keselamatan 
penerbangan 

e. Persyaratan 
mengenai 
kelestarian 
lingkungan 
ditunjukkan 
dengan adanya 
studi Analisis 
Mengenai 
Dampak 
Lingkungan 
(AMDAL), 
Kerangka 
Acuan Andal 
(KA-ANDAL), 
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Analisis 
Dampak 
Lingkungan 
(ANDAL), 
Rencana 
Pengelolaan 
Lingkungan 
(RKL), Rencana 
Pemantauan 
Lingkungan 
(RPL), Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan 
atau Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan 
(UKL-UPL), 
atau Dokumen 
Pengelolaan 
dan 
Pemantauan 
Lingkungan 
Hidup (DPPL) 
yang 
merupakan 
dokumen untuk 
terpenuhinya 
persyaratan 
kelestarian 
lingkungan. 

 
Angka 63.  

Pasal 218 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup Jelas  Cukup Jelas 
 

Angka 64.  
Pasal 219 

UU 
Penerbangan 

UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup Jelas  Cukup Jelas 
 

Angka 65.  
Pasal 221 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup Jelas   Cukup Jelas 

 
Angka 66.  

Pasal 222 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
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(1) Cukup Jelas Cukup Jelas  Cukup jelas 

(2) Yang dimaksud 

dengan “personel 

bandar udara yang 

terkait langsung 

dengan 

pelaksanaan 

pengoperasian 

dan/atau 

pemeliharaan 

fasilitas bandar 

udara”, antara lain: 

1) personel fasilitas 
teknik bandar 
udara;  

2) personel fasilitas 
elektronika bandar 
udara;  

3) personel fasilitas 
listrik bandar 
udara;  

4) personel fasilitas 
mekanikal bandar 
udara;  

5) personel pengatur 
pergerakan 
pesawat udara 
(apron movement 
control/AMC);  

6) personel pengelola 
dan pemantau 
lingkungan;  

7) personel 
pertolongan 
kecelakaan 
penerbangan-
pemadam 
kebakaran (PKP-
PK);  

8) personel 
keamanan;  

9) personel fasilitas 
keamanan 
penerbangan; dan  

10) personel salvage. 

   

(3) Cukup jelas   

(4) Cukup jelas      
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Angka 67.  

Pasal 224 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas. Cukup Jelas  Cukup Jelas  
 

Angka 68.  
Pasal 225 

UU 
Penerbangan 

UU 11/2020 UU 6/2023 

 Cukup Jelas   Cukup Jelas  
 

Angka 69.  
Pasal 233 

UU 
Penerbangan 

UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Cukup Jelas Cukup Jelas  Cukup jelas 

(2)  

a. Yang 

dimaksud 

dengan 

“persyaratan 

administratif”

, antara lain, 

meliputi akte 

pendirian 

perusahaan, 

tanda jati diri 

pemilik, 

nomor pokok 

wajib pajak, 

dan domisili. 

b. Yang 

dimaksud 

dengan 

“persyaratan 

manajemen” 

adalah 

kemampuan 

personel dan 

organisasi 

pengoperasia

n bandar 
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udara. 

(3) Cukup Jelas   

(4) Cukup Jelas   

(5) Cukup Jelas   

 
Angka 70.  

Pasal 237 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup Jelas   Cukup Jelas  
 

Angka 71.  
Pasal 238 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup Jelas  Cukup Jelas 

 
Angka 72.   

Pasal 242 
UU 

Penerbangan 
UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup Jelas  Cukup Jelas 
 

Angka 73.  
Pasal 247 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup Jelas  Cukup Jelas 

 
Angka 74.  

Pasal 249 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Yang dimaksud 
dengan “keadaan 
tertentu”, antara 
lain, untuk tujuan 
medical evacuation 
dan penanganan 
bencana. 

Yang dimaksud dengan 
"keadaan tertentu", 
antara lain, untuk tujuan 
medical evacuation dan 
penanganan bencana. 

Yang dimaksud dengan 
"keadaan tertentu", 
antara lain, untuk tujuan 
medical evacuation dan 
penanganan bencana. 

 
Angka 75.  

Pasal 250 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Yang dimaksud 
“keadaan 
tertentu” dapat 
berupa: 

a. terjadi bencana 

Yang dimaksud dengan 
"keadaan tertentu", 
dapat berupa:  

a. terjadi bencana alam atau 
keadaan darurat lainnya 

Yang dimaksud dengan 
"keadaan tertentu", dapat 
berupa:  
a. terjadi bencana alam atau 

keadaan darurat lainnya 
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alam atau 
keadaan darurat 
lainnya sehingga 
mengakibatkan 
tidak 
berfungsinya 
bandar udara 
umum; dan/atau  

b. pada daerah 
yang 
bersangkutan 
tidak terdapat 
bandar udara 
umum dan 
belum ada moda 
transportasi 
yang memadai. 

c. Yang dimaksud 
“bersifat 
sementara” 
adalah jangka 
waktu terbatas 
sampai 
diatasinya 
kondisi keadaan 
tertentu. 

sehingga mengakibatkan 
tidak berfungsinya bandar 
udara umum; dan/atau  

b. pada daerah yang 
bersangkutan tidak 
terdapat bandar udara 
umum dan belum ada moda 
transportasi yang memadai. 

sehingga mengakibatkan 
tidak berfungsinya 
bandar udara umum; 
dan/atau  

b. pada daerah yang 
bersangkutan tidak 
terdapat bandar udara 
umum dan belum ada 
moda transportasi yang 
memadai. 

 
Angka 76.  

Pasal 252 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup Jelas   Cukup Jelas 
 

Angka 77.  
Pasal 253 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup Jelas   Cukup Jelas 

 
 

Angka 78.  
Pasal 254 

UU 
Penerbangan 

UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Yang dimaksud 
dengan 
“memenuhi 
ketentuan 
keselamatan dan 
keamanan”, 
antara lain, 
memiliki buku 
pedoman 
pengoperasian 

(1) Yang dimaksud dengan 
"memenuhi ketentuan 
keselamatan dan keamanan", 
antara lain, memiliki buku 
pedoman pengoperasian tempat 
pendaratan dan lepas landas 
helikopter (heliport manual). 

(1) Yang dimaksud dengan 
"memenuhi ketentuan 
keselamatan dan 
keamanan", antara lain, 
memiliki buku pedoman 
pengoperasian tempat 
pendaratan dan lepas 
landas helikopter (heliport 
manual). 
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tempat 
pendaratan dan 
lepas landas 
helikopter 
(heliport manual). 

(2) Cukup jelas. (2) Cukup jelas. (2) Cukup jelas. 

 
Angka 79.  

Pasal 255 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup Jelas  Cukup Jelas 
 

Angka 80.  
Pasal 275 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
(1) Cukup Jelas (1) Cukup Jelas  (1) Cukup Jelas 

(2) Cukup Jelas (2) Cukup Jelas  (2) Cukup Jelas  

(3) 
a. Yang dimaksud 

dengan “unit 
pelayanan 
navigasi 
penerbangan di 
bandar udara” 
terdiri atas 
pelayanan 
aerodrome oleh 
personel 
pemandu 
(aerodrome 
control), 
pelayanan 
komunikasi 
penerbangan 
(aeronautical 
flight information 
services), dan 
pelayanan 
aerodrome tanpa 
personel 
pemandu (un-
attended). 

b. Yang dimaksud 
dengan “unit 
pelayanan 
navigasi 
pendekatan” 
adalah unit 
pelayanan 
navigasi 

(3)  
a. Yang dimaksud dengan 

"unit pelayanan navigasi 
penerbangan di bandar 
udara" terdiri atas 
pelayanan aerodrome 
oleh personel pemandu 
(aerodrome control), 
pelayanan komunikasi 
penerbangan 
(aeronautical fligLtt 
information seruices), dan 
pelayanan aerodrome 
tanpa personel pemandu 
(un- attendend). 

b. Yang dimaksud dengan 
"unit pelayanan navigasi 
pendekatan" adalah unit 
pelayanan navigasi 
penerbangan pada 
kawasan pendekatan 
kedatangan (standard 
arrival route) dan 
keberangkatan (standard 
instrument departure). 

c. Yang dimaksud dengan 
"unit pelayanan navigasi 
penerbangan jelajah" 
adalah unit pelayanan lalu 
lintas penerbangan 
terkendali yang diberikan 
kepada pesawat udara 
yang mendapatkan 

(3)   
a. Yang dimaksud dengan 

"unit pelayanan navigasi 
penerbangan di bandar 
udara" terdiri atas 
pelayanan aerodrome 
oleh personel pemandu 
(aerodrome control), 
pelayanan komunikasi 
penerbangan 
(aeronautical fligLtt 
information seruices), dan 
pelayanan aerodrome 
tanpa personel pemandu 
(un- attendend). 

b. Yang dimaksud dengan 
"unit pelayanan navigasi 
pendekatan" adalah unit 
pelayanan navigasi 
penerbangan pada 
kawasan pendekatan 
kedatangan (standard 
arrival route) dan 
keberangkatan (standard 
instrument departure). 

c. Yang dimaksud dengan 
"unit pelayanan navigasi 
penerbangan jelajah" 
adalah unit pelayanan 
lalu lintas penerbangan 
terkendali yang diberikan 
kepada pesawat udara 
yang mendapatkan 
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penerbangan 
pada kawasan 
pendekatan 
kedatangan 
(standard arrival 
route) dan 
keberangkatan 
(standard 
instrument 
departure). 

c. Yang dimaksud 
dengan “unit 
pelayanan 
navigasi 
penerbangan 
jelajah” adalah 
unit pelayanan 
lalu lintas 
penerbangan 
terkendali yang 
diberikan kepada 
pesawat udara 
yang 
mendapatkan 
persetujuan dari 
personel 
pemandu lalu 
lintas 
penerbangan (air 
traffic control 
clearance), 
pelayanan 
informasi 
penerbangan 
(flight information 
service), dan 
pelayanan 
kesiagaan 
(alerting service). 

persetujuan dari personel 
pemandu lalu lintas 
penerbangan (air traffic 
control clearance), 
pelayanan informasi 
penerbangan (flight 
information service), dan 
pelayanan kesiagaan 
(alerting service) 

persetujuan dari personel 
pemandu lalu lintas 
penerbangan (air traffic 
control clearance), 
pelayanan informasi 
penerbangan (flight 
information service), dan 
pelayanan kesiagaan 
(alerting service) 

 
Angka 81.  

Pasal 277 
UU 

Penerbangan 
UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup Jelas  Cukup Jelas 
 

Angka 82.  
Pasal 292 

UU 
Penerbangan 

UU 11/2020 UU 6/2023 

(1) Cukup Jelas (1)  (1) Cukup Jelas 
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(2) Yang dimaksud 

dengan 

“personel 

navigasi 

penerbangan 

yang terkait 

langsung dengan 

pelaksanaan 

pengoperasian 

dan/atau 

pemeliharaan 

fasilitas navigasi 

penerbangan” 

meliputi: 

a. personel 
pelayanan lalu 
lintas 
penerbangan, 
yang terdiri 
atas: 
1) pemandu 

lalu lintas 
penerban
gan; dan 

2) pemandu 
komunika
si 
penerban
gan. 

b. personel 
teknik 
telekomunikas
i penerbangan, 
yang terdiri 
atas: 

1) teknisi 
komunikasi 
penerbanga
n;  

2)  teknisi 
radio 
navigasi 
penerbanga
n;  

3)  teknisi 
pengamata
n 
penerbanga
n; dan  

(2) Yang dimaksud dengan 
"personel navigasi 
penerbangan yang terkait 
langsung dengan 
pelaksanaan 
pengoperasian dan/atau 
pemeliharaan fasilitas 
navigasi penerbangan" 
meliputi: 
a. personel pelayanan 

lalu lintas 
penerbangan, yang 
terdiri atas: 

1. pemandu lalu lintas 
penerbangan;  

2. pemandu 
komunikasi 
penerbangan. 

b. personel teknik 
telekomunikasi 
penerbangan, yang 
terdiri atas: 

1. teknisi komunikasi 
penerbangan;  

2. teknisi radio 
navigasi 
penerbangan;  

3. teknisi pengamatan 
penerbangan; dan  

4. teknisi kalibrasi 
penerbangan. 

c. personel pelayanan 
informasi 
aeronautika; dan  

d. personel perancang 
prosedur 
penerbangan adalah 
personel yang 
bertugas antara lain: 

1) merancang suatu 
prosedur 
pergerakan 
pesawat udara 
untuk: 
a) keberangkata

n (standard 
instument 
departure). 
Prosedur 
pergerakan 
pesawat 
udara 
keberangkata

(2) Yang dimaksud dengan “personel 
navigasi penerbangan yang terkait 
langsung dengan pelaksanaan 
pengoperasian dan/atau 
pemeliharaan fasilitas navigasi 
penerbangan” meliputi: 

a. personel pelayanan lalu 
lintas penerbangan, yang 
terdiri atas: 
1. pemandu lalu lintas 

penerbangan;  
2. pemandu komunikasi 

penerbangan. 
b. personel teknik 

telekomunikasi 
penerbangan, yang terdiri 
atas: 

1. teknisi komunikasi 
penerbangan;  

2. teknisi radio navigasi 
penerbangan;  

3. teknisi pengamatan 
penerbangan; dan  

4. teknisi kalibrasi 
penerbangan. 

c. personel pelayanan informasi 
aeronautika; dan  

d. personel perancang prosedur 
penerbangan adalah 
personel yang bertugas 
antara lain: 

1) merancang suatu 
prosedur pergerakan 
pesawat udara untuk: 

a) keberangkatan 
(standard 
instument 
departure). 
Prosedur 
pergerakan 
pesawat udara 
keberangkatan 
adalah jalur 
penerbangan 
tertentu dari suatu 
bandara, ditandai 
oleh fasilitas 
navigasi, yang 
merupakan 
panduan bagi 
penerbang. 

b) kedatangan 
(standard 
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4)  teknisi 
kalibrasi 
penerbanga
n. 

c. personel 
pelayanan 
informasi 
aeronautika; 
dan  

d. personel 
perancang 
prosedur 
penerbangan 
adalah 
personel yang 
bertugas 
antara lain: 

1) merancang 
suatu 
prosedur 
pergerakan 
pesawat 
udara 
untuk: 
a. kebera

ngkata
n 
(stand
ard 
instru
ment 
depart
ure). 

Prosedur 
perger
akan 
pesaw
at 
udara 
kebera
ngkata
n 
adalah 
jalur 
penerb
angan 
tertent
u dari 
suatu 
bandar
a, 
ditand
ai oleh 

n adalah jalur 
penerbangan 
tertentu dari 
suatu 
bandara, 
ditandai oleh 
fasilitas 
navigasi, yang 
merupakan 
panduan bagi 
penerbang. 

b) kedatangan 
(standard 
instrument 
arival route). 
Prosedur 
pergerakan 
pesawat 
udara 
kedatangan 
adalah jalur 
penerbangan 
tertentu 
menuju suatu 
bandara, 
ditandai oleh 
fasilitas-
fasilitas 
navigasi, yang 
merupakan 
panduan bagi 
penerbang. 

c) ancangan 
pendaratan 
(instrument 
approach 
procedure). 
Prosedur 
pergerakan 
pesawat 
udara 
ancangan 
pendaratan 
adalah 
rangkaian 
manuver 
yang 
ditetapkan 
bagi 
penerbang 
dalam 
melaksanaka
n prosedur 
ancangan 

instrument arival 
route). Prosedur 
pergerakan 
pesawat udara 
kedatangan adalah 
jalur penerbangan 
tertentu menuju 
suatu bandara, 
ditandai oleh 
fasilitas-fasilitas 
navigasi, yang 
merupakan 
panduan bagi 
penerbang. 

c) ancangan pendaratan 
(instrument approach 
procedure). Prosedur 
pergerakan pesawat 
udara ancangan 
pendaratan adalah 
rangkaian manuver 
yang ditetapkan bagi 
penerbang dalam 
melaksanakan 
prosedur ancangan 
pendaratan dengan 
hanya berpedoman 
pada instrumen-
inptrumen yang 
terdapat dalam 
cockpit serta fasilitas 
komunikasi dan 
navigasi. 

d) terbang jelajah (en-
route). Prosedur 
pergerakan pesawat 
udara terbang jelajah 
adalah prosedur 
pergerakan pesawat 
udara yang dimulai 
dari fase 
keberangkatan 
sampai dengan awal 
fase kedatangan 
melalui suatu jalur 
penerbangan dengan 
batas ketinggian 
minimum yang 
ditentukan (minimum 
en-route altitude). 

e) melakukan kajian 
aeronautika terhadap 
objek halangan yang 
berada dalam area 
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fasilita
s 
naviga
si, yang 
merup
akan 
pandua
n bagi 
penerb
ang. 

b. kedata
ngan 
(stand
ard 
instru
ment 
arrival 
route). 

Prosedur 
perger
akan 
pesaw
at 
udara 
kedata
ngan 
adalah 
jalur 
penerb
angan 
tertent
u 
menuj
u suatu 
bandar
a, 
ditand
ai oleh 
fasilita
s-
fasilita
s 
naviga
si, yang 
merup
akan 
pandua
n bagi 
penerb
ang. 

c. ancang
an 
pendar

pendaratan 
dengan hanya 
berpedoman 
pada 
instrumen-
inptrumen 
yang terdapat 
dalam cockpit 
serta fasilitas 
komunikasi 
dan navigasi. 

d) terbang jelajah 
(en-route). 
Prosedur 
pergerakan 
pesawat 
udara 
terbang 
jelajah adalah 
prosedur 
pergerakan 
pesawat 
udara yang 
dimulai dari 
fase 
keberangkata
n sampai 
dengan awal 
fase 
kedatangan 
melalui suatu 
jalur 
penerbangan 
dengan batas 
ketinggian 
minimum 
yang 
ditentukan 
(minimum en-
route 
altitude). 

e) melakukan 
kajian 
aeronautika 
terhadap 
objek 
halangan 
yang berada 
dalam area 
operasi 
penerbangan. 

operasi penerbangan. 
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atan 
(instru
ment 
approa
ch 
proced
ure). 

Prosedur 
perger
akan 
pesaw
at 
udara 
ancang
an 
pendar
atan 
adalah 
rangka
ian 
manuv
er yang 
ditetap
kan 
bagi 
penerb
ang 
dalam 
melaks
anakan 
prosed
ur 
ancang
an 
pendar
atan 
dengan 
hanya 
berped
oman 
pada 
instru
men-
instru
men 
yang 
terdap
at 
dalam 
cockpit 
serta 
fasilita
s 
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komun
ikasi 
dan 
naviga
si. 

d. terban
g 
jelajah 
(en-
route). 

Prosedur 
perger
akan 
pesaw
at 
udara 
ancang
an 
pendar
atan 
adalah 
rangka
ian 
manuv
er yang 
ditetap
kan 
bagi 
penerb
ang 
dalam 
melaks
anakan 
prosed
ur 
ancang
an 
pendar
atan 
dengan 
hanya 
berped
oman 
pada 
instru
men-
instru
men 
yang 
terdap
at 
dalam 
cockpit 
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serta 
fasilita
s 
komun
ikasi 
dan 
naviga
si. 

Prosedur 
perger
akan 
pesaw
at 
udara 
terban
g 
jelajah 
adalah 
prosed
ur 
perger
akan 
pesaw
at 
udara 
yang 
dimula
i dari 
fase 
kebera
ngkata
n 
sampai 
dengan 
awal 
fase 
kedata
ngan 
melalui 
suatu 
jalur 
penerb
angan 
dengan 
batas 
ketingg
ian 
minim
um 
yang 
ditentu
kan 
(minim
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um en-
route 
altitud
e). 

melakukan 
kajian 
aeronautika 
terhadap objek 
halangan yang 
berada dalam 
area operasi 
penerbangan 
  (3) Cukup Jelas  
  (4) Cukup Jelas  
 

Angka 83.  
Pasal 294 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas. Cukup Jelas  Cukup Jelas 

 
Angka 84.  

Pasal 295 
UU 

Penerbangan 
UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup Jelas  Cukup Jelas 
 

Angka 85.  
Pasal 317 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup Jelas  Cukup Jelas 
 

Angka 86.  
Pasal 389 

UU 
Penerbangan 

UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup Jelas   Cukup Jelas 
 

Angka 87.  
Pasal 392 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup Jelas  Cukup Jelas 

 
Angka 88.  

Pasal 418 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

Cukup jelas Cukup Jelas  Cukup Jelas 
 

Angka 89.  
Pasal 423 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG      588

       

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup jelas Cukup Jelas  Cukup Jelas 

 
Angka 90.  

Pasal 428 
UU Penerbangan UU 11/2020 UU 6/2023 

 Cukup Jelas  Cukup Jelas 
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N. UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN 

 
Pasal 103  

Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44441 disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 53A245 

(1) Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan Tempat Istirahat, Pelayanan untuk 
kepentingan pengguna Jalan To1, serta menyediakan tempat promosi dan pengembangan 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. 

(2) Pengusahaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah, Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan mengalokasikan lahan pada Jalan Tol paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari 
total luas lahan area komersial untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, baik 
untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap 
perencanaan dan konstruksi. 

(3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro 
dan Kecil melalui pola kemitraan. 

(4) Penanaman dan pemeliharaan tanaman di Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah. 

 
 

                                       
245 Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 

tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) disisipkan 1 (satu) 

pasal, yakni Pasal 53A 
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PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

PENJELASAN UU JALAN 
 

Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44441 disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

UU 11/2020 UU 6/2023 
Cukup Jelas  Cukup Jelas 
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PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 
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PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2023 

 

 

 


